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Kata Pengantar

Melanjutkan edisi berikutnya, buku dihadapan pembaca ini adalah hasil
kompilasi dari Temu Kajian Ilmu Pemerintahan l982-1992 serta hasil adaptasi
dari sebagian tulisan terbaik padaJurnal Ilmu pemerintahan Widya Fraja
Institut Ilmu Pemerintahan yang pernah terbit antaratahun lgB0-2005.

Kompilasi ini diterbitkan dengan sejumrah pertimbangan; pertama, terjadi
kelangkaan bacaan terhadap dasar-dasar ilmu pemerintahan sebagaimana
dikeluhkan oleh mahasiswa program sarjana dan pascas arjana konsentrasi
ilmu pemerintahan di berbagai perguruan tinggi yang membukajurusan ilmu
pemerintahan. Terbatasnya tulisan tentang dasar-dasar pertumbuhan ilmu
pemerintahan dewasa ini dimaklumi oleh sebab minimnya forum seminar
maupun diskusi publik bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Jika kita
telusuri lebih jauh, memangjumlah pembelajar di bidang ilmu pemerintahan
melonjak tajam sejak dibuka tahun 1995 atas kerja sama antara IIp dan
Unpad. Bahkan, kini semakin bertambah sejak IpDN secara mandiri membuka
kelas konsentrasi ilmu pemerintahan tahun 2012. sayangnya, peminat yang
membludak bukanlah kelompok pembelajar yang diharapkan kelak memiliki
spirit dan komitmen dalam pengembangan ilmu pemerintahan, namun
sekelompok birokrat di daerah dan pusat yang sekedar datang untuk meraih
gelar bagi upaya meningkatkan status pada struktur maupun syarat bagi
kepentingan pragmatis. Di sisi lain, para pengemban amanah, seperti dosen
dan peneliti di bidang ilmu pemerintahan semakin hari semakin sedikit karena
tersedot ke ruangjabatan struktural, di samping faktor usia yang semakin lanjut
sehingga sulit mencarikan pengganti yang setaraf dengan itu.

Kedua, sebagai pelaksana temu kajian ilmu pemerintahan, IIp yang kini
menjadi IPDN memiliki posisi strategis sejak awal dalam upaya mengembangkan
ilmu pemerintahan. Menyadari tanggungjawab akademik tersebut serta sentral
bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan ke depan maka seluruh hasil
temu kaji ilmu pemerintahan serta naskah jurnal ilmu pemerintahan terpilih
patut menjadi bahan bacaanpembanding sebelum tiba pada pemahaman ilmu
pemerintahan baru (cybernology)yang digagas prof Dr, Taliziduhu Ndraha sejak
tahun 2013. Pemahaman awal lewat kompilasi dalam buku ini dirasa penting guna
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menjembatani substansi kybernology, selain alasan mengapa ilmu pemerintahan

yangdiajarkan di IPDN sedikit berbeda dengan ilmu pemerintahan di perguruan

tinggi lain yang masih berada dralam bayang-bayang ilmu politik.

Kedua alasan ideal tersebut cukup untuk menjadi alasan agar segera

menerbitkan kompilasi ini, selain amanah Taliziduhu Ndraha secara lisan

agar terus mengembangkan ilrrLu pemerintahan bagi kemaslahatan rakyat dan

pemerintahan itu sendiri. Bagrnlga, dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa

pemerintahan adalah gejala yang unik, dimana tak ada seorang pun sejak

zamanpurbakala yang dapat nrenghindari gejala tersebut, sekalipun individu

dan masyurakat terkadang tak menl'ukai perilaku pemerintahan itu sendiri'

Lewat kesempatan ini, tentu saja penyrnting mengucapkan terima kasih

yang tulus kepada semuapenulis yang telah berkontribusi dalam buku ini bagi

kemajuan ilmu pemerintahan. Secara khusus, kepada Prof' Soewargono, Prof

Pum.,d.ji, Prof. zamhier Islamie, Prof. Baharuddin Tjenreng, Prof, Dr. Ryaas

Rasyid, Prof. Dr. Ngadisah, da.n Prof, Dr. Taliziduhu Ndraha, selaku mantan

rektor dan pemikir sejati bagi pengembangan ilmu pemerintahan di lingkungan

Institut Ilmu Pemerintahan. Kami juga berterima kasih kepada Prof' Muchlis

Hamdi, MPA, Ph.D dan Prof, Dr. Sadu Wasistiono, M.S. yang tetap menjadi

sandaran bagi perkembangan ilmu pemerintahan kontemporer dewasa ini'

Penyuntingjuga merasa berutang budi pada Prof. Soemendar Soerjosoedarmo,

P.oi. Soe*pomo, Prof. Dr. Ycssi Adiwisastra, Prof. Moeljarto Tiokrowinoto,

Prof, Dr. Maswadi Rauf, Prof. Madjoles, Prof, Juwono Sudarsono, Prof' Dr.

Bhenyamin Hoessein, Prof. Dr. Afan Gaffaq Prof. Karnandi Wargasasmita,

Prol Ernan Arno Amsari, Prof. Dr. E. Koswara, Prof Bayr Suryaninggrat,Josef

Riwu Kaho, MPA, Djopari, M.A., dr. Ben Mboi, Prof Dr. A.S. Hikam, sujamto,

Koeswandi. Yarsif Yanuar, Iiumitro Maskun, dan Sarwoto Kertodipuro'

Mereka merupakan jajaran pemrasaran, pembahas dan penulis terbaik dalam

seminar maupun jurnal ilmu pemerintahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberikan imbalan yang settmp alpadabeliau-beliau itu atas ilmu yang akan

terus dibaca oleh para pembelajar bidang ilmu pemerintahan!

Akhirnya, penyunting tak lupa berterima kasih pada Penerbit Ghalia

Indonesia yang berkenan mencetak kompilasi buku ini sehingga sampailah di

tangan para pembacayangbudiman. Kami yakin, buku ini adalah karangan

manusia biasa yang tentu saja membutuhkan penyempurnaan. satu hal yang

perlu diingat oleh para pembaca bahwa tulisan dalam buku ini berada pada

satu konteks di suatu masa sehingga mungkin saja terdapat kesenjangan dalam

rentang waktu yang lama, tetapi kami percaya bahwa sebagian besar tulisan
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tersebut tidak saja masih memiliki relevansi dalam konteks kekinian, namun
lebih dari itu adalah basis bagi pengembangan ilmu pemerintahan hingga
mewujud ke dalam bentuk ilmu pemerintahan baru (kybernology). Kepada
Prol Dr. Taliziduhu Ndraha sebagai pencetus dan penemu jalan bagi media
pembelajaran tersebut, kami secara khusus mesti dengan takzim mengucapkan
beribu-ribu ucapan terima kasih, sekaligus doa yang tulus semoga Tuhan
menerima amal baktinya, oleh sebab pengetahuan dan ilmu pemerintahan
yang telah diwariskannya kepada kita semua. Amin, ya rabbal 'alamin...!!

Jakarta, 08 September 2015

Penyunting

Kata Pengantar



As s al arn ualuikutn War ahrnatullahi Wab arale atuh !

Buku dengan judul Dial,sktika llmu Pemerintahan di tangan pembaca

menurut kami sangat penting untuk menjadi bahan bacaan awal dalam tpaya

memahami sejarah dan konstrul<si terbentuknya dasar-dasar ilmu pemerintahan

dewasa ini. Kami menyambut baik penerbitan buku ini disebabkan langkanya

memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar terbentuknya ilmu pemerintahan

bant (kltbernolog) yang digagas oleh Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha sejak tahun

2003. Buku ini merupakan hasil kompilasi dari beberapa kali seminar yang

pernah diadakan oleh Institut Ilmu Pemerintahan, sisanya merupakan hasil

adaptasi dari Jurnal llrnu Pemerintahan Wid2a Praja yang pernah dikelola IIP

hingga berubah nama menjadilnstitut Pemerintahan Dalam Negeri 0PD|0.

Kerja keras yang telah dillakukan oleh Tim Penyunting kami kira patut

diberi apresiasi disebabkan IPDN sendiri perlu mengembangkan basis keilmuan

pemerintahansemenjakdibukanlakogramDoktorKonsentrasillmuPemerintahan

pada tahun 2012. T[npaupayz:yang sungguh-sungguh dalam melihat kembali

perkembangan ilmu pemerintrhan hingga terbentuknya kerangka pemikiran

tEbnrntagakamipikirpeserta sekcrlahpascasarjanayangmemilihprogram dimaksud

akan kesulitan dalam memahami dasar keilmuan. Hal ini penting ditandaskan karena

basis peserta program doktoral dimaklumi terkadang berasal dari berbagai latar

pendidikan yang tak linear dengan pilihurt konsentrasi yang tersedia.

Akhirnya, dengan niat yarrg baik dari para penyunting untuk memelihara

nilai-nilai dasar keilmuan bidangpemerintahan, serta dalam upaya menjawab

tantangan pemerintahan di masa akan datang kami berharap buku ini dapat

menjadi alas bagi tumbuh dan berkembangnya Ilmu Pemerintahan baru

(Kltbunotog) yang menjadi ciri khas utama pengajaran di ruang kelas Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Jatinangor, I Agustus 2015

Dr. Suhajar Diantoro, M.Si.



Muhadarn Labolo, lahir 5 Agustus 1972 di Pagimana, Kabupaten

Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Gelar Sarjana Pemerintahan diperoleh

dari Institut Ilmu Pemerintahan (IlP)Jurusan Politik Pemerintahan pada tahun

2001, setelah sebelumnya menyelesaikan Program Diploma III di Sekolah

Tinggi Pemerintahan Dalam NegeriJatinangor untuk derajat Ahli Madya

Pemerintahan pada tahun 1995. Magister Ilmu Pemerintahan diperoleh dari

kerja sama Institut Ilmu Pemerintahan dengan Universitas Padjajaran Bandung

pada tahun 2005, sedangkan Program Doktoral konsentrasi Ilmu Pemerintahan

diselesaikan pada universitas yang sama tahun 2010. Di bidang organisasi

kemahasiswaan pernah menjabat sebagai Ketua lJmum Senat Mahasiswa

Institut Ilmu Pemerintahan.

Dalam pekerjaan sebagai praktisi pemerintahan, pernah menjabat sebagai

Lurah Bara di Kota Palopo, Staf Pemerintahan Kecamatan Wara Utara, Staf

PMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintahan Kabupaten Luwu. Diangkat

menjadi dosen tetap di Institut Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2003. Penulis

juga mengaj ar pada sejumlah lembaga diklat sekaligus menjadi Direktur pada

Pusat Kajian Strategik Pemerintahan (PKSP), mengajar pada Pusat Studi

Investasi Keuangan (PSIK), Pusat Pengembangan Ekonomi dan Pemerintahan

Daerah (Puskepda), Pusat Pembangunan Pemerintahan Daerah (P3D), dan

memenuhi sejumlah undangan sebagai pembicara dalam uorkshop di berbagai

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih dari

500 kali mengajar DPRD dan eksekutif se-Indonesia sejak tahun 2004. Pernah

menjabat sebagai Asisten Direktur III Bidang Keprajaan IPDN Makassar,

setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Bidang SDM
dan Kepala Pusat Bidang Pembangunan dan Kependudukan pada fembaga
Kajian Strategik Institut Ilmu Pemerintahan (IPD||.

Selain itu, padaJanuari-Maret 2008 beliau pernah terlibat sebagai staf ahli

BKKSI dan DPD-RI PAH I dalam kajian evaluasi pemekaran wilayah, revisi

undang-undang pemerintahan daerah serta pembahasan rancangan undang-

undang wilayah negara (2009).



Beliau pernah mengenyam Diklat Teknologi Informasi dt National Institute

of Rural Dnelopmmt India, serta study comparac2 untuk pengembangan kapasitas
lembaga IPDN di Natinnal School Opmbaar Besture (NSOB), European Institute of
fublic Administrati.on (EIPA) dan Maastrirth UninerciQ di Belanda serta Belgia pada
tahun 2005. Mengik\i rtud) comparaclt dan seminar bidang pemerintahan dan
desentralisasi di sejumlah negara, seperti Singapura, Thailand, Malaysia,
China, Filipina, dan Hong Kong sejak tahun 2005.

Tera.khir beliaujuga aktif sebagai penulis tetap sekaligus pimpinan re daisrjurnnl
Ilminh Ilrnu Pernffintnltnn Waprqja yang dtterbitkan oleh Institut Ilmu Pemerintahan
dan Media Pamong oleh Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan.
Beberapa buku awal yang pernah ditulis, yaitu Mannlnrni Ilrnu Penvrintnhnru Beberapa

Pandnngan Dasm tantnng Ihnil Porvrintaltn6 IPDN Rnouay l{epernimpinm Balunt Drwnila
Dannlcrax; MauegahNegma Gagal; danDamtralisasiAsirnehik di Indorcsin, merupakan
beberapa buku yang cukup populer di kalangan mahasiswa.

-o€o-
Hyronirnus Rowasiu,lahir l6Juli 1966 di Bajawa, Kabupaten Ngada,

Flores, Nusa Tenggara Timur CIVfD Semenjak l99B menjadi dosen di Institut
Ilmu Pemerintahan (IIP) sampai dengan sekarang.

Sebelum bertugas sebagai dosen, beliau sempat bekerja di Sekretariat
Daerah Provinsi NTT setelah tamat dari APDN Kupang tahun 1990. Sejak
tahun 1993 sampai dengan 1995 menyelesaikan studi program sarjana di
IIPJakarta, dengan status lulusan terbaikJurusan Politik Pemerintahan.
Melanjutkan studi pada program Magister Ilmu Pemerintahan kerja sama
IIP dengan Universitas Padjadjaran Bandung dengan prestasi sebagai lulusan
terbaik (cumlaude\.

Pengalaman organisasi semenjak SMA adalah sebagai Wakil Ketua OSIS,
sebagai Sekretaris LJmum pada Senat Mahasiswa APDN Kupang serta Wakil
Ketua LJmum Senat Mahasiswa IIP Beliau juga pernah menjabat sebagai
Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI) dan Pengurus Pusat
Forum Komunikasi Alumni IIP (FKA IIP).

Di samping sebagai dosen tetap pada IIP/STPDN/IPDN, pengalaman
mengajar beliau yang lainnya adalah dosen tamu di Sekolah Staf dan Komando
(Sesko) Angkatan LautJakarta, Pascasarjana STIAMIJakarta, dosen Diklat
Depdagri, serta anggota tim perumus RUU Bidang Politik Depdagri tahun
2007.
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Pendidikan dan latihan luar negeri yang pernah diikuti adalah Course of
Public Seruice on Deparhnmt Malayfu tahun 2003, Course of Public Suuice on Ciuil
Seruice Collage Singapore tahun 2004, Course of Managunmt Crisis and Disastu on

Nederlands School of Openbaar Bestuur (NSOB) tahun 2004, serta Course of Pubtic

A dminisnation Maastricht Nederlands tahun 2 004.

Megandaru Widhi Kawuryan, lahir di Yogyaka rta, 4 April 1976.
Menyelesaikan pendidikan jenjang Strata I (S l) padaJurusan Ilmu Komunikasi,
Fisipol, UGM; Strata 2 (S2)pada Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP
UI, dan Strata 3 (S3) di Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI. Pada tahun
2002 bergabung dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDll),Jakarta,
sebagai PNS staf pengajar (dosen) dengan jabatan fungsional lektor.

Selain sebagai staf pengajar, beliau juga terlibat aktif dalam berbagai
penelitian, pelatihan, dan berbagai konferensi ilmiah, baik di dalam maupun
luar negeri, seperti di Bangkok, London, Korea Selatan, Malaysia, dan
Filipina. Beliau juga aktif dalam organisasi ilmiah, di antaranya sebagai
pengurus di Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dan sebagai
anggota di Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indonesia (ISKI). Selain itu,
beberapa pelatihan yang pernah diikuti, antaralnnDiWatApplizdApproach (AA)
oleh UPI Bandung, serta berbagai pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi
PNS dan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
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Memang harus diakui bahwa pertumbuhan awal ilmu pemerintahan itu

didominasi oleh hasil-hasil studi dari ilmu-ilmu sosial lain yang meneliti pula

gejala-gejala pemerintahan. Vrn Brawn (1986) misalnya' mengemukakan

[un*ulm' pemerintahan itu untuk sebagian besar mewujudkan diri dalam

bentuk himpunan dari aneka jenis studi tentang gejala-gejala pemerintahan:

hasil studi dari ilmu hukum (dikategorikan sebagai juridis bestuurskunde), hasil

studi dari ilmu ekonomi (dikatelgorikan sebagai economische bestuurskunde), hasil

studi dari sosiologi (dikategorikan sebagai sociologische bestuurskunde), danhasrl

studi dari ilmu politik (dikategorikan sebagai politicologische bestuurskunde)-

Halsepertiinimemanglazimbagisuatuilmuyangsedangdalamproses
untuk menemukan identitasnya. Namun, pada akhirnya' ilmu pemerintahan'

yang ingin mencapai tujuan yang berbeda dengan tujuan dari ilmu-ilmu

sori^l yurrg lain tersebut, menctapkan persyaratan-persyaratarrnya sendiri'

Apalagiyanginginditelitiolelrilmupemerintahanituadalahgejala-gejala
pemerintahan pada segenap aslleknya'

Parapakarilmupolitik,ilmuekomoni,sosiologidanilmuhukum'
masing-masingmempunyaipolaberpikiryangsalingberbedasatusamalain.
PerbeJaan-perbedaan ini timbul karena terbawa oleh disiplin ilmunya masing-

masing.Sebaliknya,ilmupemerintahaninginmenyatukandanmemanfaatkan
pengetahuan yang dihasilkan oleh pelbagai Ilmu sosial tersebut. Para pakar
'lt-r, 

p.-.rintahan itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.H. Scholten,

adalah ibarat orang-orang yutg membangun jembatan karena didorong oleh

keinginan untuk -.rrghr.tr.ngl<an disiplin-disiplin ilmu sosial yang berbeda-

bedaitu;merekaharuspula-e-p"tyuikemampuanuntuksebanyakmungkin
menjembatani fakta-fakta di satu pihak dengan nilai-nilai di pihak lain,

dengan mempefgunakan konstruksi-konstruksi yang praktis. Pada awalnya,

kata scholten lebih lanjut, panl pakar ilmu pemerintahan itu memang sering

mengalami kesulitan karena belum tersusunnya basis keilmuan yangjelas untuk

melaksanakan tugas tersebut. Tblaahan-telaahan ilmu pemerintahan versi lama

memang hanya mempergunalian pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh

dari perigalaman, intuisi dan akal sehat. Sedangkan ilmu pemerintahan yang

modern, di samping tidak mengabaikan cara-c^ratersebut, juga dan terutama

mempergunakan hasil-hasil dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial empirik' untuk

sementara waktu, unsur-unsur pengetahuan dan pandangan-pandangan

yangpentingdariiimupolitik,sosiologi,ilmuekonomi'ilmuhukum'sangat
aiuututrt an bagi perkembangan ilmu pemerintahan itu (G.H. Scholten,

leBi).
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Pertumbuhan dan perkembangan Ilmu pemerintahan yang modern
seiring dengan semalcin luas dan intensifnya campur tangan pemerintah dalam
kehidupan bermasyarakat. Seiring pula dengan tumbuhnya birokrasi menjadi
kekuasaan keempat yang secara rasional dan metodik bertanggungjawab atas
tercapainya kesej ahteraan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dan yang menyangku t state 0f
T he Art rlmu Pemerintahan, secara berurut al<an dikemukakan dalam paragraf-
paragraf berikut.

Sasaran Studi llmu Pemerintahan

Pekerjaan memerintah, yang menjadi sasaran studi dari ilmu pemerintahan,
merupakan pekerjaan yang ciri utamanya adalah memberikan arah, menetapkan
nilai, mengatur dan membuat keputusan. pekerjaan memerintah itu dapat
diketemukan pada setiap jenis kehidupan sosial, misalnya di dalam kehidupan
keluarga, di dalam perusahaan, di dalam suatu organisasi kemasyarakatan, di
dalam suatu organisasi politik, di desa, di kota, di kecamatan, di kabupaten, di
provinsi dan di dalam negara.

Namun, sasaran studi ilmu pemerintahan itu tidaklah meliputi pekerjaan
memerintah yang dilaksanakan di semua jenis kehidupan sosial tersebut.
Pekerjaan memerintah yang dilal<sanakan oleh kepala keluarga di dalam suatu
keluarga misalnya, atau pekerjaan memerintah yang dilakukan oleh seorang
direktur perusahaan di dalam suatu organisasi bisnis milik swasta, berada di
luar sasaran studi ilmu pemerintahan.

Dengan kata lain, ilmu pemerintahan hanyalah melakukan studi terhadap
jenis kehidupan sosial yang mempunyai sifat khusus, yaitu kehid..pu' sosial
yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai politik, yang menurut pengertian
sekarang adalah negara dan bagiannya-bagiannya. Kekhususan tersebut timbul
karena pekerjaan memerintah di dalam suatupolitltitu memerlukan dukungan
yang berupa cekuasaan politik dari negara. Lahirlah kemudian pengertian
pemerintahan negara, pemerintahan yang berciri publik, atau pemerintahan
umum (openbaar bestuur). Lahir pula pengertian pemerintah, yaitu pemegang
kekuasaan politik tersebut, sering, disebut pula pengu asa (the authorie) rebagui
penyelenggara pemerintahan umum dimaksud.

Pemerintahan umum itu, dengan demikian, mengerola keseluruhan
masyarakat yang sangar besar jumlahnya, yaitu upu yurg pada dewasa ini
dikenal sebagai kehidupan bersama yang modern. pada dewasa ini, semeniak
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seorang anakmulai sadar akan kebera daznnya,maka di samping diamengetahui

bahwa dia hidup bersama dengan orang-orang lain, secara berangsur-angsur

dia mengetahui pula tentang a.danya kekuasaan dari pemerintahan umum.

Setiap orang pada waktu dilahirkan, kelahirannya itu ditolong oleh dukun bayi,

bidan atau dokter yang profesinya disahkan oleh pemerintah' Segera setelah

dia dilahirkan, orang tuanya harus mendaftarkannya di Kantor Catatan Sipil'

Demikianlah pada awalnya kehidupan seorang warga, dan demikian pula untuk

seterusnya dia akan selalu berhubungan dengan pemerintahan umum.

Pemerintah dan pemerinl'ahan umum Dengan demikian, merupakan

bagian dari dunia kehidupan sosial. Dalam hubungan seseorang dengan orang

lain, pemerintah membuat sedermikian banyak arahan dan aturan-aturan; suatu

stekelketentuan perundang-unclangan yang sangat luas lingkupnya dibuat oleh

pemerintah, dan setiap warga diberi kesempatan pula untuk menjangkau polisi

ian peradilan, sehingga merek. dapat berhubungan satu sama lain secara adil

dan masuk akal. Tindakan-tindakan seperti pencurian dan pembunuhan dapat

dicegah, dan mereka yang masih berani melanggarnya akan dijatuhi hukuman'

selanjutnya, pelbagai instansi p,emerintah diberi tugas untuk mengembangkan

kehiJupan bersama itu. Dalam hal ini, pemerintah membangun dan

memelihara jaringan jalan, jernbatan, pelabuhan, lapangan terbang stasiun

kereta api, terminal bus dan lainJain; pemerintah membantu pula penyediaan

sarana pernlnuhun, listrik drln air bersih; membantu menyediakan dan

mencarikan lapangan kerja bagi para pencari kerja; memberikan penyuluhan

di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; mengatur ekspor dan impor

s.rtu -.ngendalikan inflasi; m engendalikan harga barang-barang kebutuhan

pokok rutyut; membangun dan mengelola sekolah-sekolah negeri, mulai dari

sekolah dasar sampai universitas; memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah

swasta dan lainlain. Apabila seorang warga pada akhirnya meninggal dunia,

maka urusannya tidak hanya menjadi urusan keluarganya, akan tetapi juga

menj adi urusan Pemerintah.

Terutama semenjak dilaftsanakannya cita negara kesejahteraan, maka

pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi

kekuatan-kekuatan kemasyarzLkatan, dengan tujuan agar setiap warga dapat

terjamin kepastian hidup minimalnya. oleh karena itu, secara berangsur-

ungrrrr, frr.tgtl awal dari pemerintahan umum yang bersifat represif (polisi dan

peradilan),lalu bertambah dr:ngan fungsi-fungsi lain yang bersifat melayani'

Sitrusirryu, dengan demikian, menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan

situasi pada abad 19 di kebanyakan negara-negara modern, di mana negara-

Dialektika Ilmu Pemerintahan



negara tersebut pada umumnya menganut filsafat negara hukum (ruhtsstant) atau
negara penjaga malam (nachtutakersstaat). Sebab menurut filsafat negara hukum
atau negara penjaga malam, mal<a perkembangan masyarakat itu diserahkan
kepada interaksi dari kekuatan-kekuatan yang bekerja di dalam masyarakat itu
sendiri; hanya masalah-masalah yang dipandang menimbulkan dampak sosial
yang sangat merugikan, yans kemudian dicampur-tangani oleh pemerintah.

Namun demikian, secara berangsur-angsur sikap pemerintah berubah
dengan melalui intervensi yang semakin lama semakin besar terhadap
kehidupan warganya. Jumlah kontak antara warga dengan pemerintah pun
semakin lama menjadi semakin meningkat, sampai tercapai kondisi seperti pada
dewasa ini, di mana seolah-olah kehidupan warga itu sangat tergantung pada
pemerintah. Terutama di tingkat-tingkat pemerintahan di mana sebagian besar
tugas pelayanan pemerintah itu harus diselenggarakan, maka warga sangar
merasakan keberadaan dan manfaat dari pemerintahan umum.

Sesungguhnya, bukan hanya warga sajayang kehidupannya menjadi semal<in
te{gantung kepada pemerintahan umurn, sebab di dalam lingkungan pemerintahan
umum itu sendiri juga berlangsung proses-proses yang sempa. Bagian-bagian dari
suatu negara,yaitu semula mempunyai otonomi yang cukup besaq semakin lama
menjadi semakin tergantung pada pemerintah pusat. Fungsi-fungsi pemerintahan
umum yang bersifat mengatu4 memberikan arah, menetapkan nilai dan membuat
keputusan dalam rangka mengelola kehidupan publik di dalam suatu polity itulah
yang menjadi sasaran studi ilmu pemerintahan.

Perunusan (Definisi) llmu Pemerintahan

Untuk memperoleh pengertian yang lebih terarah tentang ilmu
pemerintahan itu, berikut ini disampaikan perumusan-perumusan dari dua
orang pakar dalam ilmu tersebut. U. Rosenthal merumuskan ilmu pemerintahan
itu sebagai "ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur
dan proses-proses pemerintahan umum, baik bekerj anya struktur-struktur
dan proses-proses itu secara internal maupun secara eksternal.,' sedangkan
pemerintahan umum dirumuskannya sebagai "keseluruhan struktur dan proses-
proses, di dalam mana terlibat kebijaksanaan-kebijaks anaandan keputusan-
keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas namakehidupan bersama,'
(De bestuurs-utetenschap is die uetmschap die <LCh autonoom bezry houdt met de studie uan de
'interne en externe werking uan de structuren enprocessen uan openbaar bestuur.. .. Openbaar
bestuur utordt gedefinieerd als ha gehul uan structuren m processen, utaarbirnnen bindmde
bulissingm a00r (n namens de samenln,ing getroffen ruorden).
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H.A. Brasz merumuskan ilmu pemerintahan itu sebagai "ilmu yang

mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu

disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu

terhadap warga negara" (De be::tuurswetonschap is de wetmschap die abh be<ig houdt

mA de ifr<e waarop de openbare dienst is ingericht enfunctioneud, intern m naar buiten

tegenouer de burgers).

Yang menjadi sasaran studinya menurut Btaaszadalah juga pemerintahan

umum) yuitu pe.nerintahan-sebagaimana yang menjadi kompetensi pelbagai

instansi milik pengu asa (ouerheids instanties), yang di dalam kehidupan modern

sekarang memainkan peranart yang sangat penting; pemerintahan sebagai

fungsi ,t.guru di dalam semua perwujudannya: negara itu sendiri, provinsi'

kotapraja, wilayah pengairan (waterschap), organisasi perusahaan milik

p...r.rirr1un dan semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik

(U. Rosenthal, 1986; H.A. Braasz,l97B).

Dari perumusan-perumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada

dua carapendekatan yang dipergunakan, yaitu pendekatan fungsional yang

mempelajari kegiatan-kegiatar'yang dilaksanakan, dan pendekatan struktural

yang-menelaah lembaga-lenrbaga dan orang-orang yang melaksanakan

kegiatan-kegiatan tersebut. Pendekatan pertama menghasilkan pemahaman

tentang memerintah, sedangkan pendekatan kedua menghasilkan pemahaman

tentang pemerintah.

Sekilas Seiarah Pertumbuhan llnu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan yang berciri modern lahir buat pertama kalinya

di Prusia dan Australia pada abad ke tujuh belas' Ilmu ini dikenal dengan

nama Kameralwis s ms c haftun. LzLndasann y a adalah pemikiran bahwa terdapat

sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan

fungsi para pejabat pemerinta.h. Sekelompok ilmu ini perlu diidentifikasi dan

kemudian diajarkan di universitas-universitas. Dalam masa pemerintahan raja

Frederik Willem I misalnya (1713-l 7 40), mata kuliah-mata kuliah kamualistik

diajarkan di Universitas Frankfurt dan Universitas Halle. Matakuliah-mata

kuliah tersebut terdiri atas subjek-subjek yang dipandang esensial bagi

pengelolaan secara efisien suatu negara yang diperintah secara sentralistik,

terbudaya paternalistik dan menganut mazhab ekonomi Merkantilisme.

Terutama meliputi apa yang sekarang ini berkembang menjadi public finance,

termasuk administrasi penerirnaan dan pembelanjaan negara' ilmu kepolisian,

statistik, stekelperpajakan, struktur birokrasi dan ketatausahaannya, juga ilmu
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ekonomi dengan penekanan khusus di bidang pertanian. Tentu saja dilihat
dengan mempergunakan ukuran-ukuran keilmuan yang modern, Kameralistik
itu, baik secara empirik maupun secara metodologik belum memenuhi
persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Namun, kameralistik sebagai suatu
sistem pemikiran dan sebagai suatu metode untuk mendidik mereka yang
ingin bekerja di lingkungan birokrasi, secara berangsur-angsur dan hampir
sepenuhnya digantikan oleh studi di bidang hukum pada akhir abad kedelapan
belas dan awal abad kesembilan belas. Di Jerman dan Austria, pergeseran
dari kameralistik ke cara pendekatan hukum itu berlangsung sedemikian
cepat dan sempurna, dengan akibat bahwa kameralistik itu dipandang tidak
perlu lagi diajarkan di universitas-universitas. Beberapa faktor yang menjadi
penyebab perubahan cara pendekatan ini, menurut Carl Friedrich adalah
berkembangnya cita tentang konstitusionalisme dan legalisme yang bertujuan
untuk mengatur hubungan-hubungan antara penguasa dengan rakyat, juga
untuk melindun gi kebebasan dan milik individu-individu ; digan tiny a mazhab
ekonomi merkantilisme oleh mazhab ekonomi lai^rsea-faire; gerakan kodifikasi
hukum, mula-mula di Austria, kemudian diJerman, dan selanjutnya di sebagian
besar Eropa pada waktu Napoleon berkuasa; tumbuhnya lembagalembaga
peradilan administrasi; selera pribadi para raja yang ingin mengambil hati
rakyatnya; dan faktor-faktor lain (Carl Friedrich, 1963).

sebagai akibat perubahan tersebut, maka sebagian besar isi program
pendidikan bagi mereka yang dipersiapkan unruk menduduki jabatan-jabatan
tinggi pemerintahan itu lalu terdiri atas studi tentang hukum, sehingga
orientasinya tidak lagi tertuju kepada pengelolaan secara efisien dai estate
milik raja, melainkan tertuju kepada penerapan hukum secara tepat dan benar,
khususnya hukum yang mengatur hubun gan a'tarapenguasa dengan rakyat.
sampai pertengahan abad kedua puluh, banyak negara di Eropa daratan yang
sebagian besar pejabat tingginya terdiri atas ahli-ahli ilmu hukum.

Dengan demikian, maka semenjak bagian terakhir dari abad kedelapan
belas, kameralisme tidak lagi berkembang di Eropa. Sebaliknya, di Amerika
Serikat, kuranglebih seratus tahun kemudian, tumbuh ilmu yang sejenis dengan
kameralisme tersebut. Ilmu ini dirintis oleh orang-orang Amerika yang pernah
belajar diJerman yang terkesan oleh hasil-hasil kameralisme pada masa lalu.
Berbeda halnya dengan di Eropa, maka demokratisasi di Amerika Serikat
sudah tidak lagi menjadi masalah. Pelaksanaannya bahkan dipandang sudah
berlebihan, sehingga menimbulkan dampak negatif yang berupa inefisiensi di
lingkungan birokrasi.
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Rekruitmen untuk kantor-kantor pemerintah mempergunakan sistem s/oil

dengan mekanisme rotation of oJfrceyangdilakukan segera setelah sesuatu partai

*.*ng dalam pemilihan umunr. Sistem ini telah dilalsanakan berpuluh tahun,

yaitu semenjak AndrewJackson terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada

tahun 1878. Yang menjadi landasan pemikiran adalah filsafat egalitarian, yang

dijabarkan menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat, yang dilaksanakan sesuai

derrgun hasil pemilihan umumlang bebas. Dibentuklah kemudian administrasi

p.rrr.rin,uhan oleh orang-orang yang merupakan wakil-wakil rakyat. Sistem ini

dipandang akan membuka kehidupan publik bagi rakyat biasa, yang sampai

tingkatan tertentu selalu dikecuiilikan dari organisasi pemerintahan, disebabkan

oleh masih berlakunya norma'norma yang aristokratik'

Para pendukung spoik s2.stem biasanya mengacu kembali pada pidato

tahunan Presiden AndrewJacl<son di muka congress pada tahun 1829, yang

antaralain berbunyi sebagai berikut: "Hanya dengan sistem rotasi pada kantor-

kantor pemerintah sesuai deng:m hasil-hasil pemilihan umum, maka kita dapat

mengamankan negara dari bahaya di mana pegawai-pegawai pemerintah

mernpunyai kebiasaan melihat secara acuh tak acuh terhadap keinginan ralryat,

serta menolerir perbuatan-perbuatan yang dapat menguntungkan diri mereka.

Kami tidak dapat berpendiriran, kecuali percaya bahwa lebih banyak yang

hilang disebabkan oleh berlanna-lamanya seseorang di dalam jabatan publik

dibandingkan dengan apa yang diperoleh dari pengalaman mereka pada

umumnya. Tugas-tugas semua pegawai pemerintah itu adalah sedemikian lugas

dan sederhananya, sehingga seti,ap orang yang mempunyai inteligensi akan segera

mempunyai kemampuan untuk melal<sanakannya" (Leonard D. \{hite, 1954)'

Spoik s4stem tersebut ternyata kemudian menimbulkan pelbagai ekses'

Terutama, banyak sekali orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kecakapan'

namun diangkat menduduki j'abatan-jabatan penting. Oleh karena itu, secara

berangsur-angsur timbul realsi dari para guru besa.r, penulis, pendeta, editor surat

kabaa bahkan dari politisi sendiri. Mereka menghendaki reformasi' Para pendukung

sistem spoil tenfi saja bertahan. sekuat-kuatnya. Namun, pembunuhan Presiden

Garfu$ olehseorang pencarijalcatan yang tidak puas pada tahun I BB3, membuka

jalanbagitersusunnya{Jndang-UndangPendleton(PmdlznnAcf)padatahun 1883,

yang mengaw ahmnit ysnn walaupun dalam skala yang masih sangat terbatas.

Penekanan utama undanS;-Undang Pendleton itu, sebagaiman ayang antata

lain kemukakan dalam konsideransnya, adalah: sistem merit ittt merupakan

langkah ke arah moralreform. Rformkepegawaian, dengan demikian, dipandang

bukanlah sekedar seleksi dan ujian-ujian bagi calon pegawai, namun terutama
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merupakan koreksi terhadap korupsi di dalam kehidupan politik. Oleh seorang
pendukung undang-undang tersebut, sistem rotasi jabatan dikatakan ,.telah

menyalahgunakan kepercayaan rakyat dengan menggantikannya menjadi party
spoils, yang menghancurkan kehormatan diri pegawai, menghancu.kurr prrlu
berfungsinya partai sebagai sarana demokrasi, melacurkan pemilu sehingga
menjadi perjuangan yang serakah bugt keuntungan pribadi, dan mendegradasi
watak nasional dengan cara merendahkan standar dan suasana moral negara,,
(Leonard D. White, lg5B).

Namun, mereka yang ingin mempertahankan sistem spoit tidak pura
kurang alasannya. Seorang pendukung sistem spoil yang bernama william
Martin Dickson, pada tahun lBB2 mengemukakan sebagai berikut: ,,Dengan

sistem rotasi yang masuk akal, maka setiap warga yang mempunyai aspirasi
politik dan pengalaman) serta yang sudah mencapai usia pertengahan, akan
dapat berharap untuk meningkatkan harkat keluarganya dengan kehormatan
yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk menduduki jabatan. prospek
ini merupakan motif untuk bekerja baik. Ini merupakan kehormatan (fnrogr)
yang diberikan oleh republik, tidak kepada suatu kelas yang khusus, akan tetapi
kepada setiap warga yang mengabdi kepadanya" (Leonard D. white, lg5t).
Mereka selanjutnya mengemukakan, jika sistem meritbenar-benar dilaksanakan,
maka jabatan-jabatan pemerintahan akan dikuasai dan hanya menjadi milik
kelompok warga tertentu. Alasan tentang terjadinya korupsi sebagai akibat
sistem spoil tidaklah tepat, oleh karena korupsi itu pada umumnya hanya
merupakan ekses. Dengan demikian, jika benar terdapat penyalahgunaan
dalam pelaksanaan rotasi jabatan, maka koreksinva tidakluh hurm dengan
penghapusan sistem rotasi iru sendiri. Sebab penggantian pejabarp.jJut
setelah diselenggarakan pemilihan umum, bagaimanapun juga merupakan
satu-satunya sistem personalia vang sesuai dengan lembaga demokrasi.

Apabila korupsi itu bersifat inheren dalam rotation in ffice,maka demokrasi
itu tentunya juga korup, padahal rakyat Amerika sudah sepakat menerima
demokrasi itu sebagai nilai tertinggi yang melandasi nilai kehidupan
kenegaraannya. orang-orang yang menerima sistem merit, dengan demikian,
adalah antidemokrasi, merupakan orang-orang yang berusaha menggoyahkan
sendi etik yang paling utama dari negara dan masyarakat Amerika.

Dalam perdebatan yang seru tersebut, di mana mereka yang menginginkan
dilaksanakannya sistem merit berhasil dipojokkan dengan tuduhan sebagai
orang-orang yang antidemokratis, beruntung ada seorang dewa penolong yang
bernama woodrow wilson, seorang mahaguru dalam ilmu politik. Dengan
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argumen-argumen
pandangan, bahwa

adalah tetap sesuai

di Amerika Serikat.

Woodrow Wilson menarik perbedaan antara politics dengan adrninistration.

Demokrasi sebagai sistem politik adalah masuk lingkup politik, berkaitan

dengan politik dan tidak berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah

il-rr, yu"g prinsip-prinsipnya dqrat diajarkan dan diterapkan pada setiap rezim,

baik rezim yang demokiatis maupun rezim-rezim yanglain. Administrasi itu

merupakan science, profession, teknik, yang secara politis adalah netral. upaya

untuk membebaskan pegawai-pegawai pemerintah dari politik, dengan

demikian, bukan sikap antidemokrasi'

Pandangan dari woodrovr wilson ini dikemukakan pada waktu yang

tepat, yaitu bersamaan dengan. terjadinya gerakan yang dinamakan scimtific

managunent mou unent.Juga berszLmaan dengan dikembangkannya aj aran dari

Max Weber tentang the ifua fitpe l,,ureaucrar2. Di organisasi-organisasi pemerintah,

menurut wilson sudah perlu d:Llaksanakan cara pendekatan bisnis dalam hal

pengelolaan nya (busines;s-like a1'proach to gouernment), sebab memang terdapat

prirrrip-prinsip yang bersamaan pada setiap organisasi, sehingga organisasi-

trgurrirurl pemerintahan pun ha.rus dikelola secara ekonomik dan efisien' dalam

,u.rgka -en.upui tujuan-tujua,n yang telah ditetapkan oleh the administratiue

poliicat superiorsyang dipilih oleh rakyat (Leonard D' White, 1958)'

sampai tahun-tahun 1 93G- I 940-an, dikotomi politik dengan administrasi

dari \Nilson ini merupakan dokrrin di kalangan negara-negara demokrasi yang

melaksanakan sistem muit.Pernrahamannya tentang administrasi sebagai suatu

science,yang bebas dari ilmu politik dan tidak tergantung kepada variabel-

variabel kultural, dan oleh kzLrena itu dapat diajarkan sebagaimana ilmu-

ilmu lainnya, telah melahirkan, sejenis kameralistik versi Amerika, yaitu ilmu

administrasi publik {public admi'nistration) -

Karena ilmu administras:L itu, menurut wilson, tidak tergantung pada

variabel-variabel kultural, maka orang tidak perlu takut untuk mengimpor

sistem administrasi yang diciptakan dan dikembangkan pada sistem budaya

yang berbeda. Oleh karena itu, "kita dapat memanfaatkan adrninistratitte skills dat''

Lru,l-r, e.usia dengan tidak ha.rus mengalami sejarah politik Pmsia." Ketakutan

terhadap fficinti.vnyangberslfat domircaing dan illibnal,menurut pendapatnya juga

tidak beralasan, selama para Fregawai itu mempunyai pendidikan yang cukup

dan benar-benar memahami aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya.

ilmiahnya, rNoodrow Wilson berhasil mempertahankan

reformasi k,:pegawaian dengan menerapkan sistem merit

denqan derrrokrasi sebagai nilai kebajikan sosial tertinggi

L2
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Dengan memenuhi persyaratan tersebut maka administrasi pemerintahan
di Amerika serikat pada setiap seginya pastilah sensitif terhadap kepentingan
rakyat dan terhadap public opinion.Jadi,perlu korps pegawai yang terdidik dan
terlatih, berperilaku baik, menghayati demot turi r.Uugai niiai sosial tertinggi
di Amerika serikat, mempunyai kehormatan diri sehingga mereka al<an selaru
tanggap terhadap kepentingan rakyatdan mampu memecahkan permasalahan_
permasalahan rakyat itu secara profesional.

Dalam hubungannya dengan administrasi yang bebas terhadap nilai-nilai
kultural itu memang ada pendapat dari woodro* \dilso., yang bersifat mendua,
karena ia juga mengemukakan sebagai berikut: "sebelum kita melaksanakan
sistem administrasi yang kita impor dari luar, maka terlebih dahulu kita harus
meng-Amerika-kannya, baik dalam pikiran, dalam prinsip-prinsip, maupun
dalam tujuan. Kita harus terlebih dahulu memahami au., rn.nghuyuti konstitusi
kita.Juga kita harus selalu waspada akan penyakit birokrasi yunlg r.rruktu_waktu
dapat menghinggapi kita. Har ini hanya mungkin, jika kita selaru bersyukur dan
merasa bahagia karena dapat menghirup sebanyak-banyaknya udara Amerika
yang bebas.Jadi, saringlah setiap sistem asing yang kita impor sesuai dengan
konstitusi kita, letakkanlah di atas hangatnya api kritisisme, dan uapkan gas_
gasnya yang asing. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga diri kita agar
tidak terierumus dalam arbitrariness dan class spirit. iegawui 

".g.ri (cfuil seruice)
itu secara politik bersifat netral dan selalu siap untuk melaksanakan perintah
dari setiaplolitiral master yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat,' (RichardJ.
Stillman, 1973).

Professional Arnateurs dan professional Generalist
Berbeda halnya dengan cara pendekatan para pemerhati pemerintahan

di Eropa daratan dan di Amerika, para pemerhati pemerintahan di Inggris
memandang pengetahuan-pengetahuan humanitii sebagai pengetahuan-
pengetahuan yang paling diperrukan bagi kelas administratifnya. Keras
administratif tersebut, semenjak lebih dari seabad yanglalu, telah diartikulasikan
sedemikian rupa sehingga hanya dapat diduduki orJ sarjana-sarjana rulusan
Oxford dan Cambridge' Titik berat pendidikan di dua nniversitas ini adalah
ilmu-ilmu pengetahuan klasik dan humanities. Kelas administratif- di Inggris
Dengan demikian, terdiri atas para gmtkment yang pengetahuannya bersifat
generalis' Mereka sering kali pula diklasifikasikut r.bugui professional amatzurs.

sebaliknya, di daratan Eropa, pada tahun-tahun sebelum pecahnya
Perang Dunia ke-II, terdapat kecenderungan untuk memperhatikan kembali
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cara pendekatan kameralistik dalam sistem pendidikan bagi mereka yang

dipersiapkan untuk menduduki j:rbatan-jabatan tinggi pemerintahan. Dengan

a.*it iu.t, orang kembali menganut pendapat bahwa diperlukan sehimpunan

ilmu tertentu untuk dapat mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara

efisien dan efektif, ilmu-ilmu ini trendaknya diajarkan di universitas-universitas

atau lembaga-lembaga pendidilan tinggr yang lain' Mengenai isi program-

program u.ti rersitus tersebut dapat berbeda-be da antara negara yang satu

i.rr!u' negara yang lain; prograrn-program tersebut tentunya juga berkembang

dari waktu ke waktu.

DinegeriBelandamisalnya,padatahunlg20diciptakanprogramindologil
yang dilakianakan oleh perserikatan dari tiga fakultas pada universitas kerajaan

di L.-eid.rr, yaitu fakultu, hrrk r- fakultas sastra' dan fakultas filsafat' Program

ini sangat bercorak multidisiplin, oleh karena fakultas hukum di negara tersebut

-.rrguJu.kun pula berbagai ilmr-r pengetahuan sosial (iadi kurikulumnya jauh

lebih luas daripada p.rrdldiku' ilmu hukum yang diselenggarakan di Inggris

atau Amerika serikat). Tujuan pr:ogram-program indolngw tersebut adalah untuk

mempersiapkan calon-calon pej :rbat pemerintah Belanda yang akan ditugaskan

di Hindia Belanda.

Berkaitan dengan dibuk:rnya program indologie tersebut, keluarlah

keputusarr pemerintah yang mengatur pendidikan bagi para penyelenggara

pemerintahan umum di Hindia Belanda. Keputusan ini adalah Besluit op

de Indische Bestuursopleiding 192)1, suatu AMVB (algemeen maatregel aan bestuur)

sebagaimana dimuat dalam staotsbladHindia Belanda 1922 No' 650 (staatsblad

Negeri Belanda No. 453).

Berdasarkan AMVB tersetlut, maka para pejabat binnmlands bestuur mulai

dari pangka t administratf ambtenaar' aspirant controlzut5 controleu6 gezaesteQjk secretaris'

assisint isidmt, resident, sampai gnuaern(ur (dan kemudian juga pejabat-pejabat

lain sebagaimana yang dip..in"i dut am Buluit op de Beshnrsorganisatiz, S' 1925 No'

622) haruslah merekJyang te6h lulus ujian-ujian doktoral dari studr indologie

yang diselenggarakan oleh perserikatan dari fakultas-fakultas tersebut di atas'

Dispensasi dari ketentuu., i.ri di negeri Belanda hanyadapat diberikan oleh raja,

sedangkan di Hindia Belanda oleh GubernurJenderal setelah mendengarkan

,urut-rurun dari Raad Van In<lie (Ph' Kleintjes' 1932)'

Persyaratan bagi kelas adrninistratif Belanda ini sifatnya lebih pragmatik

dibandingkan dengan Persyar:rtan

bukan sekedar professilnal amat(ars )
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bagi kelas administratif di Inggris' Mereka

melainkan p rofes sional genualists
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Sifat Interdisiplin llmu pemerintahan

Gejala pemerintahan dan permasalahan pemerintahan pada umumnya
memang bersifat multisegi. oleh karena itu, telaahan dan upaya pemecahan
masalahnya memerlukan tinjauan yang bersifat multisegi pula. inilah yang
menjadi alasan mengapa diajarkan sehimpunan ilmu tertentu yang dipandang
langsung berkaitan dengan terlaksanaan fungsi dari para pejabat pemerintahl
Di sampingitu, memang diperlukan kearifan yang dapat dikembangkan dengan
melalui pengetahuan-pengetahuan klasikal dan htnnanities, sertabudi pekerti
yang baik (ahirs) seperti yang tercermin pada konsep gentrnnandan orang Inggris,
atau konsep "kesatria" dari bangsa kita.

Namun, telaahan dan pemecahan masalah pemerintahan itu harus
tetap bersifat rasional, sehingga hampir selalu terdapat alternatif-alternatif
yang berbeda-beda, masing-masing dengan pro's dan con's-nya,sesuai dengan
pemahaman mereka masing-masing akan kondisi nyata yang dihadapi.
Kondisi nyata yang mengandung permasalahan tersebut, seperti yang telah
dikemukakan, mengandung ratar belakang yang sifatnya muitisegi. Berbagai
pengaruh bekerja di dalamnya, yang berasal dari segi-segi yang sangat berbeda-
beda. Segi-segi tersebut misalnya adalah sebagai berikut.
a. Segi historis dan tradisi.
b. Segi manusia sebagai makhluk kejiwaan: di dalam pemerintahan akan

selalu terkait manusia-manusia yang masing-rrrusing dapat membuat
reaksi dan keputusan yang berbeda-beda, manusia yang pada dasarnya
mempunyai jiwa yang bebas, oleh karena itu, perilakunya sering tidak
dapat diperhitungkan serta tidak pernah dapat dipaksa untuk -..rgil.rtipola pikiran yang tidak dikehendakinya.

c. Segi administrasi.
d. segi politik: iklim politik selalu berpengaruh terhadap pemerintahan;

pelaksanaan ide-ide dan konsep demokrasi di suatu ,.gu.u misalnya,
kadang-kadang berbeda dengan artian dan peru mu rurrrryu.- r..ura ilmiah ;
hubungan-huhungan politik di suatu negara juga menentukan penafsiran
terhadap artian kekuasaan pemerintahan, ketertiban umum, desentralisasi.
otonomi, partisipasi masyarakat dan lain_lain.

e.

t
oD'

h.

i.

Segi ekonomi dan finansial.
Segi sosial dan kultural.
Segi ekologi.
Segi hukum.
Segi mode, dan lainJain.

r5
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Tinjauanterhadapgejalaanekasegiyangberbeda-beda'yanghasilnya
dapat ,uti.rg melingkupi, saling membuatkan ataupun saling bertentangan,

akan membantu kita memahami arti dan makna gejala tersebut' Kemampuan

menelaah seperti itu dimungkinkrn, oleh karena ilmu pemerintahan merupalan

ilmuyangberwatakinterdisiplin.Iniberartibahwabahan-bahannyayang'

-,,.'gki.'"*eliputi bagian-bagian yang penting dari ilmu pemerintahan itu,

berklitan dengan aisiptin ilmu-ilmu yang lain. Ilmu pemerintahm ibarat

membentuk titik konsentrasi, yang memadukan temuan-temuan dari ilmu-

ilmupengetahuanyanglain.Dalamrangkakepaduantersebut,berbagaicara
p.'d.ul' dilakukan oleh ilm.u pemerintahan, misalnya cara pendekatan

yuridis-administratit; cara pendekatan ilmu perilaku, cara pendekatan ekologik,

cara pendekatan pembrrutu,t k':bijaksanaan) cara pendekatan kawasan dan

lainlain.

llmu-llmu Pemerintahan

struktur pemerintahan dan kemasy at akatanyan g semakin kompleks, j u ga

semakin besar dan pentingnya p'lranan pemerintah' baik di negara-negarayang

sedang berkembang *u,rp.t" di negara-negara maju' menuntut keberadaan

ilmu pemerintahan yang semakin mantap' Dengan perkataan lain' terciptanya

ilmu pemerintahan yang otonom, berarti ditinggalkannya paradigma ilmu

p.-".in,uhansebagaibagiu'tdariilmuhukum'dankemudiansebagai
tugiun dari ilmu poiitik, sebagaimana yang dianut oleh masyarakat ilmiah

,urirpui sekitar tahun enam puluhan' Dalam hubungan ini' cara pendekatan

interdisiplin dipandang mengurrdr.,ng kelemahan-kelemahan, oleh karena ilmu

yang terbentuk masih terdiri atas unsur-unsur yang terpisah-pisah.Jadi, tidak

ada landasan dan dasar-dasar pengetahuan yang sama, dan oleh karena itulah

berbagai disiplin ilmu tersebutperlu dipertemukan dan dikumpulkan bersama'

Sifat otonom ilmu pemerintahan menuntut perubahan cara pendekatan, yaitu

menambahkan suatu cvmmnn g'round pada sifat interdisiplin tersebut' Dengan

perkataanlain,ilmupemerintahanmerupakanilmupengetahuanyangbersifat
interdisiplin, ,ru-rr.r yang mcmpunyai disiplin sendiri. Lahiriah apa yang

dinamakanpendekatanmetaclisiplin,Yansmempersyaratkanadanyaclmmln
ground,landasan dan dasar-dasar pengetahuan yang sama'

Adapun sumbangan dari disiplin ilmu-ilmu yang lain' yang merupakan hasil

spesialisasi dari ilmu-ilmu tersebut yang meneliti gejala-gejala pemerintahan

,r-rrrrr; setelah disesuaikan clan diintegrasikan berdasarkan cTmmon ground

dimaksud, disebut ilmu-ilmu pemerintahan. Ilmu-ilmu pemerintahan yang
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penting misalnya adalah ilmu keuangan negara, manajemen pemerintahan,
hukum tatanegaradan tatapemerintahan, sosiologipemerintahan, politikologi
pemerintah an (b es tuurspo litic o logie), dan lain-lain.

flmu Penerintahan Terapan (Bestuurskundel

Di Eropa, semenjak studi tentang ilmu pemerintahan itu dipandang sebagai
bagian dari ilmu hukum, maka ilmu pemerintahan itu memperlihatkan corak
normatif yang sangat kuat. Namun, secara berangsur-angsur terjadi pemecahan
antara ilmu pemerintahan sebagai disiplin empirik dengan ilmu pemerintahan
terapan sebagai ajaran normatif mengenai pemerintahan umum.

Ilmu pemerintahan terapan, yang dalam bahasa Belanda dinamakan
bestuurskunde, untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh G.A. van poelje pada
tahun 1942. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pemerintahan umum
itu dapat berlangsung secara efisien dan efektil Rosenthal, van Schendelen,
dan Ringeling mengemukakan bahwa tujuan bestuurshunde itu adalah untuk
memikirkan dan kemudian men)4rsun saran-saran dalam rangka memperbaiki
dan menyempurnakan pelaksanaan pemerintahan umum (Rosenthal, cs, l9B7).

Istilah kunde mengandung asumsi, bahwa ilmu pengetahuan (utetenschap)

yang menjadi landasannya telah dipahami, dan oleh karena itu siap untuk
diterapkan. Dengan demikian, beshnrskundeitu lebih diorientasikan kepadapraktik
penyelengg ar aan pemerintahan. Ilmu pemerintahan terapan dapat dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu ilmu pemerintahan terapan yang ortodoks dan ilmu
pemerintahan terapan yang modern. Yang pertama lazirnnya hanya mampu
merumuskan keputusan-keputusan normatif dan perintah perintah berdasarkan
pengalaman sendiri, intuisi atau akal sehat biasa. Yang kedua, yaitu yang modern,
selalu berupaya melandaskan diri pada fakta-fakta dan pandangan-pandangan
yang dihasilkan oleh ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu pemerintahan. Namun,
kadang-kadang ilmu pemerintahan terapan itu juga melakukan penelitian
empirik sendiri, dengan tujuan agar ilmu terapannya dapat dilandaskan pada
pengetahuan yang melampaui dunia pengalamannya sendiri yang terbatas.

llnu.lfmu Pemerintahan sebagaiSalah Satu llmu-llmu l(enegaraan (Government
Sciencesl

MenurutJ.S. van de Gevel dan PJ. van de Goor, maka dalam taksonomi
ilmu-ilmu pengetahuan pada dewasa ini terdapat ilmu-ilmu kenegaraan yang
terdiri atas: ilmu-ilmu pemerintahan, sejarah politik, filsafat politik, ilmu
hukum tata negara,ilmu politik dan ajaran hubungan-hubungan internasional.
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Selanjutnya ilmu-ilmu kenegaraan tersebut merupakan bagian dari ilmu-ilmu

pengetahuan sosial. Dengan denrikian, maka ilmu-ilmu pengetahuan sosial itu

terdiri atas ilmu-ilmu kenegaraan, sosiologi, psikologi, pedagogik, antropologi

budaya, ajaranorganisasi, ekonomi dan statistik [.S. van de Gevel dan PJ. van

de Goor, l9B9).

ldentitas llmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu dalam arti stelsel pemikiran yang

sistematik, jadi bukan merupakeLn susunan dalil-dalil yang menguasai gejala-

gejala pemerintahan, bukan pula merupakan keteraturan "hukum-hukum" yang

berhasil diidentifikasikan dari gejala-gejala yang diteliti. Ilmu pemerintahan

memang bukan merupakan ilmu yang sifatnya nomothetik. (oleh karena itu)

di dalam ilmu pemerintahanjuga tidak dikenal teori-teori yang universal, juga

tidak dikenal standardisasi penerapan dalam rangka mencapai hasil-hasil yang

diharapkan.

Braaszmisalnya, mengemukzLkan bahwa ilmu pemerintahan yang empirik itu

hanya sedikit sekali mengenalikatan-ikatanlang sifatnya teratur antarafaktor-faktor

nyata yang menjadi sasaran pen'4elidikannya. Jadi, pada umumnya keteraturan

hubungan antara fakta-fakta itu sifatnya sangat lemah, sedangkan kontinuitas

dari saling hubungan tersebut sulit pula dikatakan dengan pasti (H.A. Braasz,

1976). Sedangkan menurut't Veld, objek ilmu pemerintahan itu mempunyai

sifat berubah, dan hal ini menyebabkan bahwa realitas akan selalu lepas kembali

setelah berhasil ditangkap, sebab orang-orang atau organisasi-organisasi akan selalu

dapat mengubah perilaku dan rezLlai-realsi mereka terhadap pengaruh-pengaruh

pemerintah. Secara berangsur-angsur misalnya, mereka dapat melepaskan diri

dari palsaan-paksaan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Mereka dapat

menghindar, bersembunyi, berputar-putarr mengemukakan kritik, mengubah

perilaku dan pola-pola kelembaga:rrnya. Sedangkan gejala-gejala yang sama berlaku

juga di pihak pemerintah: akunrulasi kebijaksanaan, efektivitas pemerintahan

yang menumn, umur yang terbatas sistem-sistem pemerintahan, upaya ke arah

integrasi pada waktu terjadi peningkatan fragmentasi, dan sebagainya. Oleh karena

itu, menurut 't Veld, maka bidang pemerintahan itu tidak mengenal konstanta-

konstanta RJ. i"'t Veld, l9B2).

Ilmu pemerintahan, denga,n demikian, tidak dapat sepenuhnya berpikir

kausal seperti ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang lain. Sebab dalam kebanyakan

hal, ilmu pemerintahan itu harus berpikir secara teleologik atau final' Seperti

dikemukakan oleh Hoogerwerf, maka para pakar pelbagai ilmu pengetahuan
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sosial yang empirik itu, dalam sebagian besar peristiwa, berpikir dalam
peristilahan sebab dan akibat mengenai fungsi-fungsi atau motif-motif yang
diselidikinya (berpikir kausal). Sebaliknyat pzra pakar ilmu pemerintahan,
dalam sebagian besar peristiwa, akan berpikir dalam peristilahan tujuan-tujuan
serta sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapainya (berpikir teleologik
atau final, A. Hoogerwerf,1972).

Hal kedua yang menyangkut identitas ilmu Pemerintahan adalah seperti
yang telah diuraikan pada paragraf di muka, yaitu bahwa ilmu pemerintahan
itu pada hakikatnya adalah merupakan ilmu rangkuman. Ilmu pemerintahan
memanfaatkan ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, sosiologi, ilmu
antropologi budaya, dan lain-lain. Ilmu Pemerintahan, dengan demikian,
merupakan ilmu yang sifatnya eclectic, yaitu ilmu yang merangkum unsur-
unsur yang terbaik dan relevan dari ilmu-ilmu yang lain. Identitasnya, dengan
demikian,lebih terletakpada fungsinya. Pemerintahan merupakan institusi yang
menangani aneka problema kemas yarakatan,problema-problema mana terus
berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. yang menjadi tujuan adalah
terlaksananya pemerintahan yang baik. Sifat ilmu pemerintahan Dengan
demikian, sangat terarah kepada terapan, dan oleh karena itu bestuurskunde
merupakan bagiannya yang terpenting.
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ItMU PEII,IERINTAHAN,
IIMU - I IMU PEME RINTAHAN,

DAN IIMU PEMERINTAHAN TERAPAN

. Rosenthal merumuskan ilmu pemerintahan sebagai "ilmu yang secara

otonom mempelaj ari bekerj anya struktur-struktur dan pro ses-proses dari
pemerintahan umum, baik bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu
secara internal maupun secara eksternal". Sedangkan pemerintahan umum
dirumuskannya sebagai "keseluruhan struktur dan proses-proses, di dalam mana
terlihat kebijaksanaan-kebijaksarraan dan keputusan-keputusan yang bersifat
mengikat untuk dan atas nama hehidupan bersama" (de bestuurswetenschap is dit
wetenschap die <ich autonoom beaing houdt met de studie uan de interne m externe ruuking

uan de struchtren en processm uan opmbaar bestuur".... "Opmbaar bestuur wordt gedefnizerd

als het geheel uan structuren en processut, waarbinnm bindmde beslissingen a00r en namens

d e s amen I eu ing ge tr offen ut o r d en) .

Pakar ilmu pemerintahan lain bernama H.A. Brasz merumuskan ilmu
pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana
lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik
secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara (de

bestuurswetms chap i^s de wetenschap die <ich beaig houdt met de ttt{<e waarop de opmbare

dienst is inguirht enfunctioneerd, intern m naar buiten tegenouer de burgers). Sasaran
studinya menurut Brasz adalah juga pemerintahan umum, yaitu pemerintahan
sebagaimana yang menjadi kompetensi dari pelbagai instansi milik penguasa
(oaerheidsinstanties), yang di dalam kehidupan modern sekarang memainkan
peranan yang sangat penting; pemerintahan sebagai fungsi dari negara di
dalam semua perwujudannya negata itu sendiri, provinsi, kotapraja, vilayah
pengairan milik pemerintah dan (waterscltap), organisasi perusahaan milik
pemerintah dan semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga politik.
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Betapa pun sederhananya perumusan dan lingkup ilmu pemerintahan

sebagai yang dikemukakan oleh Rosenthal dan Brasz tersebut, namun

sesungguhnya kita sedang trerada di tengah-tengah permasalahan-
permasalahannya yang sulit. Per:masalahan-permasalahan tersebut akan kami

kemukakan dalam uraian-uraian berikut.

lrlelepaskan Diri dari Paradigma: llmu Pemerintahan Sebagai Bagian dari llmu

Hukum

Selama berpuluh tahun, pelbagai disiplin ilmu (yang masing-masing

mempergunakan metodenya se,ndiri-sendiri) telah mempelajari pula hal-hal

yang berkaitan dengan pemerintahan umum dan kebij aksanaan-kebij aksanaan

yang dikeluarkan oleh pemerinteLh. Sebagai akibatnya, muncullah pelbagai cara

pendekatan yang sering membirrgungkan bagi mereka yang ingin mempelajari

pemerintahan umum itu secara keseluruhan, sebab mereka hanya dapat

mempelajari gejala pemerintahan umum itu pada segi yang lingkupnya sangat

terbatas, yaitu sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Kurikulum fakultas-fakultas

yang berbeda-beda di suatu perifuruan titgs seperti hukum, politik, ekonomi,

filsafat, administrasi dan lain-Lrin memang memuat pula mata kuliah-mata

kuliah yang berkaitan dengan pemerintahan umum, namun masing-masing

meninj aunya dari disiplin ilmurrya sendiri- se ndiri.

Dalam hubungan ini, para peneliti memang sering menghasilkankarya-

karya yang bernilai, tetapi para dosen dan mahasiswa di sesuatu fakultas

biasanya hanya terpaku pada disiplin ilmunya sendiri. Selanjutnya, para ahli

hukum tata negara dan tata pelnerintaharr)para ahli sosiologi pemerintahan,

para ahli manajemen, para ahli keuangan negara, para ahlipolitikpemerintahan

dan lainlain seolah-olah hidup di pulau-pulau yang masing-masing terpisah

satu sama lain. Kelompok-kelompok mereka masing-masing menerbitkan jurnal
tersendiri, mengorganisasikan diri dalam himpunan-himpunan keilmuan yang

khusus dan mempertanggung-jawabkan karya dan kegiatannya pada forum
ilmiahnya sendiri-sendiri.

Meskipun sumbangan pelbagai disiplin dan karya dari para peneliti
tersebut kepada pemahaman segi-segi tertentu dari pemerintahan umum'
besar, namun jarang terdapat upaya untuh mempertemukannya dalam
rangka studi secara sistematis terhadap bekerjanya struktur-struktur dan

proses-proses pemerintahan uroum, padahal studi yang dilandaskan kepada

pemaduan tersebut sangat diperlukan, mengingat semakin pentingnya peranan

pemerintah di dalam era modern sekarang, khususnya di negara-negara sedang
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berhembang, di mana pemerintah secara tak terhindarkan menjadi pelopor
di dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dan di mana terjadi perubahan-
perubahan sosial yang membuat sendi-sendi masyarakat tradisional yang
dilandaskan kepada nilai-nilai keagamaan dan kekuatan gaib tidak lagi efektif
untuk legitimitas kekuasaan, pengaturan tata tertib, penetapan status serta

penentuan tujuan-tujuan kolektif

Upaya pemaduan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan pelaksanaan

pemerintahan sesungguhnya pernah dilakukan di Belanda, sewaktu negara
ini menguasai dan memerintah di tanah air kita. Di Universitas Leiden, dan
kemudian juga di Universitas lJtrecht, diselenggarakan program indologfuyang

dikelola oleh gabungan dari fakultas-fakultas hukum, humaniora dan filsafat.

Selanjutnya, berdasarkan Besluit op de Indische Bestuursopleiding 1922 (5.650/
Ned.5.453) , dan Besluit op de Bestuursorganisatie (S.1925: 622), maka pejabat-
pejabat Belanda yang dikirim ke Indonesia dan diangkat untuk memangku
jabatan-jabatan administratitf ambtenaar, aspirant controleur dan controleur, gewutelfk

secretaris, assistent-resident, gouuerneur danjabatan-jabatan lain seperti yang
ditetapkan dalamBesluit op de Besnursorganisatie tersebut di atas haruslah mereka
yang sudah lulus ujian-ujian doktoral dari studi indologie dimaksud.

Dibentuknya konsorsium dari pelbagai fakultas tersebut memperlihatlan
bahwa pada masa itu belum lahir ilmu pemerintahan yang sifatnya otonom.
Namun, \paya ini dapat dipandang sebagai langkah maju yang penting,
karena orang mulai berusaha melepaskan diri dari paradigma yang berlaku
pada masa itu, yaitu ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu hukum. Cara
pendekatan yang dipergunakan untuk menelaah gejala dan permasalahan
pemerintahan umum masih bersifat interdisiplin, dan belum terpikir untuk
mengembangkannya lebih lanj ut.

Besturen dan Regeren

Ilmu pemerintahan, dengan demikian, hanya membatasi lingkupnya
di dalam domain pemerintahan umum yang artiannya telah dirumuskan di
atas.Jadi, tidak melakukan studi terhadap gejala-gejala pemerintahan di luar
pemerintahan umum. Namun, sering kali timbul pertanyaan, apakah tidak
terdapat aturan-aturan yang sedikit banyak banyaknya bersifat universal,
aturan-aturan tertentu yang yang dapat disimpulkan dari gejala-gejala
yangselalu muncul kembali dari suatu keteraturan, dan yang berlaku di semua
lingkup di mana terdapat hubungan-hubungan pemerintahan? Dengan
perkataan lain, apakah terdapat "hukum-hukum" atau prinsip-prinsip yang
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sedikit banyaknya bersifat mutllk dan berlaku universal seperti yang terdapat
dalam ilmu-ilmu eksakta, "huL(.um" atau "prinsip"prinsip yang sudah teruji
kebenaranya melalui kenyataan-kenyataan dari praktik-praktik pemerintahan

pada semua lingkupnya, sehingga "hukum-hukum" atau "prinsip-prinsip"
tersebut setelah dikaitkan dengan gejala-gejala pemerintahan dapat menjadi

bahan dan landasan bagi suatu teori umum tentang pemerintahan?

Harus diakui bahwa perkembangan ilmu pemerintahan memang belum
mencapai tingkat setinggi itu. Persyaratan tersebut juga mustahil dzpat
dicapai, oleh karena "hukum-hrukum" atau "prinsip-prinsip" yang menguasai

gejala-gejala pemerintahan itu, andai kata tetap mengandung arti relatif.
Terutama di lingkup pemerintahan umum) proses pemerintahan itu banyak

mengandung ketidakpastian-keridakpastian, oleh karena pada akhirnya proses

itu berlandaskan kepada keputusan-keputusan manusia.

Namun demikian, pada segi-segi teknis dari pemerintahan umum, memang

terlihat kecenderungan-kecenderungan ke arah itu, misalnya latar belakang

teori dari pengelolaan personil di lembagalembaga pemerintah adalah sama

dengan pengelolaan personil di perusahaan-perusahaan swasta.Juga di lapangan

pembuatan keputusan, perencanaan, organisasi, dan lainJain aspek administrasi.

Administrasi itu, oleh Institut International des sciences administratiues di Brussel

dipandang sebagai salah satu dari. simpul-simpul utama bagr studi terhadap semua

lingkungan di dalam mana terdapat gejala-gejalapemerintahan; dan administrasi

itu dirumuskan: I'administrati.on est llfait df dingE dn gerer et d.e conhol.er un ensanbb donne

dz pusonnzs et de bims. Akan tetapi, pemerintahan umum itu tidak hanya meliputi

aspek-aspek teknis saja. Apa yzrng disebut di dalam bahasa Belanda dengan

istilah "beshtren" hanyalah sebagian dari'apayang dinamakan"regeren". Di dalam

"regerm" terkandung pelaksanaa.n dari wawasan memerintah (bestuurlljk inzicltil

di dalam arti kata yang luas. IVlereka yang bertugas memerintah tidak hanya

memerlukan pengetahuan-peng;etahuan teknis, akan tetapi juga pengetahuan-

pengetahuan dan kepekaan perasaan tentang hubungan-hubungan di dalam dan

di luar organisasi pemerintaharl umum. Pelbagai pengetahuan dan kepekaan

perasaan tersebut peftama-tamar harus diperoleh melalui studi-studi ilmiah, dan

baru kemudian dengan mengarLdalkan bakatnya (semenjak dilahirkan) sebagai

seorang generalis. Hanya dengan memenuhi persyaratan demikian, mereka dapat

diharapkan mampu memimpin kekuatan-kekuatan sosial yang sedang tumbuh
untuk dibawa ke arah tatad:. masa yang akan datang, sesuai dengan penjabaran

konkret dari nilai-nilai dan tujuan-tujuan negara yang dapat "dilihat" di dalam

"uiizn" mereka. Inilah memang fungsi "regeren".

Dialektika Ilmu Pemerintahan



Irletodologi

Ilmu pemerintahan memang bertujuan untuk memahami dan memperbaiki
semua saja yang berlangsung di dalam praktik-praktik pemerintahan, juga
menyoroti hal-hal yang belum terselenggara) namun dipandang perlu
diselenggarakan. Sebagai ilmu pengetahuan empiris, maka ilmu pemerintahan
melaksanakan kegiatannya dalam kerangka paradigma dan postulat-postulat
tertentu. Telaahan yang berlandaskan kepada asas "cattsalit2" barangkali
merupakan sasarannya yang utama. Penelitian ilmu pemerintahan memang
selalu berlangsung di dalam lingkup yang berisikan himpunan dan deretan sebab-
akibat yang berinteraksi secara rumit, sebab akibat mana juga mempunyai sifat
relatif, karena dapat diubah oleh manusia. Orang misalnya dapat mengubah
akibat dengan membuat perubahan-perubahan dan faktor-faktor yang menjadi
penyebabnya. Dalam vpaya mengubah itu terbuka pula pelbagai alternatif, di
mana orang dapat memilih pemecahan yang dipandang dapat memberikan
hasil yang paling baik. Karena terdapat aneka deretan sebab-akibat, maka
penelitian ilmu pemerintahan harus mencari bahan-bahan yang diperlukan-
nya ke segala arah di mana terlihat alur sebab-akibat. Sebab-akibat itu dapat
berasal dari bidang ekonomi, dari bidang hukum, berkaitan dengan tradisi-
tradisi yang ada, berkaitan dengan gejala-gejata sosial, psikologi, dan lainJain.
Meneliti gejala pemerintahan bukan hanya bertujuan untuk mengenal secara
persis gejala tersebut, misalnya frekuensi kemunculannya, bentuk beserta unsur-
unsurnya dan lainlain, akan tetapi terutama untuk mendalaminya sampai arti
dan maknanya dapat dikemukakan. Mencari arti dan makna tersebut berarti
meneliti jenis dari motif-motif manusia yang menjadi sumbernya, juga kaitannya
dengan latar belakang kejiwaan dari keberadaan mereka sebagai makhluk
manusia yang komplelc. Ini berarti bahwa mustahil kita dapat memahami inti
dari pelbagai gejala yang berakhir pada permasalahan keberadaan manusia itu
dengan cara matematis.Juga tidak berarti bahwa dengan mempergunal<an alat-
alat bantu yang bersifat matematis seperti statistik, sibernetika, metode-metode
yang mempergunakan model-model, pengolahan informasi-informasi dengan
mempergunakan komputer dan sebagainya, lalu dapat sangat memperdalam
"inlichf' atas pelbagai permasalahan manusia. sebab, untuk memahami arti
dan makna gejala yang diteliti, maka semua hasil yang diperoleh dengan
mempergunakan alat-alat bantu tersebut haruslah ditimbang dengan melalui
kebijakan jiwa manusia. Hanya kebijakan sajalah yang memungkinkan pada
tahap terakhir untuk menembus dan memahami arti dan makna dari gejala-
gejala pemerintahan yang kompleks.
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llmu Pemerintahan: Pendekatan Interdisiplin

Memahami arti dan makna gejala-gejalatiada terlepas dari upaya untuk

meninjaunya dari aneka segi. F'emecahan masalah pemerintahan jarans atau

tidak pernah terlaksana dari hasil telaahan dari satu segi saja. Hampir selalu

terdapat alternatif yang berbeda-beda, masing-masing dengan "pro's" dan
,,cyn's"-nya,masing-masingtergantungpulapadakondisi nyatayangdihadapi.

Kondisi nyata yang mengandu,ng permasalahan tersebut Dengan demikian,

mengandung latar belakang yan.g sifatnya multi-segi. Pelbagai pe ngaruh bekerja

di dalamnya, yang berasal dari segi-segi yang sangat berbeda-beda. Segi-segi

tersebut misalnya adalah seperti berikut.

l. Segi historis dan tradisi.

2. Segi manusia sebagai makhluk kejiwaan: di dalam pemerintahan akan selalu

terkait manusia-manusia, yang masing-masing dapat membuat reaksi dan

keputusan yang berbeda, rnanusia yang pada dasarnya mempunyai jiwa

yang bebas, oleh karena itu perilakunya sering tidak dapat diperhitungkan

serta tidak pernah dapat dipaksa untuk mengikuti pola pikiran yang tidak

dikehendakinya.

3. Segi politik: iklim politik selalu berpengaruh terhadap pemerintahan;

pelaksanaan ide-ide dan konsep demokrasi di suatu negara misalnya,

kadang-kadang berbeda dengan artian dan perumusannya secara ilmiah;

hubungan-hubungan politik di suatu negara juga menentukan penafsiran

terhadap artrankekuasaan pemerintahan, ketertiban umum) desentralisasi,

otonomi, partisipasi masyarakat, dan lain-lain.

+. Segi ekonomi dan finansiall.

5. Segi sosial dan kultural.

6. Segi ekologi.

7. Segi hukum.

8. Segi mode, dan lain-lain.

Tinjauan terhadap fenornena dari aneka segi yang berbeda-beda, yang

hasilnyadapat salingmelingkupi, salingmenguatkan ataupun salingbertentangan,

akan membantu kita memahami arti dan makna fenomena tersebut. Kemampuan

menelaah seperti itu dimungliinkan, oleh karena ilmu pemerintahan ibarat

membentuk titik konsentrasi, yang memadukan temuan-temuan dari ilmu-ilmu

pengetahuan yang lain. Dalam rangka kepaduan tersebut, pelbagai cara pendekatan

dilakukan oleh ilmupemerintah:m, misalnya carapendekatanyuridis-administrati{

cara pendekatan ilmu perilaku, cara pendekatan ekologis, cara pendekatan

pembuatan kebialsanaan, carar pendekatan kawasan dan lain-lain.

26
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llmu-llmu Pemerintahan

struktur pemerintahan dan kemasy arakatanyang semakin kompleks, juga
semakin besar dan pentingnya peranan pemerintah, baik di negara-n.gu.u
sedang berkembang maupun di negara-negara maju, menurut keberadaan
ilmu pemerintahan yang semakin mantap. Dengan perkataan lain, terciptanya
ilmu pemerintahan yang otonom, yans berarti ditinggalkannya paradigma ilmu
pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik sebagaimana yang dianut oleh
masyarakat ilmiah sekitar tahun lima puluhan.

Dalam hubungan ini, cara pendekatan interdisiplin dipandang
mengandung kelemahan-kelemahan, oleh karena ilmu yang terbentuk masih
terdiri atas unsur-unsuryang terpisah-pisah.Jadi, tidak ada landaru'dan dasar_
dasar pengetahuan yang sama, dan oleh karena itulah pelbagai disiplin ilmu
tersebut perlu dipertemukan dan dikumpulkan bersama. sifat otonom ilmu
pemerintahan menurut perubahan cara pendekatan, yaitu menambahkan suatu
"c,mm,ngroltnt'padasifatinterdisiplin, namun yangmempunyai disiplin sendiri.
Lahirlah apa yang dinamakan pendekatan metadisiprin, yu.rg -.-persyaratkan
adanya "common grount',landasan dan dasardasar pengetahuan yang sama.

Adapun sumbangan dari disiplin ilmu-ilmu yanglain, yangmempakan hasil
spesialisasi dari ilmu-ilmu tersebut yang meneliti gejala-gejala pemerintahan
umum, setelah disesuaikan dan diintegrasikan berdasarkan.common grount,
dimaksud, disebut ilmu-ilmu pemerintahan. Ilmu-ilmu pemerintahan yang
penting misalnya adalah ilmu keuangan negara, manajemen pemerintahan,
hukum tata negara dan tata pemerintahan, sosiologi pe*.ri.rt.hu.rr, politikologi
pemerintah an (b estuurspo litiko togie), dan lainJain.

lfmu Pemerintahan Terapan (Bestuurskundel

selama berabad-abad, studi tentang pemerintahan umum itu memperlihatkan
corak normatif yang sangat kuat. Namun, secara berangsur-angsur terjadi
pemecahan antara ilmu pemerintahan sebagai disiplin empiris dengan iimu
pemerintahan terapan sebagai ajarannormatif mengenai pemerintahan umum.
Tujuan ilmu pemerintahan terapan terutama adalah untuk memperbaiki
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan umum.

Ilmu ini dapat dibedakan menjadi dua jenis: ilmu pemerintahan terapan
yanu ortodoks dan ilmu pemerintahan terapan yang modern. yang pertama
lazimnya hanya mampu merumuskan keputusan-keputusan normatif dan
perintah-perintah berdasarkan pengalaman sendiri, intuisi ataupun hal-hal lain
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yang termasuk lingkup "nninences grises"' Yang kedua, yaitu yang modern' selalu

f..rrpuyu melandaskan diri pada fakta_fakta dan pandangan-pandangan yang

dinuritt u.r oleh ilmu pemerintahan. Bahkan kadang-kadangilmu pemerintahan

terapan itu melakukan penelitizLn empiris sendiri, dengan tujuan agar ilmu

terapannya dapat dilandaskan pada pengetahuan yang melampaui dunia

pengalamannya sendiri yang terbatas'

Pemberian Sifat dan Pengembangan llmu Pemerintahan

Faktor-faktor sejarah, sosial, budaya, lingkungan kehidupan, dan lain-

lain, memberikan plrrgu.rrh ya'ng besar kepada susunan dan berfungsinya

pemerintahanumum.Timbu.llahkemudianupayauntukmenjelaskan
pemerintahan itu dari lingkungan-lingkungannya yang khusus. Upaya ini

iebih diperkuat dengan temuan-temuan yang membuktikan bahwa teori-teori

atau pendapat-pendapat yang di dunia Barat diterima kebenarannya secara

otomatis, ternyata ,.l.tr.rh.,yu atau sebagian mengalami kegagalan pada

waktuditerapkandinegara.negaranon-Barat.Halinimendorongorang
untuk menemukan landasan teori yang memungkinkan dapat membantu

upaya untuk memperbaiki susurran pemerintahan sehingga sesuai dengan sifat

lingkungannya.

Bahkan di dalam kerangka budaya Barat sendiri, ternyata berkembang

dua sistem pemerintahan yang berbeda. Yang pertama adalah sistem Anglo-

Amerika,yangdilandaskanpad'apilihanyangmengutamakanpemberianha}
berpemerintahan mandiri kep.du masyarakat-masyarakat lokal, partisipasi

*urgu yang seluas-luasnya, p(lmencaran kekuasaan' pertanggungiawaban

sistemadministrasikepadalembagalegislatifdantanggungjawabpara
pejabat dan pegawai pem.ri.rr:ah kepada badan peradilan sipil biasa. Yang

kedua adalah sistem Perancis, yang dilandaskan kepada pemusatan kekuasaan

eksekutif, dominasi pemerinta.h nasional atas pemerintahan-pemerintahan

lokal, profesionalisasi para pegiawai pemerintah beserta pemisahannya secara

psikologis dari rakyat biasa, da'n pertanggungiawaban para pegawai tersebut

k.pudu p.radilan administratif yang khusus. Rusia dan cinajuga mempunyai

,iri..r, pemerintahan sendiri-sendiri, masing-masing dilandaskan pada kondisi

kehidup an t aky atny a, masin g-masing memperkemb an gkan bentuk-b entuk

danwatakyangkhusus,sebagaitanggapanterhadapkebiasaan-kebiasaandan
pilihan-pilihan nasionalnYa.

Demikian pula halnya untuk negara kita, pengembangan ilmu

pemerintahan haruslah terutanra dalam rangka menanggapi tuntutan-tuntutan
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penyempurnaan struktur dan fungsi pemerintahan umum yang efisien dan
efektif sesuai dengan dasar farsafah pancasila; sesuai d.rrgu., urpirasi-aspirasi
dan kondisi kehidupan rakyatkita; sesuai pula dengan tunirtan pembangunan
nasional ekonomi yang akselerasinya cepat dari waktu ke waktu.

woodrow wilson, guru besar dalam ilmu hukum dan ilmu ekonomi di
Princeton Universiry yangkemudian terpilih menjadi presiden Amerika Serikat
yang ke-28, pada tahun-tahun pertama pertumbuh an ilmt public administartion
di negara tersebutpernah mengemukakan: "the scimce Ef pubric administration....,;s
a birth of our own century almost Ef our own generati.on..... It has been dneroped fut French
and German prEfessors..... If we would emplo2 it, we must Americani<e if,.

_ Salah satu fungsi Institut nmu pemerintahan adalah juga untuk meng-
Indonesiakan ilmu pemerintahan itu, di samping *"rrg.-iluigkarrrryu secara
horizontal berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan.
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R. Soez*dn Sewiwa*ei

emasaPemerintahanHindiaBelanda,lebihkurangsemenjakakhirabad
Q)Xuc oleh pemerintah jajahan didirikan Hoofdnuchool di beberapa tempat,

sebuah pendidikan urrt rk culon pe gawai pamong praja pribumi (Indonesia)' Dalam

permdl,rr abad XX, sekolah-sekcilah tenebut di tingkatkan menjadi Opkiding ehnol

uoor Inlnnds Ambtennrm(OSVIA)yang menerima tamatan sekolah dasar dan yang

lamanya5 tahun. Kemudian,'pada tahun 50-an oSVIA di tingkatkan menjadi

Mi^dfutbueschnoluanlnJuerrseA*bt"n*^MoS\TA)yangmenerimatamatanMulo
(lebih kurang setaraf sMP sekarang) dan yang lamanya 3 tahun. setelah beberapa

tahun bekerja para lulusan OS\TA yang dipandang cakap dan berkondite baik

melanjutkan studinya ke Bes hrursclnol (arrtanya2tahun) diJakartayang membekali

pegawai-pegawai yang dipersiaplkan untukjabatan pamong praja yang tertinggi'

yrf."i p.,if, lf"pati uaiaSianatan yang diperoleh berdasarkan keturunarr)'

Atas perjuangan Korps Patnong Pruja, Beshnnschool di tingkatkan meniadi

Bunnm AindunfudiJakarta yang rnerupakan bagran da;. Rzchtshogeschool (R'HS atau

Sekolah Tinggi Hukum). Diba:yangkan bahwa lulusan terbaik d an bahnnakndaniz

tersebut diberi kesempatan unttrk melanjutkan studinya di RHS'

Pada kurikulum sekolah-sekolah tersebut di atas ternyata tidak diberikan

bestuurskunde ataupun restuursutetenschap, melainkan yang diajarkan adalah

terutama mata kuliah-mata kuliah hukum (hukum tata negara. hukum adat,

hukum pidana dan hukum acaranya,hukum Islam) agraia,tata buku, ethnologiz,

dan lainJain.

Tampaknya arah pendidikan yang menyiapkan tenaga pimpinan pangreh

praja (pemerintahan)iu, yur,3 ait."-rt sebagai Fakultas Indologie Leiden di

Nederland tidak banyak berbeJa coraknya pula, yakni sangat yuridis, sehingga

untuk menjadi sarjana hukum tidak diperlukan banyak tambahan'

FISIP UNDIP Semamg



setelah kita merdeka pada tahun rg+7 dlyogyakarta didirikan Akademi
Ilmu Politik (AIP) yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan tinggi
bagi pegawai serta calon pegawai bagi berbugui departemen, terutama bagi
Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen
Penerangan seperti ternyata darijurusan-jurusan yangliadakan, yaituJurusan
Pemerintahan,Jurusan Hubungan Internasionar, danJurusan publisistik. AIp
hanya sempat menyelenggarakanserta menguji mata kuriah pengantar, yaitu
Tingkat Persiapan yang meliputi berikut ini.
l. Formele Enc2clopaedie de Rechtswetmschappm.

2. Sejarah Ekonomi.
3. Pengantar Ilmu Hukum.
4. Pengantar Sosiologi.

5. Bahasa Inggris.

6. Bahasa Perancis.

7. Bahasa Urdhu, Cing Im atau Arab (pilihan).
B. Bahasa Indonesia.

Kecuali mata kuliah-mata kuliah tersebut pada 6, 7, d,an B praktis
kurikulumnya tidak berbeda dengan kurikulum fakultas hukum.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun rg4g, AIp dibubarkan dan
diintegrasikan dalam Universitas Gadjah Mada di yogyakarta bersama_sama
dengan perguruan-peramruan tinggi rainnya yang berlokasi di sekitarnya. Arp
dimasukkan sebagai bagian sosiar dan poritik yang de.rgan bagian hukum,
disusul kemudian dengan bagian ekonomi be.sam.-samalerupakan fakultas
hukum, ekonomi, sosial dan politik (disingkat Fakultas HESp).Jurusan-jurusan
yang ada sejak di AIP dilanjutkan setelah menjadi bagian sosial politik.

Bagian sosial dan politik fakultas HESP didominasi oreh tenaga-tenaga
pengajar yang pada zaman Hindia Belanda memperoleh pendidikan
akademinya di bidang hukum di Leiden (Nederland) seperti pror Mr. Drs.
Notonagoro (yang juga sarjana Indologi) dan yang rainnya di Rechtshoge
school (RHS = sekorah ringgi Hukum) di Batavia flakarta) seperti prof.
Mr. Koesoemadi Poedjosewojo, prof. Mr. Boedi Soe-satyo, dan profl Mr.
Hardjono, dan diikuti oleh para mahasiswa hukum;,rga. Dulum pada itu,
ilmu pemerintahan sudah mulai diajarkan oleh prof tr,lr. rrirrggodigdo dengan
menggunakan buku "Bestuurskunde" karangan van poelje. eu., t.tupr, betapu
kurikulum sangat diwarnai oleh aspek hukumnya dapat diambil contoh mata
kuliah-mata kuliah jurusan pemerintahan tingkat doktoral pada tahun 1955

Perkembangan Konsep Ilmu pemerintahan
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sebagai berikut: hukum tata negllra, hukum tata pemerintahan' hukum adat'

hukum internasional perbandin€ian'

Akhirnya,berdasarkanSuratKeputusanMenteriPendidikanPengajaran
dan KebuduyuunNo. 5379/Kab. tanggal 15 september 1955, Bagian Sosial

dan Politik dipisahkan dari Fakultas HESP menjadi Fakultas Sosial dan Politik'

setelah terjadi pemisahan, jurusan yang ada sejak AIP ditambah dengan 2

jurusan lagi, sehingga menjadi 5 jurusan'

L Jurusan Ilmu Usaha Negara (dulu Pemerintahan)'

2. Jurusan Ilmu Hubungan Int':rnasional'

3. Jurusan Ilmu Publisistik.

4. Jurusan Ilmu Sosiologi.

5. Jurusan Ilmu Sosiatri.

Dengan bantuan-bantuan ICA Amerika Serikat, kedatangan para alfi publit

administrationdi uGM,Jurusan Ilmu Usaha Negara lebih memusatkan diri pada

bidang administrasi pr}tis, mak'a dalam perkembangannya kemudian dibentuk

Jrrrrrrurr llmu Administrasi Negara yang menggantikanJurusan llmu Usaha
"N.gu,usedangkanJurusanllmuPemerintahan..dihidupkan',kembali.

HubunganyangberhasildiadakanolehDepartemenPdanKpadaakhir
lima puluhun d..tg-tn negara-negara Anglo Sakson memungkinkan UGM

mengirimkan tenaga-tenaiu p..gaju. ke Amerika Serikat dan Inggris' Mulailah

p.ni.t.rrguaraan ilmu pofi,ift dalam jurusan pemerintahan memberikan

p.,'gu.,,h,'ya, sekalipun dominasi aspek legal institusionalnya masih tetap

terasa kuat. Dalam iada itu, :ietelah pada tahun 1972, Rockefeller Foundation

datangdilingkungu.,ucudandapatdikirimlagitenaga.tenadapengajar
untuk"progr.* dok,o. maupur:i master degree,di samping menempatkan orang-

orungrryu, maka tampak penga'ruh ilmu politik meningkat'

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut'

l. Semula oleh pemerintahan Hindia Belanda telah didirikan pendidikan-

pendidikan dari berbagai tingkat untuk menyiapkan pegawai-pegawai

pemerintah ^n; 
matakuliah-mata kuliah yang diberikan sangat diwarnai

tl.h hrrk r-, ditambah dengan pengetahuan praktik' Akan tetapi' mata

kuliahilmupemerintahansendiritidak/belumdikenalpadawaktuitu.
2. Setelah kita merdeka dan rnendirikan AIP, jurusan ilmu pemerintahannya

dilanjutkan pula setelah diintegrasikan dalam universitas Gadjah Mada'

Patut kiranYa dicatat bahu'a:

Dialektika llmu Pemerintahan
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a. ilmu pemerintahan mulai diberikan:
b. mata kuliah tersebut di atas

kuliah-mata kuliah dari ilmu
pemerintahan;

terutama bersama-sama dengan mata
hukum merupakan kurikulum iurusan

c. setelah datang bantuan dari ICA (AID) dari Amerika serikat berikut
ahli-ahli public administrati,n-nya, mata kuliah_mata kuliah pubtic
administratinn mulai mewarnai jurusan pemerintahan, sehingga akhirnya
dipandang perlu untuk mengadakan jurusan ilmu administrasi negara,
di samping menghidupkan kembali jurusan ilmu pemerintahan yang
sementara ini namanya menjadi jurusan ilmu usaha negara;

d. akhirnya setelah dapat dikirimkan beberapa tenaga pengajar ke
Inggris dan Amerika Serikat untuk program doktor dan masteq maka
mulai meningkat pengaruh ilmu politik pada kurikurum jurusan ilmu
pemerintahan.

Dalam mata kuliah ini secara khusus dibicarakan perkembanganJurusan
Pemerintahan Fakultas Sospol (sekarang Fakultas Ilmusosial dan Ilmu politik
atau disingkat Fisip) pada Univeritas Gadjah Mada, karena jurusan-jurusan
pemerintahan yang ada beberapa universitas, seperti antaralain Universitas
Padjadjaran dan universitas Diponegoro boleh dikata mengikuti polanya.
Hal yang demikian ini dapat diterangkan karena para pengajar senior adalah
lulusan Fakultas Sospol Universitas Gadjah Madajua.

- 
Berlainanlah pola yang diikuti oleh fakultas ilmu-ilmu sosial pada

universitas Indonesia yang mempunyai jurusan Ilmu poritik yang terdiri atas (a)
Politik dan Pemerintahan Indonesia dan (b)Hubungan Internasional dan studi
Kawasan. Menurut Prof, Miriam Budiardjo dalam buku nya perkunbangan Ilmu
Politik di Indonesi"a (hal.23 dan24):Jurusan Ilmu pemerintahan tidak seluruhnya
berbeda dari bidangpemerintahan dan politik, akan tetapi berbeda dalam titik
berat. Ilmu Pemerintahan menggabungkan aspek-urp.k administrasi negara
dengan pemerintahan rndonesia (baik nasional -u,rpr., lokal) aan tebilr
mementinekan masalah masarah praktis dalam pemerintahan. selanjutnya,
Prof Miriam Budiardjo (hal 60) mengemukakan sebagai berikut.

"' Studi tingkat menengah. [Intuk mencapai tryjuan tersebut maka kurikulumjurusan
tyyebyt merytediakan sejumlah mata kutiai praktis, seperti proses dan Tiknik
U^yby* undang- (lndang Paanc angan punb ingunara Tnri pembuann l{epuhu an,
Kebiiaksanaan Kzuangan Negam, prrgo*^onl Manqinnen proyk dan program
Admini:trasi. Karena diharapkan bahia banltak mahisi:rr.,a akin menjadi pijabat
punerintah (terutama pegawai negerr maka kuikurumn;rtajuga menawarkan mata
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twtinh-matakuti Etikn penzrintnhan" Tni Ma@unm dan Orgonisasi" Kebfaksonann

Publik Punerintahan Daerah dan Hubungan Pernerintah Pusat dmgan Daerah' D
antri mata kutfuhlang ditawarkan olehfurusan llrnu Pernuintahan terdapat han2l

enan mata kuliahjurian Ilmu Politik UI. Moto k liah-mata kulinh ttrsebut adalah

Punnintahan Danah" Tiori Poliiik Perbandingan Politik, Pembangunan Politih

Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia" dan sosiologi Politik.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sekalipun semenjak pemerintah

jajahan Hindia Belanda telah dicirikan pendidikan-pendidikan untuk pegawai

p.*"rirrt han, baru setelah merdeka pada fakultas-fakultas tertentg s{a di samping

padapendidikan kedinasan sepertj Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APD}9,

diajarkan Pengantar Ilmu Pemerintahan. Pada perguruan-perguman tinggr yang

beisangkutan yang dibentuk hanya jurusan pemerintahan padl Fakultas Sospol

(sekarang Fisip) seperti pada Unirersitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran,

dan Universitas oipo.r.goro. Pada universitas Hasanuddin terdapat yang disebut

Sub Program Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, di samping konsentrasi Ilmu

politik dan konsentrasi Hubunga.n Internasional. Dalam pada itu, pada fakultas

ilmu-ilmu sosial UI tidak diberikan Pengantar Ilmu Pemerintahan, sekalipun

mempunyai SubJurusan Politik dan Pemerintahan Indonesia'

YangmenjadipertanyaankitaialahtidakpantasnyadiadakanFakultas
pemerintahan, seperti hi.rya dengan disiplin lainnya, yaitu Fakultas Ilmu

Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas sastra, Fakultas Pertanian, dan lain-

lainnya. Maka sungguh tegaslah pendirian Departemen Dalam Negeri dengan

memberikan nama ilnstitut Ilnru Pemerintahan" kepada pendidikan lanjutan

bagiAkademiPemerintahanttalamNegeriyangmenyiapkantenaga.tenaga
ahli dalam bidang pemerintahan. Sehubungan dengan itu, kiranya cukup

beralasan apabila kiia bersam. di forum ini mencoba menggali lebih dalam

lagi pengertian, dan ruang lingkup ilmu pemerintahan' juga mengingat

p.l*.-Uu"gan ilmu pada umumnya dan ilmu sosial pada khususnya'

Hidupbermasyarakatm,engandungartiantaralainbahwamanusia'
anggota*uryurukutmasing-masingselalusedangberusahauntukmemenuhi
dui-rrr.-p.rtahankan hidupnyr Kenyataan menunjukkan bahwa dalam usaha

tersebut, dalam interal<si antarasesamanya akhirnya ada pihak yang menentukan

penyelesaiannya, baik pihak itu peorangan maupun sudah tumbuh menjadi

kelompok,sedanganb.rrtrkpt"ytlesaiannyaadabermacam-macaln'Terjadilah
hubungan antara pihak yang m'3nentukan/yang memberi pedld dengan pihak

yang Jtentukan, yang -.*.i,lru dan melalsanakan perintahnya (thn gounneQ-

Dengan kata lain, terr,Ljrrdlah 6ubungan arfiara"gouerrnf'dengan "tlu goun,et''

,".:. -..:..:': :,".'" ..-1.i.i, i.:rx;r.i,, ,'.;,.'.',.. ".."..:"." . "..1, -
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Maka ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala penentuan,
perintah yang terjadi pada masyarakat dalam usaha memenuhi kepentingan
dan kebutuhannya. Gejala tersebut memperlihatkan adanyapihak yang
memerintah (goaernor) dan pihak yang diperintah @ouerned), denganberbagai-
hubungan yang disebut hubungan pemerintah an @ouernmmt).

Atas dasar konstruksi pemikiran tersebut, maka hubungan timbal balik atau
interaksi yang terjadi antaraanggota rumah tangga, interaksi antaraanggota
setiap kelompok masyarakat lainnya, memang dapat diartikan ,.bugui hul
yang menimbulkan pemerintah an (goaernmenl). untuk membedakan pengertia.,
tersebut dengan pengertian yang seben arnya dimaksud maka Maclver
dalam web of Gouernment menamakan gouanmmt dalam rumah tangga dalam
kelompok-kelompok masyarakat priuate gouernmentkarena kepentingan yang
hendak dicukupi terbatas pada kelompok itu juga. sehubungan dengan itu,
Maclver memperkenalkanisilahpublir gouernmmt atau disingk atgoaanmmtuntuk
interaksi yang menyangkut kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ilmu
yang mempelajan hal-hal tersebut terakhir itulah yang dinamakan scimce qf
gouernmmt yang kiranya dapat terjemahkan dengan ilmu pemerintahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditemukan di mana-mana, tidak
terbatas pada masyarakat yang telah dinamakan negara ataupun bagian negara
yang terorganisasi saja. oleh karena itu, penulis kurang menyetujui batasa' yurrg
diberikan oleh Van Poelje mengenat Buhturskund,e,yaitu bahwa ilmu pemerintahan
(ajaran pemerintahan) mengajarkan bagaimana men),usun dan membina dengan
sebaik-baiknya dinas umum, yang lebih lanjut ditegaskan dengan pernyataan
bahwailmupemerintahan mempunyai sebagai rururu., umum dalam arti seluas-
luasnya. Keberatan penulis yang terpenting terhadap batasan tersebut ialah
bahwa untuk masyarakat-masyarakat yang bukan/belum berbentuk negara tidak
ada tempat untuk ilmu pemerintahan: masalah kepentingan dan kebutuhan yang
hendak dicukupi, ketertiban dan keamanan yang diperlukan untuk itu, bukan
merupakan masalah-masalah yang menjadi komoditi negara-neg ara saja.

Bila kita mencoba menelaah batasan yang diberikan oleh Balu surianingrat
dalam karangannya Mengenar lrmu pemerintahan maka dapat ditemukan
pernyataan sebagai berikut.

"llmu pengetahuan pnnerintahan adalah salah satu dari ilmu-ilmu sosi.ol... Sasaran
ilmu pemerintahan. .. berupa gejata nsiat2ang ada kaitanrya atau2ang mmgandung
sfat pemerintahan. sasaran ilmu pemeriitaha, *rnr-okup ,igoi *orom d,an
selurult perbuatan dan perilaku pemaintahan atau semua gejala irat2ang bersfat
pemerintahan".
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Keberatan penulis terhadap bateLsan tersebut ialah:

. bahwa dalam batasan itu ter,dapat kata pemerintahan yang justru secara

pokok diperlukan batasan pengertiannya lebih dulu;

. tahwa kata pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu yang berhubungan

dengan kata pemerintah yang merupakan badan penguasa yang cukup

terorganisasi seperti yang terdapat dalam masyarakat-masyarakat yang

sudah daPat disebut negara.

Dengan demikian, ada kesam aan antara definisi Bayu Surianingrat

dengan batasan yang diberikan oleh Van Poel je yang membatasi objeknya

pudu -uryurukut yarrg cukup maju dan dinamakan negara' Maka penulis lebih

menyetujui batasan M.I.re, yang tidak membatasi objek ilmu pemerintahan

pada negara-negara saja'

Sehubungan dengan itu, penulis mencoba membuat batasan yang mudah-

mudahan merupakan buttutt dalam usaha menata ilmu pemerintahan. Menurut

pendapat penulis, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala

p.rrg.rum resmi dalam masyarzLkat, yaitu mempelajari ke giatan-kegiatannya

a.r"- rangka usaha memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya

secara menyeluruh ditinjau dart':,ara-cara (metoda) dan sarana-sarana (institusi)

serta faktor-faktor lingkungan, h,aik yang bersifat sosial, fisikal maupun budaya

yang mempengaruhilberhasilan dan kegagalan usaha-usaha termaksud.

Dari batasan tersebut, daltat kiranya dikemukakan hal-hal yang perlu

dibahas dalam ilmu pemerintahan'

l. Tuntutan-tuntutan dan hareLpan-harapan masyarakat, termasuk pendapat-

pendapat mengenai kepentingan dan kebutuhan'

2. Ketertiban dan keamanan.

3. Hubungan yang timbulantaramasyarakat pada umumnya dalam rangka

-eny.lenggarakan kepentingan dan kebutuhan secara menyeluruh'

4. Erat hubungannya dengan hal tersebut di atas adalah komunikasi' peran

serta dan legitimasi.

5. Pengaruh lingkungan yang bersifat sosial, fisikal dan budaya'

6. Fungsi pengaturan'

Darihal-halyangcukupblanyakdanberagamitumakapendekatanyang
perlu dilakukan henJaknyu c.,k,rp luas. Yang terpenting di antaranya ialah

pendekatan yang bersifat berikut'

1. Faktual (sejarah, sosiologis, politis)'

2. Normatif (legalistik).

,6
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3. Etikal.

4. Keamanan.

5. Kesejahteraan.

sehubungan dengan uraian di atas mengenai hal-hal yang secara garis besar
dicakup oleh ilmu pemerintahan, maka berikut ini diajukan suatu kerangka
yang sistematis. Ruang lingkup ilmu pemerintahan meliputi berikut ini.
l. Teori Pemerintahan.

a. Teori pemerintahan.
b. Sejarah tentang gagasan-gagasan berpemerintahan.

2. Lembagalembaga pemerintahan.

a. Konstitusi.

b. Pemerintahan nasional/pusat.
c' Pemerintahan di daerah (yang mencakup pemerintahan umum dan

pemerintahan daerah).
d. Kebijakan pemerintah.
e. Perbandingan pemerintahan.

3. Hubungan antar pemerintah.

a. Pemerintahan internasional.
b' Hubungan antarapemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

4. Cabang-cabang Ilmu pemerintahan.

a. Hukum (tata)pemerintahan.
b' Administrasi pemerintahan (termasuk manajemen, organisasi,

perencanaannya).

c' sosiologi pemerintahan (termasuk mental, regitimasi kepartaian,
organisasi kemasyarakatan).

d. Ekonomi pemerintahan.
e. Sejarahpemerintahan.

f Psikologipemerintahan (termasukkepemimpinan).
g. Ekologipemerintahan.

h. Etika pemerintahan.
i. Antropologipemerintahan.
j. Kebudayaanpemerintahan.
k. Filsafatpemerintahan.
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PERKEMBANGAN KONSEP
ILMU PEMERINTAHAN

ulisan sebelumnya telah menampilkan beberapa segi permasalahan yang
memang relevan dengan judulnya, yakni perkembangan konsep ilmu

pemerintahan.

Menurut penangkapan kami, permasalahan-permasalahan yang disoroti
dalam makalah tersebut terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut.

' Perkembangan tentang pengajaran ilmu pemerintahan di Indonesia.
r Eksistensi ilmu pemerintahan.

' Kaitan dan pengaruh ilmu-ilmu lain terhadap ilmu pemerintahan.
r Batasan ilmu pemerintahan.
I Isi atau ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Untuk mudahnya, pembahasan ini juga akan ditujukan terhadap kelima
materi permasalahan tersebut.

Perkembangan Pengajaran llmu Pemerintahan di Indonesia

Informasi yang menarik telah ditampilkan dalam bahasan ini, yakni
bahwa dalam berbagai lembaga pendidikan di bidang pemerintahan yang
telah diadakan di Indonesia sejak zamanpenjajahan Belanda, seperti OSVIA,
MOSVIA, dan Bestuursacadunfu, ternyata tidak diajarkan r.rrata pelajaran yang
bernama ilmu pemerintahan. Kenyataan ini dapat dipahami karena pada waktu
itu (akhir abad l9)ilmu pemerintahan itu memang belum lahir.

Menurut Van Poelje, ilmu pemerintahan baru lahir pada awal abad
kedua puluh ini, bersama-sama dengan ilmu lain yang oleh beliau dianggap
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sebagai amat berdekatan dan :rejajar dengan ilmu pemerintahan atau ajaran

pemerintahan, yakni ilmu peruLsahaan atau ajaran perusahaan atau ekonomi
perusahaan.' 

]

Kesejajaran dan perbeda.an antara ilmu pemerintahan dengan ilmu 
I

perusahaan, oleh Van Poelje digambarkan sebagai berikut. 
I

'Adapun qjaran puusahaan atuu ekonomi perusahaan itu dalam keseluruhann2a 
)

melipuh sejumlah unsuryang ekuiualmnlta ti"dak didapati dalam ajaran pemuintahan; 
I

di pihak lain ajaran pemerinta,han sebagai ajaran tentang perbuatan-perbuatan 
I

prnguasa meliputi serangkaian nmsalah,yang sama sekali tidak atau hampir tidak 
I

punah disinggung okh @aran perusahaan. Hal ini dapat pula diterangkan demiki.an, 
I

bahua berbagai ilrnu pengetahuan)ang bertalian dengan salah satu bagian dari 
I

penguasaan (beheer) puusahaan Partilrulir pada akhirrrya akan bermuara pada suatu 
I

qjaron puusahaanumum (aldnnene befuijfslner)yngmzliputi lusunuargta dan bahwa 
I

qjaran tentang penguasaan peru.rahaan-perusahaan partikulir ini saidak tidak;rrya 
I

untuk sebagian merupakan syarat bagi adarrya ilrnu pengetahuan)ang kbih tinggl 
I

daipadanya inlah ihnu punnintahan".2 
|

Kutipan ini sengaja disajikan untuk melengkapi apa yang telah disajikan 
I

dalam makalah agar kita memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang 
I

ontogeni ilmu pemerintahan itr.r sendiri, terutama pada tahap-tahap awalnya. 
I

Kenyataan yang lebih menarik ,lagi ditampilkan pula pada halaman 2 makalah, I

yakni bahwa di Akademi Ilmu Politik (AIP) yang didirikan di Yogyakarta pada 
I

tahun 1947, juga belum diberil<an mata kuliah Ilmu Pemerintahan, meskipun 
I

Akademi ini memilikiJurusan Rrmerintahan. Baru pada tahun 1949 setelah AIP 
I

dibubarkan dengan Peraturan R:merintah No. 23 Thhun 1949 dan diintegrasikan I
dengan Universitas Gadjah Macla menjadi Bagran Sosial dan Politik dari Fakultas 

I
Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (Ihkultas HEPS) diajarkan mata kuliah Ilmu I
Pemerintahan oleh Prof. Mr. PrJnggodigdo dengan menggunakanbukuAlgunmz I
Inleiding tot de Beshmrskundekarangan G.A. Van Poelje. I

Tidak adanyamata kuliah Ilmu Pemerintahan pada Akademi Ilmu Politik I
(AIP) dan didominasinva kurikulum AIP serta Bagian Sosial dan Politik Fakultas I
HESP oleh mata kuliah-mata kuliah bidang hukum merupakan kelanjutan I
situasi yang dialami zarnan OSVIA-MOSVIA-Bestuursacademie, di mana I
dominasi ilmu-ilmu hukum sangat menonjol. Sebab-sebab menonjolnya I
dominasi ilmu-ilmu hukum paLda waktu itu kiranya perlu dikaji lebih lanjut I
oleh para ilmuwan pemerintahan. Apakah hal itu disebabkan karena masalah 

I
I Prof. Dr. G.A. Van Yoetie, fergmta, {Jmum llmu Pemerintahtn (stensilan),Yayasan Karya Dhama, IIB Jakarta, 1980 |

(terjemahan Drs. B. Mmg Reng Say atas bukuAlgemene Inleiding tot de Bestuursliunde) |
'z Van Poelje, ibid. hal. I 

I



hukum memang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada waktu itu

ataukah hanya karena f;aktor kebetulan karena kebanyakan para ahli pikir
yang ada pada waktu itu (pribumi maupun Belanda) sebagian besar terdiri

ataspara ahli hukum.

Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pernyataan Van Poelje sendiri yang

menegaskan bahwa salah seorang ahli hukum yang amat terkenal, baik di

Indonesia maupun di negeri Belanda, yakni Van Vollenhoven adalah orangyang

telah berjasa "mendudukkan Ilmu Pemerintahan dalam dunia Ilmu Hukum".3

Untuk melengkapi gambaran tentang perkembangan ilmu pemerintahan

kiranya patut kita perhatikan pula satu kenyataan yang tidak diungkapkan

dalam makalah, yakni selama 10 tahun antara 1956-1966 pada Akademi

Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang tidak diajarkan mata kuliah

Ilmu Pemerintahan. Dai' 52 mata kuliah yang diajarkan,hanya3 matakuliah

yang lansung mengenai pemerintahan, yakni:

l. Pengantar Ilmu Pemerintahan dan Politik Indonesia,

2. Ilmu Perbandingan Pemerintahan dan Administrasi,

3. Hukum Perbandingan Pemerintahan.+

Di sini terlihat bahwa dominasi ilmu hukum mulai memudar dan pengaruh

ilmu politik mulai terasa kuat, sedang ilmu pemerintahan itu sendiri agaknya

masih pada tingkatan embrional. Perlu pula kita ingat dalam kaitan ini, situasi

yangjuga mempengaruhi kecenderungan pemikiran pada waktu itu, khususnya

yang menyangkut dua hal berikut.

L Penguasa secara sadar menempatkan politik sebagai "panglima".

2. Adanya usaha-usaha untuk melikuidasi Korp Pamong Praja. Jika dalam

kurikulum APDN tersebut masih dapat kita jumpai adanya mata kuliah

Pengantar Ilmu Pemerintahan dan Politik Indonesia maka dalam kurikulum

Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)yang termuat dalam Lampiran Keputusan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. B Tahun 1967, dari 67 mata kuliah dan kegiatan keilmuan lainnya

(misalnya seminar), tak ada satupun mata kuliah yang bernama Ilmu
Pemerintahan.

Dari keselumhan matakuliah sejak Tingkat I sampai dengan Tingkat V tenebut

hanya terdapat 4 mata kuliah yang menyangkut bidang pemerintahan'

3 Van Poelje, ibid,hal. l
a Dr. Taliziduhu Ndnha,Metodologi Pemerintahan Indonesla, BinaAksua, Jakarta 1983, hal. 176-178
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l. Perbandingan Pemerintahan danAdministrasi (Pemerintahan Daerah) yang
diberikan pada Tingkat III.

2. Hubungan Manusia dalam Pemerintahan (Tingkat III).
3. Perusahaan Pemerintah (Tingkat t$.
+. Etika Pemerintahan (Tingkat !.

Di samping itu, pada Semeriter II Tingkat V diadakan pula seminar tentang
masalah Pemerintahan dan Administrasi.s Mengindat kenyataan ini, maka
barangkali ada baiknya kita rrrerenungkan kembali ketepatan nama Institut
Ilmu Pemerintahan bagi lembal4a pendidikan pemerintahan tertinggi yang ada
di Departemen Dalam Negeri ini. Mungkin ada nama-nama lain yang lebih
tepat, misalnya Institut Ilmu-Ilmu Pemerintahan atau Institut Pemerintahano
atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Nama-nama yang kita anggap paling tepat akan sangat tergantung pada
pendirian kita tentang sejauh mana eksistensi dari yang kita namakan ilmu
pemerintahan itu sendiri. Benarkah ada satu ilmu yang mencakup segala aspek dan
fenomenapemerintahanyangdapatkita sebut sebagai ilmupemerintahan ataukah
sebenarnya kita hanya memiliki sejumlah ilmu di bidang pemerintahan ini?

Jika kita berani menarik kesimpulan secara jujur, baik dari isi makalah ini
maupun dari penelaahan buku-buku tentang ilmu pemerintahan, termasuk
pula bukunya Van Poelje yang nrenjadi babon ilmu pemerintahan di Indonesia,
sebenarnya sampai saat ini pertanyaan tersebut masih tetap hidup dan relevan
untuk dijawab, sekalipun Van Ibelje sendiri menegaskan bahwa ilmu ini telah
lahir pada awal abad ke-20 yarrg sekarang hampir berakhir ini.

Eksistensi llmu Pemerintahan

Di muka dilemparkan satu pertanyaan yang oleh pembahas dianggap
cukup mendasar, yaitu benarkah kita memiliki satu ilmu pemerintahan yang
bulat dan mencakup seluruh persoalan dan gejala pemerintahan ataukah yang
sering kita maksud sebagai ilmu pemerintahan itu sebenarnya adalah terdiri
atas sejumlah ilmu di bidangpemerintahan, seperti halnya kita tidak memiliki
satu ilmu sosial tetapi memiliki berbagai ilmu-ilmu sosial? Pertanyaan semacam
ini dan keraguan akan jawabannya agaknya tidak hanya menghinggapi diri
pembahas. Dr. Taliziduhu Ndraha, dalam menelaah kurikulum IIP (di rrrana

s Taliziduhu Ndmha, ibid,hal. 186-187
u BandingkmdengmlnstitutPertanianBogor,Ir.stitutTeknologiBandung,InstitutAgamalslamNegeri,FakultasPertanian,

Fakultro Hukum, dm sebagainya
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beliau sendiri adalah salah seorang tenaga pengajarnya) sebagaimana tersebut

di muka, menyatakan bahwa tidak adanya satupun mata kuliah yang bernama

Ilmu Pemerintahan itu menimbulkan kesan "seolah-olah yang dimalsud dengan

Ilmu Pemerintahan itu hanya nama belaka".i

Keraguan mengenai hal ini antara lain telah menimbulkan perbedaan

perkuliahan ilmu (atau ilmu-ilmu) pemerintahan di berbagai universitas dan

lembaga pendidikan tinggi lainnya. Contoh konkret dikemukakan oleh Dr.

Taliziduhu Ndraha, berbagai mata kuliah yang menyangkut pemerintahan di

Universitas Brawijaya, seperti berikut ini.
r Sistem Pemerintahan.

' Perbandingan Pemerintahan.

' Policl Formation.
. Etika Pemerintahan.
. Pemerintahan Daerah.
. Pemerintahan Desa, yang di Universitas Gadjah Mada hanya merupakan

silabus mata kuliah Ilmu Pemerintahan.s

Kalau kita telaah garis besar isi bukunya Van Poelje, Algunme Inltilling tot de

Bestuurskunde,Tang diterjemahkan oleh Drs. B. Mang Reng Say dengan judul

Pengantar [Jmum llrnu Pemerintahans tersebut di muka, rasanya kita telah dapat

diyakinkan bahwa Van Poelje dalam bukunya itu telah menyuguhkan satu

ilmu pemerintahan yang utuh dan memenuhi segala persyaratan untuk disebut

sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terapan yang mandiri, yang disebut

ilmu pemerintahan. Isi buku ini dibagi dalam 9 Bab yang pada pokoknya

menguraikan hal-hal sebagai berikut.

l. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan terapan.

2. Terbentuknya dan berkembangnya ilmu pemerintahan.

3. Pembangunan pemerintahan.
4. Koordinasi pemerintahan.
5. Etik pemerintahan.
6. Teknikpemerintahan.
7. Konsentrasi dan diferensiasi dalam masing-masing lingkungan

pemerintahan.
B. Dinas penguasa sipil.

9. Pemerintahan (atau pemerintah) dan yang diperintah.

7 Taliziduhu Ndraha, ibid, hal. 159
I lbid,hal.160
e Mengenai ketetapm judul terjemahan ini temyata juga ada pihak-pihak ymg masih memper-tanyakmnya
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Meskipun Van Poelje ler,vat bukunya telah berusaha meyakinkan dan
memantapkan adanya satu ilrnu terapan yang dinamakan ilmu pemerintahan
itu, akan tetapi dalam buku te rsebut di sana-sini juga terdapat uraian bahwa
sebenarnya dunia ilmu pengetahuan belum secara tegas mengakui adanya
satu ilmu pemerintahan saja, tetapi ada sekelompok ilmu-ilmu di bidang
pemerintahan. Hal ini dapat kita simpulkan dari penjelasan mengenai statuta
Yayasan tentang Pengajaran Ilmu-ilmu Pemerintahan, di mana Pasal I antzra
lain berbunyi: "Yayasan bertujuLan untuk membantu, memimpin dan menyrrsun
pengajaran dalam Ilmu-ilmu F:merintahanr0 dalam arti kata seluas-luasnya".rr

Hal lain yang memper}:uat kesimpulan ini, misalnya dibentuknya
lembaga lain pada tahun 19,16 yang diberi nama "Lembaga untuk Ilmu-
ilmu Pemerintahan" yang bersama-sama dengan Perkumpulan Hukum Tata
Usaha Negara dan Perkumpulan Haminte-Haminte Belanda, sejak 1947
menerbitkan majalah bulanarL yang diberi nama Bestuursweterxchappen (llrn:u-
Ilmu Pemerintahan).r2

Bahasan ini sebenarnya memang tidak secara eksplisit membahas eksistensi
ilmu pemerintahan yang bulat, utuh dan mandiri, akan tetapi berbagai uraian
yang termuat di dalamnya se,lara implisit menyangkut persoalan ini. Oleh
karena itu, meskipun dengan risiko dianggap menyimpang dari persoalan
pokok, pembahas merasa perlu mengetengahkan masalah ini demi kejelasan
materi pembahasan secara ke:ieluruhannya. Di samping pembahas memang
beranggapan bahwa masalah ini masih tetap merupakan salah satu di
antara liuind problem.r yang menrerlukan penjernihan oleh para ahli ilmu-ilmu
pemerintahan.

Kaitan dan Pengaruh llmu.llmu lain terhadap llmu Penerintahan

Pemerintahan adalah suatu bidang studi yang begitu luas ruang lingkupnya,
sehingga untuk menyelengga.rakannya pastilah diperlukan dukungan dari
berbagai ilmu, di samping ilrnu atau ilmu-ilmu pemerintahan itu sendiri.
Keluasan ruanglingkup masalah pemerintahan itu telah menimbulkan kesulitan
di dalam menarik garis batas yangjelas antara ilmu atau ilmu-ilmu pemerintahan
dengan ilmu-ilmu lain yang berdekatan atau bahkan bersinggungan.

Dalam makalah diuraikan betapa besar dominasi ilmu hukum pada tahap
awal perkembangan ilmu penrerintahan. Bahkan sebelum dikenalnya ilmu

'0 Jelas bukan hanya satu ilmu (garis bawah dari pembahas)

" G.A. Van Poelje,op.cit,hal.6-7
t2 Ibid,h^1.36-37
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pemerintahan, maka ilmu-ilmu hukumlah yang memberikan berbagai bekal
kepada para calon "Bestuursambtenaren" yang dididik di ASVIA, MoSVIA, dan
j u ga di B e s tuursacademie. D alam perkembangannya kemudian, sebagaimana
telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya, pengaruh ilmtpublic administration
mulai terasa. Berbagai mata kuliah public administrationmulai mewarnaijurusan
pemerintahan bahkan akhirnya dibentuk jurusan Administrasi Negara, di
samping jurusan flmu Pemerintahan.

Mengenai kaitan antara ilmu pemerintahan dengan public administration
ini kiranya patut kita perhatikan pendapat van poelje yang menyatakan
bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaa\ antara public administration yang
telah berkembang secara lebih mantap di negara-negara Anglo-saxon
(terutama Amerika) dengan Ilmu Pemerintahan yang berkembang di Negeri
Belanda.13Jika seandainya pandangan ini dapat kita terima, tentunya kita
perlu mempertanyakan kembali dasar-dasar pemisahan jurusan Administrasi
Negara dengan jurusan rlmu Pemerintahan yang ada pada beberapa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

sebagaimana disebutkan dalam makalah, dalam perkembangannya
yang terakhir, ilmu pemerintahan telah memperoleh pengaruh yang semakin
meningkat dari ilmu politik. Antara ilmu politik dengan ilmu pemerintahan
itu oleh Drs. Bayu Surianingrat digambarkan dengan jelas betapa dekatnya
pertautan antara keduanya, yang dianggap mempunyai sasaran yang paling
tumpang tindih dan bahkan mempunyai titik bidik yang sama.ra

Di samping pertautannya dengan berbagai ilmu sebagaimana telah
disebutkan, agaknyaperlu ditelaah lebih lanjut apakah ilmu pemerintahan itu
juga mempunyai pertautan dan batas-batas yang saling bersinggungan dengan
berbagai ilmu lain, salah satu di antaranya adarah dengan ilmu ekonomi.

Mengenai hal ini, kiranya perlu kita perhatikan pendapat prof Dr. D.
Simmons dalam pidato pengukuhan jabatannya sebagai Guru Besar Luar
Biasa dalam Ilmu Pemerintahan dan Hukum Tata pemerintahan Daerah
Kotapraja serta Provinsi pada Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, tanggal
25 November 1948, yang antara lain adalah sebagai berikut.

"Bilamana kalangan para Guru Besar sudah biasa untuk menetapkan
secara teliti batas-batas dari mata pelajaran (leergebieQ, makapembicara
sendiri sebagian menerima tugas yang paling sulit. Lapangannya
mempunyai perbatasan dengan banyak mata pelajaran yang dikuliahkan

'3 Periksa juga Taliziduhu Ndraha, op.cn, hal. 160
ra Drs.EayuSurimingmt,Mengenalllmapemerintahan,AksaraBaru,Jakarta.lgg0.hal.55
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oleh yang lain, namun di mana letaknya perbatasan itu kiranya secara

objektif tidak selalu dapat dipastikan".15

Pertautan antara ilmu penrerintahan dengan ilmu ekonomi jelas terlihat

dari dua hal berikut.

l. Adanya mata kuliah Ilmu R:merintahan yang dipegang oleh Prof Simmons

itu sendiri dalam kurikulunr Sekolah Tinggi Ekonomi'

2. Adanya berbagai mata pelz{aran lain yang memiliki batas (leugebi"ed) yang

belumjelas dengan Ilmu Pemerintahan yang sama-sama dikuliahkan pada

Sekolah Tinggi Ekonomi R-otterdam tersebut.

Pertautan ilmu pemerintah:ln dengan ilmu ekonomi ini menurut Van Poelje

(yang dalam pidato Simmons tersebut memperolehjulukan kehormatan sebagai

tokoh besar atau "groot-meestef ilmu pengetahuan pemerintahan di Nederland),

bahkan telah dapat terlihat dzLlam karya klasik Xenophon (430-354SM) yutg

telah menulis tentang penghar;ilan negara, tetapi di dalamnya termuat pula

hal-hal yang dapat termasuk ke dalam ilmu pemerintahan'ro

Batasan llnu Penerintahan

Batasan atau definisi pada hakikatnya adalah kesepakatan tentang rumusan

pengertian terhadap sesuatu objek pembicaraan. Perdebatan-perdebatan

tentang ilmu pemerintahan dan ketidaksetujuan penulis terhadap batasnya

yang diberikan oleh Van Poele serta oleh Bayu Surianingrat telah dikemukakan

dengan jelas dalam makalah. Perbedaan semacam ini adalah wajar dan

sering terjadi dalam perumuszrn batasan tentang hampir segala hal, misalnya

batasan tentang pengawasan, tentang pengendalian, tentang manajemen,

tentang organisasi, tentang adnninistrasi dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan

tersebut biasanya disebabkan karena sudut pandang yang berbeda atau pun

karena penekanan pada aspek-aspek yang berbeda dari hal yang dirumuskan

batasannya itu.

Mengenai hal ini, pembahas tidak ingin mengajukan batasan lain sebagai

alternatif. Namun demikian, uLntuk melengkapi bahan perbandingan, kiranya

perlu kita perhatikan adanya2ri jenis rumusan tentang ilmu pemerintahan yang

disajikan ol.h Drr. Bayrr Surianinarat dalam buktyaMmgmal llrnu Pemerintahnn.t1

Di samping itu, menarik pula untuk diperhatikan adalah kesederhanaan batasan

15 prof. Dr. D. Simmons, Pemerintah dan ym€, Diperintah, (Disadur oleh Ateng Syafrudin, SH dui, judul asli: Bestuur en

Bestuurden'l,Penerbit "TARSITO", Bandung' 1978

'6 Van Poelje, op.cir, hal. 9

'7 Bayu Surianingrat, op.cit,hll. 4648
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yang dibuat oleh raliziduhu Ndraha,r8 yang berbunyi, "Imu pemerintahan
ialah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa pemerintahan',. Batasan ini
dapat dibuat dengan singkat karena dalam buku yang memuat batasan tersebut
telah diuraikan pula dalam satu bab tersendiri pengertian tentang apa yang
disebut dengan kata "pemerintahan" itu.re

lsi atau Ruang Lingkup llmu Pemerintahan

Isi atau ruang lingkup ilmu pemerintahan tentulah sangat tergantung
dari apa yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan itu. oleh karena itu,
dengan mengingat beranekaragamnya batasan tentang ilmu pemerintahan
sebagaimana diuraikan di muka, dapatlah dipahami adanyabermacam-macarn
pendapat tentang materi yang termasuk di dalam ilmu pemerintahan itu.
Itulah sebabnya mengapa silabus mata kuliah yang sama-sama bernama ilmu
pemerintahan itu dapat berbeda antara fakultas/lembaga pendidikan, yang
satu dengan fakultas/lembaga pendidikan lainnya.

Demikian pula kalau kita perbandingkan isi buku yang sama-sama membahas
ilmu pemerintahan ini; ternyata isiya bisa sangat berbeda satu sama lain. Sebagai
contoh, isi buku Van Poelje yang berjudul Pengantar (Jmum Ilrnu Pnnerintahanyang
terdiri atas Sembilan Bab, termasuk di muka adalah sangat berlainan dengan isi
buku Prof Dr. A. Hoogerwerf yang berjudul Ilrnu pmaintahan o yu.rg terdiri atas
l9 Bab dan dikelompokkan dalam 4bagansebagai berikut.

l. Proses kebijaksanaan dan unsur-unsurnya (terdiri atas 7 bab).
2. Aspek-aspek demokratisasi (5 bab).
3. Aspek-aspek dan rasionalisasi (5 bab).
4. Aspek-aspek pembagian tugas dan kerja sama (2 bab).

Isi kedua buku tersebutjuga akan menunjukkan banyak perbedaan,jika
kita perbandingkan dengan buku Mmgmal ltrnu Pernerintahan karangan Drs. Bayu
Surianingrat tersebut di muka.
Mengingat hal-hal di atas, pembahas dapat memahami alasan penulis yang
dalam menggambarkan ruanglingkup ilmu pemerintahan dalam 4 kelompok
materi sebagaimana, tercantum pada bagian akhir makalah.

l. Teori Pemerintahan.

2. Lembaga-lembaga Pemerintahan.

'8 Taliziduhu Ndraha, op.cit, hal. I57
te lbitl,hal.57-.78

'?o Prcf.DnA.Hmgewerf,IlmuPemerintahm(te{emahanR.L.LTobingdarijtdul'fjli:OverheidBekib)Erlngga,Jakarta, lgg3
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3. Hubungan antar Pemerintah.

4. Cabang-cabang Ilmu Pemerintahan'

Namun, ada sedikit pertimbangan yang kiranya perlu diperhatikan oleh

penulis, rasanya ada satu aspek yang kurang terwadahi, yaitu aspek "cara-cafa

(metoda) " ; misalnya mengenai cat a- car a berikut.

. Bagaimana melayani dan mengendalikan masyarakat'
, Bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi rakyat.

' Bagaimana menegakkan peraturan.
. Bagaimana menangkal bahay,l dan ancaman (dari luar maupun dari dalam).

. Bagaimana mengetahui dan nnenyerap serta memenuhi perasaan dan hasrat-

hasrat masyarakat, dan lainJain, yang mungkin tidak dapat tertampung di

dalam keempat bagian tersebut di muka.

Di samping itu, khusus mengenai yang dikelompokkan ke dalam kelompok

keempat (cabang-cabang ilmu pemerintahan), barangkali ada yang lebih tepat

dimasukkan ke dalam kelompol< pertama (teori pemerintahan), dan akhirnya

penamaan kelompok keempat l;ebagai "cabang-cabang ilmu pemerintahan"

perlu direnungkan kembali kett:patannya,karena ketiga kelompok yang lain

pada hakikatnya juga merupak:tn cabang-cabang ilmu pemerintahan.
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PERKEMBANGAN
IIMU PEMERINTAHAN

Swnpaao DTaioaraAan'

r,
I lmu dengan nama ilmu pemerintahan diintroduksikan di Indonesia untuk
I pertama kali pada pertengahan tahun-tahun 1950-an melalui Fakultas HESP
UGM. Sebelum itu, ilmu mengenai negara dan pemerintahannya adalah ilmu
negara (staatsleu), hukum tatanegara (staatsrecht), dan hukum tata pemerintahan
(adminisnatizfruht).

Pada Fakultas HESP di atas untuk studijurusan Pemerintahan tingkat sa{ana
ditentukan sehagai mata pelajar an/ ujianutama: hukum tata negara,hukum tata
pemerintahan, dan ilmu pemerintahan, yang ketiganya bersama-sama merupakan
satu mata ujian, dengan catatan bahwa dalam kenyataannya ilmu pemerintahan
belum diberi kedudukan yang sejajar dengan dua lainnya: melainkan masih diberi
kedudukan periferi/tambahan, belum diberi kuliah tersendiri, dan mahasiswa
diwajibkan mempelajarinya sendiri dari buku van Poelje yang berjudul De
Algarnme Inleiding tot dz Bertuurslunde. Pada awal itu, ilmu pemerintahan adalah
terjemahan dan identik dengan bestuurskunde. Ilmu pemerintahan/bestuurslamde

tidak sempat dikembangkan, karena setelah Fakultas Sosial dan Politik dipisahkan
dari HESP sebagai fakultas yang berdiri sendiri (1956),Jurusan Pemerintahan
ditiadakan dan diganti denganJurusan ljsaha Negara (yang kemudian berganti
nama menjadi Administrasi Negara/Pz blic Administration).

Pada tahun 1960 diadakan lagi Jurusan Pemerintahan, akan tetapi
ilmu pemerintahan yang dikembangkannya bukan kelanjutan dari ilmu
pemerintahan/bestuurskunde ala Van Poele, melainkan lebih dekat pada ilmu
politik. Karena perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia selanjutnya,
baik pada UGM maupun pada perguruan tinggi lain, telah/akan ada yang
membahasny a, rnaka sebagai tarnbahan / bandingan dalam pembahasan ini
akan disajikan hasil pelacakan perkembangan ilmu pemerintah an/ bestuurskunde

di negeri asalnya, negeri Belanda.

Guru Besr Univesitas Gajah Mada Yogyakarta



Di negeri Belanda, konsep mengenai pemerintahan dibedakan antara;

a. reguing/regerm, dan
b. beshmr/beshtrm (Iengkapnya oltmbaar bestuur; opmbaar dalam arti pemenntah/

publik sebagai lawan swasta).

Reguing / regerm. digunakan r,rntuk menyebut pemerintahan apabila yang

dimaksud adalah penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang

untuk menetapkan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan

tujuan-tujuan negara, sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah dan

menuntut dipatuhinya perintahperintah itu. Rcgermterutama digunakan untuk

pemerintahan pada tingkat pusat/nasional.

B e s tuur,/ op enb aar b e s tuyy,/ ltp enb are diens t adalah ke s eluruhan badan

pemerintahan dan segala kaitanrrya, yang lebih langsung berhubungan dengan

usaha mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bestuur/

opmbanr beshtur dalamarti ini di negeri Belanda, seperti halnya di negara-negara

Eropa lainnya, berkembang dengan pesat terutama sejak awal abad 20 dengan

diterimanya secara semakin meluas ide uekaarts stant @tefare statz), yang menuntut

aparatpemerintah semakin lebih banyak dan lebih langsung campur tangan

dalam peri kehidupan masyarakat dalam semakin banyak aspeknya, dengan

tujuan meningkatkan kesej ahteraannya.

Beshnr dalamarti ini digunakan baik untuk tingkat pusat/nasional maupun

tingkat daerah/provinsi/rmtemte, dengan catatan bahwa pada tingkat daerah

beshtur mencakup baik penetap'an kebijakan teknis maupun pelaksanaannya

secara teknis.

Perlu dicatat, bahwa sekalipun regeren dan bestuur dapat dibedakan, tetapi

keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling memerlukan.

Dengan semakin berkemtrangnya bestuur/openbaar bestuur maka segera

dirasakan adanya kebutuhan un.tuk menyelenggarakannya secara lebih teknis,

efisien/efektif, untuk mana dipr:rlukan usaha pendidikan dan pengembangan

ilmu mengenai bestuur itu.

Di negeri Belanda, yang secara mendesak merasakan kebutuhan itu adalah

pada tingkat gunemtn yang langsung menghadapi tugas-tugas penyelenggaraan

kesejahteraan masyarakat seca.ra konkret, maka Bond pegawai gemeente dan

perkumpulan Gunemtu Belanda bersama-sama pada tahun 1922 berprakarsa

mendirikan Stithtinguom lut Onderuis in fu Buhnrsutebruchappm, yang kemudian (l 939)

diubah menjadi Insfiantt uoor Batmrsutehmschnppm. Pemerintah pusat dan provinsi

juga bergabung memberikan perhatian kepada usaha itu. Kegiatan lang dilakukan
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di antaranya menyelenggarakan pendidikan dan kursus mengenai aspek praktis
tertentu dalam penyelenggaraan besfuur, seperti urusan kepegawaian, keuangan,
organisasi perkantoran, arsip dan dokumentasi, statistik, dan lain-lain.

Dunia perguruan tirggt Belanda baru kemudian menyusul, dirintis oleh
Rotterdam (1928) yang mengadakan mata perajaran beshturslamfu sebagas mata
pelajaran pilihan pada, jurusan ekonomi kenegaraan dan hukum yang dimaksud
sebagai perat a jalan bagi mereka yang menginginkan suatu jabatan dalam openbam
bahntr,diasuh oleh Prof G.A. van Poefe, yang di negeri Belanda dianggap sebagai
peinJjs Beshnrlwrb/Buht , yangkemudian menulis buku pelajaran
DeAlgemenelnbidingtotdnBuhmrskunfudtrahun 1942 (cetakulang 1953, l964fyang
digunakan pada Fakultas Sosial dan Politik UGM seperti telah tersebut di atas.

Perguruan tinggi lainnya di negeri Belanda baru sesudah perang Dunia II
memberikan perhatiannya pada butuurswebrncfutppm, di antaranyadapat disebut:
R.K. universiteit Nljmegen, R.K. Economische Hogeschool rilburg Gemeente
UniversiteitAmsterdam, Nfmegenvrije universiteitAmsterdam,6iden, Utrecht,
dan lainJain. Selain itu, dapat juga disebut Stichting Universiteir Centrum voor
Bahrurswebruclmppen di Groningen dan Institute of social studies Den Haag (yang
menyelenggarakan pendidikanpublir adrninistratinningkatkursus dan master).

Dari perkembangan ilmu pemerintahan di negara Belanda dapat diketahui
hahwa di sana ilmu itu dikenal dengan tiga nama: beshturskundz, bestuursuetenschap,
beshturswetenvhappen. Bestuurskunde didefinisikan sebadai ilmu yang mengajarkan
bagaimana caranya untuk menyrsu n (tnrirht)dan memimpin/menyelenggarakan
(leidt) openbaar beshur/ opmbare dimst sebaik mungkin (van poelje, rg42).Nadanya
normatif, menuntun, menggurui, menawarka n sollnt, orientasinya praktik.

Bestuursutetmschap didefinisikan sebagai ilmu yang secara mandiri berusaha
mempelajari keseluruhan struktur dan proses beke4anya/berfungsiny a opmbaar
bestuur/openbare dintst, baik ke dalam maupun ke luar dalam hubungan dengan
masyarakat (Brasz 1 975, Rosenthal 197 7).

Dib an ding den gan b e s tuurs kunde, maka b e s hturs w e ten s c hap lebih berusaha
menampakkan ciri ilmiahnya, menghadapi opmbaar bestuur sebagai sein, dengan
menggunakan pendekatan ilmiah berusaha menganalisisnya, menerangkannya,
menemukan pelbagai keaj egan dan " rltl.es", kalau akhirnya memberikan saran-
saran maka ini dilakukan sebagai kelanjutan hasil pengamatan/analisis yang
mendahuluinya.

Bahrursweteruchnppm fiamak): kumpulan pelbagai bagan dan beshurskundc dan
beshtursuetutschap, dttambah sumbangan dari ilmu-ilmu lain yang secara khusus
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C.

d.

memberikan perhatiannya kepada openbarr bestuur dalam aspek tertentu, sepertr

beshnrsrecht, besnurspolitfuk, beshmrssosi.ologiz, bestuurspsykologiz' dan lain-lain.

Di lingkungan perguruan tinggi Belanda, dari tiga macam ilmu tersebut

di atas yang lebih tampak sedang dan masih terus diusahakan pengembangan

dan peman tapannya adalah B eshrurswetms chap sebagai ilmu yang mandiri.

seperti halnya negeri BelarLda, juga negara lain di Eropa sesudah Perang

Dunia II memberikan perhatiannya yang meningkat pada pembinaan

openbaar bestuur, pada umumn)'a mendapat dorongan oleh perkembangan

jublic administrationdi Amerika Serikat dan perhatian yang diberikan oleh PBB

dengan menerbitkanstandards andTichniques of fublicAdministration (1951), yang

kemudian diganti judul menjadi Handbook of Public Adrninistration yang terutama

diperuntukkan bagi negara-neg;ara sedang berkembang'

Dalam hubungan ini dapat discbut pendirian beberapa lembaga berikut'

a. Perancis: Ecole Nationale d'Administration'

b. Inggris: London School of Ilconomics and Political Scimce, khususnya Royal

Institute of Public Administrations.

Jerman : Hochschule fur Ve rwaltungs-\{4ssenschaften di Speyer'

Brussel: Institut Internationale des Sciences Administratives, yang

merupakan forum bertemunya para pen ga ;;th b es hrursut etens chap p p ut /public

adrninistration dan segala bagian dunia.

e. Didirikannya Institute of Public Administration dengan bantuan PBB atau

AS di banyak negara sedang berkembang di AmerikaLatin, Asia, Timur

Tengah, dan Arab.

Hal lain yang masih dapat dicatat mengenai perkembangan dan pengembangan

bestuurswetenschap di Belanda dan negara-negara lainnya ialah mengenai isi/

cakupannya, yang umumnya mcnunjukkan kecenderungan yang kuat mendekati

pubtic administration, dengan pr:rhatian utama pada aspek-aspek organisasi,

pemmusan kebijakan, kepegaw:fan, keuangan, perencanaan, komunikasi intern

dan ekstern, pengawasan, dan lainJain. Mengenai luas sempitnya cakupan dan

metode/pendekatan tergantung; pihak yang menyelenggarakan dan tujuannya.

Perguruan tinggi cenderung mengembangkan ilmu itu tntttkopmbam bestuur

puda nm.rmnya, cakupan seluas mungkin, dengan pendekatan ilmiah dan

.t otogi* (kaitan openbaar beshrur dengan pelbagai lingkungan: politik, hukum,

ekonomi, sosial budaya, teknologl, geografi dan demografi, internasional, dan

lainJain). Penyelengg araanbaclan pemerintah tertentu; cakupan terbatas sesuai

kebutuhan dan orientasi Praktis.
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ILMU PEMERINTAHAN DAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Tfpaat Afu,ina,atu."

f udul ini enak kedeng arannyadan merencanakanjudulnya itu enakjuga, sebab

.,,f dari judul itu telah tampak bahwa Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi

Negara itu sebagai dua disiplin yang telah mapan, padahal dalam misani Temu

Ilmiah Pengkajian Konsep Ilmu Pemerintahan, tampak adanya ketidakpastian

dan sikap prihatin mengenai eksistensi ilmu pemerintahan, padahal telah belasan

tahun ilmu pemerintahan diajarkan dan IIP + APDN telah menghasilkan banyak

sarjana dan sarjana muda.

Judul Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara, dapat menimbulkan

beberapa pertanyaan pada kami.

. Apakah kami harus menerangkan perbedaan dan persamaan ilmu
pemerintahan dengan ilmu administrasi negara?

. Apakah kami harus meneranakan bahwa ilmu pemerintahan dan ilmu
administrasi negara itu benar-benar ada sebagai disiplin ilmu?

. Apakah kami harus mengemukakan hubungan fungsional ilmu pemerintahan

dengan ilmu administrasi negara?
. Apakah kami harus mengemukakan signifikasi kedua ilmu pengetahuan itu

bagi pembangunan nasional dan daerah?

Tema yang mana saja, kami menghadapi kesulitan besar, yaitu:

r semua tema yang harus dibahas itu pekerjaan yang sulit baik dalam waktu
dan materi;

r literatur mengenai ilmu pemerintahan dengan judul Ilmu Pemerintahan atal
Scimre of gouernmmfitu, sangat sulit diperoleh, setidak-tidaknya bagi kami. Padahal

untuk dapat berkembang, ilmu perlu ditunjang oleh literatur yang luas.

Guru Besr Fisip Univereitas Padjadjm Bandung



Namun demikian, jika kami membaca tujuan pengkajian konsep ilmu
pemerintahan itu, jelas pertemuan ini diadakan untuk menjawab: ,,seperti 

apa
ilmu pemerintahan itu" dan "apa peranan ilmu pemerintahan itu?"Jadi, seolah-
olah terdapat keresahan mengenai eksistensi dan signifikasinya. Bagi kami yang
berkecimpung dalam Ilmu Administrasi Negara tidak merasa heran sebab
keresahan semacam demikian bukan sekali dua kali terjadi, antaralain ketika
konferensi yang dispon soi oleh Acadaryt of Potitiral and Socful Scimce tahun I 967. r

Dalam konferensi itu banyak kritik dilontarkan, di antaranya sebagai berikut.
r Peserta konferensi menghindar dari persoalan yang serius: kemiskinan,

perang vietnam dan pertanggungjawaban etis pejabat pemerintah.. Konferensi tidak mampu membuat teori baru.
' Konferensi dikuasai oleh pandangan-pandangan sebelum tahun 1960.
' Tak ada minat untuk menangani perubahan-perubahan organisasi dan

perubahan sosial.
. Terlampau sedikit mempersoalkan masalah birokrasi.
' Hampir tidak ada minat memikirkan masalah-masalah orsanisasi.. Hanya sedikit pandangan tentang tuntutan zaman.
' Ada pandangan terlalu optimis terhadap apa yang dapat atau tak dapat

dicapai oleh pemerintah dalam administrasi negara.

Kritik di atas membuktikan bahwa tokoh-tokoh klasik tidak/kurang
mampu memecahkan masalah-masalah yang serius itu. Begitu seriusnyu,
sampai-sampai pada awal1970 Dwight waldo mengatakan dalam konferensi
lain bahwa administrasi negara hidup dalam time of h,,bulence (zamanpenuh
ledal<an), dalam tulisan D. waldo yang terken al: *publh Administration in a Time
of rurbulence". oleh karena itu, maka lahirlah teori yang dikategorikan sebagai
Administrasi Negara Baru.

Kami kira kalangan sarjana Ilmu pemerintahan di Indonesia pun seperti
itu resahnya. Hal ini tampak dalam tulisan Drs. Bayu Surianingrat, Mmgenal
Ilmu Puneintahan, Beliau kami pandang sebagai salah seorang tokoh dalam
bidangnya. Beliau dalam bukunya mencoba mencari bentuk dan isi dari Ilmu
Pemerintahan. Hal ini kelak akan kami telusuri lagi.

Melalui kesempatan ini, kami hanyaingin menegaskan bahwa pembagian
ilmu tidak identik dengan pembagian pendidikan tinggi, tergantung pada
perkembangan ilmu dan tergantung pada tradisi. paling tidak penegasan ini
menurut pengamatan kami.

t H. George Frederickson, ly'ew public Administration, l9SO, xr

Ilmu Pernerintahan dan llmu Administrasi Negara
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Kembali pada pertanyaan li:ami di atas, kami harus membicarakan yang

mana dan 4pertanyaan di atas? Melihat keresahan seperti yang dikemukakan

dalam misani temu ilmiah ini, jelas kami harus menjawab pertanyaan berikut'

L Apakah ilmu pemerintahan itu ada?Jika ada apa ruang lingkupnya?

2. Jika ilrnu pemerintahan itu acla, apa perbeda annyadengan ilmu administrasi

negara?

Melalui uraian singkat ini, krmi akan mengemukakan pendapat kami yang

subjektif. Mohon diingat bahwa rnakalah/pendapat ini hanyalah prasaran,

sebagai prasaran belum tentu benar, hampir sama intinya dengan hipotesis

yung hur,r, ditinjau kebenaratrnya' Apalagi kami bukan ahli dalam ilmu

p.-.rintuhan, hanya sekedar pr:mbaca saja karena erat hubungannya dengan

administrasi negara.

llmu Pemerintahan dan llmu Adnninistrasi llegara

Marilah kita bersepakat dahulu mengenai sinyalemen kami mengenai

pembagian ilmu pengetahuan. Menurut hemat kami, pembagian ilmu itu

,.rgurrtrrg pada kepertuan praktis, tradisi dan perkembangan ilmu sendiri.

Di Indonesia, kalau tidak salah di Fakultas Sospol Universitas Gadjah

Mada sejak tahun 1950-an telah ada Ilmu Pemerintahan, dibina olehJurusan

IImu Pemerintahan dan Ilmu l\dministrasi Negara dibina olehJurusan IImu

usaha Negara (kemudian menjadi Ilmu Administrasi Negara). Demikian pula

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, adaJurusan

Ilmu Pemerintahan dan adaJurusan Ilmu Administrasi Negara' Itu di masing-

masing fakultas dan satu universitas. Di Indonesia sendiri ada Sekolah Tinggi

Ilmu Administrasi, Jurusan Ad ministrasi Nega ta pada I-AN dan Institut Ilmu

Pemerintahan pada Departemen Dalam Negeri. Inilah tradisi di Indonesia'

Tetapi, apakatrtradisi ini didukung oleh fakta ilmiah atau tidak? Inilah yang

hurr6 kitu kaji, sebab teryatadi kalangan kita-kita ini ada pendapat-pendapat

yang berbeda,yangkami ketahui ialah seperti berikut'

. Ilmu Pemerintahan sama dengan Ilmu Administrasi Negara.

. Ilmu Politik itu sebenarnya Ilmu Pemerintahan'

. Ilmu pemerintahan berbecla dengan Ilmu Administrasi Negara, masing-

masing berdiri sendiri.
. Pemerintahan hanya seni silja.

. Ilmu Pemerintahan bagian dari Ilmu Politik'

. Ilmu Administrasi Negara,cagian dari Ilmu Pemerintahan.
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Nasib seperti begini, kami ingat pada saat mulai munculya Ilmu Administrasi
Negara. Pada saat itu (1900-1926), Leonard D. White dan FrankJ. Goodnow,
membedakan dua fungsi pokok pemerintahan menjadi fungsi politik dan fungsi
administrasi. Kemudian WE \{illoughby ( I 92 7- I 938) mengemukakan prinsip-
prinsip administrasi negara. Lalu pada pertengahan dan akhir tahun 1960-an

ada perselisihan pendapat mengenai masalah yang dihadapi oleh para ilmuwan.
Namun, perbedaan-perbedaan persepsi ini bukan melemahkan disiplin ilmu
administrasi negara, melainkan justru memperkokoh dan memperkaya ruang
lingkup dan paradigma-paradigma dalam ilmu administrasi negara. Memang
kini ilmu administrasi negara ditunjang oleh beribu-ribu buku bacaan dan
hasil penelitian.

Kalau kami ditanya apakah ilmu pemerintahan itu benar-benar ada?

Apakah IIP dan APDN itu sesungguhnya mengajarkan ilmu administrasi
negara dengan titik berat administrasi pemerintahan dalam negeri saja?

Pertanyaan ini sukar untuk dijawab karena: pertama, buku-buku mengenai
Pengantar Ilmu Pemerintahan merupakan barang langka. Kalau saja ada satu
dua, isinya tidak jelas; antaralainfocus of interest,ya adalahfocus of interutilml
politik. George Rederickson dalam bukunya (Neu Public Administration, 1980,

l) memang pernah menyatakan tentang buku Leonard White, bahwa buku
White itu suatu usaha: to marry the science of gouernmmt and sai.ence of adminitration,

tetapi scimce of gouernmentyang dimaksudkan oleh !\rhite adalah bagian dari ilmu
politik.Jangan lupa, Leonard White adalah ahli ilmu politik. Kemudian kita
temui lagi istilah scimce of gouunmmt dalambuku Maclver (The Web qf Goaernmmt,

1959). Ia berkata: 'Jika kita bicara tentang suatu ilmu pemerintahan (science oif

gouunmmt) kita tidak bermaksud meragukan kegunaan feasibility) ilmu politik...."
Harap dikaji buku Maclver itu, buku itu adalah buku sosiologi tentang
pemerintahan. Mclver adalah ahli sosiologi dan ilmu politik yang terkenal.Jika
dalam bukunya ada istilah 'ilmu pemerintahan', maksudnya sosiologi tentang
pemerintahan, yaitu buk:u The Web of Gouernment. Mari kita telusuri pendapat
Mclver dalam bukunya itu. Dalam uraiannya, ia mengemukakan bahwa banyak
orang yang menginginkan pengahuan terhadap ilmu pemerintahan, yaitu suatu

ilmu tentang bagaimana memerintah (suatu applied scitnce). Namun, Mclver
sendiri bertanya-tanya, seperti berikut: 'Jadi, kalau begitu, apakah sebenarnya
ilmu pemerintahan itu? Apakah ia suatu ilmu tentang bagaimana manusia
diperintah?.... Apakah ia suatu ilmu tentang bagaimana seharusnya rakyat
diperintah?.... Apakah ilmu pemerintahan itu suatu ilmu tentang bagaimana
manusia dapat diperintah? (Mclver, 1958, B).

Ilmu Pemerintahan dan I lmu Adm inistrasi Negara >/



Mclver menyatakan, barangkali malsudnya ilmu pemerintahan itu suatu ilmu

tentangbagaimana manusia dapat diperintah. Namun, dalam uraian selanjutnya,

Mclver setelah menelaah proses, dan peristiwa-peristiwa pemerintahan' yang

ternyata sulit untuk dikaji secara ilmiah, maka Mclver mengatakan:

"Karena itu kita puas dengan memandang pemerintahan itu lebihJebih

sebagai seni dari pada sebagai ilmu" (we should thm be content to think of
goaernmmt rather as an art than a scimce).

Akhirnya, Mclver mengata-kan: "Kita tidak perlu bingung oleh pertanyaan

apakah pemerintahan itu suatu ilmu atau semata-mata suatu seni saja'

Bagaimanapun juga, banyak yarrg harus dipelajari tentang pemerintahan, dan

itulah yang menjadi perhatian kita" (h. l2).

Ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang tokoh ilmu pemerintahan,

beliau adatah dosen III Unpad, IJnpar (di Bandung) dan APDN Bandung. Buku

ini melihatjudulnya menarik untuk dib aca,yaatrt Mmgmnl llrnu PernnintnJnn Pemths

yangkami matsud adalah Drs. Bayu Suryaningrat. Kami membaca dan menelaah

isinya melalui perjuangan intelekrual untuk memberi justifikasi dan mencari apa

yang dimalsudkan dengan ilmu pemerintahan itu. Ia memberikan definisi-definisi

yang bertolak dari definisi Van Poelje (Bnhmrslnnd) dan Mclver seperti yang telah

kami kemukakan. Padahal, Mclver: tidak yakin bahwa pemerintahan itu merupakan

ilmu dan buku Van Poe$e kini telah menjadi barang langka; sebagai barang langka

mungkinmasih dianut olehparasaLrjanamungkin tidak, kami tidakmengetahuinya.

Meskipun Bayu Surianingrat gi1$h mempertahankan dan menerangkan ilmu
pemerintahan, bagr kami sendiri, konsep dan materi ilmu pemerintahan itu tetap

kurangjelas. Dalam buku itu dilanrpirkan daftarbacaanyang berisi 97 buah, tetapi

cumasebuahbukuyangberjudulilrnupemerintahm(Bunnrslandz dariVan Poelje).

Bukuitu tampaknyasepertikompnrmi antarailmupolitikdengan ilmu administarsi

negara, dua macam ilmu pengetehuan yang kini sedang pesat berkembang

Kedua, kesulitan yang lain ialah pengetahuan pemerintahan itu sekarang

termasuk dalam ruang lingkup ilmu politik. Hal ini tampak dengan jelas dalam buku

yang diterbitkan oleh IINESCO. .Kecualijika pengetahuan ilmu pemerintahan itu
akan melepaskan diri dari ilmu lnlitik seperti halnya administrasi negara. Oleh

karena itu, UNESCO dalam buktrnya Contnnpwary Politital Scimte, terbit tahun 1950

tidak lagi memasukkan administarsi negara menjadi ruang lingkup ilmu politik.

Marilahkitalihatsekarangrurmglingkupilmupolitik. Dalambuku Contemporar2

Politiral Scimce: A Suraey of Methods, Rtsearch and Tiaching terbitan UNESCO (l 950)

terpampang dengan jelas bahwa ilmu politik dibagi empat bidang: (1) Teori

Politik, (2) Lembagalembaga Politik, (3) Partai Politik, kelompok-kelompok dan
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pendapat umum, dan (4) Hubungan-hubungan Internasional. Dalam bidang
lembagalembaga politik terdapat pemerintahan nasional, pemerintahan daerah
dan pemerintahan lokal.Jadi, ilmu pemerintahan itu termasuk salah satu bidang
iimu politik. Oleh karena itu, dalam buku-buku pelajaran ilmu politik dibahas
mengenai pemerintahan, contohnya saja Prof, Miriam Budiardjo dalam bukunya
yang terkena) Dasar-Dasar llrnu Politik membahas pula badan legislatil badan
eksekutif dan badan ludikatif. Ilmu politik memang mempunyaifocus intnest

yangjelas. Apa yang menjadtfocus of interertllmu pemerintahan? Menurut Balu
Surianingrat, adalah segala dan seluruh gejala sosial yang berkaitan dengan
pemerintah atau mengandung sifat pemerintahan. Apa hal itu tidak ouerlap

dengan sosiologi politik? Menurut Van Poelje, ilmu pemerintahan mempelajari
dinas umum dalam arti seluasJuasnya (beshrurskunde). Namun, ini adalah salah

satu silabus ilmu administarsi negara.

Dengan adanya kesimpangsiuran pendapat mengenai eksistensi ilmu
pemerintahan, kami mengira terjadi beberapa kemungkinan berikut.

1. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang berdiri sendiri tengah mengalami
penggeseran oleh ilmu lain.

2. Ilmu Pemerintahan berusaha melepaskan diri dari Ilmu Politik.

3. Nama "Ilmu Pemerintahan" sekedar menyesuaikan diri dengan selera
tertentu, sehingga dicari-cari justifikasi agar "ilmu" ini tetap ada.

4. Ilmu Pemerintahan sedang tumbuh.

Judul makalah yang telah ditentukan ialah Ilmu Pemerintahan dan Ilmu
Administarsi Negara. Oleh karena itu, setelah kami sedikit mengeluh karena
kami sulit memahaminya sebagai "ilmu", maka kini giliran Administarsi Negara
akan kami singgung.

Istilah Administarsi Negara dapat mempunyai segi-segi konstansi yang
berbeda, yaitu administarsi negara sebagai ilmu, seni, proses, fungsi, pranata
(institusi) atau profesi. Sesuai dengan keperluan, kami hanya akan melihat
administrasi negara sebagai proses, seni, dan ilmunya.

Adrninistrasi Negara seb agai Pros e s

Administarsi negara merupakan proses, ini semua orang telah tahu. Secara
sederhana, proses itu mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, pengawasan)
dan pengendalian. Mutu hasil kerja, metode kerja dan mutu pelaksanaan akan
diketahui dalam pengawasan, oleh karenaitu output dari pengawas anrnenjadtinput
bagi perencanaan. Seperti dimaklumi, motor dan dinamisator proses administarsi
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negara itu adalah administator rregara. Siapa administator negara? Tentu saja

pemerintah dalam arti luas (badzLn eksekutif, legislatif dan yudikatif). Kita ambil

saja contoh, eksekutil Kepala eksekutif di Indonesia adalah presiden. Selaku

administrator, presiden dibantu oleh para menteri negara dalam melalsanakan

fungsi administrasi dalam rangka dinamisasi dan pengarahan proses-proses

administrasi itu. Dari sinilah, ntaka dua orang ahli ilmu politik, Huszar dan

Stevenson dalam buku mereka I'olitical Sci.ence, mengatakan: "Publi,c adrninistratinn

is gouernmmt in artinn". Nah, dari stntanmtini jelas bahwa aktivitas pemerintah itu

disebut administarsi negara. Bahrva sesungguhnya dalam hal ini pemerintah atau

gouunmmt itu merupahan nama institusi (lembaga)yang terdiri atas komponen-

komponennya, administrator ad:rlah nama salah satu komponennya. Lebihjauh

Nigro dan Nigro mengemukalarr ciri-ciri administarsi negara sebagai berikut.

. Adalah usaha kegiatan kelonrpok di lingkungan pemerintahan.

. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan, eksekutif legislatif dan yudikatif

dan hubungan-hubungannya..
. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah/

negara, oleh karena itu menrpakan suatu bagian dari proses politik.
. Adalah berbeda dalam hal-tLal penting dengan administrasi swasta.

. Amat rapat berkaitan dengan bermacam-macam kelompok swasta dan

individu-individu dalam mernberikan pelayanan kepada masyarakat (Felix

A. Nigro dan Uoyd G. Nignr, Modern Public Administrati.on,l9T3, lB).

Adrninistrasi Negara s eb agai I lm.u

Ilmu administarsi negara muncul pada awal abad ke-20 ditokohi oleh

ahli-ahli ilmu politik, yang terke,nal RankJ. Goodnow dan Leonard D. \nlhite

dan sebelumnya dipelopori oleh Wilson. Sebagai ilmu, administarsi negara

telah mempunyai kelengkapan ilrnu yang semakin mantap dan telah ditunjang

oleh pengetahuan manajemen rtodern seperti Managanmt b7 Objutite MBO),
Organi4tion Deuelopment (OD), PERI, CPM, Perilaku Organisasi, PPB dan

MannguntntAnabsu.Begitu luasnyailmu iniberkembang, bersasaran padakegiatan

pemerintah, maka tidak heran jika Drs. S. Pamudji, MPA mengatakan:

"Memang di negara-negara industri di dunia Barat, di mana administrasi

negara telah berkembang sangat jauh, ternyata administrasi negara itu
meliputi demikian banyak kegiatan pemerintah atau negara". (S. Pamudji,

Ekolngi Afuninisnasi Negara, I 9i33: 23).

Ilmu administarasi negara seperti ilmu-ilmu sosial lainnya mempunyatfoctn

of intnesttersendiri. Memang salah satu ciri terpenting setiap disiplin ilmu sosial
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adalahfocus of interest yang jelas. yang menjadtfocus of interut ialah kegiatan
pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Di sampingitu, ilmu administarsi
negara memang telah mempuyai metode penelitian dan teknik pengumpulan
data, meskipun mengalami konvergensi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Sebagai bagian dari metodologi, Ilmu Administarsi Negara juga telah
mempunyai ancangan-ancangan (approsches).

Kesirnpulan

Kami mempunyai keyakinan bahwa pendidikan tinggi mengenai
pemerintahan adalah perlu: pertama, sebagai tempat menggodog praktisi-
praktisi ilmiah dalam memimpin negara. pendidikan tinggi ini bukan saingan
bagi FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik), FISIp berupa pendidikan
umum sedangkan IIP adalah pendidikan umum plus pengetahuan lingkungan
Departemen Dalam Negeri. Kedua, ilmu pemerintahan tetap sebagai bagian
dari ilmu politik. Timbul pula pertanyaan selanjutnya, kalau IIp tetap ,urrirr,
bagaimana statusnya dalam sistem pendidikan nasional kita?

Kalau kita melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku,
kita diatur sebagai berikut.

sistem pendidikan

' Yang berha-k memberi gelar itu Departemen pendidikan dan Kebudayaan
(P dan K).

. Pendidikan umum dilaksanakan oleh p dan K.
' Hanya ada dua macam pendidikan tinggi penuh, yaitu institut dan

universitas (PP No. 5 Tahun lgB0).
. Skala pendidikan adalah S-0, S-1, S-2, S-3.

' sekolah kedinasan adalah nongelaq karena itu namanya harus sekolah tirggr.

Pendidikan tinggi kita (IIp) adalah di luar Departemen p dan K. Dengan
sendirinya, bila tidak ada komitmen dengan Depdikbud, IIp dianggap sebagai
pendidikan lokal, sarjananya pun sarjana lokal. Namun, pendidikan tinggi
kita, jangan lupa adalah pendidikan kedinasan di lingkungan dan berlaku di
Departemen Dalam Negeri saja. Dilihat dari segi kepentingan Departemen
Dalam Negeri saja, yakin tidak ada masalah, sebab tenaga-tenaga yang dididik
adalah untuk keperluan Departemen Dalam Negeri.

Bila ada ketentuan sekolah kedinasan adalah nongelar, bagaimana caranya
agar alumninya diberi gelar sarjana? Menurut pendapat kami, pendidikan
tinggi kita ini bergabung ke Departemen p dan K melalui koordinator
perguruan tirgs swasta.
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ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU POLITIK:

SUATU PENGANTAR DISKUSI

?tadiana ?iobzruanato-

ertama-tama kami menyanrpaikan apresiasi kami yang sedalam-dalamnya

lJ uru, prakarsa IIp untuk rnengadakan Temu Ilmiah Pengkajian Ilmu

fl.merintahan. Meskipun problernatika ini telah lama berada di dalam backmind

parapengasuhllPdanmembayangiperkembanganpendidikandillP'namun

"puyu 
mendiskusikan pemecahan problematika ini baru berlangsung sekarang'

Kepada saudara Dr. Maswadi Rauf telah dilimpahkan kepercayaan

untuk membahas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Pemrasaran di dalam

makaiahnya telah berusaha menppngk ap tlu stnte of tlu artllmtPemerintahan dan

Ilmu Politik melalui telaah diagrrlnis. Pemrasaran melihat adanyadua kekuatan

yang menen tukan the state of artihnu,pemerintahan dan ilmu politik di Indonesia'

bi ** pihak, pertimbangan ex,bedimcy mengarahkan pendidikan pada mission

-.-p.rriupkan tenaga-tenaga untuk menduduki posisi-posisi dt dalam tuhno-

shuchtr.Pertimbangunl.ri ..nJ.rung pada preferensi ilmu pemerintahan sebagai

subsistem ilmu politik yang lebih ,linamik , dnelnpmmtal" dan opn-mfud. Pemrasaran

memprediksikan tendensi konvergensi di antara keduanya dalam jangka panjang

karena bekerjanya pelbagai fakt6r. Kami dapat menerima sepenuhnya konstatasi

pemrasaran. Buhuru., yang karni ajukan lebih melengkapi prasarannya' Ada

sejumlah pokokpikiran yang kami ajukan di dalam pembasahan ini.

l. Di daiam menentukan varian ilmu pemerintahan yang seharusnya dibina di

IIP, seharusnya kita mengacu pada sejumlah ketentuan formal yang bukan

hanya menjadi dasar elsistensinya, akan tetapijuga mencitrakan tipe autputyNtg

diharapkan, seperti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 25 April 1967, Keputusan Presiden

No. 119 tertanggal T Agustus 1967, dan KeputusanMenteri DalamNegeriNo.

I B Tahun I 97 3. Saudara Rel<tor IIP di dalam Pidato Laporan yang diucapkan

dalam Rapat Senat Terbuka, tanggal 2gJuli 1985, telah menegaskan kembali

citra alumni IIP yang tertuang di datam landasan formal tadi' Ditegaskan:

Guru Besar Universitas Gajah Mada
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"... IIP tidaklah dimaksudkan hanya dijadikan semacam lembaga
pendidikan politeknik belaka ... yang mengajar murid, siswa atau
mahasiswarrya supaya menjadi ahli dan calap menghadapi tugasnya secara

sangat profesionalistis-spesialistis, yang dapat dipertanggungjawabkan
secara vokasional, dalam ujud ketukangan dan keterampilan yang
sangat mahir ... pemerintahan dalam negeri membutuhkan dan
sangat berkepentingan dengan kehadiran perangkatnya yang
berilmu-pengetahuan, yang berkonotasi perlunya dikembangkan
sifat kecendekiawanan dan kesarjanaan pada dirinya ... perlu dibina
potensi-potensi kepemimpinan yang tidak hanya memiliki keterampilan
motoris atau mekanis belaka, tetapijuga hendaknya dilengkapi dengan
kemampuan imajinasi, wisdomdan kecanggihan pandangan yang tinggi
dalam menghadapi soal-soal dan tugas-tugas pemerintahan".

Jelas bahwa penegasan Rektor tadi mengejawantahkan harapan peranan
(role expectation) rrP dan mengambil keputusan tentang kualitas alumninya,
yaitu sebagai birokrat dan sekaligus sebagai scimtist.

2. Apa yang dikemukakan di atas mempunyai konsekuensi kurikuler,
menentukan perangkat kurikuler apakah yangperlu dikembangkan untuk
mewujudkan citra alumni yang demikian. Salah satu konsekuensinya
menentukan tipe substansi ilmu pemerintahan yang mendukung perrmrjudan
birokrat-ilmuwan tadi. Di dalam hal ini, terdapat pelbagai kemungkinan
kombinasi substansi yang terdapat di dalam kutub dikhotomis.
a. Pada kutub yang satu terdapat konsep ilmu pemerintahan yang

bersumber pada tradisi bestuurskunde sebagaimana dikembangkan oleh
Van Poelje. Ilmu pemerintahan di dalam konotasi ini merupakan ilmu-
terapan yang mempelajari bagaimana me-manage dinas umum (openbare

dienst) dengan sebaik-baiknya. Di dalam bentuknya yang demikian,
ilmu pemerintahan tipe ini mempunyai kecenderungan membekali
keterampilan profesional-birokratik.

b. Pada kutub lain, terdapat konsep ilmu pemerintahan menurut tradisi
Amerika yang merupakan bagian dari ilmu politik. Ilmu politik di sini tidak
perlu diartikan sempit sebagai suatu ilmu yang mempelajari "tlu influmce

or powu rektianships arnnng mm, beaum mm and tfu stnt4 md among status" ('de
Huszan, 1965, p.l), atau definisi yang sering menimbulkan purbasangka
penganut ilmu pemerintahan tradisi kontinental. Ilmu politik dapat
diartikan secara lebih luwes dan netral sebagai "authoitatile allocations of
uahus" (Almond dan Coleman).
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Dapat dimengerti bahwa di dalam awal perkembangannya, wawasan IIP

tentang ilmu pemerintahan mencerminkan pengaruh god mothu-nya, yaitu

bagian ilrnu sosial dan politik, Fakultas HESP-UGM. Kalau konsep batuttrslsnule

ala Van Poefe, kiranya cukup memberi bekal bagi calon birokrat yang tugasnya

terbatas pada memelihara status quo, mnintnmg Inw and ordn, dan sebagu nx

colhctor, maka bagi birokrat yang berfungsi sebagai agmt of chnnge, yang alan

mengubah masyarakat menuju pada masyarakat Pancasila yang dicita-

citakan kiranya diperlukan konotasi lain dari ilmu pemerintahan yang akan

menumbuhkan kualitas kecerLdikiawanan, kearifan dan kecanggihan wawasan.

Kiranya konotasi ilmu politik dari ilmu pemerintahan dapat memainkan

peranan tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa kami mempertentangkan kedua

kutub alternatil Kami berpe.ndapat bahwa birokrat harus berpikiran reflektif,

merefleksikan kedua kutub teLdi secara profesional.

3. Persoalan timbul adakah pembenaran teoretik untuk memandang ilmu

pemerintahan sebagai bagian ilmu politik. Sukar kiranya pada kesempatan

singkat ini menjelaskan masalah ini. Cukup di sini dipaparkan taksonomi

ilmu politik sebagaimana dizljukan oleh Harmon (1965 & l968), yang secara

visual menunjukkan posisi ihnu pemerintahan sebagai subsistem ilmu politik.

Harmon berpendapat bahu'a Ilmu Politik dalam arti luas mencakup:

llmu Politik (dalam arti sempit)

Pemerintah Pusat dan Daerah
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3.5 Teori Politik 3.5.1 Junani

3.5.2 Renaissance

3.5.3 Modern

3.5.4 Amerika

3.6 Administrasi Negara 3.6.1 Birokrasi

3.6.2 Administrasi Kepegawaian

3.6.3 Supervisi

3.6.4 Urban Renewal

3.7 Partai, Pendapat Umum, dan

Proses Pemilihan

3.7.1 Peranan dan Fungsi Partai Politik

3.7.2 Pengaruh Pendapat Umum dalam Kebijakan

Publik

4,7 e, Fungsi Pemilihan dalam Pelbagai Jenjang

Pemerintahan

3.8 Hubungan Internasional 3.8.1 Politik Internasional

3.8.2 Organisasi Internasional

3.8.3 Hukum Internasional

+.

Taksonomi ini tentu saja tidak exhaustiue. Ciri dinamik, deuelopmental, dan
open mdedilmu politik (Draignisch, 1966, p.4) memberi kemampuan kepada
ilmu politik untuk mengakomodasikan pelbagai perubahan.

Interpretasi Ilmu Pemerintahan sebagai subsistem ilmu politik memberi
perspektif yang luas kepada ilmu pemerintahan, yang mencalup hal berikut.

^. Meneliti dan membuat generalisasi dan eksplanasi sistematik tentang
proses, perilaku dan lembaga sistem politik yang disebut pemerintahan.

b. Mempelajari dan menarik generalisasi tentang pelbagai bentuk hubungan
dalam lembaga tadi, serta hubungan antartingkatan pemerintahan.

c. Mempelajari kebijaksanaan publik dan perilaku politik yang merupakan
end-pro duc t proses politik.

d Meneliti konsep ideologi dan doktrin pemerintahan dan sistem politik,
seperti loyalitas, kewarga negaraan, kewenangan, dan demokrasi.

Untuk menumbuhkan kualitas keterampilan teknis di satu pihak, serta
kearifan dan kesarjanaan di lain pihak, tersedia pelbagai pendekatan dalam
ilmu pemerintahan tadi yang disebutkan berturut-turut di bawah ini paralel
dengan relevansinya untuk menumbuhkan kedua kutub kualitas di atas.

a. Case-study.

b. Historik-deskriptil

.t.
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6.

1

c. System-model.

d. Pengambilan keputusan,

e. Struktural-fungsional.
f. Perilakupemerintahan.
g. Power .

h. Analisis-konflik.

Perlu dijelaskan bahwa pelb;gai pendekatan tadi what 4 bukan what should

b e. Karcnanya, bersifat obj e ktil

Butir yang terakhir yang in.rfn kami kemukakan adalah, meskipun dalam

studi pemerintahan tadi kita tidak dapat melepaskan diri dari konsep-konsep

asing, namun perlu digali dz'n dikembangkan konsep-konsep yang berasal

dari bumi Indonesia melahri indismiZation of concepts. Sebagai scinrce, kita
harus mengembangkan sejzuuh mungkin kualitas keilmuan yang objektif

dan universal; akan tetapi sebadai art,kitatidak dapat melepaskan diri dari

konfigurasi ideologis, sosio-politik, dan sosio-kultural, sehingga menjadikan

upaya kita menjadi culture-bc'und. Berlakunya konsep-konsep ilmiah adalah

conditional,tergantungpada situasi, tempat dan waktu. Karenanya, di dalam

mengembangkan keuniversalan studi ilmu pemerintahan tadi, aplikasinya

di Indonesia tidak lepas dari konfigurasi normatif seperti Pancasila dan

UUD serta tata-nilai lainnyrl, dan konfigurasi objektif lainnya.

Akhirnya, persoalan timbul, di mana bobot perhatian ilmu politik (dalam

arti sempit) dan bobotperheLtian ilmu pemerintahan' Secara umum, dapat

dikatakan bahwa ilmu pem,:rintahan menekankan pada fungsi output dari
mutu sistem politik (rule making rule application, dan rule adjudication), sedang

ilmu politik menitikberatkan pada fungsi input (artikulasi politik, agregasi

politik, komunikasi politik, ,ian sosialisasi politik). Dengan kata lain, ilmu
pemerintahan lebih mempelaj ari komponen / o Iiry dat'r sesuatu sistem politik,

dan ilmu politik mempelajari komponen socizfit dari sistem politik.
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ILMU PEMERINTAHAN DAN
ILMU POUTfK: SUATU PENGANTAR

?Zaaa'aAt R4'4'

ubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu pottik adalah suatu
hal yang menarik untuk dibahas. pembahasan tersebutjuga perlu demi

kejelasan status masing-masing. Di Indonesia, pendidikan iirrggi di kedua
bidang ilmu tersebut telah berjalan secara terpisah semenjak beberapa rama
tanpa memperhatikan persamaan-persamaan y ang adaantara keduanya. Studiilmu pemerintahan lebih dahuru dikenal di Indonlsia, sedangkan ilmu politik,
lalam pengeruan yang dipahami di negara-neg araBarat(terutama Amerika
serikat), muncul belakangan seterah Uni r..ritus Indonesia (UI) membentukjurusan Ilmu Politik pada Fakultas Hukum dan IpK (FHIPK) dalam tahun
I 992. Ilmu pemerintahan dipergunakan untuk pertama kalinya oleh universitas
Gadj ah Mada 0JGM) sebagai salah satu j urusan tertua semenj ak pembenrukan
Universitas di Indonesia itu.

Tahun-tahun 1950-an dan setelahnya memperlihatkan perkembangan
yang pesat dalam studi ilmu pemerintahan denga' terbentuknya jurusan ilmu
pemerintahan di berbagai universiatas di Indoneriuyurrgj.rmlahnya bertambah
dari tahun ke tahun. Akibatnya adalah berkembangryl poh pendidikan ilmu
pemerintahan seperti yang dipergunakan UGM. r"riit"i Ilmu pemerintahan
(IIP)juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ini.

Pendidikan llnu Penerintahan dan llmu Politik di universitas.universitas di
Indonesia

sejarah perkembangan pendidikan tinggi di bidang ilmu pemerintahan di
Indonesia telah memperlihatkan bahwa pembentuhan studi ilmu pemerintahan
pada mulanya bertujuan untuk -"-..r,rhi kebutuhan yang sangat mendesak
akan tenaga ahli yang diperlukan untuk mengisi u;.;, pemerintahan
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Republiklndonesiapadaawal]<emerdekaannya.Halinidapatdimengerti
karena kita masih kekurangan tenaga terampil di bidang pemerintahan'

Aparatur pemerintahu., yurr! tadinya-diisi oleh para pejabat Belanda harus

diganti oleh bangsa IndonesL dalam jumlah yang besar. Dari gambaran ini,

dalat disimp,rlkan buh*a pembentukan studi ilmu pemerintahan pada mulanya

adalah untuk memenuhi kebutr:han sesaat yang sangat mendesak' Tujuan

ini mempunyai akibat terhadap kurikulum jurusan ilmu pemerintahan' yaitu

bahwabanyakdiantaramatakuliahyangditawarkanmengandungunsur-unsur
praktis yang diperlukan para pejabat pemerintahan'

Studi ilmu politik yang dipr:rkenalkan belakangan mempunyai ciri yang

lain. pada waktu p.-b.rrtit ur,ryu di uI, tidak ada pemikiran bahwa tujuan

pendidikan adalah untuk memr3nuhi kebutuhan tenaga pamollg praja yang

mendesak.olehkarenaitu,Ulrlapatlebihmudahmengarahkanorientasinya

fada studi ilmu politik yang lebih be_rsifat teoretis tanpa terikat oleh tujuan

untuk memenuhi kebutuhan'terr.entu. Model yang dipergunakan adalah model

AS (Amerika Serikat) karena st:bagian besar para pendirinya berpendidikan

AS. perkembangan siudi ilmu l,oliiik di UI pada masa-masa selanjutnya juga

menunjukkan pengaruh AS yalrg sangat besar'

Dilihatdarikurikulumnya,studiilmupemerintahanberbedadaristudi
ilmu politik. IImu pemerintaharr mempunyai beberapa mata kuliah yang dapat

dikategorikur, ,.bugui milik ilmu ud-irririruri, juga ada beberapamatakuliah

yang ilersifat prakiis yang mernberr,f<11 keterampilan yang diperlukan para

calong pamong p,niu' Ilitu politik lebih berat pada penguasaan teori-teori

ilmiah dan sangat ,.aiu, mem.berikan mata kuliah yang bersifat praktis dan

mengandung keteramPilan'

Namun demikian, ilmu pt:merintahan masih dianggap lebih dekat pada

ilmupolitikdibandingku,'d.',,ganilmuadministrasimaupunilmu-ilmu
sosial lainnya karena Jdunyukemiripan yang sangat besar dalam kurikulum

keduanya.Halinidiperkuatolehadanyapandanganbahwailmupemerintahan,
ilmuhubunguni.rte,"asional,danilmupolitikmerupakansuatukesatuan'
Pandangan ini menjadi dasar bagi pembentukan Asosiasi IImu Politik Indonesia

(AIPD pada awal 1985 yang ilnggota-anggotanya adalah sarjana-sarjana di

bidang ilmu pemerintahan, il'n" h"b""gan internasional' dan ilmu politik'

Di AS sendiri, tidak terdapat perbedaan antara Departrncnt of Gounnmm dengan

Deparhnntt of Poliacal Sci.ercedia' hal kurikulum dan fokus studinya' Kedua istilah

Ilmu Pemerintahan dan IImu Rrlitik pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan

yang prinsipii; perbedaan kedtanya hanya terletak pada nama' Ada universitas
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yang sudah terbiasa dengan nama Ilmu pemerintahan dan ada yang terbiasa
dengan nama Ilmu Politik. Beberapa universitas terkenal, menggunakan
isilah Department oif 

_Gouernment 
yang kurikurumnya tidak berbeda banyak

dengan kurikulum Deparhnent of Political Science dari University of Winconsin,
umpamanya' Namun dilihat darijumlah, sebagian besar universitas-universitas
di AS menggunakan Department of potiticar science sebagai nama fakultas yang
mengajarkan ilmu politik.

Dengan demikian, terlihat bahwa ada perbedaan dalam perkembangan
studi ilmu politik antara Indonesia dan AS. Ini adalah suatu hal yang
wajar. Perbedaan kebutuhan dan situasi antarakedua negara menghasilkan
perbedaan-perbedaan tersebut. Namun demikian, diperkirakan bahwa
pengaruh pendidikan tinggi AS dan Australia akan ,emaki., besar di Indonesia
karena semakin banyak tenaga pengajar Indonesia dalam ilmu tersebut yang
menuntut ilmu di sana. Bila perkembangan ini menunjukkan kecenderungui
yang semakin besar maka perbe daan antarastudi ilmupemerintaha' derrlu'
studi ilmu politik di Indonesi a akan semakin kecil sekali.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, terlihat adanyapeningkatan dalamjumlah tenaga pengajar ilmu pemerintahan dan ilmu poritii< yang belajar ke AS
dan Australia. Perkembangan ini terutama terrihat di UI dan uGM. Bagi uGM,
masa 5-6 tahun terakhir menunjukkan adanyapeningkatan pengiriman tenaga
pengajar ke kedua negara itu untuk mengeja, geluryurrg tenih tinggi (ph.D).
oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam bebera[a tahun terakhir iniUGM telah memiliki beberapa tenaga pengajar muda yang bergelar ph. Ddalam ilmu politik. Hal yang sama juga ierjadi di UI.

Pendidikan lhnu Politik dan llmu Pemerintahan di Institut llmu pemerintahan

IIP yang berdiri semenjak 1967 memberikan penekanan pada ilmupemerintahan secara lebih intensif, Ilmu pemerintahan dijabarkan secara
lebih lanjut sehingga mencakup kebutuhan yang menyeluruh bagi tugas-tugas
aparatur pemerintahan dalam negeri. Hal ini tercermin dari adanya olrrr,rL'IIP sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 242/DiHat / 1 97 9. Studi yang.sudah dikembangkan oreh uGM ingin dikembangkan
lebih lanjut oleh IIP Di samping itu, kJutuhan renaga tJrampil di bidang
pamong praja lebih dirasakan oleh IIp sehingga p.rg!,rru., tinggi ini rebih
banyak digerakkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Keberadaan IIP menimbulkan masarah rebih lanjut bagi hubungan antarailmu pemerinrahan dan ilmu politik. Di aras terah disingg,rrrl buh*u studi ilmu

Ilmu Pemerintahan dan llmu politik: Suatu pengantar
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pemerintahan di universitas-universitas mempunyai kecenderungan untuk

menjadi sama dengan studi ilmu politik. Bila kecenderungan ini berkelanjutan

makaperbedaanantarakeduanyaakansemakinmenipis.Dengandemikian,
hubungan ilmu pemerintahan dan ilmu politik di Indonesia akan menjadi mirip

di AS. Namun demikian, IIP merryuguhkan pola studi ilmu pemerintahan yang

agak lain dari apa yang diadakuo diucu. IIP bersifat jauh lebih praktis dan

kurikulumnya dipenuti oleh be rbagai keterampilan. Mengingat sedemikian

banyakjurusanllPyangberartisedemikianbanyakkeahlianyangditawarkan,
maka studi ilmu pemerintahan di IIP sukar untuk disamakan dengan studi ilmu

pemerintahandiUGM,apalagrdenganstudiilmupolitikdiUl.Penyamaanini

-.-ung tidak pertu Lu.."l tt-tjuz'n pendidikannya yang sedikit berbeda' Namun

demikian, studi ilmu p.-.riritul"un ai np masih dapat dikaitkarr dengan studi

ilmu politik, terutamaJurusan l)olitik'

Berdasarkan hal ini, maka r;tudi ilmu pemerintahan dapat dibagi atas dua

bagianbesar.Pertamaada|ahyangdilakukanUGMdanbeberapauniversitas
lainnya yang memakai pola UCiM, karena universitas-universitas ini tidak lagi

menghadapi tantangan seperti' yang dihadapi oleh UGM pada masa-masa

awalkemerdekaandahulu,ma"L'atujuanmerekatidaklagiterutamamemenuhi
kebutuhanakantenagaterampildikalanganinstansipemerintahandalam
negeri. Oleh karenu iin, u*p.L-teoretis dun il-iuh dari studi ini dapat lebih

leluasa dikembangkan. Studi ilmu pemerintahan ini akan menjadi lebih mirip

dengan studi ilmu Politik di Ul'

Kedua adalah pola studr' ilmu pemerintahan di IIP dan Akademi

Pemerintahun Dula'm Negeri (APDI\). studi ilmu pemerintahan di sini lebih

diarahkan pada pemenrrhun kebutuhan tenaga terampil bagi pemerintahan'

oleh karena itu, aspek praltis d.an keterampilan, jauh lebih penting' Dilihat dari

kacamata ini, keberadaan IIp masih dapat dipertahankan karena perguruan

ini berusaha untuk memanfaatkan ilmu pemerintahan, ilmu politik' dan ilmu

administrasi dalam pelalsana:rn tugas aparatur negara'

WalaupunllPberbedadt:nganuniversitasdalammelakukanpendidikan
ilmu pemerintahan, namun tli tidak bisa begitu saja mengabaikan aspek

teoretis dan ilmiah dalam studi ilmu pemerintahan dan ilmu politik karena

walau bagaimanapun juga IIP adaiah lembaga pendidikan tinggi yang

ilmiah'Olehkarenaitu,tidaljahpadatempatnyabilaparaalumnillPtidak
merasa dirinya sebagai ilmuvran. Bila ada kesan ini berarti trahwa IIP perlu

meningkatkur, **run ilmiahny a agar supaya ciri perguruan tinggi IIP

menjadi lebih kentara'
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Peningkatan wawasan ilmiah IIp mempunyai akibat terhadap kurikulum: perlu
ditambahkan beberapa mata kuliah yang bersifat teoretis dan konsepsional
seperti teori-teori politik, baik yang empiris maupun yang normatif (filsafat
Politik). Di samping itu, juga perlu dipikirkan penambahan mata kuliah yang
berkaitan dengan pembangunan politik yang sudah lama berkembang di
negara-negara Barat. Teori-teori pembangunan politik dihasilkan oleh studi
yang mendalam terhadap negara-negara sedang berkembang sehingga sangat
relevan dengan Indonesia. studi inijuga merupakan bahan p..ti-nu"gu., yurrg
amat penting. Termasuk dalam studi pembangunan politik adalah pastisipasi
politik, budaya politik, peranan partai politik dan militer, stabilitas politik,
birokrasi politik, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

l. studi Ilmu Pemerintahan di UGM dan beberapa universitas lainnya, pada
mulanya, adalah sangat berbeda dengan studi nmu politik. Namun, ada
kecenderungan ke arah semakin miripnya kedua bidang studi tersebut.

2. Faktor penyebab kemiripan itu adalah semakin kecilnya desakan untuk
memenuhi kebutuhan bagi instansi pemerintahan daram negeri yang
diberikan kepada studi{urusan Irmu pemerintahan di universitas-
universitas tersebut. Di samping itu, jumrah tenaga pengajar yang telah
menyelesaikan studi di AS dan Australia semakin beru, yang dapat
membawa akibat bagi perombakan kurikulum Ilmu pemerintahan.

3. Studi ilmu pemerintahan di IIp menampilkan pola yang berbeda dengan
UGM dan universitas-universitas lainnya karena studi illu pemerintahan
di IIP adalah lebih luas (yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan
instansi pemerintahan dalam negeri). Namun demikian, pola IIp dan APDN
ini adalah cukup penting karena perguruan tinggi tersebut pada hakikatnya
menerapkan ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan ilmu administrasi
dalam tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. oleh karena itu, studi ilmu
pemerintahan di IIP dan ApDN tidak perlu dipersamakan dengan studi
ilmu politik, walaupun ada unsur-unsur yang sama antara keduanya.

4- walaupun IIP merupakan pendidikan kedinasan, namun tidaklah berarti
bahwa wawasan ilmiah IIp dapat diabaikan begitu saja. wawasan ilmiah
ini perlu diperkuat dengan menambah beberapa mata kuriah penting ke
dalam kurikulum yangada. Dengan demikian, p.ru.ru.,IIp dalam bidang
ilmu pengetahuan dan pemerintahan akan dapat di tingkatkan.

Ilrnu Pemerintahan dan llmu politik: Suatu pengantar
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IIMU PEMERINTAHAN DAN
IIMU HUKUM

?. ?tta$wa.

r uoh sebelum adanyasegala sesuatu di alam cakrawala yang maha luas ini,

J ** telah menyediakan hukrrm berupa seperangkat peraturarl yang lengkap

i.-prr.rru. Hukum Allah itu dapat dibagi dalam dua macam 'Nfacamputama'

berlaku di cakrawala dan dibeba,nkan kepada malaikat sebagai khalifah di langit

untuk menjalankannya dan melaksanakannya. Macam kedua, diberlakukan

di bumi (dunia) dan dibebankan kepada manusia untuk menjalankan dan

melaksanakannya.

Setelahbumidiperlengkap.Ldengansegalamacamsaranauntukkeperluan
penghidupanmanusia(besertahamba-hambalainnyadariAllah)'maka
Allah menghadirkan Adamr sebagai manusia pertama di bumi dan diangkat

menjadi khalifah (pertama) kemudian diberi kuasa untuk menjalankan dan

melaksanakan hukum Allah ittr di bumi'2

Selain kekuasaan juga untuk kemudahan-kemudahan Allah memberikan

pula alat-alat perlengl.pan d,ns.'kepada Adam, antara lain panca-indera'

,u.rgu.t, kaki, dan ,.b^guinyu untuk dipergunakan dalam hal menjalankan dan

melaksanakan hukum tlrsebut. Bagaimana pelal<sanaan selanjutrrya agar hukum

itu dapat berjalan dengan semestinya terhadap dirinya dan orang-orang yang ada

di sekitarnyu (-asyarukut pertama)3 diserahkan kepada kebijaksanaan Adam'

' Guru Besu Univenitas Gajah Mada

r Adam adalah manusia yang diciptakan Allah rli surga, tetapi dipersiapkm untuk menjadi khalifah pertama di dmia

, pernikiran ymg mencekam banyak sarjana bahwa filsafat merupakm induk segala. ilmu adalah keliru Demikimpun

dalm filsafat sering kali mmusia didefinisikzn dengan m"*p".gunuk- h"*an sebagai lmdman perbmdingan Pemikiran

demikimbukmsajatanpadlrasakandapatnlembuatseseormgjauhdaritetapijugarsatakulnyakepadaAllahmenjadi
sima. 

,.Hai para sarj-u, x"*uJitut t"paia fitrah pemikir*.u buh*u ,".utgguhnya hukum Allah adalah induk dri segala

ilmu (dan bukan filiafat) agar engkau selamal dunia dm akhint"

3 Masvarakat pertma terdiri atas Adam, Hawl dm 25 orang anaknya
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Dari pendahuluan yang singkat di atas, kita memperoleh pora yang berraku
danzamanke zarnan, dari dinasti ke dinasti dan dari muru ke masa, hal mana
membuktikan bahwa di dunia ini lebih dahulu ada hukum, kemudian manusia,
yang diberi kuasa untuk menjalankan dan melaksanakan hukum tersebut.
Semakin berkembang masyarakat manusia semakin banyak masarah-masalah
yang ditimbulkan oleh anggota-anggota masyarakat tersebut, maka semakin
berkembangpula hukum yangpada akhirnya hukum tersebut dapat dijadikan
ruang lingkup suatu ilmu yang dinamakan ilmu hukum.

Perpaduan antaradua unsur itu, antarahukum dengan orang yang diberi
kuasa menjalankan dan melaksanakan hukum, menimbulkan sesuatu yang baru
yang lambat laun disebut dengan istilah pemerintahan, sedangku., orurrg yurrg
mengendalikan pemerintahan itu disebut pemerintah. perbuatan-perbuatan
(dom en nizt dom) ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
yang pada umumnya disebut kebijakan-kebijakan dalam hal menjalankan
hukum, pada akhirnya berkembang sehingga dapat dijadikan suatu ruang
lingkup bagi suatu ilmu yang disebut Ilmu pemerintahan.

Dibanding dengan ilmu pemerintahan, ilmu hukum lebih cepat berkembang
karena ia menuruti gerak langkah masyarakat. Namun demikian, tidakjarang ilmu
hukum ketinggalan dari gerak masyarakat tersebut. Sebaliknya, ilmu pemerintahan
meskipun perkembangannya mengikuti jejak ilmu hukum, namun ia jauh
ketinggalan di belakangkarena umumnya lebih muda dari ilmu hukum.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sesungguhnya tidak
terdapat hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum, karena
sebagaimanahalnyajuga ilmu-ilmu lain, kedua ilmu itu memiliki ruang
lingkupnya masing-masing. Marilah sekarang kami mengemukakan hasil ujl
coba terhadap pendapat kami di atas.

Pertama, apabila dengan cermat kita membaca makalah Bay'surianingrat,
Bab I tentang Ilmu Pemerintahan dan kemudian Bab II mengenai sekelumit
tentang Ilmu Hukum, maka jerasrah bahwa kedua ilmu itu memiliki
ruang lingkupnya masing-masing. Meskipun demikian, pembahas tidak
menyangkal jika ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adarah batu
loncatan terdekat ke ilmu pemerintahan, seperti halnya ilmu kebud ayaan
juga batu loncatan terdekan ke hukum adat.
Keduq apayangdiuraikan oleh pembuat makalah pada halam an 24 sampai
seterusnya adalah hubungan pemerintahan dengan peraturan perundang-
undangan. Lihatlah apa yang dijelaskan dalam bagian ,.rdentifikasi
Konstitusional" sehubungan dengan pasar 5, I r, 12, l 4, Jan 22 IJrJD rg45.

Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hukum
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Demikianpulahalnyadengarrapayangdiuraikandalambagianldentifikasi
Fungsional. Sebaliknya, ierbukti pula apa yang kami katakan semula

bahwa keberadaan hukum arlalah lebih awal dari keberadaan pemerintah'

Perhatikanlah misalnya kalinrat "pemerintah harus berdasarkan hukum"'

. Ketiga,pemerintah dengan ilmu pemerintahan tidaklah identik. Bahwa

hubungan erat antarapemerintah dengan ilmu pemerintahan tidaklah kami

,u,,gkul. Demikian pula antllra hukum dengan ilmu hukunr. Pemerintah

melahirkan ilmu pemerintahan dan hukum melahirkan ilmu hukum' Misal

lainyangjelasadalahtumbuh-tumbuhandenganilmutumbuh-tumbuhan
tidaklah sama, tetapi antara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat'

karena tumbuh-tumbuhan <lapat "melahirkan" ilmu tumbuh-tumbuhan'

Tegasnya, lapangan pengkzrjian ilmu pemerintahan adalah pemerintah

besertacaranya..berjalan,llerbicaradanberbuat,,,sedangkanlapangan
pengkajianilmuhukumadalahhukumyangkonkretnyadisebutperaturan
p..irrau.tg-undangan. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum

tidaklah mempunyai hubungan satu dengan lainnya'

74
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HUBUNGAN IIMU PEMERINTAHAN
DENGAN ILMU HUKUM

8a# Saryaaanqat'

fl a"l"nsuatu kenyataan bahwa pemerintahan telah dipelajari sejak sebelum

I I Masehi oleh para filsuf seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles
(38+-322 SM). Setelah itu, pemerintahan telah berkembang manjadi suatu seni,

kemudian menjelang abad he-20 menjadi ilmu pengetahuan terapan dengan
dipergunakannya metode ilmiah di dalam mempelajari gejala pemerintahan
maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dewasa ini, pemerintahan
berusaha keras untuk menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri.

Bagi merekayangmenyukai kenyataan, bukti nyata, dan untuk keperluan
praktis, Institut Ilmu Pemerintahan merupakan pengejawantahan Ilmu
Pemerintahan.

Beberapa pejabat pemerintah dan guru besar di berbagai perguman tirggt,
khususnya diJerman dan Belanda, telah merintis eksistensi Ilmu Pemerintahan

adalah suatu ironi bahwa di negara-negara tersebut, kuliah ilmu pemerintahan
diberikan pada perguruan tinggi nonpemerintah seperti Univeresitas Katolik di
Nfmegen, Sekolah Tinggr Ekonomi Katolik di Tilburg, dan sebagainya, yang tidak
merupakanperguruan tinggidi bidangataujurusanpemerintahan atau sosialpolitik.
Dengan lain perkataan, secara tidak langsung atau tanpa disadai atau memang
terpaksa, Ilmu Pemerintahan sering merupakan pokok pembahasan dalam karya
atau teori lain, misalnya ekonomi, ilmu administrasi publik, ilmu negara, ilmu
keuangan, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan
turut berkembang dalam tubuh ilmu lain. Kesimpulan lainnya ialah bahwa ilmu
pemerintahan mempunyai tumpang tindih dengan ilmu-ilmu tersebut.

Usaha pertama penyusunan ilmu pemerintahan dilakukan oleh Lorenz
Von Stein (lBl 7-1890) dalam karyanya: Wrwaltunasruissenchaft. Kemudian
disusul oleh Van Poelje pada tahun 1942 denyan karyanya: Bestuurskunde.

Guru Besr Ilmu Pemerintahm di Univemitas Padjadjtrm Bmdung
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Perkembangan ilmu pemerintahan di Eropa, khususnya di negara Belanda,

cukup membesarkan hati. Pada tahun 1950, ilmu pemerintahan mulai
diberikan pada Universitas di Indonesia, antara lain Gajah Mada, bahkan

pada universitas itu dibentukju.rusan khusus Ilmu Pemerintahan. Tetapi pada

tahun 1957-an, jurusan tersebur. diubah berhubung dengan diperluasnya ruang

lingkup pendidikan, dan selain itu ilmu pemerintahan terdesak oleh ilmu-ilmu

sosial lainnya, seperti ilmu adrninistrasi, khususnya ilmu administrasi pablik
(public administration). Seperti dik.etahui, administrasi publik lebih luas daripada

administrasi negara, oleh karena itu istilah pz blic administration lebth tepat bila
diterjemahkan menjadi adminj strasi publik daripada administrasi negara.

Makin lama makin terdesrlk sedemikian rupa, ilmu pemerintahan tidak

disinggung-singgung di dalam kuliah-kuliah yang sebenarnya ada kattannya,

seperti ilmu administrasi publil:, ekonomi, keuangan, dan sebagainya, bahkan

namanyajuga tidak disebut-sebut. Adalah suatu kenyataan di negara kita, suatu

ilmu baru yang dipandang moclern lebih digemari dan ilmu ini mendesak ilmu
lain yang harus dikembangkan sesuai dengan kemajuan, keadaan danzaman.

Ilmu baru dimaksud ditunjang pula dengan banyaknyakarya para ahli yang

bersangkutan. Maka ilmu perrLerintahan sebagai ilmu yang dipandang kuno

nyaris dilupakan dan tersisih da,ri panggung ilmu-ilmu sosial, padahal menurut

logika sederhana dewasa ini, jur;tru diperluhan penyelenggaraan pemerintahan

secara ilmiah untuk mencapai tujuan pemerintah atau negara dengan daya

guna dan hasil guna setinggi rrLungkin.

Sebenarnya, ilmu pemerintahan berkembang pesat dengan sendirinya

dan tanpa berhenti, karena keadaan mendesak dan memerlukannya, seperti

berikut ini.

l. Banyaknya pejabat penting yang ingin menyelenggarakan tugasnya sebaik

mungkin.

2. Banyal<nya masalah pemerintahan yang memerlukan pemecahan secara

ilmiah.

3. Banyaknya mereka yang hendak bekerja di bidang pemerintahan atau

berkaitan dengan pemerintahan.

4. Banyaknya tugas atau urusan pemerintahan yang memang harus
dilaksanakan secara ilmiah jika ingin berhasil.

5. Negara kita "berbobot" pemerintahan, banyak atau kebanyakan
penyelenggaraan urusan l/ang menyangkut hajat hidup rakyat banyak

diselenggarakan oleh pemerintah.
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cukup menarik hati ucapan Gladden di dalam bukunya yang berjudul
The Essenti.als of Administration, halaman 30:

*Public 
administratiory on its otun part has to do onfit with the adrninistratine actiuitins

oif gouanmmt and quasigounnmmt bodizs. As an attiuiE, thtrefore, it is but oru aspect of
the whole art of gouunmmt. It refucts the peculinr charactzristirs ofgouunmmt ictiplE,
and uarizs, not onl2 uith the dffumt fipes of gounnmmt organilati.on but ako atn iu
extunt to whirh gouunmmt mters into the whole actiuiEt oif the communiEt".

Adapula sarjana administrasi negara yang secara pasti memberi perumusan
tentang administrasi negara, tetapi secara tidak sadar perumusannya itu tidak
lain daripada perumusan pemerintahan dalam arti luas.

Ilmu pemerintahan menjadi ilmu langka yang memerlukan pelestarian.
Sebenarnya, pelestarian bisa berlangsung tanpa usaha ilmu pemerintahan
sendiri, sehingga pengembangan ilmu pemerintahan hanyamemerlukan
dorongan tambahan. Dewasa ini, ilmu pemerintahan seperti berada pada kubu
terakhir, yaitu dalam wadah Institut Ilmu Pemerintahan berikut ApDN-nya,
dalam arti yang paling sempit pula yaitu sebagai ilmu terapan dalam bidang
Departemen Dalam Negeri.

Eksistensi ilmu pemerintahan sebenarnya merupakan hal yang logis dan
perkembangannya yang pesat adalah suatu keharusan, karena dewasa ini
kiranya tidak bisa masuk akal bila pemerintahan dilaksanakan tidak secara
ilmiah, karena makin kompleksnya kebutuhan manusia yang menuntut
pelayanan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berhubung dengan keadaan dan nasib yang menimpa ilmu pemerintaha'
seperti dikemukahan di atas, bahasan ini mencoba turut menggalakkan
perkembangan dan penerapan ilmu pemerintahan di bidang pendidikan tinggi
maupun dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahasan ini ditutup dengan harapan
semoga para alumni IIP menjadi pendukung dan pendekar ilmu pemerintahan.

llnu Pemerintahan

Suatu studi tentang ilmu pemerintahan wajar kiranyajika dimulai dengan
pertanyaan yang tampaknya paling mudah, tetapi jawabannya paling sulit
ialah: 'Apakah pemerintahan?" Dahulu, jika ada pertanyaandemikian cukup
dijawab dengan satu perumusan yang menarik tentang pemerintahan, tetapi
sekarang tidaklah demikian, lebihJebih lagi karena yang dimaksud dengan
pemerintahan itu merupakan suatu ilmu pengetahuan, ilmu terapan maupun
ilmu yang murni.
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Pada abad ke-20, berkembang ilmu pemerintahan, yang mengajarkan

bagaimana dinas umum harus diselenggarakan agar kepentingan dan kebutuhan

rakyat dapat dipenuhi sebaik-bzLiknya dengan daya guna dan hasil guna yang

tertinggi. Ilmu pemerintahan :ttau ajaran pemerintahan berkaitan dengan

ilmu-ilmu sosial lainnya yang ntengandung unsur pengurusan dan peraturan

kepentingan rakyat, seperti ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum, ilmu

administrasi, ilmu ekonomi, darr sebagainya. Ilmu pemerintahan mempelajari

"pemerintah" dalam arti seluasJuasnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa

semua ilmu pengetahuan, yang sebagian atau seluruhnya berkaitan dengan

penentuan kebij aksanaan dan p,enyelengg araan pemerintahan, pada akhirnya

t.r-rluru di ilmu pemerintahan. Konsekuensinya ialah bahwa semua eksekutif

(pemerintah) harus menjadi seorang spesialis pemerintahan, tak ada bedanya

d..rgun dokter ahli penyakit dala,m atau internist. Tetapi, bidang penyakit dalam

mencakup sub-bidang jantung;, paru-paru, lambung, dan lain-lain sehingga

di bidang penyakit dalam dokt,:r tersebut merupakan seorang dokter umum.

Demikian pula, seorang spesialis pemerintahan dilihat dari segi pemerintahan

yang beraneka ragam dan warna-warni itu, merupakan seorang generalis, yaitu

pejabat yang mengetahui dan p,:ngerti tentang ilmu lain yang berkaitan dengan

pemerintahan. Memang kedengarannya janggal ada seorang spesialis yang

generalis, tetapi kenyataan menrang demikian.

Goresan pada batu-batu diLberbagai kuil di Mesir dan bata di Babylonia,

adalah fakta yang jelas tentang telah adanya negara sejak + 4000 tahun SM.

Demikian pula berikutnya, sep,:rti zaman Ramses I, II, dan III di Mesir yang

membuat kuil dan piramida, Confusius di Cina kuno, di Romawi, Yunani dan

sebagainya, terdapat bukti sejarah tentang adanya negara-negara besar' Ada

negara berarti ada pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah besar dan kuat

menunjukkan betapa hebatnya seni memerintah. Secara singkat dapat dikatakan

bahwa ilmu pemerintahan atau lebih tepat seni pemerintahan telah berkembang

sejak beribu-ribu tahun Sebelurn Masehi. Latar belakang sejarah di"claitn" pula

oleh ilmu-ilmu lain, seperti ilmu politik, hukum, administrasi, dan sebagainya, hal

mana mudah dipahami karena segala kekuasaan pada satu tangan, yaitu biasarrya

raja, rajayang absolut. Segala kegiatan perilaku hukum, politik, administrasi

negara atau pemerintahan bera.sal dan bersumber dari serta berpusatpadataja'

Banyak pula karya yang tidak langsung mengenai ilmu pemerintahan sudah bisa

dijumpai sejak + 400 tahun Sebelum Masehi, seperti Politein karya Plato, Politica

karya Aristoteles, dan karya X,enophon tentang cara peningkatan pendapatan

negara. Meloncat ke abad 13 terdapat bt;1rrt Regimme Principum karya Thomas

Aquinas, abad ke-15 buku Tinn Ljtius stsunan Niccolo Machiaralli, abad ke-16
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buku Grotius berjudul fure Belli ac Pacis, ada IzaiathankaryaThomas Hobbes.
Pada abad ke-l7,John Locke menampilkan teorinya tentang pembedaan
kekuasaan pemerintahan, yang dibahas dalam bukunya Two Tieatises on Cfuit
Gouernmmt, yang kemudian dikembangkan menjadi teori yang dikenal sebagai
Trias politica oleh Montesquieu pada abad ke-lB, yang dibahas dalam bukunya
Espit dts Inis. Pada abad yang sama', terdapat karyaJeanJacques Rousseau
berjudul Contract Socind disusul oleh tulisan L.P wan de Spiegel langsung tentang
ilmu pemerintahan berjudul Regeerkunde, yang berarti ilmu memerintah atau
ilmu pemerintahan.

Apakah ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan? Ada baiknya
jika jawaban atas pertanyaan tersebut didahului oleh pertanyaan: apayang
dapat disebut ilmu pengetahuan? Istilah ilmu pengetahuan diturunkan dari
kata "pengetahuan", yang berarti hal mengetahui sesuatu atau segala apa
yang diketahui.Jika ada sekelompok pengetahuan yang berkaitan satu sama
lain dan tersusun rapi, maka kelompok pengetahuan tersebut merupakan satu
"ilmu pengetahuan". Tetapi lukisan ilmu pengetahuan tadi dipandang terlalu
sederhana untuk disebut sebagai suatu rumusan. Sehubungan dengan hal
di atas, berikut ini disajikan beberapa rumusan yang disusun oleh para ahli.
Perumusan mereka tentu saja tidak sama, ada yang syaratnya "berat" ada pula
yang "ringan" untuk dipenuhi agar studi yang bersangkutan bisa digolongkan
sebagai suatu ilmu pengetahuan.

Kamus Webster menerangkan:

A branth of study cmmnzd with obsautilm and clnsificatian offatts (suatu cabang studi
yang bersangkutan dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta).

Arry branch of systnnatiaed knowbdge considered as a futd of sndl (tiap cabang
pengetahuan yang disistematisasikan yang dipandang sebagai suatu bidang
studi).1

Rumusan lainnya ialah:

The sum of coodinated knowledge relati.ae to a determined subject (keseluruhan
pengetahuan yang dikoordinasi dan berkaitan dengan subjek tertentu).2

Pasteur mengemukakan runusan sebagai berikut.
I{rwwlzdge,gainrdfu't gtsternntit obsautia expnimmt; mdreasoning@engetahuan, yang
diperoleh dengan observasi sistematis, percobaan dan pertimbangan ukul).,

Webster's Students Dictionary, Merrian-Webster, C & C, Meriam Compmy

contemporary Prlitical Science: ASuroey of Method, Reseach md reaching (pris), uNESCo, 1950, hal.4
Dikutip dari George, Simpson, Man In Society: Preface to Sociology and the Social Sciences, Doubleday
& Co, Garden City, New York, 1955, hal. 6
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Perumusan Bertrand Rusr;el sebenarnya sama dengan perumusan-

perumusan di atas. Perumusann';ta:

Science, as the name implics, is prbnarilt knowledge; b1,t conuention it is knowledge of

certain kind, namell, wich seeks gmeral laws connecting a number of particularfacts

(ilmu pengetahuan, sebagaimana terkandung dalam namanya, terutama

adalah pengetahuan, yang mencari hukum yang menghubungkan

sejumlah fakta tertentu).4

Gladden menganggap ilmu pengetahuan sama dengan keterampilan, tetapi

keterampilan ini diperoleh melalui pelatihan dan studi. Rumusan Gladden:

A scinnce is concerned with trained skill and presupposes knowledge acquired fut stud2

(suatu ilmu pengetahuan adalah keterampilan yang terlatih da.n praduga

yang diperoleh dengan studi).s

Maclver memberi perumusan yang paling singkat dan sederhana, sebagai

berikut.

There is an irnportant bod2 of systematic knowledge about... This bodlt ttf knowledge

may propert2 be named a science. We do not talu sides with the purists zaho dury the

titte of "science" to any knowledgt that does not presmt us uith eternal lauts or that

cannot be expressed in quantitatizte terms (ada suatu kelompok pengetahuan

yang disistematisasikan tentang .... Kelompok pengetahuan ini secara

tepat dapat disebut ilmu pengetahuan. Kita tidak sependapat dengan

orang puris, yang menolak sebutan "ilmu pengetahuan" bagi setiap

pengetahuan yang tidak da;pat menyajikan kepada kita hukum yang

abadi atau yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif).('

Dengan kata "ilmu pengetahuan" orang menu njrtkan, patnrna, pengetahuan

itu sendiri;pengetahuan seseorallg tentang sesuatu. Kata tersebut menunjukkan

keadaan seseorang yang mengetahn. Kedua. kata "ilrnu pengetahuan" tersebut

menunjukkan keseluruhan yang diketahui, dan akhirnya, pengertian terakhir dapat

dibatasi sampaipada satukesatuanpengetahuanyangberhubungan satu samalain,

yang disusun menurut azas-azas tertentu. Pada penyusunan tersebut ditetapkan

sistem-sistem tertentu yang meng;andung azas yang telah diterima secara umum,

dan telah diolah sampai pada suatu tingkat kesempurnaan yang titggr. Dengan

demikian, "ilmu pengetahuan" diartikan sebagai satu namajenis untuk sejumlah

bagian yang berdiri sendiri tentrmg apa yang dikenal oleh manusia. Tiap ilmu

pengetahuan meliputi satu bidang yang luas, yang dikaitkan satu seLma lain dalam

a Friedman, The Principles of Scientific Recearch, 1950

5 EJ.Gladden,TheEssentialsofPlDlicadministration,AStaplesPublication,Longon,l99Thal.
6 R. M. Maclver, The Web of Govemment, The \4acMillm, New York, 1959'
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hubungan sistematis tertentu. oleh karena itu, ilmu pengetahuan dapat dipelajari
dan dilukiskan serta disampaikan kepada orang lain.7

Dari rumusan-rumusan di atas, jelas kiranya bahwa ilmu pemerintahan
mampu memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pemerintahan
dengan lega bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pemerintahan terdiri
atas sekelompok pengetahuan yang sejenis berkaitan satu sama lain dan
tersusun secara rapi, teratur dan sistematis. Ilmu pemerintahan lebih cenderung
merupakan ilmu pengetahuan yang diterapkan atau "toegepaste wetenschap',
daripada ilmu pengetahuan yang murni. Jika Maclver mengatakan: *when

ue speak oif a scimce Ef gouernment we are not raising doubts concerning thefeasibiliy) 0f
Political Sciznce",8 ia mengakui adanya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu
pengetahuan. Lebih-lebih lagi van Poelje, yang memberi judul pada bukunya:
" Bestuurskunde" atau Ilmu Pemerintahan.e

Dari segi lain, tampak sebagai suatu hal logis bahwa ilmu pemerintahan itu ada.
Kemajuan zarnan, keadaan danpemerintahan dewasainikiranyatidaklayakuntuk
dilalsanahan secara tidak ilrniah ,hanyadilandaskan pada perasaan, pengalaman
ataupun bakat. Tidak mungkin pemerintahan tidak ilmiah dapat mencapai sukses
yang maksimal, tidak mungkin pemerintahan tidak ilmiah dilaksanakan dengan
cepat dan tepat oleh siapa punjuga dengan daya guna dan hasil guna yang setinggi
mungkin, karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat sudah terlampau rumit
untuk dilayani hanya dengan pemerintahan tidak ilmiah.

setelah ada keyakinan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu
pengetahuan, maka masalah berikutnya ialah apakah yang dirnaksud dengan
ilmu pemerintahan itu sendiri? Apakah ilmu pemerintahan merupakan ilmu
mengenai bagaimana seharusnya rakyat diperintah atau tentang bagaimana
rakyat bisa diperintah? Jawaban atas pertanyaan terakhir diharapkan dapat
memberi rumusan tentang ilmu pemerintahan. Pertanyaan renang apa
yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan biasanya dijawab dengan suatu
perumusan. Tetapi sebagaimanahalnya dengan ilmu pengetahuan sosial
lainnya, perumusan ilmu pemerintahan belum memperoleh kesepakatan semua
pihak atau sebagian terbesar para sarjana yang bersangkutan. Sebenarnya,
keberlainan, bahkan bertentangan pendapat di dalam ilmu pengetahuan
merupakan suatu hal yang lumrah.Justru pertentangan pendapat itulah yang
mengembangkan ilmu pengetahuan. Perbedaan pendapat termaksud tidak

G A. vm Poelje, Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde, Alphen aan de Rhijn, N. Smson N.v, 1953, hal. 2
Maclver, R.M., Iie Web of Governmenr, The Macmillm Company, New york,1959,ha1.7
Vm Poelje, op. clr
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lain disebabkan oleh perbedaarr suatu pandangan orang yang melukiskan

ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kadang-kadang waktu dan tempat

turut mempengaruhi, sehingga nrempertajam perbedaan, bahkan bisa sampai

menimbulkan adanya paham baru'

Perlu mendapat perhatian bahwa definisi tidak merupakan syarat untuk

eksistensi suatu ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu sosial yang sudah lebih lama

berdiri sendiri pun belum memj.liki definisi yang mantap yang diterima oleh

semua pihak, misalnya ilmu politik, ilmu negara, ilmu administrasi publik, dan

sebuguinyu. Mengenai ilmu hukum, dikatakan oleh Immanuel Kant, "Noch

suchen die furistm nach eine Defuition Zu ihrun Begriffe uon Recht" (sampai sekarang

para ahli hukum masih mencari pelumusan tentang pengertian hukum).ro

Demikian pula mengenai ilmu politik, sebagaimana dikatakan oleh Miriam

Budiardjo, "setiap kali para ahli berkumpul, maka sukar bagi mereka untuk

mencapai persetujuan mengenai pendefinisian ilmu hukum"' I I

Hal yang menarik dari belbagai perumusan mengenai ilmu pengetahuan

yang sama ialah bahwa perumutian tersebut saling bertumpang tindih, bahkan

pada hakikatnya adalah sama. Kadang-kadang perumusan beberapa ilmu

pe.rgetahrran tampak sama. D,:mikian pula mengenai ilmu pemerintahan,

i.nrriri.ryu bisa berbentuk definisi ilmu politik, ilmu negara, ilmu administrasi

publik. Berikut ini disajikan perumusan menurut beberapa ahli"

1. Van Poelje memberi perumrrsan sebagai berikut'

De beshmrslza ak lza uan hzt oualrcidshnndzbn (ajaranpemerintahan sebagai ajaran

tentang perbuatan pemerintahan), dan pemmusan lainnya: De beshrurskunde

leert hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt (ilmu pemerintahan

menagjarkan bagaimana mengatur dan memimpin dinas-dinas umum sebaik

mungkin).12

2. Perumusan Maclver.

Thue is an important bod2 of s_ystematic knowledge about the conditions under which

ffirent fiipes of goaernmmt emerge, about the characteristics of the ffirent types, about

the relations of the gouernmmt to the goanned in dffirmt historical sitttations, about the

modes in uhich gouunment carfy out on theirfunctions according to their kind, and so

fnrth. Thi; bodlt of knoruledge m,t1t propult be named a science (ada suatu kumpulan

pengetahuan yang sistematis keadaan negara, tentang keadaan yang

ro DikutipdariVmApeldoorn,L.J,lnleidingtotaleStudiesvanhetNederlandseRecht,N.Y,IJnitgevr:rs-Mmtschappij'W 
E'

F. Tjeenk Willink, Zwolle, 1952, hal. I
lr Miriam Budimdj o, Dasar-dasar llmu Politik, PT. Gmedia, Jakarta, l9TT' h^ "'
t'? Van Poelje, op.cit
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menyebabkan timbulnya berbagai tipe pemerintahan, tentang hubungan
antara pemerintah dan yang diperintah dalam keadaan sejarah yang
berbeda, tentang cara-cara pemerintah melaksanakan fungsinyu r.r.rui
dengan jenisnya, dan seterusnya. Kumpulan pengetahuan ini secara tepat
dapat dinamakan ilmu pengetahuan). 13

Jika perumusan ilmu pemerintahan disusun dari berbagai sudut pandangan,
maka sejumlah rumusannya adalah sebagai berikut.
3. Ilmu Pemerintahan mempelajari gejala-gejala pemerintahan.
4. Ilmu Pemerinrahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pemerintah

dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Ilmu Pemerintahan mempelajari, menganalisis, dan mengobservasikan

segala perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya.
6. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu pengetahuan mengenai pemerintah dan

pemerintahan; ilmu ini mempelajari lembagalembaga masyarakat, bentuk
dan sistem pemerintahan, kegiatan pemerintah yang bersangkutan dengan
peraturan perundang-undangan, menentukan kebijaksanaan politik dan
mempelajari masalahmasalah pemerintahan serta mempelajari segala
perbuatan dan tingkah laku pemerintah.ra

Telah diterangkan bahwa pemerintahan telah dipelajari sejak + 500
tahun sebelum Masehi, bahkan beribu-ribu tahun sebelumnya, sejak raja-raja
besar di wilayah Mesir. Demikian pula di India, Cina, bahkan di Indonesia,
hanya saja di Indonesia baru sejak * abad ke-15. Hastrabrata, yang diberikan
sebagai wejangan Rama, yang sebenarnya menjadi putera mahkota negara
Ngalenaka, kepada adiknya seayah bernama Gunawan yang diangkat menjadi
raja Ngalengka menggantikan ayahnya,merupakan salah satu contoh tentang
adanya Filsafat Pemerintahan. Cerita wayang demikian biasanya diberikan
pada upacara tertentu diiringi alunan gamelan dan nyanyian yang merdu,
justru pada larut malam. Penontonnya banyak dari kalangan pemerintahan,
sehingga ajaran mengenai pemerintahan dapat lebih baik dipahami.

Jika apa yang dilakukan oleh Plato, dan para filsuf rainnya dan apa yang
tercantum di dalam karya mereka dan juga apayangdijumpai di India, cina
dan Indonesia itu dipandang sebagai aspek negara, yaitu aspek pemerintah,
maka ilmu pemerintahan merupakan ilmu sosial yang usianya sangat tua,
bahkan mungkin yang tertua, sebagai ilmu pengetahuan yang menurunkan
ilmu-ilmu lain yang ada kaitannya dengan pemerintahan.

t3 Maclver, op. cit

'o Bayu Surymingmt, Mengenal Ilmu pemerintahm, Aksara Baru, Jak ata, 197 9, hal
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Akan tetapi, jika ilmu pemr:rintahan dipandag sebagai salah satu ilmu

sosial saja, yang harus mempunyai dasaq kerangka dan sasaran serta ruang

lingkup yang jelas, maka ilmu pemerintahan tergolong pada ilmu yang relatif

muda, bahkan mungkin yang telmuda dan belum memasuki usia dewasa bila

dibandingkan dengan ilmu lain, seperti sosiologi, ilmu jiwa, dan sebagainya.

Ada beberapa istilah yang pengertiannya sangat dekat dengan ilmu

pemerintahan, yaitu sci.ence of gouernmmt yangberarti ilmu untuk memerintah

urur, -.rry.lenggarakan pemerintahan ilmu untuk memerintah ini mungkin

yang paling banyak mengandung kadar "art", yaittt seni atau j]uga "craft",

yaitu lerajinan, kecakapan' Istilah lain yang juga dekat dengan pengertian

istilah ilmu pemerintahan, talith " s cienffic gou ernment" atan pemerintahan

yang ilmiah. Selanjutnya, istila.h "gouernmental sciences", atau dalam bentuk

rumpun "gouernmental science", yaitu ilmu-ilmu pemerintahan. [lmu-ilmu ini

masing-masing mengandung sedikit banyak kadar pemerintahan, seperti

ilmu administrasi pemerintaharl atau administrasi negara, ilmu negara dan

sebagainya, dengan lain perkataan semua ilmu tersebut mempunyai tumpang

tindih dengan ilmu pemerintahan.

S as aran lhnu P ernerintahan

Apakah sasaran atau titik biclik ilmu pemerintahan? Yang dimaksud dengan

sasaran dalam naskah ini ialah "subject mattey'', yaitu hal yang menjadi subjek,

at2' "focus of interesf'yaitu pusat perhatian, atan "attihtde of mint' , yaitu corak

pikiran, atau "selectiue interest" , yaitu perhatian terpilih ) atalu "onderwerp" ' 
yaitts

pokok hal.

Sebenarnya, sasaran ilmu pe,merintahan sudah bisa ditimba dari perumusan

ilmu pemerintahan yang telah rJiajukan di atas, yaitu "pemerintahan" dalam

arti seluas-luasnya, segala sesuatu tentang pemerintah atau pemerintahan,

hal ihwal tentang pemerintah dan pemerintahan' pemerintah dalam keadaan

"diam" dan dalam keadaan "t)ergerak", secara ringkas segala sesuatu yang

memakai bendera atau label peimerintah.

Sasaran ilmu-ilmu sosial pad:r umumnya termasuk ilmu pemerintahan, bersifat

selalu berubah-ubah sesuai dengrn keadaan. Memang sifatyang tetap pada gejala

sosial ialah sifat yang selalu berubah-ubah. Beberapa ilmu sosial kadang-kadang

mempunyai sasaran yang sama. Yang berbeda ialah sudut pandangnYa, misalnya

sasaran ilmu pemerintahas deng'an sasaran ilmu negafa, atau dengan sasaran ilmu

politik, atau dengan sasaran ilmrr administrasi publik adalah sama, tepatnya titik

bidik semua ilmu, termasuk berzLda pada bidang tumpang tindih.
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Bandingkan sasaran ilmu politik, ilmu negara dan ilmu administrasi publik
di bawah ini. Gettel merumuskan sasaran Ilmu Politik sebagai berikut: It deak

zuith the associntion of human beings thatforms political units, with the organi4tiaru of the,ir

gounnmmts, and with the actiaitits of tfuse gouunments in mahing and administering law in
carryirg on tntersnte relations. It dstk with those relatians among human beings ruhirh come under

sttttu regulations, unth the relatiltru of indiniduak or groups to the stute itseS and with tlu relatinru

of states to otlur states.... (ilmu politik mempelajari asosiasi manusia yang membentuk
unit-unit politik, organisasi pemerintahannya dan aktivitas pemerintahan ini
dalam pembuatan dan administrasi hukum dan dalam melaksanakan hubungan
antarnesara. Ia menyelidiki hubungan antarmanusia yang diatur oleh peraturan
negara, hubungan antarindividu atau kelompok dengan negara sendiri dan
hubunsan antarnegara dengan negara lain ...).15 Kranenburd merumuskan ilmu
negara sebagai: De algemene staatsleer heefi tot uoonuerp aan onderloek de staat. ,Qj tracht

het ontstaary het zue4q de wormen de staat na tE gaan (ilmu negara umum mempunyai
sebagai sasaran: negara. Ilmu tersebut berusaha mempelajari terbentuknya,
hakikat dan bentuk-bentuk negara). 16

Jika dilihat pemmusan di atas dapat dikatakan bahwa yang dijadikan sasaran
oleh ilmu negara adalah negara dalam keadaan "diam". Tetapi negara dalam
keadaan "bergerak" menjadi sasaran ilmu pemerintahan.
Sasaran ilmu administrasi publik, kiranya dapat dicari dari ungkapan Dimock
berikut inr: Lilrc politits adminisnation is thz sh@t of z.uhat people uant through Gouanmmt

and hou tfu2 go aboutgettingit. A&ninistration ako anplmsi4es the concretu asputs of tfuruthods
aril procedures of Gouerrunmt, consequrntl2 ir sndl 0f publit adtninisnatinn is as much uith
Goaernrnent does as it with how it is dane (seperti ilrnu politik, ilmu administrasipun
merupakan suatu ilmu tentang apa diinginkan oleh ralyat melalui pemerintah dan
apa yang dilakukannya untuk mencapai keinginannya. Ilmu administrasi memberi
tekanan pada aspek-aspek yang konkret tentang cara dan prosedur pemerintahan,
sehingga karenaitu ilmu administrasipublikmempelajari baik apayang dikerjakan
oleh pemerintah maupun bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan). I 7

Jelas, kiranya bahwa ketiga sasaran di atas adalah sasaran ilmu pemerintahan
juga. Demikian rupa, sehingga ilmu pengetahuan yang berkembang dan
bertinggal landas dari sasaran di atas dapat di "claim" sebagai ilmu politik, ilmu
negara, ilmu administrasi publik atau ilmu pemerintahan. Sebagai akhir sub-

bagian ini, dapat disimpulkan bahwa sasaran ilmu pemerintahan adalah segala

r5 Raymond G. Gettel, Political Science,Cinn Comp., Boston, 1933, hal.3-4

'o George Jelinek,Algemeine Staatslehre, ENSIE, Jilid X,Amsrerdam, 1952, hal. 13
r7 Marshal E. Dimock & Gladys O. Dimock, Public qdministrarloa, Rinehart & Compmy,Inc. New York, 1953, hal. iv
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hal seluk-beluk pemerintahan auru segala hal seluk-beluk negara clalam keadaan

bergerak atau sebagaimana dikat.akan oleh Van Poef e: De Beshmrslunfu luefi drc ak

ham ondmterp dz opm-bme dimut in de meest ruimn <in S\rruPemerintahan mempelajari

dinas-dinas umum dalam pengertian seluasJuasnya sebagai pokok sasaran).18

Ruang l-;ingkup Ilrnu P etnerint ahan

Di bagian muka bab ini telah ditampilkan sejumlah perurnusan tentang

ilmu pemerintahan, sekedar rnenunjukkan betapa luasnya ruang lingkup

pemerintahan dan betapa aneka ragamnya masalah yang tercakup di dalamnya.

Ilmu pemerintahan mempelaja'ri segala sesuatu, segala hal seluk-beluk yang

berhubungan dengan pemerintahan. Demikian luas ruang lingkup studinya

sehingga timbul kecenderungiln untuk berpendapat apakah memang ada

batas-batasnya.

Secara ringkas dan sederharra objek ilmu ini adalah pemerintahan. Dengan

demikian, ilmu pemerintahan rnempelajat'r, antara lain seperti berikut.

a. Azas-azas pemerintahan.
b. Sistem-sistempemerintaha:r.

c. Teori-teori pemerintahan.

d. Kepentingan umum.
e. Fungsi-fungsi pemerintahan.
f. Pembagian kekuasaan Pemerintahan.

g. Bidang kepegawaian pemerintahan.
h. Freies ermessen.

i. Detournsmmt de pouuoir.

j. Bentuk-bentukpemerintahan.
k. Aktivitas administratif pem'erintahan.

1. Perkembangan pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan'

m. Sejarah pemerintahan.

n. Filsafat pemerintahan.

o. Etika pemerintahan.
p. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu lain'

q. Pemerintahan yang patut.
r. AdministrasipemerintaharL.
s. Pemerintahan pusat, daerah, wilayah, dan sebagainya.

t. Berbagai tahap dan jenis pemerintahan.
u. Kebijaksanaan publik, urur;an publik, kepentingan publik.

18 VanPoelje,ap.cil
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Kiranya adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk memerinci seluruh
ruang Iingkup ilmu pemerintahan karena sangat luasnya ilmu tersebut dan pula
karena pelayanan pemerintah kepada masyarakat senantiasa berkembans. Ilmu
pemerintahan adalah ilmu yang dinamis.

Sekelumit tentang llmu Hukum

t Suatu pengantar dalam studi ilmu hukum biasanya dimulai dengan

t pertanyaan, apakah hukum itu? Pertanyaan demikian dahulu cukup dijawab

t dengan suatu definisi atau pemmusan. Memang sekarangpun perumusan tetap

I mempunyai nilai, terutama bila perumusannya disusun sendiri dan berada pada

I tempat akhir dari studi dan merupakan suatu kesimpulan. Tetapijikaperumusan

I tersebut berada pada awal studi, terutama studi hukum, kiranya akan mudah

I -.nimbulkan kesalahpahaman bagi orang awam hukum. Selain daripada itu,

I adalah tidak mungkin untuk memberi perumusan tetang hukum yang sesuai 
I

I dengan kenyataan. Sebenarnya, sejak beribu-ribu tahun para ahli dan peminat 
I

I hukum mencari pemmusan hukum, tapi sampai sekarang belum ada perumusan 
I

I tuttg memuaskan semua pihak. Apa yang diucapkan oleh Kant tampaknya 
I

I sampai sekarang masih tetap berlaku ,"Noch suchnt ditjuristrn eine Defuitinn zu iluern 
I

I uoife uon Recltf'. 
I

I Hampir semua ahii hukum memberi pemmusan yang berbeda satu sama 
I

I lain. Hal ini disebabkan oleh sangat banyaknya segi dan bentuk hukum dan 
I

I sangat luasnya hukum. Membuat pemmusan berarti menentukan batas hukum, 
I

I tetapi menentukan batas bagi hukum adalah suatu masalah tersendiri, karena I

I disangsikan adanyamang hampa hukum dalam masyarakat di dunia ini. Oleh 
I

I karena itu, seorang yang mengetahui remang-remang tentang hukum akan 
I

I menjawab pertanyaan"apahukum itu" dengan mengatakan bahwa ia melihat I

I hukum dengan undang-undangJika demikian, ia menganggap hukum sama 
I

I dengan undang-undang. Hukum bukanlah undang-undang. Di dalam undang- |

I undang memang terdapat sesuatu tentang hukum, undang-undang adalah I

I salah satu perwujudan hukum sehingga hukum bisa terlihat, tetapi tidak berarti I

I bahwajika seseorangha{bl akan setumpukundang-undang, ia mengerti tentang I

I up"yang dimaksud dengan hukum. Oleh karena itu, pertanyaan tadi sebaiknya I

I Ouu-ab bahwa adalah sulit menjawab pertanyaan demikian begitu saja dalam I
I satu kalimat perumusan yang singkat dan sederh ana,karenabanyak sekali yang I
I harus dicakup dan tidak mungkin untuk memasukkannya dalam satu perumusan. I

I Selain dari pada itu, jika seseorang ingin membuat perumusan tentang sesuatu I

I 
terlebih dahulu ia harus melihatnya. 

I
I 
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Terlepas dari perumusan hukum, apakah ada hal yang ter:dapat dalam

undang-undang secara umum? Memang ada, yaitu bahwa selnua undang-

undang mengandung aturan tingkah laku atau perbuatan'

Selangkah lebih maju lagi ialah bahwa undang-undang adalah keputusan

pemerintah dan ditetapkan menurut bentuk dan cara tertentu. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahv,ta hukum adalah keseluruhan aturan tingkah

laku, dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, hukum disamakan dengan

undang-undang, meskipun ada 'pula saat di mana tidak ada hukum, misalnya

pada masyarakat yang masih tet:belakang.

Dari segi ilmu pengetahuan, hukum bisa diartikan sebagai pemantulan

dari hidup bermasyarakat, sesuLai pandangan Hamaker atau sesuai dengan

von Savigny, hukum adalah hictup itu sendiri dilihat dari segi tertentu. Jadi,
hukum terdiri atas aturan tingk.ah laku. Tetapi ada aturan tingkah laku lain

yang bukan hukum, aturan ini nrengandung pula aturan mengenai perbuatan

manusia, dari aturan mana timbul pula kewajiban bagi manusia. r\turan-aturan

ini dirangkumkan dalam satu nama, yaitu etik atau etika. Etik atau etika adalah

aturan tingkah laku dan perbuzrtan dikaitkan dengan baik atatr buruk. Etika

mencakup aturan-atura1' agani\, moral, susila, adat dan kebiasaan'

Moral adalah aturan merLgenai manusia sebagai individu, mengenai

manusia pribadi. Tuntutannya ialah agar manusia menjadi rnanusia yang

sempurna, manusia yang "ideal''.Jika manusia itu sempurna, tentu saja hal itu

akan mempengaruhi hubungarLnya dengan manusia lain dalarn masyarakat,

karena manusia bersisi dua, yaitu sebagai individu yang terpisah dan berbeda

dari individu lain dan sebagai anggota masyarakat yang tidak bisa terpisah dan

dipandang tidak berbeda dengzLn mantasia lain.

Moral diartikan pula sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan

tingkah laku manusia atau ajaran akhlak kewajiban-kewajiban yang harus

dilakukan. Moral mempengaruhi atau merupakan standar tingkah laku.

Susila berarti sopan atau sopan santun dalam tingkah laku. Aturan

kesopanan mengharuskan kir"a menghormati orang yang lebih tua bila

berpapasan di jalan, menghormati mereka yang lebih tinggi kedudukan

atau pangkat ataLr usianya) darr sebagainya. Aturan susila menghendaki kita

bertingkah laku secara beradab, menghindarkan tersinggungnya perasaan orang

lain. Faktor yang mendorong dilaksanakannya aturan susila ialah pandangan

umum. Sanksinya adalah celaan dan sanlsi yang paling berat ad:rlah dikucilkan

dari lingkungan masyarahat yang bersangkutan.
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Adat adalah kebiasaan tingkah laku yang aturan tingkah laku dan
perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, aturan dalam
pergaulan hidup yang turun-temurun ditaati tanpa disalahkan lagi mengapa
harus berbuat demikian. Kadang-kadang istilah adat dikombinasikan agar
tekanannya lebih berat, seperti adat istiadat atau adat kebiasaan.

Yang lebih "ringan" daripada adat ialah aturan-aturan kebiasaan. Aturan
ini pun mempengamhi kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat. Kebiasaan
terjadi dari perbuatan yang berulang-ulang dilakukan, sepertijalan setapak di
padang rumput terjadi karena setiap hari dipakai lalu lintas orang desa yang
pergi ke pasar. Demikianlah terdapat kebiasaan berbuat di bidang pemerintahan,
perusahaan dan bidang sehari-hari lainnya. Memberi uangjasa kepada perantara
jual mobil, antri menunggu bus atau membeli karcis bioskop, dan sebagainya
merupakan kebiasaan. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kebiasaan tidak
diacuhkan orang lain karena kebiasaan tidak melahirkan kewajiban.

Tempat di mana terdapat pula perwujudan hukum ialah ruang pengadilan.
Di sini hakim senantiasa membuat keputusan yang harus ditaati oleh pihak-
pihak yang bersangkutan. Fungsi hakim adalah mengatur perkara yang diajukan
kepadanya. Keputusan yang diambil oleh hakim wajib ditaati oleh pihak-pihak
yang bersengketa. Dengan lain kata, keputusan hakim yang mengatur tadi
bersifat pula memaksa. Dengan demikian, fungsi hukum adalah:
r menentukan aturan yang harus ditaati oleh manusia;
. memaksa manusia agar bertingkah laku atau berbuat sesuai dengan aturan-

aturan tersebut.

Dari keterangan ringkas di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum itu
hidup, tidak mati; hukum senantiasa dinamis dan tidak statis, meskipun usia
hukum hendaknya selama mungkin, tetapi hukum harus menyesuaikan diri
dengan perkembangan z^mar' dan keadaan.

Penertiban masyarakat sebenarnya telah diakui sebagai hal yang sangat
penting dan memang dapat dimengerti. Aristoteles, ahli pikir besar pada zan;airr

Yunani kuno, menamakan manusia sebagai " loon pol:iticon". Secara harfiahr " llon"
berarti binatang dan kata "politicon" diturunkan dari kata "polb", yang berarti
kota, dan karena kota ketika itu berdiri sendiri dalam arti mempunyai otonomi
penuh, maka polis diartikan pula sebagai negara yang berdiri sendiri dalam arti
mempunyai otonomi penuh, makapoles diartikan pula sebagai negara yang berdiri
sendiri, tepatnya negara kota .Jadt, 4on politiconberaribinatang kota, dan karena
binatang dalam arti luasnya adalah "makhluk", maka pengerian loon politicon
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menjadi "makhlukkota" dan lebilLluas lagi "makhluk sosial", karena manusiayang

hidup dalam kota mau tidak matr hidup bersama di satu tempat, )/aitu kota.

Manusia dikodratkan untuk selalu berhubungan dengan manusia lain,

karena tidak dapat memenuhi ke,butuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Selain daripada itu, kebutuhan nranusia tidak ada habisnya dan sifat kebutuhan

adalah selalu ingin dipenuhi, kelbutuhan selalu ingin diberi kepuasan. Karena

manusia itu merupakan pula "h0m0 sapiens", yaitu makhluk yang berakal,

maka menurut akalnya itu hidup bermasyarakat akan lebih efisien dan lebih

efektif daripada hidup seorang diri terpencil dari manusia lain. Di dalam

masyarakat, usaha untuk saling memenuhi kebutuhan hidup dapat diadakan

pembagian kerja. Tegasnya, tanpa bantuan dan tanpa berhubungan dengan

manusia lain, hidup tidak berarti. Untuk menghindari bertabrakannya usaha

memenuhi kebutuhan dan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban hidup

bermasyarakat, maka harus ada aturan-aturan untuk melindungi keselamatan

dan ketenangan hidup manusia.

Menurut Thomas Hobbes ( I 5BB- I 679), guru Raja Karel II, secara alamiah

dan sebelum terbentuknya negal:a) manusia selalu dalam keadaan peperangan,

seluruh manusia melawan seluruLh manusia yang disebut sebagai "belhnn omnium

clnha umrcs" dan"homo homini lupus" ,yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia

lainnya. Tidak ada hak atau ke:wajiban, tidak ada adil-tidak adil. Untuk hal

demikian harus ada aturan, sehingga setiap perbuatan dapat dinilai, tetapi

aturan atau undang-undang mermerlukan pembuat undang-undang. Pembuat

undang-undang dimaksud adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah.

Jadi, kewajiban pemerintah di dalam hidup bermasyarakat ialah menghindarkan

keadaan "belhnn clntra omnrs", dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Aturan

dimal<sud adalah tingkah laku d,an perbuatan manusia di dalam masyarakat.

JeanJacques Rousseau (17I2-I778), filsuf dari Swiss, mencari landasan

alamiah bagi pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, yang dengan istilah

sekarang disebut demokrasi, pada hakikatnya mengarah kepada adanya

pemerintah yang menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan tata atau aturan tingkah

laku dan perbuatan.

Sejak manusia masih berbentukjanin dalam kandungan iburrya, sudah ada

campur tangan hukum. DemikizLn selanjutnya, ketika sang bayi lahiq dimulailah

kewajiban dan tanggung jawab orang tua menurut hukum. Secara ringkas

terjadilah hubungan antarmanuf;ia yang makin lama makin beraneka ragam dan

tidak terhitung banyaknya. Hubungan manusia yang disebabkan pernikahan,
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kekeluargaan, perniagaan, industri, pekerjaan, sewa-menyewa,jual beli, pinjam-
meminjam, dan sebagainya. Istilah "dan sebagainya" ini menunjukkan betapa

luas, aneka ragam dan serba seginya hukum, bahwa ruang lingkup hukum
membentang tanpa batas. Terlepas apakah hubungan dimaksud positif atau

negatif, yang penting ialah bahwa di dalam kehidupan bermasyararakat atau

secara singkat di dalam masyarakat terdapat perwujudan hukum. OIeh karena
itu, dapat dikatakan bahwa hehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat

yang diatur, merupakan perwujudan hukum, adalah sesuatu di mana hukum
dapat menyatakan dan menampakkan diri sehingga bisa terlihat dan dilihat
manusia, hukum adalah hidup bermasyarakat, hidup masyarakat sendiri dilihat
dari segi tertentu, yaitu hidup bermasyarakat yang teratur.

Hukum terdapat di seluruh dunia, di mana saja ada hidup masyarakat,
tetapi isi atau materi hukum tidaklah sama. Di dunia ini terdapat bangsa dan
suku bangsa tidak terhitung banyak dan jenisnya. Hukum menyesuaikan diri
dengan keanekaragaman tersebut.

Dari uraian di atas, tampak bahwa hukum adalah aturan atau norma
tingkah laku dan perbuatan manusia. Hukum adalah aturan tingkah, yang
memerintah dan atau melarang. Sikap ini dahulu diterima, namun dewasa
ini ada pendapat lain, yaitu yang menganggap hukum sebagai kebiasaan,
tepatnya kebiasaan hukum, dan bukan sebagai norma. Pendapat lainnya ialah
Hamaker, ia menganggap hukum bukan sebagai suatu keseluruhan aturan yang
mewajibkan manusia bertingkah laku terhadap sesamanya, tetapi hukum terdiri
atas aturan-aturan yang mewajibkan manusia bagaimana harus bertingkah
laku secara nyata di dalam hidup bermasyarakat.

Selain daripada aturan-aturan tersebut, terdapat aturan agana yang
mewajibkan bagaimana manusia harus bertingkah laku terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, terhadap sesamanya dan terhadap dirinya. Berbagai bentuk etika
hidup dalam kelompok-kelompok usaha dan pemsahaan maupun di lingkungan
kekaryaan, seperti para insinyu! pengacara, dokter, dan sebagainya. Hukum
yang berlaku sekarang di negara tertentu disebut "ius constituhtm" atanJ "poitizf
rechf' atan " stelling rechf' .

Cukup kirarrya sekilas mengenai hukum dilihat dari kemungkinan hubungannya

dengan ilmu pemerintahan. Berikut ini dis{ikan beberapa perumusan hukum, yang

menunjukkan aneka ragamnya pengertian yang diberikan hukum dan bermacam-
macamnya segi pandangan terhadap hukum.

L Hukum adalah keserasian hubungan antarmanusia, yang menimbulkan
kewaj iban-kewaj iban ( ler minizr).
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2. Hukum adalah keseluruhan aturan yang harus ditaati oleh manusia dalam

kehidupan bermasyarak at (land).

3. Hukum adalah keseluruhan itturan yang mengikat yang mengatur hubungan

komplek antarmanusia di dalam kehidupan masyarakat (capitant).

4. Hukum adalah komplek atur:an tingkah laku yang mengikat yrang ditetapkan

atau diakui oleh pemerintah (sultling).

5. Hukum adalah keseluruhan trorma bernilai susila, yang bersangkutan dengan

perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dan yang harus dipakai

pedoman oleh pemerintah cli dalam melaksanakan tugasnya (melters).

Hukum sebagai gejala masyarakat, yaitu keseluruhan kebiasaan hukum

yang berlaku di dalam masy:trakat merupakan objek ilmu hukum. Ilmu
hukum tidak saja mempelajari gejala-gejala hukum, tetapi juga berusaha

untuk menerangkan hubungan sebab-akibat dengan gejala lain. Dari uraian

di atas jelas kiranya betapa luasnya ruang lingkup ilmu hukumL. Ilmu hukum

tidak hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi

mempelajari juga tentang filsa.fat, hakikat dan asal usul hukuLm, hubungan

hukum dengan kekuasaan, de,ngan keadilan dan sebagainya. Juga adalah

penting pembahasan mengenai hukum dan hubungan kesejarahan, bagaimana

perkembangan hukum dan zantan ke zarnan sampai sekaran g, b,agaimana dan

siapa yang membuatnya, dan s:bagainya.

Beberapa perumusan tentang ilmu hukum terdapat di dalam karya L.B.

Curzon, Juris p rud en c e.

l. Ilmu Hukum adalah penger,ahuan mengenai masalah yang bersifat ilmiah

tentang azas-azas surgawi dan manusiawi, pengetahuan y:rng benar dan

yang tidak benar (Ulpian).

2. Ilmu yang formal tentang hLukum positif (Holland).

3. Sintesa ilmiah tentang azas-azas yang pokok dari hukum (ltllen).

+. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan

teknik-teknik hukum dengeLn menggunakan pengetahuan yang diperoleh

dari berbagai disiplin di lua'r hukum yane mutakhir (Stone).

5. Ilmu Hukum adalah peng,:tahuan tentang hukum dalam segala bentuk

dan manifestasinya (Cross).

6. Teori ilmu hukum menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar

yang paling luas (Dias).

l. Ilmu hukum, menurut perLglihatan kami, adalah sekedar hukum dalam

seginya yang paling umun:I. Setiap usaha untuk mengembalikan suatu
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kasus kepada suatu peraturan adalah suatu kegiatan ilmu hukum, sekaiipun
nama yang umumnya dipakai dalam bahasa Inggris dibatasi pada artiannya
sebagai aturan-aturan paling luas dan konsep yang paling yang paling
fundamental (Helmes).

B. Suatu diskusi teoretis yang umum mengenai hukum dan azas-azasnya,
sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang
konkret flolowicz).

9. Ia meliputi pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu untuk
memberikan elspresi yang penuh arti bagi semua cabang ilmu hukum (Hall).

10. Pokok batasan ilmu hukum luas sekali, meliputi hal-hal filsafati, sosiologis,
historis, maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum
(Bodenheimer).

I l. Buat kami, ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot
mengenai semua tingkat kehidupan hukum, asalpemikiran itu menjangkau
ke luar batas pemecahan, terhadap suatu problem yang konkret. Jadi,
ilmu hukum meliputi semua macam seneralisasi yangjujur dan dipikirkan
masak-masak di bidang hukum (Uewellyn).

12.Ilmu hukum adalah .''ama yang diberikan kepada suatu cara untuk
mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan
teoretis, berusaha untuk mengungkapkan azas-azas yang pokok dari hukum
dan sistem hukum (Fitzgerald).

Demikianlah sejumlah perumusan tentang ilmu hukum. Dari perumusan-
perumusan tersebut, dari uraian tentang apa yang dimaksud dengan hukum,
dan dari uraian tentang ilmu pemerintahan telah dapat diperkirakan apa dan
bagaimana hubungan antarailmu pemerintahan dan ilmu hukum, meskipun
uraian mengenai kedua jenis ilmu di atas sangat sederhana dan ringkas.

ldentifikasi Hubungan llmu Pemerintahan dengan llmu Hukum

Hubungan antata ilmu pemerintahan dengan ilmu hukurn sangar erar,
bidang tumpang tindih antara kedua ilmu tersebut sangat luas. Dengan
sendirinya, cukup banyak pula indikator hubungan dimaksud. Meskipun
demikian, dalam naskah ini hanya ditampilkan dua identifikasi saja; identifikasi
konstitusional dan identifikasi fungsional.

I denffi k as i Konstitus ional

Identifikasi konstitusional bermaksud untuk mengenali hubungan antara
ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum.Jika diamati pada sebagian terbesar
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negara-negara di dunia pada lvaktu sekarang segera akan terlihat adanya

hubungan erat antara pemerintahan dengan hukum, dilandaskan pada prinsip

bahwa segala perilaku pemerintahan harus berdasarkan hukum.

Di dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Tfiun 1945, mengenai sistem pernerintahan negara dikatakan bahwa Indonesia

ialah negarayangberdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (machtsstaat). Di dalam melaksanakan tindakan apa pun,

pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain harus dilandasi oleh hukum

atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum

di sini dihadapkan sebagai lawa,n dari kekuasaan. Prinsip dari sistem ini, di

samping akan tampak dalam runtusan pasal-pasalnya, jelas sejalan merupakan

pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalarrr Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 da,n hukum dasar yang tidal< tertulis'

Penjelasan Undang-Undanp;Dasar 1945 menyatakan, "Di bawah Majelis

Permusyaw ar atan Rakyat, Pre siclen ialah penyelenggara pemerin tahan ne gara

yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan

tanggungjawab, adalah di tanga:n Presiden (concentration of pouer and responsibiliffi

upon the President)".Ini berarti bahwa tugas Presiden sebagai penyelenggara

pemerintah negara mencakup juga kekuasaan di bidang hukurn. Dijelaskan

dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut sebagai berikut:

di samping Presiden adalah Dcwan Perwakilan Rakyat untuk membentuk

Undan g-Un dang (ges et <gebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan

dan belanja negara (staatsbearoot,ing). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja

bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggungjawab

kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung pada Dewan.

Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyr, "Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaeun pemerintahan menurut Unclang-Undang

Dasar" Pasal 5 (1) "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang

dengan persetujuan Dewan Peru'akilan Rakyat" Pasal 5 (2) berbunyi: "Presiden

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya". Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa kecuali memegang

kekuasaan eksekutif, Presiden Flepublik Indonesia (bersamasama DPR) juga

menjalankan kekuasaan legislatif. Penjelasan pasal 4 di atas mengatakan, bahwa

Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan

undang-undang, ia mempunyrli kekuasaan untuk menetapkan peraturan

pemerintah (pouuoir reglnnmtair). lKecuali executine power, Presiden bersama-sama

dengan Dewan Perwakilan Ruk)'u, menjalankan I'egislatiue power dalam negara'
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Pasal22 Undang-undang Dasar 1945 menentukan sebagai berikut.
l. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus

dicabut.

Penjelasan mengatakan bahwa pasal tersebut mengenai nootla uordmningsru ht
president. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara
dalam keadaan yang genting yang memal<sa pemerintah untuk bertindak lekas
dan tepat dapat dijamin oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah
tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan perwakilan Rakyat. oleh
karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama
dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan perwakilan Rakyat.
Selanjutnya, di dalam pasal I I ditentukan bahwa presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12 berbunyi, "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat
dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang,,. pasal 14
menentukan, "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi,,. Betapa
pun singkat dan ringkasnya uraian di atas, identifikasi hubungan antarapemerintah
dengan hukum telah dapat dilakukan. Uraian di atas merupakan pantulan
hubungan antara pemerintah dengan hukum, suatu perwrrjudan dari hubungan
antara ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum bisa dilakukan dengan melihat
hubungan pemerintah dengan bidang peraturan perundang-undangan.

Identffikasi Fungsional

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selama hidupnya harus
berdampingan dan bersama-sama dengan manusia lain. Dengan lain perkataan,
manusia selalu hidup dalam kelompok terkecil seperti keluarga yang baru
mempunyai seorang anak sampai keluarga besar yang merupakan masyarakat
suatu negara. Adalah suatu kodrat bahwa di dalam kelompok makhluk tersebut
terdapat salah satu yang menonjol menjulang melebihi yang lain dan karena
kelebihannya tersebut, ia ditaati oleh seluruh anggota kelompok. Kelebihan
dimaksud disebabkan keberanian, kecakapan, kepandaian, kebijaksa .,'aan 

)

kemurahan hati dan sebagainya, bahkan pada masyarakat yang primitif lebih
cenderung pada kelebihan kekuatan fisik. orang yang mempunyai kedudukan
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"primus inter pares", yaitu paling hebat dan nomor satu di antata sesamanya,

dengan istilah sehari-hari disebut raja.

Sesuai dengan pemikiran para filsuf pada abad ke-16 dan 17, adalah

sesuatu yang bersifat alamiah, bahwa raja membuat aturan-aturan hidup

bermasyarakat untuk memelitLara keamanan dan ketertibarL serta untuk

mencapai tujuan. Dikatakan olt:h ahli p1L<rr: "ubi societas, ubi ius"'yang berarti
,,ada masyarakat, ada hukum".Jika demikian, maka harus ada yang membuat

hukum, yang melaksanakan marf,pun yang mengamankan hukum, mencegah

reaksi atau perbuatan yang berleLwanan dengan hukum. Semua tugas tersebut

berada pada satu tangan, yaitu pada raja. Bagarmana terjadinya kekuasaan

itu ada pada raja, terdapat berltagai teori yang ditampilkan oleh para filsuf,

yang tampaknya berbeda satu sama lain dari masa ke masa dan di satu wilayah

dengan wilayah lainnya. Demikian pula mengenai kekuasaan yang ada pada

raja berubah-ubah sesuai denga.n keadaan setempat'

Melaksanakan seluruh kekuasaan negara disebut memerintah. Pemerintah

adalah orang atau badan atau perangkat yang menyelenggarakan pemerintahan

atau yang memerintah.

Kekuasaan dalam bahasa Perancis adalah "puissance" atau "pouaoir",

sebagaimana digunakan juga oleh Montesquieu, mempunyai arti rangkap, Ydtu

sebagai fungsi dan sebagai alat, organ dan perangkat yang melaksanakan fungsi

terseLut. Pasal4 (l) Undang-Undang Das at 1945 mengatakan: "Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaan lrcmerintahan menurut Undang-tJndang Dasar"

dan pasal 24 berbunyi: "Kekuasa:rn kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Yang dimalsud

dengan "kekuasaan" dalam kedua pasal UUD di atas adalah: "fungsi" dan bukan

alat, organ atau perangkat. Tetapri dalam kalimaU "Kecuafi wewenang kekuasaan

membuat undang-undang ...," istilah "kekuasaan" berarti organ atau perangkat'

Seperti diketahui, Aristoteles (38+ 322 SM) menampilkan gagasan

"pemerintahan rakyat" atau tegasnya pemerintahan oleh seluruh rakyat

sebagai keseluruhan. Aristoteles membagi negara dari segi bentuknya: negara

demokrasi, yang diperintah oleh seluruh takyat; negara oligarki, yaitu negara

yang cliperintah oleh sekelompok rakyat;dan negara monarki yang diperintah

oleh satu orang, tetapi cara pembedaan ini tidak mengenai hakikat atau

berfungsinya perangkat ne gara.

Adalah suatu kenyataan bahwa di dalam tiap hidup bermasyarakat tampak

jelas adany a tiga macam fungs i:
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' mengatur untuk waktu tertentu kehidupan dalam masyarakat dalam rangka
memenuhi kebutuhan;

. mewujudkan tujuan umum) dengan melaksanakan aturan-aturan yang
berlaku;

' reaksi terhadap tingkah laku yang berlawanan dengan aturan yang berlaku,
tingkah laku tersebut menghambat tercapainya tujuan umum.

Secara ringkas, di dalam kehidupan masyarakat selalu dapat dibedakan
tiga macam fungsi, yang dilaksanakan oleh perangkat negara:
. fungsi atau kekuasaan membuat aturarr;
. fungsi atau kekuasaan melaksanakan aturan;
. fungsi atau kekuasaan menjatuhkan pidana, mengadili mereka yang

berlawanan dengan aturan.

Sebagaimana diketahui, ide membedakan tiga kekuasaan negara sesuai
Aristoteles tersebut muncul kembali dalam filsafat kenagaraan John Locke
hampir 2000 tahun kemudian. Locke (1632 17 04) adalah seorang filsuf penganut
Descartes. Teori Locke disebut "trim-theorlf'atau tri-tantra, yang agak berbeda
dengan trfus politica Montesquieu. Locke membahas teorinya dalam karyanya
berjudul Truo Treatrses on Gouunmentyangdisusun dengan maksud polemik, yaitu
untuk menentang Sir Robert Filme4 seorang teoretikus legalistik. Incke men)'usun
negara secara alamiah berdasarkan kontrak sosial. Dalam usaha mengembangkan
organisasi pemerintahan, I-ocke segera sampai kepada pembentukkan kekuasaan
membuat undang-undang. Ia berkata dalam bukunya, sebagai berikut.

Thefirst andfundamentalpositiue law oif all commoruuealths is the estahitishingof the

legtslatiue pouter (hukum positif pertama dan fundamental semua anggota
persemakmuran adalah pembentukan kekuasaan legislatif). te

Istilah "kekuasaan" dalam kalimat Locke di atas adalah dalam arti organ atau
perangkat yang mempunyai fungsi legislatif atau membuat undang-undang.

Apakah yang dimaksud dengan "kekuasaan legislatif" oleh Locke?
"Kekuasaan membuat undang-undang adalah kekuasaan fiadi suatu organ),
yang mempunyai wewenang untuk menentukan bagaimana kekuasaan republik
akan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dan para anggotanya.
Oleh karena undang-undang ini, yang harus selalu dilaksanakan dan yang
kekuatannya harus berlangsung terus, undang-undangnya sendiri dibuat dalam
waktu yang cukup singkat, maka adalah tidak perlu badan legislatif itu terus-
menerus ada, karena badan tersebut tidak selalu mempunyai pekerjaan.

'' Kranenburg, op. cit.,haI. 68,69
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Akan tetapi, karena pelaksariaan undang-undang harus berlangsung terus-

menerus, maka memang harus ada kekuasaan, yang harus selzrlu ada, yang

mempunyai fungsi mengawasi pclaksanaan undang-undang yang dibuat. Oleh

karena itu, menurut [,ocke, kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan

melaksanakan undang-undang tiering sekali terpisah. Sebaliknya, kekuasaan,

yang menjamin dilaksanakannrra undang-undang, menjamin pengamanan

undang-undang dan reaksi terhadap perbuatan yang berlawanan dengan

undang-undang, kekuas aal rnarra biasanya disebut kekuasaan peradilan oleh

Locke dipandang sebagai tercal:up dalam kekuasaan melaksan:rkan undang-

undang atau kekuasaan eksekutil. Memang kekuasaan peradilan tidak berbeda

dari kekuasaan eksekutif, berdasarkan dan dipengaruhi oleh peribahasa: "The

Ifrngisfountain of Justice" (Raja arlalah sumber keadilan).

Namun demikian, masih ada satu kekuasaan lagi yang ada pada tiap republik,

kekuasaan yang bersifat alami, ka::ena kekuasaan tersebut adalah kodrat manusia.

Manusia sebagai anggota masyar"akat dan masyarakat sendiri dalzrm kehidupan

suka mengadakan hubungan dengan manusia lain di luar masyarakatnya,

demikian pula terjadi hubungan a.ntara masyarakat yang satu dengan masyarakat

yang lainnya. Kekuasaan yanil mengatur hubungan dimaksud, tegasnya

kekuasaan membuat perjanjian, oleh l,ocke disebut kekuasaan federatif. Locke

sendiri berkata, bahwa tidak perduli apa nama kekuasaan itu, yang penting

adalah mengerti apayangdimaksud. OIeh karena itu, Montesquieu lebih suka

mempergunakan istilah lain, dan memang sebenarnya hakikat kekuasaannya

agak berlainan. Justru di sini letak perbedaan tritantra Locke dengan trinntra

Montesquieu yang oleh Kant dlisebut trias politica. Seperti telah diterangkan,

Locke membedakan " puissance executrbe" dalam:

. "puissance executrice des choses qui dependent du droit des gens",

. "puissance executrice de celles qui dependmt du droit ciail".

Montesquieu menerangkan bahwa ia lebih senang jlka "puissance" rni
disebut "la puissance de jugu", tidr* lain daripada kekuasaan peradilan.

Jadi, tritannalocke adalah Lzgi^slatiue porue6 executiue power dan,federatiue pozuer.

Tritantra ata:u trias politica Montesquieu adalah:

. ia puissance legislatiue;

. ia puissance executiue;

. ia puissance dejuger

kedua tritunna tersebut adalah sama atau

kedua tritantra telah menzrmpilkan dan
Sampai pada ukuran tertentu,

lebih tepat bila dikatakan bahwa
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menerangkan "plu)er" ata:u "puissance" atal kekuasaan-kekuasaan yang ada
pada tiap republik dengan susunan kata yang berlainan. Yangjelas ialah bahwa
Montesquieu mengikuti jejak Locke. Dipengaruhi oleh keadaan dan suasana
negara Perancis ketika itu, di mana raja adalah absolut dan memerintah
sewenang-wenang, maka Montesquieu maju selangkah dalam menampilkan
teorinya. Sama dengan Locke, Montesquieu berpendirian bahwa manusia
menurut kodratnya adalah merdeka, kebalikan Sir Robert Filmer yang
bersitegang bahwa manusia menurut kodratnya adalah budak-budak, tidak
merdeka dan justru kodratnya adalah dikuasai raja. Maka satu cara untuk
menjamin berlangsungnya kemerdekaan kodrat manusia, ialah bahwa ketiga
kekuasaan, yaitu legislatiue, executiue dan de juger, harus terpisah mutlak dan
dilaksanakan oleh tiga perangkat yang terpisah mutlak pula. Harus dicegah dua
di antara kekuasaan berada pada satu tangan. Keadaan yang paling buruk ialah
bila ketika kekuasaan tersebut ada pada satu tangan. Selain dari terpisah, bobot
ketiga macam kekuasaan tersebut harus seimbang. Batas ruang lingkup antara
kekuasaan-kekuasaan tersebut ditarik dengan tegas, dan kekuasaan yang satu
tidak boleh melewati batas atau memasuki lingkungan kekuasaan yang lain.

Mungkin karena terlampau besarnya kobaran nafsu Montesquieu untuk
melenyapkan kekuasaan njayangabsolut, disebabkan tias politicasecara bulat
pada satu tangan, yaitu raja yang absolut, maka ia lupa bahwa pembedaan,
pemisahan mutlak tiga kekuasaan negara dan pelaksanaan trias politica secara
murni dan konsekuen adalah tidak mungkin, karena trias politica sendiri
mengandung unsur-unsur, yang mengakibatkan ketidakmungkinan tersebut.
Apakah unsur-unsur tersebut?

Pertama, kebutuhan manusia senantiasa bertambah dan makin kompleks.
Hubungan antarmanusia, tingkah laku dalam rangka memenuhi kebutuhan
tersebut terus berkembang, demikian rupa sehingga tidak mungkin semuanya
diatur dalam bentuk undang-undang. Keadaan mendesak atau darurat
menyebabkan perlunya pengaturan tanpa undang-undang. Badan legislatif
sendiri tidak akan mampu untuk tidak henti-hentinya menyusun undang-
undang. Ada tingkah laku yang terjadi hanya sekali saja, ada yang beberapa
kali dan ada berulang kali terjadi. Mungkin yang terakhir ini yang bisa diatur
dengan undang-undang. Fakta dari keadaan seperti di atas memaksa sebagian
kekuasaan membuat undang-undang dialihkan kepada kekuasaan eksekutif
atau bahkan kepada kekuasaan peradilan.

Kedua,jika segala dan semua perbuatan manusia diatur dengan undang-
undang, maka kekuasaan membuat undang-undang lebih berbobot daripada
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yang lain dan mendominasi dua k.ekuasaan lainnya. Ketidakseimbangan bobot

tersebut, justru harus dilahirkan oleh trias politica.

Ketiga,jika kekuasaan melaksanakan undang-undang atilu eksekutif

membuat undang-undang materiil, maka supremasi hukum yang clicita-citakan

oleh Montesquieu tidak dapat tercapai.

Keempat, adalah suatu ken'yalaan bahwa kekuasaan per'adilan tidak

saja menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan

dan menjatuhkan pidana, tetapi juga melakukan tugas lain yang bukan

menyelesaikan perselisihan, seperti mengangkat wali dan sebagainya. Demikian

pula kekuasaan membuat und:rng-undang dan kekuasaan melaksanakan

undang-undang melakukan pel:erjaan-pekerjaan lain yang tidak termasuk

dalam ruang lingkup kerjanya.

Tujuannegaraadalahadanl'amasyarakatyangteratur,danmenciptakan
keamanan dan ketertiban. Sedangkan kekuasaan membuat undang-undang

tidak sempat untuk mempersiapkan undang-undang, maka satu-satunya cara

ialah membiarkan dan mempersilahkan kekuasaan eksekutif mengatur segala

sesuatu yang belum atau tidak di:rtur dengan undang-undang. Konsekuensinya

ialah sebagai berikut.

l. Bahwa fungsi kekuasaan eksekutif tidak hanya melaksanakan undang-

undang.

2. Bahwa kekuasaan eksekutif melakukan fungsi yang seyogiarrya dilakukan

oleh kekuasaan legislatif dar:, atau peradilan.

3. Bahwa batas kekuasaan ekseliutif menjadi sulit untuk ditarik:iecara tegas.

4. Bahwa ada kekhawatiran d:rn kemungkinan timbulnya perryalahgunaan

wewenang, am:u apayang dirangkum dalam istilah Perancis: "detaurnement

de pouuoir" .

Sehubungan dengan hal-hal di atas, marilah kita pelajari kasus di negara

Belanda, di mana berdasarkan pasal 56 Grondwet (UUD) Belancla, ditentukan

bahwa, "De uituoerende macht berust bij de Koning" (kekuasaan melaksanakan

undang-undang ada di tangan Raja). Terhadap ketentuan ini, Thorbecke,

ketua dewan perubahan Grondwet mengajukan kritik dan keberatannya. Ia

mengatakan, bahwa ketentuan tersebut adalah palsu dan berbahaya, sebab raja

bisa membuat keputusan raja ten tang sesuatu hal yang sebenarnyra harus dibuat

oleh kekuasaan membuat unda.ng-undang (legislatif). Jika terjrrdi demikian,

maka raja telah melampaui batas kekuasaannya dan menjurus ke arah raja

yang sewenang-wenang atau" chicane" (perbuatan palsu atau licik secara formal).
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Oleh karena itu, menurut Thorbecke, bunyi pasal 56 Grondwet Belanda
harus diubah, misalnya menjadi, "De uituoerende macht door de Koning uitgeaoert'
(kekuasaan melaksanakan undang-undang dilakukan oleh Raja).

Buys membantah pendapat Thorbecke. Ia berkata, tidak perlu khawatir
bahwa raja akan melakukan tindakan sewenang-wenang, karena kekuasaan
raja tidak tak terbatas; hal tersebut dicantumkan pula di dalam Ctrondwet,seperti
halnya dalam penlusunan anggaran dan dengan diterimanya azas pengertian
undang-undang materiil, raja harus mendapat persetujuan dari Staten Gmeral,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Memang raja bisa menjadi malakukan
sesuatu yang tidak diatur dalam C,rondwet menurut inisiatifnya sendiri, tetapi
inipun terbatas, karena tugas " b e s taur" adalah meningkatkan kemakmuran dan
kebahagiaan rakyat lahir dan batin.

selain daripada itu, tujuan trias politica sendiri adalah justru untuk
memabatasi kekuasaan raja, sebagai raja yang absolut maupun sebagai
kekuasaan eksekutif, Trias politica ingin memberi supremasi kepada hukum.
Untuk mencapai tujuan ini kekuasaan negara harus dibagi tiga, dibatasi dengan
tegas dan dilaksanakan oleh tiga perangkat yang terpisah mutlak pula.

Adalah suatu kenyataan bahwa kekuasaan eksekutif dirasakan atau
tampaknya lebih luas daripada kekuasaan legislatif atau peradilan. Hal ini
disebabkan ruang lingkup kekuasaan eksekutif tidak menjadi mencakup
pelaksanaan undang-undang dan keputusan peradilan, tetapi mencakup
juga segala dan semua urusan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan
peradilan. Kekuasaan eksekutif tidak mempunyai batas yang tegas, dan bisa
dirumuskan sebagai berikut: "Kekuasaan melaksanakan undang-undang atau
eksekutif menyelenggarakan seluruh tugas kepentingan umum, dalam arti
tidak saja yang mencakup dalam peraturan perundang-undangan, melainkan
melakukan tugas yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, asal menjadi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Di dalam istilah pemerintahan tugas ini disebut"feies
er mes s en" (keb eb asan mempertimban gkan atau mempunyai pe nd ap at),, .

oleh karena itu, van Vollenhoven2'tidak memakai istilah eksekutif,
karena tugas eksekutif dianggap hanya meliputi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan. Van Vollenhove n memakai istilah " b es htlff", mencakup
tugas pelaksanaan peraturan perundang-undangan danfrebs ermessen. Bestuur
dapat diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. van vollenhoven

20 Van Vollenhoven, op. cir., hal. 150
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menampilkan teorinya yang bias:rnya disebut "uitrmachtenscheiding!' (uin = empat,

machten = kekuasaan dan nheiding = pemisahan), yaitu:

- regelaarsruhl = kekuasaan membuat undang-undang(regelen = mengatur);

- justitieruhl = kekuasaan peradilan;

- politizrechl = kekuasaan kepolisian;

- beshtursrecht = kekttasaan pernerintahan.

Bisa juga dikatakan bahwa. "beshntr" mencakup semua kekuasaan yang

secara tegas tidak termasuk dalam regelaarsrecht, justitierecht darr politfurecht. Mr.

Wongsonegoro menyebut teori pemisahan kekuasaan menurut Van Vollenhoven

tersebut sebagai "catur praja", tetapi karena praja berarti koteL, negeri atau

desa, secara ringkas adalah tenlpat orang bermukim/tinggal, maka kiranya

lebih tepat jika disebut"cattff tantra" (tantra = pemerintah, pemerintahan).

Tampak pada teori Van Vollenh,oven adanya diferensiasi atau dr:partementasi

"kekuasaan kepolisian" dari kekuasaan pemerintahan.

Bertolak dari pikiran bah.r,r'a pada mulanya seluruh pemerintahan atalu

kekuasaan itu hanya ada satu rnacam menjadi, yaitu pemerintahan negara

dalam arti luas dan timbulnya trins politiramaupun uinmachtnncheidimgadalahhasl'

diferensiasi pemerintahan negarit, maka pemerintahan negara dalam arti sempit

atau"beshtuf' atan"bestuursrechf'adalah sama dengan pemerintahan dalam arti

luas dikurangi kekuasaan legislatif dan kekuasaan peradilan dan polisi.

Setiap diferensiasi atau departementasi kekuasaan pemerintahan dalam

arti sempit, merupakan suatu pnlses "uitlnllbd'(penglubangan), sehingga secara

teoretis pemerintahan negara ters,ebut makin lama akan makin berkurang. Namun'

karena kemajuan dan perkembangan keadaan pemerintahan dan pemerintahan

negara senantiasa bertambah, Frroses penglubangan tidak memPengamhi luas

ruang lingkup kekuasaan melal<sanakan undang-undang atau eksekuttf ata:u

pemerintahan negara. Balrkan, krdang-kadangprosespenambahanpemerintahan

nega^ra berlangsung lebih cepat claripada proses penglubangannya,-

Van Vollenhoven berpendapat bahwa kekuasaan kepolisian mencakup

pengamanan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, mencegah

adanya pelanggaran dan mengarnbil langkah langkah lain yang dipandang perlu.

Oleh karena itu, kekuasaan kep'olisian makin lama makin berbeda atau dapat

dibedakan dari kekuasaan bestum dan terjadilah diferensiasi. Tetapi Kranenburg2r

tidak sepaham dengan Van Vollenhoven. Ia mengatakan seperti berikut.

21 Krmenburg, op . cit.,hal.444
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Teru$l mcn nu in onry Oondruet, <oal,e in de beide aoige paragraum bbek, ettelfke

bepalingm uindt betrefmdt dz beide andae ondmuapm" die Montzsquiat in em adnn rut
dt handhauing da ordz m ueiligheid noeade als specifuke taak der executiae, lal mm daar
tuuegeefs zoekan naar dugelijlu bepaltngm benefmde het bestuur (of "oppubeshmr" of
oppergezag") dar pllitiz. Daarmee is echter nbt geyad, dat de cmtralt executiate met het

politizwelm nitts U mnkm zou lubbm. Integadul" uanrwr mm <irh wen tz binnm brmgt

de dri"eerlei soorten uan tuukzaamhedm, dit in het groepslnum uallm te onderscheidar

de min of meer duurlame regeling (ruetgeuing), de daaduerkelijke ueruteaenQking

du doelddm din ordming (uinoering of beshrur), m de reachtiz tegm onregelrnatiat

gedradingm (ruhtspraak), dan is dudeQlt, dat de danduerkel{ke uuukuing uan het

deordmde leum eigmaardig behoort tot de tuuk4amheden uan fut organn met de l,eitling

aan het algunem beshnr bekut, dz (constintionelz) konary Er is gem redrn daaruoor

em qfzonderQke catagorit, buitm dtze i"d"lrr.g uallende'in te uoum".

(sedangkan orang sekarang di dalam Ctrondutet kita, seperti ternyata di
dalam paragraf terdahulu, dapat menemukan beberapa ketentuan
mengenai kedua hal pokok lainnya, yang oleh Montesquieu dalam satu
nafas dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan disebut sebagai
tugas khas eksekutif, orang akan sia-sia mencari ketentuan demikian
mengenai pemerintahan (atau "pemerintahan tertinggi" atau "kekuasaan
tertinggi") polisi. Dengan demikian, tidak berarti bahwa eksekutif pusat
tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Sebaliknya, jika orang
memasukkan ketiga macam pekerjaan yang dapat dibedakan di dalam
kehidupan golongan: pengaturan yang sedikit banyak berlaku lama
(pembuatan undang-undang), mewujudkan perbuatan nyata tujuan
pengaturan tersebut (pelaksanaan atau pemerintahan) dan reaksi terhadap
perilaku yang tidak menurut aturan (peradilan), makajelas bahwajaminan
atas perbuatan nyata atas kehidupan yang tertib anehnya termasuk
pekerjaan perangkat yang dibebani tugas pimpinan pemerintahan umum,
yattu raja (yang berkonstitusi). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk
membuat katagori tersendiri, yang ada di luar pembagian ini).

Kranenburg, juga tidak sependapat dengan ucapan Van Vollenhoven
dalam karyanya Staatsrecht Uuer<ee:

... dat politie bina altoos onder bestuur beuat, omdat men er tachtigjaar geleden zulk
em woordgebruik op na hield (bahwa polisi hampir selamanya berada di
bawah pemerintahan, karena sejak delapan puluh tahun yang lalu orang
mempergunakan istilah demikian).

Kranenburg berpendapat bahwa sesuai dengan pemecahan yang telah
diadakan oleh Van Vollenhoven, hal tersebut termasuk dalam pemerintahan
umum. Menurut Kranenburg, dasar hukumnya untuk memisahkan polisi dari
tugas pemerintahan belum cukup. Maka dengan demikian, Kranenburg masih
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membedak an adany a hany a tiga kekuasaan, yaitu : pembuat un dang-undang,

peradilan, dan pemerintahan. f)engan lain perkataan'tanpapolisi (yang tetap

dimasukkannya di dalam peme rintahan).

Uraian lain yang menari.k hati mengenai pemerintahan ialah karya

Logemann.22 Ia tidak langsung menggunakan istilah "bestuur" (pemerintahan)

melainkan "administratir" (administrasi) yang terdiri atas berbagai tugas dan

jabatan. Mungkin karena inilah, Utrecht dan lainlain memper€pnakan istilah

"administrasi negara" untukpemerintahan dalam arti sempit, istilah manakiranya

akan membingungkan yang menrpelajari ilmu pemerintahan, karena administrasi

negara dipergunakan pula untuk menerjemahkan istilahpublir adninistratinn.

Jabatan yang beraneka ragam tersebut dilaporkan dalam organisasi yang

menyelenggarakan tugas negara dalam sektor tertentu mengenai kehidupan

masyarakat. Organisasi ini dis,:but "diznst" (dina$. Selanjutnya, dinas-dinas

ini dikelompokkan lagi menunrt jenis yang ada di bawah departemen yang

bersangkutan.

Seperti telah diterangkan, lahirnya dinas-dinas ini adalah akibat proses

diferensiasi dan spesialisasi, yang terjadi karena membulatnya tugas pemerintahan

teftentu menjadi tugas yang khusus dan berbeda serta dilal<sanalan oleh ahli yang

bersangkutan sehingga hasil guna dan daya gunanya meningkat.

Di samping dinas-dinas departemental dimaksud, terdapat "Dinas
Pemerintahan" yang mempunya'i fungsi khas. Dinas Pemerintahan(Besnursdinut)

dipimpin oleh Kepala Wilayah .Pemerintahan (Hoofd van Gewestehjk; Bestuur),

seperti gubernur, bupati, dan s,:bagainya. Mereka berada langsung di bawah

GubernurJenderal, yaitu pimpirLan tertinggi Hindia Belanda. Karena kebutuhan

Dinas Pemerintahan inilah, maka Dinas Pemerintahan tidak dianggap sebagai

dinas departemental, melainkan sebagai dinas yang terpisah.

Logemann melukiskan betapa khasnya Dinas Pemerintahan ini. Dikatakan

sebagai berikut.

Het BB (oude narm) is nfut gupuitlisend op em bepaalde sector uan het maatschappe@k

leuen. Qjn fipischefunctiz is jui^st om het leuend uerbantussen die sectoren plaatseQk

waar ta nemen en te uerlorgen. l/andaar dat het BB de drager was uan oudshu der

deconcentratie. ,Qjn fipische fun,:tiz maak het tot de arbitu tussen de bouenstaande

belangen en uooral botsende geesttsgesteldheid der hetuogme rassen sociale groepm en

in daarmedt staat b.u. ztjn taak lt{ de toepassing der agrarische wetgeuing (de sociale

strld om de grond). Ermeens Qptisch is dat het BB de schalcel is met de gehandhadde

22 Logemnn,op.cit.,
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adat staatsrechtsfeer En ten dnde i: gtpisch lijn taak bij de handhaaing der openbare
rust en dus ajn straks te uermelden aandeel in de dienst der potitiz).23

(Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri, sebutan lama, tidak khusus pada
satu sektor tertentu hehidupan masyarakat. Fungsi khasnya adalah justru
untuk mengetahui dan memelihara hubungan yang hidup antara sektor-
sektor setempat: hubungan lokal kepentingan-kepentingan. Karena itu,
Pemerintahan Dalam Negeri sejak dahulu adalah pelaksana dekonsentrasi
dan bahkan desentralisasi terbatas. Fungsi khasnya membuat dia menjadi
wasit antara kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan dan terutama
pertentangan jiwa antara golongan-golongan ras dan sosial, yang heterogen
dan berhubung dengan itu, misalnya tugas pada penerapan perundang-
undangan agraia (perjuangan sosial atas tanah).Juga khas ialah, bahwa
Pemerintahan Dalam Negeri merupakan hubungan dengan suasanahukum
tata negara adat yang dipertahankan. Dan ketiga, ialah khas tugasnya pada
pemeliharaan ketenteraman umum dan dengan demikian, peranannya
dalam dinas kepolisian, yang akan diterangkan nanti).

Logemann menerangkan lebih lanjut tentang kekhasan pemerintahan
dalam negeri. Pasal 120 IS dianggap sebagai usaha yang gagal untuk membuat
suatu uraian kerja mengenai pemerintahan dalam negeri. Tetapi diakuinya
bahwa pembuatan uraian kerja tersebut tidak mudah. Kalau mengenai ciri,
maka uraian kerja yang paling sederhana adalah pemerintahan setempat.
Berdasarkan pasal 120 IS tersebut, di daerah terdapat dua macam dinas
pemerintahan (beshnrsdienst),yaitu apa yang termasuk rumah tangga provinsi,
kabupaten dan kotamadya, dan yang termasuk pemerintahan dalam negeri
(binnenlands bestuur). Selain daripada itu, ada pula urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh dinas-dinas departemental. Dengan demikian, menurut
Logemann, pengertian "bestuurslorg" meragukan. LebihJebih lagi jika janji
atau sumpah yang harus diucapkan oleh pejabat diperhatikan. Dalam sumpah
tersebut, tugas pemerintahan dirumuskan dalam kata-kata: "bersumpah untuk
meningkatkan kemakmuran daerah". Di dalam instruksi-instruksi untuk para
pejabat di luarJawa dikatakan, bahwa mereka harus menciptakan keserasian
kerja. Memang terdapat uraian kerja yang jelas, tetapi hanya mengenai
perbantuan tertentu, misalnya untuk jabatan notaris. Dengan demikian, ada
ruang yang cukup luas bagi pejabat pemerintahan dalam negeri untuk bekerja
menurut inisiatifnya sendiri. Bekerja seperti ini disebut "1freizs ermessen,'. Dari
uraian tersebut, kiranya bisa diperbedakan antaratugas wajib dan tugas bebas,
yaitu yang didasarkan atas inisiatif sendiri dan dilaksanakan tanpa mengenal

23 Logenann, op . cit , ,
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jam kerja, tempat atau suasana. Sebenarnya, tugas bebas menurut inisiatif

sendiri (freies ermessen) merupakan tugas wajib pula bagi pejabat pemerintahan

dalam negeri.

Kekhasan lain pemerintahan dalam negeri ialah bahwa tiap resorjabatan

berada dalam resor yang lain, rrLisalnya resor onderdistrik berada. di dalam resor

distrik, distrik di kabupaten, kabupaten dalam karesidenan, dzrn karesidenan

di dalam provinsi. Tiap pejab:rt pemerintah yang bersangkut:rn mempunyai

tugas yang sama, yaitu memr:lihara dan meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan resornya.

Semua jenis khas pemerintahan dalam negeri adalah akibat dari teori

sisa (ruidu theorie), yaitu bahwa segala tugas yang tidak tegas l.ermasuk tugas

pembuat undang-undang darL tugas peradilan adalah tugas pemerintahan

dalam negeri. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang

pejabat pemerintahan dalam negeri harus menjadi spesialis pemerintahan

dulu* negeri, tetapi sekaligus menjadi generalis, karena ia harus mengetahui

tugas-tugas lain yang beranekzLragam, meskipun serba sedikit'

Sebagaimana telah ditera:nkan, Logemann tidak mempergunakan istilah

"beshtuf'melainkan "administralit". Pendapatnya tentang pembagian kekuasaan

tampak jelas pada susunan bab-bab dalam naskahnya, sebagaiberikut.

Administratie (pemerintahan atau bertuur)'

fustitie (peradilan).

Vertegenwoordiging (perwakilan dan legislatif).

Logemann mengatakan bahwa jabatan pada ketiga kekuasaan di atas

masing-masing mempunyai vyewenang hukum (rechtsbeuoegdhaid). Salah satu

wewenang hukum dimaksud adalah kepolisian. Dengan demikian, polisi tidak

dibedakan atau tidak merupalian diferensiasi dari administrasi atan bestuur.

Di dalam hidup masyarakat tentu terdapat hukum yang harus ditaati

oleh setiap anggota masyarallat. Pemerintah mengadakan pengawasan atas

ditaatinya hukum tersebut dan bila perlu anggota masyarakat dipaksa untuk

menaati hukum. Wewenang memaksa atau pengamanan hukum disebut

wewenan g pen gamanan hukrrm (handhauings b ea o egdheidl. Weu,enan g tersebut

dinamakan juga wewenang atau kompetisi kepolisian.

sarjana lain yang juga mempelajari pembedaan kekuasaan negara

ialah Lemaire.2a Setelah Lemaire mengadakan analisis mengenai kekuasaan

u Lnmure, op. cit., hal. 102
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pemerintahan, ia sampai kepada kesimpulan bahwa pembedaan kekuasaan itu
tidak seperti pada tritn politica, melainkan sebagai berikut.
l. Wetgeuind(pembuat undang-undang).

2. Rechtspraah(peradilan).

3. Politie (kepolisian).

4. Bestuur (pemerintah).

5. Bestuurs4rg(urusan pemerintahan).

Ternyata kekuasaan No. l sampai dengan 4 adalah sama dengan catur
tantra-nya van vollenhoven. Mengapa kekuasaan polisi dibedakan dari
kekuasaan bestuur? Lemaire mengatakan sebagai berikut.

In de dmde pl'artts, uheit uit hetfeit dat fu inrtfuidum rechtsbeuelen metterdaad hebba ob
te uolgm, uout, dat toezuht wordt gehoudm op dfu nalning m 4 noding m oibaar de
indiuidum tot dfu naleuing worden gedwongm, uiteraard behnudens het laatste uoord da
rychtsplaak 

Dezefunctiz fuet politfu en teidt uiteindet{k tot het metterdaad aoorkomm Ef
beeindigm aan eett wederrechtet!fu ituatfu, fotiti"f gr<tgdt het {&,uingen aan em gang
uan lakm corgfrrm ha recht. Haar grondadachte is de onontbeiQkhid ron pr*iti"i
rults4rg (prhtaat, str$ stants m administratizf recht).

(Ketiga, timbul dari fakta bahwa individu-individu harus mentaati perintah
hukum dengan sungguh-sungguh, bahwa pengawasan diadakan atas
ketaatan itu dan jika.perlu.individu dipaksa r.rt,.kL.rru ainya,seharusnya
dengan kata terakhir dari pengadilan. Fungsi ini dinamian polisi dan
akhirnya menuju pada pencegahan atau penghentian yang sungguh_
sungguh keadaan yang melawan hukum, dikatakan secara positif; -.-uL.ubedalannya segala sesuatu dengan hukum. Dasar pikirannya iarah sangat
perlunya pengadaan preventif hukum demi ketertiban hukum (hukum
privat, pidana, negara, dan hukum administratif).

Meskipun demikian, Lemaire menerangkan lebih lanjut bahwa tugas atau
kekuasaan kepolisian itu tidak saja dilaksanakan oleh polisi, melainkan juga
oleh"bestuur." Ini adalah suatu bukti bahwa meskipun kekuasaan polisi itu telah
berdiferensiasi dari kekuasaan "besht 6" namun ia meninggalkan sedikit banyak
kekuasaan kepolisian pada kekuasaan"bestuur." Dengan perkataan lain, bidang
dimaksud adalah bidang tumpang tindih antara kekuasaan ,,bestLnff, dengan
kepolisian. Tentang "beshtuf', Lemaire berkata antaralain sebagai berikut.

Beltartiging uan het algemeen uteQ{n der maatschappi ,t st meer tlan bouen reeds
uerd aangutipt. De staat rurdt uoor uergroting uan h)i iatioiale inkomery em bittijke
uerdeling en een goede,buteding daaraan; htj aorgt uoor irigatie, waterteidin[ en
assautering hlgtenq buuordering uan landbouw, uisserij, n{uerheid, bedr{uei en
handel, arbei"dsmoge@kheden en socialz urede, baorderinguan kunstut mwetn:chappm
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en wat al niet meer Hl moet, of hfi wil of niet, metterdaad lich werpen in het spel

der maatschappettjke iachten; hij moet uoonttaarden II00r een ongunstige bewegin

wegnunut, oigtktnd gunstige aiorutaarden in het leuen roepm; h! maet afremmen

of"stimulerenhA uoortdurinde mtiuiteit; ter wille uan het algemeen uoortdurende

"actiuiteit; 
ter wille uan het alguneen uoortdurende actiuiteit; ter wille uan het algnnem

belang ian de organisatie ier m,natschappelijke krachten b{dragen opdat de gang

,on irr ro*rnlr,t* gelukkiauerloopt. Hetfait dat de staat rechtspersoon is d'w'z'

rechtssubjectiuiteit bi<it (drader i, ,on rrrhttn en uerplichtingen) aergemakkelijkt

,y"----:"* het maatschappeQjk leuen. H{ kan----waar hf ook aan het priuaatrecht

ii onderworpen---met noit iok met burders (en andere rechtspersonen) handelen

uolgens het priuaanecht en subjectieue rechten uitoefenen geQj de burger De staat heefi

,i[*do**)r, aerkoopt (b.u. diederen ter distributie teden betling) huurt, i:terhuut, roept

,irhting* in het leu)n Q.u.ter beuordering aan georganisurde uerkoop uan producten),

neemt"deel aan naamlo<e umnootschappen (b.u. uoor het luchtueruoer)' Dt uit <ich

it6 tp ury initiatief Constant r,rririi,n uan handelingen, die ha algemem weQin

Aiti, ulieit uoort"is, dat het <ich'. niet laat uoorschrfraen omdat het lich mmgen in de

atoeieie samenleuing utotheid m ,lus urijheid uergt. Bestuuruoeren laat <ich &n nfut

aan em stelsel uan wettelijke bel1alingen---die immers ruime. uoor<ienbaarheid aan

gebeurtenissen uerondersteikn-oidenuerpen, het kan dus omnogelfk aan uituoerind

uan wetten gekoppeld. Beshtur is em niet door de tttet gebonden n!;_ntyt te bepalm

ir, *on rer"rn hie moet worden opgetredm. Iets mders i^s, dat taakaJbakening tussen

iiensten en waarborsen ,on ,rrhtii uan geregeerdut----uitsluiten uan excessen in het

algtmeen- - - - r e ae ls eis en.

p4.rgrr-, kemakmuran umum bagi masyarakat memintaperhatian lebih

ir"y;l daripada yang telah disinggung di atas (lebih daripada kepolisian,

pn l^un), N.gura- mJ.gusah akan agar pendapatan nasional meningkat,

p.1-bugiu.ttyu yutg adil dan penggunaannya yang baik; ia mengurus

iun -Jrrgutur irigasli air mi'um dan saluran pembuangan air' kesehatan'

meningkitkan pertanian, pt:rusahaan dan perdagangan, lapangan kerja

dan keamanan sosial, peninp;katan seni dan ilmu pengetahuan dan banyak

lagi. Ia harus mau tidai mar4 dengan sungguh-sungguh menaruh perhatian

prdu p"r-ainan kekuatan-kekuatan masyarakat; ia harus rneniadakan

ilonditi gerakan yang merugikan, sebaliknya ia harus menahan atau

mendorong dengan uktit yo.tg terus-menerus; demi kepentingan umum

memba.ttu"organisasi kekuatan masyarakat agar kehidupll :'Ly"t dapat

berj alan dengan menguntungkan. Keny ataan menunjukkan, bahwa

,r.juru adala[ suatu biadan hukum (mempunyai hak dan kewajiban)

,.r."-p..*r,dah ikut sertanyer. dalam kehidupan masyarakat. Ia tunduk pada

huknm privat atasnamanyzr melakukan perbuatan hukum privat dengan

penduduk (dan badan hukurn lain) dan melakukan hukum sutrjektif seperti

penduduk.' Negara mempunyai kekayaan, menjual, membeli (misalnya

tarang untuk dildistriusikan,lengan pembayaran)' menyewa, rnenyewakan'
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mendirikan lembaga (misalnya untuk meningkatkan penjualan hasil-
hasil secara terorganisasi), ikut serta dalam perseroan terbatas misalnya
dalam lalu lintas udara. Ini dengan sendirinya, atas inisiatif yang bebas,
melakukan perbuatan terus-menerus untuk kemakmuran rakyat, berasal
dari fungsi pemerintah (bestuur). Khas untuk "bestnren" ialah bahwa ia
tidak diatur karena untuk bercampur dalam kehidupan masyarakat,
yang rumit, memerlukan kelancaran dan kebebasan. "Menyelenggrakan
gerakan pemerintah" tidak mengikat diri pada suatu tatanan undang-
undang yang memang mengatur berbagai kejadian. Menyelenggarakan
pemerintahan tidak dapat dikaitkan kepada pelaksanaan undang-undang.
"Pemerintahan" bukanlah tugas yang terikat oleh undang-undang; tidak
dapat ditentukan kapan dan bagaimana bertindak. Lain halnya dengan
penarikan batas tugas antardinas-dinas dan dengan menjamin hakrakyat-
--memerlukan berbagai aturan).

Silahkan telaah kembali betapa luasnya dan tidak terbatasnya, rumit, tidak
diduga terlebih dahulu fungsi pemerintah (bestuur), selain daripada itu waktu
dan tempat pelaksanaannya tidak tentu. Dengan jelas Lemaire mengatakan
"en u)at al niet meef'yang berarti dan bayak lagi lainnya sebagai ciri sulit untuk
menarik batas atau memerinci seluruhnya.
Perlu diperhatikan bahwa Lemaire dalam cukilan di atas:

r mempersamakan pendertian "negara" (staat) dengan "pemerintahan"
(bestuur);

r mengatakan dengan tegas bahwapenyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dibatasi dengan undang-undang dan tidak bisa pula diatur sepenuhnya;

. mempelajari "pemerintah" dari segi hukum;

. menunjukkan bahwa yang dimalsud dengan "pemerintahan" (beshrur) adalah
"pemerintahan dalam negara" atau "pemerintahan negara" dalam arti luas.

Lemaire lebih lanjut mengadakan diferensiasi lagi dari kekuasaan beshrur,yantu

yang disebut"beshturslorgl' (urusan pemerintahan). Ia berkata sebagai berikut.

De bestuursurg is in handen uan gespecialiseude diensten, die ressorterm onder de

ministeridle departanerfi. Hetgaat &s nfut aan de defuncti"e: beshrurin staatsrechtelilkl

lry te umttarrm met wat men pl.eegt te noernen de dimst uan het (binnmlands) bestuur.

Dele bestuursdi.enst heefi em spuifuke taak, nl. de 4rg dat de gapecialiseerde diensten

binnen lrun ressort met elkaar uuband blfunt lnudm en bourndim gecondentreed blijum
op de locale belangm met al hun specifielu eigenaardiahedm. De4 <ora is noding
omdat de gespeciliseerde dinxten uootuloeim uit en dus gedirigeerd utorden door cmtrale
ministeries waardoor het geuaar dreigt dat in het aefde ressort elke diznst op <ich uan

de andere en uoorts uan sBecinle locab eisen ueniliderd raakt.
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(Urusan pemerintahan ada di tangan dinas-dinas khusus yang bernaung
di bawah kementerian-kerrienterian. Jadi, bukan mengenai fungsi:
pemerintah dalam pengertiarr tata negara, dikelirukan dengan apa yang

dinamakan dinas pemerintahan (dalam negeri). Dinas pemerintahan ini
mempunyai tugas khas, yaitu rnengusahakan agar dinas-dinas khusus yang

ada di wilayahnya tetap berhubungan satu sama lain dan selain daripada
itu, agar tetap memusatkan perhatiannyapada kepentingan daerah
setempat dengan segala sifat kJrasnya. Usaha ini perlu, karena dinas khusus

tadi menginduk kepada dan c,leh karena itu, dipimpin oleh kementerian-
kementerian pusat, sehingga adabahaya. bahwa di wilayah yang sama

tiap dinas akan saling menjauhi kebutuhan lohal yang khas).

Dari uraian di muka dapat disur;un ringkasan berikut.

L Pemerintahan dalam arti luas, yang meliputi semua kekuasaan negara)

yaitu seluruh trias pllitica (Montesquieu), caturtantra $lanVollenhoven) atau

p anc atantra (Lemaire).

2. Pemerintahan dalam arti sernpit, yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif

(Montesqiueu) atau bestuur fy'an Vollenhoven) atan bestuur dan besttlursqorg

(Lemaire).

Segala sesuatu di dunia ini t,erada dalam pasangan, seperti cli dalam gelap

terdapat terang, di dalam baik terdapat buruk, demikian pula sebaliknya dan

seterusnya.Jika sejenak diperh:Ltikan, trhs politi.cayang menghendaki adanya

pembedaan dan pemisahan mutlak tiga macam kekuasaan, mengandung

pula antitesis. Ketiga kekuasaan dimaksud bisa dibedakan, meskipun tidak
dapat ditarik garis pembedaan yang tegas, namun tidak dapat dipisahkan,

sebagaimanaternyatadalam przrktik. Ini berarti bahwa pemerintah tidak dapat

dipisahkan dari kekuasaan mernLbuat undang-undang, melaksanakan undang-

undang dan mengamankan unclang-undang.

Dengan lain perkataan, ilmu pemerintahan dan ilmu hukurn mempunyai

hubungan yang erat. Antara ilmu pemerintahan denaan ilmu hukum terdapat

tumpang tindih yang sangat lua:i, di mana terdapat hal ihwal, gejala-gejala dan

masalah-masalah yang dipelajari bersama, antara lain seperti berikut.

l. Tujuan pemerintah fan) dan tujuan hukum adalah sama, yaitu menciptakan

perdamaian, keteraturan, lietertiban dan keamanan serta menegakkan

keadilan dalam hidup masyarakat dengan mengadakan norma-norma
tingkah laku.

2. Norma atau tatanan hukunr dibuat oleh kekuasaan pemerintah maupun

kekuasaan peradilan.
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3. Pemerintahan dalam arti luas mencakup kekuasaan yudikatif legislatif
maupun eksekutif, Tugasnya ialah menciptakan ketertiban dan keteraturan

dalam hidup masyarakat.

+. Kekuasaan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutit adalah pelal<sanaan

hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif dan yudikatif dan yang dibuat

oleh eksekutif sendiri dan bersama-sama dengan kekuasaan lainnya.

5. Sama-sama terikat dan berpedoman pada hukum tata pemerintahan atau

hukum tata usaha negara.

6. Sama-sama melaksanakan hukum dan mengawasi ditaatinya hukum
dan bila perlu masyarakat dipaksa untuk menaati hukum; sama-sama
mempunyai wewenang pengamanan hukum.

7 . Sama-sama merupakan subsistem dari sistem pemerintahan dalam arti luas.

B. Sama-sama mempelajari, jabatan-j abatan apa ya\g dimiliki wewenang

hukum, siapa yang mengadakan jabatan itu dan mengapa, apa tujuannya;
cara bagaimana jabatan itu diisi; apa wewenang hukumnya; apa fungsi

pejabat itu; hubungan intern mereka dan sebagainya.

Kiranya adalah tidak mungkin untuk memerinci semua kaitan antara
Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hukum karena sangat banyak dan aneka

ragamnya hubungan dimaksud. Selain daripada itu, tidak mungkin pula
untuk tiap hubungan terpisah dari yang lainnya. Demikian erat hubunga\nya)
sehingga pada penjajahan Hindia Belanda para lulusan dari MOSVIA atau

pejabat pamong praja dianggap bahkan harus mampu menjalankan tugas

kepamongprajaan, yaitu kekuasaan eksekutif, sebagai alat hukum seperti

menjadi, jaksa bahkan hakim, dan sebagai polisi. Dengan lain perkataan,
mereka harus menguasai benar-benar bidang kekuasaan eksekutif, yudikatif
dan bahkan legislatif (karena iajuga menjadi ketua dewan (perwakilan) rakyat

kabupaten; " regentschapsraat'), menurut istilah-istilah Motesquieu.

Dari uraian di atas dapat kiranya dibuat ringkasan sebagai berikut:
hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum berupa satu

bidang tumpang tindih yang mencakup aktivitas hukum jika dilihat dari segi

pemerintah (-an) atau aktivitas pemerintah (-an)jika dilihat dari segi hukum.
Dengan lain perkataan, bahwajika bidang tumpang tindih tersebut dilihat dari
segi ilmu pemerintahan adalah termasuk ilmu pemerintahan dan jika dilihat
dari segi hukum, ilmu hukum termasuk bidang ilmu hukum.

Demikian pula para lulusan Institut Ilmu Pemerintahan kini dituntut untuk
menguasai, sedikitnya banyak mengetahui tentang hukum atau ilmu hukum,
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karena dalam melaksanakan tugasnya banyak hal yang berkaitan dengan

ilmu hukum, meskipun beberapa tugas di bidang kepolisian dan kejaksaan

tampaknya tidak sepenuhnya lagi berada pada pamong praja.

Ilmu pemerintahan sekali Lgi tidak perlu khawatir akan kepunahannya
khususnya di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

yang berbobot pemerintahan clan karenanya memberi peluang besar bagi
berkembangnya ilmu pemerintahan.

Dengan berkembangnya ilrrLu-ilmu sosial yang bertumpang tindih dengan
ilmu pemerintahan dan semua bidang tumpang tindih hampir meliputi
keseluruhan ilmu pemerintahan, maka ilmu pemerintahan patut berkembang
meskipun tanpa usaha sendiri.

Meskipun demikian, baik kiranya bila ada motivasi tarnbahan bagi
berkembangnya ilmu pemerintahan. Motivasi tersebut hendaknya diselenggarakan

oleh setiap badan dan organ pernerintah. Semua perangkat pemerintah harus

menyadari betapa pentingnya ilmu pemerintahan bagi penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia, lebihJebih lagi pada masa pembangunan dewasa ini.
Hanya dengan menerapkan perrLerintahan secara ilmiah, usaha rneningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rnasyarakat akan mencapndayaguna dan hasil

guna yang maksimal.
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ILMU PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT ItMU PEMERINTAHAN

t. Karrsna"

q{a"l"t-t sulit, bahkan barangkali kita tidak akan menemukan suatu

I I formula yang pasti untuk menentukan karakteristik yang ideal bagi suatu
keilmuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kegiatan yang bersifat keilmuan,
pertumbuhan dan perkemban gannya bervariasi tergantung pada orientasi
yang berbeda. Ada para ilmuwan yang secara terus-menerus mengembangkan
bidang tertentu menjadi suatu generalisasi melalui suatu pengkajian yang
diperoleh dari pengalaman dan disusun sedemikian menurut azas-azas tertentu
sehingga menjadi kesatuan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Di
lain pihak, ada pula yang menitikberatkannyapada elaborasi sistem deduktif
di mana generalisasi tersebut diperoleh dari hipotesis yang belum tentu secara
langsung kebenarannya dapat diuji. Mungkin ada pula yang lebih berorientasi
pada hal-hal yang bersifat alamiah misalnya sejarah.

Kalau kita melihat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pemerintahan
bagaimanapunjuga kita akan terpengaruh oleh orientasi aspek-aspek tersebut,

baik terjadinya pasang-surut studi pemerintahan dalam lembaga-lembaga
pendidikan maupun pandangan yang berbeda terhadap kedudukan ilmu
pemerintahan dalam rangka keilmuan.

Tidak Perlu Ada Keraguan Terhadap llmu Pemerintahan

Ketidakj elasan mengenai pengertian pemerintahan bermula dari timbulnya
bermacam-macam peristilahan yang penalarannya dicampuradukkan
(interchangeabla), baik istilah dalam bahasa asing maupun dalam bahasa nasional,
seperti gouernment, pemerintahan, public administration, ilmu usaha negara,
administrasi negara, administrasi pemerintahan, dan lainJain, yang dalam
memberikan batasan dan pengertian sangat berlain-lainan, tergantung pada
berbagai aspek pandangan yang berbeda-beda.
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Pasang surutnya studi tentang pemerintahan, yang antara lrain menimpa

pula Universitas Gadjah Maila yang pada sekitar tahun lima puluhan
mengubah atau menghilangkan-[urusan Pemerintahan yang semula bernaung

di bawah Fakultas HESR yang k.emudian dipecah menjadi beberapa fakultas

dan muncullah Jurusan Ilmu Llsaha Negara sebagai salah satu jurusan di
dalam Fakultas Sosial dan Politikyangkemudian diubah menjadiJurusan Ilmu
Administrasi Neagra, tampakn'ra bukanlah suatu alasan bagi UGM untuk
mengurangi usaha pengembangan ilmu pemerintahan. Sebab kenyataannya,

beberapa mata kuliah yang menggunakan term pemerint.ahan masih
dipergunakan, seperti antara lzrin Pengantar Ilmu Pemerintahan, Analisis

Pemerintahan, Perbandingan Pernerintahan dengan menggunakrn buku-buku

sebagai literatur yang diwajibkan seperti bukunya Van Poelje, Krannenburg,

van Vollenhoven, dan lain-lain. B;ahkan ada beberapamatakuliah tersebut, baik

sebagai mata kuliah wajib maupun pilihan yang dikenakan kepada yang bukan

Jurusan Ilmu Usaha Negara/Administrasi Negara, seperti Jurusan Sosiologi.

Mungkin pada waktu itu, IJrriversitas Gadjah Mada masih mencari bentuk

sistem dan konsep tentang pengenrbangan ilmu pemerintahan yang berbarengan

dengan diintroduksikannya studi mengenai public adrninistration, terutama oleh

para ahli dari Amerika Serikat. J)engan diterjemahkannya publit: administration

menjadi ilmu usaha negara yang;kemudian diubah menjadi ilmtr administrasi

negara, dengan menghapuskanjurusan ilmu pemerintahan, mal<a mulai timbul
pertanyaan dalam pikiran kita perlukah ilmu pemerintahan dikembangkan
sebagai disiplin ilmu tersendiri yang mempunyai ciri-ciri fenomena universal.

Dalam pada itu, bagaimana kita mendudukan ilmu pemerintahan dalam

hubungannya dengan ilmu administrasi negara dan ilmu politik.

Bagaimanajuga fenomena premerintahan terutama di negaril dunia ketiga

merupakan objek studi yang mcnarik, di mana perhatian para Sarjana Ilmu
Politik terhadap lapangan ini memberi dampak meluas pada era lima puluhan.

Di masa itu pengkajian atas lapangan studi ini dapat dikatakan relatif masih

baru, sehingga merupakan peluang yang baik untuk mengemba.ngkannya.

Apabila kita bertitik tolak dari teori pembagian kekuasaan dalam pemerintahan,

tampaknya tidak begitu sulit untuk mendudukkan ilmu pemerintahan dalam

hubungannya dengan ilmu adnLinistrasi negara dan ilmu politik. Teori yang

dikembangkan oleh Van Vollenhoven misalnya, membagi 4 kekuasaan dalam

pemerintahan (bahntr,pemerintahan dalam arti sempit);lolitiz;kekuasaanperadilan;

dan kekuasaan perundang-undangan. Beshturharus disebut pertamzL, karena tugas

beshur dalam suatu negara modern mempunyai tugas yang lebih luas daripada
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hanya melaksanakan undang-undang saja, seperti dalam teoi- hitls p4liti^ca. Tirgas
bestuur dalam suatu negara hukum modern meliputi penyelengaraan segara
sesuatu yang tidak termasukmempertahankan ketertiban hukum secarapreventif,,
mengadili dan membuat aturan perundang-undangan. Karena pemerintahan
modern turut serLa secara aktif dalam pergaulan sosial, maka lapangan pekerjaan/
fungsi beshtur yang dapat disebut sisa lapangan pekerjaan b)*indron*, setelah
diambil lapangan pekerjaan/fungsi-fun gsipolitb,peradlan dan pembuatan aturan
perundangundangan adalah lebih luas daripada lapangan ketiga kekuasaan lain
itu bersama-sarna. Prof van vollenhoven menyatakan, sifat bistuur sebagat ,,em

ur! oucrlrci'dnn sebagaaAazdrilf @at) atlnminst ann ruetu|,ljlw uoorschrfim gektuisterd (u)" d*
"/ut spontaan en <p&tnndtg betmrtigm uan lat belnng uan lnnd m uolk door hoogere m hnere
oanludm". Sebagai fungsi yangkeduaadarahpolitiz,yangmenurutvan Vollenhoven
menjalankan prnmtime rechts4rg, yatitmemalsa penduduk suatu wilayah menaati
ketertiban hukum serta mengadakan perjagaan sebelumnya (preventif) supaya
tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Fungsi membuat peraturan disebut oleh
van vollenhoven sebagai funpi terakhir yang dianggapnya tidak mengherankan,
karena perkembangan cepat negara modern telah memperlihatkan bahwajustru
pekerjaan pembuat peraturan bukanlah pekerjaan terpenting dibanding dengan
fungsi beshmryang dipandang luas itu.

Kalau kita memperlihatkan imbangan kekuasaan antara badan-badan
kenegaraan tersebut, hal itu tergantung pada corak demokrasi dan sistem
pemerintahan negara )ang bersangkutan, misalnya negara yang bercorak demokrasi
Barat pada umumnya melukiskan kecenderungan suatu sistem pemerintahan
demokrasi parlementer, sehingga imbangan kekuasaan ini terletak pada titik
berat kepada siapa kekuasaan pemerintah negara itu lebih dipusatkan. Apakah
itu dipusatkan di tangan badan legislatif ataukah berpindah-pindah antara badan
legislatif dengan elsekuti{ berganti-ganti menurutkemungkinan tercantum dalam
konstitusi, seperti antara lain di perancis, atau sebaliknya, titik berat kekuasaan
terpusat di tangan pihak eksekutif yakni di tangan presiden, seperti di Amerika
serikat atau di tangan perdana menteri, seperti di Inggris, dan lainlain.

Di dalam paham administrasi modern sekarang dianut pendirian
bahwa betapa pun bervariasinya sistem yang dianut, maka penyelengg araan
pemerintahan dalam suatu negara selalu dijalankan oleh dua golongan
perangkat pemerintahan,yaitu: pertnrna,perangkat pemerintahan yang bertugas
menentukan politik negara; dan ludua,perangkat pemerintahan yang tugasnya
menjalankan atau melaksanakan politik negara yang telah ditentukan oleh
perangkat pemerintahan yang pertama. Jadi, pada lapangan yang perrama
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adalah lapangan yang menentukan tujuan, sedangkan lapangan yang kedua

adalah lapangan yung -.r.ulisasikan tujuan yang telah ditentukan itu. Para

p..rgun,ripendirian ini, antara lain Hans Kelsen, A'M' Donner; dan FrankJ'

Goodnow. Gambaran tentang kedua lapangan ini sesuai dengan adanya d]ua

fase kegiatan yang biasanya dilalui oleh setiap pemerintahan negara, yaitu fase

pertama menentukan "apa" yalrg akan ditempuh oleh penghidupan negara'

yang dalam menjalankan usaha ini orang berada dalam lapangan politik. Fase

yurr! k.drru adalah menentukan bagaimana" menyelenggarakan keputusan
'(pokl)yang 

telah ditetapkan dalam lapangan politik tadi dilaksanakan; pada

f.r.-yu.rg k.drru ini orang tidak lagi menentukan jurusan pr:rkembangan

penghidupan negara, melainkeLn berusaha untuk merealisasikan keputusan

yurrg t.tul, diambil mengenaijurusan perkembangan penghidupan negara itu,

agar tercapai dengan sebaik-barLknya.

Kalau kita mengikuti pendirian bahwa segala kegiatan pemerintahan

negara merupakan kegiatan politik, maka dalam penggolongan di atas dapatlah

dikatakan bahwa golongan pertama merupakan kegiatan p6litik als ethiek,

yaitu menetapkan staatsdoeleillm ratau menyatakan kehendak negzrra, sedangkan

golongan kedua adalah p ohnkak ttchnfuk" dalam arti melalsanakan haluan negaxa

atau melalsanakan kehendak nel4ara (E. Koswara, Hubrmgan antnra EftsekuQf daryan

I"g"ktf Tindaknn sehinr Kedudukan Izmbaga Pmt:akilan Rafu,tat, I 968).

Dari uraian di atas, barangkali kita dapat menyatakan bahwa kegiatan

yang dilakukan oleh perangkat'pemerintahan yang kedua atau kegiatan dalam

fase kedua itu adalah lapanga.n ilmu administrasi negara ata1o bestuur, dan

mungkin atas dasar pendirian ini pula men gapa bestutnslantds menurut Van Poelje

dipersamakan dengan ilmu adnrinistrasi negara. Perbedaan titik berat mungkin

bisa dilihat, misalnya pendirian Leonard D' White yang lebih menekankan

bahwa the immedinte obj)ctiue of public administration is the most ffict"mt utiliaation of

resnurces at the disposal of fficink md unplo2ees (L.D. White , Introduction to the Study

of fubtic Adrninistration,lg55), tetapi di bagian lain ia tetap menyatakan bahwa

unsur public administrati.on adald6' execution of public policy'

Pembahasan dalam bagiarr ini sekedar melengkapijawaban atas sebagian

pertanyaan yang diajukan pcnyaji pada halaman 7 dan B serta berbagai

pendekattn yangdiajukan penyaji yang sangat mendalam yang;didukung oleh

pembuktian referensi literatur yang cukup relevan'

Pada bagian lain dalam pembahasan, kami ingin menyarankan agar untuk

penkajian lebih lanjut kiranya perlu dikembangkan berbagai alternatif dalam

-.rrgu.lrrkun pendekatan-pendekatan tersebut yang kiranya relevan untuk
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diterapkan dalam rangka mengembangkan konsep-konsep ilmu pemerintahan
pada Institut Ilmu Pemerintahan.

Dengan demikian, keraguan terhadap eksistensi keilmuan ilmu pemerintahan
tidak perlu ada.

Bagainana ltlendudukkan dan lrlengembangkan llmu Pemerintahan pada Institut
llmu Pemerintahan

Sejak didirikannya IIP pada tahun 1967, yang disahkan dengan Keputusan
Presiden Nomor 119 Tahun 1967, pengembangan pemikiran tentang ilmu
pemerintahan menunjukkan progres yang cukup maju berkat para pengasuh IIp
yang terus-menerus memikirkan tentang pengembangan ilmu pemerintahan, baik
melalui seminar-seminar, diskusi-diskusi maupun penulisan makalah-makalah.

Sementara, ada anggapan bahwa pengembangan konsepsi ilmu
pemerintahan, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai seni dan
teknik pemerintahan, secara hipotetis masih dipandang sebagai suatu konsepsi
yang berlaku umum, sehingga belum dapat menjawab tantangan tugas pokok
dan fungsi Departemen Dalam Negeri yang walaup.r., dulu- konstelasi
Pemerintahan RI, mempunyai kedudukan yang sama dengan departemen
sektoral lainnya, yaitu menyandang tugas dekonsentrasi horizontal sebagai
Pembantu Presiden, namun secara vertikal ke daerah, posisi, fungsi dan peranan
Departemen Dalam Negeri mempunyai karakter tersendiri. Misalnya saja
penjabaran Pasal22 UU No. 5 Tahun 1974 yangmenyatakan bahwa dalam
menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah, kepala daerah
menurut hierarki bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Dalam
Negeri' Dalam praktiknya, nilai pertanggungjawaban tersebut terletak juga
pada Menteri Dalam Negeri, dalam arti tidak hanya sekedar lewat, melainkan
memerlukan pembinaan , guid.mtce melalui sistem dan pola yang secara konseptual
maupun operasional benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
pembinaan umum yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri t..huJup
perangkat di daerah dapat diandalkan. Belum lagi pembinaan terhadap
pelaksanaan Pasal80, Bl dan 85 uu No. 5 Tahun rgT4yangjuga membawa
implikasi yang cukup luas dan rumit. Dalam statuta IIp sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor lB Tahun 1973 ditegaskan
bahwa tugas pokok dan fungsi IIp adalah: tugas pokok IIp adalah membentuk
pejabarpejabat sarjana ilmu pemerintahan dalam lingkungan Departemen
Dalam Negeri, agar menjadi pejabarpejabat yang berjiwa plncasila, berilmu
pengetahuan, ahli dan cakap dalam melaksanakan tugasnya, serta mempunyai

Ilmu Pemerintahan di Lingkungan Institut Ilmu pemerintahan
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kesetiaan terhadap negara dan pemerintah, keinsyafan bertanggung jawab

untuk tercapainya tujuan negarzr dan pemerintah. Ada 4 fungsi utama berikut

yang dibebankan kePada IIP.

L Menyelenggarakan pendiclikan akademis tertinggi bagi kader-kader

pemerintahan dalam negeri

2. 
'M.ty.l.tggarakan 

penelitian dan pengembangan, baik penelitian dan

penge-bu.rgan kurikulum pada llP, maupun penelitian pengembangan

penyelengg araanpemerintahan dalam negeri'

I

Memberikan konsultasi masalah-masalah pemerintahan da1am nege'.

Menyelenggarakan usaha-usaha kemasyarakatan yang positif untuk

kepentingan pembangunan,

Dalam melihat kedudukan, tusas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri

yangmempanyaikaraktertersendiridalamkonstalasinasional,dihubungkan
;."g." tugas pokok dan fungsi 

'tama 
dari IIP sebagaimana tersebut tadi, maka

pertlnyaan sebag.i-ana di{uka' daiam apayang disebut Keblaksanaan Menteri

buU* Negeri 9 D"re-b., tgt;+, yang dikutip oleh penyaji pa'da halaman 3

makalahnya, adalah tantangan yzmg harus htajawab bagi penentuan strategi dasar

dalam mendudukkan ilmu pemerintahan pada institut llmu Pemerintahan ataupun

pada akademi-akademi pemerintahan lainnya dalam lingkungan Departemen

Dalam Negeri.

Kalau IIP mendidik dan menelorkan kader-kader pemerintahan yang khusus

bersifat kedalamnegerian, apakah berarti kita akan menciptakan sarjana-sarjana

ilmu pemerintahan yang berp redtkat specinlistdalam kualifikasi seperti yang dikatalan

obh L.D. lVhite dalam-buku nya Inhoducti,on tn tlu Stub 0f Publix Adrninisnatinnbahwa

spuinlist adalah a man who know.; more and more about kss and lcss? Padahal dalam

kenyataan di lapangan, boleh dik*akan hampir seluruh departemen teknis/sektoral

yangmelakukankegiatan di daefifi, baikdalam tingkatkebijaksanazLn, perencanaan

maupunpelaksanaan,selalunrengadakanhubunganfungsionalbaikdengan
D.purte-en Dalam Negeri di t,ngkat pusat maupun dengan pemerintah daerah

di tingkat daerah, sehingga kalz,u seseorang pejabat Departemerr Dalam Negeri

dirrrdurrg oleh Departemen Pertambangan untuk membicarakan masalah galian

C -isaltrya, maka betapa pun juga pejabat Departemen Dalam Negeri tersebut

harus menguasai tentang galian C, sekalipun hanyaserba sedikit'

Kalau demikian halnYa,

sB ecinlist, melainkan gmeralist

kader ilmu pemerintahan yang diperlukan bukan

u,ho knows less and less about more and more' Dalam

hubungan ini, ada sementara orang berpendapat justru karena dibutuhkan

k.-u-prrun dalam rangka fuubungan inter dan cross sekto'al, maka pada
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Departemen Dalam Negeri diperlukan tenaga-tenaga teknis spesialis. Pendirian
ini barangkali kurang beralasan, karena kalau demikian, seolah-olah di
lingkungan Departemen Dalam Negeri akan terbentuk departemen sektoral
bayangan, kecuali bagi tenaga-tenaga pelaksana operasional pada dinas-dinas
teknis yang urusannya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi
urusan rumah tangga daerah (otonom), misalnya dinas pertanian, pekerjaan
umum, dinas kesehatan, dan lainJain.

Alternatif lain untuk mendudukkan ilmu pemerintahan yang bersifat
kedalamnegerian adalah berorientasi pada fungsi masing-masing komponen di
lingkungan Departemen Dalam Negeri, terutama komponen direktoratjenderal
yang secara substantif mempunyai fungsi operasional di daerah. Mengenai
pertanyaan yang kedua, apakah benar bahwa orang yang telah mempunyai
predikat kesarjaan benar-benar cakap untuk memimpin Pemerintahan Dalam
Negeri. Pertanyaan ini muncul dari sikap yang apriori bahwa untuk menjalankan
tugas di lingkungan Departemen Dalam Negeri tidak perlu seorang sarjana.
Ini adalah suatu pendirian yang keliru, karena justru dengan beban yang
semakin berat bagi Departemen Dalam Negeri yang secara vertikal ke daerah
memikul tugas dan tanggung jawab membina penyeleng garaan pemerintahan
umum dan otonomi daerah dengan aspek-aspek pembangunanny% sedangkan
secara horizontal harus mampu menciptakan koordinasi antarsektor di tingkat
pusat sebagai prasyarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan terpadu di daerah, baik di tingkat perencanaan
maupun pelaksanaan, dan sebagai konsekuensi pelaksanaan azas desentralisasi
dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan, yang harus secara simultan di
laksanakan di daerah, maka kemampuan ilmiah, berpikir analitis, bersikap
objektif dan bertindak rasional bagi para pejabat di lingkungan Departemen
Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun di daerah, bahkan sampai ke
tingkat pemerintahan, yang paling rendah adalah mutlak diperlukan, di samping
kemampuan keterampilan (Departemen Dalam Negeri mungkin departemen
yang sangat sedikit memiliki tenaga-tenaga sarjana yang berkualitas S-2 dan
S-3). Masalahnya apakah pendidikan akademis tertinggi bagi kader-kader
pemerintahan dalam negeri yang diselenggaralran oleh IIP mempunyai derajat
yang sama dengan kesarjaan S-l? Kalau memperhatikan statuta IIP tegas

dinyatakan bahwa IIP melakukan pengajaran lanjutan atas akademi-akademi di
lingkungan Departemen Dalam Negeri, dan merekayang telah lulus ujian sarjana
lengkap memperoleh sebutan Sarjana Ilmu Pemerintahan dan berhak memakai
gelar Drs. atau Dra., bahkan IIP dapat menyelenggarakan promosi doktor atau
memberihan gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu pemerintahan.
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Masalahnya, sekarang mungkin soal status dan kewenarlgan' apakah

bagi perguruan tinggi kedinasar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat

diberikan kewenangan untuk me nyelenggarakan pendidikan gelar? Sedangkan

mengenai penyelengg ar aan pendidikannya sendiri di lingkungan IIP, melihat

perkembangan sampai sekarang dengan perangkat personil tenaga pengajar

dan sarana yang ada, kiranya tirlak perlu ada keraguan bagi kernampuan IIP
untuk menyelenggarakan pendi,Jikan tinggr ilmu pemerintahan,

Mengenai metodologi dan sistematik keilmuan yang kiranya dapat

diterapkan dan dikembangkan dalam pendidikan ilmu pemerintahan di IIR
sebaiknya dikaji lebih mendalam dengan menghubungkan dan mengidentifikasi

tugas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri di tingkat pusat, yang

ditetapkan atas dasar Kepprer; terbaru, yaitu Keppres Nomor 47 Tahtn
1985 yang dituangkan ke dalarn Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai

pengganti/penyempurnaan SK Mendagri Nomor 72'[ahrn 1981. Di tingkat

daerah, perlu diidentifikasi benbagai peraturan dan Keputusan Mendagri

yang menetapkan tugas dan fungsi perangkat pemerintah daerah, baik dalam

I ingkungan sekretariat wilayah / daerah, dinas-dinas daerah maupun unit-

unit pelaksana wilayah sebagai perangkat dekonsentrasi departemen dalam

negeri. Hal ini dipandang perlu sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan

pendidikan akademis tertinggrL di lingkungan IIP, yang berorientasi pada

terlaksananya tudas dan fungsi,Departemen Dalam Negeri.
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ILMU PEMERINTAHAN
DI LTNGKU.NGAN INSTITUT' IIMU

PEMERINTAHAN
(Sebuah Perspektif)

?a&rdlifa?tdnala.'
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Temu Ilmiah Pengkajian Ilmu Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan

Keputusan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri
tanggal 12 Desember l9B4 Nomor 60 Tahun 1984. Tujuan Temu Ilmiah
sebagaimana dinyatakan dalam temanya ialah Pengkajian Ilmu Pemerintahan
Dalam Rangka Memantapkan Aparatur Pemerintahan yang Bertakwa, Arif
dan Berwibawa.

Di dalam temu ilmiah tersebut disajikan berbagai makalah dan salah satu

di antaranya adalah makalah berjudul Ilrnu Pmrcrintahan di Lingkungan Instint llrnu

Parmintnlunini. Draf pertama tulisan ini telah dibahas dalam diskusi yang dihadiri
oleh antara lain (disusun menurut urutan pembahasan) Prof, Dr. S. Pamudji,
MPA (Irjen Depdagri), Dr. Soewargono, M.A. (Purek I IIP), Dra. H. Nurul Aini
(Sekjur Politik IIP), Drs. S. Moertono, M.A. pirektur Laboratorium dan Museum
Pemerintahan IIP), Dr. Isrnail Husin (Dosen Tetap IIP), Rafiuddin F{amarung
S.H. (KepalaJurusan Keuangan Daerah IIP), Drs. Koen{oro Danoedarjono
(KepalaJurusan Pembangunan IIP), Drs. B.P Moeljadi (Dosen Tetap IIP), Drs.

Lailil Kadar (KepalaJurusan Administrasi IIP), Dra. H. Zamhb Islamie (Rektor
IIP), Drs. Koensoebekti (Sekretaris Senat dan Wakil Rektor IIP), dan Drs. M.
Ryaas Rasyid (KepalaJurusan Politik IIP), pada tanggal l lJuli l9B5 di Institut
Ilmu PemerintahanJakarta. Kritik dan saran yang diajukan dalam pembahasan

sedapat-dapatnya mendapat perhatian penulis dalam menyusun naskah ini.
Walaupun demikian, segala kekurangan, kelemahan, bahkan kekeliruan yane
terkandung di dalamnya merupakan tanggungjawab penulis sendiri.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada para
pembahas di atas dan kepada para pembahas dalam forum temu ilmiah yang
penulis muliakan.

Guru Besu Institut Ilmu Pemerintahm (IIP) Jakarta



Pasang Surut Studi Pemerintaharn

Studi tentang Pemerintaharr di Indonesia ternyata mengalarrri pasang surut.

Sebuah "flashback" menguak m.asa silam tatkala di lingkungan Bagian Sosial

dan Politik Fakultas Hukum Sosial dan Politik (FHSP); Univr:rsitas Gadjah

Mada (berdasarkan PP No. 37 / 1950 tentang Statuta universitas tersebut),

dibentukJurusan Pemerintaharr. Berbagai pengamatan memberi kesan bahwa

perkembangan jurusan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh aliran kontinental

dalam hal ajaran (tentang) pr:merintahan yang diberi nama Bestuurskunde

(cetakan pertama buku Prol G.. A. van Poelje berjudul Algemene Inbiding tot de

Bestuursjunde, diterbitkan pada tahun 1942 dan cetakan kedua tahun 1953).

Ilmu ini berkembang di Eropa pada awal abad 20. Menurut van Poelje, apa

yang di negerinya disebut Bestuurekunde (Ilmu Pemerintahan) setrenarnya sama

saja dengan apayang di negerlAnglo Saxon diberi rran;'a Publ;ic Administration

(Ilmu Administrasi Negara).

Namun demikian, di Indonesia perkembangnya lain. Tanggal I September

1952 pada FHSP Universitas ,Gadjah Mada ditambahkan Bagian Ekonomi

sehingga namanyamenjadi Faliultas Hukum, Ekonomi, dan Sosial dan Politik

(FHESP). Bagian Sosial dan lalitik FHESP pada tahun 1955 di tingkatkan

menjadi Fakultas. Sosial dan Politik (FSP) dan pada tahun 1957 disusun menjadi

limajurusan ) antaralainJurusaLn Ilmu Usaha Negara yang kemudian menjadi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara,Jurusan (Ilmu) Pemerintahan rlitiadakan. Hal
ini memberi kesan seakan-akarr ilmu administrasi negara identik dengan ilmu

pemerintahar- atau studi menp;enai ilmu pemerintahan terabaikan. Rupanya

tidaklah demikian, pada tahun kuliah 1964-l965,Jurusan Ilmu Pemerintahan

dihidupkan kembali dengan tujuan membentuk sarjana-sarjana dalam bidang
pemerintahan yang kelak diharapkan marnpu menyurnbangk:rn keahliannya

di lingkungan negara sebagai pejabat-pejabat pemerintah di pusat dan daerah

yang tenrtama menentukan"polic2" maupun di lingkungan masYarakat sebagai

wakil-wakil rakyat atau tokoh politik yang terutama mempengaruhi "policy"

(Buku Petunjuk 1973).

Jika di lingkungan Unir,'ersitas Gadjah Mada perkembangan ilmu
pemerintahan menggembirakzLn, nyaris tidak demikian halnya di lingkungan

Departemen Dalam Negeri sebagai konsumen utama produk lembaga

pendidikan ilmu pemerintahar:1. Untuk kepentingan penyempurnaan susunan

dan kesanggupan kantor pemerintah di lingkungan kementerian (kini
Departemen Dalam Negeri), pzLda tahun 1956 di kota Malang didirikan sebuah

akademi yang diberi nama Aliademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDI\.
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Kendatipun di akademi ini diajarkan berbagai bahan yang menyangkut
bidang pemerintahan seperti Pengantar Ilmu Pemerintahan dan Politik
Indonesia, Ilmu Perbandingan Pemerintahan dan Administrasi, dan Hukum
Perbandingan Pemerintahan, pada mulanya APDN bertitik berat di bidang
Administrasi Negara. Beberapa aht International Cooperation Adrninistration (ICA)
dan mungkin badan internasionai lain, seperti Garth N.Jones, M.E Walker, C.

Henry Bush, William D. Garvey, danJames'D. Keys, memegang andil dalam

fase awal pertumbuhan APDN tersebut. Ketika APDN dipandang telah tiba
pada tahap peningkatan fungsinya untuk memenuhi tuntutan perkembangan

keadaan (seperti yang terjadi di lingkungan Universitas Gadjah Mada tersebut

di atas). Wawasan untuk menjadikan APDN sebagai perguruan tinggi penuh

di bawah nama Institut Ilmu Pemerintahan rupanya tidak sesuai dengan

kebijakan Menteri Dalam Negeri di waktu itu Dr. Soemarno Sosroatmodjo,

sebagaimana tercantum di dalam apaya\g disebut kebijaksanaan 9 Desember

1964, sebagai berikut. Timbullah sekarang pertanyaan, apakah kita harus

mengadakan pendidikan yang bersifat umum ataukah yang bersifat khusus

untuk pemerintahan dalam negeri? Selanjutnya timbul pertanyaan kedua,

apakah benar bahwa orang yang telah mempunyai pendidikan tinggi (sarjana)

benar cakap untuk memimpin pemerintahan dalam negeri?

Praktik menyatakan bahwa seorang kader pemerintahan yang telah
mempunyai pendidikan dasar tertentu, ditambah dengan pengalaman-
pengalaman dalam praktik serta mempunyai bakat kepemimpinan, ia mampu
untuk memimpin suatu pemerintahan dan menyesuaikan diri dengan dinamika
revolusi kita dan di antara mereka ada yang mampu untuk mengetahui
bagaimana jalannya revolusi kita di waktu yang akan datang. Maka nyatalah

bahwa suatu perguruan tinggi bukanlah menjamin bahwa para tamatannya

mempunyai kemampuan seperti tersebut di atas.

Dalam menyelenggarakan pendidikan pemerintahan yang akan datang,

yang paling penting ialah bahwa sifatnya adalah dinamis dan segera dapat

disesuaikan dengan kebutuhan revolusi. Karenanya, pendidikan yang akan

datang haruslah senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan sikap ral<yat,

untuk dapat memenuhi tuntutan (dnnand) pada waktu itu.

Sebagai kesimpulan dapatlah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar

pemerintahan ialah untuk mematangkan calon petugas pimpinan ,hanyasampai
dengan tingkat sarjana muda dan sesudah itu memberikan pendidikan dan

latihan lanjutan untuk mereka ini secara bertahap-tahap, selama mereka bertugas.

Tegasnya, satu-satunyajalan kami usulkan untuk taraf sekarang ialah mengadakan
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dan memperbanyak kampus akademi pemerintahan untuk kemudian dilanjutkan

dengan kursus-kursus/sekolah-s,:kolah pimpinan pemerintahan secara berturut-
turut dari bawah: tingkat dua, tingkat satu, dan tingkat titgg.

Kursus/sekolah pimpinan pemerintahan tingkat dua dimaksudkan untuk
mendidik pej abat-pejabat yarLg akan dimatangkan untuk j abatan-jabatan
kepala daerah tingkat III atau pegawai staf kepala daerah tingkat II. Para siswa

adalah pegawai-pegawai pilihzLn yang telah bertugas tamatan dari akademi

pemerintahan dan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan tamatan
APDN. Tindak lanjut kebijakszLnaan tersebut, antara lain seperti berikut.

l. APDN di daerah diperbanl'ak, dan eks Kursus Dinas C langsung diterima
di tingkat II akademi.

2. Beberapa Sekolah Lanjutan Pemerintahan lJmum (SEI-APU) Tingkat II,
I dan Tinggi (SEI-APUTD\, SEI-A.PUTTU, dan SEI-APLITTI), dibuka.

3. APDN Malang (yang bersi{bt nasional itu) ditutup pada tahun 1967.

Sejak dikeluarkannya kebijzLksaan 9 Desember 1964 itu, pemikiran tentang
ilmu pemerintahan di kalangan APDN untuk sementara keliha&rnnya padam.

Masalah

Setelah melalui perjuangan yang menegangkan (ref, Taliziduhu Ndraha
dalam Sasana karya I 956- I 966 APDN Malang I 966 dan Metodo logi Pemninnhan

Indones'in, l 9B3 : l 8 l - 1 85) Institur: Ilmu Pemerintahan (IIP) didirikrn berdasarkan

keputusan bersama Menteri lDalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. B Thhun 1967 dan disahkan dengan Keputusan Presiden R[ No.
119 Tahun 1967 sebagai peningkatan APDN Malang. Pemikiran tentang ilmu
pemerintahan di kalangan Departemen Dalam Negeri pun hidup kembali.

Pada tanggal 9 Maret 1972, dalam lJpacara Peresmian Kampus dan
Wisuda Sarjana IIf; Presiden Sc'eharto menegaskan tanggungjawab IIP, antara
lain seperti berikut.

"Dalam tugas-tugas pembarngunan ini, terutama pejabat-pejabat yang
langsung berhubungan den;4an masyarakat, dituntut untuk menguasai
teknik dan seni pemerintahan. Mengembangkan teknik dan seni
pemerintahan ini merupakan salah satu tugas institut ini ....
Untuk menguasai teknik dan seni pemerintahan, perlu dimiliki asas-asas

administrasi negara modern yang mungkin bersifat universal. Tetapi ada
syarat lain yang lebih perlu, ial.ah menerapkan asas-asas tadi dengan falsafah
pemerintahan kita yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Saya minta kepada institut ini untuk mengadakan penelitian mengenai
teknik dan seni pemerintahan yang esdemikian tadi ..."
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Pada tahun 1975, pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) Departemen
Dalam Negeri menyelenggarakan Penataran (Seminar) Pimpinan Lembaga-

Lembaga Pendidikan Kedinassan di lingkungan Departemen Dalam
Negeri. Dalam kesempatan itu, Institut Ilmu Pemerintahan menyajikan dua

makalah:

- Pola Sistematik Keilmuan Politik, oleh Drs. Zamhir Islamie (23Juni),

- Pola Sbtunatik Keilrnuan Pmwintahan di Indonzsin, oleh Drs. Soejekti Djajadiatma,
MSPA dan Drs. Taliziduhu Ndraha (2aJuni).

Diskusi-diskusi mengenai topik kedua menghasilkan Pola Kurikulum Institut
Ilmu Pemerintahan yang antara lain berisi komponen Ilmu Pemerintahan
berikut.

l. Metodologi Ilmu Pemerintahan.

2. Etika Pemerintahan.

3. Pemerintahan Daerah.

4. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

5. Perbandingan Pemerintahan.

6. Sejarah Pemerintahan Daerah.

7. Ekologi Pemerintahan.

B. Sistem Dekonsentrasi dan Desentraliaasi Pemerintahan.

9. Hukum Tata Pemerintahan.

10. Politik dan Pemerintahan Indonesia.

I l. Adminitrasi Pemerintahan Daerah.

12. Kapita Selekta Pemerintahan.

Jadi, kendatipun namanya Institut Ilmu Pemerintahan, baru sembilan tahun
sesudah pembentuk anrry a padanya diaj arkan mata kuliah yang menggunakan
nama Ilmu Pemerintahan, yaitu Metodologi Ilmu Pemerintahan.

Berbagai kesulitan timbul di seputar pemberian mata kuliah tersebut,
antara lain langkanya sumber-sumber yang berlabelkan ilmu pemerintahan.
Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dan penulisan ilmiah mengenai ilmu
pemerintahan ketinggalan jauh dibanding dengan upaya yang sama di bidang
ilmu poiitik dan ilmu administrasi negara. Di samping itu, berbagai pertanyaan
yang menantang masih belum terjawab secara tuntas.

. Mengapakah ilmu pemerintahan yang di negeri asalnya dianggap sama

dengan ilmu administrasi negara, di Indonesia dianggap berbeda?
. Apakah (suatu yang dapat disebut) ilmu pemerintahan?
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. Bukankah ilmu politik dan ilrnu administrasi negara, dua disiplin ilmu yang

dipandang relatif mapan, mampu menjawab tantangan masa pembangunan

dewasa ini?
. Jika ada, apakah ilmu pemerintahan itu?
. Apakah hubungan dan perbr:daan anrara ilmu pemerintahan dengan ilmu

politik dan ilmu administrasi negara?
. Mengapa ilmu pemerintzLhan di lingkungan berbagai universitas

dilembagakan menjadi suatu jurusan, sementara di kalangan Departemen
Dalam Negeri setingkat universitas?

Beberapa pendekatan menurut berbagai sumber dijadikan pangkal tolal<

bagi percobaan untuk menemul,<an jawabannya.

Berbagai Pendekatan

Pengertian "llclts" menunjukkan "di l::;rarra" r "bidangr" sedzrngkan "fot^"
menunjukkan "apa" atau segi 1,ang menjadi pusat perhatian di bidang yang

sama (ref, Nicholas Hennry dalam Publir Adrninisnation and Publil lffatrq 1975: 5).

Pada umumnya, orang berpendapat bahwa "lnclrs" ilmu pemerintahan adalah

pemerintahan, sebuah konsep dengan bermacam-macam definisi. Herman
Finer dalam Tluory and Prailire of Modnn &unnment (1960: 7) menyatakan bahwa

"Gounnmmt is politbs pfus adrninishafittn" , dalarn aribahwa pemerintahzrr meliputi dua

proses berkesinambungan: proses politik dan proses administrasi. Robert M. Maclver
dalam Tlrc Web of Gouanmml (1961: 22) berpendapat bahwa "politital gouermrwf'

adalah "tlu cmhalized organi4tion tl,wt maintains a gtstem of *do oua a ctrmmtatigt lnrge or

smnll." Susunan organisasi yang dimalsud dijelasken oleh C.E Strory3 dalam Modsn

PohtbalCorutihfiinn-(1964:6)demikian: "Gouanmmt'is, thofut, thatmganiaatinninwhichis

uwtcd tlu right to exncise souaeignpowas... it mwt" in sln4 hate lrgislatiae powq exerutbe poute6

annydmnlpoweq whbhruemqt call ttu thra fupmtrnntt o1f gouermrwfi".

Pemerintahan, baik sebagaiproses maupun sebagai organisasi, seperti di
atas, mempunyai atau dapat dipandang dari berbagai segi. Setiap segi dapat
dijadikan objek formal atau b,:rfungsi sebagai "lfocus" bagi telaah tertentu.
Dilihat dart"lncus" dan"focus", anggapan mengenai apakah ilmu pemerintahan
pun berbeda-beda.

Berbagai Pendekstan

Putama, orang berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah bagian ilmu
politik. Anggapan ini dapat dikatakan dianut secara luas. Dalam buku Harold

J. Laski, Puryantar llrnu Politika (l!)50: 84;judul ashAn Introduction to Politiu,l93l)
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pemerintahan dibicarakan sebagai bagian bahasan ilmu politik. Dalam Buku

Petunjuk 1967 Universitas Gadjah Mada dinyatakan bahwa asas-asas ilmu
pemerintahan, antara lain meliputi ilmu pemerintahan sebagai bagian/cabang

ilmu politik.

Kedua, ada juga orang yang berpendapat bahwa ilmu pemerintahan
(beetuurekunde) identik derigan ilmu administrasi negara. "Focus" iknu
pemerintahan menurut Van Poelje di atas, misalnya, sama saja dengan "1focus"

ilmu administrasi negara di masanya. Kesan Djenal Hoesen Koesoemahatmadja

dalam Peranan llrnu Psnterintahan Dalam Negara Hukum Modern (1 98 I : 7) atas Van

Poelje tersebut demikian juga.

Namun demikian, tatkala kedua disiplin itu masuk dan berkembang di
Indonesia, "focus" masing-masing berbeda. Masa kedatangannya juga relatif
berlainan, ilmu pemerintahan datang lebih dahulu daripada ilmu administrasi

negara.

Sepanjang abad ke-lB, boleh dikatakan"clmmon denominatol' disiplin ilmu
pengetahuan sosial di Eropa adalah ilmu hukum. Studi hukum dipandang
sudah cukup sebagai persiapan guna menyelenggarakan pemerintahan. Asal

saja seluruh segi kehidupan ini dilindungi oleh suatu jaringan jaminan hukum
yang tegas, semuanya akan beres. Peletak dasar-dasar ilmu pemerintahan
seperti Lorentz von Stein ( I B I 5- I 890) yurg memelopori Venualnngnissenschffi

dan L.E van de Spiegel yang menulis tentang Sketsa Ilrnu Pmrcrintahan, adalah

ahli-ahli hukum, demikian juga para pengajar ilmu pemerintahan pada masa

awal pendidikan tinggi di Indonesiapada umumnya. Oleh karenaitu,"lfocus"
ilmu pemerintahan pun pada awalnya dipengaruhi oleh ilmu hukum, barulah
kemudian bergeser ke arah "pll'ic)" yang titikberatnya diletakkan pada sasaran-

sasaran ideal seperti terkandung di dalam konsep "Wefarestate", "demokrasi
ekonomi", dan seperti itu.Jika Bagian C buku Prof. Dr. A. Hoogerwerf (ed.)

berjudul Ouerheid Beleid (1978) diperhatikan, kecenderungan aliran kontinental
mengarah pada"lfocus" bagaimana caranya mencapai gagasan uefarestate ilrt
efisiensi!

Terdapat kesan, ilmu administrasi negara yang memasuki Indonesia pada

tahun lima puluhan adalah ilmu berparadigma kedua yang intinya efisiensi

dan kemudian bergeser ke paradigma ketiga yang "locus"-nya pemerintahan
dan "lfocus"-nya birokrasi, sekedar mengikuti Nicholas Henry (1975, B-14).

Kemajuan ilmu administrasi negara dewasa ini di negeri asalnya, pesat. Entah

apa yang terjadi kelak, bilamana ilmu administrasi negara di Indonesia tiba pada

paradigma kelima: "publh adminisnati.on i^r public-poliry-makag\V. M. Lambright,
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dalam Frank Marini, T6ward a.New Public Adminidtration, 1971: 103). Apakah
jurusan ilmu pemerintahan di.c;abungkan dengan jurusan ilmr"r administrasi
negara, karena "foats" keduanya sama?

Ketiga,jika diikuti jalan pikiran Herman Finer (1960, 7) di atas, bisa jadi
Ilmu pemerintahan meliputi ilnru politik dan ilmu administrasi negara. Inilah
konsep ilmu pemerintahan dalam arti luas.

Ketmpat, ada juga yang berpendapat bahwa ilmu pemerirrtahan adalah
ilmu yang mempelajari kebijalan pemerintah (public policj. Buku Prof. Dr.
A. Hoogerwerf (ed.) berjudul Ouerheid Beleid (1978) memberi kesan demikian
sehingga R.L.L. Tobing menyallinnya menjadi Ilrnu Pmerintahan (1983).

Kelima, ilmu pemerintahan sebagai sc'imce of gouernmml. Robert M. Maclver
(1961, 7-12) membicarakan iLnu pemerintahan sebagai sebuah disiplin di
samping ilmu politik (politbal scinzce).Iaberpendapat bahwa ilmu pemerintahan
adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat diperintah (how mm can

be gouunetl, bukan bagaimana m.anusia diperintah atau bagaimana seharusnya

rakyat diperintah. Maclver menjadikan pemerintahan sebagai "lacus" dan cara
tertentu agar manusia dapat diperintah sebagai "for^" ilmu pemerintahan.

Kemnm, di negeri Belanda konsep pemerintahan dibedakan menjarfi berikut ini.

L Regering/regeren, digtnakan untuk menyebut pemerintahan apabila yang
dimaksud adalah pengguninn kekuasaan negara oleh yarrg berwenang
untuk membuat kebijaksanaan atau mengambil keputusan di tingkat
nasional atau pusat dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

2. Bestuur/ besturen atau disebut juga openbare dimst adalah pemerintahan jika
yang dimaksud adalah kegiatan yang langsung terkait clengan usaha
meningkatkan kesejahteraarr rakyat, yang biasanya dilakukan baik di ting-
kat pusat maupun daerah.

Ilmu pemerintahan dalarrL arti luas dalam hubungan itu adalah ilmu
pemerintahan dalam arti sempit yang memusatkan perhatian pada regning/

regeren) dan ilmu administrasi (negara) yang memusatkan perhatiannya pada
bestuur/ beshtren.Dari sudut pand;lngan ini, ilmu pemerintahan dipandang sama

atau memiliki banyak persamaarn dengan ilmu administrasi negara.

Pendekatan yang bagaimanakah yang memungkinkan adanya ilmu
pemerintahan yang dapat dipelzjari secara sendiri? Pendekatan yang manakah
yang memungkinkan ilmu pemerintahan berdiri sebagai ilmu'pemerintahan
sebagaimana halnya ilmu adminiutrasi negara dianggap sebagai ilmu
administrasi negara sejak 1970 (Nicholae Henry 1975. lB)?Jika pendekatan
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pertama digunakan, proses dan gejala pemerintahan dipandang sebagai
bagian proses politik, yaitu salah satu fungsi struktur supra sistem pohtlk (rule

imp lnnmntion). Ada j uga yang mendudukkan pemerintahan sebagai pen ggunaan

kekuasaan yang terbentuk dalam proses politik dan bisa saling berhimpit (di

lain pihak) dengan proses politik dan administratif. Akhir-akhir ini, misalnya,
ilmu administrasi menurut "public policl" sebagai ";focus"-nya sementara ilmu
pemerintahan mulai memperhatikan segi efisiensi, salah satu "lfocus" Tlrntt

administrasi negara. Jadi, tidaklah mengherankan jika ada Pendapat bahwa
ilmu pemerintahan itu identik dengan ilmu administrasi negara (pendekatan
keenam). Siklus itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses
Administrasi

Negara

Administrator

Proses Pemerintahan

si kr u s por iti k, p"r"rlnff#fl5J" oor, 
" 

i strasi Nesara

Untuk mengenal, memahami, dan mengkaji pemerintahan sebagai suatu

titik pandang (fokus perhatian), digunakan lima macam pendekatan atau teori.

l. Teori kekepalaan (headship theory).

2. Teori sistem (sltstem theory).

3. Teori tanggungjawab (ruponsibility theory).

+. Teori FrEies Ermessen.

5. Teori prakarsa.

Setiap organisme mempunyai suatu bagian yang mengendalikan seluruh
tubuh organisme itu. Bagian ini disebut Kepala. Child (dalam Lundberg 1956:

169, 197, dan l98)mendefinisikan organisme sebagai berikut.

A more or less definite and discrete order and unit1, in other words a pattern, which

not onlt determines its structure and the relat'iorrc of its parts to each other, but enables

it to act as a whole with resbect to the world about it.

Rakyat (Publik)
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The organism is a dltnamic ardE !,,attern, or integration amlng liuing sltsl'ans or unite.

A social argani4tion is exactly the same thing

Kekepalaan merupakan geiala sosial. Kekepalaan perlu dibedakan dari

kepemimpinan. Yang disebut pcrtama merupakan suatu lembaga yang pasti

dan ada pada setiap organisme, sedangkan kepemimpinan merupakan suatu

kualitas. Kepemimpinan bisa berubah atau hilang, tetapi unsur kepala suatu

organisasi tetap.

Untuk memahami gejala t,ersebut diperlukan sebuah ilustrasi. Ilustrasi

yang digunakan ialah perguruiln tinggi yang secara sadar di<lirikan untuk
mempersiapkan calon sarjana di bidang tertentu. Upaya pokok untuk mencapai

hal itu ialah pendidikan. Diperlukan para pendidik yang disebut dosen sebagai

pelalsana upaya pendidikan. PelzLksanaan merupakan unsur pertama organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan ini bergantung pada keahlian dan keterampilan teknis

pelaksana yang bersangkutan. iSetiap pelaksana berusaha agar pelaksanaan

tugasnya efektif (mencapai saseLran). Namun, ini belum tentu sama dengan

efektivititas organisasi. Seorang tukang sapu, menyapu sebuah mangan sehingga

bersih pada pukul 07.00 pagi, lalu keluar. Ia berhasil, jadi pelaksanlaan tugasnya

efektif Tetapi keberhasilannya itu bisa dihapuskan oleh keberhasilan petugas

lain, yaitu tukang lampu yang bekerjapada pukul 08.00, yang juga berhasil

memperbaiki lampu yang terletak di langit-langit kamar. Namun, kamar kembali

kotor. Untuk mencegah terjadinya hal itu dan untuk memperbaiki kekeliruan

yang terjadi, diperlukan unsur lzLin yaitu unsur kepala. IJnsur inilah yang oleh

The International Encltclopedia of the Social Science (1972) di atas disebut sebagai

pemegang fungsi koordinasi atarj semua kegiatan operasional untuk mencapai

tujuan. Hal inilah yang digunakan oleh van Poe[e dan penulis lainnya da]am

mernbentuk teori tentang dinas umurn atau yang oleh Plato disebut sebagai

fungsi politikos. Dalam hal perguruan tinggi, yaitu unsur kepala adalah rektor.

Selain bergantung pada keahlian dan keterampilan teknis, keberhasilan rektor

mela}sanakan tugasnya juga bergantung pada kemampuan dan kemauannya

untuk mempengaruhi orang lain, jika perlu dengan paksaan. Kemampuan
tersebut dinamakan juga kekuasaan. Kekuasaan tidak langsung bekerja
mencapai tujuan -hal itu dilakukan oleh unsur pelaksana: mengefektitkan dan

mengefisiensikannya. Kekuasaan (cracy) dtlancarkan dari belakang meja (bureau),

maka oleh karena itu disebut juga bureaucrac) atav birokrasi. Pemegang birokrasi

tertinggi di dalam suatu organisasi adalah kepala organisasi itu. Ilersama-sama

dengan pemegang birokrsai di bawahnya, terbentuklah jaringan birokrasi,
sekaligus sebagai jaringan kekep alaan.
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T[gas dan tanggung jawab seorang kepala, luas, dalam, dan kompleks.
Luas berarti berekstensitas, dalam berarti berintensitas, dan kompleks, berarti
setiap tugas berkaitan satu dengan orang lain. Seirama dengan perkembangan
keadaan tugas dan tanggung jawab kepala semakin besar dan berat. Selaku
manusia, kepala memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan, sekalipun
ia berkelebihan dibanding dengan orang lain. oleh karena itu, setiap kepala
memerlukan orang lain. Di samping melalui dirinya sendiri, kepala dapat
memperluas, mempertinggi, memperdalam, dan mempertaj am kemampuannya
melalui orang lain. Kepala dapat memultiplikasi dan mengamplifikasikan
dirinya denganjalan mendelegasikan sebagian intensitas tugasnya kepada orang
lain. Seluruh ekstensitas tugas kepala dapat didelegasikan, tetapi intensitasnya,
tidak. Sebagian intensitas tugas kepala bersifat delegabel, tetapi sebagian lain
tetap sebagai tugas kepala secara pribadi (personarfu,bukan priuatefu;yaifitugas
kepala yang tidak dapat dan tidak boleh dideregasikan kepada siapa pun). Usaha
kepala memenuhi tanggung jawab melalui orang lain (bukan unsur pelaksana)
disebut delegasi.Jika orang lain itu bawahannya, delegasi yang bersangkutan
disebut delegasi organisasional, dan jika orang lain itu masyarakat, disebut
delegasi sosial. Orang lain dalam delegasi organisasional disebut staf, sedang
orang lain dalam delegasi sasial disebut partisipan.

Beberapa Tugas Kepala Pribadi (TKP) adalah sebagai berikut.
l. Pertanggungjawaban tertinggi/terakhir.
2. Pengambilan keputusan dan pemberian perintah.
3' Pemberian teladan (bukan patronase, simulasi, atau peragaan).
4. Pembinaan terhadap bawahan atau partisipan sehingga yang bersangkutan

mampu berkembang sedapat-dapatnya melebihi kualitas kepala itu
sendiri.

5. Pelopor pembaharuan/perubahan sosial.

6. Pengendalian organisasi di saat kritis.
7. Pemberian petuah, fatwa, atau nasihat.
B. Kehadiran seremonial,/protokoler.

9. Lambang persatuan/kesatuan.

10. Sumber kearifan (ruisdom\.

Jadi, terdapat tiga unsur organisasi, yaitu unsur pelaksana, unsur kepala,
dan unsur staf. Hubungan antara ketiganya dapat digambarkan sebagai
berikut.
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Menurut EE. Kast dan J.li. Rosenzweig dalam bttku Or,ganiZation and

Managurwnt(l974:6),manajemen meliputi koordinasi sumber-sumber manusiawi

dan fisik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui orang

lain. oleh karena itu, usaha kepala untuk memenuhi tanggungjawabnya melalui

orang lain dapat disebut manajemen, sedangkan yang melalui dirinya sendiri

disebut tugas-Lepala-pribadi (pribadi di sini berarti "personall1,t," bukan "pritatzlt")

dan tanggungjawab yang bersangkutan disebut Tanggungjawab Kepala Pribadi

(TKP). S.orung kepala harus memiliki kedua-duanya, kepala yang hanya

memiliki kemampuan managerizrl ibarat benang tanpajarum, sedangkan kepala

yang hanya memiliki kemampuzLn TKP ibarat jarum tanpa benang'

Perihal sesuatu sebagai kepala suatu badan disebut kekepalaan' Istilah

ini tidak terdapat dalam Kamus [Jmum Bahasa Indonesia karangan WJS

Poerwadarminta tahun 1976. Iiahasa Inggrisnya headship. Tidak terdapatnya

istilah tersebut dalam kamus Batrasa Indonesia merupakan sebuah tanda bahwa

istilah itu tidak atau jarang se.kali digunakan orang, baik dalam pergaulan

sehari-hari maupun di kalangan ilmu pengetahuan. Istilah yang sering

terdengar adalah kepemimpina.n atau pimpinan'

Sesungguhnya konsep kekepalaan merupakan salah satu konsep dasar

bagi ilmu-ilmu yang menyangktrt negara atau pemerintahan' Da'lam UUD ada

istiiah kepala negara, dalam br:rbagai UU ada istilah kepala <laerah, kepala

biro, dan sebagainya.

Pendekatan dari segi "publir ibolir)" ada kalanya dikaitkan dengan pendekatan

sistem. Mark V Nadel, "Tfu Hiddm Dmmsi.oru of fublb poliry: Priuatu Gouernmmts
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and the Polic2-Making Process" dalamJoseph A. Uvegee,Jr (ed.), The Dimensions
of Administratinn (1979: 62) menyatakan bahwa "public polic1,, adalah keluaran
proses pemerintahan dan tuntutan, dukungan, kebutuhan, dan sebagainya dari
berbagai kelompok masyarakat sebagai masukannya. Tetapi da-lam kenyat aannya)
pemerintah tidak semata-mata tergantung pada proses sistemik yang ada,
melainkan dalam banyak hal pemerintah bisa samakin otonom, artinya ia mampu
membentuk masukan dan keluarannya sendiri di samping sistem atau seraya
berangsur-angsur menetralisasikan sistem yang ada. Hal itu dapat dilukiskan
seperti berikut.

gr

Penjelasan Gambar:

MPKFBM dan MPKFBE merupakan sistem yang sudah ada (lama). F membentuk keluaran dm masukmnya sendiri
sehinggaterbenruklahsistembaru,yaituMl pKl FBI El Ml dmMl pK1 FBI Ml.

si"t"..f;?f:ii,"n"n
Pendekatan dari segi tanggungjawab ditempuh berdasarkan, antara lain

HerbertJ. Spiro dalam Responsibitit2 in Gouernment: Theory and Practice (1969).
spiro berpendapat, tanggung jawab dapat dipandang sebagai obligation atan
kewajiban, misalnya kewajiban seorang warga negara terhadap negara
(pemerintah), atau bawahan terhadap atasan (birokrasi). Tanggung jawab
dapat juga diartikan accountabiliQ (akuntabilitas), yang terkait dengan otoritas
(wewenang, kompetensi)yurg diberikan. Dalam hubungan itu, dibuat prinsip
seperti wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab, arau tanggung
jawab dalam hal pertanggungjawaban keuangan, tetapi tanggungjawab dapat
diartikan cause (sebab, alasan). Menurut Spiro, tanggungjawab sebagai sebab
dikaitkan atau terkait denganfree uill atattingkat kesadaran pemerintah.

Perbedaan dan hubungan antarketiga konsep itu demikian.Jika pemerintah
memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban, iahanya sekedar pelaksana
aturan (rule) yang telah ditetapkan oleh kekuasaan (lembaga) lain. Dalam
hubungan ini, ilmu pemerintahan adalah bagian ilmu politik.Jika pemerintah
memenuhi tanggung jawab sebagai akuntabilitas, maka ilmu pemerintahan
identik dengan ilmu administrasi negara.Jika pemerintah memenuhi tanggung
jawab sebagai sebab menurut kehendak bebas, maka hal itu berarti pemerintah
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sadar sepenuhnya akan motif dan akibat tindakannya. Studi terhadap tindakan

atau peristiwa seperti itulah yang dapat dijadikan bahan membangun ilmu

pemerintahan yang mandiri.

Mengapakah pemerintah mcmerlukan kebebasan yang dapat clipertanggung-

jawabkan Julum bertindak? Demokrasi itu mahal dan memerlukan waktu

lama. Sekali suatu rule ditetapkan, sukar diubah begitu saja, bukan saja karena

setiap perubahan memakan korban, melainkan juga karena, prosedurnya

panjang. Setiap rule, |[|nurn dan abstrak sifatnya, sedangkan setiap konsensus,

Lasus hukumnya. Sementara itu, perubahan sosial berlangsung dengan pesat.

Modernisasi dan inovasi terus-menerus berjalan. Pemerintah memerlukan

kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan dalam menghadapi perubahan

sosial tersebut, agar "setiap penrakaian yangjadi, benar-benar pas di badan".

Asas kebebasan bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut dikenal

seb agar fr ei e s ff m ( s s e n.

Bagaimana halnya jika oleh perubahan sosial yang begitu pesat, terjadi

peristiwa atau gejala yang belurn ada aturan hukumnya? Bagairnana jika suatu

t.rr.unu menimpa secara tiba-tiba? Apakah pemerintah berdiam diri saja?

Tentu saja tidak. Kaleluasaan )ang ada pada pemerintah dalam situasi seperti

itu lebih darip adafreias ermessm)tetapi suatu tanggungjawab besar. Pemerintah

harus bertindak manyelamatkeLn keadaan berdasarkan asas prakarsa' Kelima

pendekatan di atas merupakan sumber bahan bangunan ilmu pemerintahan.

Pemerintah dan Yang DiPerintah

Pernerintah

Baik Bayu Surianingrat dalam Mengenal Ilmu Pemerintalian (1980: 10),

maupun S. Pamudji dalam P,zrbandingan Pemerintahan (1988: 13) mengangkat

konsep pemerintah dan pemerintahan dari akar kata perintah yang berarti

menunjukkan suatu keharusa.n atau kewajiban untuk melaksanakan (atau

tidak melaksanakan) sesuatu. lv4enurut Sutan MohammadZatn dalam Kamus

Modun Bahasa Indonesin(tt), kata perintah bersangkut paut dengan kata titah atau

aturan. Dilihat dari tinjauan etimologi ternyatabahasa Inggis gouunmentlebih

menunjukkan makna konsep pemerintah (an). Gouernmentbevtsal darikata to

gtaernyangmengandung arti yrang luas dan dalam. Leksikografi bahasa Inggris

menunjukkan bahwa to gouerr;. berarti memerintah (to rule), mempengaruhi,

menguasai, menguasai dalam arti mengenal dan mengetahui dengan sebaik-

baiknya, mengatur, mengontr'rl, dan mengendalikan'Jadi, memerintah tidak
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hanya sekedar menyuruh, mewajibkan, atau mengharuskan orang untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melainkan jauh lebih daripada itu!
Memerintah r aky at berarti memahami, menghayati, mengenal, dan mengetahui
keadaan, kondisi, dan kemampuan mereka sebagaiman aadanyaftukan hanya
sebagaimana pemerintah melihat mereka) dengan sebaik-baiknya.

Dalam uuD 1945, istilah pemerintah muncul pertama kali dalam alinea
keempat pembukaan; istilah pemerintahan baru menyusul kemudian.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangiaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Dengan pernyataan tersebut tertariklah sebuah garis sedemikian rupa
sehingga timbul dua pihak Pemerintah (p) dan yang Diperintah (yD). Garis
tersebut sekaligus sebagai garis beda dan garis hubung antara pemerintah dengan
yang diperintah. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan
negara atau lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai
tujuan nasional. Pemerintah, dalam arti ini, dapat disebut pemerintah Dalam
Arti rerluas; meliputi lembaga kenegaraan yang tercantum di dalam uuD
1945, antara lain presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
negara. Kekuasaan pemerintahan tersebut terdiri atas dua bagian: kekuasaan
pemerintahan (Pasal 4 ayat l) dan kekuasaan membentuk undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DpR; pasal5 ayat l). presiden dalam
kedudukan itu dapat juga disebut pemerintah Dalam Arti Luas. pemerintah
dalam ungkapan: "Pemerintah memberi keterangan di hadapan DpR", adalah
Pemerintah Da]am Arti Sempit. Pemerintah dalam ungkapan pemerintah Daerah
meliputi KepalaDaerah dan Dewan perwakilan Ral<yatDaerah.Jadi, di daerah,
unsur legislatif merupakan unsur pemerintah.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah perlu dan
harus mampu menempatkan diriny a padaberbagai posisi. sebagai pengguna
kekuasaan yang dalam negara demokrasi bersumber d airakyatdan dirumuskan
melalui proses politik, pemerintah harus mampu menempatkan dirinya di bawah
mereka yang memegang kedaulatan (rakyat). Untuk dapat menghayati dan
mengenal sedalam-dalamnya keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan
rakyat. Pemerintah harus mau dan mampu menempatkan dirinya di tengah-
tengah dan sebagai bagian integral masyarakat. Untuk dapat melakukan tugas
pribadinya selaku kepala, pemerintah harus mempu menempatkan dirinya di
atas, dan supaya ia bisa menggerakkan partisipasi masyarakat, ia harus marnpu
berada di depan rakyat. Demikianlah seterusnya.
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Yang Diperintah

Di dalam sistem keneg 
^fazn)rakyat 

mempunyai berbagai posisi, antara lain:

salah satu unsur nega-ra, pemegangkedaulatan, masukanpembangunan, keluaran

pembangunan, dan yang diperint.ah. Sejak tahun 7 }-an,muncul p:fadigma baru

kewarganeg araan )yaitu rakyat sebagai konsumen produk-produk pemerintah.

Pada suatu saat rakyat berada pa,ca posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

sebagai kedaulatan, membentuk dan menugaskan pemerintah untuk memenuhi

k.p."ntirrgurrnya (rakyat), dan pa'Ca saat lain ia (rakyat) menempatkan dirinya di

bawah, di belakang dan di samping pemerintah rakyat'

Hubungan antara Pernerintuh dengan y ang Diperintah

Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah dapat digambarkan

setidak+idaknya dalam delapan pola. Pola-pola itu disebut Pola,\' Pola B, Pola

C, Pola D, Pola I Pola G, dan Pola H.

Pemerintahan dipandang r;ebagai hubungan antara pemerintah dengan

lingkungannya baik li.rgkrrngun internal maupun lingkungan eksternal. Di

dalam hnbrr.rgun itulah pemerintah bertindak, melakukan atau tidak melakukan

sesuatu. Pola tindakan pemerintah bergantung pada posisi pemerintah

terhadap dan dalam hubungannya dengan lingkungan yang disebut Yang

Diperiniah. perilaku pemerinriah bergantung pada hubungan timbal-balik

urr,u.u Pemerintah (P) dengan R,akyat (R). Pola-pola hubungan antara P dengan

R dapat digambarkan sebagai berikut'

Posisi hubungan : Vertikal

Fungsi :Rakyatsumberotoritaspemerintahan
mempe rtan ggungjawabkannYa

Lingkungan : Politik

Definisi
tanggung jawab : 1. Freies Ermessen

2. Obligation
3. Accountability

Metodologi
pendukung : Metodologi ilmu politik

Gambar 4
Pola A

Hubungan berpola A terjadi di daiam negarayang menganutpaham kedaulatan

raiq'at dan sistem demokrasi. Pernerintah bertindak berdasarkan otoritas dari rakyat

dan selanjutnyapemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan otoritas

it, k puJu r*yat Dalam hubungan ini, otoritas (OT) merupakan variabel bebas

0/B) dnrr tanggungjawab GJ rariabel tergantung (VT)'

r**\
_{ \Tanggung otoritas

Jawab

\/
\"",n*n ,^n"n/

r35 Dialektika Ilmu Pemerintahan



Sebelum pemerintah menggunakan otoritasnya, dalam hal ini memberi
perintah, ia harus berusaha memperkenalkan diri kepada rakyat agar ta
akseptabel sebagaimana bunyi peribahasa: tak kenal maka tak kaming. Sebagai
siapa (apa) pemerintah memperkenalkan dirinya, dalam hal ini, merupakan
variabel bebas, sedangkan bentuk dan sifat akseptabilitas rakyat terhadap
pemerintah variabel tergantung.

Mengenalkanf""'\
{\

Pemerintahan Rakyat\t
\o*""0. 

^aitit^"/

Posisi hubungan : Horizontal
Fungsi : Pemerintahan mengenalkan diri agar

ia akseptabel
Rakyat mengamati pemerintahan

Lingkungan : Sosial Budaya
Definisi
mengenal diri : Berkomunikasi

Metodologi
pendukung : Metodologi ilmu komunikasi

Gambar 5
Pola B

Namun demikian, dilihat dari sudut lain, yang disebut belakangan dapat
pula berfungsi sebagai variabel bebas dan yang lain variabel tergantung.

P mengenalkan dirinya melalui berbagai janji, lambang dan sebagainya.

Janji yang diucapkan di waktu kampanye pemilu, semboyan seperti pengayoman,
pelindung penyelamat, bapak, pelayan, inovator, dinamisatoq stabilisator, dan
sebagainya adalah simbol diri P yang "dijual" kepada R. Berbagai definisi
tentang siapa dan apa P itu bermaksud menumbuhkan akseptabilitas dan
kepercayaan R terhadap P sudah barang tentu, akseptabilitas itu timbul
jika P berhasil meyakinkan dan jika perlu memaksakan keberadaannya dan
peranannya sebagai kepala suatu organisme yang disebut negara dan bangsa
kepada (terhadap)YD. oleh karena itu, penonjolanjasa-jasa p di masa lalu, dan
penekanan tentangperanan P di masa depan, dapat dilakukan. Dalam hubungan
ini, penguasaan pendekatan psikologis dan historis amat menentukan. Hal inilah
yang menjadi sasaran studi filsafat pemerintahan, psikologi pemerintahan dan
sejarah pemerintahan.

Untuk memperkenalkan diri, P berkomunikasi. studi tentang komunikasi
yang efektif yang digunakan oleh P dalam memperkenalkan diri kepada R
menghasilkan disiplin komunikasi pemerintahan. Pada hakikatnya, komunikasi
pemerintahan bukanlah komunikasi keorganisasian yang bersifat vertikal
menurut sistem birokrasi yang ada, karena komunikasi seperti itu kurang
efektit karena diwarnai oleh dominasi atas terhadap bawahan. Olah karena itu,
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komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi dalam kedudukan P

sejajar dengan R, dengan catatal)dominasi mendekati nol.Jika tidak, dominasi

itu dapat barlaku sebagai zozse (l\) di dalam proses komunikasi.

Pesan (message) P kepada B. juga perlu dinyatakan dengarr simbol yang

sederhana dan jelas, agar R m,,rdah mengerti. Di samping sejumlah simbol,

bahasa merupakan simbol kornunikasi yang bersifat umum. Studi tentang

ini membuahkan Bahasa Pemerintahan. Kesadaran akan pentingnya bahasa

pemerintahan yang efektif tclah dirasakan sejak lama. Didahului oleh

terbagai artikel mass media pada tahun l9B3 (antara lain Ktmpas, tanggal

17 November l9B3) Menteri Dalam Negeri Soepardjo menegaskan hal itu

di dalam makalahnya berjudul Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi

pemerintahan dan pembanguran, yang disajikan di dalam Kongres Bahasa

Indonesia IV tanggal 21,-26 November 1983 diJakarta'

Akan tetapi, upaya untuk rneningkatkan akseptabilitas atau kepercayaan

R terhadap P sebaiknya tidak melalui cara-carapaksaan (koersif) atau karbitan

(dari kata karbid), yaitu bertindak sebelum waktu yang tepat tiba.

Kepercayaan masyarakat dapat direbut melalui upaya menciptakan

akseptabilitas P di mata dan di hati YD atau R. Caranya, arttara lain dengan

pendekatan sosiologis dan atau psikologis. Di dalam hati YD harus dapat

ditumbuhkan rasa nn\athl ataul?elingatau perasaanin-group terhadap P Artinya,

R harus dapat merasa bahwa P bukanlah pihak lain, melainkan merupakan

bagian dari R sendiri. "Orang kita", bukan "orang mereka". Untuk mencapai

hal itu, P harus berusaha untuk "sharing the same ualue s1,tstem" (rnenganut nilai

yang sama seperti yang dianut oleh P). Oleh karena itu, P perlu mempelajari

R. Inilah pola berikutnya.

Kepercayaan rakyat tarhadzLp Pemerintah seperti digambarkan dalampola B,

belum cukup. Pemerintah perlu nrengetahui dan mengenal sifat, watak, kondisi, dan

sistem nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Sistem nilai dan sebagainya

itu dapat dipelajari dalam bah:lsa, agama) kepercayaan, adat, tradisi, prilaku'

kebudayaan, dan sejarah masyar:akat atau suku bangsa yang bersangkutan. Melalui

upaya mempelajari hal-hal tersebut sebagai variabal bebas, pernerintah dapat

mengetahui kebutuhan keinginrm ral<yat, kondisi, dan poteansi R, dan dengan

demikian, pada gilirannya P dapat men)rusun program kerja yang efektif

Tentu saja, agar P dapat belajar secara leluasa, R perrlu mengenalkan

diri dan membuka diri. Kondisi masyarakat berbeda-beda, ada masyarakat

tertutup, dan ada masyarakat terbuka. P harus berusaha agar masyarakat
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tertutup menjadi terbuka. Di sini diperlukan metodologi yang canggih. Dalam
hubungan ini, P harus sabar dan tabah. Sikap tergesa-gesa dan kecenderungan
memaksakan kehendak sendiri, bisa fatal.

Pola c di bawah ini merupakan kebalikan pola B di atas. Hasil studi P
terhadap data yang dibukakan oleh R adalah bahan baku bagi disiplin yang
dahulu dikenal sebagai indologie, yaitu kelompok studi komprehensif tentang
masyarakat-masyarakat Indonesia dilihat dari berbagai aspek (budaya, bahasa,
seni, adat-istiadat, agama, tradisi, suku bangsa, sistem nilai, dan sebagainya).

{Memperajar\

\Membuka

Gambar 6
Pola C

Ketaatan

\^^**'1
Ketaatan yang dikehendaki dari R bukanlah ketaatan yang membabibuta

atau ketaatan pasif, melainkan ketaatan yang bertanggung jawab. Ketaatan yang

Posisi hubungan : Horizontal
Fungsi : Pemerintahan mempelaiari

posisi, kondisi, aspirasi, dan
budaya rakyat dengan tekun
dan sabar
Rakyat membuka diri

: Sosial Budaya

:Mengamati, mengkai.,
dan menghayati rakyat
sebagaimana adanya

Lingkungan

Definisi mengenal diri
Pemerintahan Rakyat

Metodologi pendukung : 1. Metodologi kualitatif
2. Metodologi grounded
3. Metodologi

etnofenomologi
4. Metodologi lintas

budaya
5. Metodologi komparatif

Kini tibalah saatnya pemerintah mengambil posisi sebagai pemberi
perintah, dan pada gilirannya dari rakyat diharapkan ketaatan dan tanggung
jawab. Pola D ini kebalikan Pola A. Perintah berfungsi sebagai variabel bebas,
sedangkan ketaatan variabel tergantung.

{"-"rintahan\

Posisi hubungan : Vertikal
Fungsi

Lingkungan

Definisi
memerintah

Metodologi
pendukung

Gambar 7
Pola D

: Pemerintahan memerintah
rakyat mentaati perintah

: Administrasi Publik

: 1. Menyatakan kehendak
2. Memenuhi tanggung jawab

: Metodologi ilmu administrasi

Ilmu Pemerintahan di Lingkungan Institut Ilmu Pemerintahan ... r39



bertanggung jawab adalah ketaatan yang sanggup memberikan respons sebagai

frcdbatkba$man{emen. Rwajib uratpadaperintah I tetapi harus diberi kesempatan

unhrk menyatakan pendapatnya mengenai produk yang dihasilkan, yaito sejauh

mana produk yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk itu,

birokrasi haruslah responsif Bira.lrasi yang tidak responsif dapat berubah menjadi

btneaupatlnlngt (birokrasi sakit atau biropaQ.

Pola D, dengan demikian, trisa lemah jika kesanggupan R untuk memberi

respons, rendah. Hat itu dialami oleh negara-negara yang baru merdeka sejak

Perang Dunia Kedua selesai pada tahap awal pembangunan nasionalnya masing-

masing Sementara R lemah (rniskin, bodoh, melarat), P memiliki semua sumber-

sumber: kekuasaan, teknologi, slcill,:uang kesempatan, dan sebagatnya. Dalam

kondisi seperti itu, P harus maju. ke depan dan mengambail inisiatif (prakarsa),

dan R diharapkan berpartisipasi. Inisiatif yang berkepanjangan menjadi polayang

disebutpola tnp-doumdanpola tol."doumyangberkelanjutan menjadisistem. Sistem

sukar berubah. Akibatnya, R cen,Cerung bergantung pada f; tidak sempat menjadi

dewasa, danjauh dari kemampuirn menadiri. Untuk mencegah hal itu, partisipasi

yang terbentuk, kendatipun padzu awalnyabersifat mobilisasi, hendaklah dinamis,

dan meningkat menjadi hubung;an mitra atau partnnship. Kemarnpuan R terus

ditumbuhkan dan kesempatan bragi R untuk berprakarsa diberikan (nnpownmmt\

Dalam hubungan itu, diharapkan tumbuh pola yang lazim disebutpola bottnm-up

dan dengan demikian, kedua po1a menjadi sebuah sistem yang dinamis.

Hubungan prakarsa-partisipasi tersebut terutama terjadi di bidang

pembangunan. Oleh karena itu, pola ini biasanya berfungsi sebagai pola

tindakan P di bidang pembangrrnan (administrasi pembangunarr). Gambarnya

seperti berikut.
Posisi hubungan : Vertikar
Fungsi : Pemerintahan berPrakarsa:

toP-clown

Top-Dourn
Prakarsa

Lingkungan i

Definisi prakarsa :

Pendekatan :

Rakyat berpartisipasi:
bottom-up
Pembangunan bangsa

Pada kondisi ralryat masih lemah,
pemerintahan berprakarsa
sambil menyiapkan landasan
bagi empowerment@kyat
Environmentalisme\^^*^^1

{*^'rintahan\
Partisipasi
Bottom-Up

G.ambar 8
Pola E

Salah satu tanda keberh;rsilan Pola E ialah tumbuhnya pola F yang

terbentuk tatkala F menempatkan dirinya sebagai produsen barang dan jasa
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yang dibutuhkan oleh R. Produk F yang paling mudah adalah janji, sedangkan
yangpaling tinggi nilainya adalah keadilan sosial yang terasa oleh R. Konsumen
produk P adalah R. Hubungan antarakedua belah pihak relatif sama dangan
hubungan penawaran dan permintaan di pasar.

Kendatipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara produk
P dengan produk perusahaan swasta atau masyarakat. Perbedaan itu inheren
di dalam perbedaan antara administraai negara (public administration) dengan
administrasi bisnis, atatr antara ekonomi pemerintahan dengan ekonomi
perusahaan. Perbedaan itu mewarnai Pola E

Rakyat Lingkungan

Definisi
pemerintahan
berproduksi

FB = feedback
( + ) = hasil penilaim positif, produksi dikembangkan
( - ) = hasil penilaim negatif, produksi diperbaiki

Gambar 10
Pola Dasar Sistem

r4r

/Ptodus 
Posisi hubungan

r \ 
Funssi

{\
Pemerintahan

\Konsumen /

Gambar 9 Pendekatan

Pola F

Bagaimanapun P dan R merupakan komponen-komponen sebuah sistem.

Jika R berubah, P harus berubah, dan sebaiiknya. Jika tidak, dapat muncul
dampak lain yang merugikan seluruh sistem. Sebagai konsumen, R berhak
melakukan kontrol atas produklproduk P (konsumerisme), dan hasil penilaiannya
harus disampaikan kepadaP sebagnfeedback, agar P dapat mengambil tindakan
yang perlu: memperbaiki produksi atau mengembangkannya.

R ---------------- t ----------------> p ---------------- o----------------> R

I

Kontrol
alas output

Ketemngan:

R = mkyat
| = input
P = pemerintahm

O = output

Menurut sistem, jika FB macet, atau P tidak responsif, produk (0) tidak
laku dan arus I dari R akan merosot. Sistem meniadi lemah.

Vertikal
Pemerintahan memproduksi dan
mendistribusi nilai (jasa dan barang);
produksi tertinggi; keadilan sosial
Rakyat mengosumsi, menggunakan,
dan menerima nilai
Sosial Ekonomi

Pemerintahan mengelola sumber-
sumber dan mendistribusikan nilai-
nilai. CaveatVenditol
Konsumerisme
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Pola Fharus mampu mendorongtumbuhnya Pola G, yaitu PolaKonsumen-

Produsen. Dalam pola itu, P berfungsi sebagai konsumen dan R produsen.

Produk R yang sangat diperlukan oleh ! misalnya tenaga, dan yang tertinggi

nilainya suara (uott).Ingat sembo'yan: Vox Populi Vox DeilPola G adalah kebalikan

pola f; dangan pola dasar yang sama.

Horizontal
Pemerintahan mengonsumsi, Produk
rakyat seperti vote, support, demand,
feedback, tenaga, dan keahlian
Sosial politik dan sosial ekonomi

{Konsumen\
Rakyal

Posisi hubungan :

Fungsi I

Lingkungan

Definisi
pemerintahan
mengonsumsl

Pemerintahan

\Produsen/

r""t"'\
{\

Tanggung
Jawab Emqowerment(f

\Pemerintahan /

: Pemerintahan memerhatikan dan
menggunakan produk rakyat,
termasuk isu, kontrol sosial, dan
feedback

Pendekatan : Metodologi ilmu politik
Gambar 1l

Pola G

Akhirnya, Pola H. Pola ini 'adalah 
pengembangan Pola E cli atas. Pola E

hanya efektif di bidang administ.ratif. Melalui mekanisme top-dozan dan bottom-

up,kontrol sosial terhadap Pernerintah sebagai Produsen dan konsumen,

Pemenuhan hak-hak warga netiara sebagai stakeholder rlegara, tidak berjalan

bebas. Oleh karena itu, badan bgislatif (perwakilan rakyat)hartts diefektifkan

sebagai lembaga konsumerisme dan difungsikan ibarat dewan komisaris pada

suatu perus ahaan. Lembaga legislatif harus berfungsi sebagai lembaga kontrol

sosial terhadap pemerintah. Lebih jauh, pers juga harus berfungsi demikian.

Posisi hubungan : Vertikal
Fungsi :Pemerintahan meningkatkan

kemamPuan dan memPerluas
kesempatan bagi rakyat untuk secara
nyata:
1. memengaruhi Proses Pembuatan

kePutusan Politik
2. berperanan dalam memanfaatkan

kemajuan nasional
Rakyat mempertan ggungiawabannya
kemampuan dan kesemPatan Yang
mereka terima

Lingkungan : Politik
Definisi
Empowerment :

Metodologi
pendukung : Metodologi ilmu politik

Dalam pola ini, pemerintatr meningkatkan kemampuan dan memperluas

kesempatan bagi rakyat untuk secara nyata mempengaruhi (berperan dalam)

Gambar 12
Pola H
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proses pembuatan keputusan politik, dan berproses dalam memanfaatkan
kemajuan nasional. Sebaliknya, rakyat harus sedia mempertanggungjawabkan
kesempatan yang mereka terima itu.

Melalui Pola H di atas, sistem pemerintahan Indonesia dapat digambarkan
sebagai berikut.

<_ DPRD-I

KALING

I

LKMD

Y
output

teedback

Keterangan gambar
R

R = mkyat; KEK SOSPOL = Kekuatan Sosial Politikl LMD = Lembaga Musyawrah Desa; KDJ = Kepala Daerah

Tingkat I; DD-I = Dinas Daerah Tingkat l; SET-I = Sekrcttriat Wilayah Daerah Tingkat l; G = Gubemur; B/WK =
Bupati/lValikotamadya; C = Camat; KADES = Kepala Desa; SETDES = Sekretariat Desa; KADUS = Kepala Dusun;

I(ALING = Kepala Lingkungan; DEP = Departemen; LND = Lembaga Nondepartemen; DIT = Direktorat; KAN =
Kantori PET = Petugas; KEK SOSEK = Kekuatm Sosial Ekonomi; MA = MahkamahAgung

--------------> lnput{utput
koordinasi
taktis{pemsional
pembinmn

Gambar 13
Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UU 5174 dan 5/79
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Sudah barang tentu, mesin demokrasi (sistem politik) di atas tidak akan

bekerja dengan baik jika input 
'Janfeedbaclc 

dikontrol oleh birokrasi dan tida-k

oleh lembaga legislatif (rakyat, konsumen).

Pernerintahan

Hubungan yang terjadi antarapemerintah dengan yang diperintah menurut
kedelapan pola di atas disebut pemerintahan. Hubungan itu bersi{at timbal balik.

L disebut sebagai pola perilaku pemerintahan.

ilt di situ terdapat pemerintahan. Pemerintahan
'ti hukum dan politik, administrasi dan interaksi
. misalnya norma) aturan, kerja sama, hak dan
zLn, dan kepala. Pemerintahan y:rng dijalankan 

I

rsta dapat disebut pemerintahan privat (aneh 
l

'ernmenf) ) sedangkan yang dijalankan oleh badan
crintahan publik atau "publir gouunmml', disingkat

saja (Nabel, 1979,62). Perbedaan pokok antara
rr terletak antar^ lain pada dua hal berikut. 

i

runyai alatpemaksa tertinggi di tingkat nasional 
]

rvahannya. 
I

tmyaikewenangantertinggidalamhubungannya 
I

l,:h karena itu di berbagai kalangan, misalnya 
I

3marang terdapat konsep Pemerintahan Luar 
I

I

I

I

I

u.san pemerintah adalah apayanglazim disebut 
I

La.h, tujuan negara (seperti tercantum di dalam 
I

lD 1945), masyarakat adil makmur berdasarkan 
I

tnanusia Indonesia seutuhnya dan masyaral<at 
I

e Spiegel (dalam van Polje, 1953, 16) secara 
I

:merintah bertugas memimpin hidup bersama 
I

1'ang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang 
I

I
lpentingPatnnut,pentingnyakebahagiaansebagai 

I
;:ran seperti l{u pertumbuhan ekonomi, stabilitas 

I
;lah tunduk pada tujuan tersebut. Dikatakan juga 

I
I

d
A

'. 
ii,*#j;-' ;;*,i;*,: ,;i ;;,"*.*r**;*i,;r-;,*i+*;;;*,1;ir*;,;*s;i*;;;-;+;:n;;,,,;,," ,- " " , $

Semua pola tersebut dapat juga disebut sebagai pola perilaku pemerintahan.

Dimana terdapat masyarakrlt di situ terdapat pemerintahan. Pemerintahan
adalah gejala sosial, sama seperli hukum dan politik, administrasi dan interaksi
sosial. Indikator gejala tersebut misalnya norma) aturan, kerja sama, hak dan
kewajiban, keputusan, kekuasazLn, dan kepala. Pemerintahan y:rng dijalankan
oleh badan atau lembaga swasta dapat disebut pemerintahan privat (aneh
kedengarannya) atau "prirate gouernmenf', sedangkan yang dijalankan oleh badan
kenegaraan (publik) disebut pemcrintahan publik atau "publirgouurmml', disingkat

"gouunmmf'atau pemerintahan saja (Nabel, 1979,62). Perbedaan pokok antara
kedua kategori pemerintahan itu terletak antara lain pada dua hal berikut.

l. Pemerintahan publik mempunyai alat pemaksa tertinggi di tingkat nasional
dan tiap eselon fiajaran) barvahannya.

2. Pemerintahan publik memptrnyai kewenangan tertinggi dalam hubungannya
dengan luar negeri (dan ol,:h karena itu di berbagai kalangan, misalnya

Universitas Diponegoro Semarang terdapat konsep Pemerintahan Luar
Negeri).

Peristiwa Pemerintahan

Urusan Pernerintah

Yang dimaksud dengan uru.san pemerintah adalah apayanglazim disebut
dengan istilah tujuan pemerintrlh, tujuan negara (seperti tercantum di dalam
alinea keempat pembukaan UUD 1945), masyarakat adil makmur berdasarkan
Pancasila, atau pembangunan rnanusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Van de Spiegel (dalam van Polje, 1953, l6) secara
implisit menyatakan bahwa pemerintah bertugas memimpin hidup bersama
manusia ke arah kebahagiaan )/ang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang
lain secara tidak sah.

Setidak-tidaknya ada tiga hal penting Patnnut,pentingnya kebahagiaan sebagai

hrjuan hidup bersama. Setiap sas:ran seperti l{u pertumbuhan ekonomi, stabfitas
politik, dan keadilan sosial haruslah tunduk pada tujuan tersebut. Dikatakan juga

L& Dialektika llmu Pemerintahan



bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan itu mengandung dimensi spiritual

atau rohaniah yang disebut "uustandelfk gehtk", di samping (dimensi jasmaniah

yang disebut "lichame$k geluk". Dilihat dari segi ini' kemajuan ekonomi yang

tidak diimbangi dengan kemajuan rohaniah yang ditandai dengan kedamaian,

ketenangan, rasa aman, kebebasan dan sebagainya, tidak akan berarti apa-apa.

Itedua, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan sesarna manusia. Yang

dimaksud dengan manusia dalam hubungan ini adalah setiap orang, seperti

operasionalisasi konsep manusia ke dalam pasal-pasal Pernyataan lJmum Hak-hak

Manusia (10 Desember 1948), atau individu, sebagaimana Koenloro Purbopranoto

dalam buku Hak-hak Azasi Manusin dan Pancasila (1979) mengartikannya. Ketiga,

kebahagiaan seseorang jangan sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain

secara tidak sah. Hal ini perlu diperhatikan karena pembangunan di negara yang

sedang berkembang bekerja pada sumber-sumber yang sangat terbatas sehingga

penggalian dan pengarah annyacendemng memberi peluang menggunakan cara-

cara paksaan dengan dalih demi kepentingan umum (nasional).

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang

berkembang bukanlah hal yang gampang. Selain bekerja pada sumber

yang terbatas seperti dikemukakan di atas, masih ada masalah seperti

karena tergantungan pada negara maju (penguasa teknologi), pemeliharaan

momentum pembangunan, dan sebagainya. Dari setiap pemerintah dituntut

kemampuan optimal untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah

tersebut. Oleh karena itu, timbullah isu tentang pembangunan pemerintahan

yang titik beratnya diletakkan pada pembangunan aparatur yang antara lain

berupa usaha pendidikan. Hal ini akan diuraikan kemudian.

Tindakan Pernerintah

Perilaku pemerintah meliputi j awaban (responsnya) terhadap lingkungannya

dan tindakan yang dilakukannya secara sadar untuk mencapai sasaran. Dalam

tulisan ini, prilaku pemerintah disebutjuga tindakan pemerintah, kendatipun

dalam diamnya pun pemerintah bertindak! Untuk menyelenggarakan

urusannya, didorong oleh kesadarannya akan tanggungjawabnya. Pemerintah

bertindak guna menghasilkan keluaran tertentu menurut pola, beradasarkan

asas dan dengan cara tertentu pula. Ada dua macam tindakan Pemerintah:

tindakan sekali lalu dan tindakan berulang.

Tindakan sekali lalu adalah tindakan yang tidak (dapat) diulang untuk

menciptakan efek yang sama setidak-tidaknya selama jangka waku tertentu.

Ketika Alm. Ir Sutami menjabat sebagai Menteri PUTL, ia pernah betnazar

akan menggendong baw ahanny a y ang berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
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Ternyata bawahannya tersebut berhasil dan ia pun menepatijanjinya Peristiwa
itu menjadi berita besar pada suatu ketika, tetapi tidak pernah lagi terjadi
sesudah itu. Mengapa?

. Jika yang bersangkutan mengulanginya, tindal<an yang pertama tadi akan
kehilangan nilai atau pamornya; dari suatu yangluar biasa, yang baru, langka,
menjadi suatu yang rutin, biasa, mudah didapat, dan mungkin membosankan.

' Jika diulang oleh orang lain, maka tindakan yang sama itu tidak memiliki
orisinalitas, menjadi barang tiruan, latah, dan nilainya amat merosot.

. Situasi terus berubah, lingkungan terus beredar. Tindakan yang pada
suatu saat atau pada suatu l.empat efektif, belum tentu demikian di waktu
dan tempat lain. oleh karena itu, dalam menghadapi situasi baru harus
diciptakan kreasi (cara) banr.

Tindakan berulang adalah tindakan yang untuk memberi efek yang sama
atau meningkat perlu diulang. Pengulangan dimaksudkan untuk membentuk
pola perilaku atau kemahiran tertentu. Semakin diulang, semakin baik.
Misalnya perbuatan mendidik ;a.tau melatih orang. Dengan perrgulangan:

- diperoleh kemahiran, diperluas pengalaman;

- dapat dilakukan eksperimentasi;

- dapat digali fakta secara intcnsif;
- tindakan yang bersangkutarL dapat dipelajari secara lebih leluasa daripada

tindakan sekali lalu;

- pekerjaan menjadi lanca4
- terbuka kemungkinan untuk pembentukan tugas-tugas yang bersifat

normatif,,

P eri stiut a P enterint ohan

Tindakan sekali lalu dan tindakan berulang menimbulkan berbagai
peristiwa yang dapat dijadikan sasaran (objek, variabel) penelitian ilmiah.
Peristiwa yang timbul dapat diberi nama menurut tindakan yang melahirkannya;
jadi ada peristiwa sekali lalu da.n ada peristiwa berulang. Peristiwa sekali lalu
menjadi sumber bangunan seni pemerintahan sedangkan peristiwa berulang
menjadi sumber kajian teknik F,emerintahan dan ilmu pemerintahan.

Seni Penerintahan

George E. Berkley dalam 7-he Crafi of Public administration (ISl7 5:5) berkata
mengenai seni administrasi negara:



As rue haue noted, afuninistrators, like artists, do tend to work in indiuidual md often
htghb imagnati.ue wEs, emplojng a uarious m of materiak, including intuition, in
thnr labors. One man's administratiue product is neuer quite the same ($ another's,

lust as one composer's s2mphonl,t differsfrom another's. Indiuidual st2le tends to shou
through in both cases, though it is certainfu more pronounced in the tatterfietd.

Jikapengertian seni dalam ungkapan di atas diterapkan di bidangpemerintahan,
maka kemampuan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya melalui
dirinya sendiri dengan jalan menciptakan hal atau cara-cara baru yang memberi
pengaruh positif dan bermakna di kalangan rakyat, merupal<an sumber seni
pemerintahan. Pada umumnya, tindakan pemerintah yang bersifat sekali lalu
adalah seni pemerintahan. Tindakan itu bersifat pribadi, subjektif dan sangat
bergantung pada dayaimajinasi atau kreativitas dan kepribadian pemerintah.

P entingny a S eni Pernerintahan

Seni pemerintahan mengandung manfaat praktis dan teoretis. Dalam usaha
pembangunan nasional, negara yang sedang berkembang mengalami perubahan
sosial yang pesat. Dalam perubahan itu, dua pihak memegang peranan, yaitu
pemerintah dan yang diperintah. Telah diketahui juga bahwa menurut tradisi
Maclver, pemerintahan merupakan upaya untuk membuat rakyat dapat
diperintah. Karena situasi selalu berub ah, carz-cara untul< membuat ral<yat dapat
diperintah itu juga perlu diubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi dan situasi
rakyat. Menerapkan suatu strategi atau peraturan umum terhadap kasus tertentu
memerlukan daya imajinasi yang tinggi. Dengan demikian, seni pemerintahan
merupakan kekayaan yang perlu dimiliki oleh setiap pejabat/pemerintah agar
ia mampu menghadapi setiap tantangan dan masalah yang nyata.

Seperti dikatakan oleh Berkley di atas, tiada hasil seni orisinal yang sama.
Demikian juga produk seni pemerintahan. Kendatipun demikian, suatu
ponduk dapat dibandingkan dengan produk lainnya. Hasil pembandingan
ini antara lain berupa perbandingan pemerintahan, selanjutnya, fotokopi seni
pemerintahan dapat menjadi teknik pemerintahan.

Metodologi

Harus diakui bahwa pekerjaan merekam tindakan sekali lalu atau produk
seni pemerintahan merupakan pekerjaan yang amat sukar. Pemikian juga
pekerj aan menganalisisnya!

1. Karena sekali lalu, sukar diamati.

2. Tindakan sekali lalu umumnya bersumber dari tugas pejabat pribadi,
sehingga sukar direkam oleh sembarang orang.
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3. Sukar menemukan struktur umum produk-produk seni pemerintahan.

4. Pada umumnya tindakan pribadi pejabat pemerintah bersifat rahasia atau

dirahasiakan.

5. Tindakan sekali lalu biasanyeL bersifat spontan, mendadak, dan skenarionya

subjektif.

Oleh kerena itu, harus diternukan metode penelitian produk-produk seni

pemerintahan yangjitu. Metodc tersebut antara lain sebagai berikut.

L Studi kasus.

2. Biografi atau otabiografi.

3. Memori serah terima jabatan.

4. Observasi seperti: "Sehari dengan ...".

5. Penelitian dokumenter.

6. Content anafusis.

7. Etnofenonenologi.

Kornponen Bangunan S eni P'ernerintahan

Sebagai barang seni, seni pemerintahan dapat dikoleksi. Koleksi Seni

pemerintahan) antara lain sebagai berikut.

L Cita pemerintahan.

2. Paham, aliran, pendekatan rJi bidang pemerintahan sepanjang masa.

3. Berbagai lembaga pemerintahan.

+. Berbagai cara menggunakan lembaga-lembaga darr kemahiran
menggunak an cara-cata ter sebut.

5. Kesusasteraan dan bahasa pemerintahan.

6. Gaya (stltle) atau penampilarr pemerintah'

7. Benda-benda seni produk 'pemerintahan, seperti piagam, prasasti, dan

sebagainya.

Hubungan Antara Seni dengnn llm:u Pernerintahan

Seperti telah dikemukakan di atas, hasil pembandingan berbagai produk

seni pemerintahan dapat menghasilkan (ilmu) perbandingan pemerintahan

(ref B. Pamudji, dalam Puband,:ngan Pemerintahan, 1983). (Ilmu) perbandingan

pemerintahan merupakan sa,lah satu komponen sistem keilmuan ilmu
pemerintahan. Asas-asas pemerintahan a\tara lain bersumberkan (ilmu)

perbandingan pemerintahan.
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llmu Pemerintahan

Adakah I lrnu P ernerintahan?

Pertanyaan berikutnya, diperlukankah suatu ilmu lain di samping ilmu-ilmu
yang sudah ada, seperti ilmu politik dan ilmu administrasi negara? Bukankah
ilmu-ilmu itu (sudah) mampu menjawab sagala tantangan dan memecahkan
masalah pembangunan dewasa ini?

Jika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ditempuh upaya
untuk menemukan "llcns" atau objek materiil dan metode khusus untuk
dijadikan ciri khas ilmu pemerintahan yanu membedakannya dengan ilmu-
ilmu lain, sia-sialah upaya itu. Dewasa ini, orang lebih banyak menandai
perbedaan antara disiplin yang satu dengan yang lain dengan "focus", yang
dibuat juga paradigrna (paradigm). Istilah paradigma barasal dari kata Latin:
paradigm(a). Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, paradigma didefinisikan
sebagai contoh atau pertanyaan yang terus-menerus mendasari penyelidikan
untuk beberapa lama sebelum dapat dijawab. Margaret Masterman, dalam
George Ritzer, Sociolog A Multipk Paradigm Scimde ( I 9 7 5 : 7) msnj elaskan sebagai

berikut.

A paradigm is afundamental image of the subject matter utithin a science. It serues

to define uthat should be studied, uhat questions should be asked, hou.t thel should be

asked, and uhat rules should befolloued in interpreting the answers obtained. The
paradigm is the broadest unit of cznsensus within a science and serues to ffirentiate
one scientific community @r subcommunitlt)from another it subsumes, defutes, and
interrelates the exemplars, theories, and methods and'instruments that exist uithin it.

Delapan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintah di
atas menghadirkan delapan citra fundamental (paradigma) "focus" ilmu
pemerintahan. Salah satu misalnya, tanggungjawab "Responsibility is the central

problem qlf goaernment and indeed, El' ffi toda2", demikian HerbertJ. Spiro dalam
Responsibiliry in Gouernment: Theory and Practise (1969: vii). Dalam Bab X buku
tersebut, Spiro berksimpulan bahwa pemerintah tidak lain dari struktur
tanggung j awab. Dituntutnya tan ggung j awab dari pemerintah karena dewasa
ini pemerintah semakin bersifat otonom, padanyalah tergantung hidup matinya
bangsa-bangsa, darinyalah yang siap menekan tombol mesin kematian, kalau
saja pemerintahan jatuh di tangan pemerintah yang ridak bertanggungjawab!
kendatipun ada konstitusi atau piagam apa saja, realisasinya bergantung
pada pemerintah. Pemerintah telah menjadi Raksasa Yang Aktif, demikian
Gwendolan M. Carter danJohn H.Herz, dalam Miriam Budiardjo, Masalah
Kenegaraan (1975: 79).
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Pemerintah berperanan aktif dan menentukan, baik dalam proses politik,
pemerintahan) maupun administrasi negara (ref h. 9). Dewasa ini berbagai

ilmu yang ada seakan-akan t:rk berdaya menghadapi dan rnenerangkan

berbagai fenomena kenegaraan, Alfred Cobban dalam Political Scimce fuarterfi
(Vol. LXXII, 1936, h.321-337) menulis "the Decline of Political Theory"

dan C. Wribht Mills dalam The 'sociological Imaginahon (1961: l6t! dyb) menulis

tentang dehumanisasi melalui birokrasi dan bisnis. Dunia per:ilaku pejabat

pemerintahan, unsur kepala setizrp satuan organisasi pemerintaha,n, seolah-olah

sebuah dunia misterius, sukar di;elajahi, sukar diterobos oleh penelitian ilmiah,

dan diliputi formalisme serta kera.hasiaan. Dalam pada itu, tampaknya kemajuan

teknologi, laju pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya gaji pegawai negeri'

belum dapat menjamin kebahagiaan dalam berbagai dimensinya menurut
tradisi Spiegelian dan juga belum dapat menjamin meningkatnya prestasi

kerja. Rupanya, filsafat lama yang berbunyi, bukannya orang kaya itu bahagia

melainkan orang bahagia itulahL yang kaya, tetap berlaku.

Salah satu dimensi kebahagiaan menurut tradisi Spiegelian adalah

kebahagiaan rohaniah. Aspek j:ni dikaitkan dengan ketuhanarr berdasarkan

keyakinan bahwa sumber kebahagiaan sejati adalah Allah pencipta langit

dan bumi. Pendekatan ini menuju ke pemikiran teologis. Dengan demikian,

diperlukan suatu ilmu yang oleh karena sifat (paradigma)-nya mencakup segi

teologis, bukan saja kehidupan pribadi para pejabat pemerintahan, melainkan
juga formalitas kenegaraan. PeLsal 29 (1) UUD 1945 misalnya., menyatakan

bahwa negara (Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa'

Ketentuan ini erat te rkait dengan alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Setiap

Undang-undang dimulai dengan kalimat Dengan Rahmat Tuhzrn Yang Maha
Esa, selanjutnya sebelum pejabat atau tenaga tertentu menjalankan tugasnya,

ia diwajibkan mengucapkan r;umpah atau janji dengan menyebut nama

Tirhan. Dampak aspek teologis tersebut juga merupakan bahan kajian ilmu
pemerintahan. Seperti telah dikemukakan jauh sebelum ini, didorong oleh

rasa tanggung jawabnya, pemerintah aktif menempuh berbagai upaya yang

mungkin lebih atau lain dari yang diamanatkan (authoriaed) kepadanya.

Berdasarkan kedelapan pola hubungan antara pemerintah dengan yang

diperintah, ada enam belas variabel utama ilmu pemerintahan seperti telah

digambarkan.

Otoritas dan tanggung jawzLb.

Pengenalan diri P dan akseptabilitas.

Mempelajari dan membukzL diri.
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+. Perintah dan ketaatan (loyalitas).
5. Prakarsa dan partisipasi.
6. Konsumsi dan produksi.
7. Produksi dan konsumsi.

B. Empor,uerment dan tanggungjawab.

segenap data dan informasi mengenai kedelapan pasangvariabel diproses
menurut Proses Angka Delapan sebagai berikut: Dalam Gambar 14, S adalah
subjek (peneliti)yang menghadapi peristiwa pemerintahan. Ada dua alternatif
posisi S terhadap peristiwa yang bersangkutan: berada di luar (menonton) atau
menempatkan diri sebagai partisipan dalam peristiwa. Dalam hal yang pertama,
peristiwa pemerintahan diperlakukan sebagai objek (o), sedangkan dalam hal
kedua, masalah (M).Jalan yang ditempuh S untuk memperoleh pengetahuan
yang benar mengenai o disebut metode iset (research). Pengetahuan yang oleh
Thomas Kuhn dalam George Ritzer (op. cit., 5), "examplay'', dijadikan bahan
bangunan ilmu pengetahuan (IP)yang dalam hal ini adalahilmu pemerintahan.
Setiap ilmu pada hakikatnya adalah juga metode (metode ilmu, MI). S

menggunakan MI dalam menghadapi M. Hasil penggunaan MI terhadap M
adalah tindakan (T), perintah yang pada gilirannya menimbulkan perisriwa
pemerintahan yang baru, demikian seterusnya.

MR bekerja sebagai berikut (Gambar
l4). Adakalanya S bekerja dari fakta menuju
teori melalui teorisasi dan ada kalanya dari
teori menuju fakta untuk menguji teori
melalui verifikasi (Gambar l5). Teori adalah
komponen utama setiap ilmu pengetahuan, M

dan merupakan alat strategis bagi setiap
ilmu dalam menunaikan salah satu tugasnya
yaitu mengenali dan menerangkan gejala,
meramalkan apayangakan dan dapat terjadi.
Tirgasnya yang lain ialah untuk memperoleh
pengertian (unders tanding) dan mengontrol
dirinya sendiri. M

Gambar 14
Proses Angka Delapan
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Karena ilmu bisa ketinggalan zarnar5 bisa mengandung kckeliruan, dan

biasa mengandungkelemahan (Irred N. Kerlinger, dalam Foundatians of Behaui'oral

Research. 1973: B dyb).

Metode Ilmu Pemerintahan (MIP) bekerja menurut beberapa pola berikut.

1. Memecahkan masalah. Misalnva variabel ketertiban dan variabel perjudian.

Perjudian mengganggu kete rtiban di dalam masyarakat. Tetapi walaupun

perjudian dilarang, perjudia.n tetap ada, karena hal itu berakar dalamjiwa

manusia. Jika dilarang begitu saja, bahkan timbul ekses, yaitu judi gelap.

Menurut MIP, eksesnya dibatasi dengan jalan antara lain lokalisasi judi.

2. Mmgansi (nmanggulnng, masalah. Variabelnya sama) menurut MIf; perjudian

dapat di atasi jika dikenakan ancaman hukuman terberat terhadap penjudi.

3. Men2elesaikan masalah. Penyelesaian masalah menurut MIP, antara lain

penyelesaian utang-piutang atau dalam hal variabel di atas, melalui

pendidikan agar sifat gelnar berjudi itu lenyap dari jiwa manusia.

Penyelesaian masalah berarti j uga penutupan sumber masalah. Penyelesaian

masalah juga berarti pengaturan (untuk menata keadaan), pembangunan

(untuk memenuhi kebutuheLn atau keinginan), atau membayar utang.

4. Mendinmkan masalah. Pendianlan itu dilakukan berdasarkan anggapan seperti

(a) menghadapi suatu masal:th, lama-kelamaan masyarakat sadar atau tidak

menyesuaikan diri sehingga" tidak lagi terasa sebagai masalah, (b) diam itu

emas, dan (c) tunggu dan li.hat. Dalam kasus ini, pemerintah relatif pasif

5. Menetralisasikan masalalah. I\Iisalnya variabel daya tarik kota dan variabel

urbanisasi. Untuk mencegah urbanisasi, daya tarik dikurangi atau

ditiadakan, atau pedesaan,limodernisasikan.

Dialektika Ilmu Pemerintahanr52



6. Mengalihkan masalah. Dengan metode ini dibuat masalah baru X untuk
mengalihkan perhati an rakyat dari masalah yang dihadapi y, agar
pemerintah berkesempatan mempelajari Y atau dengan harapan y lama-
kelamaan lenyap.

Dengan perkataan lain, metodologi (MR dan MI) ilmu pemerintahan
adalah metodologi penelitian dan pengembangan (litbang). Metodologi
ini digunakan di Indonesia sejak Pelita II dan dilembagakan dalam rubuh
pemerintah dalam bentuk Badan atau Pusat Penelitian dan Pengembangan.
P.AE white, dalam Efectiue Management of Research and Deuelopment, (lg7 5)
memadukan konsep, kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi suatu
pola yangjika dimodifikasi sebagai berikut.

Peristiwa
Masalah

Pembaruan Penemuan

4 llmu
Pemerintahan

Tindakan
Pengimbangan

Tindakan

6 Tindakan
Rutin

P e n e I iti a nt:T3:; 13," o" 
" 

n 
" "

(l) Penelitian. (2) Penemuan berupa bahan bangunan ilmu pemerintahan
(4) dan atatbahan bangunan tindakan (3) yang meliputi tindakan rutin (6) dan
atau tindakan pengembangan (5). Tindakan pengembangan menghasilkan
pembaharuan (7) yang mendatangkan hasil (9) dan atau masalah dan peristiwa
baru (B) sebagai masukan penelitian (1).

Sistenr Keilrnuan lbnu Pernerint ahan

Sistem keilmuan ilmu pemerintahan dikuasai oleh beberapa anggapan
dasar berikut.

l. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu terapan, artinya sehagian besar bahan
bangunannya bersumber dari produk ilmu pengetahuan.

2. Ilmu pengetahuan yang"locus"-nya sama dengan "iflcus" ilmu pemerintahan
berkaitan erat dengan yang disebut kemudian.

Ilmu Pemerintahan di Lingkungan Institut Ilmu Pemerintahan ... r53



3. Ilmu pemerintahan berkenrbang. Pada tahap awal ilmu pemerintahan,

misalnya menggunakan proclukilmu politik, yaitu konsep partisipasi (dalam

partisipasi Politik). Pada tatrap berikutnya, ilmu pemerintahan memakai

konsep partisipasi itu dan nrembentuk konsep baru, misalnya partisipasi

pembangunan yang berbeda dengan--walaupun tetap berkaitan-partisipasi

politik. Selanjutnya, tidak nrustahil lahir teori baru yaitu teori partisipasi

pembangunan yang dijadik.an bagian baru ilmu pemerintahan. Jelaslah

pendekatan heuristik (heurist,;'c uiew, Kerhnger, I 9 7 3 : 7) memegang peranan

penting dalam mengemben gkan ilmu pemerintahan.

Dilihat dari ketiga hal di atas, sistem keilmuan ilmu pemerintahan meliputi

berikut ini.

1. Studi Introduktif,

a. Negara.

b. Tujuan nasional.

c. Pemerintah dan yang diperintah.

d. Pemerintahan.

e. Ideologi dan doktrin pemerintahan.

f, Asas-asaspemerintahan.

g. Sistempemerintahan.
h. Teknik pemerintahan.
i. Perilaku pemerintah (arL): budaya pemerintahan.
j. Tindakan pemerintah: perbuatan memerintah.

k. Pemerintahan nasional idan hubungannya dengan pemerintah negara

lain).

l. Pemerintah wilayah .

m. Pemerintahan daerah (termasuk kota).

n. Pemerintahan desa (terrnasuk kelurahan)'

o. Huhungan antara k, l, rn, dan n.

p. Metodologi ilmu pemerintahan.
q. Pembangunan pemerintahan.
r. Pembinaan aparatur pemerintahan.

s. Pendidikan ilmu pemerintahan.

2. Studi Paradigmatik: lihat nretodologi di atas.

3. Studi Disipliner, dilakukan untuk menemukan teori-teori yang diperlukan

dalam mempelajari keenam belas variabel studi paradigmatik di atas. Disiplin

dan transdisiplin yang dihariilkannya ) antaralain seperti di bawah ini.
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4. Studi Kasus.

a. Seni pemerintahan.
b. Perbandingan pemerintahan.
c. Sejarahpemerintahan.

Studi disipliner tersebut dapat menghasilkan ilmu-ilmu transdisipliner,
seperti dikemukakan di bawah ini. Di antara ilmu-ilmu transdisipliner itu
terdapat satu dua yang kelihatannya dibuat-buat, seakan-akan digabungkan
saja dengan kata pemerintahan.

Trqnsdlsiplln Fuang Kaiian

1 Politik Pemerintahan Kekuatan pemerintah yang dianggap dapat mempengaruhi

proses politik dan sebaliknya

2 Administrasi Pemerintahan Penerapan asas dan metode administrasi negara dalam

proses pemerintahan dan pelaksanaan/penggunaan produk

pemerintahan oleh administrasi negara

Hukum (Tata) Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum; tertib

oemerintahan

4 Sosiologi Pemerintahan Kekuatan sosial yang dianggap dapat mempengaruhi proses

pemerintahan dan sebaliknya

Ekonomi pemerintahan Penerapan asas dan metode ekonomi dalam proses

pemerintahan dan pelaksanaan/penggunaan produk

pemerintahan di bidang ekonomi

6 Teknologi Pemerintahan Penggunaan teknologi di bidang pemerintahan dan pengaruh

pemerintahan terhadap teknologi

Filsafat Pemerintahan Ajaran filsafat mengenai pemerintahan dan pengaruh

pemerintahan terhadap filsafat

8 Etika Pemerintahan Pembentukan pola tingkah laku pejabat pemerintahan dan

pengaruh produk pemerintahan terhadap pembentukan nilai-

nilai di dalam masyarakat

o Teologi Pemerintahan Pengaruh pengalaman dan kesadaran ketuhanan terhadap

pemerintahan; pengaruh teologi terhadap doktrin/ideologi
pemerintahan, dan sebaliknva

10 Psikolagi Pemerintahan Tingkah laku pemerintah dilihat dari segi psikologi sosial;

penggunaan asas, metode psikologik dalam pemerintahan;

pengaruh psikologis pemerintah terhadap masyarakat

11 Seiarah Pemerintahan Penggunaan asas dan metode ilmu sejarah dalam

pemerintahan dan dalam merekam peristiwa pemerintahan

12 Ekologi Pemerintahan Pengaruh faktor-faktor ekologis terhadap pemerintahan dan

sebaliknya
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13 Geoqrafi Pemerintahan P,3ngaruh dan faktor-faktor geografis terhadap pemerintahan:

pr,'rbatasan administratit, alokasi pembangunan, distribusi

pr>nduduk, dan sebagainya

14 Antropologi Pemerintahan Pangaruh timbal balik antara budaya dengan pemerintahan

15 Hukum Adat Pemerintahan P,engaruh timbal balik antara nilai-nilai dan hukum adat yang

hidup di dalam masyarakat dengan pemerintahan

16 Etnologi Pemerintahan K,eanekaragaman kultural dan nilai-nilai suku-suku bangsa

dan pengaruh timbal balik antara hal itu dengan pemerintahan

't7 Kepemimpinan Pemerintahan Panerapan asas dan metode kepemimpinan di bidang

or>merintahan

18 Komunikasi Pemerintahan Panggunaan asas dan metode ilmu komunikasi di bidang

pemerintahan dan pengaruh timbal, balik antara keduanya

19 Bahasa Pemerintahan Pembentukan bahasa yang efektif sebagai alat komunikasi

arltara P dengan R

20 Seni Pemerintahan Penggunaan nilai-nilai seni atau kesenian dalam proses

pr>merintahan

Pendidikan llmu Pemerintahan

D im. e n s i P ern e rint a h an

Dalam uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan
bukan hanya semata-mata crQ7, shill, technolog,t, atalu semacam pertukangan,
tetapi jauh lebih daripada itu. Pemerintahan menjangkau dimensi "Tuisdzm,"

kearifan, hikmat, bahkan dimer,si teologis dan eskatologis. Seorangpemerintah
di masa kini tidak cukup berkapasitas sebagai "philosophu kin{' , atiLn "filsuf-raja",
melainkan filsuf-raj a-pengusah a.

I{edudukan I lnt u Pent erintu.han

Kesimpulan lain ialah, sistem keilmuan ilmu pemerintahan mencakup
spektrum yang luas dan dalam. Setidak-tidaknya ada dua konsekuensi berikut.

l. Program Studi Ilmu Pemcrintahan tidak sesempit suatu jurusan pada
fakultas. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal9 Agustus l9B4 Nomor 0036/0/l9B4.Jurusan Ilmu Pemerintahan

hanyalah salah satu di antara l0 jurusan di lingkungan lbkultas Ilmu Sosial

dan Politik.Jika uraian di atari diperhatikan, ternyatalah bahwa Program Studi
Ilmu Pemerintahan tidaklah sesempit itu. Program Studi Ilmu Pemerintahan
meliputi berbagai cabang iJ.mu sejenis sehingga kelembagaannya tidaklah
setarafjurusan suatu fakultas. melainkan suatu institut, seperti Institut Pertanian
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Bogor, Institut Teknologi Bandung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
dan Institut Agama Islam Negeri. Suatu bentuk sekolah tinggi juga dianggap
tidak cukup menampung wawasan keilmuan ilmu pamerintahan.

2. Program studi Ilmu Pemerintahan diberi penghargaan sebagai suatu ilmu
dan bukan semata-mata seni atau keterampilan (skill, crafi).Bobotwawasan
yang terkandung di dalamnya bernilai kesarjanaan (S-l ke atas) dan tidak
hanya bernilai diploma (D-III, nl.

Pemerintahan Praktis

Dalam menyelenggarakan pemerintahan praktis diperlukan kader-kader
pemerintahan atau calon-calon pemerintah di masa depan. Mereka itu haruslah
orang-orang yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap negara dan
bangsa, memiliki wawasan nusantara, dan mampu berfungsi seabgai alat negara.

Oleh karena itu, pendidikan kader-kader pemerintahan dan calon-calon pemerintah
di masa depan haruslah bersifat khusus, atau apa yanglazim disebut pendidikan
kedinasan. Karena dalam sistem pemerintahan, Departemen Dalam Negeri
diberi wewenang untuk mengelola pemerintahan dalam negeri, maka pendidikan
kedinasan tersebut sebaiknya berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri,
bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

P en didik an I lrnu P ernerint ah an

Sebagaimana administrasi pembangunan memerlukan pembangunan
administrasi, demikian juga pemerintahan memerlukan pembangunan
pemerintahan. Pendidikan ilmu pemerintahan merupakan bagian integral
pembangunan pemerintahan.

Jadi, ada hubungan fungsional langsung a\tara pemerintah yang
membangun dan pembangunan pemerintahan (Gambar 17).

Gambar 17
Hubungan antara Pemerintah

Membangun dengan Pembangunan
Pemerintahan

Pemerintah Membangun
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Tujuan pendidikan aparatur pemerintahan bergantung pada konsep

tentang tanggung jawab pemer:intah ata:u apa yang di atas disebut urusan

pemerintah. IJrusan pemerintah mempunyai 3 dimensi berikut"

l. Dimensi substantif; semua aspek kehidupan manusia dan warga negara

(harus) mendapat perhatian pemerintah.

2. Dimensi subjektifi setiap orirng harus bisa dicapai oleh pernerintah (dan

sebaliknya).

3. Dimensi waktu: masa depan bangsa berada di bawah tanggung jawab

pemerintah.

Untuk dan dalam mengelola umsannya dengan sebaik-baiknya, pemerintah

perlu memiliki kualifikasi atau kemampuan tertentu, kemampuan tersebut

mempunyai berbagai dimensi berikut.

l. Dimensi performance. Dimerrsi ini bermuka dua, yaitu wa.iah teknologi
dan wajah artistik. Dimana inilah yang paling operasional (konkret)'

Kemampuan "periformance" lterkaitan dengan apa yang lazim dinamakan

kemampuan administratif, claya kreatif, dan keterampilan teknik.

2. Dimensi scientific.

3. Dimensi moralistik.
4. Dimensi otoritatif.
5. Dimensi generatif,

Kelima hal tersebut berkai,tan satu sama lain. Setiap hal terjadi melalui

"performance" kendatipun paformunce itu berarti dtam. Peformance dtdrtkrtng dan

dimotir,asi oleh ketiga hal berikutrLya: ilmu, moralitas, dan otoritas. Ilmu diperlukan

sebagai alat untuk menerangkan gejala moralitas diperlukan sebagai pola tingkah

laku dan tolak ukur bagi setiap rindakan, sedangkan otoritas berkaitan dengan

keabsahannya dilihat dari sisi firrmal. Akhirnya, kesemuanya itu tidak dapat

melepaskan diri dari dimensi gerreratif, sebuah jalur sehalus benang sutera yang

menguhubungkan pemerintah dcngan masa depan bangsa.

Dimensi-dimensi di atas menentukan pola dan sietem pendidikan yang

diperlukan untuk membentuk calon-calon tenaga pemerintahan.

Penutup

Jadi, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari peristiwa
pemerintahan. Kesemua bahasan di atas sebenarnya hanyalah suatu skema

sederhana mengenai ilmu pemerintahan. Elaborasi skematik sudah barang
tentu memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah,

didukung oleh sumber daya ilmiah yang memadai. Dalam hubungan ini,
penulis mengajukan beberapa saran berikut.
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l. Bila dipandang perlu, dilakukan usaha-usaha persiapan menuju
terbentuknya perhimpunan / masyarakat ilmu pemerintahan.

2. Perlu dilakukan usaha-usaha pengayaan kurikulum lembaga pendidikan
ilmu pemerintahan.

3. Usaha tersebut diukung oleh oleh penelitian sistematis dan penulisan buku-
suku ilmu pemerintahan.

4. Perlu diselenggarakan temu ilmiah pengkajian ilmu pemerintahan secara
berkala, dan jika dianggap baik, bergiliran.

5. Studi disipliner di atas hendaklah dijadikan pekerjaan rumah oleh para
penggemar dan ilmuwan ilmu pemerintahan!
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ItMU PEMERINTAHAN SEBAGAI
KAJIAN UTAMA JURUSAN

ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNPAD

??fuL, $,,uan 4u4o 4,aaatzi.

niversitas Padjadjaran sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi sejak

tahun 1972 rnenyelenggarakan pendidikan dengan kajian utama berupa

Ilmu Pemerintahan. Wadahnya ialah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Jurusan Ilmu Pemerintahan. Tetapi sejak lama dirasakan ada dan bermunculan

pernyataan-pernyataan, bahkan pertanyaan-pertanyaan ke alamat Ilmu
Pemerintahan, mempertanyakan hakikat ilmu pemerintahan. Apa, bagaimana,

mengapa tentang ilmu itu? Hal itu ditemui dari berbagai perbincangan di

kalangan para penguji skripsi di Unpad, juga dalam temu kaji ilmiah.

Apakah ilmu pemerintahan itu ada? Kalau ada apakah bedanya

dengan ilmu administrasi negara? Seolah-olah yang dimaksud dengan ilmu

pemerintahan itu hanya nama belaka(?) (Ndraha, 1983: 159).

Berdasarkan kelahirannya, Ilmu Pemerintahan itu dikembangkan oleh

IJniversitas Gadjah Mada, Fakultas HESP (Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik).

Secara estafet, kemudian diserahkan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

sejak 15 September 1955. Namajurusannya diganti denganJurusan Ilmu Usaha

Negara. Berkembanganlah ilmu pemerintahan di sana dengan mantel baru.

Ilmu ini karena sebagai lanjutan dari pengembangan ilmu praktis yang dimulai

oleh Belanda,yartuilmu pemerintahan dapat diduga isi kajiannya. Sejak semula,

Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan pendidikan-pendidikan dari

berbagai tingkat untuk menyiapkan pegawai-pegawai pemerintahan; mata kuliah

yang diberikan sangat diwarnai oleh hukum dan pengetahuan praktik, sebaliknya

mata kuliah ilmu pemerintahan sendiri tidak/belum dikenal pada waktu itu.

Ketika ada kesempatan belajar di Amerika dan kedatangan para pakar publtc

administration, mulailah masuk dalam kurikulum berbagai mata kuliah. Public

administratinn masuk keJurusan Tata lJsaha Negara. Tidak lama kemudian, nama

jurusannya dikembalikan ke nama aslinya yaituJurusan Ilmu Pemerintahan.

Universitas Padjadjaran, Bandung



Ketika beberapa tenaga pe ngajar yang telah menyelesaikan studi doktor
dan masternya di Inggris dan Arnerika Serikat, kembali selanjutnya mata kuliah
ilmu politik masuk keJurusan Ilmu Pemerintahan.

Sebaliknya, Univenitas Indorresia mempunyai pola pengembangannya sendiri.
K{ian ilmu politik dan ilmu penrerintahan tidak banyak berbeda. Perbedaannya
hanya dalam titik berat, ilmu pemerintahan itu menggabungka.n aspek-aspek
administrasi negara dengan pemt:rintahan Indonesia (baiknasional maupun lokal)
dan lebih mementingkan masalah-masalah praktis dalam pemerintahan fiVliriam
Budiar{o, Paknnbangan llrnu Politi}: di Indonzsin,1984:23-24). Mata kuliah praktis itu
ialah Proses dan Telurik Membual Undang-Undang, Perancangan Pembangunan,
Teori Pembuatan Keputusan, K.ebijaksanaan Keuangan Negarzq Pengawasan
Manajemen Proyek dan Progranr Administrasi (N{iriam Budiardjo, l9B4: 60).

Hal itu diberikan karena ltara lulusannya kelak akan menjadi pejabat
pemerintah (terutama pegawai negeri), sehingga menawarkan mata kuliah-
mata kuliah, seperti Etika Pemr:rintahan, Teori Manajemen dzrn Organisasi,
Kebijaksanaan Publik, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintah Pusat dengan
Daerah. Di UI tidak adajurusan lmu Pemerintahan, yang adaialahsub-jurusan
Politik dan Pemerintahan Indon,esia.

Sebaliknya, bila dibandingkan antaraJurusan Ilmu Politik denganJurusan IImu
Pemerintahan, maka perbedaanrrya hampir dalam semua mata kuliah kecuali 6
(enam)yang sama, yaitu Pemerintrhan Daerah, Teori Politik, Perbandingan Politik,
Pembangunan Politik, Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia, dan Sosiologi
Politik.

Sekalipun UI tidak menye:diakan jurusan khusus ilmu pemerintahan,
Departemen Dalam Negeri dengan tegas memberikan nama Institut Ilmu
Pemerintahan kepada pendidikan lanjutan bagi APD\ yaitu penf iapan tenaga-
tenaga ahli dalam bidang pemerintahan.

llmu Pemerintahan

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu selalu dalarn lingkungan
negara, manusia Indonesia tidak terkecuali. Para pengelola negara secara
melembaga melaksanakan tujua,n bersama, yaitu seperti yang tercakup dalam
konsep "tujuan negara". Dalanr masyarakat mondial dewasa ini, kebutuhan
akan adanya organisasi aparal. pemerintahan yang mampu menghimpun
aspirasi, daya dan yang komple,ks dari masyarakat semakin terasa. Dituntut
dari mereka keseriusan kerja mulai dari menentukan secara tepat apa yang

l
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menjadi aspirasi rakyat sampai terbentuk kebijaksanaan lalu melaksanakannya

secara maksimal. Berbagai hal tersebut dapat dilihat sebagai kegiatan
pemerintahan.
Apakah ilmu pemerintahan itu? Ilmu pemerintahan ialah ilmu yang
mempelajari tentang pemerintahan! Cukup lugas. Tetapi pemerintahan itu
apa? Apa fungsinya? Bagaimana peranannya? Apa bedanya dengan studi
tentangpemerintahan yang dilal<ukan ilmu-ilmu lain yang semmpun dan peran

sertanya dalam pembangunan di Indonesia apakah ada?

Menurut Mclver, pemerintahan adalah lembaga terbesar melebihi segala

bentuk lembaga usaha manusia yang ada. Tidak ada organisasi swasta yang
berjenis manapun betapa pun luasnya, atau perserikatan yang bersifat ekonomis

ataupun yang berbentuk kartel, termasuk organisasi kebudayaan dan agama, yang

dapat menyarnainya. Ajang aktivitas pemerintah ialah seluas wilayah teritorial
negara. Yang menjadi tugas dan fungsi pemerintaha\ arnat beragam. Woodrow
Wilson, memberi definisi singkat tentang pengertian negara yang menjadi ajang
kegiatan pemerintahan dan tujuan negara yang harus diraihnya, yaitu "... a State

u a peopk organi4dfor laut within a defnite territory... " (Prince, 197 5: 23).

Dari catatan itu, tersirat adanya unsur esensial dari negara berupa wilayah
tertentu, adanya pemerintahan, sistem hukum dan kelompok orang-orang
yang mempunyai tujuan bersama. Tujuan negara menurut pendapatnyaralah
menciptakan kondisi dan suasana yang menumbuhkan sifat kemanusiaan bagi
warganya. Seperti yang tersurat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika:

... we hold thne trutlls to be selfnidmt, tlutt allmm are created equn[ tlmt thqt me mdound

b1t their Creator with cunin inalimablz nghts, thnt arnong tluse are ffi Libt tl and tfu
pursuit of Happiruss. Thnt to secure thue nghts, Goannmmts are irsilnted arnongMan

dmirag tltcirjust pownsfom tlu consmt of tfu gouarud (Price, I975:22).

Hal itu tercermin pula dalam alinea terakhir Pembukaan UUD 1945.

"... membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia untuk memajukan
kesejahteraan umum ... dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia ...".

Kata Pemerintah(an) mencakup tiga hal yang secara hati-hati harus
dibedakan satu sama lain, yaitu (l).. the uhole machineryfor carr2ing out the business

of a countrlt;... (2) the executiue zrgan 0r g0a(rnment...; dan (3) ... the carrying out of tlu
business of the country ....

Hal itu bersesuaian dengan pernyataan van Poelje tentang ilmu
pemerintahan sebagai studi penyelenggaraan pemerintahan umum. Pertama-
tama ialah mempelajari tentang aneka unsur dari pemerintahan umum itu.
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Titik berat perhatiannya ialah h,Lrbungan serasi ke dalam, dan hubungan antara

aneka unsur itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili dalam unsur
itu, yaitu persoalan-persoalan sr:kitar sentralisasi dan desentralisasi, koordinasi,

pengawasan, baik ke dalam maupun ke luar sehingga tercipta apar:rt yang mampu

bertindak. Tujuan negara tercapai dan rasapuas ralq'at terpenuhi. Itulah sebabnya

van Poelje mengatakan ilmu pe,merintahan sebagai "toegepastz untntschap" atau

"bestuurswefuruchap", dan Mclver rnenyebutnya sebagai "scimce of gounnmenf', ydng
tergolong ilmu terapan. Maka ilrnu pemerintahan adalah ilmu yarrg mempelajari

gejalapenentuan perintahyangtr:rjadi dalam masyarakat dalam usahamemenuhi
kepentingan dan kebutuhannya. Gejala tersebut memperlihatkarr adanya pihak
yang memerintah (gouanor) dan 1>ihak yang diperintah @ounned) derngan berbagai

kegiatannya yang disebut pemerintah an (gouanmmt).

Di Gemeentelijke Univers:iteit Amsterdam, di Nederlanse Economische
Hogeschool di Rotterdam, di I{ooms Katholieke Universiteit Nijmwegen, di
Rooms Katholieke Economische Hogeschool Tilburg terdapat mata kuliah
bestuursutetenschap. Adanyamata kuliah bestuursuetenschap dan/ata:u bestuurskunde

itu menjadi penyebab diadakanrrya suatu mata kuliah Ilmu Pemerintahan pada
berbagai perguruan tinggi di Irrdonesia (Affandi, 1986: 106).

Apakah yang menjadi objek studi ilmu pemerintahan? Objek studinya ialah
"p emerintahan". Namun demikian, istilah "pemerintahan" itu Let ny ata punya
dua arti, yaitu dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hal itu
dinyatakan Corry, sebagai beril<ut.

Tfu uord (gouernmmt) it *i.d"b rced" and will be rced ltne, in dffiuufi smsa. First, it
is rced in a tualu setre os uhnt uue speak of tltz gounnmmt of tl" dry ... Tu narrlu
meaning dmgnnus tlu executire branch of gouunmmt ... Second, tlu ruod is rced in a
gmmal incltnire serue to dmotu tfu ruholc set of irufiutinrn ... 6ffandi, l986: 109).

Dalam arti luas, objek sturli itu mencakup seluruh kekuasaan dari sang

penguasa negara, meliputi semua fungsi negara. Di dalam arti ini, pemerintah
merupakan salah satu dari keempat unsur konstitutif negara. Bidang tugas

pemerintah ini meliputi segenap kewajiban dan tujuan negara, meliputi seluruh

kekuasaan negara (egislatif eksekutil dan ludikatif). Atau seperti yang dikatakan
oleh van Vollenhoven " bewindroning!' atau " regerirry!'. Dari keseluruhan kekukasaan

negara, maka pelalsana kekuasaan eksekutif itulah yang disebut pernerintah dalam
arti sempit sedangkan fungsinya disebut "pemerintahan dalam arti sempit".

Adapun ilmu pemerintahan sebagaimana diajarkan di Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada meliputi pemerintahan dalam
arti luas, sebagai usaha negarer untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan
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ketertiban umum. Karenanya, ilmu pemerintahan itu meliputi bukan hanya
bidang eksekutif saja. Kalau ilmu politik pada pokoknya berkisar pada
persoalan tentang "political pouer",baik dalam bentuk "lforce" maupun sebagai
"autlnigt" tentang (l) cara memperolehnya dan tentang (2) caramenggunakan
power itu untuk tujuan-tujuan tertentu, maka ilmu pemerintahan menelaah
pengejawantahan power yang diperoleh itu serta mengembangkan cara-c ra
mempertahankan dan menggunakannya dalam suatu sistem pemerintahan
tertentu. (Idem: I l7).

llmu Pemerintahan, llnu Administrasi llegara, dan llmu politik

Apa dan bagaimana perbedaannya dengan ilmu-ilmu lain yang serumpun?
Harvey walkeq r,eonard D. \Afhite maupunJohn M. pfiffner memberi rumusan
administrasi negara dalam hubungannya dengan negara. Walker mengatakan,
"-.. the work whirh tlte gouunmmt does to gine ffict to a laru is called adminishatiln". Ia
menyatakannya sebagai realisasi ketentuan-ketentuan hukum. Sedang White,
menegaskannya dengan ucapan "... Publ:ic administration consists of those operation
haaaqJlir tlu purpose tlufulfilrnmt or agforcnnmt ljt pllir)" ,yaitu berupa perwujudan dari
kebljaksanaan. Lalu Pfiffner kemudian melihat administrasi negara sebagai '1.. it
unuld seern t]rut Pubk arlrninishatbn corLsists of tlnse opnatian hnuingftr ttu purpon tlufuffilrnmt
or nyl?trcemmt of o folryi' yaitu pelals anaan kebijaksanaan. Lalu pRffner kemudian
melihat administrasi negara sebagai "... consish of Sahng tlu utork o1f gounnmmt done bltt

coordiruiling tl" tfo* of pupk so that tfuy can r.aork togetlm tn accomplish thr.ir set task".

Ketiga orang sarjana itu menerangkan administrasi negara adalah sebagai
realisasi ketentuan-ketentuan hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang diambil
sebagai kebi;'aksanaan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat.
Realisasi ketentuan-ketentuan hukum itu dilakukan oleh pemerintah lewat
kegiatan sejumlah orang, di mana tanggung jawab keberhasilannya ada di
tangan pemerintah.

Pemahaman administrasi negara seperti definisi tersebut di atas telah
dipakai luas di dunia. Jadi, administrasi negara itu adalah kegiatan-kegiatan
murni dari pemerintah. Dengankatalain, administrasi negara adalah sebagian
saja dari seluruh praktik (arf kenegaraan.

ciri-ciri yang penting dari administrasi negara, antara lain efisiensi
administrasi, monopoli kesadaran terhadap pelayanan masyarakat, perlakuan
yang adil, anomiE, dan tanggungjawab terhadap publik. Selain itu, kemampuan
memberi informasi kepada umum, wadah organisasi yang berskala luas, dan
efisiensi. Keseluruhan ciri itu merupakan gambaran dari administrasi negara
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yang harus dipandang sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Ciri-ciri tersebut

di als secara terpisah-pisah mt:mang akan ditemui di luar bidang administrasi

negara. Akan tetapi, ciri-ciri itu secara simultan ada dalam administrasi

negara.

Perbedaan antara ilmu ptrmerintahan dengan ilmu administrasi negara

dikemukakan oleh Marshal E. I)imock dan Glads ogden Dimock yang menulis

hltku Pub li c A dminis tr atio n :

Like politics, administrationis the stud2 of ruhat people tttant through Goaernmmt and

how-the1 go about gettingit. Adrrinistration also emphasips the concrete aspect of the

methoi *dprouduot i7 Gornt *urt, consequmtfu its study 0f publir administration

is as much with uhat Gouunmmt does as it uith how it is done.... (Dimock &

Dimock. 1953:vi).

Kedua suami istri Dimor:k tersebut menyatakan dengan tegas bahwa

ilmu administrasi negara itu br:rbeda dengan ilmu pemerintahan dalam fokus

utamanya, yaitu atas apa yang dilakukan pemerintah serta bagaimarla cara

melakukannya. Administrasi nr:gara adalah pelaksanaan pekerjaan pemerintah

yang sifatnya kolektif sehing;ga perlu dikoordinasikan. Kegratan semacam

itu mengacu pada suatu peke,rjaan dari sejumlah manusia se-cata bersama-

sama. Pekerjaan yang menja,li tugas pemerintah inilah yang disebfi public

administration.

Dari pandangan-pandangJan pakar administrasi negara dapat dibedakan

ilmu penerintahan dari pada administrasi negara, sebab pemerintahan meliputi

keseluruhan fungsi negara, baik fungsi legislatif, eksekutif maupun yudisial,

sedangkan administrasi negara hanya mengenai pelaksanaan berbagai tugas

itu. Dengan sendirinya, administrasi negara terutama terdapzrt dalam bidang

kekuasaan eksekutif karenajuritru kekuasaan inilah yang dibebani pelaksanaan

pelbagai peraturan dan keputusan kebijaksanaan negara'

Namun demikian, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara

sebagaimana halnya ilmu ter;lpan, mementingkan hal-hal ya.ng menyangkut

apakah ketentuan-ketentuar' yang mengatur organisasi negara dan tugas

organ-organ negara dapat atau tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan

,.buik-buit trya? Bila tidak dapat, bagaimana? Bila ilmu politik mempelajari

kegiatan-kegiatan atau kekuatan-kekuatan yang ada di dalam rnasyarakat yang

dapat mempengaruhi struktur dan/ ataupemerintahan negara dan mempelajari

kekuasaan yang dimiliki organ-organ negara, maka ilmu pemerintahan

menyelidiki tugas-tugas dan pelaksanaan tugas-tugas organ-organ itu'
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SEKILAS ItMU PEMERINTAHAN
(|ffBERNOI.OGY): SEBUAH

APOLOGIA

?d&ydtloful&tala*
' ''..:.,!.,:":::....:4!.:,t,.;,j,:..t);r,r,.r,o;..,.,,0rr,,,o"r.,,:,:,r;;rr:;",rrr,r,^,,r,rrr,r",r,*,orr*rirr*

I.
I lmu pemerintahan dapat dil<enal melalui berbagai program pemikiran.
I Program pemikiran yang digunakan dalam tulisan ini bertolak pada filsafat.

Will Durant dalam The Story of I'hilosoplqt (1956: xxvi) menyatakan, "euery sciznce

begins at philosophl and ends as art.'" Filsafat yang digunakan dalam hal ini adalah

filsafat yang oleh Walter Lippmann disebut sebagai public philosopl,t (dalam The

Public Philosophy, 1956: B3-4). Dari sumber ini digali bahan pembentuk filsafat

pemerintahan, yaitu buah pemikiran Romawi tentang ius ciuil (diberlakukan

khusus untuk bangsa Romawi) dan lus Gentium (commercinl laws aLau common law

of conhact throughout the empire,yang berlaku di seluruh imperium Romawi pada

zannan itu). Di belakang (beynd,t clmmln law itu, terdapat hukum alam (natural

laut, ius naturade), yaitu "the lau in,posed on makind b7 common human ttahtre, that is, by

reason in response to human needs and instincts" (bt, TNf.

Human needs dapat dikelompokkan sebagai berikut.

l. Barang.

2. Jasa.
a. Jasa pasar.

b. Jasa publik.
i. Jasa publik jasa publik yang dapat.

ii. Jasa publik yang tak dapat diprivatisasikan.

Layanan.
a, Layanan publik (sebutarr lain buat jasa-publik).

b. Layanan sipil.

Kepedulian sosial.

Barang danjasa-pasar dapa: dijual beli menurut mekanisme pasar (lembaga

priuate), tetapi tidak demikian dt:ngan jasa publik. Kebutuhan itri (jasa-publik)
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merupakan kebutuhan masyarakat terbanyak (luas dan bawah), sedangkan
layanan sipil merupakan kebutuhan manusia individual yang berbeda satu
dibanding dengan yang lain, dan menyangkut hak asasi manusia, yang
harus diakui, dipenuhi dan dilindungi. Dua-duanya, dewasa ini, pelan tetapi
pasti, berubah dari kebutuhan menjadi tuntutan, terlebihlebih layanan sipil.
Kendatipun jasa-publik dijual-beli, namun harus dengan tarif seterjangkau
mungkin dan ketersediaan seluas mungkin sehingga setiap kelompok dan
lapisan masyarakat memperolehnyapadasaat dibutuhkan secara adil dan tidak
merugikan orang lain. Berbeda dengan jasa-publik,layanan sipil sama sekali

tidak dijual-beli, monopolistik, namun harus diakui, terpenuhi dan terlindungi.
Proses pemenuhan kebutuhan dan tuntutan yang dimalsud disebut pemerintahan
(gouernance), sedangkan lembaga publik yang diperlukan dan dibentuk untuk
menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Dilihat dari pihak pemerintah,
pemenuhanjasa-publik adalah kewenangan sedangkan layanan-sipil, kewajiban
pemerintah. Di sini terlihat bahwa rute pemikiran ilmu pemerintahan tidak
bertolak dari konsep negara, teori trias politika, dan sebagainya, tetapi dari konsep

manusia, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan individu demi martabat dan
kelangsungan hidupnya. Dengan terbentuknya pemerintah, maka tampak garis
beda antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan yang terbentuk
antar a pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan.

llmu Penerintahan

Bagaimana ilmu pemerintahan membedakan dirinya di tengah-tengah
masyarakat ilmu-ilmu sosial yang beranekaragam itu? Bagaimana ia
menemukan objek formanya sendirinya? Adakah suatu tantangan zaman baru
yang tidak mampu dijawab oleh ilmu yang ada dalam kondisinya sekarang?
Ada! Yaitu semakin kuat tuntutan manusia, baik sebagai masyarakat maupun
sebagai individu, dan jasa-publik dan layanan sipil, tidak melalui rute seperti
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik (interaksi antara strukrtur-
infra, interaksi antarfungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau interaksi
antara elit dengan/oor), birokrasi (hubungan atasan-bawahan), atau ekonomi-
bisnis (hubungan-pasar, hubungan uoluntary), tetapi melalui rute hubungan
pemerintahan yang berlangsung menurut seperangkat anggapan dasar.
Anggapan dasar itu, antara lain ialah bahwa sesungguhnya negara adalah
badan usaha raksasa, bahwa pemerintah adalah produser dan yang diperintah
adalah konsumen, dari produk yang diproses adalah jasa publik dan layanan
sipil.
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Dengan menggunakan Me,iodologi Penelitian Pemerintahan (pendekatan

kualitatif maupun kuantitatif) clitemukan bahan-bangunan, baik bahan baru

maupun renovasi atau modifikasi bahan lama, dan bahan bangunan itu di

(re)konstruksi menjadi banguna.n baru ilmu pemerintahan yang baru. Untuk

membedakan\yadengan bangrnan ilmu pemerintahan yang lama, bangunan

baru ini disebut Kybernolog. Yarrg dimaksud dengan ilmu pemerintahan lama

di sini ialah ilmu pemerintahan yang dikonstruksikan sebagai bagian integral

ilmu politik dan bangunan ilrrru pemerintahan yang bahan bangunan dan

konstruksinya identik dengan ilmu administrasi publik. Sejauh rni' lg,tbernologt

dapat didefrnisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses pemenuhan

kebutuhan (tuntutan) manusia akan jasa-publik dan layanan sipil.

Ilmu pemerintahan baru (drilam tulisan ini disebut ilmu pemerintahan atau

lEbernol,og), berdasarkan pendelatan metadisiplin di atas, membangun dirinya

melalui empat carapendekatan;ltertnma,pendekatanmonodisiplin. Pendekatan ini

berfungsi sebagai cara atau strategf untuk menemukan bahan baku clasar bangunan

ilmu pemerintahan, misalnya konsep, variabel, hipotesis, proposisi, premis, narasi,

baik yang baru, ataupun modifikasi bahan lama. Melalui pendekatan ini, ilmu

pemerintahan menumbuhkan, mengembangkan, dan mendewasakan dirinya

secanfuuristi4 bertolak dari definisi di atas. Definisi itu dielaborasi menjadi sembilan

sasaran pengembangan pemikiran dan penelitian.

l. Yang diperintah sebagai su;rtu Fakta Sosial.

2. Kebutuhan (tuntutan) yang diperintah:Jasa Publik danLayasvn Sipil.

3. Pemenuhan Kebutuhan yzrng diperintah: Pemerintahan sebagai Proses

Perubahan.

+. Pemerintah sebagai Suatu Jlembaga Sosial.

5. Hubungan antara Pemerintah Dengan yang diperintah: Hubungan

Pemerintahan.

6. Wewenang, Kewajiban darL TanggungJawab Pemerintah.

7 . Bagaimana Membangun Pernerintah yang dipandang mampu Menggunakan

Wewenang, Memenuhi Ke'waj iban, dan Memikul Tanggun g Jawab.

B. Bagaimana Menjalankan Fi.oda Pemerintahan.

9. Bagaimana supaya Kine,rja Pemerintahan sesuai dengan Aspirasi
Masyarakat.

Prduk pemikiran dan penelitian monodisiplin adalah nngb bob of knoulzdge,

sebuah disiplin ulth. Kedua. pendekatan multidisiplin. Pemecahan masalah

melalui pendekatan monodisiplin bisa jadi mudah cepat, karena responden atau
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nara sumber hanya dihadapkan dan berkonsentrasi pada satu pilihan, yaitu ilmu
pemerintahan. Jadi, efektivitas resep terapi atau solusi yang dibuat berdasarkan

pendekatan monodisiplin lebih rendah ketimbang multidisiplin. Dalam bidang

ilmu-ilmu sosial dan humaniora (noneksakta), epsilon itu tetap ada. Yang perlu

diupayakan ialah, penggunaan berbagai disiplin (teori) lain yang relevan menurut

metodologi yang tepat, guna menemukan sebanyak atau selengkap mungkin faktor

suatu kejadian atau gejala, dan epsilonrya sekecil mungkin, sehingga dapat ditemukan

solusi yang sehat, terapi yang efektif, keterangan yang objektif (benar), hubungan

yangjelas dan prediksi yang akurat.

Antara dua atau lebih disiplin bisa terjadi proses tiru-meniru, pinjam-
meminjam, pengaruh-mempengaruhi, interaksi, kerja sama, persaingan, atau

yang satu melepaskan diri dari yang lain. Pendekatan pemikiran dan penelitian

yang didasarkan pada proses-proses antara (a) disiplin tersebut ada yang disebut

pendekatan interdisiplin dan ada pendekatan lintas disiplin. Pendekatan interdisiplin

adalah model pengembangan ilmu melalui proses interaksi, misalnya pengaruh-

mempenganrhi.Jika sosiologi dominan atas pemikiran kltbunolog,t, maka klbanologt

beroleh "bau" sosiologi, sehingga kybunologl,t itu dapat disebut fu,tbunolog yang
disebut sosiologikal (sociological lgbernologl,t). Kalau terjadi sebaliknya, maka yang

terbentuk adalah sosiologi yang berbau lybanolag (fubunolagira ncinlagt). Pendekatan

lintas disiplin (transdisiplin) adalah model pengembangan ilmu melalui proses sinerji

atau "perkawinan" antara dua atau lebih disiplin. Proses itu mampu membuahkan"

nilai tambah (baru, "a\ak," atau "hibrida"). Hal ini biasa terjadi di "daerah
perbatasan" antara dua disiplin, misalnya di daerah perbatasan antara klbunolng,t

dengan sosiologi, lahir hibrida yang diberi nama sosiologi pemerintahan. Bahan-

bangunan yang ditemukan melalui metodologi penelitian pemerintahan dengan

menggunakan metodologi ilmu pemerintahan diorganisasikan, dikonstrulsikan

menjadi bangunan ilmu pemerintahan. Bangunan itu disosialisasikan melalui

metodologi pengajaran ilmu pemerintahan melalui berbagai pendekatan itu: meta-,

mono-, multi-, inter-, dan lintas-disiplin, terbentuk sosok kompleks bangunan ilmul-
ilmu pemerintahan bermula dari filsafat dan berakhir pada seni pemerintahan,

seperti yangWll Durant katakan.

Uraian di atas menunjukkan cata pembedaan ilmu yang satu dibanding
dengan yang lain berdasarkan bahan baku (bahan-bangunan)-nya yang
ditemukan melalui berbagai pendekatan. Ilmu dapat juga dibedakan, dengan
melihat konstruksi atau arsitekur bangunannya. Melalui metodologi, ilmu-
ilmu pemerintahan dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lain, terutama dengan
ilmu-ilmu yang berbatasan langsung dengannya, misalnya perbedaal antara
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kybernologlt dengan public administration. Konstruksi hybunologlt sebagai disiplin

tunggal telah dikemukakan di atas: konstruksi bangunan yang terdiri atas

sembilan komponen, dimulai dengan pertanyaan tentang "siapakah yang

diperintah" itu dan berakhir pacla pertanyaan tentang "bagaimantaagar kinerja
pemerintahan optimal, artinya sesuai dengan harapan yang diperintah."
Konstruksi bangunan public adrninistration berbeda: biasanya dimulai dengan

konsep administrasi, organisasi, dan diakhiri dengan manajemen. Sejak awal

perkembangannya lebih seabad yang lalu, pusat perhatian ilmu administrasi
adalah efektivitas, efisiensi darr produktivitas (lihat misalnya liblix A. Nigro
dan Llyod G. Nigro dalam fu,'rodern Public Administration, l9B0), sedangkan

pusat perhatian ilmu pemerinta.han (baru, kybernologt) adalah jasa publik yang
menjangkau seluruh lapisan meLsyarakat dan layanan sipil yang dirasakan adil
oleh setiap orang. Di negeri-negeri Anglo-Saxon, public adminishation berhasil

menyelenggarakan jasa-publik dan layanan-sipil pada saat yang bersamaan,

sehingga disana disiplin yang dilndonesia disebut ilmu pemerintahan identik
denganpublic administration.Di lndonesia, sampai sekarangpublic administration

diberlakukan sebagai administr:rsi negara, bukan administrasi publik, sehingga

ia difungsikan sebagai alat (bagian) Politik.

Berlatar belakang tradisi kerjaan zaman dahulu, konsep pemerintahan di
Indonesia pada awalnya dikaitkarr dengna fungsi pangreh-dan kemudian pamong

praja. Untuk melestarikan lembaga ini, ketika bestuurskunde memasuki perguruan
tinggi pada tahun enam puluhalr, ia diberlakukan dan diajarkan sebagai "ilmu"
bagi pamongpraja.Jadilah ilmu pemerintahan sebagai hibrida yang lahir dari
"perkawinan" antarailmu politik dengan ilmu administrasi negara. Hibrida ini
bermuka dua. Mukanya yang sempit sekedar inttrface antarailmu politik dengan

ilmu administrasi negara diwakili oleh jurusan ilmu pemerintahan di universitas

atau sekolah tinggi, dan mukanyayang luas (ingat: ia mengkombinasikan dua

disiplin yang mapan) terlihat pa,la Institut Ilmu Pemerintahan.

Mulai tahun sembilan pulul[an abad kedua puluh, lantaran bahwa sendiri,

tragedi demi tragedi menimpa Irrdonesia sehingga akhirnya ia terbenam. Sejalan

dengan itu, ilmu pengetahuan di Indonesia mengalami krisis paradigmatik.
Dalam situasi kritikal ini, pemikiran ilmu pemerintahan berubah. Ia melal<ukan

terobosan dan menemukan cakrawala baru berikut.

Pertama, ilmu politik bekerja pada kawasan yang meliputi struktur supra
sistem politik. Interaksi antara kedua struktur disebut hubungan politik. Ilmu
pemeiintahan bekerja pada sistem yang terdiri atas pemerintah dan yang
diperintah. Interal<si antara perrLerintahan dengan yang diperint:rh membentuk
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hubungan pemerintahan (hubungan pemerintahan dengan yang diperintah)
berdimensi ganda: pada setiap level pemerintahan di tiap lingkungan budaya
masyarakat.

Kedun,ilmu politik memusatkan perhatian pada proses pembuatan keputusan
politik melalui hubungan politik dan interaksi antara komponen legislatif dengan
eksekutif, sedangkan perhatian ilmu pemerintahan masih berkutat pada isu
kerakyatan (rakyat identik yang diperintah) yang lengkapnya: "Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaw aratan / perwakilan." Isu
ini berkaitan erat dengan ajaran demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Terhadap pertanyaan "kebijaksanaan siapa," teori politik menjawab:
"yurg mewakili rakyat" atau yang lazim disebut badan legislatif yang terpilih
menurut sistem dan mekanisme tertentu yang disebut pemilihan umum (pemilu).
Ternyata, se-"demokraik' (legal atau,legitimate) apapun pemilihan umum itu di
Indonesia, pertanyaan seperti "apa makna pemilu", "siapa mewakili siapa",
tetap tidak terjawab, sehingga hubungan antara yang mewakili dengan yang
diwal<ili ftubungan perwakilan), dan hubungan intra masing-masing baik di pusat
maupun di daerah, terus-menerus tegang: Oleh karena itu, hubungan perwa-kilan
dan represmtathLmess menjadi pusat perhatian ilmu pemerintahan.

Ketiga, selama ini, ilmu politik memandang pemerintah (badan eksekutif)
sebagai pelaksana keputusan politik yang dibuat oleh badan legislatif, Dalam
pada itu, ia mempelajari bagaimana kekuatan-kekuatan sosial-politik melalui
partai politik berusaha menguasai dan mengendalikan jabatan-jabatan
(politik dan birokrasi) publik. Spoil ystem dan selanjutnya KIIN berawal dari
sini. Demikianlah sampai pada tingkat tertentu, realisasi keputusan politik
memberikan peluang dan membawa keuntungan politik dan ekonomi (baca:
jasa publik dan layanan sipil) bagi the rulling class: yang terkuat pengaruhnya atau
yang terbanyakjumlahnya, dan kerugian bagi yang lainnya. Hal ini bertentangan
dengan sila ke lima Pancasila. Jika kontrol atas realisasi pada struktur supra
(kontrol politik), maka ketidakadilan itu terus-menerus berlangsung. Eksekutif
harus bebas dari kontrol politik tersebut, agar ia leluasa menggunakan
wewenangnya dan menunaikan kewajiban dalam memproses jasa publik bagi
masyarakat dan layanan sipil bagi setiap orang. Jika demikian halnya, siapa
yang mengontrol eksekutif? "Konsumer!" "kontrol konsumer!" demikian ilmu
pemerintahan. Kontrol legislatif bisa jauh berbeda bahkan berseberangan
dengan kontrol konsumer! Oleh karena itu, ilmu pemerintahan mempelajari
bagaimana kontrol konsumer itu dan pada level mana mekanismenya efektif
Hal ini menuntun ilmu pemerintahan pada sebuah cakrawala baru.
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Keempat, hubungan pros-usel, konsumer. Selain memandang pemerintah

sebagai personafikasi negara, ihnu politik memandang rakyat sebagai warga

negara, objek dan subjek politik (hubungan negara-warga negara). Produk-

produk proses politik seperti keputusan politik, kebljakan, aturan, dan rencana

pembangunan, adalah monopoli struktur supra.Jasa publik dartlayanan sipil

merupakan monopoli pemerintah. Mekanisme kontrolnya berada pada struktur

supra yang berkuasa.Jumlah bertreda dengan mekanisme kontrol produk-produk

proses ekonomi-bisnis privat yang tidak monopolistik. Mekanisrne kontrolnya

terletak di pasar. Konsumer dan produser berinteraksi di pasar' di sanalah

kontrol konsumer itu terjadi. Konsumer berperilaku dan bertindak berdasarkan

cornumnismt yaitu hak konsumer untuk memperoleh pelayanan terbaik, dana

gerakan sosial untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak konsumer.

Dalam hubungan itu, ilmu pemetintah mempertanyakan beberapa hal. Siapakah

konsumer itu? Berbeda dengan konsep konsumer di sektor privat, konsumer

di sektor publik adalah setiap orang atau masyarakat yang mengkonsumsi

produk-produk pemerintahan fi:rsa dan layanan) atau hal tertentu secara sadar

(kehendak bebas), tidak s adar, atatt dengan ter-(di-) paksa, baik langsung maupun

tidak, beserta akibat, konsekuensi, atau dampaknya. Dapat dimaklumi, seorang

pelanggan belum tentu seorang konsumer, mungkin ia hanya pembeli, bukan

pengguna. Apakah paham konsu.merisme dapat diterapkan terha<lap jasa publik

dan layanan sipil? Adakah yang dapat disebut hubungan prosedur konsumer di
sektor publik? Bagaimana menllontrol produk-produk monopolistik? Kontrol
konsumer produk-produk pemerintahan terletak dimana?

Kelima, pada badan-badan usaha besar terdapat dua macam fungsi

organisasi: fungsi korporat dan firngsi bisnis. Fungsi korporat bertugas membuat

corporate polit2, sedangkan fungsi bisnis meliputi pembelian, pembuatan, dan

penjualan produk yang dipesan (ditetapkan) melalui corporate polic;t (dalam
hal negara, keputusan politik)pada negara sebagai sebuah orgzrnsasi raksasa,

fungsi bisnis itu dikerjakan oleh dua macam badan fungsional, yaitu birokrasi

dan dinas, dan satu badan lokal, yaitu desa. Birokrasi adalah "pabrik", dinas

(fungsional, apa pun sebutannya) dan desa (lokal, apa pun sebutannya) adalah

"pasar" (selanjutnya tanpa tanda kutip)produk-produkpemerintahan! Lembaga

birokrasi, dinas dan desa itu br:rsama-sama membentuk jaringan dan siklus

"pemasaran produk pemasaran penjualan pembelian pemanfaatan evaluasi

aspirasi" fiaringan dan siklus input-throughput-output-outcome-eualuation-feedback)

produk-produk pemerintahan. Walaupun demikian, fungsi birokrasi dengan

fungsi dinas dan desa harus dap,2l dibedakan dengan jelas. Padzr sektor privat,

pabrik dengan pasar mungkin tidak saling kenal, sementara di sektor publik
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keduanya mungkin terjadi serentak, namun tampilannya masing-masing harus

terlihat.Jika tingkat kepuasan sebagai ukuran kinerja di sektor privat dianggap

cukup memadai, tidak demikian halnya dengan sektor publik. Yang menjadi
persoalan buat sektor publik ialah, bagaimana supaya kendatipun konsumer

tidak puas, mereka bisa percaya dan berpengaharapan. Kepercayaan (trust) di
dalam ketidakpuasan terbentuk, jika pemerintah berhasil menyakinkan orang

bahrva ia telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Rakyat ingin melihat

bukti bahwa pemerintah telah bekerja berdasarkan asas-asas keterbukaan,

kebersamaan, keadilan, efisiensi, etika, jabatan, dan sebangsanya. Jadi,
penilaian terhadap kinerja pemerintahan tidak hanya pada produk proses

politik, harus bebas dari kontrol politik (baca: setiap masyarakat dan setiap

orang). Sementara itu, dinas dan desa sebagai pasar berfungsi sebagai sistem

jaringan dan sikius di atas. Dengan demikian, kepercayaan dan pengaharapan

masyarakat terhadap pemerintahan terbentuk di sini.

Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan keberanian, dan jika perlu
pejungkirbalikan paradigmalarna. Dinas yang selama ini terlihat kere dibanding
dengan birokrasi yang gemerlap, dan desa yang diperlakukan sebagai tong
sampah, haru berubah. Birokrasi dikelola secara profesional berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagaimana layaknya sebuah pabrik. Dinas harus

diberdayakan seperti layaknya sebuah pasar, mal atau supermaket dan desa

harus diposisikan tidak lagi sebagai garis belakang, tetapi sebagai garis depan

pemerintahan di dalam negeri.

Pokok perhatian badan legislatif dan badan eksektuf sejauh ini adalah

pertimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Seharusnya, sebelum isu

itu dibahas, dipelajari hal yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara pusat

dengan daerah dan hubungan antardaerah. Pemikiran tentanghubungan 
^ntara

pusat dengan daerah itu sangat mendasar. Sebab, jika pusat dianggap identik

dengan pemerintah sedangkan daerah dianggap identik dengan masyarakat,

maka hubungan antara pusat dengan daerah identik dengan hubungan antara
pemerintah yang diperintah. Hal ini berkaitan dengan bergainingposition daerah

terhadap pusat yang akan dibahas di bawah.

Berbicara tentang hubungan tersebut, berhubungan dengan itu, ada

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: pertama, daerah merupakan

sebuah konsep multidefinitif. Ia dapat dianggap sebagai masyarakat hukum,
satuan ekonomi, lingkungan budaya, satuan lebensraum, dan subsistem sistem

politik. Setiap definisi membawa konsekuensi pemikiran dan penelitian.
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I{edua, otonomi daerah adalah gejala sosial budaya. Dimana acla masyarakat,

disitu terdapat otonomi. Dari sudut hukum ia didefinisikan sebagai hak, dan
dari sudutpolitikia dianggap seb;rgai kewenangan (wewenang). Pemenuhan dan
perlindungannya sebagai hak sangat bergantung pada kemauan politik (political

will pusat yang tidak kunjung datang selama lima dekade. Mendefinisikan
otonomi sebagai kewenangan Fll:J 22/99) tanpa persiapan yang memadai ibarat
memberikan senjata kepada prernan yang belum tampil menggunakannya, dan
kalaupun pandai, ia terangsang untuk menyalahgunal<annya, menembaknya
ke kiri dan ke kanan. Penyiapan daerah merupakan proses pembelajaran
berotonomi bagi masyarakat yang bersangkutan, baik pemerintahan maupun
yang diperintah. Melalui proses pembelajaran itu masyarakat tau, mau dan
mampu berotonomi mengelola (mengatur dan mengurus) bidang tertentu,
Ketiga unsur tersebut haruslah nyata dan tenli (achieuedl,bukan clengan syarat.

Jadi, otonomi itu sesungguhnya adalah kesanggupan daerah. Ia otonom dalam
batas-batas kesanggupannya.

Ketiga, pembentukan dan penanganan sebuah daerah otonom mirip
pembentukan dan pengelolaan sebuah perusahaan, dalam hal ini perusahaan
yang lahir dan tumbuh dari bavzah, bukan dari atas. Awalnya adalah pendiri,
pemilik, sekaligus pengelola (mirnajemen). Anggota keluarga diajak menjadi
karyawan. Semuanya disebut SflM mikro, dalam hal ini pemerintah. Sebagian
rumah difungsikanjadikantor, sebagian uangpribadi disisihkan menjadi modal.
Mereka terikat menjadi sebuah keluarga. Periode survival, antara kelahiran
dengan breakeum, berhasil dilalui karena SDM sanggup mengelola apayang
ada secara etektif, efisien dan produktif, apa pun hasilnya. SDM yang memiliki
moral power'. sanggup bekerja sec;ara jujur, tulus, ikhlas, tanpa parnrih, terbuka,
berani, bertanggungjawab, apa pun risikonya. Tanpa KKN. Inilah modal dan
umpan mula sebuah harapan.Jika kesanggupan tersebut menjadi komitmen
awal dan budaya daerah, maka ltertumbuhan, perkembangan, kompetisi, dan
perubahan, merupakan tahapan selanjutnya. Otonomi merupakan peluang
besar dan momentum emas bagi daerah untuk membangun budaya seperti
itu, untuk tidak meniru, ikut-ikutan atau terbawa budaya lain-mungkin budaya
elit atau budaya pusat-yang kortrp dan serakah. Tetapi pemerintahan menjadi
pincangjika SDM makro, yaitu yang diperintah juga tidak berkualitas. Sebagian
besar SDM makro itu sampai saal ini tergantung p ada daya dukung SDA. Daya
dukung SDA itu pada suatu saar: rnsnjzdi nol. Sebelum daya dukung SDA itu
mendekati nol, kualitas SDM nrakro harus mendekati kualitas SDM makro
negara maju, yaitu SDM yang tidak tergantung pada SDA (ekonomi primer),
tetapi pada SDM itu sendiri darr SDB.
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Keunpat, kesanggupan sebagai bergaining power. Salah satu alasan mengapa

otonomi seluas-luasnya tidak diserahkan kepada provinsi melainkan kepada

kabupaten dan kota adalah kekawatiran betapa jauh lebih tingginya bngaining

position (makar) provinsi ketimbang kabupaten/kota terhadap pusat. Alasan

untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesungguhnya dibuat-
buat. Bukankah pelayanan itu urusan dinas yang dapat diberi perpanjangan

sampai ke desa-desa? Bugainingpoitionberfingsi sebagai pijakan (pklform) untuk
musyawarah, tawar-menawar, dan alat untuk menyakinkan, menekan dan
jika perlu, memaksa pihak lain untuk bersama-sama menyepakati sesuatu hal.

Bargaining power adalah alat berdemokrasi. Bergaining position }uga merupakan

pijakan untuk menyampaikanfeedbatk negati{ guna melindungi diri dari bahaya.

Dewasa ini, bargaining power yang lazim digunakan adalah lobb2ing diplomasi,

potensi daerah, mone2 politicq tekanan sosial politik, aksi kolektif, sampai pada

pembangkangan politik. Dampak negatif kekuatan macam ini lebih banyak

ketimbang dampak positifnya. Kesanggupan mengelola apa yang ada tanpa

KKN itulah bargaining power yang sejati.

Kelima, dari premis ketiga dan keempat di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa dilihat dari hubungal arftara pemerintah dengan yang diperintah,
masyarakat daerah (masyarakat otonom) tidak lain daripada masyarakat sipil.

Ciuilness tidak tergantung pada "wewenang" yang diberikan pusat kepada

daerah, tetapi pada kesanggupan masyarakat itu sendiri untuk mengatur dan

mengurus dirinya, sehingga ia tidak lagi tergantung pada pemerintahan.

Kemam, sumber daya alamdi suatu daerah pada suatu saat dapat diklasifikasi

menjadi dua kelompok; kelompok yang potensial (terdapat) di semua daerah

dan kelompok yang potensial hanya dibeberapa daerah saja. Kelompok yang

disebut terakhir itulah yang akhir-akhir ini dijadikan alat untuk memperkuat

bergaining position terhadap pusat oleh daerah yang bersangkutan. Sebaiknya,

kelompok potensi itu dinyatakan secara formal sebagai potensi dan aset

nasional, bukan milik daerah yang bersangkutan. SDA yang potensial hanya di

beberapa daerah itu sesungguhnya adalah input strategSk bagi proses persatuan

bangsa. Hal ini sesuai dengan jiwa pasal 33(3) UUD, lepas dari lemahnya
rumusan buny ayat tersebut (mestinya berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya adalah milik seluruh bangsa dan dikelola

oleh negara untuk sebesar-besarrya kesejahteraan seluruh rakyat"), danjuga
sesuai dengan ajaran nasionalisme ekonomi.Jika tidak, maka akibatnyaialah,
daerah yang memiliki potensi sumber daya alarn yang tinggi semakin kaya,

sedangkan daerah yang miskin sumber daya alam, semakin melarat.
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Ketujuh, terkecuali ibukota negara, konsekuensi negatif pemisahan kota
dengan hinterland-nya (membentrrk daerah otonom kabupaten di sekeliling kota
yangjuga daerah otonom), jauh lebih besar ketimbang konsekuensi positifnya.
Kecenderungan selama ini ialah setiap kota dengan berbagai alasan yang
dibuat-buat berusaha memisahlan dirinya dai hinterland-nyq menjadi daerah

otonom baru, demikian terus-menerus. Ini adalah kebijakan publik yang fatal!
Regionalisme ekonomi mengajarkan bahwa kota dengan daerah pedesaan

sekitarnya merupakan sebuah ,:ontinuum, bukan sebuah dikotomi (dishotomy).

Oleh karena dikotomi itu telah terlanjur diberlakukan, diperlukan waktu lama
sekali untuk mengkondisikan da'n memulihkan continuum tersebut.

Kedelapan, sekali lagi: per;iapan. Di atas telah dikemukakan bahwa
pembentukan daerah otonom rnemerlukan persiapan SDM. Sistem (the gun)

daerah juga harus dibaharui. Sistem pemerintahan daerah harus sedemikian
rupa sehingga sentralisasi manajemen dan budaya otoriter pusat terhadap
daerah tidak terulang menjadi sentralisasi manajemen dan budaya otoriter
pemerintahan daerah terhadap masyarakat.

Ktsunbilan, rasionalisasi daerah juga penting. Hal ini (the habitat, lebensraum)

termasuk upaya yang harus dijalankan dalam rangka persiapan pembentukan
daerah otonom, di samping persiapan SDM di atas. Pengalaman di masa lalu,
tatkala penggabungan di satu pihak dan pemekaran desa di pihak lain menjadi
semacam ideologi, mengajarkan bahwa mudah memekarkan (baca: memecah,
mengeping) desa, tetapi nyalis mustahil menggabungkannya kembali,
memulihkan ke posisi semula, dan sebaliknya, jika kemudian ternyata dampak
negatifnya jauh lebih besar ketirnbang keuntungan positif sesaat.

Kesepulah, kembali mengenai the gun. Kendatipun dalam hal jasa-publik
dan layanan-sipil proses pembe[an, produksi dan pemasaran bisa berlangsung
serempak, fungsi pembelian (penyediaan input), pabrik (produksi, throughput

ke output) dengan fungsi pemas:rran /penj ualan /pelayanan (transaksi dengan
konsumer) harus dapat dibedaka.n satu dengan yang lain. Andaikata pada level

atau fungsi tertentu, kompetensi pembelian, produksi dan pemasaran berada
pada satu tangan, pelaku wajib rnenguasai keahlian tentang ketiga hal itu.Jadi,
ia harus generalis, "ruho krnws l,es.r and less about more mtd more." Transal<si dengan
konsumer dilakukan oleh dinas, sedangkan pembelian dan produlci oleh biro.
Penetapan tentangproduk apayang diproduksi d2n dipasarkan, ditetapkan oleh
pemegang fungsi politik berdasarkan aspirasi pasar, dalam hal ini masyarakat.

Pada awal bahasan ini dikemukakan bahwa setiap ilmu bermula sebagai filsafat

dan beral<hir sebagai seni, dalam hal ini seni pemerintahan. Seni sebagai hadiran
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sistem nilai tertentu memerlukan simbol, arat,atatartifafiguna mengkomunikasikan
sistem nilai itu. Kebutuhan inilah yang melatarbelakangi studi tentang teknologi
pemerintahan. Ilmu pemerintahan pada bagian akhir abad ke-20 mengalami
kemajuan pesat. Globalisasi dan pasar bebas mendorong pencerahan pemikiran
dan penggunaan media elektronik mayapada di sektor perdagangan dan bisnis,
maka lahirlah ajaran Good-gouunance (G-gov) dan electroru Busircss (r-B^1. Kedua
kekuatan itu memegang peran strategik dalam gerakan reiruating Gouanmmt (r-Gou),
maka lahirlah e-c,oa yang oleh Douglas Holmes dinyatakan sebagai ',stratzgbsfor
gouunmmf', dalam rGou (2001). Aliran reinumting gounnmmt memasuki Indonesia
pada pertengahan dekade 90-an, dan sejalan dengan itu teknologi pemerintahan,
khususnya e-Gou mttlai diminati orang. Sudah ada satu dua daerah yang
menggunal<annya. Dalam hubungan itu, muncul kekhawatiran tentang dampak
negatif penggunaan e-Gou j*ateknologi itu tidak didukung oleh perubahan budaya
(culture-chmge)masyarakatpemerintahan, mulai dariperubahan sikap mental sampai
pada perubahan cara menggunakan alat kerja dan perrakuan terhadap lingkungan,
yangjustru merupakan kelemahan dasar bangsa Indonesia.

Seni pemerintahan adalah kemahiran pemerintah dalam mengeksplorasi,
mengekspresikan, merepresentasikan, atau mengkomunikasikan suatu sistem nilai
pemerintahan kepada yang diperintah, dengan menggunal<an cara yang unik, khas,
istimewa, yang lain atau lebih daripada yang rain, dalam lingkungan yang berbeda
atau yang berubah, berdasarkan asas kebebasan kreatif dan total, untuk mencapai
kgihrnnry pemerintahan dan tunt dai'yang diperintah. Berdasarkan definisi tersebut,
semakin heterogen, semakin berbeda dan semakin cepat berubah suatu masyarakat
dibandingkan dengan yang lain, semakin diperlukan seni pemerintah.

Dari uraian di atas dapat dipetik l0 Karakteristik Ilmu pemerintahan:
p efi ama, Kerangka Pemikiran. Kerangka pemikiran ilmu pemerintahan bertolak
dari hubungan khalik makhluk, hu naturale, human nature and irntinct, human rights, dan
human needs sampai pada hubungan pemerintah an. Human needs yangmenjadi

-foti of interrest ilmu pemerintahan adalah jasa-publik dan layanan-sipil.

Kedua, objek forma ilmu pemerintahan adarah hubungan pemerintahan.
Hubungan-pemerintahan adalah hubungan antara pemerintahan dengan
yang diperintah yang terjadi (terbentuk) sepanjang proses pemenuhan dan
perlindungan tuntutan masyarakat dan individu manusia akan jasa publik
dan layanan sipil. Hubungan itu terjadi pada level makro sampai pada level
mikro, yaitu interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah pada tingkat
individual. Salah satu anggapan dasar hubungan itu terjadi ibarat (analogi
dengan) hubungan produser konsumer (produk pemerintah, misalnya kebiiakan,
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sedangkan produk pihak yang diperintah, suara (aola)' Namun demikian'

berbeJa derrga' hubungan ko'sumer produser menurut mekanisme pasar

(bebas du' pilihun), hubungan produser konsumer di bidang pemerintahan

berjalan monopolitik. Gejala F,emerintahan, baik yang sekali lalu maupun

yang berulang.

Ketiga, objek materia ilmu pemerintahan clngruen dengan objek materia

ilmu-ilmu sosial lainnya, khususnya dunia tawaran,janji atau harapan (dari)

kedua belah pihak, terutama pemerintahan, dan dunia nilai, (termasuk

pengertian, concept atau uersetehtn), di dalam hubungan pemerintahan' Perlu

dikeiahui, dalam bahasa Indonesia, batkconceptmaupun ausetehm diterjemahkan

menjadi pengertian' Namun, -(iecara metodologi, concept dibedakan dengan

u ersetehen. Padanan u ersetehm (u ers tand) dalam bahasa Inggris adalah understanding

(empathetic understanding), bukan concept. Concept merupakan sebuah c7nstruct'

;,o grrnol notion or idea," "an idea of somethingformed b7 mentalfu t;ombining all of

its characteristics or particulars." Concepl terbentuk berdasarkan erklarung (abstract

explanation). Concept adalah baha.n baku pembentukan teori, sedangkan uetsehen

merupakan dasar terbentuknya pola perilaku (budaya). Tawaran atau janji itu

semakin penting, mengingat yang diperintah berada pada posisi nyaris tanpa-

pilihan (io eo^r' choiceke no othe,, choice), karena produk-produk pemerintahan

tersifat monopolistik. NamurL tawaran, aturan, janji atau harapan hanya

bersifat formal atau nomial belaka, belum menjadi fakta, belurn dialami oleh

yang berkepentingan, (belum teruji, belum terbukti secara empirik, belum

menjadi kenyataan, belum dirasakan oleh yang berkepentingan, belum

achieied',tidak dapat dipahami karena tidak ada contoh, tidak dapat diamati

karena tidak ada aehicle-nya. Dengan perkataan lain, pengettian (uerstchen,

pemahaman, pengalaman, tan ggapan' persepsi) masyarakat tentang taw ar an )

u,r.rurr, janji dan harapan tersebut berbeda dibanding dengan pengertian

merekajika kenyataan cocok dr:ngan harapan dan sebagainya. Kualitas (mutu)

janji ditlntukan oleh tingkat kt:senjangan atau kesesuaian antara janji dengan

i"rryut.urrrrya. Semakin suatlr kenyataan sesuai dengan (mendekati) janji,

semakin tinggi kualitas janji ir.u. Tingkat keberartian (kebermaknaan) suatu

janji bagi seseorang berganrunll pada derajat kualitas tersebut. Pada gilirannya,

.rltui 6"rn,uma nilai ekstrinsik)janji bergantung pada tingkat keberartiannya,

dan selanjutnya nilai pun menlpengaruhi perilaku orang yang bersangkutan.

Dengan demikian, pengertian (uersetehm) dalam kadar apa pun yang terbentuk

di dalam diri seseorang, sedikit. banyak mempengaruhi perilakunya. Di sinilah

terlihat pentingnya uersetehen sebagai sasaran penelitian'

Dialektika Ilmu Pemerintahan



Keempat, pendekatan empirik. Pendekatan awal yang digunakan adalah
pendekatan empirik (proses, perbedaan, perubahan), dan tidak kelembagaan
(organisasi, struktur, fungsi) atau normatif (kebijakan, rencana, aturan). Jadi,
leadership dibahas sebelum leader; coordination sebelum coordinator; kegiatan, baru
lembaga;nilai, baru norma; gejala, baru aturan;diagnosis (penyakit, masalah),
baru terapi (solusi);variabel terikat, baru variabel bebas, demikian seterusnya
(variabel bebas duluan baru kemudian variabel bergantungbiasanya dilakukan
di laboratorium atau basic research).

Kelima, ilmu pemerintahan lebih memperhatikan proses ketimbang hasil,
perubahan ketimbang kemapanan, dan outcome ketimbang output.Jika hasil
lebih diutamakan ketimbang proses, maka konsumen, tidak akan pernah
merasa puas dan selanjutnya tidak akan pernah menaruh kepercayaan kepada
produseq dalam hal ini pemerintah (mosi tidak p ercaya), sebab secara empirik,
ternyata kinerja pemerintah selalu lebih rendah ketimbang harapan pihak yang
diperintah. Berbeda halnyajika proses yang diperhatikan.Jika nilai-nilai proses
seperti efisiensi, keterbukaan, kejujuran, keberanian memikul tanggungjawab,
kebersamaan, kerja keras, kesederhanaan, kehematan, terlihat jelas di dalam
proses itu, maka apa pun hasil kerja pemerintah, tidak menjadi persoalan,
pemerintah terus dipercaya.

Selanjutnya, kepentingan merupakan motif utama yang mendorong orang
untuk lebih mengutamakan kemapanan. Jika kepentingan itu diberi muatan
jasa-jasa di masa lalu dan reruard atas jasa-jasa itu, lepas dan reward administratif,
maka kekuatannya untuk mendukung proses pemapanan yang secara moral
sah (legitimaf.a), berlipat ganda. Inilah lahan subur bagi KKN, dan inilah pula
masalah etik pemerintahan yang terberat. Ini juga merupakan objek forma
Psikologi Pemerintahan.

Keenam, tujuan pemerintahan, bukan tujuan pemerintah (Gouernance

fut Objectiues, GBO) sebagai tolak ukur. Tolak ukur adalah perbandingan,
sedangkan tolak ukur adalah standar. Yang dituntut untuk berubah dalam
rangka mencapai tujuan bersama, bukan hanya sepihak, tetapi kedua belah
pihak (berubah bersama), melalui mekanisme check and balance. Sudah barang
tentu, dalam hubungan itu teknologi informasi (teknologi pemerintahan, e-G)
memegang peranan yang sangat penting.

Kenjuh, dalam penelitian kuantitatif bidang ilmu pemerintahan, satuan
populasi penelitian adalah masyarakat yang meliputi pemerintah dengan yang
diperintah.Jika proses interaksi dan transformasi berjalan lancar, dan teknologi
informasi berperan, maka diharapkan tercapai tingkat sharing information
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yang tinggi ant^ra pemerintah dengan yang diperintah. Maka instrumen

pengumpulan dataharuslah berada di dalam batas-batas informasi yang (perlu)

diketahui bersama, kebekuan hubungan dan kemacetan proses inforamasi

itu merupakan masalah penelitian tersendiri. Pemahaman tentang satuan

populasi tidak terlepas dari penghayatan lingkungan (habitat, lebensraum)'nya,

sebagaimana manusia tidak terlepas dari buminya. Satuan populasi juga tidak

terlepas dari babakan waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam

babakan itu sebagai dari sebuah zafnan. Dengan demikian, setiap populasi

(harus) bersifat unik dan spesifil(!

Kedelapan, ilmu pemerintahan bukan hanya ilmu bagi pemerintah, tetapi
juga ilmu bagi yang diperinta.h. Sejak ilmu pemerintahan (dalam bentuk

embrional dan sederhana) metnasuki Indonesia pada tahun empat puluhan

melalui sekolah pamong praja, bestuurs academie dan kemudian perguruan

drgg, ilmu pemerintahan diker,al sebagai ilmu bagi pegawai negJeri, khususnya

Departemen Dalam Negeri. Dt:ngan sendirinya, pengajaran ilmu pemerintah

dipusatkan pada persoalan bagirimana pemerintah menjalankan kehendaknya

terhadap rakyat seefektif-efektifnya. Jadi, geraknya relatif sepihak dan stop

down. Ilrnu pemerintahan bant yang diberi sebutan kltbernology memperluas

paradigma ilmu pemerintaharr menjadi ilmu juga bagi yang diperintah. Ia
membekali setiap orang dan ke,lompok masyarakat dengan pengetahuan dan

keterampilan tentang hak-haknya (human rights, constihttional rights, ciuil ighf, dan

seterusnya) dan bagaimana menrperjuangkan serta melindungi hra.k-hak tersebut

melalui cara dan alat yang tidak merugikan orang atau kelompok lain. KKN
misalnya, tidak berlangsung se1>ihak, ibarat orang tidak bisa bertepuk sebelah

tangan. Demikian juga dengan kenaikan tarif dan harga yang ditetapkan oleh

pemerintah. Selama ini, YLKI. dan LSM lainnya berjuang n1'aris sendirian,

tanpa didukung oleh suatu ger:tkan sosial yang ktat, resil'iznt, dan efektilJadi,
ilmu pemerintahan diperlukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat

guna meningkatkan bargaining position, bergaining power, dan kesempatannya

dalam menjelaskan pendiriaLnnya, mempertahankan, melindungi, dan

memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia.

Kesembilan, ilmu pemerintah adalah applied science yang bersifat eklektif.

Seraya menyisakan pertanyaan "adakah bagiannya yang bebas-nilai?" Ilmu
pemerintahan adalah disiplin ./ang amat padat nilai. Pada tingkat applied ini,
ilmu pemerintahan dapat didcdekati (approached) dari sudut disiplin apa saja

dengan menggunakan pendeliatan multi-inter-, atau lintas disiplin. Sudah

barang tentu, disiplin tertentu mendekati ilmu pemerintahan pada sudutnya
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yang kompatibel atau relevan (eklektik). Seorang dokter mengikuti program
dokter ilmu sosial konsentrasi ilmu pemerintahan, la menulis disertai bidang
ilmu pemerintahan berorientasi kedokteran. Kesehatan dewasa ini merupakan
salah satu hak sipil yang harus dilindungi melalui pelayanan sipil. Hibrid ayang
b akal lahir mun gkin lg,t b er no loglt -ke sehatan (ke dokteran).

Kesepuluh, metodologi dasar penelitian pemerintahan adalah metodologi
kualitatif, Seperti telah dikemukakan di atas, interaksi antara pemerintah dengan
yang diperintah pada tingkat milro akhirnya berlangsung pada level individual
total, sejajar dengan kerangka pemikiran ilmu pemerintahan yang mulai dari
filsafat (abstrak, umum) sampai pada seni (unique, uniqueness, khusus, langka).
Individu disebut total dalam arti, dalam proses interaksi mikro itu tidak dapat lagi
dibedakan mana "oknum", mana pribadi, dan manajabatan yang dipangkunya,
karena akibat tindakannya selakupejabat ditanggung oleh dirinya sebagaipribadil
Semakin unik atau langka sesuatu hal, semakin tinggi nilai (ualue) mutunya.

setiap orang berbeda, unik satu-satunya, lain daripada yang lain.
Perilaku seseorang atau sekelompok orang tidak boleh digeneralisasikan.
Tidak pars pro toto atau totan pro parte!Himpunan yang heterogen tidak boleh
disamaratakan atau diperlakukan seragam. Selalu ada ruangan buatperbedaan
atau kekhususan. otonomil Ruangan itu harus berfungsi, dilindungi, dan
dipertahankan. Pemerintah seharusnya jauh lebih mengenal setiap individu
yang diperintah, ketimbang seorang akuntan harus mengenal setiap sen uang
yang berada di bawah tanggungjawabnya. selanjutnya, pemerintah dengan
yang diperintah harus saling kenal-mengenal, sesuai dengan peribahasa ,,tak

kenal maka tak kaming." Pemerintah dan yang diperintah bukanlah angka-
angka, himpunan atau besaran, tetapi manusia yang berbeda satu dengan
yang lain. Aplikasi rekomendasi penelitian ilmiah ilmu-ilmu sosial senantiasa
cu lture b oun d. s etiap lingkungan budaya, di samping pe rsamaan-pcrs amaannya
dengan lingkungan budaya yang lain, unik. oleh karena itu, settingdan lokasi
penelitian pemerintahan, tidak sekedar batasan fisik atau administratif, tetapi
lebih daripada itu, sebagai lingkungan budaya, dan amat penting. Dalam
ilmu-ilmu sosial, akurasi dan aplikabilitas temuan dan rekomendasi ilmiah,
relatif Betapa akuratnya suatu temuan, aplikabilitiasnya relatif, bukan hanya
fso, tetapi juga fthen, danltes-so, tetapi jugaltes-but. perilaku manusia amat
sukar dideteksi. Perilaku manusia di dalam hubungan pemerintahan berbeda
dengan perilaku manusia di dalam hubungan pasar, seperti diterangkan pada
butir kedua terdahulu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan
mengingat keterbatasan-keterbatasan serta keunggulan-keunggulan setiap

Sekilas Ilmu Pemerintahan (Kybernotogfl: Sebuah Apologia 183



metode penelitian, ditarik kesirnpulan bahwa metodologi dasar penelitian

yang dipandang tepat di bidang ilmu pemerintahan adalah metodologi

kualitatif, dalam arti setiap penelitian pendahuluan (penjajagan, eksplorasi)

guna menemukan (mengidentifrkasi) dan merumuskan masalah penelitian

Jula- rangka menyusun sebuah skripsi, tesis, disertasi, atau tulisan ilmiah

formal lainnya, diawali dengan penelitian menjadi spesifik, untuk kemudian

dilanjutkan dengan penelitian kralitatif, penelitian kuantitatif, atau kombinasi

keduanya yang dirancang secarir tepat'
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EPISTEMOTOGI DAN AKSIOTOGI
ILMU PEMERINTAHAN

Sad&70aa'eo*;dw..

Epistemologi llmu Pemerintahan

eperti telah diketahui bahwa ilmu paling sedikit mempunyai tiga fungsi,

yaitu mendeskripsi, memprediksi, serta mengontrol dirinya sendiri. Agar
ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan dengan baik, diperlukan metode yang

tepat.

Ada tiga metode keilmuan yang biasa digunakan dalam khasanah ilmu
pengetahuan, yaitu metode rasional, metode empirik, dan metode gabungan.
Metode yang digunakan oleh suatu ilmu atau cabang ilmu akan sangat

tergantung pada objek materia dan objek forma dari ilmu yang bersangkutan.
Objek materia ilmu pemerintahan adalah negara, seperti objek materia ilmu
politik, ilmu negara dan ilmu administrasi negara, dan hampir semua ahli yang
menyoroti ilmu pemerintahan sependapat mengenai hal ini. Sedangkan objek
forma ilmu pemerintahan masih menjadi bahan pembahasan.

Dalam Laporan Temu Ilmiah Pengkajian Ilmu Pemerintahan (1985)

dikemukakan beberapa pandangan mengenai objek forma ilmu pemerintahan.

Soemendar Soerjosoedarmo, misalnya berpendapat bahwa ilmu pemerintahan

adalahilmuyangmempelajari gejalapenguasa resmi dalam masyaralat, yaitu yang

mempelajari kegiatan-kegi atannya dalam rangka usaha memenuhi kepentingan

dan kebutuhan masyarakatnya secara menyeluruh. Maswadi Rauf dalam Temu

Ilmiah tersebut mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan memberi tekanan

pada fungsi keluar sistem p oh tjk (ruk makrng rule application dan rub adjudication),

sedangkan ilmu politik lebih memberi tekanan pada fungsi masukan sistem politik
(artikulasi politik, agregasi politik, komunikasi politik, dan sosialisasi politik).

Ada dua contoh disertasi dalam ilmu pemerintahan yangbarangkali dapat
dipakai sebagai informasi tambahan mengenai objek forma ilmu pemerintahan.
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Contoh pertama, yaitu disertasi dari Djenal Hoesen Koesoemah:rtmadja (l9iB)
berjudul Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja yang dipertahankan di
Universitas Padjadjaran. Diseltasi Djenal lebih bertitik berat pada sejarah

terbentuknya birokrasi. Contoh kedua yaitu disertasi Albert Widjaja (1982)

berjudul,Bz day Politik dan Punbangunan Ekonomiyang dipertahankan di Claremont
Graduate School. Dengan merlpergunakan metode "content anall,ts'is" , disertasi

tersebut membahas mengenai budaya politik di Indonesia.

Dari berbagai pendapat sebagaimana diungkapkan secara singkat di atas,

dapat disimpulkan bahwa objek forma ilmu pemerintahan ternyata sangat luas.

Menurut kami, objek forma ilmu pemerintahan adalah "hubungan antara yang

yang diperintah dalam rangka nrencapai kesejahteraanrakyat" .Jadi, nilai yang

akan dimaksimumkan dalam administrasi negara, menurut Frederickson, yaitu
e{ketivitas, efisiensi dan keadilan.
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Diakui ataupun tidak, iJmu pemerintahan sampai saat ini belum
mempunyai metode khusus sesuai dengan gejala kepemerintaharr yang diamati.

Metode keilmuan yang digunal:an umumnya sama dengan ilmtr-ilmu lainnya.

Di universitas-universitas, ilmu pemerintahan lebih banyak dikaji dan diajarkan
dengan menggunakan metode rasional dalam bentuk tatap rnuka di kelas.

Sedangkan pada pendidikan l:edinasan di lingkungan Departemen Dalam
Negeri (IIP dan APDI\D sebagai "kubu" ilmu pemerintahan digunakan metode

gabungan dengan titik berat pad a metode empiris. Perbanding an antar a metode

rasional dengan metode empiris adalah 60 : 40.
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Di IIR dewasa ini terdapat kecenderungan untuk lebih banyak

menggunakan metode rasional dibandingkan metode empiris' Densan

l-r.r.rrgirra.* pada UGM sebagai universitas pembina, Iebih banyak dilakukan
,,trantsfer of kntotukdge" dibandingkan"transfu of skilt' . Apabila gejala semacam ini

berjalarrterus, maka IIP akan kehilangan jati dirinya sehingga tidak akan jauh

b"rb"d. denganjurusan pemerintahan pada suatu universitas. Yang diharapkan

dari seorang lulusan IIP bukan saja kemampuan analisisnya, tetapi sekaligus

kemampuan bertindak secara cepat dan tepat'

Di APDN Nasional, dicoba dikembangkan cara mempelajari ilmu dan

kiat pemerintahan secara berimbang. selain diajarkan teori-teori melalui

kajian rasional, para peserta didik langsung dilibatkan ke dalam dunia nyata

pemerintahan, baik di tingkat kecamatan maupun desa' Ada 55 buah mata

lu[ah dengan bobot 120 sks diberikan selama enam semester' Selain itu,

diberikan pula kegiatan pelatihan sebanyak 29 buah mata pelatihan' Melalui cara

demikian, pengertian ilmu pemerintahan sebagai "bestuursutetenschap" maupun

sebagai,, b estuurskunde," kedua-duanya dapat diterima dan digunakan.

Tujuan pendidikan di APDN Nasional sebagai salah satu "kubu" ilmu

pemerintahan adalah mempelajari ilmu sekaligus kiat kepemerintahan,

sehingga keduanya dapat digunakan sebagai alat analisis dan teknik untuk

bertindak. Kurikulum APDN Nasional diatur menurut Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 66 tahun 1990. Rincian mata kuliah yang disusun

menurut pengelompokan mata kuliah dapat dilihat pada tabel berikut.

Larnpiran I I(eputusan Menteri Dalarn Negeri

Nornor : 66 Tahun 1990

Tanggal : 16 Agustus 1990

Kurikulum APDN Nasional

Berdasarkan Pengelompokan Mata Kuliah
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MKDU = 30 SKS

(25Vo darijumlah seluruh SKS)
Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)

Pendidikan Agama

Pancasila

llmu Alamiah Dasar

llmu Budaya Dasar

Bahasa Indonesia

Kewiraan



Mata Kuliah Keahtian (MKK)

1 | Sistem Politik Indonesra
2 | Sistem Pemerintahan Indonesia
3 | Hukum Tata Usaha Negara
4 | HukumAdat
5 | Hukum, Politik dan Administrasi ,{graria
6 | Pembangunan Desa
7 | Pertanian dan Industri pedesaar

8 I Statistik (Terapan)
9 | Hukum Perdata/Acara perdata

10 | Hukum Pidana/Acara pidana

11 | Ekonomi Pedesaan
12 | Administrasi Pembangunan
13 | Pengawasan dan pemeriksa

14 | Administrasi Pekantoran
15 | Pembinaan Ketahanan Masvarallat
16 I Informatikadan Komputer
17 | Administrasi Pemerintahan Daerah
18 | Administrasi Pemerintahan Desa
19 | Administrasi Kepegawaian
20 I Administrasi Keuangan
21 | Administrasi dan pengetahuan ptrjak
22 | Metode Penelitian
23 | Analisis Masalah & potensi Wilayah
24 | Manajemen proyek

25 | Pembangunan Politik
26 | Kepemimpinan Pemerintahan

MKK = 78 SKS
(65Vo darijumlah seluruh SKS)2

2

2

2

2

3

3
J

\'
3
z
3
2

2
2

2

3
\'
2

z
z
3

2

2

3

Mata Kuliah Dasar Keahlian (IMKDK)

Logika dan Etika
Pengantar llmu Politik
Pengantar llmu Pemerintahan
Sosiologi

Pengantar llmu Hukum
Pengantar llmu Administrasl
Bahasa Indonesia
Antropologi Sosial Budaya
Pengantar Tata Hukum Indonesra
Pengantar llmu Ekonomi
Administrasi Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Sistem Ekonomi Indonesia
Psikologi Sosial
Kesehatan Masyarakat

1

z

3

4

6

8

9

10

11

12
1e

14

tc

z
2

2

2

z
2

2

2

2

2

2

2

2

2

z

MKDK = 30 SKS
(25vo darijumlah seluruh SKS)
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27

28

29

30

31

32

Komunikasi Pembangunan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Teknik Pengembalian Keputusan
Teknik Penyusunan Perundang-Undangan
Bakti Karya Praja (KKN)

LaDoran Akhir

2

2

Z

z

4

Apabila kurikulum APDN Nasional yang disusun berdasarkan pengelompokan
mata kuliah sebagaimana terlihat pada tabel di atas disusun menurut bidans
keilmuannya, diperoleh gambaran sebagai berikut.

Pengelompokan Mata Kuliah diAPDN Nasional Menurut Bidang llmu

Dilihat dari proporsinya, ilmu pemerintahan yang diajarkan di APDN
Nasional berkisar sebanyak 25vo,sedangkanTSvo lainnya adalah ilmu-ilmu lain
yang mempunyai hubungan sangat erat dengan ilmu pemerintahan. Proporsi
terbesar kedua diduduki oleh ilmu administrasi (l9,l6vo). Hal ini tidaklah
mengherankan karena sejak semula APDN merupakan salah satu pelopor
pengembangan ilmu administrasi negara di Indonesia (lihat The Liang Gie,
l98l dan Sarana Karya,l986).

Besarnya proporsi ilmu-ilmu lain selain ilmu pemerintahan yang diajarkan
di APDN Nasional, menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan belum mempunyai
cabang-cabang yang cukup memadai. Hal ini terjadi karena ilmu pemerintahan
berkembang secara bersendat-sendat. Menurut Yuyrn S. Suriasumantri (1983;
23), ada tiga tahap perkembangan ilmu.
. Tahap klasifikasi.
. Tahap komparasi.
. Tahap kuantifikasi.

llmu Pemerintahan 12 30 25

2 llmu Politik 5

llmu Hukum 8 18 't5

4 llmu Administrasi 10 z5 19,16

5 llmu Ekonomi J 6

o llmu Sosial Lainnya b 5

7 Umum 10 22 18,34

8 Lain-Lain 4 o 7,50

53 tzg 100
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Ilmu pemerintahan barangkali baru mencapai tahap kedua, meskipun wujud

komparasi yang dihasilkan masih relatif terbatas.

Cabang-cabang ilmu pemer:Lntahan yang perlu dikembangkan di APDN,

antaralain bidang Koordinasi Pernerintahan, Sosiologi Pemerintahan, Psikologi

Pemerintahan, serta Komunikasi lJemerintahan.

Terbatasnya ilmu pemerintahan yang diajarkan di APDN Nasional, ditutupi

dan dilengkapi kegiatanpelatihan rlengan titikberatpadapelatihan pemerintahan.

Adapun rincian mengenai pelatihan yang diberikan di APDN Nasional, yaitu

sebagai berikut.

Perindustrian

Peternakan

Perikanan

Mengetik

Komputer

Kamtibmas

Usaha tani

Perkreditan

Tata naskah & kearsipan

Administrasi pemerintahan desa

Analisis potensi & wilayah desa

Keuangan & perpaiakan

Teknik berpidato & diskusi

Dialektika Ilmu Pemerintahan

Nama Mata Pelatihan diAPDN Nasional

Pengenalan lahan & lingkungan

Pengenalan pertanian: (pertanian, kehutanan, perkebunan, dan sains)

Pertahanan (PPAT & Warisan)

Musbang, LKMD/LMD, UDKP



26 Informasi pasar & pemasaran pertanian

27 Teknik memimpin rapat & pengarahan VI

28 Teknik membuat keputusan/oeraturan VI

29 Telaahan staf/dinas staf VI

Karena peminat ilmu pemerintahan nantinya akan berkaitan erat dengan
kekuasaan, diperlukan tambahan bekalpengetahuan di bidangmental-ideologi dan
alhlak yang baik. Salah satu hal yang membedakan pendidikan ilmu pemerintahan
di lingkunganpendidikan kedinasan departemen dalam negeri dengan pendidikan
umum, terletak pada penekanan khusus pembinaan bidang mental-ideologi.

Melihat karakteristik ilmu pemerintahan yang terdiri atas seperangkat teori
dan praktik, sudah saatnyadipikirkan metode yang tepat untuk mempelajarinya.
Tepat kiranya untuk IIP dan APDN sebagai lembaga pendidikan tinggi
kedinasan, apabila mempergunakan metode studi kasus sebagai wujud gabungan
dari metode empirik yang diperkuat dengan metode rasional. Metode studi
kasus ialah metode yang mempelajari gejala dalam alam atau sosial yang telah
terjadi dalam kurun waktu tertentu. Studi kasus dapatjuga didefinisikan sebagai
metode studi eksploratif dan analisis yang sangat cermat dan intensif mengenai
keadaan suatu unit (kesatuan) sosial, yaitu berup apibadt/persoz, suatu keluarga,
satu institut, kelompok kebudayaan ataupun suatu kelompok masyarakat (Kartini
Kartono; l9B0: 236). Tljuan mempergunakan metode studi kasus ialah agar
dapat direkonstruksi pola-pola tertentu dari praktik pemerintahan untuk dianalisis
secara ilmiah dan kemudian diajarkan kepada orang lain. Melalui cara demikian,
para peserta didik akan memahami dunia nyata (dunia praktik) dan mempunyai
kemampuan untuk memilih alternatif tindakan yang akan diambil apabila
menghadapi kasus atau peristiwa yang sama. Di sini, ditekankan keterampilan
untuk menganalisis dan bertindak, bukan hanya kemampuan menganalisis saja.
Metode studi kasus sudah banyak dipergunal<an di lingkungan pendidikan bidang
manajemen dan bisnis, sedangkan di bidang pemerintahan dapat dikatakan
belum ada. Hal ini disebabkan karena hal berikut.
. Terbatasnya jumlah ahli bidang pemerintahan yang memiliki otoritas.

' Belum adanya upaya untuk mengumpulkan dan mensistematisasikan kasus-
kasus pemerintahan yang begitu banyak jumlahnya dan begitu beragam
jenisnya.

' Kalangan birokrat umumnya bersifat tertutup sehingga sulit untuk
mengumpulkan dan mengungkap gejala praktik penyelenggaraan
pemerintahan.
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Agar ilmu pemerintahan dzrpat berkembang dan mandiri maka berbagai

kendala di atas harus di atasi. Ilmuwan pemerintahan dalam melakukan

kajian-kajiannya hendaknya tidak terjebak ke dalam administrasi negara

ataupun politik. Selain itu, harus segera dimulai langkah mengumpulkan dan

mensistematisasikan kasus-kasu s pemerintahan, yang dapat dijadikan contoh

bagi generasi muda ilmuwan dan praktisi pemerintahan, sehingga dapat

dihindarkan adany a pen gulangrln ke salahan yan g tidak perlu.

Aksiologi llmu Pemerintahan

Banyak peristiwa dan ge'ala pemerintahan yang sebenarnya dapat

dideskripsikan menurut kacamatrl ilmu pemerintahan. Kasus pembebasan tanah

di Indonesia sampaipadajatuhnlapemerintahan totaliter di negar:r EropaTimur,

sebenarnya dapat dijelaskan derLgan konsep-konsep ilmu pemerintahan, bukan

hanya dari kacamata hukum at,aupun politik. Hanya saja, ilmu pemerintahan

masih miskin dengan teori, konsep, ataupun pa"radigma, sehingga kemampuannya

menjelaskan peristiwa atau gejalr kepemerintahan masih terbatas.

Tidak sedikit ahli ilmu pr:merintahan yang telah menulis buku yang

berbobot, tetapi karenabanyak:neminjam konsep dari ilmu lain, terutama dari

politik, administrasi negara dan sosiologi, maka ciri-ciri ilmu pemerintahannya

menjadi kabur. Contoh dua bu;rh disertasi sebagaimana dikemukakan di atas

memperj elas pernyataan ini.

Untuk meningkatkan nil:ri kegunaan (aksiologi) ilmu pemerintahan,

diperlukan pemikiran cemerlattg dari para ilmuwan pemerintahan sehingga

tersusun teori-teori, konsep-kc,nsep yang relevan dengan kebutuhan aktual

masyarakat. Ini semua memerlu'kan perjuangan yang keras dan terus-menerus.

Ilmu yang miskin teori dan kon:epjelas tidak akan memberikan nilai kegunaan

yang optimal bagi kehidupan umat manusia.

Masyarakat Indonesia yang sedang membangun jelas menghadapi berbagai

perubahan, termasukjuga perubahan di bidang pemerintahan. Adalah menjadi

tugas ilmu pemerintahan untul< menjelaskan dan memprediksi perubahan di

bidang pemerintahan serta merrgontrol pengetahuan pemerintahan agar dapat

digunakan untuk pembangunan bangsa.Jika tidak demikian, maka organisasi

pemerintah yang ada, mulai diLri perangkatny% sistem kerjanya sampai pada

produk yang dihasilkannya aka.n menghambat lajunya pembangunan.

Kesenjangan kesejahetarailn antara masyarakat desa dengan masyarakat

kota yang semakin melebar clari waktu ke waktu, antara lain disebabkan
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ketidakmampuan organisasi pemerintah desa untuk bertindak sebagai
lokomotif penarik kemajuan masyarakatnya. Dalam hal ini, ilmu pemerintahan
harus dapat memberikan alternatif jalan keluarnya.

Semakin menurunnya peranan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan
secara menyeluruh dibanding masa-masa sebelumnyajuga perlu dijelaskan oleh
ilmu pemerintahan, agar kemudian dapat diprediksikan apa yang akan terjadi
apabila gejala semacam itu terus-menerus dibiarkan.

Contoh-contoh di atas hanyalah sedikit dari sekian banyak gejala
kepemerintahan yang memerlukan penjelasan dari ilmu pemerintahan.

Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Pemerintahan 193



ASAS.ASAS PEMERI NTAHAN

7u&yiltfa?/dr4n4"

h{.,''
l-

Tinjauan Leksikografik dan Semantik

Asas di sini adalah padanarr kata Inggris ; princtpk atau Be land a; beginsel. Di
samping kata pinciple, terdapat }<atafoundation (that on which something isfounded).

Dari sudut leksikografi , principle diartikan sebagai "an accepted or professed rule of
action or clnduct", ata;u "a basic l,ru, axiom or doctrine". Makna katla principle dan
sudut semantik diperoleh melalui pengamatan atas buku-buku yang berjudul
"Principle of ..." . Kelompok pertzLma adalalah penulis yang mengirrikan principle

sebagai basic knou.,Ledge, misalnya. Freedman, et al. (.1956: !, Tousley, Clark dan

Klark (1962: VIID, Coulter (19i35: VII) dan Irfan Islamy (1986: $. Kelompok
kedua mengartikannya sebagai"concephnlfoundati.orn" , atat"fundammtal concepts" ,

misalnya Maynard dan Beckman (1946: IX), Terry 1964: !, dan Longenecker

(1966: VII). Kelompok ketiga tnengartikannya sebagai "underll,ing philosophl",

misalnya Huntington (1949: \/I) dan Bern dan Peters (1964: 5). Yang lain
mengartikannya sebag ai " es sent,|als", misalnya Monroe ( I 949 : XI).

Asas-Asas Pemerintahan atau Asas-Asas llmu Pemerintahan: Tiniauan
Epistemologis

Pada awal dekade 90-an yar,g lalu, Badan Diklat Departemen Dalam Negeri
membentuk satu program darr kemudian pusat baru, tentang Manajemen
Pemerintahan. Salah satu mata ajaran program diklat tersebut adalah Asas-

asas Pemrintahan. Bahan perribelajaran Asas-asas Pemerintahan itu dalam
bentuk naskah (materi) dikerjakan oleh E. Koswara, \A4dyaiswara Badan Diklat
Departemen Dalam Negeri. Ba'b III naskah itu berjudulAsas-a-ras Pemerintahan

(1994) meliputi dua subbab, ya.itu Asas Kepatutan dalam Pemerintahan dan

Asas penyelenggaraan PemerirLtahan (asas dekonsentrasi, asas desentralisasi,

asas tugas pumbantuan, dan asas tampung tantra). Jadi, menurut naskah
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tersebut, asas-asas pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku aktor
pemerintah an (rules of conduct) dan asas-asas orgarnisasi pemerintahan.

Sebuah tim yang diketuai oleh Muchlis Hamdi menuhs Ltporan Hasil Tan Sndi

Pmglnjinn llrnu Pemsrintahnn (1999) yang terdiri atas Empat Bab. Bab III tentang Ilrnu

Pemerintahan sebagai suatu Disiplin Ilmu meliputi tujuh subbab; subbab tera"khir

bab tersebut adalah Asas-asas Ilmu Pemerintahan. Namunjika diperhatikan isinya,

subbab itu berisi campuran "rul.es oif condrcl'dengan "asas-asas organisasi," seperti

desentralisasi dan sebagainya. Desentralisasi adalah konsep yang terletak pada level

manajemen atau teknikal dan tidakpada level aksioma atau anggapan dasar.Jadi,

desentralisasi dan sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai asas ilmu.

Dari uraian di atas, pendekatan leksikografik, semantik, dan epistemologik,

dapat ditarik beberapa kesimpulan . Pertama, jikayang dimaksud adalah asas-asas

pemerintahan, maka artinya adalah "rules of action or conduct" . Kedua, jika yang

dimaksud adalah asas-asas ilmu pemerintahan, maka asas diartikan sebabai

dasar fundation) atau inti (fundamentals) atatpokok (es sentiak) ilmu pemerintahan.

Dengan demikian, asas-asas pemerintahan berbicara tentang sistem nilai
pemerintahan dan u ehtc le (artfac t) -nya.

Pengertian Pemerintahan

Dalam naskah Asas-asas Pemerintahan terbitan Badan Diklat Departemen
Dalam Negeri (1994: l3) pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan lembaga

-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan
negara. Definisi tersebut dibuat menurut pendekatan normatif, Lembaganya

dulu (lembaga itu normatif dan giuen, yaitu pemerintah); baru kegiatannya

yang disebut pemerintahan. Kltbernologtt (lknu pemerintahan paradigma baru)

menggunakan pendekatan empirik. Nilai pemerintahan didefinisikan fiasa-
publik danlayanan-sipil) dtiu, prouiding-nya disebut pemerintahan, dan yang

menjalankan pemerintahan (prouider) disebut pemerintah.

Perilaku dan budaya pemerintahan terbentuk dari sistem nilai pemerintahan

itu sendiri dan kemasan (aehicle, arhfoct)-nya, terutama nilai pelayanan-sipil
dengan karakreristik: kewajiban pemerintah, nonprice, monopoli pemerintah,

dan sebagainya, berhadapan dengan kesadaran politik yang semakin tajam
(tuntutan akan jasa publik dan layanan-sipil yang semakin meledak-ledak)

pihak yang diperintah. Pemerintah yang powerful berhadapan dengan yang

diperintah yang poruerless. Sementara, keduanya dihadapkan pada perubahan
lingkungan yang semakin pesat!
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(diringkas)

As as -As as Pernerintahan

Untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas pemerintahan
arftara pemerintah dengan yang diperintah, dalam kondisi seperti di atas, maka
analog dengan trffi manngarwnf, diperlukan "rambu-rambu", berbagai "marka
jd-", "peta jalan" , dan "pedoman (petunjuk)perjalanan" yangperlu, w{ib ftarus)
ditaati oleh setiap penggunajalan, dengan segala alforcnnmt-ny4 agar setiap orang
tiba tepatwaktu di tujuan dengan selamat sentosa. Asas-asas pemerintahan ibarat
rambu lalu lintas, markajalan, petajalan, dan pedoman perjalanan tersebut. Asas-

asas pemerintahan bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan
dan semua pegangan pemerintahan (pegangan bagi kedua belah pihak sepanjang
interalsi dalam hubungan pemerintahan) dan bukan hanya dari hukum positif
Taliziduhu Ndraha (1988) menarikperbedaan yangjelas antara "asas-asas" dengan

"teknik" pemerintahan. Koswara (1994), mengelompokkan asas-asas menjadi
Asas Kepatutan Dalam Pemerintahan dan fuas Penyelenggara:rn Pemerintahan.

Muchlis Hamdi (1990) menampillian konsep "asas-asas" dalam arti Aas-asas IImu
Pemerintahan. Ketiganya mengkonstruksi asas-asas tersebut sebagzLi berikut.

Tabel 1

Asas-Asas Pemerintahan
Menurut Taliziduhu Ndraha (1988), Koswara (1994),

dan Muchlis Hamdi (1999)

Pemerinlahan:

Asas Keoatulan

1. Perlakuan yang korek
2. Penelitiarr yang saksama
3. Prosedur keputusan yang

saKsama
Keputusarl yang bijak dan bijak
Motiverin,l yang jelas,
Argumenlasi yang kuat
Persamaitn dan kesamaan
Keterpercrayaan
Pertimbarrgan yang masuk akal
dan adil
Penyalahgunaan wewenang
(sic!)

10. Fair play

B. Asas Perryelenggaraan
Pemerinlahan

1. Dekonserrtrasi dan seterusnya

4.

b.

7.
8.

o
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Daftar Koswara mengandung campuran "rules oif conduct and action" dengan
teknik-teknik pemerintahan dan nilai-nilai politik. Asas-asas pemerintahan
bukan asas-asas ilmu pemerintahan seperti daftar Muchlis Hamdi sedapat-

dapatnya dipusatkan pada "rules of conduct and action", sehuhungan dengan
dimensi-dimensi pribadi manusia sebagai aktor pemerintahan, yaitu (l)
cipta, (2) rasa, (3) karsa, (4) warga, (5) kepercayaan dan pengharapan (cahar),

dan (6) tubuh (fisik), dan tidak pada teknik-teknik pemerintahan. Asas-asas

pemerintahanjuga tidak didasarkan pada hukum positif (semata-mata), sebab

begitu nilai-nilai etika, filasafat, agama, dan sebangsanya, dijadikan hukum
positif, maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah
dapat dijadikan alat politik praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk
menekan pihak lain atau pihak yang diperintah. Selain itu, asas-asas, juga
bukanlah sekedar himpunan semua sifat-sifat ideal, luhur atau baik, tetapi
seperangkat nilai-nilai objektit dan diperlukan guna kelancaran hubungan
pemerintahan. Berdasarkan pemikiran itu, asas-asas pemerintahan dapat
didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang
bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan
yang secara objektif diperlukan guna memperlancar dan mengefektifkan
hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah. Asas-asas

pemerintahan dan kaitannya dengan dimensi aktor pemerintahan digambarkan
sebagai berikut.

Tabel 2
Asas-Asas Pemerintahan

1. Memandang jauh ke depan (besturen is
vooruitzienl

2. Berpikir panjang

3. Belajar dari sejarah
4. Kepastian dalam perubahan

5. Keserasian tujuan dengan motif cara dan alat
6. Profesionalisme

7. Tanggungjawab

8. Kepatutan

9. Nobless oblige
10. Kebersamaan
11. Tatwamasi
12. Good governence
13. Aktif, positil
14. Omnipresence
'15. Dengan sendirinya
16. Sisa (residu)

17. Discretion
X

X
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ft. FreiesTr^""un
19. Keterbukaan

20. Keutamaan

21. Persatuan dan Perbedaan

22. Kepercayaan dan pengaharapan dalam

Kecewaan

Tiga dari enam dimensi pada tabel di atas terdapat dalam psikologi. Tiga

yang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: "warga" atau "kewargaan)'

merupakan dimensi horizontrll manusia, yang menegaskan bahwa setiap

orang harus berbagi dengan r;esamanya, lepas dari suku, agama, ras, dan

kelompok. Cahar adalah dimensi masa depan masyarakat. Ini aclalah asas yang

didasarkan pada kepercayaa\) bahwa ke depan masih ada harapan. Fisik atau

tubuh adalah dimensi yang menegaskan bahwa setiap orang hzrrus menerima

tubuhnya sebagaimana adanya, merawat dan menggunakannya dengan

seoptimal-optimalnya tanpa merugikan orang lain. Sebaran asas-asas di atas

pada keenam dimensi aktor pemerintah, sesungguhnya tidak clear cut. Artinya,

setiap asas pada gradasi terteritu terkait dengan setiap dimensi. Yang diberi
tanda X adalah keterkaitan yarrg dominan saja. Dua puluh dua asas tidaklah

limitatif, melainkan sekedar sarnpel atau contoh. Terbuka kemungkinan untuk
mengembangkan asas-asas itu ke depan.

Posisi "asas" persis seperti posisi kebijakanpoliq dalam sebuah pemerintahan.

Sebuah kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak di implementasikan. "Most

reforms in gouernment fail. They do not fail because, once implemented. The2 Tield
unsatisfactorl outcomes. Thel jail because thel neuer get past the implementation stage at

all. They are blocked outright or put into ffict onfu in tolcenistic, haf hearted fashion",
demikian Charles Polidano (20+l).Jadi, penggunaan dan ketaatan pada setiap

asas pemerintahan sangat menentukan. Oleh karena itu, penepatan setiap

asas dapat dijadikan pokok bahasan penelitian ilmu pemerintahan. Dalam
hubungan itu, ada tiga titik puszrt perhatian: putama, sejauh mana pemerintahan

mampu melihat (apa yang akan dan dapat terjadi) ke depan, kedua' indakan
apa yang perlu dilakukan guna mengantisipasikan hal yang akan (bakal' pasti)

terjadi, dan ketiga, tindakan apa yang harus ditempuh guna mengkondisikan

hal-hal yang dapat (mungkin, rliharapkan) terjadi.

Asas MemandangJauh ke Depan (Besturen is Vooruitzien)

Nilai-nilai semakin lama semakin langka. Sementara itu, pengguna nilai

semakin lama semakin meningkat. Masa depan semakin buram, bertirai,
dan tidak menentu. Kemampuan untuk memandang sesuatu di depan juga
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semakin terbatas. Dalam hubungan itu, pemerintahan sebagai visi adalah proses

penglihatan apa yang bakal (akan) terjadi dan dapat terjadi di masa depan (the

actor power of anticipating that tahich will or ma) clme to be). Semakin jauh mata bisa

memandang, semakin baik.

Pemerintahan yang mampu memandang jauh ke depan disebut
pemerintahan visioner (uisionarlt gouernance), pemerintah yang memiliki visi.

Pemerintah yang visioner memiliki kemampuan nabiah (reuelatory, prophetic),

kualitas seorang nabi. Apakah kualitas seorang dukun, penembak, peramal,

astrolog atau paranormal dapat dikategorikan sebagai kualitas seorang

visioner, itu soal lain. Visi (ui:ion) berarti "the act or poutu of sensing with the eys" .

Sudah barang tentu, "e1es" di sini bukan hanya "mat^ kepala", tetapi lebih
sebagai "kata hati", "indera keenam", "ilham", "wahyu", dan sebangsanya.

Pemerintahan dalam hubungan ini adalah kemampuan untuk mengindera
hal-hal yang tersembunp bagi orang lain tetapi benderang buat seorang aktor
pemerintahan tulen, menembus waktu dan masa.

Dimensi utama sebuah visi adalah waktu dalam semua aranya(chronos, kairos,

duration, tmtpus, dan sebagainya). Konsep "depan", atauifuture, berjangka. Ada
j angka pendek, j angka menengah, dan j angka panj ang. Biasanya j angka-j angka

itu dilihat dari kacamata seseorang ditandai dengan (l) kesempatan (mumpung)

yang sedang terbuka, (2) masa-jabatan, (3) masa-kerja, (4) generasi-yang-

sedang-berjalan, dan (5) Generasi-yang-akan-datang. Gambar berikut di bawah
menunj ukkan tin gkat kemampuan visional suatu pemerintahan. Kemampuan
visional suatu pemerintahan rendah jika iahanyamemikirkan kesempatan yang
ada atau masa jabatannya, apa pun alasannya. Berbagai faktor menyebabkan

kelemahan visional. Masa jabatan seorang bupati 5 tahun. Jika ia direkrut
atau dipromosikan melalui politik-uang, maka tiga tahun masa jabatannya

habis untuk membayar utang budi kepada sponsor atau upeti-politik kepada

majikannya, dan dua tahun berikutnya untuk mempersiapkan biaya "serangan
fajar" agar LPJ-nya dapat diterima oleh DPRD yang bersangkutan. Kapan
ia memikirkan sumpahnya tatkala dilantik dulu, kononpula nasib generasi

mendatang? Fit and Proper Test atau selelsi apa pun tidak ada gunanyajika sistem

p ar tners hip, sp ons ors hip, kepentingan kekuasaan, dan utan g-politik tersebut tetap

menjiwai rekrutmen calon dan promosijabatan seperti sekarang. Kemampuan
visioner (uisionariness) menunjukkan sejauh mana suatu pemerintahan melihat
jauh ke depan.
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(5)

Jangka Pendek -- ----tl ll
Jangka Menengah 

I
Jangka Panjang

",:flTifti"
Membangun visi berarti membangun kemampuan untuk memandang jauh

ke depan. Dizaman dahulu terrlapat anggapan bahwa hanya orang tertentu,
kekasih dewata, yang memiliki u'ah1u keraton, atau kemampuan profetik,yans
mempunyai visi. Sekarang visi dzpat dibangun melalui sinergi berbagai keahlian

dalam sebuah panel(team) multidisiplin yang mencakup semua aspek masalah

penelitian. Melalui panel itu terbentuklah visi-bersama yang kuat.

Asas Berpikir Panjang

"Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna", demikian buny'r

peribahasa. "Look before2ou Leap", demikian peribahasa lain. Seseorang disebut

berpikir panjangjika ia melakukrn itu, apa akibat keputusan atau perbuatannya

itu, dan siap mempertanggung jawabkan akibat keputusan atau perbuatannya

itu. Jika tidak, ia disebut berpikir pendek. Misalnya, seorang peneliti dengan
pertimbangan tertentu memilih untuk mempelajari satu di antara 7 faktor
kinerja menurut teori Clay Carr (1994)yaitu motif, dan berdasarkan teori itu, ia
merumuskan hipotesis: motif mernpengaruhi kinerja. Setelah diuji secera empirik,

la menemukan koefisien determinasi yang tinggi.Jika berdasarkan temuan itu ia
menyarankan kepada pemerintah agar motif tertentu itu dilancarkan segencar-

gencarnya guna mempertinggi kinerja, ia disebut berpikir pendek, sebab koefisien

determinasi itu tinggi karena responden penelitian hanya dihidupkan pada
satu variabel X (moti{). Andaikata responden dihadapkan pada disetujui faktor,

koefisien determinasi motif tidah setinggi itu.

Dalam praktik, asas berpikir: panjang berarti memandang suatu hal dalam

kerangka yang menyeluruh. Sebagai contoh, berdasarkan program penegakan
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hukum, rumah liar di bantaran kali dibongkarpalsa dengan berbagai alasan oleh
pemerintah kota. Tetapi apakah pemerintah kota peduli dengan nasib penduduk
yang kehilangan tempat berteduh ba-hkan mungkin lapangan kerjanya, sebagai
akibat penggusuran itu, lepas dari siapa yang salah? Asas ,,perintah 

adalah perintah,,
tidak berlaku di dalam masyarakat sipil. Dalam masyarakat sipi! setiap orang
berhak mengetahui mengapa dan apa akibat segala sesuatu. Kesadaran akan
hubungan sebab-akibat dan sebaliknya hubungan akibat-sebab, bisa diperoleh
melaluipengalarnan)tetapi hidup manusia terlalu singkat untuk sempat menyadari
hubungan kausal antara dua variabel saja, apa lagi jika lebih. Teorilatr yang
memungkinkan orang mengetahui hubungan kausal sebarryak mungkin tanpa ha-rus
mengalaminya satu per satu. oleh karena itu, setiap faktor pemerintahan mutlak
memerlukan bekal pengetahuan teoretik umum (filsafat, metodologi, logika, dan
sebagainya) dan pengetahuan teoretik khusus di bidangnya masing-masing. Maka
amatlah naif jika pejabat Departemen pendidikan dan Kebudayaan menyatakan
bahwa perguman tinggi kedinasan (yang bertugas membentuk calon kader / aktor
pemerintahan) tidakperlu mengajarkan pengetahuan teoretik, cukup pengetahuan
teknik-administratif operasional belaka! Kondisi ,,mampu berpikir panjang,'
terbentukjika powu distnnce sependek mungkin dan teknologi pemerintahan dan
memungkinkan semua orang berbagi informasi sehingga setiap orang menyadari
berbagai hal seperti beranjak dari mana, hendak ke mana, dan untuk menuju ke
sana rambu, marka, peta, dan manual mana yang harus diperhatikan

Asas Belajar dari Sejarah
Bel{ar sejarahjauh berbeda dengan belajar dari sejarah. orang belajar sejarah

sekedar unhrk tau, atau untuk bisa lulus ujian, tetapi belajar dari sejarah, lain. Beear
dari sejarah, dalam hal ini sejarah pemerintahan, berarti -emJr-i hal berikut.
a. Menyadari b ahwarantaisebab-akibat kejadian (peristiwa) pemerintahan tidak

bisa diFotong (tidak terpotongkan). Aktor yang menjabat suatu jabatan bisa
berubah, tetapi pemerintahan berjalan terus. Begitu seseorang menerima
suatu jabatan, iajuga mewarisi tanggungjawab, kegagalan dan keberhasilan
para pendahulunya.Jika ia gagal, la tidak boleh mengkambinghitamkan masa
lalu. sebaliknya, jika ia berhasil, ia tidal< perlu bertepuk dada. setiap aktor
pemerintahan harus siap memikul beban sejarah.

b. Menyadari bahwa dalam setiap kejadian atau peristiwa pemerintahan tidak
ada yang terjadi dengan sendirinya. Langsung atau tidak, manusia, dalam hal
ini pejabat atau aktor pemerintahan berperan. Berdasarkan premis ini, harus
ada orang yang bertanggungjawab atas setiap kejadian atau peristiwa. Tidak
mungkin suatu peristiwa berlalu begitu saja tanpa seorang pun yang mengaku
atau dinyatakan bertanggung jawab atasnya.
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c. Menyadari bahwa kendatipun setiap kejadian itu unik, pemerintah bisa berkaca

pada setiap kejadian.Jangan sampai "buruk muka, kaca dibelah", melainkan

"buruk muka, muka dibenah"'.

d. Menyadari bahwa adalah kesalahan sejarah jika pemerintah membenarkan

(apotogiza) kesalahannya dengan alasan bahwa orang (di negara) lain juga

U..Urrut (terdapat) hal serupa. "Don't tnlff tlu exarnpk of othn as an exatseforltour

unong doing!' ,demikian bunyi pepatah'

Asas Kepastian Dalarn Perubahan

Kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Bingkai adalah hukum

positif. Mengingat masyarakat selalu berubah, bingkainya juga harus selalu

dibaharui. Ibarat bayi dengan bajunya. Bajunya yang diganti, bukan baynya

yang dipotong! Kepastian hukum tidak selalu serasi dengan pembahan sosial.

Adakalanya masyarakat berubah melampaui bingkainya, jika bingkainya oleh

masyarakat dianggap ketinggalsn zamafr) dan ada kalanya terjadi sebaliknya,

bingkai tidak mampu mengg(:rakkan perubahan sosial. Untuk mengatasi

pe.soalun itu, diperlukan kontrul dan evaluasi pemerintahan terus-menerus'

i..rgu, menggunakan pendel<atan Hampden-Turneian dan teori tentang

Lirrgl(a.un Setin (the h.cious Cirtk) dan Lingkaran Kebajikan (tfu Wrnots Circk)'

Jika teori Hampden-Turnerian itu dipedomani, antara bingkai dengan perubahan

sosial terjadi *Jng isi-mengisi 4an saling kontrol satu dengan yang lain.

Asas Keserasian Tujuan daogan Mot'f, Cara, danAlat

Hubungan arltaf atujuan, rnotif, dan cara / alat dapat digambarkan dengan

menggunakan bahasa sistem, sebagai berikut'

tn1ut ""-"-"> Proses
ir

ti:

tuiuan

manfaat
:

i

"._-i

Hubunsan o.,",. ,fi3ff?i'i"n, o"n cara/Alat

Hubungan antaratujuan, moti1, dan cara/alatdisebut serasi jika seperti berikut'

1. Tujuan tidak membenarkan cara/alat mencapainya; kendatipun tujuan

baik. T.tup jika cara/ alat untuk mencapainya buruk, maka hubungannya

buruk.

:

motil caralalat hasil
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2. Cara/ alat tidak membenarkan motif tindakan. Walaupun cara/ alat terlihat
balk(legal, legitimate), tetapi jika motifnya tersembunyi,"ada udang di balik
batu", maka hubungan antara keduanya buruk.

3. Walaupun tujuan tidak tercapai (sepenuhnya atau sama sekali), namun
cara/alat dan motif terbuka, dilakukan secara efisien, hemat, tulus, jujur,

dan sebagainya. Hubungan antarketiganya tetap baik.

4. Konsumer mampu memanfaatkan output. Walaupun tujuan dalam arti output

(hasil) tercapai, jika outputitt ternyata tidak bermanfaalatau konsumer tidak
mampu memanfaatk anny a, hubungan anrar a keduanya j elek.

5. Walaupun hasil sedikit, tetapi konsumer mampu memetik manfaat besar.

Hubungan antara keduanya baik.

Asas Profesionalisrne

Profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi dan manajemen, khususnya

MSDM. Menunrt kamus,isnlah profesinnali.sme berasal dari kata Inggis; profus (n lny

clnim to, pengakuan, pernyataan), kemudianprofessinn (pekerjaan yang ditekuni dan

dikuasai benar-benar), profesional (seorang yang memptnya,:, projZssion, menurut

cara yang sesuai dengan professwn). Profesionalisme adalah "professi.onal chmartq Wit,
or mztlnds" . RichardJ. Stillman II dalam fublir Administrati.on: Corcepk mtd Casu (1984)

menguraikan profesionalisme itu panjang lebar dalam Bab 7 bukunya (h. 195-23).

Ia antara lain mengutip definisi Frederick C. Mosher tentang profesional: "-By

profusinnat', demikian Mosher; "mtans (l) a reasnabl2 cllm-cut occupatinnalfuld, (2) whirh

ordinariQ reqnres ltigltn edtrcatian at bast throught tlu batlulnrl lnel. (3) ruhirh ofrs a Wtine
career ta 'ils m.onbas". Konsep profesi, profesional, dan selanjurnya" tlu prljlissinnnl statd'

diulas secara singkat, tetapi tdarn oleh Warren B. Brown dan DennisJ. Mobberg

dalamOrgoniaatinnThmry andMarngarwnt:AManoApproath(l980, h. 5234). Menurut
Brown dan Moberg ada lima sifat ftiaca: dimensi atau indikator) profesi:

"First, professi.orn are based on the presmce of a s2rtmruilc theory.... Second, professions

al haue professional authorit7.... Thir4 standards of training and competmce are set blt

the profession haue a code of ahics.... finally, professions are encircled fui a professional

culture. A professional group has a common language... Professional association and

training centus promulgate a set of norms ana ualues among proifessilnals".

Indikator pertama itu sangat penting. Di Indonesia, profesionalisme lebih
dihubungkan dengan ketaatan, bahkan kepatuhan pada birokrasi ketimbang
pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang objektil Oleh karena itu, kurikulum
diklat karier bersifat pada doktrin, penuh aturan, dan kurang pada pemahaman

teoretik dan logika. Kedua pakar itu; Brown dan Mobergjuga membahas pola
perilaku (yang diharapkan) dari para profesional:
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"First, professinnak hane a strong r;ommihnm and dediratinn to their careers .... Second,

professinnak gmeralfu prfu n socittkze with those who me simikr to thnnin baclgrourd

and educati.on. Third, professinnals irsist on a high drgru of fadom and autonoml,t in
areas regarding tlair work .... Finalfu, profesinnak are gmually more concuned with
recogniti.on and aduancemmt within the profesion that the organiqatian".

Dalam MSDM, profesionalisme diuraikan oleh \A/iliam B. Wether dan Keith
Davis dalam Human Resources and' Pusonnel Managunmt (N4cGraw Hill, New York,

1996: h. 48-50), di bawah judti Professinnal Challmga. Pegawai dapat dibedakan

secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, menjadi dua kelompok, yaitu
tenaga struktural dan tenaga n,lnstruktual. Di Indonesia terdapat perbedaan

reward yang sangat tajam antara kedua kelompok itu. Secara horizontal,
pegawai dibedakan juga menjzLdi kelompok profesional dan nonprofesional.

Pengelompokan ini di Indonesia rnasih sangat lemah.Jika teori Stillman II tentang
the professinnal statz, dan teori Brown dan Moberg tentang indikator dan budaya
profesional digunakan untuk nremahami gejala ini, lapangan pemerintahan
yang dijalankan berdasarkan ilrnu pemerintahan di satu pihak dapat menjadi
profesi dan pelaku pemerintahan dapat dibentuk (dilatih) menjadi profesional

dianggap sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap masyarakat pada
setiap tingkatan seharusnya dikelola secara profesional, sedangkan di pihak lain,
upaya itu bisa terhambat oleh bertragai hal: yang relevan dengan profesionalisme,

seperti cultural /ag Konsep cultural lag dtbahaq antara lain oleh Lundberg dalam
Fundatiors of Socinlogt (1956,576- 6)dan Bogardus dalam Sociohgl,t (1957, 576-7).
Pada gilirannya, Lttg menimbulk.an mtropy flNita Puspitasari, "Hukum Entropi
untukPendidikan", fu*pot,2 Mei 1992, h. 4). Misalnya, budayaprofesionalyang
belum terbentuk dalam diri seorang yang tugasnya menuntut ketepatan waktu:
ia masih menggunakan'Jam-karet!".

Akan tetapi, masalah terbesar yang dihadapi dalam rangka mengembangkan
budaya profesionalisme bersumtrer dalam situs sosial-psikologik manusia. Di satu

pihak dan pada suatu saat, masl'arakat memandang seorang aktor secara total:
tidak membedakan mana dimerrsi pribadi dan mana dimensi publik aktor atau

artis yang bersangkutan. Dari seorang artis misalnya, dituntut kehidupan pribadi
atau keluarga yang serasi dengan posisi dan peran publiknya.Jika tidak, mtnnining
power-nya akan hilang. Pada pihak lain, artis profesional menshendaki agar
kebebasan pribadinya sebagai manusia sipil dengan kehidupannya sebagnpublir

fgure, sepanjang ia tidak melanggar aturan hukum positif Bagaimana jika nilai
kehidupan pribadi konflik dengarr nilai kehidupan masyarakat? Manayangharus
dikorbankan? Namun demikian, bagaimanapun, seorang aktor pemerintahan
profesional harus marnpu memb,:dakan dan tidak mencampuradukkan tiga nilai:
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yang pribadi (prinary), yang diri (personal1, dan yang dtnas (publir), dan selanjutnya

"pandai pandailah meniti buih ...".

Asas TangguugJazaab

Yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah tanggung
jawab dalam arti luas, bukan hanya accountabilifi. Pertanggungjawaban itu
selanjutnya berhubungan dengan berbagai pegangan pemerintahan yang telah

dikemukakan dalam klbernologi, teologi pemerintahan, misalnya. Tanggung
jawab sebagai asas berarti, bukan saja setiap aktor pemerintahan bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, tetapi lebihJebih lagi, tiada

suatu peristiwa pemerintahan pun yang terjadi tanpa seorang yang bertanggung

jawab atasnya. Harus ada yang bertanggung jawab atas setiap peristiwa
pemerintahan. Tiada asap tanpa api! Tiada rumput bergoyang tanpa angin!

Asas Kepatutan

Asas kepatutan diuraikan panjang lebar oleh Koswara dalam naskahnya.

Ia menghubungkannya dengan konsep "behoorQjk beshtur", dari bahasa Belanda;

"behporQk " artinya pantas, patut. Finer ( 1 960) menyebutnya , " lack o;f ruthlzssness"'

"anorqtmiEt andimpartialiry", dan "equaliQt of treatmmt". Dalam metodologi dikenal

asas yang senada: asas "arnic" (dari bahasaLattn, amic artrnyafrrcnd,fiendfu)

dan"ethic". Dalam ilmu pemerintahan, kata pelayanan atau layanan mencal<up

semua nilai-nilai kepatutan itu. Pelanggaran terhadap rasa kepatutan tersebut

menimbulkan cercaan dan makian masyarakat, dan pada gilirannya meruntuh-

kan kepercayaan dan harapan pihak yang diperintah.

/sas Noblesse Oblige

Kata nonblesse obligeberati "the moral obligation of the rich or charitable conduct".

Asas ini sekilas mirip asas kepatutan di atas, tetapi jika dipikirkan dalam-

dalam, ada perbedaan yang bermakna. Asas kepatutan ditujukan kepada

aktor pemerintahan dari aspek kekuasaannya, tetapi asas noblesse oblige lebih

pada aspek status sosialnya. Tidak ada yang salah jika seseorang terlahir di

tengah keluarga ningrat ataukaya. Berbeda dengan orang yangkaya karena

korupsinya. Asas ini dianalogikan dengan status aktor pemerintahan. Tidak

salah jika seseorang berada padajabatan tinggi, namun melalui jabatan tinggi

seseorang tidak hanya mendapat "adm'instrathte" atau"politbal rewart' , tetapiyang

bersangkutan juga mendapat "social rewart '. Pada sisi sosial reuarditulah seorang

pejabat pemerintahan mendapat status"nobilifii", aguflS, terhormat, tersanjung

sehingga dari yang bersangkutan dituntut perilaku terhormat pula.
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Asas Kebersanuta.n

Kebersamaan dalam hal ini mencakup dua kata Inggris; "equaliEt" dan
"sharing tlu same t)Alue". Asas kebersalrraan menuntut setiap aktor pemerintahan
untuk menaati aturan yang sama llagi semua orang: Misalnyajika seorang pejabat
memerintahkan agar semua orang harus hidup sederhana, maka ia sendiri harus
memberi contoh dan teladan hidup sederhana itu dengan konsekuen dan tulus.
Kesadaran etik seorang aktor pemerintahan disebut otonom, jika ia sendiri
menaati norma yang dinyatakan berlal<u bagi semua orang (inklusif).

AsasTat Twarn Asi

Tiga kata itu merupakan ajaranutama Hindu dalam kitab Upanishad. Arti
harfiahnya: "kamulah itu". Seb:rgai semboyan pekerjaan sosial (Departemen
Sosial, dahulunya) ajaran itu diartikan: setiap jiwa-aman, setiap orang betapa
pun hina-dinanya) adalah bagia:r atau bayangan Brahmana yang mahaluhur.
Sudah barang tentu, pernyataan itu adalah titik ekstrem asas kebersarrraan
di atas. Ia adalah puncak uer::tehen. Semboyan itu pas benar buat ilmu
pemerintahan, justru ilmu pemerintahan bermula dari manusia dan berakhir
pula pada manusia. Asas tersebut menyatakan bahwa jiwa manusiajauh lebih
bernilai ketimbang uang, manusia bukan statistik, yang tersembuny jauh di
bawah jauh lebih dahsyat ketimbang yang terlihat di permukaan.

^Asas Good Governance

Konsep Good Gouernance (GG) dewasa ini begitu populer sehingga telah
menjadi pengetahuan umum. D,:finisi praksis GG terdapat di berbagai media
massa dan publikasi akademik. Rogers W'O Okot Uma dari Commonwealth

Secretatiat London mendefinisikanrrya sebagai berikut.

"Compising the processes and structures that guide political and socio-econornic

relationshiB with partirular reiftrence to commitrnmt to dnnocratic aalues, norms and
practices, trusted suu'i.ces and just tionest business".

Struktur dan proses tersebut meliputi tiga unsur, yaitu pemerintah atau
negara, masyarakat sipil, dan sel<tor bisnis. Secara objektif, setiap masyarakat
terdiri atas tiga subkultur, yaitu perusahaan, kekuasaan, dan masyarakat
sipil. Sebagai asas, GG menghendak keseimbangan dinamik antarketiga
subkultur tersebut. Subkultur )'ang paling lemah di Indonesia dewasa ini
adalah masyarakat sipil. LSM atau NGO yang diharapkan sebagai tulang
punggung ciuil communiry misalny:r, telah berubah menjadi pressure groups. Kaum
elit, intelektual dan alim-ulama terjun ke politik pratikal. Mahasiswa telah
kehilangan elan dan motivasi, karena sebagian besar adalah the lost gmuation
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pasca-rezim Soeharto. Mahasiswa yang sarat idealisme dahulu telah menjadi
kaum elit sekarang. Jadi, masyarakat sipil Indonesia tidak bisa terbentuk,
sementara kekuatan moral bangsa hilang lenyap.

Asas Aktif (dan Positifl

Pada arah politik, kebijakan publik diartikan sebagai ,,arything 
a gouernmmt

chooses to do or not to do". Apakah daram hubungan p"-".irrtunan-pemerintah
bisa menolak untuk melakukan atau bisa memutuskan untuk tidak melakukan
sesuatu? Tidak! sebab, sebelum mengambil keputusan untuk tidak melakukan
sesuatu, pemerintah perlu meneliti apa akibat dari keputusan tersebut, dan harus
mengantisipasi dampak negatif akibat-akibat itu.Jadi, pemerintah tidal< pernah
pasif, melainkan selalu aktif, sikap aktifjuga mempakan asas pelayanur, .r,u-u.
Douglas Holmes (2001) menyatakan hal itu dalam dua kalimat:. ,,Don't 

stand in line,
get online, dan "The tnxmmt, at2our suuite". Dalam bahasa sederhana, dua kalimat
tersebut berarti strategi pelayanan ,Jemput bola',.

Terhadap perilaku pihak yang diperintah, misalnya sikap ABS sebagian
masyarakat dan protes, surat kaleng, dan maki-makian semisul luirrrryu, hur.r,
ditanggapi secara positif, Halnya dengan sikap positif itulah pemerintah
berkesempatan memb aca apa yang tersirat di belakang sikap negatif
masyarakat.

/sas Ornnipresence

omnipresence berarti serba-hadir, hadir di mana-mana. sesungguhnya,
omnipresent adalah sifat ilahi. Yang Maha Kuasa bisa demikian karena Ia adalah
Roh, tidal< terikat ruang dan waktu. Tiada yang mustahil bagi-Nya. Kualitas
tersebut disifatkan pada manusia dalam hal ini pemerintah (an) berdasarkan
duahil:putama,kepercayaan bahwa manusia adalah khalifatullah di bumi, dan
kedua, anggapan dasar bahwa pemerintah (an)memiliki roh fu.air, spirit, jiwa).
Pemerintah (an) sebenarnya lebih sebagai spiritual power ketimbang setagai
physcal poruez Dengan penghayatan pemerintahan sebagai roh, dapat dipahami
konsep semar dalam alam pikiranJawa. Gejala pemerintahan sebagai roh itu
terlihat jika seorang pengemudi kendaraan secara sadar berhenti pada saat
lampu merah menyala, di tengah maram sepi. walaupun secara fisik di sana
tidak terlihat seorangpun polisi bertugas, namun secara roh, ada. polisi sebagai
roh terbentuk pada saat polisi melakukan tugasnya sesuai dengan janjinya dan
tuntutan rakyat. sebagai roh, ia terasa hadir di mana-manakarena setiap orang
merasa diperlakukan adil dan layak oleh petugas kepolisian, baik siang -urprr'malam. Polisi pun dihargai orang melarui sikap taat pada peraturan.
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Asas dengan SendirtnYa

Dengan asas omnipresmce ters.:but, diharapkan tiada urusan tanpa pengurus,

tiada perubahan tanpa aturan, tiada masalah tanpa penyelesaiarr. Pengurusan

dun p.nguturan itulah pemerintahan, dan pelakunya pemerintah' Pada saat

-uriuruku, tidak berdaya, disana pemerintah hadir memberikan pertolongan,

dengan sendirinya, tanpa dimirLta. Asas dengan sendirinya ini berkaitan erat

dengan asas omniPresmce.

,4scs Sdsa (Residu)

Bahkan asas lain, yaitu ..asas sisa,', berhubungan pula dengan aSaS

omnipresence. Asas sisa menunjukkan bahwa urusan yang tidak menarik bagi

d.,rriu usaha, yang tidak menguttungkan dari segi finansial, YanS memerlukan

pengorbanan, ampas dan sampah, itulah urusan pemerintahan'

.Asas Discretion

Istilah discrehon adalah salah satu enhlt utama bahasa public poliqt anal2sis'

Menurut kamus, discretion adalah "the powu or right to decide or act according to one

,s ownjudgment" (kewenangan atau hak seseorang untuk mengambil keputusan

atau bertindak sesuai d.ngu.r pertimbangannya sendiri). Parsons (1997, 469)

mengutiP Davis Yang menYatalian:

'A public fficer has discretion uthereuu the ffictiue limits on his power kaue hirn,free

to make u choice among possibl.e tourses of action and inaction", dilarpjutkan dengan:

,'whethn the mode of iiptunenta'tion is iop-down or bottom-up' those on thefront line

of potic2 deliueru hirr r)rying bc,,nds of iiscretion ouer hout thelt choose to exucbe the

rules uthich thel are employu to appfu"'

Jadi, menurut Parsons, d.iscratinn adalah kewenangan atau hak seseorang untuk

bebas bertindak atau tidak bertirrdak di dalam batas-batas kekuasaannya, misalnya

dalam menafsirkan suatu aturan atau perintah, dalam mengimplementasikan

suatu kebijakan' mengatur leb'ih lanjut suatu pasal UU dengan membuat PP,

dansebagainya'BagaimanajikaSeorangaktordemikepentinganumumatau
keselamatan jiwa manusia dalanr suatu situasi perlu akan dituntut untuk bertindak

segera, tanpa dasar hukum ftervenangan) yangjelas dan tegas?

/sas Freies Errnessen

Asas f eiz s er mes s madalah j :rwaban kybernolo gik terhadap perubahan sosial

yang cepat dan masa depan yang tak menentu' Setiap saat pemerintahan

menghadapi kondisi dan situasi sebagai berikut'
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f.

CfD'

h.

i.
I

k.

a. Aturan atau ketentuan yang tak jelas sehingga diperlukan penelitian dan
penafsiran.

b. Lingkungan pemerintahan yang (semakin) tak berdaya sehingga input dari
lingkungan pun lemah.

c. Kebijakan publik yang memerlukan implementasi terus-menerus, baik
bottom-up maupun top-down.

d. Jarak kekuasaan, jarak sosial, jarak fisikal atau jarak geografis, jarak
ekonomi, dan jarak historikal yangjauh, tajam, atau pincang.

e. Jarak yang berhambatan antara headquarter dengan frontliner
pemerintahan.

"Cek kosong" atau "mandat" yang harus diisi dan dapat diisi sesuka hati.
Kondisi lapangan yang berkonflik atau memerlukan tawar-menawar.

Masa depan yang tidak menentu.

Perubahan sosial yang mendadak, cepat tak terduga.

Perubahan global yang pincang dan pasar bebas yang penuh persaingan.
Kondisi dan situasi darurat atau ancaman keselamatan bangsa.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan di atas, seorang aktor
pemerintah memilikiy'e ies ermessen, yaitu kebebasan bertindak menurut
pertimbangan hati nurani demi keselamatan manusia dan lingkungannya,
dan memikul tanggungjawab atas kebebesan tersebut, baik berhasil maupun
gaya.Jika ternyata ia bertindak atau tidak bertindak, tidak sesuai dengan hati
nurani dan keselamatan manusia dan lingkungannya, maka ia mendapat cap
detournernmt de pouuoir atau abus de droit.

Asas Keterbuksan

Asas keterbukaan diperlukan untuk mempelajari proses perubahan input
menjadi output dan bukan hanya output belaka. Keterbukaan di sini dapat
disetarakan dengan ouert, transparent, dan plain. Keterbukaan penting dalam
masyarakat yang berbudaya lain di mulut lain di hati, ibarat syair lagt Ttggi
Gunung Seribu Jar{i yang terkenal itu, agar rakyat tidak selalu merasa tertipu
atau mudah ditipu. Asas ini tidak hanya menuntut kondisi berbagai informasi,
berbuka diri, atau berbagi nilai dengan tulus danjernih, tetapi lebih daripada itu,
keterbukaan adalah ungkapan terdalam kesadaran etika pemerintahan seorang
pejabat.Jika dihadapkan pada asas MiAul Druur MendlwnJuo dalarnbudayaJawa,
maka keduanya berseberangan. Melalui asas mikul dur!)lff)rnemane aib seseorang
terlindungi sehingga yang bersangkutan menjadi aman, namun akibatnya ialah
matinya kesadaran etika, sehingga perubahan dan pembaharuan sosial tidak
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pernah terjadi. Pihak yang diperintah menjadi korban sia-sia! kpas dari motif
bisnis atau politik, asas keterbuka.an terlihatjelas pada kasus Bill Clinton dengan

Monica beberapa waktu yang lalu, sebagai contohnya.

Asas Keutam,a.q.n

Asas keutamaan merupakan salah satu asas rcinuenting gouernment. Hal itu
dinyatakan Bill Clinton dan Al Gore dalam Report of the National Performance

Reuieru, berjudul Putting Customers First Standards for Seruing The American People

(September 1994). Asas keutamaan di sini diartikan: rakyat didahulukan, yang

diperintah diutamakan . Battle Cr-v yangsama, juga diteriakkan oleh Bank Dunia

melalui Michael M. Cernea (ed) PuttingPeople First (1991). Asas keutamaan ini
seharusnya terstruktur di dalarrL kebijakan pemerintahan, APBN dan APBD,

pe nyelesaian konflik, pen gadilan, keamanan, dan sebag ainy a.

Asas Persatuan dalarn Perbedaan

Sesungguhnya, bhinneka tutggal ika bukan ideologi, tetapi sebagai fakta

(bhinneka) dan sebagian implikasi objektif' (tunggal ika). Sang \[aha Pencipta

membuat yang satu berbeda dergan yang lain. Dapat dikatakan, '7n tlu beginning

there was a m1tstery. From mlstery arose existence,lfrom existence dffirences, lags, andifrom

those... misterlt".

Apa yang keliru sehigga darim2sterltlahir mistery? Sikap yang keliru terhadap

perbedaan! Seharusnya perbedaan itu dipandang sebagai kenyataan, bukan

kesalahan, dari sini seharusnya timbul kesadaran akan saling membutuhkan,

dan dari sini lahir kerja sama ya.ng tulus, dan kemudian buah kerja sama yang

tulus itu niscaya kebahagiaan.

Asas KepercaJ)aon dan Pengharagaan Dalarn Kekecezaaan

Indokator kualitas barang dan layanan di sektor bisnis semula adalah

kepuasan konsumer. Kepuasan itu lahir dari kepadanan antaria input dengan

output, atat equaliy antaralayan,an yang satu dengan layanan yang lain. Tetapi

di sektor publik dan lebih-lebih sipil, kepuasan yang lahir dzrri kepadanan

dan equaliEt itu tidak ada. Pasar bisa memuaskan semua konsumernya, sebab

konsumer yang merasa tidak puas, pindah ke pasar lain. Di sana ada pilihan.
Pemerintahan tidak pernah rrLemuaskan semua orang! Tidak ada pilihan!
Bukan "no eag) choice", tetapi "tto other choice!'Oleh karena itu, masalah ilmu

pemerintahan yang paling mendasar adalah bagaimana supaya pihak yang

diperintah tetap percaya kepada pemerintah dan berharap akan perbaikan di

masa depan?
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lletode Asas.Asas Pemerintahan: Perumusan, lrlenggunakan, lrlenerapkan

Penelitian, penyusunan tesis dan disertai ilmu pemerintahan, khususnya
tentang asas-asas pemerintahan hendaklah diarahkan pada upaya menjawab
pertanyaan di atas. Setiap asas dapat dijadikan satu pokokpembahasan dalam
seminar atau satu topik penelitian lapangan. Asas pemerintahan berada pada
level makro dan bersifat normatif (given). Perumusan, penggunaan, dan
penerapannya diteliti menurut desain eksprimental atau analitik (kuantitatif),
didukung yang oleh pendekatan kualitatif.
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BT.BERAPA I\'[A$A[AH
ILMUI P,EM,ERISIITAHAN DAN

IIMU ADMINISTRASI NEGARA
(Scbu;ah Relnwngary.)

Kil*tattdi?lan4ao.aanula'

esudah merenungkan diskusi kita di Kampus IIP dan mempelajari bahan
proposal Temu Ilmiah IIP, kami kira tidak banyak lagi poin yang perlu

ditambahkan kita bertiga setelah menyepakati poin yang pokok yaitu: diskusi

dalam Temu Ilmiah itujangan lagi difokuskan pada "eksistensi" IIP dan "status"
serta "mekanisme" "organisasi" IIP, tapi sebaliknya, yaitu Temu Ilmiah itu, baik
suasana maupun sifatnya harus jelas ilmiah (teoretis-kritis), objektif (rasional),

berfokus pada ilmu pemerintahan (bestuurskunde, gouernment, bestuurswetens

chap, gouernment sciences); kemudian hasil pembahasan ilmiah mengenai ilmu
pemerintahan itu harus menjadi bahan yang memberi keyakinan bahwa
penerapan/perwujudan pemerintahan cq. pemerintahan dalam negeri itu
adalah sebaik-baiknya.

Dalam pola pemikiran ini, lingkaran ruang lingkupnya adalah: negara
(state, nation, staat/"lant') pemerintah (regeeinglBelanda), gouernment (Inggris),
administration (USA, seperti sekarang: Reagan administration), pemerintahan/
bestuur = binnenlandsch bestuur, dengan perangkat "8.8.": Binnmlandsch Besfuur.

Ambtenaren yang terdiri atas Europeesch B.B. yaitu bekas pendidikan indologen

studie di Nederland (Zevende Faculteit, Universiteit van Leiden, yang berjiwa
"Etische Politik" dan ex Universiteit van Untrecht dengan "Izerstoel" khusus,

yang berjiwa "kolonial" dan diasuh serta dibiayai oleh Kelompok Shell dan
"Cultuur Ondernemingen" (kaum modal minyak dan perkebunan besar yang
kuat pengaruhnya terhadap Pemerintah Belanda di Nederland maupun di
Nederlands Indie), kedua: Inlandsch B.B., dengan perangkat Inlandsch Bestuurs-

ambtmarmyang melaksanakan binnenlandsch bestuur,pemerintahan dalam negeri,
p angreh prS a (ngnah = memerintah) kemudian menj adi pamong praj a (konsepnya
lebih demokratis, leblh enlightened, toet woeri handaltan).
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Konsep binnenlandsch bestuur adalah konsep penjajahan yang merupakan

mekanisme (organisasi * managemenf) pemerintahan untuk menj amin kekuasaan

Pemerintahan Pusat (Pemerintah Hindia Belanda, Negeri Belanda, Nederland)

bestuur di sini dalam pengertian Anglosaksis (administration), pengertian reguring

(Belanda) lebih berorientasi pad:r politik sedangkan adrninisnati.on (Amerika) lebih

berorientasi kepada pelaksanaeLn yang efektif dan efisien. IJrutannya: Politics-

Po lities -Administrationhganization and Managunent (pengelolaannya).

Konsep "birmmktndsch beshnf ini terdapatjuga pada pemerintahan penjajahan

Inggris di daerah-daerahjajahannya di India, AIrila, British West.[ndia, Australia

(pada permulaan) dengan berbrgai variasinya disesuaikan dengan sistuasi dan

kondisinya (dampaklingkungan sertadampaksejarah), dengan mal.sudyangsama)

yaitu menjaminpengaruh sertakekuatan negara Inggris yangberpusat di London,

jadi merupakan "pemerintahan rvilayah" yang berorientasi pada pemerintah pusat

bukan "pemerintah daerah" yang berorientasi pada "otonomi daerah". Konsep

ini berbeda dengan pemerintahan demokrasi (dari rakyat, unfirk rakyat, oleh

rakyat) melalui sistem perwakilan (parlemen), yang berlaku dan berkembang di

negara-negara yang merdeka, rrraka sistem pemerintahan di Nederland berbeda

sekali dengan dt "Nedulandsch lizdit". Di Nederland berlaku satu sistem, sistem

tunggal (mono-ystm) yang demolratis yang diambil dari bawah (bottnmup) dengan

mekanisme "gnnemte dan gemzmtu 
"od 

(r*4 council, dewan perwakilan). Di Hindia
Belanda (I.{ederlandsch Indie)berlaku dua sistem: suprastruchtrs QVet{nlnnd:chbutuur)

dan nbshurhtre (pemerintahan bumi putera, pribumi) yang tradisional berdasarkan

adat (kepala pemerintahan sekaligus kepala adat, raja dan sebagainya). Supra

struktur ini (Belanda)juga bervzLriasi bentuk serta mekanismenya.: diJawa (yang

dianggap lebih maju, modern) Europeesch B.B.-nya lebih "dernokratis" lebih

"lunak" melalui " conhobuf ' dan seterusnya, suatu perangkat sarjana yang" besch.a "ff'
dan "geLeat', sedangkan di Sulawesi, Maluku, New Gunea, melalui "gegaglubbef'

(pemilik kekuasaan, penguasa vang lebih "otoriter", suatu perangkat pejabat-

pejabat karier er. KML,p olitiz, dansebagainya, hampir semua orang Belanda).Juga

substrukturnya, yaitu pemerintahan olehralqtat/pribumi, bervarieLsi, yaitu bentuk

direct beshmr flawa-Sumatera sebagian besar) dan"se!f bestuuf' (Inlandsch aefbutuur)

dan ini pun bervariasi sesuai dengan lingkungan dan tradisi akibat perkembangan

sejarah, umpamanya " Vorstcnlarutm" di Solo-Yogya.

"Bestuur Landschappen" d1 Sumatera Timur, dan sebeLgainya, yang
berdasarkan persetujuan politik antara Belanda dengan raja "pribumi",
yang berbeda-beda pula bentuk serta kekuatannya, seperti: korte uerklaring dan

sebagainya (orang Belanda lebih ahli tentang masyarakat dan ba,ngsa Indonesia
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yang majemuk daripada orang Indonesia sendiri; ingat Van Vollenhoven,
Snouck Hurgronye, dan lainJain), mereka semua ahli land, Taal-m Volkmkunde

uan Nederlandsch Indie, menguasai ilmu pengetahuan mengenai kepribadian
dan jiwa suku-suku di Indonesia. Pemerintahan Belanda/Binnenlandsch Bestuur

Belanda pada hakikatnya pemerintahan topdoun sering kali satu arahlotoriter,
untuk menjamin kekuasaan penjajah Belanda. Afat Binnanlandsch BestuurBelanda

ini adalah perangkat BB = Pangreh Praja (istilah sekarang pamong praja).
Karena adanya "adrninistratitte structure", Pamong Praja ini (di India melalui
"district fficE' jngu di Papua New Guinea sebelum merdeka). PP ini merupakan
penyambung kekuasaan Belanda kepada rakyat di desa melaluijalur: Gouuernzur

General-Gouaernzur-Resid.eil (Pemegang kekuasaan Belanda di Residentie). As sistent

Resident the real power manipulator yang menyetir/mengemudikanbupati (regent

di regentschap, kabupaten, polisi di kabupaten ada di bawah assisten resident)

dari belakang, dan bupati ini yang disegani rakyat yang menjadi "raja" mereka
(conholeuryang mengawasi dan mengarahkan pemerintah dan wedana wilayah
kewedanaan), kemudian asisten wedana (camat di kecamatan terus lurah yang
langsung dengan rakyrat di desa-desa).

'Jalur Besi" B'inrwtlandsch Bestuur (Europeesch BB dan Islandsch BB)ini yang

menjamin jalur pemerintahan Den Haag Batavia dan Batavie-Desa di seluruh

Indonesia, suatu sistem dan mekanisme yang sangat efektif dilihat dari politik
Belanda. Right or rrlrnn&)ou lik it orltou lilce it not, harus diakui bahwa sistem BB ini
dan perangkat BB (Pamong PruJu) ini pada waktu itu yang menjamin "dr hond

hminguan lutNedalnndschgeaa!', selama 300 tahun! BB inijurnlahnya/kuantitasnya
tidak seberapa, tapi mutunya,/kualitasnya hebat sebagai aparatur negara (negara

penjajahan Belanda). Pendtdtkan Indnlogm Sh^diz dtNederland untuk Europeesch BB

dan OS\{IA (Opbidarg School Voor Inkmdsche Ambtmmm) di Indonesia untuk Islandsch

BB adalah hebat sekali. BB/PPJah yang menjamin, mengamankan, melai<sanakan

pemerintahan Hindia Belanda, yang dengan demikian, menjamin keutuhan
pemerintahan Flindia Belanda, keutuhan wiayah/teitori Hindia Belanda, yang

tidak lain adalah persatuan dan kesatuan wilayah dan penduduk Hindia Belanda/
Indonesia waktu itu, tetapi untuk kepentingan Belanda/Nederland dalam suatu

kolaninlt orde/colaninl ords/tata susunan penjajahan. Dengan demikian, BB/PP ini
optima forma adalah perangkat politik, aparatur politik, mekanisme politik dari
Pemerintah Belanda/Hindia Belanda (political'irutrument, politi"cal zrganizatinn and

mtchnnisrn dari Belanda di Indonesia), dengan tujuan-tujuan politik. Departemen
Van Biratenlmulsch Bestuur adalah suatu departemen politik yang bertugas melestarikan
"negara" Hindia Belanda sebagai bagian dari Nederland/Negeri Belanda/
Nederlandsche Staat/Negara Nederland. Departemen BB ini waktu itu yang
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paling penting fungsinya, paling berkuasa (di bawah Gswuraur Gtrarurtf , yang kalau

perlu didukung(barking) olehDepaturnmVan Anngpepartemen Pertahanan)dengan

KMLnya dan mminen-nya di sanping p olitiz (y ang operasional dt baw ah As sis tent

Rlsidrnq untuk "fu Handfuninguan ntstnt ordr" rara tentram) dan selanjutnya dibantu

oleh departemen-departemen teknis, seperti pendidikan (Ordzruty m Euedims4, PU.

(Departcrnenuan Opmbare Wukm), Pertanian (Depmtnnmuan Landbouw), Perdagangan

dan Industri (Handtl end A\ualui.dy dan sebagainya yang memberikan publit smti'cu

untuk kesejaheteraan rakyat ftarta raharja).

Pertanyaan sekarang adalzth apakah pamong praja/ binnmlandsch bestuur

yang begitu efektif sebagai aparatur pemerintah di zaman Hindia Belanda

masih relevan di zaman sekararrg, yaitu bagi Indonesia (negara [ndonesia dan

rakyat Indonesia) yang sudah nrerdeka?Jawabnya tegas: masihll

a. Fungsi pamong praja sebalJai, jalur pemerintahan dari pusat ke daerah

masih diperlukan.

b. Pamong praja sebagai aparatur pemerintahan wilayah masih diperlukan.

c. Pamong praja sebagai apar;atur politik nasional dari pemerintah nasional

masih diperlukan.

d. Pamons praja yang berorientasi nasional (melalui pendidikan APDN dan

kemudian IIP)menjamin bhinneka tunggal ika, kesatuan dalam keragaman,

emfuidinuanlrcirlnthei.d, tmiry in dinersiE, di bidangpemerintahan dalam negeri.

Dengan perkataan lain, sistem pamong praja melalui mekanisme
pemerintahan wilayah diperpa,lukan dengan pemerintah an dzterah / otonom

menjamin keterpaduan (keserasian, keselarasan dan keseimbangan)pemerintah

pusat dengan pemerintah daereLh, menjamin keharmonisan pusat-daerah dan

dengan demikian, melalui stelse,t, parnong praja dapat terjamin persatuan dan

kesatuan Indonesia. Jelas di sini PP adalah aparatur politik (politik nasional,

politik negara) dan IIP sebagai ra,adah pendidikan PP adalah semacam lembaga

pendidikan politik, di samping fungsi lainya sebagai suatu sekolah politik (politik

nasional, politik negara), konsep ini tercermin pada Undang-Undang Nomor
4/1974, yang masih terus terrvujud dalam peraturan perund:rng-undangan
pelaksanaan selanjutnya. Karen;l IIP merupakan semacam lembaga pendidikan
politik (politik nasional, politik negara), maka IIP harus bernaung di bawah

Departemen Dalam Negeri yang merupakan departemen politik (politik nasional,

politik negara), sebuah departenren yang kedudukannya amat str:ategis.

Dengan demikian, IIP merupakan sekolah kedinasan. Kalau AKABRI
merupakan sekolah kedinasan militer yang sifatnya nasional untuk seluruh
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bangsa, maka IIP merupakan sekolah kedinasan pemerintahan sipil yang

sifatnya nasional untuk seluruh Indonesia. Konsep ini kemudian harus

dijabarkan dalam kurikulum, yang di sini perlu adanya kerja sama dengan

dan bantuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga

Administrasi Negara sesuai dengan Kepres 34/1972 dan Inpres 15/197+.

Meskipun fungsi dan status PP sebagai aparatur politik negara/pemerintah
nasional masih relevan untuk Republik Indonesia sekarang (dan selanjutnya),

namun dengan meminjam rumusan Amir Machmud, strukturnya (organisasi),

prosedurnya (mekanisme), kulturnya (budaya, jiwa), dan behaviouralnya
(perilakunya) harus diubah/dinaikkan ke suasana/kultur Indonesia sebagai

negara merdeka Republih Indonesia.

a. Struktur: pamongpraja, diubah disesuaikan dengan peraturan perundangan

RI; sudah ada perubahan yang sesuai umpamanya "patih" (yang dulu
merupakan agen/ collaborator Pemerintah Belanda sudah dihapus dan

kekuasaan/wewenangnya sekarang berpusat pada penggantinya, ialah

Sekwilda sebagai "Kepala Staf", dan ini tepat; residen resmi tidak ada,

tapi "terselubung" masih ada; tampaknya konsepnya pada Departemen
Dalam Negeri belum mapan. Undang-Undang Nomor 5/ 197 4 sudah ada.

Konsep otonomi daerah yang riil dan bertanggung jawab adalah tepat,

flexibk dan realistis, memberi ruang kepada kemajemukan, memberi peluang

kepada daerah yang maju, tetapi memberi kelonggaran pula kepada yang

belum maju, seperti sistem SKS bagi para mahasiswa yangjuga majemuk
kemampuannya.
Pertanyaan penting sekarang: sudah adakah undang-undang pokok
pemerintahan sipil/pemerintahan dalam negeri seperti adanya undang-

undang pokok pertahanan?

b. Prosedur: cq. prosedur kerja pamong praja, perlu disesuaikan dengan

tatananpemerintahan nasional yang berbeda dengan tatanan BB di zaman

Kultur: PP harus mencerminkan kebudayaan Indonesia yang majemuk,

tapi terikat dalam persatuan dan kesatuan nasional. PP di Aceh berbeda

kulturnya dengan PP di Papua, tapi tetap berwajah nasional yang hanya

diwarnai corak daerah sesuai dengan aliran daerahnya.

Behauioural: ini paling penting, sangat menentukan keberhasilan korps

PP, pamong praja Republik Indonesia, bukan binnanlandsch bestuur Hindia
Belanda; "Indonesier" bukan Islander, nasional bukan kolonial, demokrat
bukan feodal, abdi masyarakat, bukan priyayi.

c.

d.
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Singkatnya, pamong praja Republik Indonesia sekarang adalah pamong
praja Pancasila, yang strukturn 4a, prosedurnya, kulturnya, dan behavioralnya
harus berdasarkan Pancasila dan pekerjaan kepamong prajaan harus dianggap

sebagai pengamalan Pancasila., dan IIP sebagai pendidikan pamong praja
dalam segalajurusannya harus rnampu mendidik para mahasiswanya menjadi
pamong praja Pancasila.

Makin modern, makin maju, dan makin demokratis strukturpemerintahan
pamong praj ananinya, maka akan berarah pada struktur peme:rintahan yang

lebih demokratis-otonomi mandiri sesudah persatuan dan kesatuan benar-benar

terwujud, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah benar-benar
memasyaral<at, melembaga dan membudaya, mendarah daging.
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BEBERAPA POKOK PIKIRAN TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI IIMU

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

/41a,4 Ealla'r.

ulisan ini diawali dengan suatu konstatasi bahwa tidak seperti halnya ilmu

sosial yang lainnya, ilmu pemerintahan di Indonesia boleh dikatakan

mengalami krisis identitas. Secarajujur harus kita akui bahwa pada umumnya

kita yang berkecimpung dalam mengembangkan displin ini sering kali
berhadapan dengan suatu pertanyaan yang sering mengganggu, yaitu "apakah

yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik" atau "dimanakah

letak perbedaan antarailmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara?"

Atau kalau mahasiswa kita ditanya tentang di mana mereka belajar, dan mereka

menjawab diJurusan Ilmu Pemerintahan, orang akan memberikan respons,

"O..., itu sama dengan Administrasi Negara, ya", komentar yang membuat

mahasiswa kita mengeluh. Oleh karena itu, sudah waktunya kita memberikan

jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut, dan dari seminar seperti inilah

diharapkan jawaban itu akan kita temukan.

Ada dua hal utama hal yang menjadi sumber permasalahan ini terjadi,

yaitu: pertam4 berkaitan erat dengan sejarah pembentukan dan pengembangan

pendidikan tinggi di Indonesia; kedua, peranan lembaga pendidikan di luar

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita mempelajari kembali

sejarah pembentukan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, kita

dapat mengamati bahwa salah satu raison d'etre eksistensi pendidikan tinggi

di Indonesia adalah untuk melayani kebutuhan departemen-departemen, di

samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik menyediakan tenaga yang terampil untuk Departemen Dalam

Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, dan Departemen

Penerangan. Fakultas Ekonomi menyediakan tenaga buat Departemen
Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Departemen Koperasi. Fakultas
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Tehnik mendidik calon insinyur untuk Departemen Pekerjaan Umum dan
Tenaga Listrik, sementara itu Fakultas Hukum mendidik sarjana hukum untuk
bekerja di Departemen Kehakiman, Depdagri, dan Kejaksaan Ag,rtg.

Di samping itu, departemen pemerintah mengadakan sencliri pendidikan
tinggi untuk segera memenrrhi kebutuhan tenaga yang sesuai dengan
kepentingan yang khas departemen tersebut. Sebagai contoh, dapat kita
kemukakan berkembangnya Siekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara yang
didirikan oleh Departemen l(euangan, demikian juga dengan Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri iierta Institut Ilmu Pemerintahan yang banyak
menyediakan tenaga terdidik untuk keperluan kepamongp rajaan. Dengan
demikian, pengembangan ilmuL dapat terjadi pada lembaga pendidikan tinggi
yang bernaung dalam Departemen Pendidikan Kebudayaan serta di luar
departemen tersebut.

Secara historis, kita dapatjuga mengamati bahwa sejak masa pemerintahan
kolonial Belanda sudah ada lembaga pendidikan tinggi yang tidak bernama
universitas, akan tetapi diberi sebutan sekolah tinggi yang bertujuan untuk
menyediakan tenaga terdidik untuk kepentingan pemerintahan Hindia
Belanda. Baru setelah masa kernerdekaan, universitas dibentuk; yang pertama
Universitas Gadjah Mada, kemudian disusul oleh Universitas Indonesia. Tujuan
dibentuknya universitas adalah agar bangsa Indonesia mampu menempatkan
dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia dalam pengembangan
ilmu pengetahuan (Andi Hakirn Nasution, 1991).

Sekalipun pada awalnya ilnru pemerintahan dikembangkan dengan baik di
IJniversitas Gadjah Mada, akarr tetapi perkembangan kemudian menunjukkan
bahwa studi ilmu pemerintahan tidak mendapat tempat yang baik di Universitas
Gadjah Mada, karenaJurusan Ilmu Pernerintahan kemudian diganti dengan

Jurusan Ilmu Usaha Negara yang kemudian berganti pula menjadi Ilmu
Administrasi Negara.

Hal tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya ilmu administrasi
negara sejak tahun 1960-an di llndonesia. Ilmu ini, seperti halnl'a dengan ilmu
pengetahuan yang lainnya, di,kembangkan tidak hanya di universitas, akan
tetapijuga di luar universitas, te:rutama melalui Lembaga Administrasi Negara
(I-ANT) yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Negara (STIA). Hal ini merupakan konsekuensi dari semakin berkembangnya
ilmu tersebut di Amerika Serikat yang memperlihat kecenderungan untuk
memisahkan diri dari ilmu polirik. Akibat yang dirasakan oleh pengembangan
studi ilmu pemerintahan jelas s,:kali, yaitu kurangnya perhatian terhadap ilmu
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tersebut. Pada tahun 1964, di Universitas Gadjah Mada dikembangkan kembali

Jurusan Ilmu Pemerintahan, akan tetapi kurang mendapat dukungan yang
baik di kalangan birokrasi karena tidakjarang dalam penyediaan lapangan
kerja tidak disebutkan secara terbuka akan kebutuhan sarjana dalam ilmu
tersebut.

Setelah melalui perjalanan yang lebih dari seperempat abad, sudah
seharusnya studi ilmu pemerintahan memperlihatkan wujudnya dengan jelas.

Kajian ini mencoba memaparkan apa dan bagaimana ilmu pemerintahan
itu, khususnya di Indonesia. Apa saja yang menjadi cakupannya, bagaimana
mengembangkan studi tersebut untuk jenjang yang lebih tinggi yang tidak
hanya terbatas pada strata satu saja, serta bidang-bidang apa yang perlu
dikembangkan secara khusus.

l(edudukan llmu Pemerintahan

Ibnu Pernerintahan dan llrnu Politik
Apa yang kita maksudkan dengan ilmu pemerintahan? Menurut hemat

kami, ilmu pemerintahan dapat kita definisikan secara sederhana sebagai
ilmu yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu

negara. Kami ingin menggaris bawahi "pemerintahan suatu negara" sebagai

objek yang utama dari ilmu pemerintahan, sehingga jelas sekali apa yang
menjadi sasaran utama disiplin ini dan berbeda sekali dengan sasaran utama
ilmu politik. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan merupakan satu "fielt' atau
bagian dari ilmu politik yang mempunyai kedudukan yang sama dengan
bagian-bagian lain dari ilmu politik, misalnya administrasi negara, ilmu
hubungan internasional, ilmu perbandingan politik, kebijaksanaan publik,
ataupun yang lainnya.

Tentu saja apa yang kami ungkapkan di atas berbeda dengan yang pernah
berkembang atau yang masih dijadikan pegangan oleh sekelompok orang-yang
beranggapan bahwa ilmu pemerintahan sama dengan atau bahkan lebih luas

dari ilmu politik di mana pemerintahan mencakup studi tentang "pembuatan
keputusan" dan "pelaks anaan keputusan".

Kalau kita melihat taksonomi ilmu sosial secara keseluruhan, maka kita
akan lebih jelas lagi memahami kedudukan ilmu pemerintahan, yang dapat
digambarkan sebagai berikut.
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Kalau kita mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu politik di Amerika
Serikat maka kita akan melihat dengan jelas bahwa ilmu pemerintahan
merupakan satu bagian atau cab;rng dari ilmu politik. Pada tahun 196l,American

Political Science Association mengeluarkan Bibliographical Director7. Dalam buku
tersebut terlihat ruang lingkup ilmu politik, yang terdiri atas berikut ini.

l. American National Gouernment.

2. Comparatiue Gouernmutt.

3. International htru and Relations:.

+. Political Parties.

5. Political Theory.

6. Public Administration.

7. Public Laut.

B. State and Local Goaernment.

Pada tahun 1968, APSI\ mengeluarkan directory yang sama dan
menggambarkan ruang lingkup ilmu politik secara rinci sekali, seperti yang
terlihat dalam uraian berikut ini.

l. Adrninistratiue Law.

2. Adminisnation: Organilation, Processes, and Behauior

3. Budget and Fiscal Managtment.

+. Constitutional Lru.
5. Executiue: Organi4tion, Processes, Behauior.

6. Foreign Policlt

7 . Goaernment Regulation on Business.

B. Intunational Inru.

9. Intmational Organi4tion and Administration.

10. Inter national Po litic s.

I l. fudiciltry : Organi4tion, Processes, Behaaior.
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12. Legls knre : Organiption, Proc es ses, B ehauim

13. Methodologl,t.

14. Metropolitan and [Jrban Gouernment and Politics.

15. National Suurifi Policy.

| 6. Person ne I Admini s tra lion.

17. Political and Constitutional Historlt.

18. Political Parties and Elections: Organilations, Processes.

19. Political Psycholog,t

20. Po litical Socialization.

21. Political Theor2 and Philosopfu,t (Empirical).

22. Political Theory and Philosoplgt (Hi:torical).

23. Political Theory and Philosoplry (Normatiue).

24. Public Opinion.

25. Reaolutions and Political Wolence.

26. State and Incal Gouernment and Politics.

27 . Voting Behauior

Pada tahun 1973, APSA memperbaharui directorlt tersebut yang
menggambarkan kepada kita rincian yang lebih jelas dengan mengemukakan
"subdisciplinary categorics" atau sub-sub bidangyang sedang dikembangkan dalam
ilmu politik, yans rinciannya dapat digambarkan sebagai berikut.

l. Foreign and Cross-National Political Institutinns and Behauior

a. Anafusis of Particular Sltstuns or Subsystems.

b. Decision Making Processes.

C.

d.

Elites and Their Oppositions.

Mas s Particip ation and C ommunic ations.

Parties, Mass Mou nnents, Sec ondary A s so ciations.

Political Deuelopment and Moderni<ation.

Politics of Planning

Valuu, Ideologi.es, Belief s2stuns, and Political Culture.

e.

I.

{J
b'

h.

2. Internasional Ltw, Organiaations and Politics.

a. International Inut.

b. International Organistion and Administration.

c. Inturnational Politics.

3. Methodolog.

a. Computer Techniques.

b. ContentAnafusis.

c. Epistemologt and Philosoplry of Scimca
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+.

d. Experimental Dengn.

e. Ffuld Data Collection.

f. Measurnnrnt and Index Data Construction.

g. Model Building

h. StatisticalAnafusis.

i. Suruey Duign andAnalysi^s.

Political Stabiliu, InstabiliEt, an'.d Change.

a. Cultural Modification and tffiion.
b. Personalitl and Motiuation.

5.

6.

c.

d.

e.

f.
ob'

Politic al Leaduship and Recruitmmt.

Po litic al S o cialization.

Reuolution and Change.

Schoo ls and Politir al StratiJic ation.

Social and Ec onomic Stratific ation.

Political Theor1

a. Syrtems of Political ldeas iit History.

b. Ifuologt S2stems.

c. Political Philosophy kennal).
d. Mahodological and Anafuttcal Systms.

Public policy: Formation and Content.

a. Poliq, Theory.

b. Policl Measuremmt.

c. Economic Policy and Regulntion.

d. Science and Technolog.

e. Natural Resources and Enuironmmt.

f. Education.

g. PouerQ and Wefare

h. Foreign and Militarlt Policll

Pu b li c a dminis tr ati on.

a. Bureaucracl

b. Comparatiue Administration.

c. Organiption and Managanent.

d. Organi4tional Theory ana' Behauior

e. Personnel Administration.

f. Planning Organizing Bud.,geting

g. PoLitics and Administration,

h. S2stnns Anafusis.

1
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oo.

a,

b.

C.

d.

e.

f,

D'

h.
I

j.
k.

l.

m.

US Political Institutions, Processes and Behauior

Courls and fudicial Behauior

Elections and Voting Behauior

Ethnic Politics.

Executiues.

Interest C,roups

I n tergou er nm en t a I Re la lio ns.

Izgislatura.

Po litic al and Cons tintional Histor2.

Political Parties.

Public Inw.
Public Opinion.

State, I-acal and Metropolitan Gouernment.

[Jrban Politics.

Kemudian, pada tahun 1983, APSA mengeluarkan suatu publikasi
yang menggambarkan dengan jelas pula bagaimana perkembangan ilmu
politik sampai dengan pertengahan tahun l980-an yang ditulis oleh Ada M.
Pfinifter yang berjudtl "The State of The Discipline". Buku ini memperlihatkan
jelas-jelas tren yang berkembang pada akhir tahun 1970-an sampai dengan
pertengahan tahun l980-an. Sejak terjadinya apayang disebut sebagai behaui.oral

reuolutiory kecenderungan yang terakhir menunjukkan bahwa objek studi ilmu
politik memberikan tekanan yang jelas terhadap "state" atau "negara" yang
menggantikan diskusi mengenai sistem politik, regime, dan lain sebagainya.

Dari uraian-uraian itu, kitadapatmelihat betapaluasnya cakupan yangdiliput
oleh studiilmupolitikdanilmupemerintahan terlihatdenganjelas merupakan suatu

"mqjorfuLrt' dalam ilmu politik yang memelihara sejumlah subdisciplines.

Ilrnu Pernerintahan di Indonesia

Bagaimana dengan kedudukan ilmu pemerintahan di Indonesia? Kalau
kita melihat sejarahnya ilmu pemerintahan pertama kali dikembangkan di
Universitas Gadjah Mada yang merupakan 'Jurusan" pada Fakultas IImu
Sosial dan Politik. Studi ini kemudian dikembangkan pula di beberapa
tempat di universitas negeri, misalnya di Universitas Diponegoro, IJniversitas

Hasanuddin, IJniversitas Padjadjaran, yang kemudian diikuti oleh sejumlah
universitas swasta.

Di Universitas Gadjah Mada sendiri, pada awalnya berkembang suatu

posisi yang sangat dipengaruhi oleh it rnazhab "continental" yang menyatakan
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bahwa pemerintahan itu merupakan (l) kegiatan yang menyangkut politik
pengambilan keputusan dalarn negara (the politics of poliqt making), dan (2)

pelaksanaan dari kebijaksanaan itu sendiri (polic2 execution).Dai. pandangan

ini, jelas sekali terlihat bahwa ilmu pemerintahan itu identik dengan ilmu
politik. Akan tetapi, di dalam kenyataannya, ilmu pemerintahan itu hanyalah

merupakan salah satu jurusan yang dikembangkan dalam Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, maka posisi tersebut kurang didukung oleh realitas yang ada.

Oleh karena itu, berkembang suatu pandangan baru bahwa ilmu pemerintahan
itu sebenarnya ilmu tentangproses penyelenggaraan "suatu" negarayang dapat

disamakan dengan "f.tlt' yang dikembangkan dalam Americ an Gou ernmmt atan

American Politics dalam ilmu politik di Amerika.

Dengan demikian, titik berat perhatiannya adaJah politik dan pemerintahan

di Indonesia. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran utama dalam studi ilmu
pemerintahan di Indonesia ada"lah pemerintahan Indonesia dan segala sesuatu

yang berkaitan dengannya. Dalam studi ini, kita dapat dengan intensif membahas

masalah eksekuti{ baik pada tirt*ut "presidntE" maupun pada tingkat lokal, serta

sejumlah institusi pendukungny:r. Demikian juga yang menyangkut"lzgiskthtres,"

terutama berkaitan dengan sejarah, kedudukan, fungsi dan pet:anan lembaga

tersebut. Kitajuga dapat memusrilkan perhatian dan energi kita untuk memahami

lembaga-lembaga tinggi negzrra, misalnya Dewan Pertimbangan Agung,
Mahkamah Agurg, Majelis Permusyawaralan Rakyat, peranan dan kedudukan

Angkatan Bersenjata, termastk" ,ilu gmesis of porud ' dari lembaga tersebut. Di dalam

ilmu pemerintahan kita dapat clengan intensif mengkaji masalah di Indonesia,
political behati.our, politiral socinli4ri.on, sefia the politirs of poli"cy making, analisis dan

implementasi serta evaluasi dari lcbijalsanaan yang ditempuh.Jadi, ruang lingkup

ilmu pemerintahan di Indonesra sama dengan mang lingkup ilmu-ilmu yang
lainnya, dengan titik berat perha.tian pada"dmnestir ffiirs".

Apakah masalah perbandingan politik atau perbandingan pemerintahan
tidak menjadi kajian ilmu penLerintahan? Setiap ilmu pasti memiliki elemen
perbandingan untuk menjadi ilmu yang sebenarnya, oleh karena studi tentang
perbandingan politik, pembangunan dan perubahan sosial merupakan elemen

yang tidak dapat ditinggalkan dalam ilmu pemerintahan, sehingga kita tidak
mungkin meninggalkan perhatiiln kita untuk mempelajari negara lain, terutama
negara-negara"super powef' dart negara-negarajiran kita, yaitu l\sia Tenggara.

Sementara itu, selain Drepartemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen Dalam Negeri ju6Ja menyeleggarakan pendidikan yang orientasi

utamanya bukanlah pada pr:ngembangan akademik, akan tetapi pada
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penyediaan tenaga professional untuk memenuhi kebutuhan departemen
tersebut, yaitu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu
Pemerintahan. Tentu saja pengembangan kurikulumnya sesuai dengan
kepentingan dari departemen tersebut dalam menyediakan tenaga-tenaga yang
terampil terutama dalam bidang kepamongp rajaan.

Fungsi llmu Pemerintahan

Setiap ilmu mempunyai fungsi, demikianjuga dengan ilmu pemerintahan.
Menurut hemat kami, seperti halnya dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan
mempunyai fungsi ganda, yaitu pertama fungsi penemuan dan pengembangan
ilmu pengetahuan atau fungsi akademik, dan fungsi non-akademik. Kami
ingin membicarakan fungsi yang kedua ini secara khusus karena hal ini jarang
sekali dipikirkan oleh kalangan kita sendiri. Pada umumnya, kita terperangkap
dalam rutinitas kita sendiri, yaitu memberikan kuliah, melakukan penelitian,
dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar kegiatan akademik.

Pengemban tugas dalam bidang ilmu pemerintahan, sekali lagi sama halnya
dengan ilmu politik, hendaknya menyadari bahwa ia tidak hanya sebagai
pengajar dan peneliti, akan tetapi dia adalah "pendidik". Oleh karena itu, ilmu
pemerintahan tidak hanyamempunyai fungsi akademik, akan tetapi membawa
misi non-akademik. Yang kami maksudkan dengan misi non-akademik ini
adalah bahwa setiap individu yang mengemban tugas dalam mengembangkan
dan mengajarkan ilmu pemerintahan hendaknya menanamkan nilai-nilai yang
menyangkut kehidupan kenegaraan di Indonesia, misalnya nilai demokrasi,
nilai patriotisme, dan nilai-nilai yang akan membuat insan anak didik
mempunyai kapasitas kemampuan politik yang lebih baik dari kebanyakan
warga masyarakat yang lainnya.

Nilai demokrasi merupakan sesuatu yang sangat utama dalam kehidupan
kenegaraan dan pemerintahan. Seseorangyang meng4jarkan dan mengembangkan
ilmu pemerintahan dituntut di samping memiliki jiwa dan semangat demokrasi
juga mempraktikkan dalam kehidupan kesehariannya nilai-nilai demokrasi
tersebut. Alangkah naifnya kalau sampai ia memperlihatkan sesuatu yang
bertentangan dengan kehidupan demokrasi. Demikian juga dengan kecintaan
kepada negara dan bangsa yang merupakan sesuatu yang teramat vital dalam
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa kita yang sama-sama kita cintai ini.
Oleh karena itu, salah satu tujuan yang sangat penting dalam ilmu pemerintahan,
di samping tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga yang menyangkut
"civic mission" ilmu pemerintahan itu sendiri.
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Pengembangan Studi llmu Pemerrintahan

Jalur Akadernik dan Jalur Profesional

Sekalipun sudah lebih dari seperempat abad ilmu pemerintahan telah

menunjukkan eksistensi dirinya, akan tetapi belum dapat disejajarkan dengan

bidang ilrnu yang lainnya kareneL adanya kendala-kendala yang harus dihadapi'

Oleh karena itu, memang sudah seharusnya dan sudah waktunya kita memikirkan

agar ilmu pemerintahan dapat kita kembangkan lebih lanjut lagi, terutama melalui

peningkatanjenjang atau strata p,endidikan. Bagaimanakah kita melakukannya?

Di dalam mengembangkan studi ilmu pemerintahan secara berjenjang maka

sudah seharusnya kita mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku, Ydtu
Undang-Undang No. 2/ lg9g terLtang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan

Pemerintah No. 30 tahun 1990 r.entang Sistem Pendidikan Tinggi.

Pada saat sekarang ini, ilmu pemerintahan dikembangkan dalam perguman

tinggi melalui jalur akademik dan jalur non-akademik. Ilmu pengetahuan dapat

diajarkan dan dikembangkan melalui beberapa macamlembaga perguruan tinggi.

Ilmu yang dikembangkan dalam al<ademi adalah dalam rangka menyiapkan tenaga

professional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi,

atau kesenian tertentu. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan

akademik dan/atau professional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu,

sementara itu institut menyelenggarakan program akademik atau professional

dalam sekelompok ilmu, teknololy, dan/atau kesenian yang sejenis.

Oleh karena itu, kita dapat mengembangkan ilmu pemerintahan melalui

dua jalur, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik dapat

dikembangkan melalui universitas dan institut yang selama ini kita lakukan,

hanya saja penekanan antara kedua jalur tersebut harus lebih dipertegas lagi

agar antara keduanya masyarakat dapat menemukan dengan mana yang

melalui jalur akademik dan mana pula yang melalui jalur prolbsional. Tabel

berikut ini kiranya dapat diharapkan menjelaskan apa yang karni maksudkan

dengan kedua jalur tersebut:

Jalur Pengembiangan Studi llmu Pemerintahan

. :.. .: ...'l

D3/D4 APDN

s1 51 L Pemerintahan di Univ Institut llmu Pemerintahan

S2 52 l. Pemerintahan di Univ 52 llmu Pemerintahan

s3 53 L Pemerintahan di Univ 53 llmu Pemerintahan
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Apa yang membedakan jalur akademik dengan jalur profesional? Menurut
hemat kami, jalur akademik memungkinkan seseorang untuk selalu berpikir
sehingga pada akhirnya menemukan ilmu pengetahuan yang baru, sementara
pada jalur profesional, seseorang disiapkan untuk memiliki kemampuan yang
praktis dan mampu memecahkan masalah dengan baik dan cepat. Oleh karena
itu, penekananpada kurikulum dan silabus yang berbeda merupakan sesuatu
yang mutlak diperlukan, karena tanpa itu tidak ada artinya. Sama halnya
dengan menjamurnya program pendidikan bisnis sekarang yang menawarkan
program MBA, maka produk program MBA harus berbeda dengan produk
Program 52 manajemen di fakultas ekonomi.

Prograrn P as c as arj ana llm.u Pernerintahan

Program pascasarjana meliputi program magister dan program doktor,
menurut Pasal 5 ayat (2) PP 30/1990. Kalau pascasarjanz. yang melalui jalur
akademik merupakan program "gelar" maka yang melalui jalur profesional
merupakan program "spesialis. " Untuk membentuk program pascasarjan a pada
tingkat magisteq ada dua pertanyaan dasar yang harus dijawab terlebih dahulu,
yaitu manfaat apa yang akan diperoleh dari program magister tersebut dan jenis
pekerjaan apasajayang memanfaatkan mereka yang merupakan lulusan program
tersebut? (Andi Hakim Nasution, 199 l). Menurut Andi Hakim Nasution, program
magister mempunyai tigafungsi pokok;yaitu untuk menjadi persiapan pendidikan
program doktor, untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang terjadi sewaktu
mengikuti program sarjana, sebagai program pendidikan profesional yang bersifat
terminal. Apayang dinyatakan oleh Andi Hakim Nasution tersebut, menumt hemat
kami, dapat kita terima karena dalam kenyataan memang demikian adanya.

Tentu saja untuk menyelenggarakan program pascasarjana diperlukan
prasyarat tertentu, termasuk di dalamnyajumlah tenaga pengajar qualifiedyang
memadai. Mereka yang mengajar padajenjang program ini haruslah memiliki
kualifikasi doktor atau PhD karena adalah tidak pada tempatnya seorang
lulusan 52 mengajar di S2, seperti yang banyak kita temukan di beberapa
tempat? Mereka yang tidak memiliki gelar doktor atau P.hD hendaknya
memiliki jabatan akademik profesor atau guru besar. Hal ini diperlukan agat
kualitas pengajaran dapat dipelihara dengan baik. Demikian juga dengan
jumlahnya, hendaknya dapat diperhatikan guna menjaga "rasio" interaksi
dengan lebih baik, seorang tenaga pengajar di program pascasarjana paling
banyak dapat membimbing lima mahasiswa dalam setahun. Akan tetapi,
yang tidak kalah pentingnya adalah kecermatan dari para pengasuh untuk
membedakan bobot masing-masing jenjang pendidikan. Katakanlah untuk
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suatu mata kuliah tertentu yang diajarkan di S l, akan tetapi juga ditawarkan

pada program 52. Si pengajar haruslah dengan cermat membedakan yang

manabobot mata kuliah untuk S I dan yang mana untuk 52, kalau tidak maka

tidaklah ada artinya penjenjang;an tersebut.

Bagaimana dengan kurikulumnya? Di dalam menyusun kurikulum ilmu

pemerintahan hendaknya kita mengacu kepada pengertian pemerintahan

seperti yang diajukan oleh Karl W Deutsch yang terkenal dengan "The Steering

Concept of Gouernmenf." Dengan demikian, kita dapat mempunyai gambaran

individu yang bagaimana yang ,akan kita katakan sebagai produk pascasarjana

ilmu pemerintahan itu.

Kalau pada program sarjana diperlukan antara l48-160 kredit untuk

menyelesaikan studi, pada progl'am akademik di pascasarjana hendaknya sama

dengan bobot satuan kredit d'3ngan program-program yang lainnya, yaittt

antara 45 sampai dengan 50 kredit.

Dalam program pascasarjana, ada empat komponen pokok yang saling

mendukung satu sama lain, yeLitu komponen mata kuliah dasar, komponen

mata kuliah metodologi, komponen mata kuliah pokok, serta komponen tesis.

Kami mencoba mengusulkan komponen mata kuliah program akademik

sebagai berikut.

Kurikulum Inti Program 52 (jalur akademik)

llmu Penlerintahan (45 - 50 SKS)

Mata Kuliah Dasar

a. Filsafat llmu Petlgetahuan

b. Skooe dan Metcde llmu Pemerintahan/Politik

Mata Kuliah Metodclogi Penelitian

b. Metode Penelitian Sosial

c. Aplikasi Komputer dalam penelitian Sosial

Mata Kuliah Pokok

b. Analisis dan Intr)rpretasi PolitildPem lndonesia

c. Legislatif di Indonesia: Peranan, Struktur, Proses

d. Kepartaian, Kel,rmpok Kepentingan, Pemilu di Indonesia

e. Pemerintahan can Politik Lokal

f. Kebijaksanaan Publik: Teori dan Interpretasi

g. Teori Pembangunan Politik

h. Teori Perbandingan Politik

i. Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan
j. Analisis Kebijak.sanaan Publik

k. MasalahKontetnporer

Tesis
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Untuk program profesional, seperti yang diungkapkan sebelumnya,
titik beratnya adalah kemampuan menyelesaikan masalah secara praktis
sehingga sangat bermanfaat bagi yang bersangkutan untuk terjun ke dalam
masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan kurikulumnya sedemikian rupa
sehingga memenuhi persyaratan tersebut. Di samping itu, bobot kreditnya pun
harus lebih berat, misalnya mencapai 60 kredit jam. Selanjutnya, yang perlu
mendapat perhatian kita adalah tenaga peng ajar ny a,selain merupakan tenaga
pengajar akademik juga diharapkan bantuan tenaga pengajar dari kalangan
praktisi atau penyelenggara pemerintahan, misalnya para pejabat negara mulai
dari eselon II ke atas sebagai guest lecture.

Bagaimana dengan program doktor atau 53? Untuk sementara, kami lebih
baik tidak membicarakannya karena penanganan program tersebut masih
mencari bentuk, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat
mecermatinya dengan lebih tekun dan serius.
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BEBERAPA PENGAMATAN
TENTANG ILMU PEMERINTAHAN

laarotn Sudanata'

' f-e.lepas dari adanya beberapa tradisi dalam perkembangan dan

I pengembangan ilmu pemerintahan dan ilmu politik, kiranya hal-hal di

bawah ini patut dipertimbanllkan oleh mereka yang akan rnengasuh dan

mengelola ilmu pemerintahan rli manapun di tanah air, baik di institut, sekolah

tinggi, fakultas atau universitas, negeri maupun swasta.

Pertama dan yang hemat kami amat penting untuk dipahami secara

saksama, adalah kenyataan trahwa di dalam masyarakat Indonesia telah

berkembang tranformasi sosial ekonomi yang amat besar sejak tahun 1970-an.

Perubahan-perubahan itu disebabkan oleh pembangunan nasional, istimewa

di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan, yang telah mengubah peta cakupan

tugas pemerintahan maupun dirya-tawar kekuatan masyarakat swasta terhadap

wewenang aparat pemerintahzLn.

Perkembangan selama 20 tahun lebih itu memaksa kitzr semua untuk

memikirkan pola kurikulum, :iubstansi perkuliahan/pelatihan/keterampilan
apa sajakah yang harus dimiliki seorang calon pejabat pemerintahan, nasional

maupun regional, yang patut kita siapkan. Bagaimanapun juga, pejabat

pemerintah adalah pengemban tugas "kepentingan umum". .Pada saat yang

bersamaan, kita menyadari bah.,ara banyak kalangan awam dan swasta kini malin
memajukan diri sebagai kelom'pok pengemban kepentingan ulrlum, meski atas

nama lingkungannya masing-masing. Perkembangan ini sehat, sejauh ada dialog

yangberkembang dan melemb:rgakan melalui DPR/DPRD. Intisari dari pokok

masalah ialah bahwa semakin berkembang kegiatan pembangunan, maka semakin

kuat kekuatan sosial-ekonomi nnsyarakat luas berhadapan dengan kewenangan

aparat pemerintah, sehingga rlaya-laksana (enforcunenf) dari apa yang disebut

"kepentingan umum" perlu dikaji lebih saksama. Oleh karena kadar persoalan
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"kepentingan umum" tadi semakin banyak mengandung hal-hal yang berkenaan
dengan ekonomi, bisnis dan keuangan, maka dengan sendirinya kurikulum Ilmu
Pemerintahan harus lebih banyak mengandung wawasan ekonomi, tanpa harus
menj adi ahli atau sarj ana ekonomi/bisnis /keuangan.

Kedua, sejauh ilmu pemerintahan (dan ilmu politik) adalah bidang yang
mempelajari daya persuasi dan daya laksana, maka wawasan k"dru yur,g
perlu dipertimbangkan adalah dampak kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi. Pada satu sisi, meluasnya perangkat-p.ru.rgkut informasi dan
komunikasi ke masyarakat luas dapat memudahku., p.nyu-paian kehendak
aparat pemerintah kepada berbagai jenjang lapisan sosial, ekonomi dan politik.
Pada sisi lain, masyarakat lebih banyak dan lebih cepat memperoleh akses
pada berbagai jenis informasi, baik yang umum maupun yang khusus/teknis,
sehingga kemampuan masyarakat untuk "mempertar,yukurr;, kebijaksanaan
aparat semakin tinggi pula. Ini berarti bahwa ada proses pemerataan
informasi yang relatif lebih cepat daripada yang digambarkan dalam matriks
pemerintahan tahun 1960-an atau lg7}-an, di mana piramid kewenangan
sering dianggap sebagai model yang berlaku.

Penyebaran informasi dan komunikasi menghasilkan apa yang disebut
sebagai tantangan pemerintahan yang berpola lebih ,,datar,,, di dalam mana
keputusan dan proses pengambilan keputusan semakin dituntut dilakukan
pada tingkat yang serendah mungkin, akibat semakin cepatnya ,,masyarakat

awam" atau "publik" menuntut kecepatan bertindak. Dengan perkataan
lain, dalam kurikulum ilmu pemerintahan mungkin perlu dipertimbangkan
adanya mata kuliah yang khusus menangani dampak kem.j..un teknJlogi
informasi dan komunikasi terhadap proses-proses pengambilan keputusan.
Meluasnya dan semakin cepatnya informasi sampai ke tangan rakyat keciljuga
menuntut pola kepemimpinan yang baru, di mana salah satu elemen penting
adalah kemampuan untuk mendengarkan keluhan/gugatan masyarakat yang
semakin berpengetahuan. Bagi mereka yang terbiasa dalam pendidikan ilmu
pemerintahan klasik, pola dan perilaku pejabat yang cende.rr.rg -..r"gaskandan menegakkan kewenangan atas dasar "surat keputusan,, atant,,surat
pengangkatan", perubahan-perubahan akibat kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi tadi amatlah sulit untuk diterima.

Ketiga, seperti halnya bidang-bidang ilmu rainnya, ilmu pemerintahan
pun tak luput dari keharusan untuk lebih sadar akan pentingnya pokok-pokok
masalah yang berkenaan dengan lingkungan hidup ,..u.u luas. Memang,
pada satu sisi, pokok-pokok masalah yang bertalian dengan perdebatan a\tara
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,,lingkungan" vs. "pembangunun," sebaliknya "pembangunan dahulu" baru

"lingkungan" kerap membingungkan. Apalagr cukup banyak pakar lingkungan

,.rrdiri berbeda pendapat tentang makna dari berbagai dampak pencemaran

udara, air, lapisan ororr' du., scbagainya' Akan tetapi, ada konsensus bahwa

masalahmempertemukankeperrtinganpembangunanjustrukarenakelestarian
lingkungan ,..uru berkelanjutan. Ilmu pemerintahan harus lebih banyak

memasukkanunsur-unsuriniliarenasejauhpenyelengg^raanpemerintahan
negara adalah memelihara kep,entingan bersama secara berkelanjutan, maka

up'ururharus lebih mampu menguasai pokok-pokok teknis dari "bahasa ilmu

lingkungan.,,Buscalonpejabataparaturpemerintahan,adalahpentinguntuk

.lrrgu rrr.-uhami peta sosial-ekonomi dari aneka ragam kegiatan sosial' ekonomi

ialn politik yang ada di lingkurLgannya sehingga interaksi masyarakat industri

dan perdagangan dapat berdialog dengan masyarakat perguruan tinggi/pers/

cendekiawan. Tak kalah pentingnya adalah peran serta kaum wanita dalam

memelihara lingkungan duluo, arti terbatas (pemakaian alat dapur, konsumsi

energi listrik, gu, d.rrgu.t segala konsekuensinya) maupun clalam arti luas

(pengaruhnya terhadap pola konsumsi anak-anaknya)'

Keempat,ilmupemerintahanperlumempertimbangkanclimasukkannya
muta kr.iiuh yang bertalian erat dengan kepemimpinan dan manajemen'

Memangsudahbanyakmatal<uliahdanpolakurikulumyangdisusunselama
15-20 tahun terakhir. Sebagian besar berisi materi yang kerap kita dapat dari

Penataran P-4, dari kaidah-kaidah kepemimpinan tradisional (baik Jawa,

Sumatera,Kalimantan,sulavresi,dansebagainya)'Kiranyaperludibedakan
pengertian antarakepemimpinan (yang lebih berhubungan dengan pribadi'

bobot, bakat dan otak yangbersangkutan, yang secara keseluruhan disebut

sebagai faktor "kharisma"), dt:ngan manajemen, YanS lebih berorientasi pada

teknik atau carapenanganan teknis mengelola lingkungan organisasi'

Ilmu pemerintahan di Irrdonesia akan semakin kaya apabila pola-pola

kepemimpinandanmanajemen,terutamadalamlokal,dapatdihimpundan
diterbitkan sebagai bahan ter$ukanya pola kepegawaian terintegrasi (pegawai

Pemda dan sebaliknya), himpunan itu layak diketahui oleh calon penyelenggara

menjadi buku paduan yang berguna, maka dalam manajemen seperti, itu pendidikan

dan penelitian yang menyelenggarakan ilmu pengetahuan "kurikulum nasional"

lebih membantu sekalian lap:Lsan seluruh pelosok tanah air memperkenalkan

seorang pejabat masuk dalam lingkungan tugasnya yang baru'

Kelimadanterakhir,senrakinkitamenyadaripentingnyapemahaman
pemerintahan pada tingkat rnikro, baik di pedesaan maupun di pedalaman'
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Makin banyaknya sarana komunikasi dan transportasi semakin luasnya
jangkauan tugas pemerintahan. Akan tetapi, cukup banyak bukti menunjukkan
bahwa ilmu pemerintahan semakin perlu banyak dari antropologi, istimewa
antropologi budaya, pemerintahan dan politik, bagaimanapun juga adalah
masalah mengajak, membujuk dan menggairahkan kelompok maupun individu,
agar mereka mau dan mampu mengadakan perubahan dan penyesuaian sejalan
dengan irama dan laju pembangunan. Kemauan dan kemampuan orang
untuk merubah memang berbeda-beda. Tugas ilmu pemerintahan adalah
agar makna pemerintahan bukanlah dalam menerjemahkannya secara harfiah
(memerintah, memberi perintah, dalam arti to giue orders).Di dalam dunia yang
semakin kompleks, pemerintahan adalah justru kiat mengajak, menggalang
dan menggairahkan.

Beberapa Pengamatan tentang Ilmu pemerintahan
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PEMBAHASAN ATAS HUBUNGAN

ILMU PEMERINTAHAN DENGAN

ILA/IU ADMINISTRASI NEGARA

l'r6llll6sll6allll6ql6..-..s.-'-cl.s---s.K

alam menjawab pertaltTavfl apakah ilmu pemerintahan ada, pata

akademisi terlalu banyal< menyoroti pendapat penulis-penulis Anglo

saxon (Leonard D. white, Frank J. Goodnow, Maclver) yutg ragu-ragu

mengenai eksistensi ilmu pemerintahan. Sikap mereka yang demikian dapat

dipahami oleh karena di neg,ara mereka ilmu administrasi negara (public

administration) sudah mencapai tingkatperkembangan tertentu' sedangkan ilmu

pemerintahan baru pada taraf pengenalan. Akhirnya, pemrasaran sampai

pada suatu pendapat/perkiraan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang

berdiri sendiri sedang mengalarni pergeseran oleh ilmu lain (ilmu administrasi

negara?) Ilmu pemerintahan be rusaha melepaskan diri dari ilmu politik' nama

ilrm-r pemerintahan sekedar menyesuaikan diri dengan selera tertentu "' dan

ilmu pemerintahan sedang tumbuh. Perkiraan tersebut ditinggalkan begitu saja

tanpa ada preferensi. Dari keempat perkiraan tersebut, kami condong untuk

menyatakan bahwa ilmu pemerintahan sedang berusaha melepaskan diri dari

ilmu politik dan tumbuh sebagai ilmu yang berdiri sendiri'

Seandainya akademisi mebngkapi uraiannya dengan mendurlami pendapat

van Poelje, yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu pernerintahan di

Negeri Belanda yang mulai dikembangkanpada tahun 1920, di mana belum

fegit,-, dikenal ilmu administr:asi negara, maka kesimpulannya barangkali

akan lain. Van Poelje dalam bukunya "Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde"

mencoba memberikan ulasan tentang objek pelajaran ilmu pemerintahan,

pembangunan pemerintahan, koordinasi pemerintahan, etik pemerintahan,

ieknik pemerintahan, kons,:ntrasi dan diferensiasi dalam lingkungan

pemerintahan, pelayanan m,asyarakat (ciuil seruice), pemerintah dan yang

diperintah. Van Poelje memb:tndingkan ilmu pemerintahan ini dengan ilmu

(ekonomi) perusahaan. Kalau ilmu perusahaan mengajarkan cara terbaik
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untuk memimpin suatu perusahaan, maka ilmu pemerintahan mengajarkan
cara terbaik untuk men) rsun dan memimpin dinas publik. Dengan demikian,
olehnya dilihat adanya kesejajaran kedua ilmu itu pada beberapa bagian.
selanjutnya, ditegaskan bahwa objek pelajaran ilmu pemerintahan adalah
dinas publik, khususnya mengenai organisasi terbaik yang dapat menjamin
kelancaran hubungan alat-alat(mesin) pemerintahan dan hubungan organisasi
(dina$ dengan masyarakat, serta untuk pribadi (orang-orang) yang terdapat
dalam organisasi tersebut. Dilihat dari objek ini, kelihatan bahwa nantinya
ilmu pemerintahan ini seolah-olah digeser oleh ilmu yang lain (dalam hal ini
mungkin ilmu administrasi negara).

Pada uraian selanjutnya, van Poelje juga melukiskan perbatasan antara
lapangan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum (khususnya hukum tata
negara dan hukum administrasi) yang secara ringkas dikatahan bahwa ilmu
hukum (tata negara dan administrasi) mempelajari isi formal kedua hukum
tersebut sedangkan ilmu pemerintahan mempelajai "de werking uan het staatsen

administratiefrecht" (bekerjanya hukum tata negara dan hukum administrasi
negara). Sayang sekali, bahwa Van Poelje tidak menjelaskan pembatasan antara
lapangan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara. Mungkin
pada waktu itu memang Eropa daratan (khususnya Negeri Belanda) belum
mengenal ilmu administrasi negara (public administration), danmengembangkan
ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang berdiri sendiri.

Pendapat mengenai ilmu pemerintahan tercermin dalam karangan (buku)
kami tentang perbandingan pemerintahan (1983). Pada pokoknya, kami
berpendapat bahwa pemerintahan itu merupakan proses penyelengg araa'-
kekuasaan negara oleh pemerintah, sedangkan ilmu pemerintahan adalah
salah satu cabang ilmu yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan tadi. Oleh
karena kekuasaan ini menjadi _fot^ of interest-nyailmu politik, maka dapat saja
ilmu pemerintahan ini dianggap mula-mula berinduk pada ilmu politik dan
akhirnya berusaha melepaskan diri untuk tumbuh dan berkembang sebagai
ilmu yang berdiri sendiri. Apabila pendapat ini dapat dipahami dan dikaitkan
dengan pendapat-pendapat lain yang mengatakan bahwa pemerintahan itu
mempunyai arti luas dan sempit (seperti C.E Strong, Van Vollenhoven, dan
lainJain) serta dihubungkan dengan tulisan Van Poelje di atas, kiranya dapat
disimpulkan bahwa cukup bahan untuk menumbuhkan dan mengembangkan
ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang berdiri sendiri.

Lalu apaperbedaannya dengan ilmu administrasi negara? uraian mengenai
administrasi negara dan ilmunya (halaman l1 s/d 14, kami sepaham dan
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sependapat dengan pemrasaran). Kami hanya ingin menambahkan bahwa pada

awalnya administrasi negara b,:rorientasi pada hukum. Administrasi sebagai

proses, sebagai fungsi, institusl,, dan sebagainya pada dasarnya merupakan

perwujudan cita-cita hukum. S,:lanjutnya, administrasi negara itu juga dilihat

sebagai kepanjangan dari pros,os politik; ingat pendapat/dikotomi Woodrow

Wilson dan RankJ. Goodnow tentang politik dan administrasi (negara), fungsi

pokok pemerintahan adalah pc,litik dan administrasi. Proses politik bermuara

pada administrasi, dan admirristrasi bermuara pada keputusan-keputusan

politik. Setelah berkembangnya manajemen ilmiah (scientific nLanagtmmt) dan

administrasi niaga (businus adn;,inistration) maka administrasi ncgara bergerak

mendekati administrasi niaga yang telah mampu menyerap prinsip-prinsip

manajemen ilmiah. Administrasi negara, dengan demikian mcnjadi semakin

dekat pada administrasi niaga, mengejar nilai-nilai efisiensi, efektivitasnya dan

kehematan (fficiency, ffictiuitlt and econonry)'

Keduanya akan mempunyai kesamaan, mempunyai konsep-konsep

serta teknik-teknik yang sama. Kadang-kadang diajarkan dalam satu fakultas

(administrasi). Keduanya ditarnbah dengan satu jenis administrasi nonpublic-

nonbusiness, yai:;u priuate administration akan merupakan species-species dari satu

genus (D.Waldo, The Sndlt Of Public Administration, 1955). Relevansi dari uraian

ini akan tampak pada uraian tr:ntang batas-batas Ilmu Pemerintahan dengan

Ilmu Administrasi Negara.

Atas dasar uraian tersebut, kami ingin menajamkan pembahasan kami

dengan menyatakan bahwa ada ilmu pemerintahan dan ada pula ilmu

administrasi negara. Ilmu perr,erintahan tetap dekat dengan ilmu politik dan

ilmu hukum denganfocus of iitterest-nya penyelenggaraan kekuasaan negara

oleh pengemban kekuasaan n€gara (pemerintah) dengan titik berat perhatian

pada " politizk beleid (kebljaksanaan politik)". Dalam kebijaksanaan politik, tentu

dibahas tentang kemanfaatarr, kebaikan dan keabsahan penyelenggaraan

kekuasaan tersebut. Ilmu adnrinistrasi negara memusatkan perhatian pada

organisasi dan manaj emen unhrk mencapai tuj uan-tuj uan pemerintah. Sebagai

organisasi dan manajemen, ilrrru administrasi negara mengajarkan bagaimana

mencapai fficiency ffictiaitg and economlt yang setinggi-tingginya. Walaupun

ilmu administrasi negara masi.h harus berkaitan dengan ilmu politik, tetapi di

masa-masa akan datang ia akarr mendekat ke brciness adrninistration dan mungkin

juga ke ilmu ekonomi.Jadi, dzpat saja objek materiil ilmu pemerintahan dan

ilmu administrasi negara itu dibatasi satu terhadap yang lain, tetapi janganlah

diartikan bahwa batas-batas tersebut tidak dapat saling melinfimi. Perlu diakui
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bahwa ruang lingkup ilmu administrasi negara memang cukup luas dan
bahkan menjangkau pula masalah-masalah di luar pemerintahan, asal saja

masalah-masalah tersebut berkaitan dengan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat. Mengenai hal yang terakhir ini perlu dipikirkan kembali,
karena bidang-bidang tertentu dari objek ilmu pemerintahan (dalam hal ini
pemerintahan dalam arti luas) yang tidak dijangkau oleh ilmu administrasi
negara. Gambar berikut ini dapat melukiskan uraian tersebut di atas.

Kami lebih banyak menyoroti fungsi yang dilaksanakan oleh institusi yang
disebut "pamong praja",juga cara bagaimana pejabat-pejabat tersebut harus
dipersiapkan agar dapat menunaikan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Diuraikan
pulabahwawalaupunpamongprajaitu suatuintitusi berasal dari zamanpenjajahan,
tetapi dapat menyesuaikan diri dengan dan berperandafarnzarrtan kemerdekaan,
untuk selanjutnya dikembangkan menjadi pamong praja Pancasila yang struktur,
proseduq kultur dan behavioralnya harus berdasarkan Pancasila. Kami berterima
kasih sekali memperoleh tambahan informasi dari makalah tersebut.

Perkenankanlah kami memberikan tambahan bahwa fungsi yang dulu
dilaksanakan oleh pamongpraja itu luas sekali, yang dalam perundang-undangan
dicakup dalam istilah pemerintahan umum (algemeen bestuur). Pemerintahan
umum, yang mempunyai ruang lingkup yang luas ini, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1959 diserahkan kepada PP Nomor 50 Tahum 1963.

Dikecualikan dari penyerahan adalah sebagai berikut.

L ljrusan ketertiban dan keamanan umurn.
2. Koordinasi dinas-dinas vertikal.
3. Pengawasan atas jalannya pemerintahan di daerah.

Secara rinci, yang diserahkan adalah sebagai berikut.

l. Tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur yang
semula ada di tangan:
a. gubernur dan residen diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tinekat I;
b. bupati (regent) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Tingkat IL
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2. Tugas-tugas kewajiban kekuasaan dan kewenangan lain, kecuali bersifat

mengatur, yang semula ada di tangan:

a. gubernur dan residen diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah

Tingkat I;
b. bupati (regent), walikota, patih, kepala afleding dan onderafdeling, wedana,

asisten wedana, dan lain-lain, diserahkan kepada Dewan Pemerintah

Daerah Tingkat II.

Dalam UU No. 5 / 197 +, pernerintahan umum dirumuskan sebagai urusan

pemerintahan yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban, politik,
koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintah an lainny a yang tidak termasuk

dalam tugas suatu instansi-instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga

daerah. Rumusan ini kemudian dirinci dalam pasal B0 dan Bl.Jelaslah bahwa

perumusan ini sudah tidak lagi rnempermasalahkan urusan-urusan yang telah

diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Sebagai institusi, pamong praja sudah tidak jelas lagi, siapa atau pejabat

mana yang dapat digolongkan pamong praja. Berdasarkan ketentuan yang

ada, tugas pemerintahan umum yang dulu dipercayakan kepada pamong

praja, sekarang diserahkan kepada kepala wilayah, yaitu gubernur, bupati/
walikota, walikota (administrasif , dan camat. Lurah dan kepala desa, walaupun

tidak jelas-jelas disebut sebagai kepala wilayah, tetapi berdasarkan tugas dan

kewajibannya yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1979, kepala desa/

kepala kelurahan tersebutjuga tnelakukan tugas-tugas sebagai kepala wilayah

di tingkat desa/kelurahan.
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TINJAUAN ILMU PEMENINTA}IAN
.DI .LINGKUNGAN INSTITUT

ILMU PEMERINTAHAN

K,

ami mengambil kesimpulan, antara lain tentang ilmu pemerintahan yang
merupakan suatu sistem keilmuan yang mencal<up spektrum yang luas dan

dalam, dan selanjutnya mengemukakan 2 (dua) konsekuensi dalam program
studinya pada lembaga Institut IImu Pemerintahan dengan nilai kesarjanaan
(stratum S-1 ke atas), di samping diploma.

Kesimpulan ini dilandasi alasan-alasan yang berikut.

L Memperhatikan dan mengkaji berbagai definisi pemerintahan (gouernment),

baik sebagai proses maupun organisasi, berbagai seginya dapat memenuhi
syrarat sebagai lokus dan fokus buat pengkajian ilmiah.

2. Pemerintahan adalah pengunaan kekuasaan yang terbentuk dalam proses

politik untuk merumuskan "publi.c pllb)" merupakan fokus ilmu pemerintahan,
dan pelaksanaannya public administration (rknu administrasi negara).

Berlakulah semacam kantinuum proses politik-pemerintahan-administrasi, di
mana pemerintahan sukar dipelajari secara mandiri karena bergantung pada
proses politik dan dihimpit pula oleh proses politik dan proses administrasi.

Pada dasarnya, public policy bersumber dari rakyat yang berdaulat, namun

dapat pula terjadi tanpa melalui proses politik, melainkan bersumber lain;
pemerintah berprakarsa sendiri, proses pemerintahan tidak semata-mata

bergantung pada proses politik, dengan pendekatan sistem, ini berarti terjadi
proses dalam sistem. Pemerintah membentuk tnput dan output-nya sendiri. Ini bisa

dipertanyaka\: apa tak berarti ada dua sistem? Bukankah ini suatu mhop2?

Lebih lanjut, karena pemerintah memegang peranan yang amat penting
dalam kehidupan bangsa, yakni menduduki posisi leading, dipergunakan pula
konsep kekepalaan yang merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu-ilmu
yang bersangkutan dengan negar a / p emerintahan. Dikemukakan lebih lanj ut,
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karena tugas dan tanggungjawab kepala eksekutif, intensif dan rumit, sehingga

demikian berat, diperlukan penunaiannya melalui orang lain di samping
pribadinya sendiri.

Dalam pemerintahan, kep:rla pemerintahan menunaikan tugas melalui
orang lain, mendelegasikan tug;as kepada rakyat. Dengan demikian, kepala

pemerintahan mesti mampu mr:nggerakkan dan mengerahkan rakyat dalam
usaha mencapai tujuan nyata, sebagai "managing people". Kiranya ini berarti
perluasan makna managingpeople'yangsempit terbatas suatu unit kerja, sehingga

mencakup rakyat dan wilayah, tempat hidupnya, menjadi manajemen
pemerintahan lokus dan fokus ilmu pemerintahan.

Ditegaskan bahwa yang rnemegang dan menjalankan lungsi kepala
di negara Republik Indonesia adalah pemerintah. Kenyataan seperti ini
berlaku umum di negara-negara lain. Ini berkaitan erat dengan superioritas
eksekutif sebagai pemerintah dzrlam artiannya yang sempit dalam kehidupan
kene garaan / kemasyar akatan se hari-hari.

Selanjutnya, makna mem,3rintah yang dilakukan oleh pemerintahan
juga diperluas, tidak hanya somata-mata menyuruh/mewa.jibkan orang
untuk melakukan atau tidak mt:lakukan sesuatu, melainkan mendorong dan
menyadarkan, menggerakkan rlan mengendalikan rakyat yang diperintah,
setelah terlebih dahulu memaharni /menghayati keadaan, kebutuhan, keinginan

dan aspirasinya, agar senantiasia bergerak ke arah atau tidak menyimpang
dari tujuan nasional. Dengan demikian, pemerintahan adalah penguasa,
penggunaan kekuasaan yang dipercayakan ataupun diamanatlczrn oleh rakyat
dan sekaligus pengabdi rakyat yang berkuasa/berdaulat, berhaclapan dengan
rakyat sebagai yang diperintah/ dikuasai, walaupun berkuasa.

Pemerintah yang berkedudukan seperti itu menanggung beban yangberat,
karena mesti mampu menerima,amanah dan melaksanakannya terhadap pihak
yang justru mempercayakannya, terlebih berat lagi karena sikap perbuatan
itu serta-merta diuji kebenarannya atau dipertanggungjawabkan secara
langsung. Untuk itu, diperlukan kualitas kemampuan yang memadai, dan bagi
terbentuknya diperlukan ilmu (clan seni)yang memadai pula.

Kiranya masih dipertanyalian, apakah hal ini dapat dijawab oleh ilmu
pemerintahan atau ilmu-ilmu lain seperti ilmu politik, administrasi negara,
masing-masing atau bersama-sarna? Dalam menjawab pertanyaan ini, menurut
perkembangan historis upaya keilmuan mengenai kenegaraan/pemerintahan,
sesudah Perang Dunia Kedua, telah muncul ilmu administrasi negara, yang
kebetulan sekurang-kurangnya cli negeri Belanda dan Indonesia rnenggantikan
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ilmu pemerintahan. Ternyata kemudian ilmu administrasi negara inipun
dianggap belum/kurang mampu menjawab tuntutan kehidupan kenegaraan

dan kemasyarakatan dalam rangka usaha perubahan/perbaikan ataupun

pembangunan dirinya, dan dengan meneladani ilmu ekonomi pembangunan

yang berorientasi sasaran/tuj:uan (goal orientation) dan konsep, metode dan

teknik perencanaan bagi usaha pencapaiannya, muncul pula ilmu administrasi

pembangun an (deu elopment afuninistration).

Dalam pada itu, di negara Belanda, konon mulai dikembangkan (lagi)

ilmu pemerintahan, dari b es tuurskunde menjadi b estuursruetens chap. Mungkin
yang terakhir ini suatu pertanda optimisme bahwa ilmu pemerintahan akan

berkembang terus!?

Menarik pula pengkajian mengenai hubungan antara pemerintah
dengan yang diperintah dengan menggunakan "Pola A, B, C, s/d H, yang

menggambarkan hubungan anrara kedua subjek dengan berbagai hak dan

kewajibannya ataupun atribut yang melacak pada kedudukan masing-masing;

diungkapkan pula sifat dan suasana yang secara dominan menguasainya,

seperti politik, ekonomi, sosioantrologi, dan sebagainya. Gambaran dan

ungkapan itu disajikan sebagai upaya pemahaman arti pemerintahan, yaitu
sebagai hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan yang diperintah
yang pada dasarnya meliputi berbagai jenis pola dan kegiatan atau upayanya

dilukiskan dengan garis lingkaran hubungan antara kedua pihak yang
bersangkutan; selanjutnya dengan pola beserta garis lingkaran hubunganjuga

ditujukan tindakan pemerintahan beserta produknya perilaku yang diperintah,
dan sebagainya yang kesemuanya merupakan sasaran,/objek pengkajian ilmu
pemerintahan.

Dipertanyakan, bukankah berbagai istilah yang menunjukkan hak,
kewajiban, atribut kedua subjek yang bersangkutan itu sudah merupakan
objek garapan disiplin lain, setidak-tidaknya disiplin yang relevan pada sifat

dan suasana yar'g dominan di masing-masing pola? Atau mungkin, juga
berbagai disiplin itu dimanfaatkan sebagai membantu pengkajian? Secara

realistis diuraikan perilaku dan tindakan pemerintah yang melahirkan
peristiwa pemerintahan, dengan bertitik tolak dari urusan pemerintahan yang

dipahamkan sebagai tinjauan pemerintah / negara, yang setidak-tidaknya 3

(tiga) hal tentang kebahagiaan. Dikemukakan pula keharusan adanya azas-azas

penjamin terselenggaranyaurusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, yans
ditentukan oleh fi lsafat / pandangan hidup b angsa / ne g ar a y a\g bersangkutan.

Dapat ditambahkan kiranya salah satu berpengaruh menentukan terhadap
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bobot tindakan ini, yaitu sej:ruh man otoritas campur tangan negara/
pemerintahan terhadap kehidupan masyarakat. Tentunya, selain tindakan
pemerintah (yang sekali lalu dan berulang kali) di satu pihak, perilaku yang

diperintah, terutama merupakzrn respons terhadap yang pertama dapat pula
dipandang sebagai peristiwa pt:merintahan, sehingga kedua-duanya menjadi
sasaran ilmu pemerintahan. Seni pemerintahan, berdasarkan pendapat
George E. Barkley, merupakan karya khas pribadi subjek pelakunya, dan lain
sebagainya. Seni pemerintahan itu adalah kemampuan berprestasi individual
pejabat yang bersangkutan, namun begitu selanjutnya berkembang menjadi
peristiwa pemerintahan. Secala objektif yang teoretik baru, sejak tahapan
inilah peristiwa pemerintahan dapat menjadi bahan pengkajian ilmu yang
bersangkutan (perbandingan pcmerintahan).

Selagi masih dalam tahapan peristiwa sekali lalu, perilaku individual
merupakan seni/hasil dari seni yang sulit dikaji, seperti ditegaskan, "dunia
perilaku pejabat pemerintahan, unsur kepala setiap satuan organisasi
pemerintahan, seolah-olah sebuah dunia misterius sukar dijelajahi, sukar
diterobos oleh penelitian ilmiah, dan diliputi formalisme serta kerahasiaan".
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PENERAPAN IIMU PEMERINTAHAN DAN
SISTEM PENDIDIKANNYA

PADA IIP DAN APDN

loazl RaaraKaln-

l{ auu kita mengamati definisi-definisi yang diajukan oleh para sarjana

I \-u"prn lembaga-lembaga ilmu pengetahuan (misalnya Piper & Ward,

Spriegel & Davies, Salvadori, Pasteur, Wilson Gee, Bertrand Russel, Hatta,

George Simpson, van Poelje, Urwick, UNESCO, dan lainlain), maka yang

dimaksudkan dengan ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang teratur/
sistematis, yang membahas suatu sasaran atau objek tertentu dengan memusatkan

perhatiannyapadasatu atau segolongan masalah yang terdapatpada sasaran itu
(merupakan sudut pandangannya) untuk memperoleh keterangan-keterangan

yang mengandung kebenaran (objektif) dengan menggunakan metode-metode

ilmiah tertentu.Jadi, ciri-ciri ilmu adalah sebagai berikut.

. Merupakan pengetahuan yang teratur.

. Mempunyai objek/sasaran tertentu yang dibahasnya.

. Adanya pusat perhatian tertentu yang merupakan sudut pandangannya, di
dalam membahas objeknya.

' Menggunakan metode-metode ilmiah tertentu di dalam usahanya untuk
mencapai kebenaran yang objektif.

Ilmu pemerintahan adalah juga suatu ilmu pengetahuan yang teratur.

Dengan memperhatikan pustaka ilmu pemerintahan yang sudah berkembang

luas, maka jelaslah bahwa ilmu pemerintahan adalah pengetahuan yang

teratur,/sistematis. Keteraturannya dapat dilihat pada adanya hubungan-

hubungan antarpokok-pokok soal yang dibahasnya sehingga merupakan

suatu kesatuan, di samping adanya penggolong-golongan di dalam kebulatan

itu. Sebagai contoh, pembahasan tentang hubungan antarapemerintah pusat

dengan daerah, dapat kita golong-golongkan ke dalam pembahasan tentang

hubungan kewenangan, hubungan keuangan dan pengawasan. Ketiga-tiganya

dapat kita golong-golongkan, namun merupakan suatu kesatuan yang bulat
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karena saling berhubungan. f)engan demikian, ketiga-tiganya terikat dalam
suatu kesatuan atau suatu sistem.

Ilmu pemerintahan juga memiliki objek/sasaran yang dibahas atau
dipeQarinya, yaitu pemerintahan. Apakah yang dimaksud dengan pemerintahan?

Banyak sekali definisi-definisi yang diajukan oleh para sarjan4 antara lain ada

yang mengatakan bahwa pemerintahan adalah segala usaha atau kegiatan yang
terorganisasikan, bersumber pzLda kedaulatan dan berlandaskan dasar negara,
mengenai rakyat/penduduk rlan wilayah negara tercapalnya tuJuan
negara atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah suatu

sistem pelbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar teftentu untuk
mewujudkan tujuan negara. Sualu tugas atau fungsi hanya dapat dilalsanakan kalau

disertai kewenangan (rutlnnfii) deLn kekuasaan@ower). Oleh karena itu, maka sering
kali pemerintahan, juga dapat dikatakan sebagai kekuasaan negara. Pemerintahan

sebagai kekuasaan negara dibe+ oleh Donner ke dalam dua jenis, yattu nnk m
doelstzllrng $;enentuan tugas dan tujuan) dan uinoning(pelaksanaan tugas dan tujuan
yang telah ditetapkan). Paralel dr3nsan pendapat Donner ialah yang dikemukakan
oleh Herman Finer: Thus gouernmmtfalls rzughb into mo gennal parts, defambfu f not

complztefu seusabln: (l) tlu procus of politits and (2) tlu process of adminish"atinn.

Selanjutnya beliau mengatakan :

Thefrst comprisu the origin, deu,llopment, andmaturingof socialwill, so thatpopular
lo2alties to a desire are marshalled in such a ua) as to establish a lau, or conumtion

or simpfu acqui.esced in. And this inuolued simultaneousfu the stimulation of social

readiness to make the direct and indirect sacffices of time, mlne)) ecznomic habits and
to establish the rewards and selfre:;traints whirh are necessar) to support and nourish the

ruill thus angaged. The result is a reseruoir o1f social will and poruer Administration is

the use of this reseruoir of social rpill and power by appropriate pusonal mechanical,

teritzial, and procedural method in order to render specr,fic gouernmertal seraices to

those entitled to thun and to eryforce duty tuhere the uill or abiliEt is lacking.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pemerintahan terdiri atas (a)

kekuasaan,/kewenangan untuk merumuskan kebij aksan aan (poliq formulation)
dan ft) administrasi @oliqt exuutir,n). Hubungan antara keduanya sangat erat sekali.

Mengenai hubungan keduanya, Herman Finer menyatakan sebagai berikut.

The machinery of administration is subordinate to the political phase o1f gouernment,

and it ought to be. For the politital determines will andfunction, and these are prior
to, souereign ouer, and creanr of t,he administraue machine and procedure.

Administration is an applizr of discretion and the discretion is the political almost

entirely unhampered and its character andfree uill; but administration is merell the

reflection of political rule. It is a recipinnt of smaller amounts of discretion.
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Sehubungan dengan pembidangan pemerintahan ke dalam dua bidang
tersebut, maka Meehan, Roche, dan Stedman di dalam bukunya yang berjudul
The Dltnamics of Modern Gouernment, secara panjang lebar menguraikan kedua
bidang tersebut yang disebutnya dengan (l) the political process (the formulation
of public foliry) dan (2) the implementation of public policl (the adminishatiue process).

Demikian juga halnya dengan Hoogerwerf di dalam bukunya yang berjudul
Ilmu Pemerintahan, juga membahas kedua bidang tersebut, yaitu kebijaksanaan
(poli$ dan pelaksanaan kebijaksanaan.

Ciri berikutnya adalah sudut pandangan atatfocus of interest ilml
pemerintahan. Ilmu pemerintahan memandang objeknya dari sudut pandangan
politis-ideologis, artinya memandang pemerintahan sebagai resultante atau hasil
bersama dari pelbagai macam faktor dan kekuatan yang ada dalam masyarakat,
seperti aspirasi politik, partai-partai politik, tingkat pendidikan rakyatnya,
tingkat perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya.

Ltst but not kast, ilmu pemerintahan di dalam usahanya untuk mencapai
kebenaran senantiasa mempergunakan pelbagai macam metode ilmiah yang
sama dengan metode-metode pada ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti deduksi,
induksi, komparasi, deskriptit kuantitatif kualitatil dan lainlain. Pendekatan yang
digunakan beraneka ragam, antaralain pendekatan institusional, power, tingkah
laku/behavioral, historis, sosiologis, yuridis, psikologis, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan ringkas di atas maka dapatlah dikatakan bahwa ilmu
pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang kedudukannya sama dengan
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya terutama dengan sesama ilmu-ilmu sosial.

Dalam kaitan dengan kurikulum di APDN dan IIP yang merupakan
lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam
Negeri, maka yang perlu disoroti lebih dahulu ialah tujuan pendidikan pada
kedua lembaga pendidikan tinggi tersebut. Dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan) terdapat dua jalur pendidikan tinggi, yaitu
jalur pendidikan non-gelar (diploma) yang terdiri atas Dl, D2, D3, D4,
Spl dan Sp2 dan jalurpendidikan gelar, yaitu Sl, 52, dan 53. Keduajalur
pendidikan tersebut mempunyai tujuan yang berbeda. Dalam Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0212/U/ I9B2 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi,t dikatakan bahwa
tujuan pendidikan non-gelar adalah untuk menghasilkan warga negara yang
berkualifikasi sebagai berikut.

' Dewma ini pemtum d6il bagi pendidikan tinggi ielah berubah, yaitu dengm PP No.4 Tahm 2014 tentang Penyeleng$aan
PendidikmTinggi Pengelolm PergmTinggi serta Undmg-Undmg Nomor 12Tahun 2012 tentang PendidikmTinggi (ed.)
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L.

d.

a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.

b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan

teknologi, maupun masalalt yang dihadapi masyarakat, khususnya yang

berkaitan dengan pelayanan langsung di bidang keahliannya.

c. Mempunyai kemampuatl untuk menerapkan pengetahuan serta
keterampilan teknologi yang dimilikinya ke dalam kegiatan produktif dan

pelayanan kepada masyaral<at.

d. Mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan mengenai

pengetahuan serta keteramltilan teknologi yang dimilikinya.

Jalur pendidikan gelar khususnya S I bertujuan untuk menghasilkan warga

negara yang berkualifikasi sebagai berikut.

a. Berjiwa Pancasila dan merr,iliki integritas kepribadian yang tinggi.

b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan

teknologi, maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang

berkaitan dengan bidang kt:ahliannya.

Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dimilikinya

sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan

kepada masyarakat.

Menguasai dasar-dasar ilrrLiah serta pengetahuan metodologi di bidang

keahliannya, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan

dan merumuskan cara pen/elesaian masalah yang ada di dalam kawasan

keahliannya.

e. Mempunyai dasar-dasar ihniah sehingga mampu berpikir, bersikap dan

bertindak sebagai ilmuwan,

f, Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilannya sesuai

dengan bidangnya.

Secara ringkas, dapatlah dikatakan bahwa tujuan pendidikan non-
gelar adalah untuk menyiapk;ln tenaga-tenaga yang memplrnyai keahlian

dan keterampilan tertentu yarrg langsung dapat dimanfaatkan (siap pakai).

Sehubungan dengan itu, maka pengetahuan teoretik sangat kurang diberikan

kepada para mahasiswa non-gelar; sebaliknya, pengetahuan keterampilan

dan terapan/praktika mendapat porsi yang sangat menonjol. Lain halnya

dengan jalur pendidikan gelar yang memberikan bobot yang lebih besar

kepada pengetahuan teoretik/konseptual dan metodologi sehingga mampu

melakukan penelitian-penelitian ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah

yang dihadapi secara konsepsi<lnal dan mendasar.
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Dengan diterapkanya sistem kredit maka menurut Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 02ll/U/ 1982, khususnya
Pasal 3, ditegaskan bahwa beban studi pada jenjang Sl secara kumulatif
adalah berkisar antara minimal 144 sks dan maksimal 160 sks, dengan lama
belajar minimal B semester dan maksimal l7 semester sesudah SMTA. Tingkat
studi sarjana muda merupakan bagian integral dari program pendidikan Sl
mempunyai beban studi minimal I l0 sks dan maksimal 120 sks.

Selanjutnya, di perguruan-perguruan tinggi negeri dalam lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mata kuliah-mata kuliahnya
dibedakan ke dalam beberapa kelompok.

a. Kelompok mata kuliah dasar umum (MKDU).
b. Kelompok mata kuliah dasar keahlian (MKDK).
c. Kelompok mata kuliah keahlian (MKK).
d. Kelompok mata kuliah pilihan (l\{KP).

Rasio antara keempat kelompok mata kuliah tersebut sangat ditentukan
oleh tujuan pendidikannya serta keahlian dan bidang ilmunya masing-
masing.

Dari uraian singkat di atas, maka timbullah beberapapertanyaan berikut.

L Apakah sebenarnya yang merupakan tujuan pendidikan di APDN dan IIP
sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen
Dalam Negeri? Memang telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan di
APDN dan IIP adalah "untuk membentuk kader-kader yang berkeahlian
akademik di bidang pemerintahan dalam negeri". Kami berpendapat bahwa
tujuan yang dirumuskan ini belum/kurang jelas, sebab keahlian a-kademik

ada dua macam) yaitu keahlian teoretik-konseptual, seperti yang telah kami
uraikan di atas. Apakah APDN dan IIP bertujuan untuk membentuk kader-
kader yang berkeahlian terapan ataukah teoretik-konseptual? Kalau tujuan
ini sudah ditentukan dengan jelas, maka penentuan kurikulumnya akan
menjadi lebih mudah, sebab dengan demikian, maka rasio beban studi antara
mata-mata pelajaran terapan dan keterampilan di satu pihak dan mata-mata
kuliah teoretik dapat lebih mudah ditentukan. Dengan j elasnya tujuan, maka
penentuan beban studi antara MKDU, MKDK, MKK, MKP dapat pula
ditentukan dengan lebih mudah.

2. Persoalan akan timbul, apabila tujuan pendidikan di APDN ditentukan
berbeda dengan IIP, misalnya APDN lebih menitik-beratkan pada bidang
terapan, sedangkan IIP pada bidang teoretik, maka bagaimana caranya
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untuk menjembatani kesenjangan dalam bidang teoretik pada tingkat

APDN sehingga bila lulusran APDN melanjutkan studinya di IIP, hal

tersebut tidak merupakan ganjalan. Pada jalur pendidikan Sl, tingkat

sarjana muda merupakan blrgian integral dari program tersebut, sedangkan

pada IIP dan APDN, keduanya terpisah. Oleh karena itu, perlu dipikirkan

pola kurikulum yang integr:al bagi kedua tingkatan pendidikan tersebut.

Mungkin dengan cara menetapkan MKDU, MKDK, dan sebagian MKP
pada APDN, sedangkan M.KK dan sebagian MKP di IIP Yang penting

di sini ialah bahwa kurikulum pada kedua lembaga pendidikan tingai ini
harus berhubungan satu szLma lain, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,

dan ini tergantung pada tujuan yang ditetapkan.

3. Persoalan ketiga adalah yarrg menyangkut bidang studi. Sebelumnya telah

dinyatakan bahwa pemerintahan dalam garis besarnya dibedakan ke

dalam dua bidang yaitu p,:nentuan kebijaksanaan (poliq formulation) dan

pelaksanaan kebijalsanaan (administrasi). Sehubungan dengan itu, maka

perlu ditegaskan pula tentang bidang studi mana saja yang menjadi spesialisasi

dari seorang mahasiswa. Penentuan bidang studi ini penting, karena hal itu

akan mempengaruhi kurikulum dari setiap bidang tersebut.
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HUBUNGAN IIMU PEMERINTAHAN
DENGAN IIMU HUKUM

gfuar/Awt:to?eaaea'

ari berbagai makalah yang disajikan dalam pertemuan tanggal 3OJuIi

l9B5 dan diskusi yang tumbuh di seputar topik-topik yang bersangkutan

terlihatjelas bahwa proses kelahiran dan perkembangan ilmu pemerintahan di
Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan para akademisi

yang mengasuh disiplin tersebut. Latar belakang pendidikan di sini tidak saja

dalam artian bidang disiplin yang diperdalami oleh para akademisi tersebut,

tetapi juga dalam artian tempat asal mereka menimba ilmu pengetahuan
(Kontinental atau Anglo Saxon).

Bertolak dari kesimpulan tersebut, maka upaya untuk mencari tahu isi
Ilmu pemerintahan dan kaitan (hubungannya dengan ilmu-ilmu lain dalam

taraf pertama memerlukan pelacakan perkembangan/pertumbuhan ilmu
kenegaraan (staatsuetenchap; staatswissenscaft) di Eropa Kontinental dan ilmu
politik (political scfunce) di Anglo Saxon. Penelusuran terhadap perkembangan
ilmu kenegaraan) khususnya dipandang penting, karena ilmu pemerintahan
lahir di Eropa Kontinental dalam kerangka ilmu pengetahuan tersebut, seperti

kata-kata yang tersurat dalam tema Temu Ilmiah pada saat ini ".... dalam

rangka mendudukkan Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu Kenegaraan ...".

Bukan saja istilah yang dipakai, tetapi perkembangan ilmu politik di Anglo
Saxon sangat dipengaruhi oleh tradisi Yunani Kuno (Arthur Maas: Area and

Powu: The Theory of Incal Gouunment). Hal ini tampakjuga dalam perkembangan

pendekatan ilmu politik di AS, menurut David E. Apter (Introduction Tit Political

Anal,sis) yang dimulai dengan pendekatan "filsafat politik" seperti yang dipakai

oleh Plato dan Aristoteles. Dari pendekatan tersebut kemudian timbul berbagai

pendekatan lainnya dalam kurun-kurun waktu berikutnya, yaitu pendekatan

kelembagaan, tingkah laku, kemajemukan, struktural dan perkembangan.
Perkembangan pendekatan yang pesat itu menurut para sarjana ilmu-ilmu
sosial karena ilmu politik di AS diasuh oleh kalangan sarjana sosiologi.
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l
DiEropaKontinental,padarnularryatidakdikenalistilahilrnupoliti\ melainkan

ilmu kenegaraan. Setelah pendel<atan filsafat kenegaraan maka berkembang pula
pendekatan kelembagaan. Buku-bul<u G.Jellineck Q4lgoneTru Stantsbhre), Herman
Heller (Snarlzlae), dan R. Kranenburg {y'lgrmu Snntslzu) sebenarnya merupakan

karya yang mempergunakan perLdekatan pertama di atas. Dalam taraf berikutnya

berkembang pendekatan kelembagaan. Akan tetapi, perkembangan pendekatan

berikutnya tampaknya mengaleLmi stagnasi, karena ilmu kenegaraan di Eropa

Kontinental dikembangkan oleh para ahli hukum. Demikianlah, sekalipun ada

upaya ke luar dari pendekatan kelembagaan dengan mencoba menggunakan

ilmu politik (Carl Schmitt: Du &gr!ff dts Politisclm danJ. Barent: De Wetznschnp Du
Politi&), narnun tidak cukup kuat menghadapi arus pada waktu itu. Etos negara

hukum yang berkumandang di l)ropa Kontinental pada waktu itu rupanya cukup
memberi alasan untuk tetap mernpertahankan pendekatan kelembagaan.

Erat kaitannya dengan perkembangan ilmu politik di AS adalah disiplin
public administration yang kian lama kian mapan sebagai disiplin yang mandiri.
Kelahiran ilmu tersebut tidak clapat dipisahkan dari ilmu politik.

Dalam waktu yang bersalnaan) ilmu tersebut belum dikenal di Eropa
Kontinental. Padahal, dalam biclang ilmu hukum telah terjadi pemisahan hukum
administrasi negara (ad;rninisnatitl'recht) daihukum tatanegara(stantsrecht). Banyak

buku mengenai hukum adminisr:rasi negara yang ditulis oeh para sarjana hukum
pada waktu itu (|. Oppenheim, HJ. Romein, dan lainJain).

Diilhami oleh kenyataan perkembangan yang pesat dari bidang hukum
publik, tampaknya muncul bestu:urswetunchap sebagn bagian dari' stantswetutschap

(ilmu kenegaraan).Istilah yang dipakai di sini adalah bestuur dan bukan
administratie, karena kedua istil,ah tersebut juga sering dipakai dalam bidang
hukum administrasi negara (lihat Van Poelje: Inleikng tot het Bestuursrecht, A.M.
Donner: Nedulnuls Buhrurcrecht, dan GJ. Wrarda: De Wetcnschnp uan het. Buhturvaht).

Pengaruh pemikiran van Vollerhcven mengenai kaitan antara hukum administrasi

negara dan hukum tatanegara r:erlihatjelas dalam karya Van Poelje dalam ilmu
pemerintahan dengan kata-kat:rnya "de uterking uan het stants m arlministratizfechf'

(menurut van Vollenhoven, hukum tata negara mempelajari negara dalam
keadaan diam atau statis, sedarrgkan hukum administrasi negara mempelajari
negara dalam keadaan bergerak atau dinamis). Konsentrasi bestuurswetutcltappada

"dinas publik" mengisyaratkarL bahwa ilmu pemerintahan van Poelje hanya
terbatas pada lembaga eksekutil (administratif) belaka.

Situasi yang terjadi di Irrdonesia dalam periode awal kurang lebih
mencerminkan perkembangan di kawasan Kontinental. Pada mulanya dipakai
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istilah ilmu kenegaraan, dan kemudian muncul istilah ilmu politik. Bahkan
Prof Kuntjoro Purbopranoto pernah mengusulkan pemakaian istilah ilmu
ketataprajaan (dalam tulisan beliau, "sedikit tentang pemeintahan Demokrasi,,,
I 960). Penggantian Jurusan Ilmu pemerintahan menjadi Jurusan Ilmu Tata
Usaha Negara di UGM mencerminkan pula bahwa ilmu pemerintahan pada
waktu itu berfokus pada bidang eksekutif atau administraiif,

Hal demikian analog dengan perkembangan yang terjadi dalam bidang
hukum di Indonesia. sej ak | 9 41, terjadtpemisahan hukum administrasi .r.gu.I
dari hukum tata negara (dengan pengangkatan prof, prins sebagai Guru Besar
dalam HukumAdministrasi Negara di uI).walaupun demikian, bagi istilahyang
dipakai untuk bidang ilmu hukum ini belum terdapat kesepakatan (HTU, HTU
Pemerintah, HTU Kenegaraan, HTU Negara, Hukum Administrasi, Hukum
Administratif, Hukum Administrasi Negara, Hukum Thta pemerintahan).

Dengan perkembangan ilmu politik di Indonesia, maka ilmu pemerintahan
yang semula memfokuskan diri pada lembaga eksekutif berkembang pula
meliputi lembagalembaga kenegaraan rainnya, seperti yang dapat dilihat
dalam kurikulum IIP Hal ini menurut pendapat kami dapat dipertahankan
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat dan pembangunan.
Dengan demikian, tampaknya ilmu pemerintahan di IIp sekarang sebenarnya
tidak lagi mengikuti pemikiran van poelje. Bidang bahasan ilmu pemerintahan
sekarangjauh lebih luas.

Dalam situasi apa pun, kaitan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum sangat
erat. Tentu saja ilmu hukum yang bertarian dengan ilmu pemerintahan adalah
ilmu hukum publik. setidak-tidaknya, ilmu hukum yang bertalian erat dengan ilmu
pemerintahan adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kedua
cabang ilmu hukum tersebut membahas kerangka formal pemerintahan. Namun,
kedudukan dan peran hukum tata negara di IIp barangkali dapat tertampung
dalam mata kuliah sistem Pemerintahan Indonesiu, ,.hi.rggu menurut hemat
kami, yang diperlukan di IIP adalah Hukum Administrari N.g..u.

Apabila kita menyadari fungsi hukum bagi kebijaksanaan umum, yaitu
sebagai dasar kebijaksanaan) sebagai kebijaksanaan itu sendiri dan sebagai
instrumen bagi kebijal$ anaan,makajelas peran HAN sangat penting dalam ilmu
pemerintahan. Bidang lain yang diperlukan bagi IIp berkenaan dengan fungsi
hukum bagi kebijaksanaan umum (public potiqt) adalah ,,lzgal dr@ingl' ugu, p*u
lulusan IIP kelak memahami bagaimana rumusan kebiiaksanaan umum yang
didesain diletakkan dalam formulasi hukum.
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PERSPEKTIF

ILMU PEMERINTAHAN

ww

itinjau dari liku-liku perrgalaman praktisi pemerintahan di daerah,

dirasakan kebutuhan objektif bagi adanya suatu dialog yang terlembagakan

di antara pemikir teoretis dengan penyelenggara pemerintahan' Tanpa adanya

interaksi demikian, maka bagi kt:dua kubu itu tidak akan ada kesempatan untuk

saling menarik manfaat. Pengenrbangan disiplin ilmu pemerintahan tidak akan

berjalan lancar bila tidak mene rima realitas sebagaimana yang dihayati oleh

para praktisi pemerintahan. BeSftu pula sebaliknya,tanpalatar belakang teori,

L.giuturr-k.giatan pemerintah:rn terkesan tidak prediktif kalau tidak dapat

dikatakan seolah-olah "tial and errlr".

Sebagaimana dimaklumi, r'ealita pemerintahan tidak dapat terselenggara

menurut alurnya sendiri. Dill harus diberi "rationale" yang berdasarkan

theoretical interest dansesuai pula ,fengan folitico-administratiue context' Tanpa dasar

berpijak pemikiran teoretis, maka para pelaksana (praktisi) pemerintahan akan

,,rlii .''.rrgumati gejala perubahan yang terjadi di sekitarnya, dan akan sulit

menangkap arti, menjelaskan serta memprediksi perubahan beserta akibat

yang ditimbulkannya. oleh karr:na itu, sering kita mendengar sementara aparat

pernerintahan membua t s tatmtent- s tatunent yan g kuran g menyin ggun g esensi

p".ro.lu.t, karena kekeliruannl'a memahami berbagai macam gejala yang ada

di tengah masyarakat'

Dalam kaitan dengan obsesi -tnstitut Ilmu Pemerintahan untuk mengembangkan

ilmu pemerintahan du.r -.nc.tak kader-kader pemerintahan, maka posisi ilmu

pemerintahan perlu dikaji se<:ara mendalam. Tinjauan aspek epistemologi

merupakan kajian yang tepat untuk dilakukan, karena dari situlah kita dapat

menetapkan lebih lanjut aspelr-aspek kelembagaan, kurikulum, pengkaderan,

masalah penyeleksian dan beberapa persoalan akademis lainnya. Seyogianyalah,

melalui kader-kader pemerintahan yang handal sebagai hasil capai institut ini,

iembatan antzxadunia teoretis ,lengan dunia praktisi dapat dibentangkan.



Ada dua hal utama yang menjadi kendala terbinanya iklim dialog antara
pemikiran teoretis dengan pelaksana pemerintahan, yaitu seperti berikut.
l. sifat pekerjaan pelalsana pemerintahan yang lebih banyak terfokus kepada

" af,tian" dari kebijalaanaan-keb!1'alsanaan yang telah digariskan secara nasional.
Ini ada kaitannya dengan realitas bahwa bobot pelaks arraantugas dekonsentrasi
lebih menonjol dibandingkan dengan pelaksanaan tugas-tug;s hinnya.

2. Belum adanya masyarakat akademis (umpamanya Fakultas Sosial
Politik pada Universitas Andalas) yang dapat berlaku sebagai mirra yang
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan penyelengg araan pemerintahan.
Sebetulnya, Institut Ilmu pemerintahan diharapkan b..p..u' lebih banyak
sebagai lembaga akademis dalam posisi inner mengikuti denyut nadi
penyele n gg ar aan pemerintahan dalam ne geri. Mengingat IIp mempunyai
nilai plus, karena dia tidak berhenti pada fungsi ilmiah untuk menerangkan
(explanation) atau memahami (understanding), tetapi juga pada fungsi ilmiah
yang merekayasa institusi dan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah. Tanggung jawab akademis seperti itu tidak akan pernah
dimiliki dan menjadi perhatian para praktisi, sekalipun cukup banyak di
antar any a merupakan lulusan disiplin ilmu sosial politik/pemerintahan.

Akibat dari iklim dan kondisi tersebut adalah sebagai berikur.
I . Pelaksana pemerintahan (di daerah) lebih banyak terpaku kepada mekanisme

kerja yang cenderung rigid dan rutin. pelaksana pemerintahan terbiasa
menerima instruksi, tidak terbiasa (bahkan menghindari risiko) untuk
mengembangkan pilihan-pilihan alternatif dalam penyelenggaraan tugas.
Dengan kondisi seperti itulah, pelaksana pemerintahan lebih berorientasi
kepada persoalan bagaimana (.how) mengimplementasikan sesuatu
keb!'alsanaan, instruksi atau perintah lainnya termasuk program-program
pembangunan. Mereka kurang terlibat dengan segi persoalan "Lurqt,, dan
"to what fficf' dat'' suatu kebiiaksanaan pemerintah, maka penyelengg araan
pemerintahan akan semakin baik. Dengan demikian, ada benarnyajika kritik
dilontarkan dan dialamatkan kepada aparatur pemerintah, karena mereka
berpikir tidak pernah esensial, berdayajangkau pendek, serta tidak memiliki
daya prediksi yang drgs, bahkan diikuti oleh sikap menghindari masalah.

Jika diamati secara saksama, maka cara berpikir dan bersikap aparat
pemerintah seperti itu sebetulnya bukanrah persoalan lokal, melainkan
sudah merupakan persoalan nasional. Kondisi ini menyangkut sistem dan
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, sebagai peru.ujudan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4,yangpelaksanaannya diatur secara
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seragam dan berlaku di seluruh wilayah nusantara. Oleh seb:rb itulah, cara

b.rp1ki. dan bersikap seperti rlimaksudkan harus dilihat secara makro karena

dia merupakan pencerminarr dari budaya aparatur pada umumnya'

Ketentuan perundangan menegaskan perlunya asas dekonsentrasi

dilaksanakan bersama-sanla dengan asas desentralisasi, dan dengan

memberi kemungkinan bagi ltelaksanaan asas tugas pembantuan' Penegasan

asas-asas itu bukan semata-lnata menyangkut aspek teknis pemerintahan,

melainkan juga meliputi prinsip-prinsip pemerintahan tentang batas-

batas kebeb asan (dicretion) yzngdiberikan kepada aparatur pemerintah di

daerah dan masyarakat sett:mpat untuk mengatur dan menyelenggrakan

urusannya. Kiranya istilah yang lebih memadai untuk menjelaskan arti

dis cretion adalah " Luis dom" .

2. Dengan tidak adanya masyarakat akademis dalam kelembagaan

p.-..intuhan, maka kemitraan yang diharapkan dari padanya menjadi

terbatas. Sebaliknya, pemikiran-pemikiran ekonomi yang telah tertanam

pengaruhnya semenjak penrbangunan lima tahun pertama, sangat terasa

t i.rggu sekarang, terutama pada lembaga yang merancang pembangunan

di daerah. Kuatnya penganrh pemikiran ekonomi itu bukan terasa sampai

ke tingkat desa. Contohnya,, konsep dan strategi pembangunan pedesaan

"Manunggal Sakato" dan mungkin demikian pula seperti "Marsipature

Hutanabe" di SumateralJtara dan "Gersamata" di Sulawesi Tenggara,

pada hakikatnya ingin menradukan strategi ekonomi deng:rn kebudayaan

iokal, tetapi dalam implemt:ntasinya ternyata telah strategi kebudayaan itu

tidak ditempatkan sebagai laktor dominan'

Terlepas dari hasil positif yang diraihnya, secara metodologis dipahami

bahwa pola pembangunan sepr:rti itu tetap berakar pada model pembangunan

ekonomi. Dengan model itu, {al<tor-faktor nonekonomi diredu}sikan seminimal

mungkin, kecuali jika dapat dir:fektifkan guna memaksimalkan nilai ekonomi.

D.rrgun istilah lain, biaya-bia.ya sosial yang timbul karena proses produksi

diletakkan sebagai beban yang; harus ditanggung masyarakat'

Dapatlah disimpulkan bahwa strate gi ekonomi, pembangunan kebudayaan

tidak lebih dari sekedar variabel saja dalam strategi pembangunan yang

direncanakan. Selanjutnya, dul<ungan partisipasi yang diminta dari masyarakat

bukan dalam konteks kebudayaan, melainkan dalam kaitan dengan dukungan

bagi pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, dapatlah dimengerti betapa

keanekaragaman pandangan sebagai buah budi kebudayaan dianggap tidak

relevan bagi pembangunan ek.onomi.

Dialektika Ilmu Pemerintahan

.:

256



Begitu juga dengan pemikiran yang kontekstual seperti budaya lokal,
kedaerahan, tidaklah dianggap berarti. Tidak ada maksud kami dalam bahasan

ini untuk mempertentangkan ilmu sosial politik/pemerintahan dengan ekonomi

secara kelembagaan di perguruan tinggi (khususnya di Sumatera Barat).

Kami hanya ingin menegaskan bahwa disiplin ilmu ekonomi lebih terasa

sifat positivismenya dari pada ilmu politik, sekalipun tidak dipungkiri bahwa
dalam ilmu politikpun banyak yang berusaha menanamkan pengaruh aliran
pemikiran ilmiah ini untuk menunjukkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang
positivistis. Kalau dilihat dari sisi aliran ini, maka dapat diartikan ilmu politik
secara metodologis sama dengan ilmu ekonomi, yang berbeda dalam objek
kajiannya saja. Namun demikian, jika dilihat dari perbedaannya, ilmu politik
sebagian masih dikuasai oleh pengaruh pemikiran ilmiah yang nonpositivistis,

yang masih memberi kemungkinan kepada keanekaragaman dalam hal ini baik

yang menyangkut sikap, pemikiran maupun cara berbuat.

Di sini, kita tidal<membicarakan masalah epistemologi di dalam ilmu politik
melainkan ilmu pemerintahan, sebab dalam status Institut Ilmu Pemerintahan,

ditegaskan obsesi institut ini untuk mengembangkan ilmu pemerintahan (menurut

persepsi kami) dan bukan sebagai bagian ilmu politik. Persoalannya, apakah ilmu
pemerintahan akan menuju pemikiran ilmiah yangpositivistis atau nonpositivistis.

Kedua-duanya mempunyai implikasi terhadap disiplin keilmuan, kurikulum
maupun pola pikir yang dihasilkannya serta model-model mahasiswanya.

Apabila ilmu pemerintahan tertarik untuk menghasilkan generalisasi-
generalisasi empiris, maka mau tak mau ilmu ini harus menjadi ilmu yang
positivistis. Tetapi apakah dengan demikian, ilmu pemerintahan akan
mereduksikan faktor kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat? Untuk kita
sadari bahwa di zaman Belanda, se orang pejabat pamong praja, pada dasarnya

dia adalah seorang antropolog. Mungkin dalam beberapa hal kita masih perlu
mempertimbangkan pemikiran ini.

Berbicara tentang tugas pemerintahan yang hakiki, maka kita harus

menderivasikannya dari undang-undang negara, yaitu melindungi kesejahteraan

umum) mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika dilihat dari sasarannya, maka

tugas sebagaimana dimaksud kurang lebih dapat dinyatakan sebagai "public

'interesf',khususnya sekedar membedakannyadengan "specialinteresf" yangjuga
terdapat dalam kehidupan bersama. Tirgas mengejar "public interesf itu menjadi
kewajiban seluruh perangkat negara, tetapi secara fungsional strategis berada

pada jajaran Departemen Dalam Negeri, sementara tugas-tugas lainnya lebih
tegas tergambar pada tugas departemen teknis lainnya.
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Dengan gambaran di atas, nnka terlihat betapa menonjolnya tanggungjawab
aparatur Departemen Dalam Negeri beserta perangkatnya di daerah, mengingat
dalam pelaksanaa\ tugasnya, ia selalu berhubungan dengan fungsi perlembagaan,

seperti pembinaan politik dalarn negeri, pembinaan kesatuan/persatuan serta

pembinaan wawasan nusantara. Oleh sebab itu, kepada aparaturnya selalu

ditekankan pola pikir atas dasar keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Bila
direfleksikan pada disiplin keilrrLuan, maka keilmuan pemerintahan seyogianya

memberi tempat bagi pemikiran demi persatuan/kesatuan bangsa, dan pemikiran
perlindungan terhadap kepen,:ingan umum yang beraneka ragam (plural),
yang semuanya harus ditempallan pada tatanan keselarasan, keserasian dan
keseimbangan. Lebih lanjut, socara epistemologis, ilmu pemerintahan harus
menetapkan dirinya, apakah ber:rda pada aliran keilmuan yang mengejar hukum-
hukum empiris atau ilmu yang nonpositivistis yang memberi tempat kepada
pemahaman terhadap pluralisnre, atau kedua-duanya. Pilihan salah satu atau

kedua-duanya, akan menimbull:an pertanyaan kepada lembaga pendidikan ini;
akapah hal itu sudah dicerminl<an dalam kurikulum, seleksi calon mahasiswa

atau persyaratan dan penataan akademis lainnya?

Bila jawabannya menunjukkan kecenderungan negatif, maka efeknya
lebih jauh adalah kepada lulusannya. Betapa besar tantangan yang dihadapi
oleh alumni Institut Ilmu Penrerintahan, yang dikategorikan "kader-kader
pemerintahan" dalam mengem ban tugasnya melaksanakan misi Departemen
Dalam Negeri, bila di dalam dirinya sendiri tidak terdapat keseimbangan antara
dua landasan pemikiran tersebrrt. Banyak pengalaman pejabat pemerintahan
di daerah, yang memilih melaksanakan kebijaksanaan pemerintah secara "al
all cost" terhadap masyarakat, s,:kalipun mungkin di antara tugzrs itu ada yang
diberikan dalam kadar tertentu, yang disebut sebagai dkcretion atau uisdom.

Persoalan yang diketengahkan dari sisi alumni ini, sekalipun merupakan refleksi

pengalaman alumni, terutafin ilari yang telah senior dalam jajaran pemerintah
daerah, namun persoalan itu tetap bukan main assumption tentang kekaderan
pemerintahan di Sumatera Barat saja, bisa juga hal ini ditemui di daerah lain.
Hal di atas adalah salah satu dari sekian masalah alumni IIf; khususnya dalam
kaitan dengan posisinya dalam )<egiatan pemerintahan, menyangkut kekaderan

pemerintahan dan disiplin keilmuan sebagaiman a yang dikembangkan di IIP

Bila dikaitkan dengan "dkcrtti.ln" seperti dikemukal<an pada bagian pertama
bahasan ini, kemampuan memanfaatkan discretion itu antara lain keterbatasan

keberanian moril, pengetahuan yang tanggung diperoleh selama pendidikan
kekaderan dan tanggungjawab moral agama dan Pancasila.
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Marilah kita uraikan satu per satt: Keberanian Moil, antara lain diperoleh
dari pendidikan kedisiplinan dalam arti yang luas. Tradisi disiplin itu harus
konsisten baik selama pendidikan di APDN berlanjut di IIB maupun seterusnya

di lapangan pemerintahan. Ada banyak contoh yang menunjukkan kedisiplinan
dalam pendidikan ternyata tidak tersemai dengan baik pada "pascapendidikan
kekaderan". Keberanian moril tumbuh bila pengetahuan yang dimiliki cukup
lengkap dan selalu dikembangkan. Kelengkapan pendidikan dicerminkan oleh
kualitas akademis. Pengembangan ilmu terpulang kepada pribadi setiap lulusan.

Pengetahuan lang Tanggrzzg. Sekalipun ini masih asumsi, tetapi dapat
dipahami karena sewaktu di APDN diajarkan pengetahuan setingkat D-3
dengan pola pelaksanaan yang beragam di setiap APDN daerah. Setelah itu,
mereka melanjutkan pendidikan di IIP dengan pola pendidikan setingkat S-1.

Dikhawatirkan, bila di APDN hanya diajarkan pengetahuan dengan bobot
teoretis hanya40Vo,rnereka tak akan mampu menyerap pengetahuan setingkat
S-l yang lebih tinggi bobot teoretisnya. Kalau benar, yang akan terjadi adalah
bobot akademik lulusannya menjadi tanggung atau sebaliknya, bobot pengelolaan
S- I diturunl<an untuk menampung lulusan APDN. Kemungkinan itu besar karena
dipandang terbatas sebagai pendidikan di lingkungan sendiri (Departemen Dalam
Negeri), demikianjuga pembinahn dan pengawasan oleh Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan bersifat tidak sama dengan perlakuan terhadap perguruan tinggi
swasta lainnya, karena jenisnya sebagai pendidikan kedinasan.

TanggungJautab Moral. Lulusan IIP bukanlah manusia super atau superior
yang berbeda dengan aparatur pemerintah lainnya. Buah budi pendidikan bisa
tidak berarti bila diajuga disemaikan di atas lahan yang tidak disiapkan untuk
itu. Apalagijenjang karier buat mereka di dalam lapangan pemerintahan tidak
tergambar dengan jelas sehingga merekajuga terpengaruh untuk berkompetisi
melalui kemampuan yang telah dididikkan ataupun yang tidak dididikkan.

Sebagai tambahan, berupa catatan-catatan kecil adalah bila seorang
sarjana IIP misalnya mendapat pengetahuan keuangan padaJurusan Keuangan
Daerah IIP selama 4 semester, bagaimana dia akan mengimbangi sarjana non-
IIP, tetapi lulusan disiplin ekonomi yang mendapatkan pengetahuan sejenis

selama lebih kurang l0 semester. Bagaimanakah dengan kondisi akademik
seperti itu akan mampu berdialog tentang berbagai masalah pemerintahan
yang menuntut kedalaman teknis?

Contoh lain, sarjana IlPJurusan Politik ditempatkan pada bagian tertentu
di Setwilda Tingkat II yang tak ada hubungannya dengan disiplin ilmu yang
dipelajarinya. Sering kali seorang senior akan terlebih dahulu bertanya kepada
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alumni IIP yunior, jurusan mana yang diambil di IIP karena tidak diketahui

dari penampilan bahwa dia seseorang yang lulus dari jurusan politik misalnya.

Di lain pihak, misalnya pada Sietwilda Tingkat II, ada unit-unit kerja yang

banyak peminatnya, sementara alumnus IIP dengan landasan jurusan yang

tidak relevan juga berminat merzrihjabatan itu. Akhirnya, perguruan-perguruan

tinggi negeri yang menampung mahasiswa APDN tugas belajarjuga menjadi

pertanyaan, karena apakah d,:ngan melanjutkan pendidikan ke PTN itu
menjadi kekaderan yang dibina sejak APDN akan terus berlanjut?

Demikianlah bahasan ini untuk rnenginformasikan refleksi pengalaman praktisi

pemerintahan bagi menunjang misi IIP, baik sebagai wahana pengembangan

ilmu pemerintahan maupun sebagai lembaga pendidikan kader pemerintahan

dalam jajaran Departemen Dalam Negeri.

Setiap tahun, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Tingkat I
Sumatera Barat mengirim mahasiswa alumni APDN melanjutkan pendidikan

sepanjang memenuhi syarat ke IJIP dan perguruan tinggi negeri lainnya, hasilnya

bervariasi, antaratujuan memelihara kekaderan dengan alumni dengan derajat

keilmuan, baik pengetahuan alademis maupun pengetahuan untuk jabatan.

Harapan tetap bertumpu kepada IIP untuk menggabungkan tujuan kekaderan

dan bobot keilmuan. Dengan ,Cemikian, obsesi IIP untuk mengembangkan

eksistensinya di tengah misi suatu lembaga akademis dan wahana pendidikan

kedinasan diharapkan memberi dampak positif bagi peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan. Selanjutnya, agar epistemologi yang dikembangkan dalam institut

ini dapat diimplementasikan ke dalam statuta kelembagaan, kurikulum, serta

seleksi mahasiswa yang sesuai. Secara khusus diminta juga perhatian IIP untuk
memikirkan rekrutmen mahasisrvaprogram S-1 penuh selama 5 tahun, terlepas

dari kaitan historis IIP-APDN
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PERKEMBANGAN DAN
PROSPEK PROGRAM STU D,/ JURUSAN

ILMU PEMERINTAHAN PADA
PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA'

alam khasanah ilmu politik, pemerintahan merupakan objek bahasan

yangpaling "tua" dan utama. Sama seperti bahasan ilmu induknya, ilmu

politik; ilmu pemerintahan mempersoalkan mengapa ada kelompok orang yang

berhak "memerintah" dan kelompok orang lain yang lebih besar jumlahnya

yang harus "diperintah". Berlainan dengan ilmu politik yang -menurut Lord

Acton-power tmds to corrupt,Ilmu pemerintahan menyoroti bagnmana plruer yafig

dimiliki oleh kelompok "yang memerintah" dilaksanakan, agar kepentingan

"yurg diperintah" dapat terwakili. Dari pengertian ini, sudah dapat ditangkap

bahwa ilmu pemerintahan memusatkan perhatiannya pada proses politik
pengambilan atau pembuatan kebijaksanaan negara.

Sekalipun merupakan ilmu tua, bagi bangsa Indonesia, pemerintahan

merupakan "ilmu muda". Hal ini disebabkan karena tiga faktor, yang juga

menjadi kendala bagi pengembangan ilmu pemerintahan pada masa yang

akan datang. Pertama, persepsi yang salah dari sebagian besar masyarakat

Indonesia tentang "makna" ilmu politik itu sendiri' Kedua, penjajahan yang

berkepanjangan tidak mendukung tumbuhnya ilmu politik, dengan sendirinya

ilmu pemerintahan. Ketiga, kesalahan pandang dari ilmuwan politik sendiri

terhadap "makna" ilmu pemerintahan. Kajian ini berusaha mengelaborasi

lebih jauh lagi ketiga faktor di atas, sekaligus mengemukakan alternatifnya.

l(ondisi Masyarakat

Dari sudut budaya politik kita,2 masyarakat Indonesia sebenarnya adalah

masyarakat apolitis, tidak mengenal politik. Pemisahan yang sangat tajam

I Makalah dismpaikan pada Seminar Nasional Posisi Ilmu Pemerintahan Ddm Sistem Pendidikan dan Peranannya dalam

Pembmgunan Nasional, yang diselenggarakan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), DePartemen Dalam Negeri, Jakarta,

2G-21 Oktober 1991
2 WilliamLiddledalamtulismnyaPoliticsandCulturelnlndonesiq(1988),menyebutkanbahwasebenamyalndonesiamasih

dalm tahap awal pembentukm satu budaya politik. Pendapat ini bisa dibenarkan, mengingat heterogenitas masyrakat
Indonesia memunculkan masalah serius bigi ilmuwan kita untuk mulai usaha pengenalan nilai-nilai budaya kelompok

masyamkat yang ada. Ktrena itu, dalam makalah ini yang dimaksud budaya politik Indonesia adalah Budaya Jawa seperti

ymg digmbarkan oleh beberapa srjana, antara lain Ben Anderson,The ldea Of Power In Javanese, Culture (1972)



antara rakyat dengan raja, antara kawula dengan gusti, secara kultural telah
menyingkirkan anggota masy;a"rakat dari proses politik. Selain itu, konsep
loyalitas tunggal dari kawula ke gusti yang disosialisasikan selama berabad-abad, 

I

menumbuhkan pemahaman anggota masyarakat bahwa polidk merupakan 
I

urusan raja-raja.3 
]

Kondisi di atas dibuat buruk lagi dengan pengalaman politik (pemerintahan) 
|

bangsa Indonesia. Sejarah potitik Indonesia penuh dengan w^rna konflik, 
I

kekerasan, dan pembunuhan. Pengalaman ini mempertebal kepercayaan 
I

anggota masyarakat bahwa ihnu politik ibarat ilmu seran yang diciptakan 
I

Tuhan untuk manusia. Ketika konflik memuncak dalam peristiwa berdarah 
I

pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965, masyarakat semakin yakin bahwa 
I

politik adalah satu bidang yang tidak ada gunanya, yang harus dijauhi. 
I

Terlepas dari "dosa" para praktisi politik, pemerintah juga tidak memberi 
I

ruang gerak yang cukup untuk pengembangan studi-studi politik. Setidaknya, I
ada tiga tindakan pemerintah'gang kurang mendukung perkembangan ilmu I
politik (pemerintahan). 

I
Pntmna, semboyan politik yang didengungkan adalah " Politir No, Punbangunan I

%s". Semboyan ini diikuti deng;an pengertian bahwa masa Orla adalah masa I
politik sebagai panglima; sedangkan masa Orba adalah masa pembangunan I
sebagai panglima. Selain menprdutkan perkembangan ilmu politik, semboyan I
ini sebenarnya tidak tepat; sebab, keputusan untuk melaksanakan pembangunan I
itu sendiri merupakan satu kepLrtusan politik. 

I
Kedua, adanya kebijaksarraan SARA yang sejak l97B mengecilkan I

kemungkinan ilmuwan politik untuk melakukan penelitian ilmiah. Kebijaks anazin I
ini tidak bisa dipungkiri, sangat diperlukan bangsa Indonesia. Tapi pada sisi I
lain menyebabkan ilmuwan politik kesulitan untuk membangun kategori. I
Misalnya, kalau kita ingin mengetahui mengapa \ANI keturunan Cina lebih I
senang mendengarkan acara hiburan di TVRI, sementara \\NI asli senang I
mendengarkan Berita Dunia. K.ategori yang kita gunakan sudah menyangkut I
soal ras, soal SARA. Padahal lita ketahui bahwa kategori merupakan basis I
dari satu penelitian ilmiah. Kala.u membangun kategori saja sudah tidak bisa, I
bagaimana mungkin kita mulai menganalisis. 

I
,-@dapatdialnati<limmyamkatEropapadaabadpertengahm.Rl|itikadalahmi|ikraja'I

milik omg kaya. Pahm ini sedikit demi sedikit terkikis. Pembalikan pemahmm ymg cukup besar terjadi ketika muncul I
Revolusi Pemncis. Sat itu, diyakini bahwa politik adalah urusm kita semua, dari rakyatjelata ke raja. Dengan sendirinya, I
anggota masyarakat harus diberi hak ikut serta <lalam proses politik (pemerintahan). Lihat David Miller dm l:rry Senden- I
top," Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsajtt dan Teorl ", terjemahan Namddin Sjamsuddin, (Jakana. Rajawali Press, I
1983), Juga William Meyer,"The Political Expe rience" , (NY; Holt, Rinehart md Winston, 1978) 

I
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Ketiga, semenjak Pemilu 1971 diberlakukan konsep "FloatingMass". Konsep

ini, kita ketahui, melarang kagiatan politik (terutama yang dilakukan oleh

Parpol) pada tingkat desa. Tujuan konsep ini memang dapat dimengerti,

yakni memusatkan perhatian anggota masyarakat desa terhadap usaha-usaha

pembangunan. Namun, konsep ini sering dijadikan perisai oleh masyarakat desa

untuk menolak penelitian-penelitian bidang politik (pemerintahan) yang hendak

dilakukan mahasiswa. Selain pengurusan izin penelitian yang sulit, slogan

semacam "Desa Kami Bebas Parpol", merupakan manisfestasi penolakan

warga masyarakat untuk aktif dalam penelitian-penelitan politikyang dengan

kata lain, juga membantu pengembangan studi politik (pemerintahan).

Penjajahan

Penjajahan jelas tidak menginginkan berkembangnya ilmu politik di
daerah jajahan. Selama 3l/2abad dijajah Belanda, ditambah 3 l/5tahun
penjajahanJepang pandangan buruk bangsa Indonesia terhadap ilmu politik
(pemerintahan) semakin parah. Memang ada usaha perbaikan di awal abad

ke-19, terutama ketika Van Deventer mengutarakan "IJtang Budi" bangsa

Belanda terhadap bangsa Indonesia, yang melahirkan "Politik Etika", tapi
usaha itu terbatas pada kepentingan Belanda untuk mengisi kantor-kantor
pemerintah dengan tenaga-tenaga terampil.

Tenaga terampil ini, selain dipilih dari keluarga bangsawan yang dapat

bekerja sama dengan Belanda, tidak mendapatkan posisi yang strategis untuk
ikut dalam proses pengambilan keputusan. Mereka diperkerjakan pada tingkat
rendah dalam jaringan pemerintahan Belanda. Mereka juga sebagai robot
pekerja, bukan pemikir.

Uniknya, ketika Indonesia merdeka, juga kita memerlukan tenaga terampil
di bidang pemerintahan. Pengajaran Ilmu Pemerintahan di Fisipol UGM,
misalnya, pada awalnya merupakan hasil kerja sama antar Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Penerangan. Kerja sama

ini bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga terampil untuk melanjutkan mesin

pemerintahan yang diwariskan oleh pemerintah Belanda.

Di sini kesalahan kita. Pemerintah Belanda memang menghendaki tenaga

terampil yang bekerja seperti robot, tapi kita harus ingat bahwa tenaga terampil
itu harus dapat mengambil keputusan sendiri di lapangan, terutama pada saat

-saat kritis. Untuk dapat berpikir kreatif, agar secara cepat dan tepat dapat

mengatasi persoalan yang dihadapi di lapangan, tenaga-tenaga terampil itu
tidak sekedar dapat bekerja seperti robot. Mereka harus dilengkapi dengan
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seperangkat metode, alat analisis, agar keputusan yang diambil dapat tepat
menjawab masalahnya.

Penjajahan, dengan demikiarr, mewariskan dua hal dalam dunia politik kita.
Punmq adanya kultur administrasi yang menghendaki pegawai sebagai "insan
pekerja", sebagai tukang. Kedua, adanya sistem pemerintahan yang dibangun
untuk kepentingan penjajah, tetapi ini masih kita gunakan sampai saat hanya.

Usaha perbaikan telah dilakukan. Misalnya, dengan dibukanyaJurusan
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (HESP)

pada tahun 1955. Tujuannya, sel)erti sudah diungkapkan, menyediakan tenaga
terampil bagi tiga kementerian: lluar Negeri, Dalam Negeri, dan Penerangan.
Pada tahun 1960, jurusan ini "mt:nghilang". Tidakjelas sebabnya, tapi menurut
Mariun, sesepuhJurusan Pemer:intahan Fisipol UGM, pembubaran itu ada
kaitannya ketidakjelasaan antara batasan ilmu pemerintahan dengan ilmu
administrasi negara. Jurusan ilnru pemerintahan baru muncul kembali pada
tahun 1965. Besar kemungkinarr kemunculan kembali jurusan pemerintahan
ini ada kaitannya dengan diundangkannya UU No. lBl1965 tentang
Pemerintahan Daerah. Sekalipun demikian, dasar pemikiran pengaj arannya
tetap sama, yakni menyediakan tenaga terampil. Namum, misi itu ditambah
dengan terampil menganalisis seltelum mengambil satu keputusan. Sayangnya,
kurikulum yang disediakan masih dititikberatkan pada pengajaran-pengajaran
tentang hukum tata negara, sehingga lulusan yang dihasilkan kurang menemui
sasaran, yal<ni menumbuhkan kr:eativitas berpikir mengatasi persoalan akibat
variasi yang berkembang dalam masyarakat.

Salah Pandang

Kebanyakan sarjana politik memandang ilmu pemerintahan sebagai ilmu
yang statis. Ilmu pemerintahan identik dengan menghafal serangkaian UU
dan peraturan tentang pemerintahan daerah. Kalau kita mengikuti pendapat
Mariun,apemerintahan menunjuk pada kegiatan atau fungsi-fungsi negara.
Pemerintahan dalam arti luas menunjuk pada segala kegiatan yang dilakukan
oleh badan-badan eksekutif, legislatif dan judikatif, sedangkan pemerintahan
dalam arti sempit menunjuk harrya kegiatan eksekutif saja.

Pendapat Mariun ini, tampaknya akan lebih jelas kalau kita menerapkan
paradigma Stuctural Functionalism yang dikembangkan Gabriel Almond, untuk
melihat sistem politik kita.

a Marium, A;as- azas I lmu Pe merintahan, (Yogy 
^ 

<arta: Fisipol UGM, 1978)
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rule. mk

Sistem Politik Indone 
"r^ 

o^?n"€.li^Jrgma Struktural Fungsional

Dari bagan sederhana di atas, terlihat bahwa pemerintahan dalam arti luas

adalah seluruh kegiatan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatifl5 Pemerintah

dalam arti sempit, hanya menunjuk pada kegiatan eksekutif, dalam hal ini
kegiatan presiden dan para menterinya. Dari bagan di atas dapat dipahami,
bahwa sumber kegiatan presiden dan para menterinya adalah GBHN yang

merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui
partai politik. Dinamika kegiatan seluruh lembagalembaga tersebut, terutama

eksekutif, menuruti dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Di sini, terbukti
bahwa studi pemerintahan itu tidak bersifat statis.

Sayang, setidaknya sampai tahun l9BB, diJurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol UGM, paham mengenai studi pemerintahan yang dinamik belum

sepenuhnya dapat diterima. Kurikulum yang dianut masih dinafasi oleh
warisan zarrran penjajahan, yakni menyediakan tenaga terampil ala robot.

Akibatnya, seperti yang terlihat dalam tabel berikut, jumlah mahasiswa yang

ingin belajar ilmu pemerintahan menurun drastis. Namun, setelah diadakan

perbaikan kurikulum dan mulai berdatangannya tenaga-tenaga pengajar
yang menyandang derajat Ph.D dan master dari luar negeri, jumlah peminat
mulai menunjukkan grafik yang menaik lagi. Kurikulum di jurusan Ilmu
Pemerintahan UGM mulai lebih mengarahkan mahasiswa pada kemampuan

memecahkan masalah secara cepat dan tepat, tanpa melupakan kaidah-kaidah

ilmiah (daftar kurikulum terlampir).

5 Kaena keterbatasan lemba kertas, maka aktifitas lembaga yudikatif yang melaksanakan fungsi rule adjudication tidak
tergmbr dalam bagan ini. Fungsi lembaga ini adalah untuk mengontrol apakah rule applicatiotr selms atau sejalm dengan

rule mking. Atau dengm kata lain, apakah pemtum menteri tidak bertentangm dengan GBHN?

;:':r,:i l;:i:;i
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FisipolUGM

81t82 4545 75 72

82t83 3254 74 66

83184 31 08 70 66

84/85 1 468 o.t 63

85/86 1048 60 53

86187 2023 63 61

87188 736 72 68

88/89 814 63 63

89/90 865 65 65

90/91 955 bv 63

91t92 1 039 74 67

Tabel
Jumlah Mahasiswa yang Mendaftar dan

yang Diterima p;ada Jurusan llmu Pemerintahan

Bagaimana prospeknya?

Melihat perubahan-peruba.han situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini,
tampaknya studi ilmu pemerintahan, umumnya ilmu politik, menunjukkan
masa depan yang cerah. Rakyat yang semakin sadar akan hak-hak politiknya,
tampaknya mulai menyadari ar:ti penting mempelajari ilmu pemerintahan.
Dari serangkaian pemantauan wartawan-wartawan daerah6 didapat kesan

bahwa diskusi atau seminar-senrinar yang membahas masalah politik sudah

mulai lebih diminati orang daripada masa 10 tahun lalu.

Tampaknya pemerintah sadar bahwa pembangunan ekonomi akan rapuh
kalau tidak diikuti dengan pengembangan ilmu politik (pemerintahan). Karena
itu, menjadi tugas kita selanjutnya untuk memanfaatkan peluang yang sudah

diberikan ini.

6 JawaPost,KedaulatanRakyat,BeritaNasional,SuaraMerdeka,BaliPost,SurabayaPost,YogyaPost,Wawasan.
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PENERAPAN DAN
SISTEM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN IIMU PEMERINTAHAN

d'ilii9 
'

SaualtnTftau&ze'

enerapan dan sistem pendidikan dan pelatihan ilmu pemerintahan pada

asasnya adalah sama dengan penerapan dan sistem pendidikan dan

ielatihan ilmu-ilmu lain. Karena sifat bidangpemerintahan, kemungkinan saja

dalam beberapa hal corak dan mekanisme penerapan dan sistem pendidikan

dan pelatihan ilmu pemerintahan agak berlainan, corak mana akan berbentuk

penekanan-penekanan, intensitas, atau kekhususan. Akan tetapi, sebagai ilmu

atau seni, umumnya bergaya sama dengan bidang penerapan dan sistem

pendidikan dan pelatihan lainnya. Kalaupun dikatakan terdapat perbedaan, hal

itu hanya disebabkan perbedaan ruang lingkup ilmu itu atau objectiue (sasaran)

yang mempunyai karakter yang berlainan. Objectiue ilmu pemerintahan adalah

wilayah dengan pelbagai isinya. Di samping itu, ilmu pemerintahan bersifat

multidisiplin, sehingga penerapannya mengalami/menghadapi keadaan lintas

sektoral.

Penerapan llmu Pemerintahan

Penerapan ilmu pemerintahan sebenarnya dapat terselenggara menurut

pattern yang ditentukan oleh situasi dan kondisi wilayah dan isinya. Kalaupun

dipertanyakan bagaimana penerapan yang sebaiknya secara teoretik, dapat

dikemukal<an syarat-syarat sebagai berikut.

Sy arat- Sy arat y ang Berorientasi pada Kebij aksana.an

Suatu penerapan ilmu didahului secara hati-hati oleh pertimbangan

untuk maksud apa ilmu tersebut dipakai dan bagaimana memakainya. Syarat

penerapan ini lebih berorientasi pada kebijaksanaan umum yang dianut sebagai

penentu arah tujuan pelaksanaan. Pada umumnya, kebijaksanaan umum

adalah pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan dari kejadian-kejadian
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yang terdapat dalam mekanisme pemerintahan. Identifikasi atau rumusan ini
tentu saja dilakukan secara akademis pula. Pemecahan masalah pemerintahan
secara ilmiah, adalah dengan nrenggunakan Ilmu Pemerintahan sebagai alat
analisis, dan memecahkan masalah sekaligus. Ini berarti bahwa setiap rumusan
kebijaksanaan umum dalam mekanisme pemerintahan yang bersifat memberi
arah, adalah produk akademis.

Persy aratan Penerapta.n y eng Berorientasi pada l:ingkungan

Sebagaimana disebutkan di atas, ilmu pemerintahan mempunyai objecthte,

wilayah dan isinya. Wayah diartikan sebagai lingkungan (atmos-fet; muironmmt,

rurrumdings) yang dapat membentul< karakter-karakter kehidupan yang dikelola oleh
lembaga, yang berlandaskan keahlian pemerintahan. Terdapat proses resonansi
yang menciptakan pembentukan-pembentttkmt p atturn yang mempengaruhi gaya,

cara, metode penyelenggaraan l)emerintahan, apakah karena disebabkan oleh
faktor fisik geografis, ekonomis, sosial kultural, maupun politik.

Suatu konsepsi pemerintahan (administrasi, manajemen, organisasi, dan
lainJain) yang diselenggarakan ijecara akademis dalam pengertian ini, berarti
bahwa segi-segi atau elemen-elernen pemerintahan itu diorientasikan pada sifat
dan tuntutan lingkungan. Faktcr ekologis sudah banyak diperhitungkan dan
dipertimbangkan agar mekanisrne pemerintahan berlangsung tepat dan jauh
dari hambatan karena lingkung;ln.

P ener ap an I lrnu P ernerint ahan dengan B erorient a si Kernaj u an
Teknologi

Dalam masa modern ini, kenLajuan teknologi telah diserap oleh berbagai ilmu
atau disiplin. Demikian pula disiplin ilmu pemerintahan, dalam mentransfer teori-
teorinya ke alam praktik mempertimbangkan kemampuan dan tingkat teknologi
yang mampu berkembang di sualu wilayah dan masyarakat. Pengaruh teknologi
telah sedemikian besar, sehingga sebagaimana halnya dengan lingkungan, maka
tidak dapat tidak faktor teknologi harus diperhitungkan dalam kita menerapkan
konsepsi akademis dalam bidangpemerintahan, yaitu apakah konsep itu sendiri
telah berbaur dengan faktor perkembangan teknologi, atau tingkat teknologi itu
berhadap-hadapan dengan konsr:p ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan yang berkembang sejajar dengan tingkat teknologi
tidak akan ketinggalan zarnan dan hakikat dari pemerintahan adalah selalu
menyesuaikan diri. Bila tidak, m,aka mekanisme pemerintahan akan dianggap
usang atau ketinggalan, sehingga tidak akanldapat diikuti, lamban, dan ortodoks.
Dalam hal ini, pemerintahan mr:njadi penghambat perkembangan.
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Penerapan llrnu Pernerinta.han dengan Orientasi Legislatif

Pemerintahan dijalankan di atas suatu ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Bahkan pemerintahan itu bertugas menjalankan undang-undang

kmbagalembaga dan masyarakat yang berpemerintahan baik adalah masyarakat

dan lembagalembaga yang mematuhi hukum, yang secara sosiologis dinilai sebagai

kontrak sosial. Hukum mengikat segala pihak yang menjadi objektifnya.

Mekanisme pemerintahan tanpa mengindahkan faktor-faktor hukum
perundang-undangan tidak menggambarkan patturn pemerintahan yang utuh,

ditinjau dengan dalih apa pun. Menentang hukum, melanggar hukum, tidak
mematuhi hukum, tidak mengenal hukum, adalah gambaran tentang tingkat-tingkat

seberapa tinggi negara dan masyarakat itu dapat menjalankan pemerintahan.

Secara ilmiah, banyak elemen-elemen ilmu hukum juga merupakan
elemen-elemen ilmu pemerintahan. Secara teoretik, pemerintahan dapat saja

digolongkan sebagai eksekutif. Akan tetapi, penerapan hubungan eksekutif

legislatif adalah masalah pemerintahan.

Dari uraian ini jelas bahwa penerapan konsepsi akademis di bidang
pemerintahan didahului oleh peletakan dasar-dasar hukum, sebagai landasan

bergeraknya tingkah laku pemerintahan.

Penerapan llrnu Pernerintahan dengan Orientasi Organisasi,
Adm.inistrasi, dan Manaj ernen

Konsepsi akademis tentang pemerintahan (pusat maupun daerah),
dalam penerapannya akan langsung bertaut dengan faktor Daerah Tingkat I,
administrasi (prosedur) dan manajemen (O&M).

Konsepsi pemerintahan (negara, daerah, dan kelembagaan) adalah
birokratis dan hierarkis. Sistem serta mekanismenya mulai dari sentralistis,

dekonsentratif sampai pada desentralistis. Dalam sistem pemerintahan telah

dibakukan kewenangan-kewenangan (authoriffi) yutg efektif pada strata-strata

tertentu, mulai pendelegasian wewenang, atau penyerahan urusan. Yang

dimaksud di sini adalah bahwa bentuk-bentuk organisasi yang berjenjang baik
yang bersifat kewilayahan maupun yang bersifat kelembagaan, merupakan
wadah konsepsi akademis pemerintahan.

Demikian pula faktor administrasi (prosedur, standar, persyaratan ,izin, dan

lainJain) dan manajemen, baik yang menyangkut human management (badership,

motiuation, deciion making), adrninistratiue managemenl (mekanisme, prosedur), dan

organi4tion managunent (reform, improuement) adalah wadah dan faktor-faktor yang

merupakan elemen penerapan konsepsi pemerintahan di lapangan.
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Sistem Pendidikan dan Pelatihan lllmu Pemerintahan

Dalam hal ini akan dibatasi penentuan sistem pendidikan dan pelatihan
(Sisdiklat) ilmu pemerintahan dal.am dua kategori umum.

Bentuk-Bentuk Pendidikan du.n Pelatihan

Suatu pengelompokan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mengenai ilmu
pemerintahan yang membedakan kualitas dan pencapaian tujuan dari kegiatan
pendidikan dan pelatihan ilmu pemr:finafim. Da]am kategori ini, sistem pendidikan
dan pelatihan ilmu pemerintahan ,Capat dibagi 3 sub kategori berikut.

L Sistem Pendidikan dan Pelatihan Akademik.

Ilmu pemerintahan dalam krtegori ini dididikkan, dengan suatu metode
unhtersiur Pendidikan terdiri aun dan mencakup pemerintahan sebagas. scimce

dan art. Seperti dikemukakan sebelumnya, ilmu pemerintahan bergaya
multidisiplin, sehingga banyak ilmu-ilmu dan disiplin yang tercakup di
dalamnya, baik menyangkut disiplin lama seperti ilmu hul<um, sosiologi dan
lain-lain, maupun dinpli" baru, seperti administrasi pembangun an, publit poligt

mbsr+ dan lainlain. Pendidikzrn akademis ini diselenggarakan pada lembaga-
lembaga pendidikan ilmiah yarg kompeten yang menjurus kepada penciptaan
tingkat kesarjanaan, mulai da"ri S-1, S-2, dan S-3 di bidangpemerintahan.

2. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesional.

Di samping membentuk kelompok kesarjanaan di bidang pemerintahan,
pendidikan dan pelatihan dapat membentuk kelompok ahli yang profesional
secara teknis dan manajerial. I(elompok tenaga ahli seperti ini dimaksudkan
untuk penerapan pengetahrran pemerintahan secara praktis, dengan
spesialisasi.

Keahlian mereka lebih berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan sektor-
sektor tertentu, dan pendidikannya bersifat operasional metodologis dan
mensistematisasikan pengalarnan-pengalaman, pengenalan kepada objek-
objek secara hakiki, dan manrpu mengenal, menguasai dan menciptakan
standar-standar.

Pendidikan tenaga-tenaga pr'cfesional, dilakukan pada lembagalembaga
yang memiliki pengalaman yang cukup baik ditinjau dari segi tenaga
pengajar (instruktur), laboratorium, maupun instrumen-instrumen bagi
pendidikan praktis. Dalam pr:ndidikan ini, peserta banyak diperkenalkan
kepada manual-manual, standlr-standar yang baku, peraturan perundangan,
teknik dan metode yang seragam dan sebagainya, yang berorientasi pada
bidang pemerintahan.
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3. Sistem Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk Penataran, Orientasi,

Kursus.

Pemberian dan pengalihan ilmu pemerintahan kepada ilmuwan atau

profesional dapat juga dilakukan tanpa melalui pendidikan yang berbobot

universiter atau lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Transfer pengetahuan dapat diberikan melalui kursus-kursus, penataran-

penataran dalamjangka yang relatif singkat guna membekali atau meningkatkan

pengetahuan peserta dalam bidang pemerintahan. Sistem pendidikan dan

pelatihan ini ditujukan untuk mempersiapkan atau membekali fungsionaris

dalam jabatan atau jenjang tertentu dalam skala atau hierarki pemerintahan,

seperti kursus teknis fungsional dan kursus penjenjangan'

Sistem dan ltletode Pengajaran

Sistem dan metode pengajaran pada setiap bentuk pendidikan dan pelatihan

ilmu pemerintahan pada dasarnya adalah sama, sebagaimanayang dipakai pada

ilmu atau disiplin lain. Dalam intensitas penggunaan sistem atau metode dapat saja

terdapat perbedaan, dari waktu ke waktu, dan antara suatu subjek dalam kurikulum

dengan subjek lain dalam kurikulum yang lama atau yang baru.

Metode pengajaran sebenarnya tidak banyak pula dibedakan antata

pengajaran dalam bentuk pendidikan akademis dan pendidikan profesional

araupun penararan-penataran. IJmumnya, sistem pengaj aran yang diikuti
adalah sebagai berikut.

1. Metode Perkuliahan (Izcturing), yaitu suatu metode umum mentransfer

ilmu-ilmu/teori tentang pemerintahan di dalam kelas perkuliahan, terdiri

atas unsur dosen dan mahasiswa peserta. Metode ini sering pula disebut

metode klasikal.

2. Metode Pendalaman (Tutoring), yaitu mengusahakan secara intensif

penguasaan materi oleh pengaj ar atan tutor untuk ruang lingkup yang

terbatas. Dengan sistem tutoring ini, diharapkan orang tidak saja

mengetahui, tetapi juga mengenal, bahkan menguasai secara teoretik.

g. Metode Penanaman Pengetahuan (Instructing), yaitu menuangkan pola-pola,

mulai dari pola berpikir sampai pada pola bertindak secara operasional,

bagi sesuatu macam keahlian. Para instruktur adalah mereka yang telah

berpengalaman, juga menguasai manual-manual dan standar. Ada segi-segi

ilmu pemerintahan yang bersifat demikian terutama dalam bidang praktis.

+. Metode Memberikan Petunjuk/Penj elas an (Brief.ng), yaitu transfer

informasi, kebijaksanaan, dan langkah-langkah operasional dalam bidang
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6.

pemerintahan dari pihak yang kompeten, sebagai penentu arah dalam
penyelengg ar aan pemerintahan.

5. Metode Interacting, yaitu suatu cara menghidupkan kreativitas peserta
pendidikan mengenai objek yang sedang dibahas, baik yang bersifat
akademik maupun pragmatir;. Metode ini memiliki nama)seperti: seminar,
lokakarya, diskusi panel, wortbshop, dan lainJain.
Metode "Wargamingl', yaitu suatu cara yang mengesankan peserta karena
harus berakting sebagaimana nyata dalam kasus tentang sesuatu tingkah
laku pemerintahan. wargamin g perlu dilengkapi den gan pelbagai instrumen
yang diperlukan pada setiap kasus.

Metode Praktik (Kerja Praktik), yaitu para peserta pendidikan dan pelatihan
harus melakukan kerja prak,:ik nyata di lapangan mengikuti fungsionaris
tertentu dan dinilai serta diberi kredit.
Metode Penyadur Bacaan l,Reading), yaitu metode yang membiasakan
peserta diklat menggunakan petunjuk-petunjuk teoretis maupun praktis,
dengan menggunakan text book ata;u manual-manual.
Metode Penulisan (writing), yaitu metode untuk membiasakan peserta
pendidikan dan pelatihan rnenyampaikan pikiran-pikiran logis dalam
bentuk tulisan, agar dapat di,:ernakan oleh pikiran orang lain. Metode ini
memerlukan pendirian dan l<emampuan analitik serta ketelitian. Banyak
orang yang mempunyai ide tidak mampu menuliskannya untuk dikaji oleh
ilmuwan lain, atau banyak orang dapat menulis, tetapi tulisan itu tidak
mampu dikaji oleh orang lain. Menulis dimulai dan kertas kerja (paper)

sampai text book.

10. Metode Melakukan Penelitian, yaitu pendidikan yang sistematis logis, yang
mampu pula menciptakan pekerja ilmiah di bidang penelitian (research

ruorker). Pendidikan dan pelatihan pada asasnya tidak lepas dari fungsi
penelitian, karena pendidikan dan pelatihan dapat menambah kemampuan
analitik seseorang dalam melihat masalah.

1

B.

9.
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PENERAPAN IIMU PEMERINTAHAN
DAN SISTEM PENDIDIKANNYA

PADA IIP DAN APDN

Sarwpto Ketadrfztw-

' ' ' ,:!':trlr. rr irii!r:6::i,r .r:t ir:t.;ri!fi.:i!tlokrid!i!ir.:!.r!;!it,,,,i.1a9i!t:t:ql.

f) udu saat akan menulis makalah ini penulis dihadapkan pada pertanyaan,

f 
v ihu pemerintahan yang mana? Ilmu pemerintahan seperti apayangada

(^ it it, das sein) ataukah ilmu pemerintahan seperti yang seharusnya ada (as it
should be, das sollm)? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak penulis karena

beraneka ragamnya tafsiran mengenai pengertian ilmu pemerintahan. Ilmu

pengetahuan berkembang secara kumulatif, hasil-hasil riset dan penemuan-

penemuan baru berturut-turut menambah khasanah hasil penemuan yang ada.

Sudah menjadi kebiasaan dalam dunia ilmu pengetahuan, bahwa hasil penemuan

yang baru dianggap sebagai teori yang benar sampai terbuktikan secara sah

bahwa penemuan hasil riset tersebut ternyata tidak mengandung kebenaran'

Sejalan dengan hukum perkembangan ilmu ini, ilmu pemerintahan sebagai

disiplin ilmu yang mandiri dianggap sudah ada dan tumbuh sejak awal abad ke-XX

di Eropa, terutama di Belanda. Ilmu ini dengan narna beshnrskunfu atat kadang-

kadang beshrurswetenchnp mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1940-an. Dalam

kajian ini, penulis berpegang pada ilmu pengetahuan pemerintahan yang sudah

ada itu dan kemudian mengaitkannya dengan sistem pendidikan dan pengajaran

di Institut Ilmu Pemerintahan serta Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.

llmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan mulai tumbuh pada tahun-tahun pertama abad XX di

Eropa. Istilah Ilmu Pemerintahan pertama-tama digunakan sebagai nama sebuah

yayasan pada tahun 1922 dlBelanda, yaitu Yayasan untuk Pengajaran Ilmu-Ilmu

Pemerintahan. Salah seorang peletak dasar ilmu ini adalah Profesor Dr. G.A.

Van Poefe yang pada tahun 1942 menerbitkan bukunyaAlgnnme Inbilltng m dz

Beshrurskunde. Pada zarnarrny4 ilmu pemerintahan telah mencapai suatu tingkat

yang cukup tinggi dan masih berkembang terus-menerus. Patut dilemukal<an
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pula bahwa sejak terbitnya cetakan pertama buku di atas, perkembangan tersebut
tetap berlangsung terus, sekaligr.rs agak bertahan karena Perang Dunia II dan
pendudukan (Van Poelje, 197 B:,12).

Van Poelje memberikan dt:finisi ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang
mengajarkan bagaimana dinas umum (openbare dienst) dtwsun dan dipimpin
dengan sebaik-baiknya. Ilmu ini rldalah cabangilmu sosial dan merupakan ilmu
terapan (applizd scimr), yaitu ilmu yang lebih mengutamakan segi penggunaannya
dalam praktik. Karena ilmu penrerintahan adalahilmu terapan, maka ia harus
bekerja dengan bahan-bahan keterangan dari pelbagai ilmu pengetahuan lain.
Akibat sifat terapan ini, isi ilmu pemerintahan tampak heterogen selaras dengan
banyaknya faktor serbaneka yang saling bersimpangsiur dalam hidup bersama
manusia dalam keseluruhannya yang menjadi objek Ilmu Pemerintahan.

Ruang lingkup llmu Pemerintahan

Pusat perhatian ilmu pemerintahan adalah "dinas umum" dalam arti kata
seluas-luasnya. Ilmu pemerintahan menyelidiki hal berikut (Van Poefe, 1978: 5).

l. Ijnsur-unsur dinas umum.

2. Keserasian dinas umum ke clalam dan hubungannyake luar, yaitu kepada
masyarakat yang kepentinga.nnya diwakili dalam dinas umum.

o
J.

i

J.

6.
1

B.

Bentuk organisasi terbaik dinas umum.
Hubungan antaralat kelengl<apan yang bersama-sama merupakan dinas
umum sebagai suatu kebulalan.

Sentralisasi dan desentralisasi.

Koordinasi serta pengawasan ke dalam dan ke luar.

Hubungan antarpemerintah dengan yang diperintah.
Mengusahakan terjaminnya keserasian dan daya tindak yang tindak dari
pemerintah.

9. IJnsur manusia dalam pemerintahan.
10. Pembentukan, pendidikan, freraturan dinas dan gaji pegawai.
l l.Jaminan-jaminan bagi pemerintahan yang baik dan serasi.

Walaupun diakui masih aclanya kecenderungan perbedaan paham di
antarapara ahli perihal status ilmu pemerintahan sebagai ilmu, namun bukunya
Van Poelje menunjukkan keyakinannya bahwa ajaran perihal dinas umum
yang lahir dan mula-mula dikembangkan pada tingkat haminte tersebut adalah
ilmu pemerintahan karena memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu, yaitu seperti
berikut (V'an Poelje, l97B:2-3).
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J.

l. Antara bagian-bagian yang hendak dipertalikan terdapat hubungan
sistematis yangjelas.

Ada kemungkinan untuk dipelajari atau dibahas keseluruhannya menurut
metode ilmiah yang tahan uji.

Hasil-hasil penyelidikannya dapat disusun dalam bentuk konkret sedemikian

rupa sehingga dapat dipelajari dan dianjurkan.

Secara empirik, Van Poelje mengemukakan pula bukti-bukti bahwa ilmu
pengetahuan pemerintahan adalah ilmu. Bukti-bukti ini, antara lain adalah
sebagai berikut.

l. Pada banyak universitas di luar Belanda diajarkan ilmu pemerintahan atau

bagian-bagiannya.

2. Telah lebih dari 25 tahun
perguruan tinggr Belanda.

pemerintahan diajarkan pada beberapa

3. Tirmbuhnya lembaga-lembaga pendidikan kepegawaian diJerman yang
mengajarkan ilmu atau bagian ilmu pemerintahan.

4. Dalam lembaga akademi internasional yang didirikan di Den Haag,
pemerintahan memegang pernanan yang penting.

llmu Penerintahan di lndonesia

Bersama dengan tumbuhnyailmu pemerintahan pada tahun-tahun pertama
abad XX, mulai tumbuh pula ilmu administrasi negara di Perancis, Inggris, dan
kemudian berkembangpesat di Amerika Serikat. Van Poelje tidak mengadakan
perbedaan antara ilmu yang mempelajari gejala organisasi beserta mekanisme

gerak di dalamnya ini dengan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan yang
mulai berkembang di Eropa, khususnya Belanda mulai masuk Indonesia pada
tahun 1940-an, dan diajarkan selumhnya atau bagian-bagiannya pada lembaga-

lembaga dan kursus-kursus kepamongprajaan yang ada.

Dari Amerika Serikat, ilmu administrasi negara masuk Indonesia pada
tahun 1950-an. Ilmu ini berkembang pesat bersamaam dengan dibentuknya
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan adanya pelbagai macam kerja
sama antaruniversitas-universitas di Indonesia dengan lembaga-lembada
pendidikan dan penelitian di Amerika Serikat. Dengan berkembangnya ilmu
administrasi negara yang berorientasi pada pemecahan masalah dan efisiensi

ini perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia tampaknya terhenti, lebih-
lebih dengan masuknya ajaran administrasi pembangunan yang menurut para
ahli pendukungnya lebih cocok bagi negara-negara berkembang.
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Objek llnu Pemerintahan

Sudah jelah bahwa objek ilmu pemerintahan adalah "openbare dienst"

dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh B. Mang Reng Say, openbare di.enst rni
diterjemahkan sebagai dinas unrum (Van Poelje, 1978: I dan seterusnyra).

Kedua kata ini perlu dikaji karena tiga alasan berikut.

l. Apa sebenarnya yang dimziksudkan dengan "openbare dienst" itu oleh
penulisnya?

2. Opmbare dbrul setelah hampir setengah abad kemungkinan berubah sehingga

tidak lagi sama dengan yang dimaksudkan penulisnya.

3. Algunme Inbilling tot fu Bestuurslamdr drtuhs di Belanda dengan objek penelitian
serta ekologi Belanda. Objek beserta ekologi di Indonesia tidak selalu sama

dengan Belanda.

Dihubungkan dengan sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia,

pengertian opmbare dimstmengalanri perubahan yang berlangsung terus-menerus.

Pada awal pertumbuhan ilmu pemt:rintahan, yaitu tahun-tahun pertama abad XX,
yang dimalstd opmbme dinst mencaktp seluruh proses kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam negeri (dikurangi fungsi-fungsi pertahanan, peradilan dan

moneter). Hal ini mengingat RegmngReglmrntt 1854 yang dapat dianggap sebagai

Undang-Undang Dasar Hindia Belanda pada mulanya belum membuat pasal-pasal

yang memungkinkan dibentuknya daerah otonom. Semua urusan pemerintahan

pada waktu itu dipusatkan pada satu tangan, yaitu GubernurJenderal di Bogor

sebagai Wakil Mahkota Belanda, dengan aparat pemerintahan dalam negeri yang

terdiri atas pangreh praja bumi putra(inkntdse beshmrs arnbtunnrm) danpangreh praja
Eropa (Europae b eshtnrs amb urmrm).

Tirgas pangreh praja yang s:rngat sentralistik ini lambat laun tidak dapat
dipertahankan. Karena bertambah luasnya tugas pemerintahan yang sedang

berkembang, departemen-departemen baru harus dibentuk. Tiap departemen
mempunyai beberapa jawatan (departementale diensten), di mana kekuasaan

pangreh praja tidak ada, hingga clengan demikian, lingkup fungsi opmbare diznst

(pangreh praja) menjadi berkurang.

Dengan melihat bentuknya daerah otonom atas dasar Decentralisatie Wet

1903, pangreh praja kehilangarL hak membuat peraturan sehingga dengan
demikian, lingkup opmbare dimst menjadi lebih berkurang lagi. Namun demikian,

tugas pangreh praja masih sangiat luas, kemajuan sesuatu daerah sebagian

besar tergantung dari inisiatif pembesar pangreh praja (Kusumahatmaja,
l97B: 60).
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Dalam zarnan pendudukan Jepang, sistem dekonsentrasi dalam
pemerintahan seperti dalam zaman Belanda sebagian besar diteruskan,
hanya sebagian struktur dan namanya diganti dengan bahasaJepang. Dengan
demikian, lingkup openbare dimstpadazaman ini pada hakikatnya tidak banyak
mengalami perubahan.

Dalam zaman kemerdekaan, lingkup openbare dienst dan fungsi pamong
praja mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan pengaturan
sistem pemerintahan di daerah yang beberapa kali berubah. Pada satu
saat, sebagian menghendaki agar dalam zar';rarr modern ini korps pamong
praja dihapuskan saja, karena alat kolonial dan mengandung unsur feodal.
Sebaliknya, banyak pula yang berpendapat bahwa korps pamong praja itu
perlu dibina dan disempurnakan dengan tuntutan zaman sedangkan segi-segi

feodalnya dibuang. Kalau pangreh praja pada zaman Hindia Belanda adalah
alat pemerintah asing, maka pada za:man kemerdekaan ini, pamong praja
dengan sendirinya harus dijadikan alat penegak pemerintah Republik Indonesia
sendiri. Fungsinya sebagai alat untuk mempertahankan kewibawaan negara
kesatuan perlu diperhatikan dan dipertahankan.

Setelah melewati beberapa pergantian peraturan perundangan pokok
pemerintah daerah, fungsi pamong praja tetap dipertahankan hanya
eksistensi aparatnya secara formal tidak tercantum dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Fungsi
Pemerintahan lJmum Pusat (algemene bestuur) secara formal beralih dari
korps pamong praja kepada para kepala wilayah yang menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 secara hirarkhis terdiri atas kepala wilayah
provinsi (gubernur), kepala wilayah kabupaten dan kotamadya (bupati dan
walikotamadya), kepala wilayah kota administratif (walikota) dan kepala
wilayah kecamatan (camat). Tugas kepala wilayah sebagai apar^t pemerintah
pusat di daerah tercantum dalam Pasal lB Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 adalah seperti berikut.

a. Membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah sesuai dengan
kebijaksangan ketenteraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi
negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai
dengan kebijaksangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi
vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah,
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d.

e.

baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai

daya guna dan hasil guna yang sebesar-besar\ya.

Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-

undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi
pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan

untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk
menj amin kelancaran penye lengg ar aan pemerintahan;

f. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan

peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.

g. Melaksanakan segala tugas pr:merintahan yang tidak termasuk dalam tugas

sesuatu instansi lainnya.

Dalam penjelasan atas lJndang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 angkal.
5b. Perihal kepala wilayah ditegaskan hal-hal sebagai berikut.

I. Kepala wilayah dalam semrta tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat

adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah, kecuali bidang

pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang

moneter, dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan

sebagainya. Ia berkewajiban utrtuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan,

mengkoordinasikan perenczlnaan dan pelaksanaan pembangunan serta

membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan

lain, penguasa tunggal adala.h administrator pemerin tahan, administrator

pembangunan dan administrzrtor kemasyarakatan. Sebagai wakil pemerintah

dan penguasa tunggal, maka kr:pala wilayah adalah pejabat tinggi di wilayahnya

di bidangpemerintahan, lepas dari persoalan pangkat.

Wewenang, Tugas dan Kewajiban Kepala Wilayah

a. Pembingan Ketenteraman dan Ketertiban Wlayah
1) Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan di rnana

pemerintah dan rak'yat dapat melakukan kegiatan secara aman,

tertib dan teratur. Ker:enteraman dan ketertiban ini dapat terganggu

oleh pelbagai sebab dan keadaan, di antaranya ialah:

a) pelanggaran huku.m yang menyebabkan terganggunya keamanan

dan ketertiban masyarakat;

b) bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang

ditimbulkan oleh manusia;

c) faktor-faktor 1'an,g terletal< di bidang ekonomi dan keuangan.

2.
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Pembinaan serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban rm

yang menuju ke arah ketertiban masyarakat adalah tugas kewajiban

dan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah
menetapkan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan
ketenteraman dan ketertiban yang berlaku di dalam seluruh wilayah

negara, termasuk di dalamnya pengerahan alat-alat keamanan.

Berhubung dengan luasnya wilayah negara dan untuk menjamin

tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya) maka dalam
rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan

ketenteraman dan ketertiban itu, dalam keadaan biasa, kepada

kepala wilayah perlu diberikan beberapa wewenang pembinaan
ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya, meliputi:

.) wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

b) wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan penanggulangan
bencana-bencanal

c) wewenana pengaturan kegiatan-kegiatan di bidang
ekonomi dan sosial budaya.

Apabila terjadi atau diperkirakan akan terjadi gangguan
ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya, maka sesuai dengan

sifat, hakikat dan bentuk gangguan tersebut, kepala wilayah
menentukan kebijaksanaan untuk meniadakan atau mencegah

gangguan itu. Kebijaksanaan ini dapat bersifat preventif dan
dapat pula bersifat represif, Yang bersifat preventif; misalnya kalau

ada atan akan ada kegiatan tertentu (pasar malam, perselisihan

golongan, dan lain-lain) yang diperkirakan akan menimbulkan
gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Kepala wilayah menentukan kebijaksanaan untuk meniadakan
sebab-sebab yang mungkin menimbulkan gangguan itu. Yang

bersifat represif, misalnya kalau terjadi bencana alam. Bagaimana
memberikan perlindungan serta penyelamatan penduduk yang
tertimpa bencana itu (apakah penduduk itu perlu dipindahkan atau

tidak dan sebagainya), bagaimana pe nyelam aLan harta bendanya,

pemberian perawatan dan lain-lain.

Sebelum kepala wilayah menentukan kebljalsanaanny4ia diwajibkan
untuk mengadakan musyawarah dengan pimpinan badan-badan/
alat-alat keam anan yang ada di wilayah untuk bersama-sama menilai

o\1)

o\r)

rt\

5)
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b.

keadaan. Untuk keperluan tersebut dibentuk badan tersendiri,
yang diketuai oleh k,:pala wilayah dan beranggotakan panghma/
komandan/kepala ABRI yang bertugas di wilayah itu.

6) Kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kepala wilayah wajib
diamankan pelaksarraannya oleh alat-alat negara. Pelaksanaan

pengamanan kebijaksanaan tersebut harus berdasarkan ketentuan/
peraturan dan doktrin pelaksanaan tugas yang berlaku baginya dan

yang bersangkutan nrenyampaikan laporan kepada kepala wilayah
selaku pemegang ke,bijaksanaan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban di wilayah nya.

Pembingan Ideologi Negzrra, Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa

l) Bangsa Indonesia telrh mempunyai falsafah dan ideologi Pancasila,

tetapi pengalaman kita selama ini telah membuktikan, bahwa ada

golongan yang selalu berusaha merongrong atau menyelewengkan

Pancasila dan Undarrg-Undang Dasar 1945. Walaupun demikian,
berkat kebenaran dan keampuhan falsafah dan ideologi Pancasila

itu, segala rongrongzLn dan penyelewengan terhadap Pancasila itu
akhirnya dapat dipatahkan. Berhubung dengan itu maka adalah

menjadi tugas dan J<ewajiban seluruh perangkat negara dalam
semua tingkat untuk mengamankan dan mengamalkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.

2) Masyaral<at adil dan rnakmur berdasarkan Pancasila sebagai tersebut

dalam Pembukaan Llndang-Undang Dasar 1945 hanyalah dapat

dicapai dengan melaksanakan pembangunan secara berencana
dalam segala bidang, iedang pembangunan baru dapat dilaksanakan

dengan baik apabila r;udah tercipta politik dalam negeri yang stabil
dan mantap. Menciptakan kestabilan dan kemantapan politik
adalah salah satu tugas pemerintah yang penting.

+) Berhubung dengan keadaan bangsa Indonesia yang bersifat
bhinneka tunggal il:a, maka usaha-usaha pembinaan kesatuan

bangsa mutlak perhr direncanakan dengan sebaik-baiknya dan
dilaksanal<an secara bertahap dan terus-menerus.

5) Pelaksanaan pembinaan ideologi negara) politik dalam negeri dan
kesatuan bangsa di d:rerah-daerahadalah menjadi tu€ias, kewajiban
dan tanggungjawab kepala wilayah, sesuai dengan kebijaksangan
yang digariskan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan KoordLnasi terhadap Instansi-instansi VertikalC.
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I ) Instansi-instansi vertikal adalah perangkat departemen-departemen

atau lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen yang
ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan
departemen-departemen atau Iembagalembaga pemerintah
nondepartemen yang bersangkutan.

2) Dalam praktiknya, antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh

masing-masing instansi vertikal, begitu juga antara umsan-urusan

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan instansi-instansi

vertikal, sangat erat hubungannya satu dan yang lain. Maka untuk
mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sangat

perlu penyelenggaraan urusan-urusan itu dikoordinasikan dengan

sehaik-sebaiknya. Pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk
menyelenggarakan koordinasi tersebut adalah kepala wilayah.
Berhubung dengan itu, mal<a dalam melaksanakan tugasnya instansi-

instansi vertikal berada di bawah koordinasi kepala wilayah. Instansi-

instansi vertikal wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan

memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan mematuhi
petunjuk-petunjuk umum yang diberikan oleh kepala wilayah.

3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi-instansi
vertikal, begitu juga antara instansi-instansi vertikal dengan
pemerintah daerah, kepalawilayah harus selalu memperhatikan dan

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah

I ) Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah, di samping menjadi tugas pemerintah adalah juga menjadi

tugas kepala wilayah.

2) Bimbingan dan pengawasan itu harus selalu dilakukan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pembinaan Tertib Pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah harus selalu

diusahakan agar ditaati bukan saja oleh rakyat, tetapi juga oleh instansi-

instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang

bersangkutan. Tugas ini adalah tugas kepalawilayah dalam semua tingkat.

Dalam hubungan ini, kepala wilayah dapat mengambil tindakan-tindakan
yang dianggap perlu sesuai dengan wewenang yang ada padanya.
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I Pelaksangan Tugas-Tugas Lain.

Selain tugas-tugas sebagai tersebut di atas, maka kepala wilayah
melaksanalsan tugas-tug:Ls pemerintahan yang dengan atau berdasarkan

peraturan perundang-ur'dangan ditugaskan kepadanya dan juga tugas-

tugas lain yang tidak merjadi tugas sesuatu instansi pemerintah ataupun

pemerintah daerah.

3. Tindakan Kepolisian.

Berhubung dengan pentingnya kedudukan kepala wilayah propinsi maka

untuk menj amin kewibawaa nny a, tatacara tindakan kepolisian terhadap
kepala wilayah provinsi ters,:but diatur secara khusus.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perjalanan

sejarah sistem pemerintahan, lingkup pengertian opmbare (dinas umum, algunme

bestuur dienst, aparat pamong p,raja) mengalami perubahan terus-menerus.

Perubahan ini, di satu pihak nrenyempitkan lingkup openbare dienst tersebut,
namun di lain pihak memperluas, bahkan memperdalam fungsi tersebut
sejalan dengan makin rumitnya kehidupan masyarakat serta makin pentingnya
kedudukan kepala wilayah sebagai pengemban fungsi opmbare dimst.

Secara lebih mudah,lingkul> opmbare dimstpadadewasa ini dapat dituliskan

sebagai berikut: urusan pemer:intahan dalam negeri (kecuali pertahanan &
keamanan, peradilan dan monr:ter) dikurangi dengan: urusan rumah tangga

daerah otonom dan urusan instansi vertikal.

Besaran lingkup opmbare dienstini, pada hakikatnya tidak banyak berbeda

dengan besarannyapada tahun 1940-an, yaitu seluruh urusan binnmlands bestuur

(kecuali pertahanan & keamarran, justitie, dan moneter), dikurangi dengan

umsan rumah tangga daerah clan urusan instansi vertikal (istilah Logeman;

departmrcntale dfunst ata:u istilah \an Poelje; technische beshturs diutsts.

Penerapan llmu Pemerintahan

Dari pelbagai teori |ang rllksrnukakan para ahli ilmu pemerintahan,
diperoleh kesan bahwa selain merupakan ilmu terapan (Van Poelje, l97B:
l; Soejekti Djajadiatma dan TzJiziduhu Ndraha, l97B: 15 dan 20; dan lain-
lain), ilmu pemerintahan menrmjukkan beberapa ciri khas lainnya. Ciri ini
pertama-tama adalah pendekrltannya terhadap objek penelitiannya yang
sering bersifat multi, bahkan antardisipliner. Pendekatan semacam ini dapat

dipahami mengingat objek perLelitiannya bersangkutan dengan aspek-aspek

kehidupan masyarakat negara 1'ang serba rumit hingga untuk memahaminya
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secara mendalam perlu bantuan atau dukungan ajaran-ajaran dari pelbagai

disiplin ilmu lainnya. Sebagai akibat cirinya yang multi dan antardisipliner ini,
penerapan ilmu pemerintahan dalam pemecahan permasalahan pemerintahan

menggunakan pula bantuan dan dukungan ajaranyang berasal dari pelbagai

disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu politik, hukum, administrasi negara, sosiologi,

psikologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Ciri kedua adalah sangkut paut ajaran-ajaran yang sangat besar dengan

faktor manusia, baik sebagai unsur aparatpelaksana dinas umum maupun sebagai

unsur yang diatur atau diperintah oleh dinas umum itu. Sejalan dengan kodrat

manusia yang tidak dapat ditabulasikan secara eksak, maka penerapan ilmu

pemerintahan perlu didukung oleh kemahiran-kemahiran yang khas. Kemahiran

atau seni (art) ini diperlukan pula untuk terciptanya kreasi-kreasi yang tepat dan

cermat dalam menangani permasalahan pemerintahan yang tidak tertata secara

kaku dalam kerangka peraturan perundangan hingga pemecahannya hampir

sepenuhnya tergantung pada faktor kebijaksangan (nachfeizs rmessm).lJnsur seni

dalam penerapan ilmu pemerintahan ini menyebabkan orang seringmengatakan

bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu, yang juga seni.

Ciri ketiga ilmu pemerintahan adalah hubungannya yang sangat erat

dengan ilmu hukum (di samping hubungannya yang ada dengan ilmu-ilmu
administrasi, politik, dan lain-lain). Hubungan yang erat ini dapat dipahami
apabila diingat bahwa sumber kumulasi teori ilmu pemerintahan banyak

diperoleh dari hasil penelitian dan pengkajian atas lembaga-lembaga yang

bertata hukum, seperti haminte,pemerintahan provinsi, biro verifikasi keuangan,

dewan pengawas keuangan, dan lainlain. Dalam ilmu pemerintahan banyak

kita jumpai ajaran-ajaran yang mengandung unsur peraturan perundang-

undangan, seperti pengertian pegawai menurut peraturan perundangan,

peraturan-peraturan tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan gaji
pegawai, larangan bagi pegawai, perbuatan yang bertentangan dengan hukum,

dan lain-lain. Dengan corak populasi materi seperti ini, tidak mengherankan

bahwa dalam penerapannya ilmu pemerintahan cenderung selalu mencari

norma-norma hukum sebagai patokan. Sikap legalistik dalam penerapan ilmu
pemerintahan ini cenderung menyebabkan ajaran ilmu pemerintahan bersifat

relatif statis dibandingkan ilmu administrasi nesara, lebihlebih dibandingkan

dengan ajaran administrasi pembangunan.

Sejalan dengan ciri legalistik di atas, penerapan ilmu pemerintahan
cenderung mengarah pada terciptanya jalannya pemerintahan beserta segala

aspeknya yang serba tertib dan teratur selaras dengan fungsi utama opmbare dimst
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dalam sejarahnya sebagai pemelihara ketenteraman dan ketertiban (rust m orde)

wilayah, walaupun hal ini tidakberarti bahwailmu pemerintahan mengabaikan
tercapainya efi siensi dan efektivi tas dalam penyelengg ar aan pemerintahan.

Ciri lain yang mungkin paling menonjol adalah bahwa sebagian
ajarannya, terutama yang bersifat khusus, diperuntukkan bagi penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri di negeri asal ilmu tersebut, hingga penerapannya

di Indonesia memerlukan pelb:rgai penyesuaian dan penyempunaan dalam
pelbagai dimensinya, baik dime'nsi tempat, dimensi waktu, dimensi budaya,
dimensi objek maupun dimensi trjuan dan kegunaannya yang harus mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Indonesiayang sedang giat
membangun dewasa ini.

Sistem Pendidikan llmu Pemerinlahan pada llP dan APDII

Pola l{urikulurn
Institut Ilmu Pemerintahan ()[P) dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri

(APDN) adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan Departemen Dalam
Negeri yang berfungsi membentuLk tenaga-tenaga yang berkeahlian akademik di
bidang pemerintahan dalam neg;eri. Karena fungsi ini, maka kurikulum kedua
lembaga pendidikan tinggi tersebut meliputi materi-materi pelajaran yang
sebagai keseluruhan mampu mt:mbentuk keahlian akademik dan profesional
guna melaksanakan fungsi DepzLrtemen Dalam Negeri.

Fungsi pemerintahan dalanr negeri di Indonesia berupa fungsi eksekutif,

dikurangi fungsi-fungsi pertahanan, luar negeri, dan peradilan. Pemerintahan
dalam negeri dalam artian ini terdiri atas fungsi yang sangat luas, yang dalam
praktiknya diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri dan departemen-
departemen lainnya ftecuali Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen

Luar Negeri, dan Departemen K.ehakiman). Fungsi pemerintahan elsekutif itu
dipegang oleh presiden yang unhrk tingkat pusat dibantu oleh menteri-menteri,
sedangkan untuk tingkat daerah dibantu oleh para kepala daerah.

Dibanding dengan artian pemerintahan dalam negeri dalam arti luas

tersebut, maka ruang lingkup pemerintahan dalam negeri sebagai fungsi
Departemen Dalam Negeri lebih terbatas, oleh karena fungsi Departemen
Dalam Negeri berupa fungsi pernerintahan eksekutif di atas dikurangi fungsi-
fungsi yang diselenggarakan oleh departemen-departemen lain, seperti
kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, dan lain-lain. Setingkat lebih konkret,
fungsi Departemen Dalam Neg,:ri adalah menyelenggarakan sebagian tugas
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umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan

otonomi daerah, pembinaan sosial politik, pembangunan desa dan agraria.r

Di lingkungan Departemen Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun

daerah terdapat komponen-komponen atau satuan-satuan organisasi berikut
susunan personilnya untuk menyelenggarakan pelbagai kegiatan dan tugas dalam
rangka mewujudkan fungsi Departemen Dalam Negeri sehingga materi kurikulum
haruslah diorientasikan pada fungsi komponen-komponen tersebut, yakni
DirektoratJenderal PUOQ Sosial Politik, Pembangunan Daerah, Pembangunan

Desa, Agraria, InspektoratJenderal, serta komponen serupa di daerah.

Telah disinggung bahwa pemerintahan dalam negeri merupakan hakikat
fungsi Departemen Dalam Negeri. Sebagai konsekuensi keahlian yang harus

dimiliki oleh personil Departemen Dalam Negeri adalah keahlian di bidang
pemerintahan, yang untuk pembentukannya diperlukan ilmu pemerintahan
sebagai ilmu pengetahuan pokok dalam program kurikulum.

Pelaksanaan pemerintahan dalam negeri yang mencakup aspek-aspek

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketertiban merupakan pelaksangan tugas

yang luas ruang lingkupnya sehingga pengetahuan di bidang pemerintahan
membutuhkan dan mempunyai hubungan kait mengait dengan pelbagai
pengetahuan lainnya. Karenanya, dalam menanamkan keahlian di bidang
pemerintahan harus dianut pendekatan komprehensif dan multidimensional
dengan menggunakan pola kurikulum yang multi dan interdisipliner.

Stntktur l{urikulurn
Sejalan dengan uraian di atas, maka struktur kurikulum Institut Ilmu

Pemerintahan dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri terisi oleh
pengetahuan di bidang pemerintahan dalam suatu tata rangkaian yang multi
dan interdisipliner, ditambah dengan keahlian komponental serta pelbagai
orientasi lingkungan yang aktual sesuai dengan perkembangan kehidupan
kenegaraan.

Pengetahuan di bidang pemerintahan merupakan acuan multi dan
interdisipliner yang keseluruhannya merupakan pola berbentuk kerucut
(piramidal) yang pada titik puncaknya adalah kepemimpinan (leadership), di
tengah adalah ilmu administrasi negara dan paling bawah adalah ilmu-
ilmu sosial seperti ilmu-ilmu negara, politik, hukum, ekonomi, sosiologi,

antropologi, budaya, psikologi, dan lain-lain.

I Dengan terbentuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN), urusan Agraria dikeluarkan dari Depdagri (ed.)
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Dalam pada itu, karena Depeirtemen Dalam Negeri terdiri atas komponen-

komponen di tingkat pusat maupun daerah sebagai alat kelengkapan
yang menampung bentuk-benttrk kegiatan dalam rangka fungsi organisasi

keseluruhan serta secara organistis akan senantiasa terjadi perkembangan
kehidupan kenegaraan, maka pengetahuan di bidang pemerintahan itu harus

dilengkapi pula dengan keahlian yang bersifat komponental untuk melayani
kebutuhan direktorat-direktorat. jenderal, sekretariat jenderal, inspektorat
jenderal dan daerah-daerah di tarnbah dengan masalah-masalah hangat(currmt

offoirl dalam kehidupan kenegaraan, misalnya dewasa ini masalah-masalah

kependudukan dan lingkungan hidup, keluarga berencana, BUUD/KUD,
BIMAS, dan lainlainnya, di samping masalah-masalah lokal.

Garis besar struktur kurikulum di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

pengetahuan/
keahlian

komponental

current affairs
international
regional

llmu administrasi negara
dan ilimu-ilmu sosial

st,ufffiilur,,.n

I{u a I ifi.k a s i M at a I{u I i ah

Telah dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan fungsi Departemen Dalam Negeri meliputi sejumlah
besar ilmu pengetahuan yang berhubungan erat satu sama lain. Untuk
mengefekti{kan penerapannya kebulatan rangkaian multi dan interdisipliner
ilmu-ilmu pengetahuan tersebutt, perlu diklasifikasikan guna menentukan
tingkatan urgensinya dalam kair:an dengan pelaksangan fungsi Departemen
Dalam Negeri. Tambahan pula, hal ini penting untuk menentukan intensitas

dalam penyajian masing-masin14 pengetahuan tersebut.

Mengingat corak kedinasan yang melekat pada kegiatan pendidikan di
Iingkungan Departemen Dalam l{egeri serta komposisi ilmu-ilmu pengetahuan

yang dibutuhkan, tingkatan urgonsinya menjadi ukuran dalam merumuskan

Kepemrmprnan
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terminologi maupun kualifikasinya sendiri, yaitu bahwa untuk ilmu dan

pengetahuan yang bersifat pokok (artinya yang secara langsung bersangkutan

dengan tugas pokok lulusan sehari-hari) diklasifikasikan dalam kelompok profesi,

untuk yang bersifat penting dalam kelompok dasar dan untuk yang bersifat
menunjang diklasifikasikan dalam kelompok prasarana (vide Bagan 2).

Bagan 2
Pengelompokan Kurikulum

Kosekuensi lebih lanjut penentuan kualifikasi mata
kuliah tersebut adalah perlu pula ditentukan nilai intensitas

pada setiap mata kuliah sebagai ukuran intensitas penyajian,
yaitu dengan perbandingan 2 : 3 :4 masing-
masing untuk prasarana, dasar, dan profesi (vide

Bagan 3).

Inrbangan Teori dengan Praktik

Mengenai imbangan antara teori dengan praktik mata kuliah yang diberikan
pada lembaga pendidikan akademik, seperti Institut Ilmu Pemerintahan
dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, dapat diinformasikan bahwa
pengetahuan teori diberikan dalam prosentasi yang lebih besar dibandingkan
dengan praktik, yaitu dalam perbandingan 70Vo untuk teori dan 307o untuk
praktik. Perincian lebih lanjut untuk kedua jenis mata kuliah tersebut ialah
pengetahuan teori terdiri atas 60Vo science oriented dan 40Vo practical oriented,

sedangkan untuk pengetahuan praktik terdiri atas 50Vo penjelasan tentang
dasar-dasar ilmiahnya dan 50Vo tentang teknik penerapannya.2

2 Catatan: ketika tulisan ini dibuat, APDN masih menawarkan gelar Sarjana Muda (BA), dan bukan Diploma III seperti
sekarang, yang orientasinya pada profesi, bukan pada teori (ed.1992)
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Dari uraian di atas tampak bahwa lingkup materi pelajaran pada Institut
Ilmu Pemerintahan dan Akadenri Pemerintahan Dalam Negeri sangat jauh
melampaui lingkup materi ilmu p,3msrintahan (beshturskundz, bestuurs wetmschap).

Hal ini pertama-tama karena dengan terhentinya perkembangan ilmu ini di
Indonesia pada tahun 1950-an, pengertian openbare dfunst terus berkembang
sejalan dengan rumitnya permasrilahan dan pembangunan di satu pihak dan

perkembangan ilmu pengetahuan lain serta teknologi di lain pihak.

Ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan pokok dalam pembentukan

keahlian pemerintahan dalam negeri perlu dikembangkan sejalan dengan makin
berkembangnya objek ilmu tersebut. Walaupun opmbare dimstpada dewasa ini
secara formal pada hakikatnya ntempunyai lingkup yang bersamaan dengan

openbare dienstpada tahun 1940-arL, namun ia mengandung isi dan materi yang
jauh berbeda baik kualitatif maupun kuantitatif

Keseluruhan isi dan materi ini perlu "diilmiahkan" dalam wadah ilmu
pemerintahan yang konsisten dan mandiri. Untuk menjamin konsistensi dan

kemandirian dalam keilmuan pernerintahan ini, bila perlu pengembangannya

dapat diarahkan pada pembentukan cabang-cabang ilmu pemerintahan,
misalnya hukum pemerintahan, etika pemerintahan, sejarah pemerintahan,
sosioloai pemerintahan, adrriinistrasi pemerintahan, perbandingan
pemerintahan, pemerintahan dar:rah, dan lain-lainnya.
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ILMU PEMERINTAHAN:
S;UATU PENENTUAN POSISI

WOfofa'rd

bjek telaah studi ini adalah ilmu pemerintahan. Untuk menentukan

lebih baik apakah ilmu pemerintahan itu, maka di dalam tulisan ini
disajikan suatu pengenalan pertarna dari pandangan-pandangan tentang ilmu

pemerintahan tersebut. Masalahn.ya menyangkut tiga aspek utama, yaitu status

dari ilmu pemerintahan (apakah sebagai sebuah ilmu, bidang pengetahuan,

pengajaran dan juga profesi); p,:rlu dipastikan apa yang menjadi objek ini
(kmobjut) atau karakter dari ilmu pemerintahan; dan akan disorot hubungan

antara ilmu pemerintahan denga,n bidang-bidang pengetahuan yang lain.

Definisi-Definisi dari llnu Pemerintahan

Di sini akan disajikan pemikiran dari sejumlah pakar yang menyorot

kesamaan serta perbedaan di dalam menjelaskan ilmu pemerintahan. Di dalam

buku teks yang pertama di negeri Belanda tentang ilmu pemerintahan, G.A.

van Poelje menulis bahwa ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana cara

terbaik dalam mengarahkan datr memimpin pelayanan umum fy'an Poelje,

1953: l). Dia memandang ilmtr pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan

terapan (toegepaste wetenschap), serta sebagai ilmu dari pengurusan kepentingan

para warga dari masyarakat oleh pemerintahan umum (van Poelje, 1953: 7).

Dia menguraikan karakter ilmi:rh pada saling kait sistematis serta metode-

metode ilmiah yang teruji.

Di dalam buku teks ilmu pemerintahan dari Brasz, Klein dan In't Veld,

bidang telaah ilmu pemerintahatr dijelaskan sebagai fenomena pemerintahan

atau gejala-gejala dari sesuatu yang kita gambarkan sebagai pemerintahan'

Adalah kepada fenomena-fenomena pemerintahan tersebut dikonsentrasikan

seluruh ilmu pengetahuan (Blasz, dkk. 1962: B). Kemudian fenomena
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pemerintahan itu dispesifikasikan sebagai ... organisasi serta berfungsinya dinas
pemerintahan umum di dalam semua aspeknya, baik ke dalam maupun ke luar di
dalam kerangkaperilaku antarapemerintah dan yang diperintah (... de organisatit

m hetfuctioneren aan de openbare dimst in al 4{n aspecten, gwel inutmding ak naar buiten

in het kader uan de uerhouding tussen bestuur m bestuurden.Brasz, dkk, 1962: l6). Ilmu
pemerintahan dan ilmu pengetahuan pemerintah an (b estuurskunde) kepada
pengetahuan penuntun dan ilmu pengetahuan pemerintahan (b estuurutetnschap)

kepada aktivitas dengan mana pengetahuan itu diperluas serta diperdalam.
Selain ilmu pemerintahan, Brasz, dkk. berbicara tentang ilmu-ilmu bantu
yang memberikan ilmu pemerintahan dan yang meminjam atau menyadap
pengetahuan daripadanya. Namun, tanpa meremehkan pendayagunaan
pengetahuan yang dipinjam atau disadap dari bidang pengetahuan yang lain,
otonomi ilmu pemerintahan ditekankan dengan rumusan sebagai berikut: ilmu
pengetahuan pemerintahan merupakan sebuah ilmu pengetahuan antardisiplin
yang mengikuti pedoman disiplinnya sendiri (Brasz, dtk. 1962: l5).

Di dalam cetakan yang direvisi pada tahun 1969, para penulis
mendefinisikan ilmu (pengetahuan) pemerintah dapat diartikan sebagai ilmu
yang mempelajari tentang cara bagaimana dinas pemerintah an / pelayanan
umum itu disusun dan difungsikan, baik secara ilmu yang mempelajari tentang
cara bagaimana dinas pemerintahan/pelayanan umum itu disusun dan
difungsikan, baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap para warganya
(... de bestuurswetenschap waaronder het uerstaat utetenschap die zirh beaig houdt met de

wijze utaarop de openbare dienst is ingericht enfunctioeut, intern en naar buiten tegenoua

de burgers). Dengan demikian, ia menaut secara khusus dengan pemerintahan
umum (het oputbaar bestuur),jadi pemerintahan memiliki kompetensi terhadap
instansi-instansi pemerintah yang tak terhingga, yang dalam kehidupan
modern semakin memainkan peran penting; pemerintahan sebagai fungsi
negara dalam segala sendinya:pemerintah pusat, propinsi, kota administratif,
perusahaan air minum, badan-badan usaha milik umum /negara dan semua
yang dimiliki untuk bisa berfungsi sebagai lembaga pemerintahan (Brazs,

dkk., 1969: l). Mereka mengkonstatasi bahwa batas-batas dari objek telah dari
pemerintahan umum (tidak lagi dikatakan dinas pemerintahan/pelayanan
umum), semata-mata imajiner dan dikemukakan tentang adanya suatu teori
umum tentang pemerintahan di masa mendatang. Apa yang menyangkut
karakter pengintegrasian pengetahuan dari ilmu pemerintahan dengan jelas

dirujuk kepada kenyataan bahwa bebagai ilmu pengetahuan menyandang
visi-visi berbeda terhadap pemerintahan. Hal itu dipandang sebagai bahasan

tambahan bagi perkembangan dari suatu ilmu pemerintahan yang otonom: ...
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yang merupahan hasil dari suatu penanganan terpecah dimana masing-masing

ilmu berbicara de ngan bahasany:r sendiri, sehingga suatu bagian yang penting

tidak terhayati oleh yang lain, maka dengan berlalunya waktu diperlukanlah

pemantapan suatu bangunan ilmu pengetahuan yang spe sifik yang seluruhnya

memusatlcan diri pada gejala-gejala pemerintahan (Brasz, dkk., 1969: l4). Suatu

penanganan yang lebih homogen dari pemerintahan umum menjadi mungkin

dan mulai diperhatikan.

Suatu gambaran yang sama sekali lain dari ilmu pemerintahan diutarakan

oleh Brasz di dalam karyanya Methoden uan de Bestuurskunde (1986). Brasz

menyebut tema ilmu pemerintahzrn sesungguhnya sama dengan pemerintahan

umum, namun membatasi hal itu kepada penjelasan praktis tentang
pemerintahan (Brasz, 1986: 1B) sebagaimanayangdapat ditemukan di dalam

dokumen-dokumen pemerintaha.n. Dalam pada itu, untuk menekankan arah

terapannya, Brasz melandaskan keilmiahan dan menyajikan nasihat konkret

bagi tindakan di masa depan dari pemerintahan itu sendiri. (Brasz, 1977: l).
Dengan demikian, jelas ditandaskan bahwa peran dari pengetahuan umum

terhadap tindakan pemerintaharr adalah tak terelakkan, dengan mengingat

bahwa pengetahuan tentang ilrnu pemerintahan terikat pada waktu dan
tempat. Hal tersebut terutama disebabkan karena karakter normatif dari
ilmu pemerintahan. Menurut Br:rsz, masalahnya di dalam ilmu pemerintahan

tidaklah terlalu menyangkut keja<lian faktual dan penjelasan-penjelasan, tetapi

yang utama adalah nilai-nilai serta norma-norma.

Brasz berbicara tentang suatu paradigma normatif bagi ilmu pemerintahan.

Demikianlah ia menyebut ilmu pe:merintahan sebagai semi-ilmu (santwetenschap).

Juga pandangannya tentang kemun gkinan integrasi pengetahuan turut memainkan

peran. Maka demikianlah, di satu pihak Brasz menunjuk kepada perlunya semua

teori yang tepat digunakan (bagi praktik) dari pemerintahan umum! di lain pihak
ia berpendapat bahwa integrasi drlri ilmu pengetahuan/masalah teoretis adalah

tak terelakkan (Brasz, 1977:2). Behkan di dalam penerapan dai praxeologiz, atas

dasar pertimbangan-pertimbang:rn praktis pengetahuan dapat diintegrasikan.

Begitu galaunya Brasz di dalam Lrpayanya tentang integrasi dari pembahasan

praktis yang digunakan oleh penrerintahan sebagai tujuan yang penting bag
ilmu pemerintahan sehingga teori-teori ilmu pengetahuan tidak lagi mengisi

wawasannya (Rutgers, 1993: 7). Brasz menyimpulkan bahwa ilmu pemerintahan

(sebagnpraxcolngie)harus dipandang sebagai suatu sarana bantu bagi praktik,yang
selain etika, ilmu bahasa serta ilmtr hukum menawarkan kerangka perbandingan

yang mungkin untuk menguji kerasionalan dari tindakan-tindakan pemerintah.

Dialektika Ilmu Pemerintahan



Kriteria paling penting bagi pandangan-pandangan ilmu pemerintahan adalah
dapat diterimanyadengan baik oleh mereka yang berkepentingan (Brasz, 1977:
5). Di sini terlihat bahwa pembahasan Brasz tidak saja sangat menyimpang dari
pembahasan orang lain, tetapi jelas sangat mengandalkan pada pandangan-
pandangan ilrniah yang disajikan secara implikasi.

Selanjutnya, Rosenthal, van schendelen, dan Ringelen dalam bttku pmgantar

Punaintahan Umum mengawali dengan definisi berikut tentang studi dan inti dari
masalah: ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja
internal serta eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan
umum (fu bestuursctenschap is dz webrrcchap di <hh uitstuitend beaighoud met fu studir uan

fu intmne en externe wnking uan dc struchtrm m processen uan het opmbaar beshmr).

Jadi, inti atau objek utama dari ilmu pemerintahan adalah pemerintahan
umum. Pemerintahan umum didefinisikan sebagai keseluruhan struktur dan
proses di dalam nl'ana diambil keputusan-keputusan yang mengikat (openbaar

bestuur wordt gedefinieerd ak het geheel uan structuren m processe, waarbinnm bindende

balbsingm gmomen utordu) (Rosental dkk, l9B7: I 7). Mereka menekankan bahwa
pemerintahan umum harus dipandang dalam konteks sistempolitik serLa ekonomi.
Dengan demikian, menurut para penulis itu (di dalam l9B4), pengetahuan ilmu
pemerintahan dapat dipandang sebagai terdiri atas pengetahuan organisasi
(organisatie kennis), pengetahuan kebijakan (beleid kennis), pengetahuan politik
(politikce kennis). Di samping ilmu pemerintahan, mereka membedakan ilmu-
ilmu penunjang, yaitu spesialisasi dari disiplin lain yang mengarah kepada
pemerintahan umum. Pengetahuan ilmu pemerintahan yang sekarang ini adalah
terutama merupakan produk dari ilmu penunjang dimal<sud. Otonomi dari ilmu
pemerintahan terletak di dalam perannya untuk menyajikan suatu integrasi dari
unsur-unsur pengetahuan tersebut @utgers, 1993: B).

Istilah ilmu pengetahuan pemerintah an (bestuurswetenschap) dan ilmu
pemerintahan (bestuurskunde) tidak dipandang sebagai istilah setara, makna
keduanya berkaitan dengan suatu pemisahan antara ilmu pengetahuan
pemerintahan sebagai ilmu empiris dan ilmu pemerintahan sebagai ajaran
normatif tentangpemerintahan umum (di tahun 1984)atau orientasipreskriptif
(di tahun 1987). Ilmu pemerintahan diarahkan kepada peningkatan dari
studi tentang pemerintahan. Perbe daan antara keduanya adalah berkenaan
dengan pencakupan bahasa ilmiah di dalam petunjuk dan atau anjuran-
anjuran, dengan adanya pengaruh pengalaman-pengalaman yang lain. Dalam
cetakannya yang keempat, diperkenalkan suatu model siklus ilmiah sampai
pada efeknya dalam masyarakat. Adapun siklus ilmiah dimaksud terdiri atas
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5 unsur sebagai be1iktfi: p er tama, de skrip si : bagaiman a keadaan pemerintahan

umum satu sama lai n. Kedua,presl<ripsi : bagaimana pemerintahan umum dapat

diperbaiki. Ketiga, arah penerapa.n: bagaimana perbaikan yang diproyeksikan

dapat direalisasik an. Keemp at, t'enerapan : rekomendasi-rekomendasi ilmu

pemerintahan direalisa s1kan. Kelima, efek: perubahan arah kerja pemerintahan

umum. Di dalam bukunya, Oaaheidskunde m ouuheidswetenschap, Van der Eijden

menelaah dasar-dasar dari ilmu pemerintahan. Ia menyatakan bahwa objek

telah dalam artian umum adalah pemerintahan secara umum' administrasi,

pemerintahan umum, administrasi pemerintahan, birokrasi pemerintahan, dan

pemerintahan ffan der Eijden 1980: 39). Ia memandang ilmu pemerintahan

sebagai suatu ilmu, namun untuk itu tidak memberikan suatu argumen {alsafah

ilmiah, dan hanya merujuk kepada penulis lain dan pada adanyarrrata kuliah

serta bidang pelajaran dengan sebutan ilmu pemerintahan (Rutgers, 1993: B).

Van der trijden secara jelas membedakan ilmu-ilmu pemerintahan

(bestuurswetenschappm) dan ilmu pt:merintah an (bestuurswetenschap). Bentttk jamak

menunjuk kepada suatu ilmu; terutama yang inti spesifiknya mengarah kepada

pemerintahan umum (Van der Eijden, 1980: 53). Sebaliknya, ilmu pengetahuan

pemerintahan dan ilmu pemerintahan (beshnrswetercchap en beshrurskund.e) adalah

istilah ekuivalen, yang berkenaari dengan bidang khusus: ... ilmu pemerintahan

mengarah kepada pemerintahan umum di dalam semua aspeknya. Ilmu

pemerintahan menjadikan pemerintahan umum sebagai objek materialnya,

sedangkan ilmu-ilmu pemerintahan adalah sub disiplin dari ilmu-ilmu yang tidak

saja menjadikan pemerintahan urnum sebagai objek materiil mereka, namunjuga

untuk memperoleh percobaan ilrr,iah lain (Van der Ef den: 29 1). Dengan kata lain,

ilmu pemerintahan tidak dibedakan dari intinya, juga tidak oleh pendekatannya,

namun oleh fakta bahwa di dala:m ilmu pemerintahan semua pendekatan yang

digunakan, dengan nama ... batas yang berlaku secara tradisional di antara

berbagai bidang ilmu pengetahttan dilangkahi (Van der trijden: 130). Van der

Eijden juga secara eksplisit menunjuk kepada perlunya penanganan ilmu secara

multidisiplin dan interdisiplin. Fandangan pandangannya telah dimanfaatkan

oleh Luhmann dalam mengembangkan sistem teori sosial (Rugers, 1993: B).

Akhirnya, akan kita bicarakan bagaimana pandangan Van Braatn

mengenai ilmu pemerintaharr sebagaimana yang telah dikemukakan di

dalam karyanya, Leerboek Bestrrurskunde (l9BG). Ia mengemukakan bahwa

ilmu pemerintahan menelaah (memberikan, menganalisis, dan menjelaskan)

bagaimana pemerintahan umurl sesungguhnya diorganisir dan difungsikan dan

memberikan pengarahan bagairnana aturan serta cara kerja dari pemerintahan
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umum sepatutnya diperbaiki, diubah dan dilaksanakan (de bestuurskundige
ondu4eklaart, hoe het opmbaar besnurfeitet{k is georganiseat mifrmctinneert m tracht an te
gnm ltoe de inrichttng m walaa[<e uan fut opmbaar bestuur4ud,m kunnrn ruorden uubetad,
ueranderd, behurst) (van Braam, l986: 4). van Braam mengemukakan bahwa
secara garis besar dan untuk sementara, objek telah atau materi dari ilmu
pemerintahan adalah (1) gejala-gejala pemerintahan umum; (2) lebih spesifik:
pengaturan(organisasi) dan cara kerja atau berfungsinya pemerintahan umum.
sebagaimanajugajelas dari definisi yang telah dikemukakan, ilmu pemerintahan
mengenal dua pendekatan) yang menurut Van Braam berakibat di dalam dua
tugas di dalamilmupemerintahan, yait'ilmupemerintahanyang,,deskriptif,, dan
yang "preskriptif". Di dalam kedua bidang tersebut -erry.-brilah pertanyaan
utama: yang menyangkut cara pemerintahan, yang diperintah dan arahan/
aturan organisasi dari pemerintahan umum. Semuanya itu menuntun kepada
sejumlah pertanyaan sebagai berikur: (a) untuk ilmu pemerintahan deskriptif
bagaimana memerintah atau bagaimana pemerintahan itu, bagaim ana cara
kerja pemerintahan umum? Bagaimana pelaksana pelaksana pemerintahan atau
pemimpin pemerintahan, bagaimana kuaritas mereka? Bagaimana pemerintahan
umum ditata atau diatur? (b) sejajar dengan itu, sejumlah pertanyaan untuk i-lmu
pemerintahan perskriptif, bagaimana orang dapat memerintah dengan lebih
baik atau lebih rasional, bagaimana sebaiknya-carakerja dari pemerintahan
umum dapat diperbaiki, diubah dan dikuasai?Jenis peraksJrru p.-..irrtahan atau
pemimpin pemerintahan yang bagaimana yang dibutuhkan, kuaritas apa saja
yangpatut mereka miliki dan bagaimana dapat memperbaiki dan meningkatkan
kualitas dimaksud? Bagaimana sepatutnya tata.,'an dari pemerintahan umum
dapat di tingkatkan, diperbaiki, diubah dan dikuasai? (v"; Braam, l986: 4).

Penyebutan ilmu pemerintahan (lestuurskunde) dan ilmu pengetahuan
pemerintah an (bestuursznetenschap) oleh van Braam berbeda dengan dari van der
E5'den, tidak lagi diperlal<ukan secara ekuivalen. Istilah ilmu-ilrnu pemerintahan
(bers tuusruetenschappen) dipergunakan sebagai nama jenis untuk keseruruhan
dari ilmu yang mempelajangejala-gejala dari pemerintahan. Di daram afiian
ini, menurut Van Braam, ilmu pemerintahan adalah salah satu dari ilmu-
ilmu pemerintahan. Dengan sendirinya, penamaan ilmu pemerintahan agak
membingungkan dipandang dari konotasi kata pengetahuan kuat/terapan
(kunde), namun mengingatkan bahwa penamaan itu telah lazim digunakan
atau diperkenalkan maka hal itu dapat diterima baik.

Di dalam penentuan hubungan antara ilmu pemerintahan dan ilmu-
ilmu pemerintahan yang lain, Van Braam berbicara tentang tiga pembagian,
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yaitu: (a) Ilmu-ilmu pemerintahan yang mengarah atau tertuju pada aspek

tertentu. Ini menuntaskan suatu. aspek dari pemerintahan umum; misalnya

hukumpemerintahan,(b)Ilmtr-ilmupemerintahanyangmengarahatau
tertuju pada pokok tertentu, bagzrimana pemerintahan umum didekati dengan

cara tertentu, misalnya sosiologi pemerintahan (menurut Van Braam' bahwa

perbedaan antar^"aspek" dur, 'pokok" tidak absolut/mutlak), (c) Ilmu-ilmu

pemerintahan yang mengarah atau tertuju secara keseluruhan' Apa yang

menjadicakupankeseluruhanobjekpenelitiandaripemerintahanumum'
misalnya ilmu Pemerintahan.

Di dalam bidang ilmu-ilmu pemerintahan tersebut memiliki suatu posisi

unik, yaitu bahwa iliru-ilmu pernerintahan yang lain berfungsi sebagai ilmu-

ilmu bantu bagi dia (lebih dulu \/an Braam menulis bahwa ilmu pemerintahan

disebutsebagaiilmutentangpernerintahanumumdalamukuransepenuhnya;
lg77: 39).Ilmu pemerinruhun rnemiliki juga suatu karakter multidisiplin dan

interdisiplin;iamengusahakanpengintegrasiandaripengetahuan.Terutama
sekali, Van Braam memu.,da,,g iimu pemerintahan sebagai sebuah ilmu eklektik

murni, ilmu pemerintahan menyadap atau meminjam sesuai kebutuhannya

akan teori-teori, pengertian-pengertian, metode-metode dan pengetahuan

empiris dan ilmu-ilmu lain, nrenyatukan unsur-unsur itu di dalam suatu

p.*.riu.t dan penjelasan menleluruh dari gejala-gejala (permasalahan) dari

pemerintahan umum (Van Braam, 1986: 604)'

llarakterisasi Utama dari llmu Pomerintahan

Bertolak dari berbagai pandangan yang telah diutarakan oleh berbagai

penulis di atas, maka dap-at iitarit< sejumlah kesimpulan. Menjadi jelas bahwa

il-r. p.-.rinrahan paling banyak dirumuskan sebagai pengintiman dengan

kuryi_kuryudari pengetulrru, ilmiah. Secara lebih ekspilit namun sekunder,

adalah penekanan p.du hrrbrrngan antara aktivitas ilmiah dengan praktik'

Ilmupemerintahansebagaipengantarhanyadisebutkanbeberapapenulis
dandapatditandaisebagaitt:rsier.Ilmupemerintahansebagaipengantar
hanya disebutkan beberapa pt:nulis dan dapat ditandai sebagai tersier' Ilmu

pemerintahan berusaha dirumuskan (terutama beberapa gejala) sebagai ilmiah'

bpsi minimal adalah bahwa ilnu pemerintahan bekerja dengan pengetahuan

ihiur, yurrg disajikan oleh disiplin ilmu yang lain (meski tidak disebutkan di sini

,."u,u.1.1u, oletrBrazs). Visi mllksimal menyatakan bahwa ilmu pemerintahan

mengiluti disiplinnya sendiri dan membentuk suatu aktivitas ilmiah yang

otonom (Rutgers, 1993: 10)'
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Terdapat suatu konsesus terhadap pemikiran di atas dalam hal bahwa

di dalam ilmu pemerintahan semua pendekatan dari pemerintahan umum
dilakukan. Dengan demikian, maka jelas sangat interdisiplin. Penyatuan serta

pengintegrasian ilmu oleh pengarapan ilmu pemerintahan telah dljadikan suatu

tujuan dan pengabsahan bagi ilmu pemerintahan. Dewasa ini, hal itu tampak
jelas terlihat. Semakin banyak penulis barat yang menyebutkan bahwa para
penekun dari ilmu pemerintahan tidak lagi berkutat dengan latar belakang
mono-disiplin mereka sendiri.

Selanjutnya, ilmu pemerintahan mulai disorot dalam kaitan dengan praktik.

Dalam hal ini paling tidak diupayakan suatu arah "penerapan" berbeda dengan

"preskripsi tidak memihak" di dalam "menghayati" atau "mengganggu"objek
penelitian. Untuk itu, Van Braam merupakan seseorang yang memberikan
ruang bagi ilmu pemerintahan sebagai ilmu murni dengan konsepnya
tentang "ilmu pemerintahan deskriptif", bagi yang lain ilmu pemerintahan
selalu mengabdi atau diarahkan kepada rnanfaat bagi masyarakat. Dengan

orientasi praktis dari ilmu pemerintahan, maka perlu dituntaskan tentang
cara bagaimana memberi bentuk kepada ilmu pemerintahan. Perlu ada
kesepakatan tentang jenis pengetahuan yang dapat dikualifikasikan sebagai

"ilmiah". Objek dari telah yang hingga kini disebut sebagai "dinas umum/dinas
pemerintahan". Sekarang telah digeser dan dibicarakan tentang pemerintahan

umum, hanya Van der Eijden yang lebih menyukai suatu penamaan yang
lain, namun tidak dimaksudkan. Dengan demikian, untuk memberi isi yang
lain kepada bidang pengetahuan tersebut. Untuk pokok pemikiran spesifik di
dalam objek penelitian, maka digunakan aneka penamaan (pengarahan dan
penuntunan, struktur dan proses, organisasi dan fungsionalisasi, pengarahan

dan pengkaryaan). Para penulis telah sepakat bahwa sulit memberi batasan

kepada objekpenelitian. Dikemukan bahwa suatu bentuk tersusun dari banyak
kenyataan sosial dan kemasyarakatan yang harus dipahami, sementara sekarang

ini adalah mustahil untuk secara empiris memformulasikan ciri-ciri yang dapat
dibedakan dari keseluruhan bidang penelitian. Hal itu mempengaruhi terhadap

visi maupun posisi dari ilmu pemerintahan di antara ilmu-ilmu pengetahuan
(Rutgers, 1993: 10).

Selanjutr:ya, bam ada sedikit sekali konsesus sehubungan dengan status ilmiah.

Di satu pihak, ilmu pemerintahan dipandang sebagai suatu aktivitas mandiri
yang dapat dibenarkan serta perlu di dalam cahaya kebutuhan masyarakat akan

pengetahuan mengenai pemerintahan umum) di lain pihak merupakan satu-

satunya unsur pengikat di dalam ilmu pemerintahan, dengan demikian, ia patut
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menjadi objek penelitian. Juga tt:lah dibicarakan tentang suatu rujukan yang

menerus kepada disiplin induk da:r disiplin bantu, sehingga perhatian seperlunya

kepada penyatuan mandiri dari pandangan-pandangan tetap diusahakan.

Ketidalsatuan pendapat tentang slatus ilmiah dari ilmu pemerintahan selanjutnya

terlihat di dalam nomenklatur yang menunjukkan pembagian tugas yang
berkaitan. Terbanyak dari para F'enulis memandang ilmu pemerintahan sama

dengan ilmu pengetahuan pemerintahan. Hanya ada satu sekat pemisah antara

keduanya, yaitu sebagai ilmu empiris versus aktivitas normatil Di dalam kajian

ini, ilmu pemerintahan akan dipandang sebagai ilmu pengetahuan pemerintahan

di antara ilmu-ilmu pemerintahan yang lain (Rutgers, 1993: I l). Secara singkat

dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat digambarkan sebagai ilmu yang

menyatukan berbagai pengetahuar tentang ilmu pemerintahan umum (bandingkan

dengan Edwards, 1993: l6), yang rnengupayakan pemerian dan penjelasan ilmiah
agar dapat membantu masyarakat (dalam memperbaiki pemerintahan umum).
Pertama-tamailmu pemerintahan dilegitimasi oleh karakternyayangmenyatukan

pengetahuan, penerapan dan atarr prekripsi adalah sekunder/kedua. Hanyalah

Brazs yang menanggalkan pengintegrasian serta penerapan ilmu pengetahuan

dan beranggapan bahwa suatu ilmu pemerintahan yang menyatr-rkan pengetahuan

ilmiah adalah tidak mungkin atau tidak ada (Brazs, 1986: 14). Terbanyak penulis

memberikan lebih banyak tekanarr kepada legitimasi dari arah penerapan, selain

kepada problematik integrasi. Pandangan bahrva "ilmu pengetahuan plus ilmu
pengetahuan" adalahjuga ilmu perrgetahuan, tampakjelas hal itu tidak berlaku bila

ilmu diasosiasikan dengan makna dari sesuatu yang bukan fakta. Sebagai contoh

dapat disebutkan bahwa tidak akalr ada yang membantah bahwa penyatuan sejak

dari berbagai muasal dengan sen,lirinya menghasilkan sebuah sajak yang baru,

sepanjang arti dan maknanya dapat ditangkap atau dipahami.

Bidang-Bidang llmu yang Bertaliarn Erat

Penjelasan di atas menjadikan perlunya memandang hubungan antara
ilmu pemerintahan dengan disiplin-disiplin ilmu yang bertalian erat. Namun,
terlebih dahulu hendak disebu,:kan beberapa istilah yang erat kaitannya,
yaitu ilmu pemerintahan, ilmu pengetahuan pemerintahan, dan ilmu-ilmu
pemerintahan. Dalam pada itu, patut diperhatikan bahwa istilah ilmu
pemerintahan diperlakukan dalrm istilah yang sama. Juga batas hubungan
dengan ilmu-ilmu bantu tidak terlalu problematis: sosiologi pemerintahan,
hukum pemerintahan, serta keuangan pemerintahan (negara), semuany a adalah

spesialisasi dalam bidangpengetzrhuan yang lain. Tidak ada dari semuanya itu
hendak berniat untuk menyatukan pengetahuannya; semuanya memandang
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kepada relevansi dari pemerintahan umum dan dari penguatan sudut pandang

disiplinnya sendiri. Pembahasan inti dari pemerintahan umum dari perspektif

seperti itu adalah penting.

Demarkasi 
^ntara 

ilmu pemerintahan dengan ilmu kebijakan atau ilmu
pengetahuan kebijakan (kebijakan pnbhk/public Poliry) adalah lebih problematis,

tidak saja berkenan dengan intinya, namun juga penanganan cara pendekatan

terhadap objeknya, keduanya menghasratkan penyatuan/pengintegrasian
pengetahuan serta penerapan. Kebijaksanaan yang berorientasi pada

perolehan pengetahuan dalam hal ini dipandang dari ilmu pemerintahan,
mencakup pengetahuan aspek, oleh karena pengambilan kebijaksanaan tidak
semata ditentukan oleh pemerintahan umum (Rutgers, 1993: ll). Dengan

demikian, kebijaksanaan sebagai objek dapat dipandang dari studi banyak

ilmu pengetahuan atau studi ilmu-ilmu lain. Dalam kenyataannya, ilmu
kebijaksanaan adalah suatu kumpulan dari ilmu-ilmu yang masing-masing

dengan caranya sendiri memberi sumbangan kepada studi dari kebijaksanaan

(Simonis & Lehning, l9B7:9). Ilmu kebijaksanaan adalah kumpulan dari
ilmu pemerintahan, ekonomi, sosiologi serta produk lain dari ilmu sosial yang

mengarah kepada pelanjutan berencana dari pembahasan kebijaksanaan

pemerintahan di masa mendatang, dengan menganalisis dampak-dampak
dari kebijaksanaan yang dilaksanakan (De Beus & Lehning, l9B7:337).
Dengan uraian tersebut, maka ilmu kebijaksanaan ditentukan oleh pemerintah
(Rutgers, 1993: l2). Para penulis yang lain mengukuhkan restriksi dimana
kebijaksanaan sama dengan pemerintah, sekurang-kurangnya dapat dilihat
dalam keterkaitannya dengan pemerintahan umum (menunjuk pada Lasswell,

Van de Graaf & Hoppe: dalam Rutgers, 1993: 12). Selain itu, tidakjelas
bagaimana ilmu kebijaksanaan bertalian dengan ilmu pemerintahan. Van de

Graaf & Hoppe di dalam pembahasan mereka tentang ilmu kebijaksanaan

menyamakannya dengan ilmu politikpemerintahan (Van de Graaf & Hoppe:

35). Permasalahan-permasalahan yang dapat diperbandingkan memainkan

suatu peran karena ilmu pemerintahan dan ilmu perusahaan (bedrilfskunde)

berlandaskan dekat satu sama lain. Di dalam hal itu, permasalahan dibedakan

antara pemerintahan umum dan pemerintahan swasta (pemerintahan versus

swasta). Ada yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan, sedangkan yang

lain merujuk justru pada perbedaan yang prinsipil (Rutgers, 1993: 12). Dari
uraian di atas makajelas batas-batas antar ilmu pemerintahan dengan bidan-
bidang ilmu yang lain.
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PEMERINTAHAN DAN
PEMERINTAHAN UMUM

ffiDlopa,,t

K"n." 
teori,pemerintahan ini berma}sud untuk memberikan wawasan bagir vara pembaca yang berminat mempelaiari ilmu pemerintahan secara

lebih lanjut. Kajian_ ini merupakan kajian lanjutan duri trliru' sebelumnya
yang dimuat dalam Majalah widyapraja terbiran tahun 1994 Nomor l9 - III
dengan judul Ilrnu Pemerintahan suatu pmdekatanAwal.selanjutnya kajian ini akan
difokuskan pada beberapa pokok, yaitu keterlibatan ilmu i.-.ri.rtut an dengan
pemerintahan umum, apakah itu pemerintahan, apakah itu pemerintahan
umum dan apakah terdapatperbedaan antarpemerintahan umum dan bentuk_
bentuk pemerintahan yang lain?

Pemerintah dan Pemerintahan

Kata pemerintah berasal dari kata kerja "memerintah" yangjuga dapat
diartikan "mengendalikan" atau "mengemudi', (besturen). r.uft, hnjut, bisa
berarti menl. rruh melakukan, memberikan arahan pada kemajuan, pergeral<an
dan menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan.

Jadi, pemerintahan selalu dimaksudkan:

' pelaksana pemerintahan (subjek) atau yang memerintah (orang atau
badan):

sesuatu kegiatan tertentu seperti: memerintah, mengendalikan;
ada sesuatu objek yang diperintah atau dikendalikan.

Dalam ilmu-ilmu pemerintahan secara umum, kata ,,pemerintahan,,
mengingatkan kita pada al<tivis manusia. "pemerintah', atau yurrg *.-"rintah
itu dapat seseorang, sekelompok orang, badan, atau bentuk rain seperti itu.
Dalam kaitan pemikiran tentang masalah pemerintahan untuk manusia, muncul
juga konsep-konsep tentang pemerintahan ketuhanan atau supranatural, juga
pemerintahan atanpengendarian meralui sistem teknis yang dijalankur, ,.p.rti
"kendali otomatis". objekyang diperintah atau dikendalikan ,.lul -.-pakan

a

a



suatu susunan urusan, serangkai an tindakan, kejadian-kej adian, kekuatan,

singkatnya suatu ,.proses". Pemr:rintahan adalah suatu proses pemerintah'

Pro"sesdapatsajasebagaiprosesalamiah,prosesmasyarakatprosesekonomi'
proses teknis, proses potitit , proses hukum, proses pengelolaan' dan sebagainya'

Lebih lanjut, pemerintahan-itu se:ndirijuga terlaksana secara terpr:oses sebagai

suatu urutan kegiatan pemerintahan yang saling berkaitan.Jadi, dapat dikatakan

bahwa,,memerintah'; merupakarl proses pengendalian, proses pemerintahan

atau proses Pemerintah.

Selanjutnya, untuk membt:rikan ilustrasi konsep proses maka dapat

dikemukakan sebagai berikut: 'Jika Anda tidak mengetahui apa yang terjadi

makaitusuatuproses',.Andamelihatbeberapakejadianyangberturut-
turut daram satu waktu dan saring berhubungan dan menarik kesimpulan

bahwa sesuatu telah terjadi ata.u ada sesuatu yang sedang berjalan. Pada

abad ke-19 terjadi penemuan-penemuan baru' di mana pada saat itu mereka

belummengetahuiapayangte4aai,misalnyadibidangkimia,tetapimereka
mengetahuibahwa slsuatu ,edu'og terjadi dan hal itu disebut "proses"'

Sebagaigambaranlebihlarjut,G.Kuypers(1986:32-33)menyebutkan
tentang ..proses pembentukan kebijakan,, bahwa kebijakan itu akan terbentuk

dan i.rimembutuhkan waktu.Jadi, dapat diterima' bahwa dalarn suatu masa

atau waktu tertentu akan terjadi beberapa kejadian, mungkin secara bertahap

dantidakdapatdibayangkantetapitetapberkaitansatudenganyanglain
karena masing-masing memainkan peranan dalam "pembentukan kebijakan"'

Halitukuranglebihtidakhalyamemberiartipadakumpulankejadian-
kejadian tetapi juga kurang lebih keterkaitan antarmereka sendiri'

Pengendali
Pelaku)

302

Sumber: Vm Bnm

Bagan Unsur'Unsur Dasar Pemerintahan

Dalamilmupemerintahanadaprimairdetrits,yaitumanusia-proses
pemerintahan - proses kemasyalakatan. Dalam literatur ilmu pemerintahan serta

Proses di Masyarakat
(Pelaksanaan)
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dalam percakapan sehari-hari, penggunaan kata atau istilah ,,pemerintahan', (bahal
tidak selalu digunakan dengan cara yang sama. secara umum, ada tiga pengertian
tentang pemerintahan yang beredan Akan tetapi, ketiga pengertian itu berkenaan
dengan "pemerintahan umum" (opmbam buhtzr) serta berkaitan erat dengan ketiga
pertanyaan utama dari ilmu pemerintahan dabiptif (Bagaimana pemerintahan
itu dan bagaimana cara keria pemerintahan umum? siapa para pemimpin
pemerintahan dan bagaimana kualitasnya? Bagaimana pemerintahan umum itu
ditata?) dan ilmu pemerintahan presknptif (Bagaimana orang dapat memerintah
dengan lebih baik atau lebih rasional; bagaimana cara kerja pemerintahan umum
dapat diperbaiki, diubah, dan dikuasai?Jenis pemimpin pemerintahan bagaimana
yang dibutuhkan, kualitas bagaimana yang patut mereka miliki dan bagaimana
kualitas mereka dapat diperbaiki? Bagaim anatatananpemerintahan umum dapat
diperbaiki, diubah dan dikuasai?).

Selanjutnya, "pemerintahan" dapat diartikan sebagai berikut.

' Kegiatan memerintah (proses yang respektif dari penanganan pemerintah).
' Badan dari pelaku pemerintahan (misalnya pemerintahan perserikatan).
' Keseluruhan dari orang-orang, instansi, kegiatan, dan prosedur

pemerintahan.

Dalam pengertian terakhia istilah "pemerintahan umum,' sering digunakan
sebagai suatu kesatuan dari orang-orang, instansi, organisasi, kegiatan, dan
prosedur pemerintahan negara.

Dengan demikian, dalam tulisan ini istilah "pemerintahan,' dapat diartikan
salah satu dari ketiga pengertian tersebut sesuai dengan konteks yang ada.
Terdapat banyak ilmu pengetahuan yang menyibukkan diri dengan gejala-
gejala pemerintahan (ilmu-ilmu pemerintahan). Beberap a di antaranya(seperti
c2bernectica) mengajarkan perkembangan dari sudut mata pelajaran pemerintah
tertentu; terutama berpegang teguh pada gejala-gejala pemerintah an atau
pengendalian dari berbagai jenis proses tertentu (misalnya, pengetahuan
hukum pemerintahan, ilmu organisasi perdagangan, politik pemerintahan, ilmu
informasi pemerintahan, dan ilmu pemerintahan). pertanyaannya sekarang
adalah apa yang membedakan ilmu pemerintah an (beshnrskunde) danilmu_ilmu
pemerintah an (bestuurr uetensc b appen).

selanjutnya' yans dianggap tidak termasuk dalam, pokok studi ilmu
pemerintahan adalah pengendalian proses-proses alam dan teknis. Misalnya,
tidak memberikan perhatian pada cara pengaturan aliran sungai atau pada
pengelolaan atau proses ban berjalan di suatu pabrik atau industri.
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Ilmu pemerintahan dibatasi oleh perhatian pengetahuannya sampar

puda p.rrg.ndalian proses-proses penanganan masyarakat (sosial). Istilah
:,masyarukat" atau "sosial" merrunjuk pada tanda pengenal adanya orientasi

antara kegiatan-kegiatan manusia; kegiatan masyarakat terjadi di mana manusia

saling -enyesuaikan kegiatan-kegiatan mereka; apabila mereka mengindahkan

kegiatan-kegiatan (respek terhatlap sikap) dari yang lain'

sehubungan dengan itu, weber (dalam Samson, 1971: 9-21) mengemukakan

bahwa "kegiatan sosial" adalah suatu sikap manusiawi yang sesuai dengan

maksud subjeknya terlibat denga.n sikap orang lain dan selanjutnya berorientasi

pada sikap tersebut.

Ilmu pemerintahan memb:rtasi bidang perhatiannya pada pengendalian

proses kegiatan antarmanusia saja (antara lain kegiatan bersama, hidup bersama,

Lerju ru-u, dan lainlain). Suatu kesatuan dari proses kegiatan masyarakat yang

be.kaitu.r dapat bertahan agali lama disebut "ikatan masyarakat". Contoh

dari ikatan masyarakat adalah l;elompok kerja, perkumpulan jemaah, negara'

perusahaan, dan lain-lain.

Dalam ilmu pemerintahan, sebenarnya pengertian pengendalian proses

kegiatan masyarakat adalah "pt:ngendalian hubungan kemasyarakatan"' Ilmu

pemerintahan tidak mencakup pengendalian semua jenis proses kegiatan

Le*usyu.ukatan (hubungan respektif) sebagai objek studinya. Misalnya, tidak

menyibukkan diri dengan kegratan perusahaan swasta, urusan keagamaan,

urusan y ay as^ndan perkumpul an-perkumpulan masyarakat lain yan g bersifat

swasta. Dalam hal pengendalian maupun kepemimpinannya, bentuk kegiatan

swasta yang beragam itu menja<li objek studi cabang-cabang lain dari ilmu-ilmu

pemerintahan, misalnya dalam. bidang perdagangan, organisasi, hukum, dan

sebagainya. Jadi, ilmu pemerirrtahan hanya memperhitungkan kegiatan dari

hubungan negara atau bagian-bagiannya sebagai objek materinya'

Hubungan llegara dan Pemerintahan Umun

Dalam uraian lebih lanjut, pengertian negara adalah dalam arti hubungan

negara. suatu hubungan negara adalah suatu jenis hubungan kegiatan

masyarakat tertentu. la merupa.kan suatu hubungan hidup bersama dan kerja

sama dari suatu kumpulan manusia yang metakukan kegiatan dalam lingkup

hubungan tersebut dan dengan sadar diarahkan kepada terwujudnya sasaran-

sasaran tertentu atau pemenuhan fungsi-fungsi kemasyarakatan tertentu' Oleh

karenaitu, berdasarkan kesadaran akan sasaran kegiatan-kegiatan tersebut maka

suatu hubungan negara juga ilisebut sebagai organisasi kemasyarakatan.
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Kegiatan bersama yang merupakan ciri hubungan negara adalah suatu
kegiatan bersama yang terbatas pada suatu daerah kedaulatan. Suatu hubungan
negara merupakan suatu organisasi dari penduduk yang bertempat tinggal di
suatu daerah tertentu dari atau yang merupakan daerah asalnya.

organisasi kemasyarakatan merupakan aJat yang membantu sekelompok
orang dalam mewujudkan maksud dan tujuan mereka. Pada hubungan
negara, yang dilaksanakan adalah penetapan atau mempertahankan tata
tertib dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki dan diperjuangkan. Dalam
praktiknya, penetapan sasaran umum ini terwujud pada istilah-istilah tata-tertib
umum, keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran umum) kesehatan ralc,yat,
perkembangan hukum, demokrasi, dan lainlain. Sumbangan yang diberikan oleh
hubungan negara ini kepada terwujudnya sasaran-sasaran tersebut dinamakan
fungsi-fungsi negara. Jadi, pengelolaan hubungan negara ini ditandai dengan
istilah-istilah pemerintahan negara atau pemerintahan umum.

Di dalam pemerintahan umum dapat dipahami atau tercakup organisasi
internasional, kerajaan, provinsi dan kota, organisasi perusahaan swasta dan
badan asuransi sosial. Dengan kata lain, pemerintahan umum meliputi kegiatan
formal dan kegiatan swasta dalam suatu negara maupun secara internasional
atau lintas negara. Keseluruhan pelaku atau aktor pemerintah atau pengendali
dalam suatu hubungan negara diberikan nama atau istilah "penguasa",
misalnya penguasa negara) penguasa kerajaan, penguasa kota, dan sebagainya.
Adapun aktivitas pemerintahan dan penguasa adalah sebagai berikut.
a. Pengendalian atas tindakan-tindakan para warganegara (atau masyarakat

negara). Dalam hal ini mencakup pengendalian hidup bersama dalam
batas-batas daerah kedaulatan hubungan negara. Hal ini dapat disebut
sebagai pemerintahan keluar.

b. Pengendalian dari aparat negara dan penguasa; secara ke dalam dan ke
luar (ini dalam hubungan dengan organisasi-organisasi masyarakat yang
lain). Hal ini disebut sebagai pemerintahan ke dalam.

Sulit ditarik batas antara pemerintahan umum dan swasta karena
perbedaan antara keduanya bersifat bertahap dan sementara. Perbedaan-
perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Sifat dari hubungan kegiatan yang dikendalikan (hubungan negara lawan

organisasi swasta).

b. Sifat dari sasaran yang dikejar melalui hubungan-hubungan ini ftepentingan
umum lawan kepentingan swasta; sasaran komplels lawan sasaran tunggal).
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c. Sifat dari akibat pengendalian (politik lawan keuntungan, pendapatan, dan

lain-lain).

Selanjutnya, berbeda dari pemerintahan umum yang mengarahkan sasaran

dasar yang ditetapkan keserangk.aian sasaran dasar dan subsasaran yang harus

diwujudkan maka pengelola perusahaan swasta membatasi diri terutama

kepada suatu sasalan dasar yarrg dekat dan konkret, yakni perrghasilan dari

usaha produksi atau penyaluran tersebut (Samson; 197 1: B3).

Untuk selebihnya, jelas st:kali terjadi suatu perkembangan ke suatu

"osmosa" dari pemerintahan negara dan ilmu kepemimpinan perusahaan (Van

Poelje; l93l), suatu peresapan satu dengan yang lainnya dari sasaran, asas,

dan teknik pemerintahan negara dan manajemen perusahaan. IJnsur-unsur

pemerintahan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan,

memeriksa, menghubungi, menurut Samson, pada pokoknya pemerintahan

umum dan swasta adalah sama (1971: l7B).

Pertanyaan apakah ada sattr ilmu pemerintahan yang khusus mempelajari

pemerintahan umum dan padaj:lngka panjang akan berhak atas keberadaannya

di sampingilmu-ilmupemerintahan lain danyangakan terbataspadamempelajari

kejadian-kejadian dalam manajemen swasta (perusahaan swasta)akan mengikuti

dengan kritis perkembangan selanjutnya dari bidang ini? Untuk masa depan,

beberapa pakar ilmu pemerint.ahan melihat akan terbentuknya suatu ilmu

pemerintahan yang umum dan akan mencakup bidang-bidang pemerintahan,

perusahaan, dan ilmu organisasi yang ada sekarang dan pasti akan menantang.
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ANOM'E PEMERINTAHAAN

Vtaa/t&:a.3d'4di.

ehidupan manusia dari masyarakat modern dewasa ini sangat tampak dari
keanekaragaman yang tinggi dari perubahan keadaan yang berlangsung

pesat. Kondisi tersebut membuat masyarakat berproses dalam nilai, gerak, dan
tujuan yang dinamis. sebagian dari proses itu bercorak kontinum, ya_kni hanya
menunjukkan derajat perubahan yang searah. Sebagian lagi menunjukkan
corak dikotomis, yakni mengindikasikan keterpisahan, pengkutuban, bahkan
pertentangan. Kenyataan sosial tersebut cendemngmenyebabkan berkembangnya
suasanaketidakpastian, keraguan, kegamangan, bahkan ketegangan dalamproses
sosial dari pemerintahan. Campuran dari berbagai suasana yang tidak nyaman
tersebut juga cenderung membuat masyarakat dan juga pemerintahannya lebih
banyak bersifat reaktif dan terlalu pragmatis dalam pencarian solusinya. Tidak
jarang pula dilakukan jalan pintas atau jalan yang paling mudah, meskipun
jeleknya atau tidak bermanfaat akibat atau implikasi dari jalan pintas tersebut.
Dalam Horton & Hunt (1984: 172), Emile Durkheim menyebut kondisi itu
sebagai anomi.e, yakni suatu keadaan di mana masyaral<at dalam perjalanannya
menghadapi kebingungan dari kepanikan akibat ditinggalkannya nilai-nil ailama,
tetapi belum terumuskannyaataxbelum terhayatinya nilai-nilai baru. Akibatnya,
masyarakat mengalami konflik norma dan nilai yang kemudian membuat
masyarakat berproses dalam suasana tanpa norma (pormlessness). Dalam kondisi
seperti itu, masyarakat cenderung menyelesaikan kebingungan dan kepanikan
tersebut menurut carayarrg mudah, yakni bunuh diri.

Makna Pemerintahan

Sebagai suatu aktivitas, proses, dan institusi yang terbentuk atas dasar
kesepakatan warga nega-ra, pemerintahan merupakan pencerminan dari harapan,
kebutuhan, dan keinginan warga negara, untuk mewujudkan hidup bersam ayang

+ Guru Besar llmu Pemerintahm pada IPDN, mantan Direktur Pascasarjana IPDN, mmtan pembantu Rektor I Bidang
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tertib dari maju agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyarnan

dan wajar. Dalam konteks hidup bersama, diharapkan pemerintahan dapat

membantu setiap individu untuli mewujudkan keberhasilan dan kebahagiaan

dalam hidup mereka, apapun nilai dari kriteria yang mereka gunakan. Secara

teoretis dari filosofu, keberadaan suatu pemerintahan sebagai sebuah rcahtzhidup

manusia telah dipahami dalam berbagai perspektif dan pandangan. Secara ringkas,

berbagai sudut pandang dari tela:rh ini mencoba memberikan alaszrr keberadaan

suatu pemerintahan, yakni sebagai kesepakatan atau kontrak sosial (rnisa}eya seperti

yang tecermin dalam istilah kedaulatan ralryat), sebagai institusi yang manditi (y-g
disiratkan oleh istilah kedaulatan n,3gara), dan sebagai suatu institusi yang bersumber

dari "wahyu Tuhan". Dengan pa:rdangan tersebut maka persoalan pemerintahan

terutama akan berkaitan dengan siapa sesungguhnya yang akan menjadi pemetik

marrfaat utama (bercfmnrin)dari perryelenggaraan sebuah pemerintahan. Bagi sebuah

negara demokratis, jawaban terhadap pertanyaan ini sudah jelas, yakni takyat.

Dengan demikian, ral<yatlah yang menjadi sumber utama inspirasi dan aspirasi

dari setiap penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan'

Pemikiran seperti itulah yarrg membuat Brewster (1963: 7) mendefinisikan

pemerintah sebagai suatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak

sehingga diberi kekuasaan penegal<an hukum lang terakhir dan yang kemudianjuga

menjadikanpemerintah sebagai tempatpembuatankeputusan akhir dari masalah-

masalah sosial. Dalam ungkapanl'anglebih sederhana, Mund (1955: 2)menyatakan

bahwa pemerintahan adalah suatu bentuk khusus pengaturan mengenai.

pemeliharaan hubungan-hubungan yang tertata dalam suatu masyarakat' Dengan

pemahaman itu, tujuan pemerintahan adalah untuk mewujudkan kehidupan

masyarakat yang tertib dan maju agar setiap orang (baik secara individu maupun

kelompok) dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar. Sejauh

mana upaya pencapaian tujuan pemerintahan ini dilakukan akan tergambar dari

kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintahan. Keterkaitan tersebut digambarkan

oleh Peters (1996: 4) ketika ia mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai

sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung atau melalui perantara yang

mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga negara.

Pemahaman Peters tersebttt didukung oleh pandangan Brunello tentang

makna sistem politik dan keterkaitan pemerintah dengan warga negara.

Brunello (1996: l8l) menyatakrnn bahwa sistem politik memungkinkan orang-

orang untuk datang bersama, memecahkan konflik, menyebarkan nilai-nilai

masyarakat, dan menciptakan proses dengan sekelompok orang yang diberi

otoritas untuk membuat keputusan dan menegakkan aturan. Dalam hal ini,
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pemerintah mewakili orang-orans(1,nfle) dan masyarakat(societics), kebiasaan
dan budaya mereka, sedangkan warga negara adalah partisipan dan staluboldas
dalam politik. Menurut Brunello, keterkaitan seperti itu memunculkan
kewajiban pada negara untuk mengintegrasikan warga negaranya ke dalam
kegiatannya untuk meningkatkan komitmen dan identifikasi warga negara
pada negara dengan kekuatan force) atau dengan pilihan (cboice). Bersamaan
dengan itu, Brunello (1996: l83) menegaskan bahwa demokrasi representatif
menawarkan kesempatan pada warga negara untuk pemberdayaan dan
pembebasan (unpozreing and liberating) dan memberikan kemampuan kepada
warga negara untuk menjadi kreatif dan bermartabat(dtgnif)ing).Itu sebabnya,
Brunello ( I 996: I 84) memberikan dua catatan penting lainnya berkaitan dengan
kewarganegaraan ini, yakni: (l) bahaya besar bagi demokrasi muncul ketika
orang-orang mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai warga negara, dan
(2) satu kunci sukses demokrasi adalah dalam pendidikan warga negara.

l(ecenderungan Anomie

Anomie pemerintahan dapat berkembang karena nilai-nilai kehidupan
berpemerintahan yang berubah secara cepat dan sering kali diiringi oleh suasana
kebangsaan yang bergolak. Keadaan tersebut menyebabkan suprastruktur
maupun infrastruktur politik mengalami situasi gamang dan cenderung anarkis.
Masing-masing pihak merasa penafsirannya yang paling tepat, menilai tafsir
yang berbeda sebagai ancaman dan melakukan pembelaan kelompok yang
cenderung merusak tatanan kolektif sebagai bangsa dan negara. Berbagai
kondisi yang dapat mendorong atau mengakibatkan terjadinya anomiz, antara
lain berupa ketidaksepakatan amandemen konstitusi, demokrasi seremoni,
birokrasi merrlt-systun, dan masyarakat "tangan di bawah',.

l(etidaksepakatan Amandemen l(onstitusi

Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis tertinggi berperan sebagai acuan
utama hidup bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Peran tersebut
dijabarkan dalam rangkaian hierarki peraturan perundang-undangan. Satu
kata, satu istilah atau satu ketentuan dalam konstitusi dapat terjabarkan dalam
banyak peraturan pelaksanaan. Kemungkinan panjang dan luasnya rangkaian
pengaturan tersebut menjadikan kesamaan pemahaman, penafsiran, dan
pelaksanaan konstitusi sebagai satu prasyarat utama untuk dipenuhi agar nilai-
nilai konstitusi dapat tecerminkan secara nyata dalam perilaku pemerintahan
dan perilaku warga negara.
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Penciptaan kesamaan pemahaman, penafsiran, dan pelaksanaan konstitusi

dapat menjadi masalah pada saat terjadi proses amandemen terhadap

konstitusi. Masalah tersebut b,isa berawal dari ada tidaknya kesepakatan

mengenai perlunya dilakukarr amandemen. Kalau kesepakatan belum

tercapai maka legitimasi amandemen akan selalu menjadi sebab pertikaian

yang berkepanjangan. Masalah dalam penciptaan kesamaan pemahaman,

penafsiran, dan pelaksanaan l,.onstitusi juga dapat terjadi walaupun telah

terbangun kesepakatan untuk melakukan amandemen. Masalahnya, berkaitan

dengan aspek substansi dari am:rndemen, sekaligus merupakan Egambaran dari

perjuangan nilai, baik berbasis p,:rtimbangan kebajikan publik maupun berbasis

pertimbangan kepentingan kekrmpok.

Apa pun asal mula masal.ah tersebut, ketidaksepakatan amandemen

konstitusi akan mengarah pada konflik yang panjang baik laten maupun terbuka.

Atas nama pembelaan argurrren-argumen perjuangan, ketidaksepakatan

tersebut dapat memicu pemborosan energi pembangunan bangsa dan

menjauhkan proses pemerintzthan dari upaya menciptakan kesejahteraan

bersama seluruh warga negara, Pemborosan tersebut dapat berupa tindakan,

program, dan gerakan yang diwarnai oleh intrik, manuver politik, dan lain-

lain bentuk pelemahan nation and charactu building. Ketika suasana ini terjadi,

maka berlangsung pembusukeLn hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan

praktik pemerintahan. Hukurn hanya akan berfungsi lebih sebagai suatu

wacana, baik di supra-struktur politik maupun di infra-struktur politik. Pada

lingkup suprastruktur politik, hukum lebih sebagai alat pesona penguasa untuk

menggambarkan kepastian rezilnnya. Sementara itu, pada lingkup infrastruktur

politik, hukum adalah musuh dari kecenderungan anarkis yang mungkin

tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Demokrasi Seremoni

Demokrasi adalah suatu s,istem nilai yang umumnya diidealkan dalam

kehidupan bernegara, berpr:merintahan, dan bermasyarakat. Dengan

demokrasi selalu dibayangkan terjaminnya perwujudan nilai kebebasan dan

nilai persamaan secara proporsional, jaminan tersebut mengasumsikan telah

terbangunnya rnasyarakat hukum yang mantap. Seperti dinyatakan oleh

Montesquieu yang dikutip ole:h R. Haryono Imam dalam pengantar buku

Montesquieu (1993: xiii), kebebasan adalah hakuntukmelakukan apapun yang

diizinkan oleh hukum. Artinyzr, kebebasan telah dipahami dan dipraktikkan

dalam bingkai hukum, bukan sebaliknya, kebebasan menjadi luapan hasrat
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anarki. Pemahaman dan praktik kebebasan tersebut hanya akan terjadi
apabila telah terbangun suasana saling menghormati. Antarindividu dengan
warga negara dan antara warga negara dengan negara telah berlangsung
kondisi respek yang nyata. Pada gilirannya, kondisi respek ini akan melahirkan
kepatuhan pada kesepakatan yang dibuat atas landasan saling menghormati.
Kesepakatan itulah yang dapat disebut hukum ketika is efektif menjadi bingkai
dan rujukan perilaku warga negara. Pada sisi lain, suasana saling menghormati
ini baru terbangunjika antarwarga negara telah terjadi interaksi berbasis nilai
persamaan. Di hadapan hukum dan pemerintahan memang benar-benar
berlangsung kedudukan yang sama bagi setiap warga negara.

Dalampraktiknya, kepastian nilai-nilai ideal demokrasi itu tidak sudah terjadi.
Mulut menyrarakan kata demokrasi, tetapi tangan melakukan tindakan anarki.
Demokrasi seolah-olah berubah hanya bersifat seremonial. Demokrasi dielu-
elukan dan dipuji dalam berbagai bentuk perhelatan atas nama rakyat sebagai
pemegang kedaulatan, tetapi selalu disiasati untuk dihindari perwujudannya demi
kepentingan penguasa. Pada derajatperkembangan tertentu, demokrasi seremoni
dapat menjadi pemicu munculnya ketegangan, kepanikan, dan pembusukan
hidup bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan bermas yarakat.

Birokrasi t' Me rry - Syste mt,

Dalam kehidupan negara modern, birokrasi adalah institusi pelaksana
untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sebagaimana diyakini oleh MaxWeber
(dalam Harmon, l986: 69-71), birokrasi adalah organisasi yang paling cocok
bagi masyarakat modern untuk menciptakan efisiensi dalam kehidupan mereka.
Kecocokan tersebut bermula dari landasan pembangunan birokrasi di atas nilai
dan sumber kekuasaan yang bersifat legal-rational sehingga diharapkan tidak
mengenal terjadinya diskriminasi bagi setiap warga negara.

Dalam tipe ideal birokrasi, antara lain Max Weber mensyaratkan
dilakukannya seleksi dan promosi berbasis kompetensi dan dibangunnya
hubungan impersonal dalam interaksi birokrasi. Perwujudan nilai ini dalam
birokrasi, antara lain terlihat dari pengembangan manajemen aparatur yang
disebut merit system. Dengan sistem tersebut, setiap aparatur memperoleh
jaminan untuk diperlakukan dan menjalani kariernya atas pertimbangan
rasional dan prestasi kerja yang dicapainya. Dalam suasana seperti itu, birokrasi
cenderung terjamin untuk semakin profesional dan terhindarkan dari arus
politisasi birokrasi. Dalam praktiknya, meit s2stnn dapat berubah rnenjadimerr2
system. Seleksi dan promosi tidak lagi berbasis kompetensi, tetapi suka-sukanya
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para pemegang kekuasaan atav kewenangan. Berkaitan dengan karier, DUK
tidak lagi dibaca dan dipraktikkan sebagai Daftar Urut Kepangkatan, tetapi

terbaca sebagai Daftar Urut Ke'dekatan, baik nepotisme karena keluarga atau

uang maup:un spoil system. Bersatnaan dengan itu, dalam hal imbalan tidakjelas

pertimbangan kinerja dalam penentuannya. PGPS bukan lagi dibaca sebagai

Peraturan Gaji Pegawai Sipil, tetapi sudah berbunyi Pintar Goblok Pendapatan

Sama. Dalam proses yang bersifat akumulatif tidak dapat dihindari terjadinya

ambivalensi dan kesemrawutan ,lalam birokrasi yang pada gilirannya mengarah

pada kemungkinan terjadinya ztnomie. Masyarakat "tangan di bawah".

Pemerintahan yang kuat clalam nilai-nilai demokratis hanyajuga akan

berkembang pesatjika terbangu.n masyarakat yang kuat. Pelbagai teori tentang

pemerintahan. demokratis umumnya selalu mensyaratlan terbangunnya nilai-

nilai partisipasi. Nilai ini hanya tumbuh suburjika dalam masyarakat terdapat

kapasitas pembangunan yang tinggi. Gant (1979, 9) mengartikan kapasitas

pembangunan sebagai kapasit:rs, dalam sektor publik dan privat yang berisi

metode, sistem, dan aktivitas dengan kebijakan dan program pembangunan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik pembangunan, tujuan-

tujuan yang diartikulasikan perda waktu dan tempat tertentu. Lebih lanjut,

Gant menyatakan bahwa penirrgkatan kapasitas pembangunan meliputi dua

hal, yakni (a) organisasi dan institusi, publik dan swasta untuk memelihara

dan mendukung; proses-pro:ies pembangunan dan (b) kehendak rakyat
dan kesiapannya sebagai indi'ridu melalui institusi sosial agar terikat pada

pengambilan risiko dan usaha lain yang menjanjikan perubahan ke arah yang

lebih baik. Pendapat tersebut sekaligus mengingatkan bahwa apabila kapasitas

pembangunan tidak dimiliki ol':h putturakat maka masyarakat tersebut tidak

mungkin berpartisipasi dalam rnewujudkan kesejahteraan bagi mereka. Tanpa

kapasitas pembangunan maka masyarakat cenderung berkembang menjadi

masyarakat "tangan di bawah.". Dalam masyarakat yang demikian, bukan

kemandirian dan partisipasi yang berkembang, tetapi ketergantungan dan

harapan akan bantuan dari pemerintah akan lebih tinggi.

Ketergantungan mudah melahirkan keputusasaan dan kemurkaan secara

bersamaan. Kedua hal tersebut akan menyebabkan masalah luar biasa jika

masyarakat "tangan di bawah" tidak terkontrol dalam mengekspresikan

kepentingan dan kebutuhannya. Salah satu contohnya mungkin dapat
ditihat dari kecenderungan perrgembangan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi

yang diucapkan, tetapi anarki yang dilakukan. Kalau ini terjadi, maka

kecenderungan anomie dalam kehidupan masyarakat sudah mulai terindikasi.
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Dalam pemerintahan yang demokratis, anomie dalam masyarakat juga dapat
berakibat terj adinya anomie pemerintahan.

l(e Arah Penanggulangan

Sebagai suatu kecenderungan transisional dalam praktik pemerintahan,
anomie mungkin tidak terhindarkan. Akan tetapi, anomiejuga dapat segera
ditanggulangi apabila dapat segera dibangun suasana kesepakatan akan nilai
yang akan diamalkan. Pelbagai opsi tersedia untuk menanggulangS anomie

pemerintahan.

Opsi pertama berkaitan dengan upaya menjamin terwujudnya efektivitas
pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan umumnya
memang selalu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang.
Namun, pembangunan juga dapat membuahkan hasil berupa kesenjangan
multidimensi antarkelompok masyarakat, antarvilayah, dan antarsektor. Ketika
keadaan ini terjadi, maka dalam masyarakat dapat tumbuh nilai-nilai mulai
dari ambivalensi sampai dengan hipokrasi. Bila ini terindikasi, maka diperlukan
konsistensi dan integritas dalam setiap kebijakan dan praktik pemerintahan.
Untuk itu, sejauh mungkin dihindari terjadinya kecenderungan formalisme
yang dicerminkan oleh kenyataan berupa isi aturan yang sangat bagus, tetapi
penerapannya jauh menyimpang atau dalam bahasa populernya, peraturan
ditetapkan bukan untuk dilaksanakan seperti bunp pasal dan ayatnya, tetapi
untuk disiasati sesuai dengan kepentingan atau untuk keuntungan pihak yang
berkaitan.

Opsi kedua berkaitan dengan substansi dari kebijakan pemerintahan
dalam pembangunan sistem politik nasional. Substansi ini menjadi penting
agar pembangunan sistem politik nasional memberikan landasan kuat
untuk terwujudnya warga negara yang demokratis dan sejahtera. Almond &
Powell (1983: 20) mengingatkan bahwa masalah dalam pembangunan sistem
politik nasional, sekaligus juga merupakan substansi yang perlu diperhatikan
dalam pembangunan politik tersebut, menyangkut empat dimensi, yakni
penetrasi dan integrasi, kesetiaan dan kepercayaan, serta partisipasi dan
distribusi kesejahteraan. Apabila substansi kebijakan pemerintahan dapat
menyeimbangkan pelbagai dimensi tersebut secara proporsional maka dapat
diharapkan anomie pemerintahan tidak mullah terjadi.

Dalam pemerintahan modern, birokrasi memiliki peran signifikan untuk
mengusahakan tercapainya tujuan berpemerintahan. Namun, banyak contoh
yang memperlihatkan rentannya birokrasi dari godaan untuk menyalahgunakan
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kewenangan pemerintahan yang diembannya. Istilah KKN (korupsi, kolusi,

dan nepotisme), atau dalam :Lstilah Wilson (1989, 323) disebutnya "fraud,

waste, and abr6e" adalah kondisL yanglazim dialami' dilakukan, atau menjadi

penyakit birokrasi. Ketika kond.isi tersebut terjadi maka kecenderungan anomie

pemerintahan akan semakin rn,enguat. Suka atau tidak suka, peran signifikan

birokrasi dalam proses pemer:intahan dan proses sosial telah menjadikan

birokrasi sebagai guru masyarakat. Akibatnya, apabila birokrasi mengalami

disfungsi maka kondisi itu meniadi bahan ajar yangmerusak bagi masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan birokrasi perlu terus-menerus dilakukan.

Dimensi pembangunan birokrasi tentu saja beraneka ragam, di antaranya

dapat berupa pembangunan kesejahteraan, baik yang bersifat finansial

maupun yang berkaitan denga:a karier. Dimensi pembangunan birokrasi yang

lain dapat berupa pemantapan etika pemerintahan, di samping penguatan

profesionalisme, antara lain mr:lalui penerapan manajemen publik baru'

Daftar opsi-opsi lain dapat diperpanjang. Namun yang terpenting adalah

pertimbangan bahwa apa pun opsinya, tujuannya jelas untuk mewujudkan

pemerintahan yang kuat, yakni ptmerintahan yang berkemampuan untuk mengatur

dan melayani seiring dengan tujuan untr-rk mervujudkan masyarakat yang kuat, yakni

masyarakat yang mandiri dan memiliki kapasitas pembangunan yang tittgs.

Anomiz pemerintahan akrab dengan suasana ketidakpastian dalam proses

perubahan. Apabila ini terjadi maka pilihan penanggulangannya berkaitan

dengan membangun kembali l:esepakatan akan nilai-nilai pemerintahan yang

dinilai bermanfaat bagi semua warga negara dan menjamin bahwa setiap

kebijakan danpraktikpemerintahan dibuat dan dilakukan dengan konsisten untuk

mewujudkan nilai-nilai pemerintahan tersebut. Di antara nilai-nilai tersebut, nilai

yang terumuskan dalam istilah kebajikan kewarganegaraan (ch)h uirhu). Dalam

hal ini, Wolfe (1997) memberikein mmusan kebajikan kewarganegaraan tersebut

sebagai "sekumpulan kualitas dzrr sikap yang dilakukan warga negara yang sering

kali dipikir untuk mengembanglian kesehatan dan stabilitas demokrasi. Toleransi,

semangat publik, sikap kritis terhadap otoritas politik, rasa keadilan, dan kesetiaan

merupakan contoh yang umunr dari kebajikan seperti itu". Bersamaan dengan

itu, dibangun pula birokrasi yang kreatif dan inovatif yang dicirikan oleh perilaku

"memberikan informasi pada warga negara, bermusyawarah dengan warga

negara, belajar dari pengalamatr warga negara, dan membuat proses dan praktik

administratif yang membangurt, atau membangun kembali, kepercayaan publik

dan rasa keterhubungan dengan pemerintah" (King & Stivers, 1998: 197).
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PEMERINTAHAN UNTUK RAKYAI

gcrtntdo."

ema yang diberikan oleh panitia adalah "Praktik Pemerintahan yang

Berkarakter Mengabdi Kepentingan Rakyat". Mengapa panitia memilih

tema ini? Apakah ada erosi pengabdian terhadap kepentingan rakyat? Apa ada

erosi karakter kepemerintahan? Apa dalam praktik sudah tidak ada lagi "concsrn"

terhadap kepentingan rakyat itu? Atau hanyaingin mencari landasanJandasan

teoretis tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi rakyat?

Kami sedih karena sebenarnya pesan Mukaddimah uuD 1945 jelas sekali

menyatakan, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum)

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." telah

memberi kita landasan "suatu welnamtsstaaf', suatu negara dimana pemerintahan-

nya menempatkan kepentingan rakyat di tengah-tengah eksistensinya.Jadi, kalau

kita masih mempertanyakannya, maka"somethingmust be wron!' dalam kehidupan

bernegara kita (tapi bukan ini objek tulisan ini).

Tema yang diberikan panitia kepada kami sebenarnya berintikan pertanyaan

tentang hubungan antara pemerintah dengan ralcyatnya, dan kalau kita pertajarnkart

pertanyaan tersebut, maka bunyi permasalahan kita adalah hubungan pemerintah

dengan ralryatnya datam tatanan "uehtanrtssfunl'. Memang ada beberapa tuntutan

terhadap pemerintah maupun til<yat dalam "welttanrtsstanf ''

l. Tuntutan terhadap pemerintah ) antaralain perubahan sikap dan"herschafi

menjadthilfe" dari "kekuasaan menjadi pelayanan". Judi, tidak memerintah,

melainkan melayani, tidak menunggu, melainkan aktif bertindak, lebih

memperhatikan dan memecahkan masalah-masalah yang konkret

Ben Mboi adalah mantan mggota DPA RI dm mmtan Gubemur-Nusa Tenggam Timur (NTT) kiode 1978-1988



serta memperhatikan masaLlah-masalah dari perorangan clan kelompok,
yang berorientasi pada mengurangi ketimpangan dan ketergantungan. Ini
menuntut fleksibilitas, kemrlmpuan penyesuaian diri, kemampuan untuk
membuka dari masyarakat dan warga dalam proses pengambilan keputusan
yang diarahkan kepada mereka. Yang penting adalah relasi yang terbuka
terhadap lingkungan, yang k epentingannya (dalam pluralitas'ya) j uga harus
dijaga oleh pemerintah.

2. Tuntutan terhadap Rakyat. l{akyatlwarga harus aktif terhadap hak-haknya
atas perbuatan-perbuatan pemerintah. Sebab karena ada aktif maka
terjadi penyaringan dari berbagai kepentingan terjadi sortering di berbagai
tingkat pengambilan keputu ian terutama ini dibutuhkan dalam tugas-tugas
ke sej ahtera an / p elay anan p em e rintah. s elanj utnya, warga / r aky at tidak
hanya mengetahui hak-haknya, melainkan harus mampu memainkan peran
penting dalam interaksi derrgan pemerintah. Ini menuntut kemauannya,
pengetahuannya dan kemarnpuannya. Dia harus jaga bahu,a pemerintah
mendengarnya, mengertinya, dan menghormatinya. Kemampuan untuk
berhubungan dengan pemerintah semacam ini dinamakan ,,kompetensi

birokraktik" warga-negara.

Setelah melihat semua ini, i*hirnya kami putuskan untuk revisi judulnya
menjadi "Pemerintah untuk Raliyat", yang kami rasa masih mendekati makna
dari tema yang diberi panitia, <lan sedekat mungkin mendekati makna yang
terkandung dalam MukaddimalL UUD 1945. setidaknya, kami a.kan mencoba
untuk mengelaborasi mendekati kedua kehendak terakhir itu.

Roscoe Pound, seperti dikurip Emmette S. Redford dalam bukunya,,Ideal
and Practire of Public administratiorr" (1958) mengatakan, "public Administration ...
it has no uell-defined ideals". Suatu tuduhan yang betul-betul berat! Apa betul
demikian? Emmette S. RedforcL mengambil tuduhan pound di atas sebagai
"tantangan" dan meniliti apal:ah benar pemerintahan itu tidak memiliki
"ideal". Dia ketemukan suatu kearifan dalam statement Stephen K. Bailey yang
secara gamblang mengatakan:

"... our soc'i.al and piliycal utord i: .rtill "skirting the of heil". The "reaalfontizr,', the
'\uelastinglfrontin of administratittns, legislatiors, and scholarrs, "is thej.ontizr o1f the

good lfq the hummane goal, the citliud means, and tlu most,imBorttani consideiation
is the "exercise of will and moral r;hoice".

Jadi, pekerjaan pemerintah adalah mengurangi / mernahmru,,kebaikan dan
kejahatan" dan cara-cara lembarJalembaga kemasyarakatan dan tingkah laku
manusia agar diarahkan kepada "kebaikan dan yang baik,'. oleh karena itulah,
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tuduhan Roscoe Pound tadi haruslah menjadi tantangan bagi mahasiswa dan

penyelenggara pemerintahan, sebab pekerjaan mereka dimulai dari suatu

keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bukan saja tidak terelakkan,

melainkan secara potensial adalah instrumen yang tertuju untuk melayani

"manusia dan kemanusiaan". Emmette S. Redford berpendapat, mungkin

sekali terasa bahwa memang tidak selalu "mungkin" mendefinisikan "ideal"

penyelenggaraan pemerintah itu, dan kita alami juga dalam pekerjaan kita

sehari-hari, namun kesulitan mendefinisikan sesuatu tidak berarti sesuatu itu

idakexistent Akhirnya, Redford menemukan "ideal" sutau pemerintahan yang

ideal, yakni "efficiency, ther ule of law, competence and responsibiligt' democracy, and the

public interest". Public interest inilah yang menjadi tema diskusi pada hari ini dan

menjadi permasalahan kita, bagaimana praktik pemerintahan yang berkarakter

mengabdi pada kepentingan rakYat?

Kepentingan rakyat jelas berbeda maknanya bila diucapkan oleh menteri

dan anggota parlemen, dan akan berbeda bila diucapkan oleh bupati dan ralryat

di tingkat desa dan kabupaten. Di tingkat pusat, dia menjadi sangat "politis dan

abstrak", sedangkan di tingkat kabupaten dan desa dia menjadi "konkret dan

harfiah". Jelaslah bahwa kepentingan rakyat yang saling mengisi dan saling

memberi arti terhadap eksistensi negara dan kewargaan suatu negara. Dengan

demikian, kabupaten dan desa adalah "plalform negara" dan "ruang gerak

tingkat primer da'i-rakyat/warga negara". Di sana negara dan rakyat bertemu

secara harfiah dalam upaya menangani masalah-masalah rakyat maupun

pemerintah. Oleh karena itu pulalah, desa maupun kabupaten menjadi titik

berat dari upaya-upaya penanganan kepentingan-kepentingan rakyat banyak

yang akhir-akhir ini menjadi topik populer dengan: "Otonomi Daerah Tingkat

II". Barangkali, perlu ditekankan di sini bahwa basis utama bagi eksistensinya

otonomi pada tingkat dua adalah tidak lain penyelenggaraan pemerintahan

yang berkiblat pada kepentingan harfiah rakyat. Dikatakan secara terbalik,

tanpa otonomi, mustahil dapat diselenggarakan pemerintahan yang berorientasi

pada kepentingan harfiah rakyat banyak.

Pada saat ini, kita tidak berfilosofi atau berteori tentang "kepentingan

umum" atau "otonomi daerah". Pada saat ini kita mempertanyakan "praktik

pemerintahan" (lembaga dan proses kami campur-adukkan!) yang akan

kita permasalahkan. "Mengabdi kepada kepentingan rakyat bagi kami

adalah harfiah" dan oleh karena itu, kami merasa bahwa membaca praktik

pemerintahan dalam kaitan itu adalah praktik pemerintahan di kabupaten dan

desa. Referensi kami adalah pengalaman dan pengamatan pribadi.
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b.

Pemerintahan untuk rakyat dan kepentingan rakyat dalam praktik. Bagi
kami, pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat adalah yang
dekat pada/sama rakyat, dan seterusnya terbuka terhadap rakyat. Terbuka
terhadap rakyat berarti bahn'a sebagian besar kebijaksanazrn transparan
atau diketahui oleh masyarakat, dan kemudian sebagiaan besar hasil dari
pelaksanaan itu terbuka bagi .rakyat. Keterbukaan itu menyangkut proses-
proses berikut.

a. Dalam proses analisis kebutuhan/masalah dari rakyat.

C.

d.

Dalam proses pengambilan keputusan, termasuk penyusuna.n rencana apa
yang akan dilaksanakan.

Dalam proses pelaksanaan/ implementasi dari rencana.
Dalam proses evaluasi terhadap hasil-hasil dan cara kerja.

Inti dari upaya-upaya ini dapat langsung apabila kita yang turun ke bawah
menemui rakyat dari kelompok ke kelompok, dari desa ke desa, dari jenis masalah
ke masalah I ainnya, dari kegiatan yang satu kegiatan yang lain. Ralryat mempunyai
kesempatan berkomunikasi tentang "masalahnya".Judi, ada suatu intensitas tinggi
keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,
kalau kita ingin bahwa kepentingan ralryat menjadi objek sentralnya. Dari sini sudah
dapat disimpulkan, bahwaapayang dikerjakan sebagai perwujudarr "keterbukaan
dan keterlibatan" itu tidak mungkin dilalsanakan pada tingkat pusat, kecuali
melalui kelompok-kelompok kepentingan, dan itupun melalui perwakilan mereka,
keterlibatan langsung secara per)rangan maupun kelompok yang efektif terbaik
adalah di tingkat kabupaten/kotzL dan desa.

Awas! Ada satu catatan perrting di sini, ialah keterbukaan terhadap dan
peran serta badan-badan pervrakilan rakyat. Peran serta badan-badan ini
jelas konstitusional dan tidak dzLpat diganti oleh peran serta rakyat langsung,
perorangan atau kelompok. \ltelalui berbagai kunjungan kerja ke bawah,
anggota-anggota atau lembaga. badan kelengkapan dewan dapat menjaring
dan menyaring masalah-masalah dari rakyat. Namun, melalui proses di-DpRD
ini, rakyat masih mempunyai hak untuk menyampaikan masalah-masalahnya.
Inilah "prinsip keterbukaan" da.ri tata kerja DPRD itu. sayangnya, jarang hak
untuk mengikuti rapat-rapat itu dipakai, dan kalaupun dipakai, yaitu kalau
hadir, biasanya tinggal diam saja.

suatu cara lain yang dahulu biasa kami pakai untuk berdialog dengan
rakyat atau kelompok masyarakeLt adalah dengan mengadakan sarasehan pada
malam sebelum suatu hari antal'a tiga generasi: generasi muda, generasi yang
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sedang dalam ertablishmmt, dan generasi yang telah melewati masa pengabdian

formalnya. Masalah-masalah dari kritik-kritik yang berkaitan dengan tema hari

itu dikemukakan pada saat itu, pihal< yang satu mengkritik, pihak yang lain

menjawab. Persoalan bisa dari soal kesehatan sampai kepada soal nasionalisme

dan politik. Ada pta{form untuk rakyat menyampaikan uneg-unegnya. Ada

platformdi luar DPR/DPRD dimana pemerintah mengetahui apa kelemahan/

kekurangan penyelenggaraanpelayanan selama paling kurang satu tahun itu

dan apa yang diharapkan oleh masyarakat daripadanya.

Pengalaman kami bekerj a di guneente dan prouincie di Belgia dan Belanda,

maupun di nwnship di Massachusett, Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

ada lima titik berat perhatian pemerintah agar dapat memperhatikan

kepentingan rakyat dan menjadi syarat tata kerja jawatan-jawatan'

1. Organisasi yang berkaitan dengan misalnya tata ruangan kerja dalam kantor

yang teratur, bersih dan estetis; adanya loket-loket yang menimbulkan

keramahan, jangan sambil berdiri dan hilang rasa hambatan (seperti orang

Jerman katakan: das dsutsche schiksa: uoreinem schlies<mrnkel der burokratil. Aiat-

alat penerangan yang cukup untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak

bingung. Dan pemerintah yang benar-benar punya "c7ncern" terhadap

kepentingan rakyat harus memberikan waktu kepada rakyatnya, antara

lain waktu bicara pribadi, waktu bicara umum, kalau perlu perbanyak

jam bicara, buka panggilan telepon dan apa yang dikatakan "aliegende

uarhtkamns" (kamar tunggu terbang) dalam hal ini pejabat yang mendatangi

masyarakat. Pemerintah yang berorientasi kepentingan rakyat sangat peka

tentang kelompok orang-orang yang cacat, jompo dan lain-lain'

2, Mengatur pegawai agar berorientasi kepada kepentingan rakyat: cara bergaul

dengan masyarakat (pegawai adalah citra dari kota dan pemerintah), cara

bersurat, cara bekerja) cara mereka perlakukan tamu-tamu, bahasa yang

dipergunakan dalam berbicara dengan masyarakat langsung atau lewat

telepon maupun cara mereka marah, "di.e ton macht die musik" (nada yang

membuat musik) dan nada itu adalah "tata cat^pegawai-pegawai itu".

3. Adanya tempat masyarakat meminta nasihat, adanyajam-jam bicara dari

pimpinan, adanyajambicara lewat telepon, adanyakontak telepon 24 jarrr

bagi masyarakat (kadang-kadang pakai tape yang tidak suka dipakai orang),

kotak keluhan dan papan informasi.

+. Adanya kegiatan-kegiatan lapangan dalam wilayah sendiri, pertemuan-

pertemuan dari warga, antaralain misalnya warga pemilih baru, pendatang

baru, dan lain-lain, kunjungan-kunjungan warga di berbagai kegiatan

****1,.',.,...t..ffi



pemerintahan, misalnya rumah sakit, sekolah, rumah-rumah yatim,
kunjungan pada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan berbag at publir
utili\ dt daerah tersebut.

Kegiatan yang menunjukkan keterbukaan) antara lain derrgan publikasi-
publikasi untuk umum atau tarilet grup tertentu. Surat keadaan warga daerah
atau desa, bukan saja untuk memberi penerangan atau penjelasan, tetapi juga
minta pendapat warga tentang apa yarrg mereka rasa baik, semacam angket
di antara warga, advertensi atau penjelesan visual, termasuk pengikut sertaan
warga dalam perencanaan penrbangunan fisik, dan lainJain.

Kalau kita perhatikan cor,toh-contoh dari negara-negara maju itu dan
penuh clncern terhadap "keperrtingan rakyatnya", maka banyak sekali kita
harus perbaiki tata cara bekerjzL kita, kalau mau dikatakan "ingin berorientasi
kepada kepentingan rakyat", mulai dari konstruksi gedung dan ruangan yang
dari luar sudah ramah, pendidikan dan attitude/sikap serta per{laku pegawai
terhadap masyarakat, komunikasi antara birokrasi dan masyarakat serta
keterbukaan aparat bagi masukan dan kritik, sampai pada kemungkinan
masyarakat mempunyai akses te,rhadap pemerintah. Ini bukan suatu persoalan
restrukturisasi organisasi saja al.au perubahan kontruksi gedung dan ruangan
saja, melainkan lebih dari ir:u. perubahan budaya menyelenggarakan
pemerintahan dari negara kekueLsaan menuju negara pelayanan, dari machtsstaat
ke reclustaat dan rechtsstaatke ueluaartsstaat.Persoalan tersebut dapat diselesaikan
dengan cara sebagai berikut.

a. Pemerintah perbaiki hubungan dengan DPR/DPRD.
b. Perbaiki mutu DPR/DPRf| dan mutu kehidupan kepartaian kita.
c. Perbaiki mutu penyelengara.an pemilihan umum, sehingga pemilu benar-

benar dapat menjadi "penyaring" program yang disodorkan oleh parpol,
dan selanjutnya menjaring orang-orang yang tepat untukjadi wakil nkyat.
Penyaringan di tingkat daerah kita efektif dan baik, makzL keterbukaan
terhadapnya adalah suatu kr:iteria terhadap penyelengg araanpemerintahan
berorientasi kepada kepentingan rakyat. Suatu kondisi yang sulit tercapai
r00vo, namun disitulah masuknya keterlibatan langsung masyarakat secara
perorangan maupun berkeklmpok.

Keadaan sekarang memarrg masih jauh dari ideal, namun kita harus
berjalan ke arah itu. Mari, kita r;ama-sama berusaha!
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MENGUAK VISI, MERENDA CITRA:
UUA VADIS DEPARTEMEN IMIAM NEGERI

?atefadnt*?lfnata."

izamanraja fuoka (Ca269-232) terdapat dua agama besar di Asia, yaitu

Hindu dan Budha. Untuk memperkokoh kekuasaannya, ia menganjurkan

perdamaian di mana-mana. Pada suatu tiang batu peninggalannya tercantum

sebuah pernyataan yang dapat disebut doktrin Asoka, berbunyi; "Barangsiapa

merendahkan agama lain, dan memuj i agamanyasendiri, (berartr) merendahkan

aga'rn nyasendiri". Dalam l<ttab Sutasoma,Empu Tantular mengemas ajaran

itu dalam seloka yang sebagian berbunyi "bhinneka tunggal ika",lengkapnya,

"bhinneka tunggal ika, tanhana dharmma mangrna", artinya berbeda-beda, tapi

satu jua, tahan karena benar serta satunya cipta, rasa, karsa, kata, dan karya

berdasarkan kebenaran yang tunggal. Dalam kerajaan Majapahit (1292-1525),

nilai ideal "berbeda (beragam) tetapi (ber)satu" itu menjadi kenyataan, Raja

Hayam Wuruk (memerintah 1350 1396) beragama Hindu, sedangkan Perdana

Menterinya Gadjah Mada (menjabat I 33 I - I 364) beragama Budha'

Bertolak dan sejarah yang menunjukkan bahwa Bhinekka Tirnggal Ika

sebagai sistem nilai ideal dizamandahulu bisa menjadi kenyataan, maka adalah

tepat tatkala Presiden Soekarno dalam pidato HUT Proklamasi Kemerdekaan

RI tanggal l7 Agustus 1950 menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah

sesanti (baca: credo),batrkan dapat pula disebut visi (walaupun Presiden Soekarno

tidak secara eksplisit menyatakan demikian) bangsa Indonesia dalam membangun

bangsa (nation building) dan membentuk watak (character building). Bhinneka

Tunggal Ika merupakan sebuah sistem nilai yang terdiri atas dua komponen

besaq yaitu "bhinneka" (fuktu) dan "tunggal ika" (ide). Antara dua komponen itu

terjadi hubungan timbal-balik. Di satu pihak, fakta berfungsi sebagai inputba$

pembentukan ide dan sebaliknya, ide berfungsi sebagai mputbag perr'rmjudan

fakta. Di pihak lain, kesatuan (tunggal ika) terdiri atas komponen-komponen yang

masing-masing memiliki kekhususan (unt4rmms, quatiy),sehingga yang satu terlihat

t Guru besar pada Institut Pemerintahm Dalm Negeri



berbeda (beragam, bhinneka) d,:ngan yang lain. Sistem nilai Bhinneka Tirnggal
Ika itu kemudian dijadikan hukum positif dalam bentuk Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 1951.

Departemen Dalam llegeri: Visi dan trlisi

Lingkungan bagi organisasi (negara adalah organisasi) di satu pihak
merupakan sumber kehidupannya dan di pihak lain, ancaman. oleh sebab
itu, pemerintahan pada dasarnya bertumpu pada tiga hal: dalam negeri, luar
negeri, dan perlindungan/pertahanan agar lingkungan tidak me4jadi ancaman)
melainkan sumber daya terhadap organisasi. Institusi yang bertanggungjawab
atas ketiga hal itu, berturut-turut Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar
Negeri, dan Departemen Pertahanan. Mengingat strategiknya posisi ketiga
institusi itu, maka ketiganya (dzpat) disebut tiumuirate.

Pengamatan empirik menurrjukkan bahwa dalam lingkungan Departemen
(sekarang Kementerian) Dalanr Negeri dari dahulu sampai sckarang selalu
terdapat unsur-unsur yang set'agian bertugas pokok memproses persaruan
bangsa guna mewujudkan nilai-nilai kesebangsa an (wholene.rs, "tunggal
ika," misalnya Direktorat Jenderal Sosial politik, pemerintahan LJmum,
dan dulu Agraria) sedangkan sebagian lagi mengelola kebhinekaan guna
memperkuat nilai-nilai kekhususian (uniqueness, quatiA) tiap komponen nusantara
(misalnya Direktorat Jenderal otonomi Daerah, pembangunan Daerah,
dan Pembangunan Desa). Pemrosesan (processing) persatuan dan pengelolaan
kebhinekaan itu merupakan misi Departemen Dalam Negeri, dan hal tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa. yang bertanggungjawab dalam mewujudkan
visi dan menjalankan misi Bhinneka Tunggal Ika menjadi keny,2122n sejarah
adalah Departemen Dalam Nr:geri. Lingkungan kerja departemen ini ada
kalanya diidentifikasi sebagai pt:merintahan dalam negeri.

l(emampuan yang Diperlukan: Kermampuan Generalis dan Spesialis

Guna mewujudkan visi dan rnenjalankan misi tersebut, Depaftemen Dalam
Negeri memerlukan dua macam kemampuan (capabttifii - abitifii + capatifr\ pada
semua level dan fungsi dan yang tertinggi (akademik-konseptual) sampai pada
yang terendah (teknikal-operasiorral) - profesional versus anaburish, amati4 bukan
profesional versus akademik y,litu kemampuan untuk memproses persatuan
bangsa, dan kemampuan untuk mengelola kebhinnekaan nusantara. Kemampuan
itu disandang oleh aktor pemerlrtahan. Aktor yang bertanggung jawab dalam
memproses persatuan bangsa clahulu disebut pamong praja - memerlukan
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pengetahuan sedikit tentang semakin banyak hal: generalis, sedangkan aktor

yang bertanggungjawab dalam mengelola kebhinnekaan nusantara memerlukan

pengetahuan yang semakin dalam tentang semakin sedikit hal (daerah, masyarakat)

spesialis, dalam hal ini spesiahs cunporwniral ftomponen dalam arti komponen bm$a,

yaitu daerahyanganeka ragam, yangmasing-masingmempunyat'uni4muss sendiri,

jadi ada spesialis Papua, spesialis Madura, dst)Di samping tenaga-tenaga tersebut,

diperlukan tenaga yang memiliki keterampilan (skill' uffi' ad) khusus tentang suatu

kepandaian, yang berkualifikasi teknikal-operasional, baik di dalam maupun ke

luar organisasi. Tenaga tersebut dibentuk melalui program diploma. Baik tenaga

generalis dan spesialis, maupun tenaga terarnpil, diharapkan profesional, berturut-

turut profesional-akademik-konseptual dan profesional-teknikal-operasional.

renasa o"n r"ffi Zii ̂
nDibutuh 

kan

Seperti dikemukakan di atas, kemampuan-kemampuan itu digunakan

sebagai alat dan cara untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Departemen

Dalam Negeri. Perwujudan visi dan perjalanan misi tersebut merupakan proses

perubahan dan pembaharuan terus-menerus, dalam menghadapi tuntutan

zaman, baik internal maupun eksternal. Maka tenaga-tenaga generalis dan

spesialis, baik akademi-konseptual maupun teknikal-operasional, berfungsi

sebagai agen perubahan dan pembaharuan sosial.

Evolusioiner

Gambar 2
Agen Perubahan dan Pembaharuan Berorientasi Lingkungan
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Kyhernologi

Sumber dan akar profesionalisme adalah ilmu pengetahuan, seni dan
teknologi (Ipsentek). Pertanyaannya ialah, Ipsentek mana yang diperlukan oleh
(aktor) generalis dan spesialis agir.r ia mampu memproses persatuan bangsa dan
mengelola kebhinekaan nusantara? Itulah Ipsentek yang bersumberkan ilmu
pemerintahan (berparadigrru) bzLru, yang terbentuk berdasarkan anggapan dasar
bahwa sebagian kebutuhan maf,Lusia yang perlu dipenuhi dan dilindungi secara
istimewa adalah layana publik rlan layanan sipil, bahwa pemerintahan adalah
proses pemenuhan dan perlindungan kedua kebutuhan itu secara istimewa,
bahwa pemerintahan adalah ba,lan yang memproses pemerintahan (produser),
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yang dibentuk dan dikelola secara istimewa pula, dan bahwa pemerintah adalah

konsumer suara (uote) pihak manusia yang diperintah: bahwa manusia adalah

pelanggan dan konsumer kinerja (proses, output dan outcome) pemerintahan, dan

bahwa manusia adalah produser suara sebagai dasar legitimasi pemerintahan;

bahwa suara tersebut terbentuk dalam interaksi antara produser dengan

konsumer pada garis depan pemerintahan, yaitu desa/kelurahan/dinas dan

sebangsanya.

Supaya ilmu itu mampu berperan sebagai normal sciznce dalam mervujudkan

visi dan menjalankan misi. Departemen Dalam Negeri seperti diuraikan di

atas, ia harus bninteyface dengan semua cabang ilmu pengetahuan (humaniora,

eksakta, dan ilmu-ilmu sosial) dan dikembangkan melalui pendekatan kuantitatif

(guna menemukan the wholmas) dan kualitatif (guna menemukan the uniqueness).

Ilmu pemerintahan baru tersebut diberi nama kybernologi.

Seperti halnya bestuurskunde yang derajat akademiknya kemudian

berkembang menjadi bestuurswetotchap dan bestuurswetuuchappm, denjat akademik

kybernologi juga berkembang secara horisontal maupun vertikal, meliputi

cabang-cabang kybernologi-eksata. Kybernologi-humaniora, dan induknya

sendiri ilmu-ilmu sosial dasar maupun ilmu-ilmu sosial terapan, seperti terlihat

pada pohon kybernologi di sebelah, pada level strata. Baik stratum satu, stratum

dua, maupun stratum tiga dan pada level diploma. Gouernment itu sendiri

menurut Herman Finer adalah Politics plus Administration.Jadi, status akademik

kybernologi tidak lagi hanyasebagai satu mata kuliah, atau jurusan atau fakultas

(baca: sekolah titggt), tetapi institut.

Metodik-didaktik pengajaran kybernologi dirancang untuk membentuk

kemampuan akademik-konseptual bagi tenaga-tenaga generalis dan specialis-

componential, dan membentuk kemampuan teknikal-operasional bagi tenaga-

tenaga terampil tersebut di atas.

Strategi l(edinasan

Sejauh ini, ilmu pemerintahan berparadigma lama, yaitu ilmu pemerintahan

sebagai komponen integral ilmu politik sedang mengalami anomali. Di bawah

bayang-bayang ilmu politik, di satu pihak ia hidup ibarat kerakap tumbuh di atas

batu, hidup enggan mati tak mau. Tidak ada satu pun buku ilmu pemerintahan

yang diproduksi oleh PTN dan PTS. Yang banyak ditulis adalah kebijakan

pemerintahan dan administrasipemerintahan. Dipihaklain, ilmupemerintahan

lamaitu oleh PTN dan PTS dipandanghanya sebagai "ilmunya" PNS dalam hal

ini PNS Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga contmt-nya
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sangat diwarnai oleh politik praktik, birokrasi dan administrasi publik normatif,
Oleh karena itu, strategi diklrt kedinasan (masih tetap) melalui perguruan
Tinggr Kedinasan (PrK) diperlukan, dalam hal ini guna memerruhi kebutuhan
Departemen Dalam Negeri atrran tenaga-tenaga profesional yang berderajat
akademik-konseptual dan teknikal-operasional di bidang Lybernologi.

Strategi l(aderisasi

Untukmempercepat dan mengarahkanproses visi menjadi kenyataan di atas,
digunakan strategi kaderisasi (ca,lre: the kg,t group of ofrcus and mlisted mm ruccessary to

esnblish and train a ruw milittay unit: a group of expnimud pasonslfor organi<atg or expand'ing

a business, political pmgt, etu ). Sejak akhir tahun 60-an sampai dengan akhir tahun
B0-an, pembentukan kader di lirrgkungan Departemen Dalam Negeri dilakukan
menurut sistem piramidal, pengetahuan tentang uniqueness (kebhinnekaan)
yang dititikberatkan pada level teknik-operasional dipelajari melalui sejumlah
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN, berderajat b akaloreat, kemudian
diploma) di berbagai daerah, dil'anjutkan dengan pembelajarante:ntangwholntess
(kesebangsaan) yang dititikberarl<an pada level akademik-konseptual di Institut
Ilmu Pemerintahan (IIP, berd,:rajat sarjana) diJakarta. Densan demikian,
profesionalisme pemerintahan berakar pada sumbernya. Kader-kader yang
dibentuk melalui institusi-institu si sipil, bukan militer.

Aktor dan 
^"."n,0r$Xff3t"1r 

Diktat Kader sipil

Uprooting?

Sistem tersebut berubah ke tika Menteri Dalam Negeri Rudini pada awal
tahun 90-an mengulangi kebijakan pendahulu-pendahulunl.a, Soemarno
Sosroatmodjo, (Kebijakan B r)esember 1964) dengan menyatakan bahwa
hanya Sekolah ringgi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN: Didirikan 24
Agustus 1990, dikelola secara birokratik, kurikulum dan metrik pengajaran-
pelatihan-pengasuhan 24 jam sehari ala militer, penggani 20 APDN daerah,
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semula mengelola program diploma tiga) lembaga kaderisasi, IIP tidak. Sejak

itu, IIP kematian roh, kehilangan nyawa. Serentak dengan itu, kaderisasi

terputus dari akarnya.

l(ader Tanpa l(arier?

"Diklat" merupakan salah satu mata r antai kaderisasi. Kaderisasi de n gan

career management tak terpisahkan, bahkan dapat dianggap identik. Career

managunent itu sendiri identik pula dengan MSDM mikro. MSDM mikro itu

meliputi sejumlah aspek, salah satunya diklat. Di lingkungan Departemen

Dalam Negeri, kompetensi diklat itu jauh lebih luas (dilembagakan menjadi

eselon satu langsung di bawah menteri) dan padat proyek ketimbang urusan

kepegawaian yang dilembagakan sebagai biro (eselon dua) yang padat rutin di

bawah SekretarisJenderal, dengan kompetensi klerikal belaka. Di bawah kondisi

tersebut, kinerja manajemen karier dan pada gilirannya kinerja kaderisasi,

lemah.

Untuk meningkatkan dan mempercepat kinerja aktor, diperlukan reformasi

sistem pendidikan dan manajemen SDM. Sistem pendidikan disesuaikan

dengan visi dan misi Departemen Dalam Negeri, sedangkan manajemen

SDM-nya diintegrasikan: biro kepegawaian di tingkatkan menjadi badan

kepegawaian, dengan pusat diklat sebagai salah satu komponennya.

Itlerenda Citra

Sebagai institusi pengemban Pancasila dengan visi Bhinneka Tunggal Ika

dan misi memproses persatuan bangsa dan mengelola kebhinnekaan nusantara,

manusia Indonesia mengharapkan Departemen Dalam Negeri berdiri di atas

semua kepentingan kelompok dan lapisan masyarakat. Pembina politik dalam

negeri, bukan pendukung kekuatan politik tertentu. Dr zarnan rezim yang

menamakan dirinya orde baru, citra yang diharapkan itu nyaris tak terlihat

dan kalaupun terlihat, terlihat buram, karena pemerintahan umumnya dan

Departemen Dalam Negeri khususnya diwarnai oleh hanya satu warna, warna

kekuningan. Zaman selalu berubah, keburaman itu diwarisi oleh rezim yang

sekarang. Rezim yang sekarang harus keluar dari keburaman itu. Maka kinilah

saatnya kesempatan emas menguak visi, membangun kemampuan dan merenda

citra, ke depan arah jelas, berjalan semakin kuat, berbuah semakin lebat!
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ILMU PEMERINTAHAN
DALAM PRAKTIK

&ee?/tdod'

entunya akan sangat disayangkan apabila diskusi tentang hubungan

ilmu dan praktik, berhenti pada suatu diskusi akademis. Sebagian besar

yang pernah memperoleh pendidikan ilmu pemerintahan akhirnya mendarat

dalam suatu j abatan kemasyar akatan / kepemerintahan praktis. Namun, pada

umumnya tidakjarang mereka "kecewa" karena sering kali ilmunya tertinggal

dan mereka bekerja secara 'trial error'dan sering sekali sulit mendapatkan

hubungan antara teori yang dia pernah pelajari dengan realita yang sedang

dia hadapi.

Di lain pihak, polirymaker seingsekali kelihatan gembira dan merasa bangga

apabila kesimpulan dari suatu penelitian ilmiah "cocok atau hampir cocok"

dengan poliry yang sedang ia kembangkan. Tidakjarangpoliqtrnaker mv,ln dengan

menetapkan apayangharus dicapai oleh peneliti atau expert atau tidak jarang

marah apabila hasilnya bertentangan dengan yang dia diharapkan. Dengan

demikian, akan lebih mempersulit kedudukan ahli-ahli ilmu pemerintahan yang

muda yang ingin berprestasi secara ilmiah, namun bertemu dengan pejabat

yang menginginkan produk yang telah corform dengan kemauannya.

Tantangan dan ideal dari suatu pertanyaan tentang hubungan ilmu
pemerintahan dengan praktik kepemerintahan adalah mencari dengan sikap

serius terhadap relevansi kemasyarakatan, suatu harapan yang dapat dicapai

apabila kita memahami tugas pokok keduanya, dan selanjutnya secara jujur

dan ikhlas mencari benang merah yang menghubungkan keduanya.

Pelaku ilmu pemerintahan dan pelaku pemerintahan harus dilihat
bukan saja dari jabatan, pekerjaan dan profesi, melainkan mereka harus

sadar bahwa tugasnya itu adalah suatu panggilan. Ahli-ahli dan ilmu
pemerintahan di Indonesia pada khususnya, seyogianya dapat menjaga

keseimbangan antara "administratiue engagement" (dalam arti kritis dan

* Dosen IIB mantm mggota DPA RI dan mmtan Gubemu-Nusa Tenggara Timur (NTT) Priode 1978-1988



konformistis) di satu pihak, dan keterbukaan, objectiueing dan kebebasan
ilmiah di pihak lain. Kepentingan dan cita-cita ilmu dan ahli pemerintahan
seyogianya tidak lain adalah b:rgaimana mencapai suatu pemerintahan dan
kepemerintahan yang baik dan patut.

Teori dan Praktik

Prof. Van Beugen dalam bukunya De Theorin-Praktlkuerhouding in de Sociale

Wetenshappen memberikan ringkasan pengertian yang skemanya dapat kita pakai
pada kesempatan ini. Dalam :rrti yang sangat fundamental, teori menurut
dia menyangkut suatu hubungan yang sekaligus mengambil jarak, kognitif
dan refleksif, antara manusia <lan kenyataan yang melingkari manusia itu.
Hubungan refleksif itu terkristalisasikan dalam tiga niueau.

' Niueau pertama, sikap refleksif sebagai perwujudan kemampuan mengenai
manusia.

' Niueau kedua, pengetahuan berdasarkan pengalaman-pen[Jalaman yang
umum.

. Niueau ketiga, pengetahuan sebagai sistem berdasarkan ilmu pengetahuan,
yang dapat ditera secara epistomologis.

Sedangkan tentang 'praklik' menurut van Beugen, menyangkut tiga
pengertian dan terbagi dalam tiga niueaujuga sebagai perwujudan berbuat
praktis.

. Niueau pertama, perbuatan/tingkah laku manusia sehari-hari.

. Niueaukedua, perbuatan manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman.

. Niaeau ketiga, perbuatan profesional, berlandaskan atas pandangan-
pandangan ilmiah (dalam kasus kita ilmu pengetahuan).

Seluruh n'iueau di atas salirrg kait-mengkait, misalnya niueau perbuatan,
sehari-hari yang bersifat prereflr:ksif dan refleksif; sedangkan n'iueauperbuatan
profesional berdasarkan penge tahuan dari pengalaman, baik pengalaman
pribadi maupun banyak orang lain, semacam praktik-teori, dan niueau yang
terakhir adalah suatu perbuatarr profesional dimana ada terobosan ilmiah ke
dalam "pengetahuan dan keterampilan" (kmnis en lrunde) profesional.

Kami kira kita semua dapat berbicara banyak sekali tentang pengalaman-
pengalaman profesional kita, namun dalam kaitan tema "jati diri ilmu
pemerintahan hari ini yang tepzLt adalah niueauketiga, yakni niueaupertemuan
ilmu pengetahuan kepemerintahan dengan praktik profesional".
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Pengetahuan l(epemerintahan

Pengetalwan l{ep ernerintahan s e c ara. Um.urn

Pemerintahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Senantiasa ada orang yang memimpin orang lain, organisasi-organisasi

kemasyarakatan atau pemerintahan. Senantiasa ada orang yang memiliki kekuasaan

atas orang lain, entah oleh karena kharisma, tradisi, kekayaan,kecakapan fungsional

dan ... pengetahuan. Tidak ada pemerintah tanpa pengetahuan, apakah dari

pengalamanpribadi, oranglain, atau diturunkan generasi atau angkatan-angkatan

terdahulu, orang-orangpandai dan lain-lain. Memerintah tanpapengetahuan tidak

mungkin, seperti memerintah tanpa kekuasaan dan intuisi atat'fulin{' politik.

Pengetahuan yang dipajrai atau dibutuhkan oleh pelaku/pejabat pemerintah

disebut pengetahuan kepemerintahan, yakni mengetahui kemana dan bagaimana

memerintah atau seyogianya memerintah, bagaimana hakikat pemerintahan itu

secara yrridis, ekonomis, organisatoris, dan lainJain, bagaimana cara kerja dalam

konteks-konteks hubungan kemasyarakatan tertentu serta pengetahuan tentang

cara memerintah itu sendiri. Pengetahuan kepemerintahan bersifat selektif, karena

dia terarah kepada "memerintah dan efek-efek dari memerintah" itu.

Yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang dapat diterapkan: pengetahuan

tentang lingkungan dan pemerintahan, yang akan dipakai atau dapat dipakai

dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pengetahuan kepemerintahan adalah

bersifat relatif. Setiap bentuk pengetahuan dapat menjadi pengetahuan itu
bermanfaat bagi pembentukan kebijakannya dan/ atau implementasinya atau

menemukan cara kerja organisasi.

Menurut van Braam, dalam bukunya Filosofie aan de Bestuurswetmchappen

(1989), ada beberapa jalan pelaku pemerintahan memperoleh pengetahuan

kepemerintahan.

a. Via enkulturasi, mereka belajar dan menginternalisasi tata nilai tentang

kepemerintahan, dengan mendengar dan melaktkan (al luisterende en

doende).

Dalam praktik hidup, pemerintahan dan politik. Melalui pengalaman

sendiri, apa yang dapat jalan dan tidak jalan, apa yang mereka dapat

kerjakan dan tambahkan terhadap suatu kenyataan konkret.

Melalui penelitian sendiri, melakukan observasi, mengumpul informasi,

mencari informasi dan secara sadar membentuk "waardeoodelen" sendiri.

Melalui transfer dari ahli-ahli atau spesialis dari ilmu dan/atau praktik.

Pelaku pemerintahan menerima penjelasan, saran-saran dan membiarkan

b.

c.

d.
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dirinya diberi "petunjuk-petunjuk" dan "latihan" dalam beberapa bidang
pengetahuan; selanjutnya rrLereka dasarkan 'Judgement" mereka atas dasar
expertise dari ahli-ahli, pers, staf ahli dalam beleid, dan lainJain.

e. Via refleksi, introspeksi darr temuan-temuan. Pelaku pemerintah dapat
memperoleh "kebenaaran" dengan cara berpikir, memikirkan secara
logis-kreatif, minta nasihat pada diri sendiri, merenung dan mencoba
"menghayati" apa yang sed:rng terjadi.

Adalah salah apabila disangka bahwa pelaku pemerintahan hanyalah
konsumen dari pengetahuan kepemerintahan. Mereka pada hakikatnya adalah
konsumen dan produsen peng()tahuan kepemerintahan yang mereka pakai
dan mereka bentuk.

Pengetahuan l(epemerintahan yang llmiah

Sebagian dari pengetahuan kepemerintahan adalah pengetahuan
kepemerintahan yang ilmiah. f)ibedakan dari pengetahuan sehari-hari oleh
cara memperoleh pengetahuan seseorang. Pengetahuan, diperoleh dengan
norma-norma, metoda-metoda, dan teknik tertentu. Ada beberapa ukuran
yang dipakai tentang isi dari pengetahuan itu sehingga kita katakan ilmiah.
Dengan ringkas, ada norma-norrna tentang pembentukan pengetrhuan kualitas
pengetahuannya.

Yang menentukan batas antara ilmiah atau pengetahuan sehari-
hari adalah para ahli, meskipun tidak dapat disangkal bahwa dapat ada
pengaruh-pengaruh kemasyaralatan dan lingkungan, misalnya kepentingan,
pandangan-pandangan etik, tata nilai, dan hubungan-hubungan kekuasaan.
Namun, penting disadari bahw;L sukar sekali menarik garis demarkasi antara
pengetahuan kepemerintahan yang ilmiah dan yang sehari-hari. Tidakjarang
apa yang kita katakan sehari-hari mempunyai asal-usul ilmiah, atau sebalikrrya
banyak sekali pengalaman ilmiah yang datangnya dari pengalaman sehari-hari.
Mungkin perbedaannya hanya bersifat gradual dan ideal sekali.

Yang diharapkan dari pengetahuan kepemerintahan yang ilmiah tentunya
adalah bahwa derajat abstraksinl'a tinggi, derajat objektivitasnya tinggi, derajat
bebas nilainya drgg, secara empiris dan logis dapat dipegang, universalitasnya
kuat dibandingkan dengan pengetahuan kepemerintahan sehari-hari. Jelas
cara memperoleh pengetahuan ilupun melewati sistematika kerja, aturan yang
logis, dengan alat-alat yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan
pedoman-pedoman ilmu yang le:bih dahulu.
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Dengan kata lain, pengetahuan kepemerintahan yang ilmiah mem-

pretmder "pengetahuan yang benar" yang diperoleh dengan cara-cara ilmiah,

dan merupakan "penilaian yang benar" tentang kepemerintahan. Kebenaran

di sini tidak sama dengan kebenaran ilahi, juga tidak karena legitimasi dari

tradisi, kharisma atau legalitas. Kebenaran di sini adalah yang dibentuk dalam

kenyataan kepemerintahan, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh batas-batas

yang terdiri atas premis-premis dan pra-anggapan kepemerintahan sendiri.

Tetapi, awas! Pengetahuan kepemerintahan yang benar menurut ilmu

pengetahuan tidak harus sama dengan "pengetahuan yang benar" menurut

pelaku pemerintah, sebab bagi dia kebenaran itu lebih dari kebenaran ilmiah.

Bagi dia, pengetahuan kepemerintahan yang benar adalah yang mempunyai

arti dalam merealisasikan tujuan dan cita-citanya. Pengetahuan kepemerintahan

yang ilmiah dapat mempunyai fungsi positif, tapi dapat pula ditolak; meskipun

pada akhirnya hampir tidak ada pelaku pemerintah yang menolak sepenuhnya

pengetahuan kepemerintahan ilmiah.

llmu Pemerintahan: Pengetahuan Bersifat Kritis

Ilmu pemerintahan berupaya dan mengupayakan objektivitas dan oleh

karena itu harus bersifat kritis. Dengan demikian, senantiasa harus ada dialog

diskusi dan"aussinandersetlung!'dengan sumber-sumber pemerintahan, dengan

pandangan-pandangan dan praktik-praktik ilmiah yang sedang berlaku, dengan

teman-teman sejawat (sifatnya kritik intern ilmiah);juga dengan pengetahuan

kepemerintahan yang telah ada, pandangan dan keprihatinan dari aktor-aktor

pemerintah, hubungan-hubungan kepemerintahan serta budaya dan kebijakan-

kebijakan yang berlaku (kritik yang bersifat eksternal).

Namun demikian, tugas ahli-ahli ilmu pemerintahan tidak jadi mudah

dengan tuntutan sifat kritis di atas. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu

pengetahuan terapan dan justru ini permasalahannya. Barangsiapa yang

bertujuan melaksanakan suatu 'terapan', dia akan cenderung mengikuti jalan

yang ditempuh oleh "aktor pemerintahant" atau pejabat yang memberi tugas

kepadanya atau akan menyesuaikan pikirannya dengan pandangan normatif

pejabat tersebut. Dia bercita-cita menlumbangkan pengetahuan yang dapat

diterapkan dan oleh karena itu, ingin sekali pengetahuannya diterapkan dan

ini tidak salah, bukan? Ahli ilmu pemerintahan dalam hal ini berada di bawah

tekanan batin. Pejabat pemerintahan pun sangat berkepentingan agar pengaruh

luar terhadap kebijaksannya dikurangi dan tidak akan mendorongnya. Apalagi

dalam konteks Indonesia, dimana ahli-ahli ilmu pemerintahan sebagian besar

Ilmu Pemerintahan dalam Praktik 337



adalah pegawai negeri dan perguruan-perguruan tinggi ilmu pemerintahan
semuanya adalah institusi negeri, kiranya sulit bagi ahli ilmu pemerintahan
untuk "benar-benar" secara ilmiah mencapai derajat objektivitas yang
tinggi. Ini adalah benar-benar suatu situasi dikmatis. Lalu basaimana ilmu
pemerintahan dapat menjalankan fungsi yang kritis? Ada tiga pendapat
menurut van Braam.
. Pendapat pertama, ilmu pengr:tahuan seyogiannya bebas, tidak berpihak,

ada jarak terhadap tatanan politik dan pemerintahan. Tujuan ilmu
pemerintahan adalah kemzfuan ilmu itu sendiri, dengan itu terlayani
kepentingan kepemerintahan dan masyarakat.

. Pendapat kedua, iln;ru pemerintahan, oleh karena bersifat terapan, secara
primer tertuju kepada keperrtingan) tata nilai dan kebijakan dari pelaku-
pelaku pemerintahan, yang rnengharapkan dari ilmu pemerintahan suatu
pengetahuan kepemerintahan yangfeasible atat haalbaar. Tujuan ilmu
pemerintahan adalah membantu pelaku-pelaku pemerintahan dengan
pengetahuan yang relevan dztnfeasible, jadi sifat mendukung. Kegiatan ilmu
adalah "clrplform" dengan kegiatan pemerintahan. Kritik ilmu tunduk pada
kepentingan dan perwujudan cita-cita pemerintahan.

. Pendapat lrctiga, mengatakan bilhwa ahli pemerintahan yang ada, hubungan-
hubungan, kepentingan-keperrtingan dan tatanan politik dan kemasyaralatan
yang ada, selanjutnya memilih suatu masyarakat dan/ atau caramemerintah
yang lebih baik dari yang sekzrrang: lebih adil, lebih demokratis, lebih efisien
dan lebih bebas.

Pengamanan ilmu pemerintahan adalah sumbangsih aktif terhadap
perubahan-perubahan kemasyarakatan dan pemerintahan, terhadap
terletalnya suatu tatanan pemerintahan yang baru. Dari ahli ilmu pemerintahan
diharapkan suatu keterlibatan dan sikap kritis terhadap setiap gangguan bagi
tatanan pemerintahan yang baru. Pengamalan ilmu pemerintahan menurut
pendapat ini, bersifat kritis terhadap pemerintahan, namun mempunyai
keprihatinan dan keterlibatan rr.asyarakat.

Pengikut pendapat yang kedua secara normatif memilih pihak yang
berkuasa atau pemakai potensial dari informasi-informasi mereka. Dapat
dikatakan mereka adalah partner satu sama lain, malahan pengikut yang setia
dan tanpa kritik terhadap'estabilishment'.Pengskut pendapat yang ketiga boleh
dikatakan secara normatif meng:rmbil sikap oppositinnal terhadap " estabilishmmf ',
mereka menginginkan perubahan-perubahan dalam pemerintah an) carr
tatanan baru, atau hubungan-hubungan yang lebih demokratis dan sebagainya.
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Kesamaan keduannya adalah bahwa mereka sama-sama mencari kenyataan

yang diinginkan, yang dibutuhkan, kenyataan yang membantu sejauh
dapat dipercaya, valid, dan teliti demi kebutuhan praktis dari pelaku-pelaku

pemerintahan. Terhadap ketiga-tiganya, memang senantiasa ada pertanyaan-

pertanyaan berikut.

Pertama, sejauh mana mereka bebas, sejauh rnana seorang ahli ilmu
pemerintahan boleh kritis, sejauh mana keterlibatannya?Jangan lupa bahwa

sebagaimanapun tuntutan normatif ilmiahnya seorang ahli ilmu pemerintahan,

dia juga warga dari suatu masyarakat dan suatu sistem politik dan pemerintahan,

dan terhadap kedua aspek tersebut, dia punya kewajiban-kewajiban, demikian pun

implikasi etis dari kegiatan-kegiatannya. Namun, bagaimanapun juga, senantiasa

berlaku pertimbangan-pertimbangan, kehati-hatian dan sikap skeptis ilmiah
menghiasi kebiasan hidupnya. Ilmu pengetahuan adalah suatu domain dari kritik,

pertanyaan dan keragu-raguan, bagaimanapun seseorangyakin terhadap dirinya.

Pertanyaan kedua menyangkut aspek etis dari tingkah laku seorang ahli ilmu

pemerintahan, dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan ilmiahnya. Apakah
semua yang secara ilmiah dipertanggungjawabkan juga secara kemasyarakatan

dapat dibenarkan? Bisakah dia meneliti, atau mengeluarkan suatu pendapat

atau mempublikasikan suatu hasil penelitian yang dapat berakibat negatif,

meskipun secara ilmiah dan objektif dia yakin benar?

Terlepas dari j awaban-j awaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas,

ahli-ahli ilmu pemerintahan dari ketiga aliran di atas, pada setiap langkah mereka,

harus senantiasa mempertanyakan aspek-aspek etis dan moral. Ilmu tidak boleh
mengizinkan dirinya tidak bermoral. Praktik keilmuan seyogianya senantiasa

merupakan kegiatan yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan. Harus ada

keyakinan yang mengikat semua ilmu pemerintahan, yakni bahwa pemerintahan

dapat dan malahan harus lebih baik, lebih rasional, lebih demokratis, lebih
efisien dan bahwa ilmu dapat memberi sumbangsih demi tercapainya suatu

pemerintahan yang baik dan patut. Ilmu pemerintahan harus memiltkj"beshturllk

mgagemmt," di samping tanggungjawab ilmiahnya sendiri.

llmu Pemerintahan dalam Praktik l(epemerintahan

Hubung an I lrnu P ernerintahan dengan Pr aktik l{ep enrerint ahan

Suatu pembentukan keb! alsanaan dinamakan ilmiah apabila pembentukannl,a

dilalsanakan dengan cara sistematis dan dipertanggungjawabkan secara pralsilogis.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa pembentukan'bebill'secara ilmiah bukan
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tugas 'ilmuwan murni', melainkan oleh pejabat-pejabat yang terdidik secara

ilrniah. Mereka harus mampu nrengintegrasikan pengetahuan kepemerintahan
secara ilmiah dengan pengetahuan yang tidak ilrniah, baik memilih unsur-unsur
politikmaupun unsur-unsur nonnati. Secara eksplisit, pejabat ahli pemerintahan
itu bekerja dengan pendekatan norma-norma politik, bukan memberikan
pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, melainkan memberikan pengetahuan
yangmeng-genereu pengetahuan baru ke arah suatu tindakan kepemerintahan.

Jadi, fungsi mereka adalah fungsi schnrnin antara siklus empiris dan siklus regulatif
dari proses pembentukan pengetahuan. Kegiatan-kegiatan mereka, antara lain
adalah seperti berikut.

a. Penugasan atau mensponsori.

b. Memimpinpenelitian.
c. Melakukan sendiri penelitie'n ilmiah.

d. Menginterpretasikan, konve rsikan, penerapan hasil-hasil penelitian, antara
lain konversi ke dalam rencana kebijakan-kebljakan, program-program atau

advies-advies, jalan-jalan ke'luaq dan lain-lain.

e. Mengajukan pengetahuan kepemerintahan yang terintegrasikan kepada
pelaku-pelal<u pemerintahan, sebagai bentuk advisering yang ilmiah.

Posisi dari pejabat ahli pemerintahan dalam proses pembentukan
pengetahuan maupun proses tr:rapan kepemerintahan tidak selalu gampang.
Dalam pelbagai peran yang mereka mainkan tidakjarang mereka mengalami
banyak kesulitan.

Hubungan I lrnu P ernerint alwn dengan P etnerint ahan

Varr Braam dalam bukunya 'deflnsofuuonfu Bahtaruetnuchnppm (1989)' mengutip
Habermas (1963) sebagai menganjurkan tiga model hubungan berikut.

' Model Desisionistik. Terdapa"t pemisahan tugas dan tanggung jawab antara
pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Ahli-ahli menyerahkan pengetahuan
kepemerintahan kepada pelil<u-pelaku pemerintahan; mereka inilah yang
menetapkan syarat-syarat normatif tentang pemanfaataninformasi-informasi
ilrniah serta mengambil keputusan. Model ini membatasi peran ilmu pada
pembentukan pengetahuan dan agar diserahkan kepada pejabat pemerintah.

. Model Teknokratis. Dalam model ini, ilmu dalam hat ini ahli ikut menetapkan
syarat-syarat normatif terhadap pengetahuan yang akan diterapkan dan juga
ikut dalam implementasi (iadi dalam pembentukan kebijakan dan imple-
mentasinya). Dengan ruang gerak dari pelaku pemerintahan menjadi lebih
terbatas, sedangkan sang ahli ikut memerintah. Ahli ilmu pemerintahan
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mengambil sebagian atau seluruh tanggung jawab (politik) dari pelaku

pemerintahan (sebab itu namanya teknokratis).
. Model Pragmatis. Dalam model ini terkandung unsur-unsur teknokratis dan

desisionistik. Ahli-ahli ilmu pemerintahan dan pelaku-pelaku pemerintahan

bekerja sama dalam suatu keadaan saling tergantung, pengetahuan apayang

akan dibentuk serta bagaimana pengetahuan itu dikonversikan ke dalam

suatu kebijakan.Jadi, ada pelaksanaan tugas serta tanggungjawab bersama

dari ahli ilmu pemerintahan dan pelaku pemerintahan. Apakah ini seperti

Indonesia setelah kembali ke-UUD 1945 atat sesudah kita embarkasi dalam

pembangunan sejak I 969?

Dalam praktik, situasinya tidak seperti murni model-model di atas. Namun

model pertama misalnya, adalah pencerminan pelaksanaan secara mumi

pandangan ketata negaraan yang demokratis dimana ada lembagaJembaga

politik berwewenang dan bertanggung jawab, sedangkan ilmu secara formal

hanya dapat memberi saran. Sedang model kedua mencerminkan secara sepi-

hak bayangan ilmu yang nyata dan bersifat tidak demokratis, dalam arti bahwa

kekuasaan pemerintahan terdapat di tangan orang-orang secara politik tidak

terkontrol politik.

Model yang ketiga sebenarnya adalah model yang tepat, yang memberi

hubungan yang tepat antara ilmu dan pemerintahan, yang merupakan suatu

penyelesaian yang secara formal, tepat dan dapat dilaksanakan. Memang

basisnya adalah model satu dan dua figur kunci di sini adalah pegawai yang

secara ilmiah terbentuk, yang harus tahu peran penterjemahan dan aduisering-

nya. Tanggungjawab politik tetap pada pelaku pemerintahan.Jadi, hubungan

antara ilmu pemerintahan dan pemerintahan tidaklah bersifat langsung,

melainkan tidak langsung melalui peranan penterjemahan dan penasihatan dari

pejabat/ahli ilmu pemerintahan, orang ini tidak ilmuwan sendiri, melainkan

seorang praktikus yang terbentuk secara ilmiah, memiliki tanggung jawab

ilmiah dan bekerja dengan menggunakan tolok ukur ilmiah.

Profesionalisasi

Pegawai pemerintahan yang ilmiah adalah exput atautenaga ahli yang secara

profesional menjalankan fungsipengembanganpoliqt danrnernberi nasihattentang

kebijakan. Ada bahaya teknokrat sering apabila dia melebih-lebihkan pandangan-

pandangan teknis spesialistiknya di atas pendapat secara normatif politik atau dia

menekankan pada kekuasaan keahliannya di atas pandangan pelaku politik atau

pejabat pemerintah. Hal ini dapat direm apabila pejabat pelaku politikjuga dituntut
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memiliki keahlian. Profesionalisasi dari pejabat-pejabat yang bergerak di bidang
kebijakan (beldis ambternnrm) seyc'gianya disertai oteh profesionalisasi dari pejabat-
pejabat politik kepemerintahan. Peranan ilmu pemerintah dapat ditingkatkan
dengan cara memberikan pengetahuan melalui raemchllmiahatau melalui latihan-
latihan dan sebagainya, member-ikan sumbangsih ilmiah terhadap pengilmiahan
dari pemerintahan. Dengan dernikian, maka ada semacam "onftiangstgouoeligheit'

atau kepekaan untuk menerimil dalam sektor politik atau pemerintahan atau
dalammanngnntnl. Hal ini dapat t:rlalsana dengan penerangan dan meningkatkan
oomuatan yang bermanfaat" dan informasi yang diberikan, namun juga melalui
pendidikan ilrniah yang secukupnya dari pejabat-pejabat pemerintahan. Mereka
harus dapat menghargai pengJetahuan kepemerintahan dan dapat sendiri
menilainya. Mereka dapat berkomunikasi dengan staf ahli dan dapat pula
mengkontrolnya. Penggunaan-penggunaan pengetahuan ilmu kepeme-
rintahan hanya dapat optimal apabila bukan saja"beleidsambtenaren" melainkan
juga pejabat pemerintahan dan politik mau dan dapat memerintah dengan
menggunakan pengetahuan ke1:emerintahan menurut "keahlian".

P etnerint ah an y ang R a s i on ul
Yang dimaksudkan denl;an rasionalitas ialah yang bersangkutan

bekerja secara korektif, membuat kesimpulan dengan dasar-dasar yang baik,
menggunakan siklus empiris de'lam berpikir. Pemerintahan yang baik adalah
juga yang rasional, berarti bahvra pelaku-pelaku pemerintahan secara rasional
menimbang, menganalisis, br:rargumentasi dan mangambit kesimpulan.
Perencanaan adalah suatu cara rasional untuk menetapkan kebijakan dan
mengambil keputusan.

Pertanyaan yang timbul adalah, sejauh mana metoda-metoda dan teknik
ilmiah dapat dipakai dalam proses pemerintahan? Sebenarnya yang terpenting
bukannya dapat dipak ai atau tidak, melainkan apakah secara politis orang mau
dan dapat menggunakan cara-cara ilmiah atau tidak. Dapatnya ilmu dipakai
dalam pemerintahan sebenarnya terletakpada keyakinan dan kemauan politik
daripada potensi ilmu itu sendLri. Di sisi lain, rasionalitas dapat juga dilihat
dari sudut efektivitas dan efisiensinya penyelenggaraan pemerintahan yang
disebut sebagai hubungan antara tujuan dan alat atan"goal-means rationaliqt",
dinamakan juga rationalitas instrumental.

Luhmann (1973) memperkenalkan s2stems rationalifii varian dan goal means

rationalit2 sebagai cara pemerirrtahan rasional yang tradisional. Dalam hal
ini, tindakan kepemerintahan dikatakan rasional dari segi kesisteman apabila
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dia dapat memberi sumbangsih terhadap keseimbangan dalam dan kelang-

sungan sistem yang dikelola. Ilmu pengetahuan pun dapat rasional secara

instrumental apabila dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan

dari ilmu, khususnya dalam sumbangannya terhadap efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan.

Berikut beberapa sifat ilmuwan/ilmu pengetahuan dalam hubungan

dengan kepemerintahan.

a. Pemilik ilmu itu harus terbuka.

b. Dia harus juj:u;. (intelectual honesQ).

c. Dia harus berusaha mencari objektivitas. Harus tinggalkan prasangkanya

sendiri.

d. Dia harus mencari kejernihan dan kejelasan dalam penelitiannya.

e. Dia harus bekerja secara sistematis.

f. Dia harus bertanggung jawab atas kegiatannya.

g. Dia harus bersikap kritis dan relahuuend terhadap premis-premisnya, cara

kerjanya dan argumentasinya.

Ahli ilmu pemerintahan harus berusaha mencari kebenaran tentang

suatu 'kenyataan pemerintahan'yang sering kali kompleks sekali. Dia harus

mencoba menyederhanakan gambaran kenyataan tersebut sehingga menjadi

jelas cuu/chtel{k dandapat dipahami. Dengan upaya ini, dia terjerumus dalam

bahayaakan melakukan reduksi terhadap kenyataan yang sebenarnya. Di lain

pihak, dia akan berhadapan dengan situasi dimana pelaku pemerintahan yang

akan menerapkan "pengetahuan", tapi dalam kebijakan-kebijakan, tindakan-

tindakan atau pengaturan-pengaturan juga pada gilirannya melakukan reduksi

lagi terhadap kenyataan di atas, dengan menambah unsur-unsur normatifnya

atau mempertimbangkan ulan g pen ge tahuan tentan g kenyataan-k eny ata^n

yang dia terima.

Di sinilah terjadi masalah bahwa apa yang dihasilkan oleh ahli

pemerintahan tidak muncul sebagai yang dia presentasikan, dan menimbulkan

'kesan salah' di hadapan masyarakat dan pemerintah, dan mengganggu reputasi

ahli pemerintahan yang bersangkutan. Dalam hal ini, senjatanya hanyalah

kejujuran dan keterbukaan, setelah dia secara jelas menyampaikan risiko dan

implikasi dari pengetahuan yarrg telah dia berikan.

Makin tirggt status ilmu dimata masyarakat dan pemerintah, makin titgs
pula tanggungjawab ahli-ahlinya dalam rnencapai 'motiuering'dan'relatiuering'

yang baik dan Judgement' mereka sebagai' e xp ert' .
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Prinsip.Prinsip l(epatutan l(epemerintahan/Pejabat Pemerintah

Pemerintahan adalah suatu kegiatan yang erat hubungannya dengan
manusia dan kemanusiaan. Ok:h karena itu, perbuatan kepemerintahan tidak
terlepas dari kewajiban-kewajiban etis, baik antara pemerintah dan rakyat,
antar a lembaga-lembaga pemcrintah sendiri, antar a pej abat-pej abat peme-
rintah dan setara lembaga/pejabat pemerintah dengan pihak ketiga.

Di dalam literatur 'Beshrursruht Belanda kita temukan apa yang dinamakan
'Beginselen uan BehoorQk Beshmr'atau kami terjemahkan dengan Prinsip-prinsip
Kepatutan Kepemerintahan. Kami tambahkan sendiri Bestuurrder atau Pejabat
Pemerintah. Seringjuga beginselen ini dinamakan'ongeschrnm recht' atan 'hukum
tak tertulis' dan memang ada.lah bagian dari hukum, dan juga senantiasa
dilihat sebagai permasalahan hukum. Pada kesempatan pembahasan masalah
pemerintahan ini, justru kami nremperkenalkan "kepatutan kepemerintahan"
sebagai suatu masalah etis, yzLng memberikan bobot etis nada relasi ilmu
pemerintahan dan kepemerint zrhan / pejabat pemerintahan.

Dengan demikian, relasi arrtara kedua instansi tersebut lebih dari sekadar
hubungan profesional. Seperti yang kami utarakan pada permulaan tulisan
ini, cita-cita maupun kepentingan suatu pemerintahan dan kepemerintahan
yang'baik dan patut', maka sel.ogianya kita berikan batasan-batasan tentang
'kepatutan'itu.

P Nicolai, dalam bukunya lleginselm uan BehoorQjk Besturr (1990) mengangkat
beberapa poin yang kami coba inventarisasikan.

a. Prinsip tentang perlakuan yang korektil
b. Prinsip tentang penelitian yang saksama.

c. Prinsip tentang prosedur keputusan yang saksama.

d. Prinsip pengambilan keputusan yang bajik dan bijak.
Prinsip tentang motivering jelas dengan argumentasi yang kuat.
Prinsip tentang persamaan ,lan kesamaan {gelildkheiQ.

Prinsip tentang keterpercay aan (uetrouumsbeginsel).

Prinsip tentang pertimbangirn yang masuk akal dan adtl (redeQk m billjk).
Prinsip tentang larangan penyalahgunaan wewenang.

Prinsip tentang fair p lay.

Di samping itu, tentunya tidak melupakan ketaatan pada hukum positif
yang berlaku. Kami sengaja angkat masalah ini karena mustahil mem-
bahas hubungan antara ilmu pengetahuan pemerintahan dengan praktik

Dialektika llmu Pemerintaftan

e.

f,

ctD'

h.

l.

j

3ryt

.; .:. -!



MENUJU PEMERINTAHAN YANG
AMANAH DAN RESPONSIF 

-

%anaaooad r{. S, llt/n**

aat ini, kita berada pada penghujung abad kedua puluh dan tak lama
lagi akan memasuki abad baru dengan segala macam tantangan

dan permasalahan di dalamnya. Abad kedua puluh disebut-sebut sebagai
abad dekolonisasi dan abad modernisasi, menyusul terbentuknya negara-
negara kebangsaan (nation-states), terutama di benua Asia dan Afrika. Proses

dekolonisasi, tak pelak lagi, telah merupakan apa yang oleh Presiden Soekarno
disebut sebagai 'Jembatan emas" dalam rangka mencapai cita pembentukan
sebuah negara-bangsa yang baru, berdaulat dan berdiri sejajar dengan bangsa-
bangsa lain di dunia. Sedangkan modernisasi adalah proses yang harus dipilih
dan diselenggarakan agar negara dan bangsa yang baru itu berhasil di dalam
menggapai cita-cita menuju masyarakat adil, makmur) aman, dan sentosa.

Sementara itu, abad yang akan datang akan membawa serta kondisi yang
berbeda yang harus dihadapi oleh umat manusia, termasuk bangsa kita. Paling
tidak, secara teoretis, umat manusia dituntut untuk bersiap-siap menghadapi
sebuah kondisi kehidupan yangmemiliki ciri dan perkembangan berbeda dengan
abad sebelumnya. Persiapan tersebut kini bahkan sudah mulai dilakukan oleh
para cerdikpandai melalui wacana akademis dan intelektual mereka. Sedangkan
kondisi masa depan yang gejalanya telah muncul itu populer disebut sebagai

kondisi pasca-modern (post-modern condition) atau juga modernitas tingg:- (hxgh

moduni4t). Kondisi pasca-modern adalah sebuah kondisi kemasyarakatan yang
ditandai dengan beberapa gejala berikut. Pertnma,pada dataran normatif, semakin
dipertanyakan dan digugatnva berbagai asumsi, konsepsi, teori, paradigma dan
ideologi yang dianggap menjadi landasan dan perrnujudan dari modernitas dan
modernisasi. Kerangka-kerangka mapan yang memiliki klaim universal dan
multidimensi yang melandasi kehidupan modern, baik yang berakar dari ajaran-
ajaran agama maupun filsafat, ditolak atau setidaknya diragukan validitasnya.

' Orasi Dies Natalies Ke XXIX Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Departemen Dalm Negeri, targgal 25 Mei 1996 di Jakarta
" Penulis adalah Staf Peneliti Puslitbmg Ekonomi dm Pembmgmm kmbaga llmu Pengetahm lndonesia (PEP-LIPI) , Jakarta



kepemerintahan, tanpa mempermasalahkan tentang'kepemerintahan yang

baik dan patut' atau'em goed m behoorQk beshnr' dalam praktik.

Telah dicoba diangkat berbagai relasi antara ilmu pemerintahan dengan

praktik pemerintahan. Masih jauh dari sempurna kalau ilmu pemerintahan

saj a masih mempertanyakan ketrera daanny a di antar a ilmu lain, bukankah itu
artinya dia masih mencari 'relasi dan interrelasi' dengan sekitarnya?

Ilmu pemerintahan bukanlah ilmu untuk kepentingan sendiri, dia
merupakan suatu pengetahuan yang'meng-genereer' pengetahuan lain, yakni

beleid atau kebijakan pejabat pemerintahan. Pemahaman akan dan ketaatan

terhadap keputusan kepemerintahan mengharuskan pejabat pemerintah
mampu mengapresiasi peranan ilmu dan ahli pemerintahan dalam menjalankan

tugas dan tanggungjawab pemerintahan. Di situlah benang merah penghubung

antar a ilmu pemerintahan dan praktik kepemerintahan.

Hubungan ilmu pemerintzLhan dengan praktik kepemerintahan secara

praktis dapat terjadi melalui pent:litian masalah-masalah kepemerintahan dalam

pemerintahan melalui analisis .kebijakan maupun rancangan kebijakan dan

pengaturan-pengaturan kepem,:rintahan yang mereka sodorkan kepada pe-

jabat pemerintah atau pengambil/pembuat poliE/kebijakan Nanrun, titik temu

yang paling ideal dari ilmu pemerintahan dengan praktik adalah apabila pejabat

pemerintah atau pengambil keputusan (policlt maker) memiliki suatu kadar latar

belakang'pembentukan ilmu pernerintahan' melalui berbagai cara dan metode.

Kajian ini tidak 'exhaustiue'. Kalau pun ada terkandung maksud itu, jelas

kami tidak mempunyai pretensi dan mempunyai cukup bekal intelektual serta

pengalaman untuk berbagi di sini. Ini hanya sumbangan dari seseorang yang

pernah di lapangan, tanpa latar belakang pembentukan secara fbrmal melalui

metode ilmu pemerintahan.
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Dengan melihat beberapa indikator di atas, maka bisa ditarik kesimpulan

bahwa kondisi pascamodern akan sangat berbeda dengan yang kini kita alami

dan ini tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi serius bagi tatanan-tatanan

sosial, ekonomi, politik, budaya, ideologi, pertahanan dan keamanan yang

kita miliki. Antisipasi yang dilakukan semenjak dini dan dengan baik, dengan

demikian, menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menyongsong abad yang

akan segera tiba itu, termasuk antisipasi dari aparat pemerintahan.

Bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa upaya bangsa

Indonesia semenjak merebut kembali kemerdeka annya) terutama selama kurang

lebih tiga dasawarsa terakhir, untuk melangsungkan proses modernisasi melalui

serangkaianprogrampembangunan di segalabidangtelah menghasilkan capaian-

capaian berarti. Bangsa kita, setidak-tidaknya telah berhasil meninggalkan

masa-masa suramnya ketika berada di barisan negara-negara yang miskin dan

tertinggal. Kini kita mulai menapak: nenuju ke posisi yang lebih baik di bidang-

bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, budaya dan juga politik'

Di dalam proses panjang perbaikan kualitas bangsa ini, peran aparat

pemerintahan sangat sentral. Ini merupakan suatu konsekuensi logis saja

dari dinamika dan dialektika perjalanan sejarah sosial dan politik bangsa

Indonesia selama masa pascakolonial dan mungkin bahkan sebelum itu'

Suatu kenyataan sejarah yang tidak bisa diingkari adalah bahwa di dalam

masyarakat transisi, dari agraris-tradisional menuju industrial-modern, peran

yang dipegang oleh pemerintah dan aparatnya cenderung untuk dominan di

dalam pengaturan-pengaturan dan rekayasa sosial, politik dan ekonomi. Dalam

masyarakat seperti ini, kecenderungan-kecenderungan konflik' disebabkan

oleh adanya pergeseran (shlfting),perubahan (changing),pembaharuan (reforming)

dalam berbagai dimensi kehidupan adalah sangat besar. Sementara itu, pada

umumnya kondisi masyarakat sangat lemah dan rentan terhadap pengaruh-

pengaruh dan kekuatan-kekuatan destruktif Oleh karenanya, diperlukan suatu

otoritas yang cukup handal dan kuat di dalamnya, sehingga kecenderungan

konfliktual tersebut bisa diawasi dan dikendalikan secara baik.

Itulah sebabnya di hampir semua negara berkembang seperti Indonesia

stabilitas sosial dan politik sangat ditentukan oleh tingkat kestabilan,

kemampuan dan kekuatan pemerintah dan aparatnya. Munculnva apayang

di dalam literatur ilmu politik disebut gejala negara kuat, jika dipandang

dari kenyataan ini, bisa jadi adalah sebuah keniscayaan struktural yang

bisa dipahami manakala stabilitas menjadi kepedulian utama agar proses

pembentukan sebuah masyarakat baru yang dikehendaki tidak mengalami

348 Dialektika Ilmu Pemerintahan



Kedua, pada dataran ekon.mi, kondisi pasca-modern ditandai dengan
munculnya apa yang disebut kecenderungan konsumerisme berlebihan
(lrypu-connnnaism) sebagai dampak sistem ekonomi kapitalis global dan kultur
konsumtif yang inhern di dalamnya. Ketiga, pada dataran politik, kondisi
pasca-modern ditandai dengan kecenderungan kuat untuk melakukan
desentralisasi pengambilan keputusan dan pemencara n (dispuse) kantong-
kantong kekuasaan. Pada tingkrt yang ekstrem, konon, nation-state yang pada
abad kedua puluh dianggap sebagai salah satu capaian utama, akan makin
dipertanyakan kegunaannya rnanakala ekonomi yang telah membuana
{globaliaet)mengakibatkan di satu pihak terjadinya apa yang disebut oleh
Kenichi Ohmae "dunia tanpa tapal batas" (the borduless worfu), tetapi di pihak
lain berkembangnya kemampuan untuk melakukan manajemen yang semakin
canggih pada level perusahaan sehingga otonomi menjadi tuntutan utama.

Keunpat, pada dataran kehidupan sosial dan budaya, kondisi pascamodern
ditandai dengan terciptanya komunitas yang oleh Marshall Macluhan dinamakan
desa global rgbbaluilkge) yang ditopang oleh pemakaian teknologi informasi yang
canggih. Dengan menggunakan jalan bebas hambatan bagi inform asi(irgformatinn
supuhtpa) dan qtbaspace interak;i, manusia seolah-olah menjadi tak mengenal
batas ruang dan waktu. Informasi dapat dipertukarkan pada saat yang bersarnaan
(real time),langsung (direct), dan dari lokasi asalnya (lfe). Demil<ranlah, peristiwa
yang terjadi di sebuah tempat terisolir di IrianJaya, misalnya, bisa disaksikan/
didengar/dibaca di New York ciry London, Frankfurt, ToLyo, dan sebagainya
pada saat yang bersamaan. Dengrn teknologi internet yang marak saat ini, maka
proses pertukaran informasi menjadi semakin cepat dan bebas. Pendek kata , abad
informasi (ffirmatinn ag) menjad: kenyataan.

Dengan semakin membuananya interaksi manusia ini, maka banyak
pola dan gaya hidup yang didasari oleh ikatan-ikatan dan model-model lama
harus ditinjau ulang. Salah satu perubahan pola hidup yang semakin tampak
adalah gaya hidup yang dulu br:ragam menjadi semakin seragam. sekarang
ini, misalnya, kita saksikan betap,a miripnya gaya hidup para kawula muda di
Jakarta dengan mereka yang di Paris, I-A, Bangkok, Sydney, dan seterusnya.
Mereka menggemai junkfood ya.ng sama (KFC, MacDonald's, coca cola),
menonton film yang sama (produk-produk Holly'wood), mendengar dan
menikmati warna musik yang sama (Rap, Metal,Jazz), memakai parfum dan
busana dari rumah mode yang serma (Nina Ricci, Dioq YSL), mengagumi dan
meniru tingkah para selebriti yanll sama (\zladonna, MichaelJackson, Stallone),
bermain dengan produk mainan yang sama (Nintendo, Sega), dan mendatangi
tempat bersantai yang sama pula (Hard Rock cafe, Planet Hollrrvood).
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pemerintahan menghadapi kendala dalam kiprah pelay anan, pemberdayaan

dan pembangunan masyarakat. Maka tak heranlah bila kemudian sering

terungkap kasus-kasus yang menunjukkan sikap kurang adil yang dilakukan oleh

ap ar atpemerintahan ketika me n ghadapi masyarakat. C ontoh terakhir adalah

apa yang dilap orkan oleh Komp as (22 / 5 / 9 6) mengenai se orang pej abat di Jawa
Timur yang menghimbau para pengusaha hendaknya mencari karyawan yang

memilih salah satu OPP saja. Jika laporan itu benar, maka sikap pejabat itu

menurut hemat kami bukan saja diskriminatif, tetapi juga berlawanan dengan

prinsip kesamarataan (egalitarian principk) yang ada dalam konstitusi kita.

Sebab kedua adalah dari posisi politik yang sentral aparat pemerintahan

dalam struktur orde baru. Karena posisi politik yang sentral itu, maka dampak

negatif terhadap aparat pemerintahan di Indonesia adalah sulitnya masyarakat

melakukan kontrol terhadap mereka, baik langsung maupun melalui wakil-

wakilnya di dalam lembaga legislatif. Kemungkinan-kemungkinan terj adinya

penyalahgunaan kewenangan dan kekuas aan (abuse of authorit2 and power)

menjadi terbuka karena ttadanyakontrol yang efektif dari masyarakat. Sebab,

kekuasaan, demikian kita diingatkan oleh Lord Acton, cenderung untuk
mengkorup pemiliknya. Apalagi jika kekuasaan itu berlebihan, maka ia akan

mengkorupnya lebih besar lagi.

Dalam kondisi begini, maka berbicara mengenai tugas pelayanan
masyarakat yang diemban oleh aparat pemerintahan di negeri ini lantas

menjadi agak sukar kalaulah tidak musykil, sebab pelayanan itu mengandaikan

adanyasikap rendah hati, mau mendengar, dan siap untuk dikritik. Di samping

itu, tugas ini juga memerlukan tingkat dedikasi dan ketekunan yang tinggi

yang pada gilirannya menyiratkan kemauan belajar dari yang lain. Tetapi bila

sikap tak bisa dikritik atau dikontrol telah melembaga, maka sulit kiranya kita

mengharap munculnva kemampuan untuk melayani.

Demikian juga halnya dengan tugas pemberdayaan masyarakat. Tugas

ini memerlukan suatu sikap yang orangJawa menyebutnya "bisa qjur lan ajet''

ketika bergaul dengan orang lain, terutama yang lebih rendah posisi dan status

sosialnya. Sikap seperti ini tak mungkin terrnujud dalam pribadi yang kurang

mau dikritik.
Dalam melakukan tugas pembangunan, maka yang diperlukan aparat

pemerintahan antara lain adalah kemampuan melihat potensi-potensi, baik

yang nyata maupun yang masih tersembunyi di dalam masyarakat. Sekali

lagi, hal ini menyiratkan adanya kapasitas untuk berbaur dan mendapatkan

simpati dari subjek dan objek pembangunan. Iajuga memerlukan kemampuan
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kegagalan, apalagr dalam kasus dimana masyarakat baru itu memiliki tingkat
heterogenitas yang sangat tinlggi, meliputi suku, agama ras, bahasa, dan
sebagainya. Di sini, pemerintahan yang kuat diharuskan oleh keadaan agar
bisa mengendalikan arah pembentukan itu.

Dalam kondisi demikian, aparat pemerintahan dituntut untuk memiliki
kemampuan dalam melakukan penyeimbangan dalam melakukan tugas-tugas
pengelolaan kekuasaan dalam masyarakat. Jika kita memakai ukuran tiga
spektrum pemerintahan, yaitu rulling (pemerintahan berdasar. atas wibawa
dan petunjuk atasan), gouerning (pemerintahan berdasar atas konsensus antara
penguasa dan rakyat), dan admiinistering (pemerintahan berdasar atas prosedur
yang disepakati), maka dalam kondisi masyarakat transisi itu ketiganya harus
diupayakan sedemikian rupa sehingga proses menuju pemerintahan yang makin
rasional dan prosedural terjadi st:cara wajar. Kemampuan melakukan penyeim-
bangan itulah yang akan sangal. menentukan sampai di mana kualitas aparat
pemerintahan dan kualitas pen:,erintahan. Aparat pemerintah yang baik dan
kompeten akan mampu mempo;isikan dirinya dengan tepat dalam masyarakat
dan mempergunakan ketiga sp€:ktrum pemerintahan di atas dengan efektif.

Berdasarkan paparan di atas' makajika kita lakukan refleksi terhadap kondisi
pemerintahan kita di bawah ordr: baru, maka akan kita ketemukan berbagai hal
yang menunjukkan telah tercapzLinya keberhasilan dan masih adanya berbagai
kelemahan. Tak dapat dipungkiri, di bawah orde baru, pemerintahan dan
birokrasi pemerintahan telah neenjadi sebuah sistem yang memiliki tingkat
organisasi dan manajemen yang cukup rapi dan teratur dibanding sebelumnya.
Birokrasi pemerintahan juga tidak lagi terkotak-kotak dalam pengelompokan-
pengelompokan primordial dan ideologis sehingga mudah untuk dimanipulasi
bagi kepentingan sepihak. Penyebaran birokrasi pemerintahan dari pusat sampai
daerah terpencil juga terjadi de ngan cukup merata, diiringi dengan semakin
meningkatnya kualitas pendidikzLn dan keahlian para aparatnya.

Hanya kemudian ketika kita mulai berbicara tentang kinerja para aparat
pemerintahan, maka harus diakui masih banyak kelemahan yang cukup
mendasar sehingga mempengaruhi proses dan tugas-tugas pemerintahan,
yakni pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Sebab-sebab
kelemahan itu bisa kita runut dari kondisi struktural lita. Pertama, kenyataan
bahwa birokrasi pemerintahan di negeri kita masih merupakan bagian dari
kegiatan politik nasional. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kinerja
aparut pemerintahan yang idealnya menuntut adanya tingkat netralitas yang
memadai. Keterlibatan dalam kegiatan politikpraktis ini mengakibatkan aparat
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Menilik beberapa kelemahan di atas, nyatalah bahwa pekerjaan untuk

menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan proses akselerasi

modernisasi masih banyak. Kami kira salah satu tugas utama Institut Ilmu
Pemerintahan adalah untuk mencari jawaban persoalan ini, baik dalam
jangka pendek, menengah, maupun panjang. IIP memiliki kemampuan,

kesempatan dan sumber dayayangcukup besar bagi upaya ini. Dengan alumni
yang berjumlah 6000 orang lebih dan tersebar di seluruh penjuru tanah air,

berikut mahasiswa/mahasiswi yang saat ini sedang didik dan dilatih, niscaya

akan merupakan sumbangan sangat berharga bagi proses perbaikan di masa

datang. IIP dengan segala kemampuan yang ada harus menyiapkan diri sebagai

salah satu ujung tombak dalam memasuki abad baru dengan kondisi yang

baru dan tantangan-tantangan baru. Misalnya saja, IIP dapat memberikan
jawaban bagaimana peran aparat pemerintahan kita dalam menghadapi

proses globalisasi ekonomi yang sedang dan akan berlangsung. Demikian pula,

bila kecenderungun desentralisasi adalah merupakan ciri masa depan, maka

IIP harus mempersiapkan calon-calon aparat pemerintahan yang siap untuk
mengantisipasi kecenderungan tersebut.

Saya percaya jawaban-jawaban yang memadai akan bisa ditemukan bila
kita memang mau melakukannya sehingga terciptanya pemerintahan yang

semakin amanah (terpercaya) dan responsif (tanggap) terhadap perubahan
zarnan. Pemerintahan yang amanah berarti yang dapat diberi kepercayaan oleh

masyarakat untuk melakukan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Pemerintahan yang responsif adalah yang mampu memahami gerak di dalam

masyarakat dan mengantisipasi permasalahan secara tepat waktu dan jawaban.

Sebagai seorang yang bergumul dalam disiplin ilmu politik, dalam
kesempatan yang berbahagia ini kami hanya ingin mengajukan sebuah usul yang

barangkali bisa dipertimbangkan di masa depan, yaitu bahwa kita memerlukan

aparat pemerintahan yang semakin netral dan tidak dibebani oleh komitmen
politik. Kami memahami bahwa apa yang berlangsung sampai saat ini, barangkali

merupakan suatu kenisc^yaanyang masih harus dilakukan. Kendati demikian,

tak berarti kita akan selama-lamanya berada pada konjunktur sejarah yang sama

dan karenanya, perubahan-perubahan mesti dilakukan untuk mencapai tujuan

pemerintahan yang amanah dan tanggap itu.

Dengan semakin netralnya apar^t pemerintahan dari politik, maka
objektivitas, rasionalitas dan efisiensi akan semakin bisa diusahakan. Itu berarti
spektrum pemerintahan yang semakin menuju pada pola administering tadi akan

lebih mudah diupayakan, dan ini sangat sesuai dengan tuntutan masa depan,
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berdialog dan mendengarkan socara baik. LagiJagi, kita melihat keterbatasan
aparat pemerintahan dalam hal ini dikarenakan adanya kepentingan
mempertahankan status quo politik.

Sebab struktural ketiga kolemahan aparat pemerintahan kita adalah
dimensi etika. Kami kira akan terlalu panjang jika ingin dibeberkan ilustrasi
yang berkaitan dengan masa.lah ini. Yang jelas, prilaku kolusif, korup,
tidak disiplin, dan seterusnya rlari aparat pemerintahan kita telah menjadi
perbincangan publik yang tak habis-habisnya. Akhir-akhir ini, kolusi sudah
sampai pada tingkat yang menlgkhawatirkan dengan munculnya kasus-kasus,

seperti di MA dan lepasnya Edy Tanzil dari Lapas. Sementara itu, tingkat
ketidakdisiplinan di dalam masyarakat, termasuk aparat pemerintahan, juga
diakui masih tinggr sehingga pe rlu dicanangkan GDN oleh pemerintah.

Pertanyaan yang selalu muncul adalah mengapa perryelewengan,
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan sebagainya itu terus bermunculan
kendati telah begitu gencar dilakukan berbagai penataran, pengawasan, sidak,

dan sebagainya? Ada banyak perjelasan teoretis yang telah dilontarkan oleh para
pakar dan pengamat, dan salah satunya adalah penjelasan dari dimensi sosio-

kultural, yalni terjadinya krisis nilai karena perubahan struktural yang cepat akibat
modernisasi. Dalam kaitannyad,3ngan pemerintahan danaparatnya, maka krisis

itu menimpa etika "keutamaan publik" "publir uirhn" yangsemestinya inheren di
dalam diri aparat pemerintaharr. Salah satu elispresi keutamaan publik adalah
sikap mendahulukan kepentingan umum dan pengorbanan kepuasan pribadi
(sefgratifcatinn). Seperti diutaral<an oleh Plato lebih dari dua riltu tahun yang
lalu dalam bukunya Lrus (afina.n-aturan), maka seorang penguasa henda"knya

mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan pribadi.

Namun, keutamaan publik s,:bagai perwujudan etika pemerintahan, menurut
Aristoteles dalam buku nya Nrchomoiluan Ethb, idak akan terwujud tanpa dukungan
hukum yang kuat. Menurut filsuf Yunani kuno itu, etika keutamaan publik
bukanlah sesuatu yang jatuh dar{ langit, tetapi harus dipelajari, dikembangkan,
dan dilindungi. Di sinilah kami kira titikpersoalan yang kita hadapi, yakni ketika
kita berada pada situasi krisis dan menghadapi perubahan struktural yang cepat,

ternyata pranata hukum hta tak trerdaya dan masih terlalu lemah untuk mengawal
kode etik yang kita susun dan kr:mbangkan sesuai dengan tuntutan. Akibatnya,
kendati kita telah memiliki V,haza.nah yang begitu banyak dari tradisi dan budaya
yang berisi resep-resep moral luhur, yang kemudian tertuang dalam landasan idiil
Pancasila sebagai dasar pengembangan etika modern, dalam pelalsanaannya tidak
bisa berjalan karena tiadanya dukungan Law uforcarwntyangmemadai.
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SEGI.SEGI HUKUM PETAYANAN

PEMERINTAHAN KEPADA PUBLIK

?d&?fl'&uTtrndla

12 utu,,hukum" pada judul di atas diartikan sebagai law (seperti dalam

| \tatural laru atau scimtifc laru),btkandalam ati das sollmatau aturan hukum

poridf Mengingat pelayanan merupakan formal plaform kybernologi (dahulu

disebut Ilmu Pemerintahan; dari Greek kybern, k2bernan, mengemudi; Belanda

b es hrursw etms c hap, da1- b e s htren, mengemudi), maka pendekatan yan g digunakan

adalah pendekatan kybernologik. Kerangka-pikir kybernologi bermula dari

konsep lus nahtrale, "the law imposed on mankind b1 common human nature "' b1t reason

ir rrrponv to human needs and instincts", demikian Walter Lippmann dalam The

Pubtic phitosophy Q956, B4). Pendekatan kybernologik dimulai dari human needs

itu, bukan dari negara, trias politika, pemerintah, baru pemerintahan seperti

diajarkan oleh para pakar ilmu politik. Adapun referensi teoretik wacana tentang

p.iuyunur yang meliputi jasa publik dari layanan sipil terdapat arltara lain di

a*u- Bagian Enam buku Herman Finer yang berjudul Tfu Theorlt and Practite of

Modern Gouernmutt(1960) dari Bab VI buknya Geoflrey Marshall dengan judul

Constitutional Theorl (197 I ). fupek ekonomik pelayanan terdapat dalam berbagai

sumber, altaralainJames D. Gwartney (dari Richard Stroup); Piaate and fublic

Choice(1980), dari David Schmidtz dalam blulrtThe Limits of Gounnmmt:AnEssal|

on the Public Goods Argument (1991). Selintas tentang consumerism, lihat tulisannya

Taliziduhu Ndraha, "Konsumerisme, Environmentalisme, dari Fungsi Kontrol

dalam Sistem Administrasi Indonesia", dalam Bambang Tn Cahyono (peny.),

Bunga Rampai Man@emen Bisnis (nd).

Kebutuhan manusia bermacam-macam, ada vang bisa dipenuhinya

sendiri, masyarakat , adayangdapat dipenuhi melalui pasat (priuate choice), dan

ada yanghanya dapat dipenuhi melalui proses yang istimewa' Ada produk

yang merupakan kebutuhan pokok (dasar) setiap orang atau suatu masyarakat

dalam kondisi tertentu dan atau sifatnya sedemikian rupa sehingga:
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terutama kalau kita kaitkan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang
ada dalam masyarakat dan semakin diperlukannya spesialisasi dan desentralisasi
dalam penanganan masalah-masalah pemerintahan dan kemasyarakatan.

Lebih jauh, dengan tercapainya netralitas itu maka fungsi-fungsi
penyelenggar^an pemerintahan yang tiga tadi pun akan semakin dapat
dioptimalkan. utamanya dalam dimensi pemberdayaan masyarakat yang
sekarang sedang menjadi topik penting dalam wacana publik, maka dengan
adanya jaminan kenetralan aparat pemerintahan supaya untuk mewujudkan
sebuah citil sociz4t yang kuat dan rnandiri akan dipermudah, dan dengan-adanya
cidl sociery,yang demikian maka bangsa kita akan semakin siap menyongsong abad
baru dan zaman bam serta tanteLngan-tantangan baru yang ada di dalamnya.
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Di sampingproduk dan nilai tersebut di atas, ada kebutuhan lain, yang berfungsi
tidakhanya sebagaipemenuh kebutuhan tetapijuga-bahkan lebih-lebih--ebagai
pemenuh hak eksistensial dan konstitusional setiap orang, sebagaimana dinyatakan
dalam HAM dan konstitusi suatu negara. Produk yang digunakan unh-r.k memenuhi
kebutuhan tersebut b*anlah publir gooda tetapi aktor (aktis, pubtir attor) dan nilar
yang dinikmati oleh konsumer dat'' aninry seorang aktor disebut layanan (yang
dalam bahasa Inggris juga disebut seruite). Layanan itu "keluar" da1^ artnrmelalui
athtg@knng). Menghadirkan pelayanan itu sendiri (respresensi) harus disesuaikan
dengan kondisikonsumen,jadipenghadiran itu memerlukan kreativitas tinggi dan
elspresi yang halus. oleh karena itu, pelayanan merupakan suafri art dan aktornya
seorang artis. Wujud layanan pun terkandung dalam atti.on dan terlihat melalui
afiing sang aktor. Actinn dan artingin terletak di luar pertimbangan efisiensi, masuk
wilayah etika (nurani; dalam kybernologi etika dibedakan dengan moral). Untuk
membedakannya denganjasapublik @ublir sentire),layanan ini disebut layanan sipil
(citil serub).Jrkapadajasa publik berlaku semboyan "n0 mone14 no serube",hak terkait
dengan kewajiban, pada layan an cirilkeduahal itu terpisah. Setiap manusia berhak
atas layanan sipil tanpa dibebani atau tanpa dikaitkan dengan suatu kcwajiban apa
pun. Karenaitu,layanan srpil disebut no pri.ce.r,ayanan sipil l00zo dibayar oleh
negara, dari sumber-sumbcr seperti hasil pengolahan SDA, pajak dan hasil usaha
negara. Dilihat dari sudut konsumen, barkpubk smtire mauptn citil sauice, bersifat
rn choire, karena keduanya monopoli badan publik atau pemerintah. Oleh karena
itu, coruumeri^rm memegang peranan penting. Pembukaan UUD 45 syarat dengan
nilai layanan sipil, sebagaimana ditetapkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal26,
27, 28, 29, 3l dai' 34 (lama).

Tabel I
Daftar Layanan Sipil

Telah dinyatakan secara jelas:
1. Hak/pengakuan sebagai sovereign (voterlvoting)
2. Pengakuan sebagai jiwa dan sebagai warga negara
3. Kebersamaan kedudukan di depan hukum (keadilan)
4. Pekerjaan dan penghidupan yang layak
5. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran
6. Kemerdekaan untuk memeluk agama
7. Pengajaran
8. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar

1(2)
26(1 )

27e(2)
27
28(2)
2e(1 )
31

34

Tidak/belum dinyatakan secara jelas:
1. Kebabasan memilih
2. Kepastian hukum
3. Perlindungan
4. Keselamatan dan sebangsanya
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. jika penyiapannya dilakukan oleh pasar dapat menimbulkan ketidakadilan;

. pasar (swasta) tidak mau mengelolanyakarenatidak menguntungkan secara

finansial;
. pasar gagal mengelolanya,dan oleh sebab itu harus diproses secara istimewa.

Proses itu harus seefisien mungkin, sehemat mungkin, seproduktif mungkin,

seterbuka mungkin, sehingga biaya dari tarif (harga)-nya serendah mungkin,

seterjangkau mungkin oleh lionsumen (baca: setiap orang), sediaan yang

memadai sehingga semua orang kebagian, dengan cara sedemikian rupa

sehingga setiap orang berkest:mpatan sama untuk menggunakannya. Prose

situ disebut istimewa, juga l:arena choice ditetapkan melalui polic2 diatv
secara ketat dari diperlukan kekuasaan (kewenangan) untuk menegakkan

aturannya. Jadi, public seruice mertpakan monopoli badan publik, dalam

hal ini pemerintah. Dalam hubungan ini, coruumu no choices. Supaya produk

sedemikian itu terpenuhi, ba,Can yang memprosesnya haruslzrh badan atau

lembaga nonprofit {profit dalam arti finansial).

Produk yang digunakan ur,tuk memenuhi kebutuhan seperti itu disebut

barang publik (publit goods) dan nilai yang dinikmati oleh konsumen dari barang

yang dinikmati dari barang yang disebut publir goods itu disebut j asa publtk @ublir

seruita) atatlayanan kepada masyarakat, bukan layanan (yang dilakukan) oleh

masyarakat. Disebutjasa, karena nilai itulah yang dibayar (dibeli) secara langsung

oleh konsumen. Sudah balang telltu, jenis produk yang dapat digolongkan sebagai

public goods itu bisa berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat,

bergantung pada clnirpublit cht'brmasyarakat yang bersangkutan. Nnai publil

goodsmelahtrpenggunaannya oleh konsumennya.Jasa-publik itu "keluar" danpubk

goods melalvtpenggunaannya.Jasa publik mempunyai segi hak dan segi kewajiban

secara serentak, "n0 mone14 rn seru,be" . Sebagian jasa publik diatur dalam pasal 33

ayat2utlD 45. Modeljasa publik dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5
lvlodel Jasa Publik

Segi-Segi Hukum Pelayanan Pemerintahan Kepada Publik
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Model pelayanan sipil demikian:

Human

l+ Existence +
Human Human Actor
Rights + Needs+ consumerism 

l- 
6ctbn)-i

Pembentukan Aktor
Secara lstimewa

I

I

I

Art
Kreativitas

I

I

Pemberdayaan
Konsumer

::::;,:#i, <- consumerism <- civitservices. I t#,liO 
J

,"d"r?xili:'"f, .,0,,

Namun demikian, masih ada beberapa nilai yang tidak atau belum
dinyatakan secara jelas.Jasa publik dan layanan sipil: kebijakan ata\ budaya?

Berbicara tentang kebijakan berarti berbicara tentang aturan dan birokrasi,

sementara budaya berbicara tentang sistem nilai, pola perilaku dan motivasi
internal. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diajukan pertanyaan lain guna

membuat analogi. Adakah etika politik? Bisakah etika politik itu, jika ada, dikemas

menjadi undang-undang tentang etika politik?Jawabannyaralah, politik itu tidak

mempunyai etika, karena pertimbangan politik berada di luar pertimbangan

buruk-baik atau benar-salah; semata-mata bergantung pada kekuasaan (bahasa

retorikanya kompromi, kesepakatan, konsensu s, win-win so lution, walaupun
dalam kenyataannya pihak yang pouterless selalu menjadi mangsa pihak yang
powerful. Andaikata pun etika politik itu ada, maka begitu nilai etik dikemas

menjadi norma formal, wataknya berubah menjadi hukum positil menjadi alat

kekuasaan dan bisa disalahgunakan untuk menekan pihak lain, atau menggaruk

keuntungan sendiri. Bukankah "tiada delik, tanpa aturan?" Dan "tidak ada

terorisme di Indonesia, karena tidak ada peraturannya (sebelum keluar Perpu

I dan 2 tahun 2002)?" Begitulah suatu urusan diatur secara formal, begitu
urusan itu menjadi birokratik dan terlempar ke ambang biropatologi. Demikian
juga halnya jasa publik dan layanan sipil. Begitu HAM digandengkan dengan

hukum positif di Indonesia, maka terlepaslah HAM itu dari sumber nilainya,
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yaitu kemanusiaan yang univerr;al dan hati nurani, dan masuk (dimasukan ke)

di dalam wilayah kekuasaan. Demikianjuga budaya. Begitu budaya dikeluarkan
dari wilayah pendidikan dan dinrasukkan ke dalam ruangpariwisata, maka nilai
kemanusiaannya hilang, digantikan atau didominasi oleh nilai ekonomi.

Pada Gambar I dari Gambar 2terdapatrute istimewa, yaitu pembangunan
public goods dan pembentukan aktor yang juga disebut ciuil seruant itu.
Pembangunan dan pembentul:an kedua hal itu sarat kebijakan, peraturan,
dan birokrasi. Pembangunan (pengadaan) sarana dan prasarana publik, dari
MSDM (misalnya career plan, recruitment, election, slection, dan eualuation), sarat
standar. Berbeda halnya dengarr rute lain, yaitu pemberdayaankonsumen dan
acting Kedua rute itu penuh nilai dan kreativitas, etik dan emik. Oleh karena
itu, kedua rute itu sarat budaya. Rute pembangunan atau pengadaan public goods

memerlukan kadar birokrasi dan standardisasi yangjauh lebih tinggi ketimbang
rute pemberdayaan konsumen yang berjalan 24 jam sehari. Demikian juga
halnya pembentukan aktor. Pernbentukan aktor memerlukan rekrutmen dan
seleksi yang ketat. Sementara itu, akting memerlukan internal motiuation yang
kuat, misalnyapengorbanan, pengabdian, keilhlasan, pengharapan eskatologik
dan sebangsanya, karena konsurner mengharapkan pelayanan yang siaga siang-

malam. Oleh karena itu, kadar h,udayapadarute pemberdayaankonsumen dan
aktingjauh lebih tinggi ketimbang yang lain.Jadi, ada dua kelornpok hal yang
sekaligus dikaji: kebijakan pelayanan (jasa publik dari layanan sipil) dan budaya
pelayanan. Kebijakan pelayanan meliputi implementasi kebijakan: perundang-
undangan, kelembagaan, manajemen, sampai pada teknologi pelayanan. Sudah
barang tentu, wacana tentang kebijakan pelayanan harus dimulai dari hulu,
yaitu filsafat, demografi, dan g,:ografi pemerintahan. Sementara itu, budaya
meliputi sistem-sistem nilai dan metodik didaktik penanamarrnya di dalam
diri setiap orang sedini mungkin, sehingga seperti telah dikemukakan di atas,

sistem nilai tersebut menjadi rule of conduct yang secara pribadi mengikat, dan
initernal motiuation (kesediaan untuk berkorban) setiap orang.

Konsumeri sme (c onsumerisn,,,) mentpakan j embatan antara kebij akan dan
budaya pelayanan dengan konsumer. Hal inilah yang mendorong pentapan
undang-undang tentang perlinrlungan konsumen (UU RI No. tl Tahun 1999)

sektor privat (pasar, konsumerisme privat). Konsumerisme privat memasuki
wilayah publik sejak penggunazrn asas caueat uenditor dalam manajemen sekitar
medio abad yang lalu, demikian Archie B. Carroll (ed.), Managing Corporate

Social Responsibility Q977, 10) dari melalui aliran reinuenting gouernment (the

entrepreneurial spirit is transforming the public sector). Kebijakan nasional Amerika
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bidang pelayanan pada dekade 90-an kembali ditegaskan. Bill Clinton dan Al
Gore dalam Report of the National Peyformance Reuieu (Sept. 1994) menyatakan
bahwa standardsfor snuing the american people adalah Putting Customers First. Dengan
penempatan rakyat sebagai konsumer atau pelanggan, salah satu anggapan
dasar kybernologi. Paham konsumerisme publik pun terbentuk. Dengan
terbentuknya konsumerisme publik (terhadap jasa publik), konsumerisme sipil
(terhadap layanan sipil) pun tak terhindarkan. Inilah puncak kebijakan dan
budaya pelayanan.

Jika konsumerisme publik dan konsumerisme sipil hendak dikemas dalam
sebuah paket keb!'akan, UU B/99 dapat dijadikan bahan perbandingan, tetapi
kelemahan konseptual yang banyak terdapat di dalam UU itu, janganlah sampai
terulang. Isu pelayanan tidak hanya dilihat dari sudut "barang"-ny a nonriualry
atau riualr2 atau exclu,dable atau tidak, atau dari sudutprouider (pemerintah atau
badan publik): pelayanan adalah no price dan kewajiban, tetapi terlebihJebih dari
sudut masyarakat dan manusia: no choice clan to be or not to be! Karena slfat no choice
itu, konsumerisme publik harus sekuat mungkin, dan mengingat sifat no price,
peran perpajakan dan penganggaran (struktur anggaran), sangat menentukan.
Pelayanan itu secara ekonomi mahal dan sukar, tetapi secara politik lebih mahal
dan lebih sukar lagi. Semahal dan sesukar demokrasi! pelayanan yang belum
diatur denganjelas segera ditetapkan dalam uuD, dan pasal-pasal UUD yang
belum diimplementasikan segera ditangani (Tabel I di atas). Maka dilihat
dari pihak konsumer, human rights, kepedttlian, consumerism, collectiue behauio4
social control, class action,lfeedback (forutard), communigt participatiory ciuil disobedience,
ombudsman, asas "n0 taxation without representatiues", dan sebangsanya, dan dari
pihak aktor tanggung jawab, keterbukaan, kejujuran, kerja keras, konsistensi,
komitmen, profesionalisme, sikap tidak memihak(impartiatiEt), dansebagainya,
merupakan konsep-konsep kunci yang perlu ditegakkan. Dalam hubungan itu,
semangat prometheanistik (refl Taliziduhu Ndraha,,Bertemu prometheus,'.
dalam Metodolngi Ilmu Panuintahary 1997: I83, dyb) hendaklah berkobar-kobar di
dalam dada setiap anggota tim pemikir dari perumus kebijakan pelayanan!
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PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN INDONESIA

MEMASUKI ABAD 21
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t
I udul ini mungkin terdengar menantang atau terasa agak aneh. Menantangkarena

.,,f ia menjangkau abad 2 l, suatu masa yang serba sulit diduga, walaupun berbagai
spekulasi atas kecendrungan perubahan di sektor ekonomi, politik, sosial-budaya,
teknologi, informasi dankomunikasiyangmenyertainya cukup banyakditawarkan.
Judul ini juga bisa terasa aneh jika kita menyadari bahwa kata ,,pembangunan',

dalam pembicaraan sehari-hari untuk sebagian besar merujuk pada sektor ekonomi.
Istilah pembangunan pemerintahan memang jarang digunakan. r,azirnnya, para
ilmuan sosial lebih senang menggunakan istilah pembaharuan (reform) pemerintahan
atau politik. Istilah refomasi itu sendiri dipahami sebagai proses mengubah atau
menyesuaikan suatu sistem seraya memelihara substansinya, tanpa merusak sistem
itu sendiri (tn change whib preseruing to change without dutro2ing). Kami memilih istilah
pembangunan karena di samping mengandung unsur reformasi, juga terdapat
elemen kreatifnya, yaitu membuat sesuatu yang bam, bukan sekedar mengganti
atau menyesuaikan. Agenda pembangunan pemerintahan Indonesia yang kami
rekomendasikan pada bagian akhir dari kajian ini, memangjuga merujuk kepada
perubahan dan penciptaan yang tertuju pada tiga dimensi pemerintahan: politik,
hukum, dan administrasi.

Kalau kita mau menyimak perjalanan pemerintahan di dunia pada abad
20, agaknya sulit disangkal bahwa peristiwa pemerintahan paling spektakuler
dalam sejarah abad ini adalah rontoknya kekaisaran Soviet di tahun I 99 l, yang
sekaligus mengakhiri era Perang Dingin yang panjang dan melelahkan. peristiwa
ini membawa berbagai dampak terhadap kehidupan global. Ia bukan saja telah
menutup cerita tentang persaingan ideologi global artarakomunisme melawan
liberalisme, antara totalitarianisme melawan demokrasi, antara sosialisme
melawan kapitalisme, tetapijuga memberi pelajaran tentang bagaimana sebuah
sistem kekuasaan yang pernah begitu megah, begitu massif dan menggetarkan,
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bisa rontok. Ia mengajarkan bagaimana suatu entitas politik yang dibangun

dengan susah payah, yans untuk memelihara kelangsungan hidgpnya pernah

tega memb antar ral<yatnya sendiri dalam jumlah puluhan juta, yang stabilitas

nasionalnya tampak terpelihara bsik dalam kurun waktu yang panjang yang para

elitnya pernah begitu yakin akan kebenaran dari sistem yang mereka pelihara,

yang rakyatnya pernah dengan E;agah berani menghalau tentara Nazi-Jerman,

sehingga di bawah permukaan tanah urnya bersemayam jasad dari sejumlah

besar pahlawan Perang Dunia II, pada akhirnya mengalami nasib yang demikian

buruk. Soviet sebagai sebuah enti.tas politik sudah tidak ada lagi. Di atas wilayah

bekas Uni Soviet itu, kini berdiri puluhan negara kebangsaan yang independen'

Keruntuhan Soviet itu kemudiart disusul oleh bubarnya negaraJerman Timur,

pecahnya Yugoslavia, terbelahnya Czechoslovakia dan terkoyaknya Afganistan'

Rakyat di bekas wilayah-wilaya.h itu, kecuali di Czechoslovakia yang proses

terbelahnya menjadi dua negara berlangsung relatif damai mengalami

penderitaan yang panjang akibat perang saudara.

Immanuel Kant, dua abarl yang lalu, memang pernah mengingatkan

adanyadua faktor yang dapat nremecah belah rakyat: perbedazrn bahasa dan

agama. Hanya kemajuan peraclaban yang dapat mendamaikan kedua faktor

itu, katanya (dikutip oleh Paul Kennedy, 1993: 133). Tetapi peringatan Kant itu

hanya akan memiliki nilai ancananterhadap negara kebangsaan multi-etnik-

religius jika dibarengi oleh kebij:rkan politik dan ekonomi diskriminatif, Helene

Carrere d'Encausse (1993) moncatat bahwa russianisasi dan slavisasi dari

pejabat-pejabat tinggi pemerinrahan di pusat dan republik di bawah naungan

Soviet, yang merupakan salah satu bukti gamblang dari politik diskriminasi

Moskow terhadap suku-suku bangsa non-Rusia dan non-Slavis selama puluhan

tahun adalahsalah satu penyebab penting dari keruntuhan sistem Soviet'

Faktor-faktor intern lainnya. adalah ketidakmampuan sistem partai tunggal

mewakili kepentingan-kepentirrgan politik, sosial dan ekonomi dari berbagai

kelompok masyrakat. MaJ<a, ketika mesin politik totaliter dan ekonomi sosialis

yang serba negara itu mengalami stagnasi yang panjang akibat berbagai

tekanan internal dan ekstern al,'rakyatsoviet yang sudah terbiasa pasif, menjadi

penonton dari rangkaian melodrama politik dan ekonomi yang sekian lama

di-rinkutt oleh para elite partai dan negara, tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia

pun menyaksikan bahwa suatu :ristem yang sangat tergantung kepada para elite,

d.rrgurr lebih kurang 20 juta ap,aratur partai dan negara itu, kemudian rontok

tanpa rasa sukacita dari rakyatnya sendiri. Barangkali, runtuhnya kekaisaran

Soviet ini hanya melengkapi bukti sejarah bahwa kelangsungan suatu sistem
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tidaklah tergantung sekedar pada kecanggihan rekayasa sosial, politik dan
ekonomi dari para elit, tetapi lebih penting las kepada penerimaan rakyat
atas sistem itu. Keruntuhan sistem Soviet adalah sebuah peristiwa yang terjadi
diluar jangkauan antisipasi para ahli militer, politik dan ekonomi terkemuka
dunia, lima apalagi sepuluh tahun sebelumnya.

Zbigniew Brzezinski memang memprediksi kematian komunitas dengan
merujuk pada kegagalan sistem soviet, tetapi bukunya, The C,ranfl Failure. baru
terbit tiga tahun sebelum kejadian itu (lg8g). Tanpa perang, tanpa revolusi sosial,
tanpa gerakan pembangkangan sipil yang luas, sistem itu rontok. Ia lumpuh oleh
ketidakmampuan melaksanakan tugas yang dirumuskannya sendiri. Dewasa ini,
Uni Soviet sebagai sebuah sistem politik hanyamerupakan bagian dari sejarah.
Keberadaannya tidak lagi tampak di atas topografi politik dr,nia kontemporer.
suatu sistem yang pernah mengontrol wilayah geografis terluas di dunia, yang
pengaruh politik dan ekonominyapernah melintasi seluruh benua, setelah tujuh
puluh tahun dibangun dengan susah payah, tiba-tiba hilang dari pergaulan
antarbangsa, seperti hilangnya dinosaurus dari permukaan bumi setelah lebih
dari seratus juta tahun mendominasi kehidupan alam purba.

Seiring dengan runtuhnya sistem totaliter di uni soviet, Eropa Timur dan
Tengah, rontok pula sistem ekonomi dunia yang menampilkan kapitalisme
sebagai kekuatan yang hegemonik, telah cenderung tidak memberi pilihan
kepada masyarakat-masyaral<at sedang berkembang, kecuali ikut serta ke dalam
sistem ekonomi kapitalisme itu. Konsep tentang perdagangan bebas dan pasar
bebas, yang di masa lalu pernah dikritik luas sebagai penyebab berlangsungnya
eksploitasi oleh negara kaya terhadap negara miskin, yang merupakan akar dari
kolonialisme dan imperialisme modern telah diterima dengan sukacita sebagai
suatu konsep yang membuka peluang bagi kemajuan ekonomi mereka. Bahkan
di kalangan para pemuja liberalisme ekonomi, telah lahir penafsiran baru tentang
sebab-sebab keterbelakangan berbagai masyarakat ekonomi di dunia karena
mereka selama ini tidak menerima sistem kapitalisme secara murni dan konsekuen
(Letter Thurow, 1992;Francis Fukuyama,|992;Jean-Francois Revel, 1993). Ini
merupakan antitesis terhadap teori dependensiayangpernah menikmati legitimasi
akademik yang kuat dalam menjelaskan keterbelakangan dunia ketiga. Teori ini
menempatkan sistem kapitalisme sebagai penyebab utama dari keterbelakangan
dimal<sud. sekarang, legitimasi teori dependensia cendemng melemah, goyah
akibat serangan penafsiran baru tadi. Revel (l 993; l4), misalnya, menyerang teori
itu sebagai suatu bentukxenophobiayang memberi tiga keuntungan kepada kelas
penguasa di negara-negara terbelakang: It hnns people's attention awayfrom their own
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incompetence and dishonesffi, it saue: them the troubb of examining the deuastating sl,tstun behind

thnn, and, final2, it allws not onl1 all the blatne, but the mtire solution as ruell, to be sinatud

conu*imliyfai o*E Bertolak dari teori ini, kata Revel, maka satu-satunya solusi

yu.rg ditu*urLan untuk mengatasi keterbelakangan Dunia Ketiga adalahbantuan

ekonomi luar negeri. Asumsi-asurnsi dari teori dependesia memang sedang meng-

hadapi serangan yang gencar) di:rnggap bersifat hallucinanrL dan karena itu tidak

,ralid. Dengan kata lain, kapitalisrne, yang bercirikan liberalisme ekonomi itu, kini

ditawarkan sebagai satu-satunyz. obat mujarab untuk membangun kehidupan

ekonomi yang sehat.

Dalam era ekonomi globalya"ngtidaklain adalah globalisasi sistem kapitalisme

ini, dunia dihadapkan pada keheLrusan untuk membuka diri bagi gerak ekonomi

yang tidak lagi mengenal batas-batas kedaulatan nega"ra. sekuritas negara pun

,..-u potensial terancam oleh pembagian produksi dan pekerjaan internasional

yang baru. Logku pasar global tidak lagi peduli tentang dimana sesuatu barang

arrru,, tetapi dimana ia dapat clibuat dan diperoleh dengan harga yang paling

rendah. Secara ekstrem, menurut logika ini, bukan lagi merupakan hal yang vital

bagi sebuah negara untuk memelihara industri komputernya sendiri, misalnya,

kalau kebijakan itu akan membe ri beban yang berat bagi perekonomian negara,

atau jika barang yang sama bisa dibeli dari luar dengan harga yarrg lebih murah

(Kennedy l9g3; lZBj. Pergeseran dalam teknologi, transportasi dan komunikasi

telah menciptakan suatu dunia baru dimana segala sesuatu dapat dibuat dimana saja

dan dijuai kemana saja di atas per:mukaan bumi. Apa yang di masa lampau disebut

sebagai ekonomi nasional, sekarang sedang memudar. Kawasan perdagangan

regional sedang tumbuh dan ekgnomi global semakin saling berhubungan'

Kecepatan gerak dari ide-ide, informasi dan kapital yang rnelewati batas-

batas negara telah menyebabkan setiap pemerintahan tidak lagi sepenuhnya bisa

mengentrol dinamikamasyarakat. Arus informasiyangderas dari berbagai sumber

telah menimbulkan kesadaran [aru di kalangan konsumen di berbagai belahan

bumi tentang bagaimana orang'!orang lain hidup' W tAk modern semakin luas

jangkauan p..tgu-httya. Pemerintahan pun dihadapkan pada tekanan-tekanan

,rrrt k memungkinkan ral<yatny,t memperoleh alses pada produk-produk terbaik

dengan harga paling murah dari seluruh dunia. Pada saat yang sama, kebutuhan

uku., t.l.pon, listrik, pelayanan 1ns, jalan raya, sekolah serta pelabuhan-pelabuhan

udara dan laut pun semakin meningkat. Kesemuanya ini mengharuskan pemerintah

mengeluarkan lebih banyak dar,a untuk apa yang disebut,4 ciail minimran of snuiru'

Dihadapkan pada kebutuhan ini, suatu pemerintahan hanya menriliki dua pilihan

yurrg *,rli , menaikkan pendaprltan dari sektor pajak atau membiarkan negara
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jatuh bangkrut. Secara ekonomi, upaya pemenuhan chil minimum of sauires itu
jelas merupakan beban yang berat, tetapi risiko sosial politik yang menghadang
ketidal<tersediaannya juga bisa lebih berat lagi.

Dalam pada itu, kesadaran yang luas tentang terpeliharanya kesenjangan
dalam tingkat dan kualitas kehidupan antarasatu kelompok masyarakat dengan
kelompok lain, selalu saja merupakan salah satu faktor pemicu yurg pulirrg
penting bagi terjadinya gangguan terhadap stabilitas sosial politik.

Perbedaan tentang kaya miskin sebenarnya sejak dulu sudah ada, bukan hal
yang baru. Sejak dulu juga sudah ada negara-negara yang maju dan terbelakang,
masyarakat yang sejahtera dan masyarakat prasejahtera. Masalahnya dengan situasi
memasuki abad 2l ini, dimana revolusi komunikasi global tengah berlangsung,
adalah karena ketimpangan itu menjadi pengetahuan umum, dipahami secara
luas. Ini yang dapat mendorong kecemburuan dan frustasi di kalangan mereka
yang tidak beruntung. Bukan itu saja jaringan komunikasi global bahkan telah
menginformasikan kepada mereka tentang sebab-sebab terjadinya ketimpangan
itu, sehingga melahirkan kesadaran baru yang bisa bermakna ganda. patarna,kalau
informasi tentang sebab-sebab itu merujuk pada faktor-faktor yang menjelaskan
kelebihan-kelebihan yangsecara objektif dimiliki oleh masyarakat/kelompokyang
maju itu, besar kemungkinan al<an merangsang kemauan masyarakat yang belum
maju untuk menirunya. I{edua,kalau informasi tentang sebab itu merujuk kepada
kesalahan kebijakan atau pada perlakuan diskriminatif yang terencana oleh sesuatu
otoritas yang melingkupi kehidupan mereka yang terbelakang, maka yang lahir
adalah sikap frustasi atau bukan tidak mungkin rangsangan untuk berontak.

Revolusi komunikasi itu secara tidak langsung membuat sebuah
pemerintahan, yang di masa lalu bisa dengan leluasa memonopoli informasi,
dan karena itu dapat mengatur informasi apa yang dapat didistribusikan kepada
masyarakat, sekarang tidak lagi efektif di dalam memainkan peran yang sama.
Monopoli informasi itu sudah tidak mungkin dilakukan. Masyarakat sudah
mulai menemukan sumber-sumber informasi yang berbeda, mendengar dan
melihat orang-orang lain di belahan bumi yang lain memilih carayangberbeda
dalam menyele saikan ma s alah. Kesadaran tentang adany akesenj angan dalam
kualitas kehidupan secara makro semakin luas tertanam.

Dengan tantangan globalisasi yang semakin kompleks itu, cara-cara
pemerintahan yang lama, dimananegaramenjadi titik sentral yang menentukan
gerak kehidupan masyarakat modern telah dipertanyakan. Kenichi ohmahe (1995)
misalnya, bukan saja meragukan, tetapi bahkan telah memberi banyak bukti dan
argumentasi tentang irrelevansi negara kebangsaan dihadapkan pada kuatnya
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kecendrungan regionalisme ekonorrLi yang sama sekali tidak peduli pada batas-batas

tradisional kedaulatan suatu negara. Dihadapkan pada kenyataan itu, Kennedy

11993tjuga mengakui bahwa perar) otoritas negara kebangsaan lnnhLon-statt) yang

pernah merupakan faktorkunci di datam hubungan-hubunganpolitiknasional dan

internasional memang sudah berubah. Dalam beberapa hal diperlukan relocati.on

of authoiry untuk membangun struktur-struktur yang lebih responsif terhadap

perubahan-perubahan yang terjadidewasa ini dan di masa depan'

Relokasi kewenangan dari negara ke unit-unit pemerintahan yang

lebih kecil, terutama didukung c,leh perkembangan ekonomi dan teknologi'

Semakin kaburnya batas-batas ktrdaulatan negara di dalam konteks ekonomi

internasional telah mendorong l:rhirnya kawasan-kawasan ekonomi regional

yang lebih realistik dan efektif. Kewenangan untuk mengambil keputusan

yang cepat dan kreatif telah di.,impahkan kepada unit-unit pemerintahan

yang lebih rendah, yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan kawasan-

kawasan ekonomi baru itu. Merturut pemikiran kami, sebagai ttconomic actor,

peran negara dan pemerintahan Inemang cenderung merosot. Tetapi, itu tidak

mengurangi makna keberadaan dan perannya sebagai pihak yang menyediakan

p.l1rurrg dan memelihara iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor

ekonomi. Pemeliharaan ekonorni, misalnya, masih merupak:rn tanggung

jawab pemerintah. Tetapi stabilitas yang dinamis tidak akan terbentuk tanpa

pembangunan pemerintahan yar,g akomodatif, responsif dan sensitif terhadap

Lepentingan masyarakat yang sangat bervariasi. Untuk itu, diperlukan

pendekatan yang canggih gurra membuat pemerintahan secara politik

akseptabel, secara hukum; efektif dan secara administrasi; efisien.

Dalam pada itu, upaya untuk me ngharmoniskan stmktur-struktur politikjuga

merupakan pekerjaan rumah dari setiap pemerintah nasional yang mau secara

serius menja-ab tantangan era globalisasi. Itu penting, agar berbagai kemajuan

di sektor ekonomi jangan sampai harus dibayar dengan ongkos politik yang terlalu

mahal, karena frustasi yang luas, kalau terjadi di sektor politik sebagai akibat

dari kondisi ekonomi yang tidal: sehat, akan memberi ongkos ekonomi yang

mahal pula. Di sini, kalkulasi tentang ongkos ekonomi yang harus dipikul akibat

ketidakstabilan sosial politik perlu dilakukan. Pemikiran yang terlalu berfokus

pada kepentingan ekonomi mem:tng sering kali membuat para elit pemerintahan

gelisah melihat betapa besar peng;orbanan yang harus diberikan demi mencegah

L4.di.ryu instabilitas, atau demi mengatasi akibat dari suatu kondisi yang tidak

stabil. Thpi itulah makna pemerintahan. Pemerintahan bukanlah suatu instrumen

untuk mengejar profit, walaupttn efisiensi dalam administrasi pemerintahan
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bukan hal yang tidak penting. Upaya harmonisasi itu memerlukan visi jangka
panjang memerlukan kepemimpinan yang qualifed dan openminded. rni yang
oleh Ichiro ozawa (1994) disebut sebagai brain to gouern, sebagai pengendali dari
struktur yang disebutnya sebagai hands andfeet of the potitical structure.

Jadi, walaupun peran negara umumnya dianggap telah dan akan terus
bergeser seiring dengan proses globarisasi yang melanda berbagai sektor
kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, politik, telekomunikasi dan informasi).
tetap terpelihara kesepakatan tentang arti penting negara dan pemerintahan
sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan manusia
modern yang semakin kompleks. Kesimpulannya, sekalipun otonomi dan fungsi
negara telah tergeser oleh kecenderungan-kecenderungan transisional, hingga
saat ini belum tersedia alternatif yang, dapat berperan sebagai unit kunci di
dalam merespons perubahan-perubahan global (Kennedy, toss; ts+y.

Dengan realitas liberatsme ekonomi yang bercirikan perdagangan bebas,
kompetisi penguasaan pasarj dan penumpukan keuntungan itu, masyarakat
ekonomi dunia terus ditantang kemampuannya untuk memanfaatkan setiap
peluang yang tersedia demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya. Dihadapkan pada kenyataan ini, hanya negara
dan pemerintahan yang dapat menunaikan peran sebagai motor penggerak
kesadaran kolektif masyarakatnya untuk tidak terlalu jauh terjerumus ke dalam
semangat keserakahan yang menjurus kepada prilaku anti-sosial. Hanya negara
dan pemerintahan yang mampu mewakili kepentingan-kepentingan kolektif
kebangsaan yang berjangka panjang, melalui berbagai pengaruran yang
dapat mengharmoniskan hubungan antara kepentingan untuk memajukan
perekonomian dengan upaya memelihara suasana kebersamaan dan kekeluargaan
sebagai bangsa, seraya membangun kualitas kehidupan yangmemberi harga tinggi
kepada setiap warga negara, terlepas dari status sosial ekonomi yang melekat pada
keberadaannya. Dengan kata lain, pemerintahan-pemerintahan nasional yng
bisa leadingpada abad 2l hanyalahmereka yang mampu mengkombinasikan dan
mengharmoniskan implementasi dari konsep-konsep kapitalisme, nasionalisme,
dan demokrasi. Pendekatan yang kompleks seperti ini memerlukan kecanggihan
kepemempinan dan kemampuan manajerial yang tinggi di dalam -"rrg.lolu
kekuasaan. Faktor kecanggihan itu sangat penting, karena bagaimana mungkin
suatu pemerintahan dapat secara efektif memaksakan penerapan hukum dan
peraturan di bidang ekonomi yang dapat menghambat pencapaian keuntungan
yang sebesar-besarnya tadi, jika bisnis dan modal dapat berpindah secara cepat ke
bagran dunia yang lain, dimana peraturan serupa tidak diterapkan?
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Revolusi finansial dunia memang membawa tantangan-tantangan terhadap

kedaulatan negara. Dunia yantg semakin kabur batas-batasnya itu, telah

menyebabkan suatu negara tidak lagi dapat mengontrol kebijakan-kebijakan di

bidang mata uang dan fiskainya. I(eadaan ini bisa menguntungkan, tetapi kalau

sistem keuangan internasional m,:njadi tidak stabil, kewenangan negara untuk

memegah kemungkinan terjadiny:r pengalihan dana besar-besaran ke luar negeri

*..rjudirurrgatterbatas(Kennedy, t993: I2B-129).Apayangdikenaldenganistilah

capinlfltght sekarang dapat berlangsung secara elektronik belaka' Menurut catatan

rt 
".o* lroo 6:223),pasarmodal gLobal dan keberadaan sistemperdagangan secara

elektronik telah memungkinkan pergerakan dana dalamjumlah besar dengan cepat

ke seluruh dunia. paaa nari-trari biasa, di pasar modal di seluruh dunia, terjadi

pergerakan modal sebesar US$ 1.:l triliun. Bandingkan dengan nilai ekspor dunia

yang hanya mencapai us$ 3 triliun pertahun. Dengan kata lain, dalam waktu

lr.rurg dari tiga hari, di pasar-pasar modal dunia telah terjadi pergerakan dana

-odJddu,,' jumlah yang sama clengan yang terjadi pada ekonomi dunia untuk

masa setahun. Maka, hanya kecanggihan di dalam kepemimpinan yang akan

memungkinkan lahirnya berbagri rupa kompensasi untuk ditawarkan kepada

mereka yang mungkin terhambat kepentingan subjektifnya ketika sttatu peraturan

untuk kepentingan nasional harus diterapkan'

Perpaduan dalam penerapan nilai-nilai kapitalisme, nasionalisme, dan

demokrasi memang sangat tidali sederhana. cita-cita tentang egalitarianisme

dari demokrasi akan dihadapkan pada realitas inegalitarianisme dari sistem

kapitalis. Ikatan-ikatan emosional yang menyatukan berbagai kelompok suku

dan agama ke dalam suatu masr/arakat bangsa akan dihadapkan pada realitas

rasionalime sistem kapitalis dan clemokrasi' Suasana tarik-menarik dalam proses

pertumbuhan nilai-nilai itu dalam persepsi dan kesadaran individual warga

*uryurukut, padagilirannya akan membangun berbagai suasana ketidakpastian

yang rawan. Mereka yang tidak sabar akan lari mencari kepastian ke kawasan

fundamentalisme kesukuan dan keagamaar- yang tidak jarang menggiring

mereka kepada sikap-sikap radLkal. Kesemuanya ini, sekali lagi, hanya dapat

ditangani melalui kepemimpinzLn pemerintahan yang canggih, bukan sekedar

kemauan dan kemampuan untrrk membuat peraturan perundang-undangan,

bahkan bukan sekedar dengan pendekatan rule of law. Pada saat yang sama)

kebutuhan untuk harmonisasi penerapan tiga konsep itu sekaligus membuat

peran penting dari keberadaan pemerintahan menjadi tidak terbantahkan.

ditandai oleh pergeseran nilai-nilai ekonomi dan

kualitaitLf. Di sektor ekonomi, tema pertumbuhan
Abad 21 juga

politik ke orientasi
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(economic grotuth) dan distribusi kesejahtera an (distribution of wefare) sudah terbukti
tidak seluruhnva memuaskan. Akumulasi kekayaan dan modal ternyata
tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas kehidupan kolektif
suatu-bangsa. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu ternyata tidak bisa sekedar
didekati secara kuantitif, berdasarkan indikator-indikator ekonomi belaka.
Hal yang tidak kurang pentingnya, kalau bukan yang lebih penting, adalah
distribusi status, pekerjaan, dan penghargaan kepada setiap orang. Karena
itu, kepedulian pada ketersediaan pekerjaan yang baik, ringkungan hidup yang
sehat, hubungan-hubungan sosial yang akrab, dan waktu luang yang cukup
untuk mengembangkan kreativitas serta gagasan-gagasan yang berm anfait
bagi kehidupan bersama, dipandang lebih bermakna. Semua itu merupakan
ukuran-ukuran kualitatif dari kehidupan masyarakat modern yang akan
menjadi acuan penting memasuki abad mendatang.

Di bidang politik, kemenangan suatu partai dalam pemilihan umum
tidak lagi akan menjadi tema sentral. Pengumpulan suara tetap penting, tetapi
kualitas penyelengg araanpemilihan umum, pemerintahan yang dibentuk dan
program-program yang dilaksanakan sebagai konsekuensi dari hasil pemilihan
umum) menjadi jauh lebih penting. Kapasitas dan kompetensi pemerintahan
yang terbentuk menyusul terlaksananya pemilihan umum yang berkualitas
itu akan lebih besar dampaknya terhadap kehidupan nasional lebih lanjut.
Atmosfir politik yang sehat, dan karena itu mampu mempersatukan berbagai
kelompok, menyelesaikan konflik dengan cara-caradamai, serta membu.rgrn
sikap saling percaya di antara kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada,
merupakan ukuran kualitatif yang lebih bermakna dari sekedar pencapaian
target-target kuantitatif yang pada dasarnya mewakili kepentingan jangka
pendek. Maka, untuk membangun kehidupan politik yang berkualitas, prinsip
hubungan-hubungan sosial yang ada di Indonesia sudah lama kita kenal
dengan tema kekeluargaan dan gotong royong semakin relevan. Sebagai suatu
keluarga bangsa, prinsip saling percaya akansemakin diterima sebagai fondasi
bagi seluruh jaringan interaksi politik, baik dalam artian kerja sama maupun
kompetisi. Di sini, the politics of trust sewajarnya menjadi prinsip yang hidup
dalam pergaulan politik di semua tingkatan. Kekeluargaan dan gotong royong
sebagai nilai-nilai universal, seyogianya dapat dilihat, diamati, dan dibuktikan
kehadirannya sebagai the liuing principres of national politics. Hanya dengan
penghayatan dan pendekatan politik yang berkualitas tinggi, masyarakat bisa
dibebaskan dari rasa kecewa dan disillusi. Dengan itu pula, suatu bangsa bisa
berbicara dengan bahasa moral, yaitu melalui ketersediaan suatu moral clariqt
and direction di dalam menangani dan mengupayakan penyelesaian atas segaLa
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rupa persoalan politik, pemerinta.han, ekonomi dan sosial budaya. Komitmen

,.-uu pihak untuk semakin kuat menggenggam kebenaran, ke.iujuran, dan

integritas pun dapat dibangun.

suatu sistem etika yang menjangkau semua sistem kegiatan pemerintahan

dan diserap oleh seluruh aparatnya kemudian diperlukan, agar masyarakat

merasayakin akan diperlakukan r;ecarajujur, adil dan bertanggungjawab oleh

pemerintahannya. Ini yang akan rnembebaskan suatu bangsa dari kemungkinan

i.rperarrgkap ke dalam praktik otoritarianisme atau terjerumus ke dalam

anarkhisme. Hanya bangsa-bang;sa yang mampu membebaskan diri dari dua

penyakit politik ini yang akan suruiae pada abad 2l '

Dari bahasan di atas, kiranl'a semakin nyata bahwa di balik hiruk pikuk

globalisasi yang sangat didominasi :leh kepentingan sektor ekonomi, perdagangan,

ieknologi dan informasi, politik tetap merupakan faktor-faktor strategis yang dapat

merrghur-oniskan berbagai kepentingan itu. Politik tetap berada di garis depan

dalam upaya pencarian solusi der,gan cata-cafayang lebih baru dan kreatif atas

berbagai konflik dan permasalahan yangmenyertai kehidupan masvarakat dalam

.ru globulir^i. Seperti dikatakan c,leh Revel, kalau kita ingin mencari sebab-sebab

daritmajuan atau keterbelakangrn suatu bangsa, makapada tingkatpertamakita

harus melihat sistem politik yang b,:rlaku pada masyarai<at bangsa itu' Sebab-sebab

keterbelakangan, khususnya secar:I esensial bersumber dari politik, bukan ekonomi

(Revel, 1993;lihatjuga Geoff Mulgan, ed; 1997)'

Suatu pemerintahan yang r:fektif hanya bisa bekerja dalam lingkungan

politik yang sehat, sehingga ia ber:kesempatan men).usun agenda pembangunan

jungku panjang yang komprehensif bagi kepentingan generasi yang akan

datang: meluncurkan kebijakan pembangunan ekonomi yang nlampu secara

opdm;l membuka kesempatan kerja, melakukan investasi yang be sar di bidang

pendidikan dan pelatihan, serta tnenerapkan kebijakan lingkungirn hidup yang

konsisten, sekalipun untuk semr-ra itu beberapa kepentingan jangka pendek,

terutama yang bersifat konsurntif, terpaksa dikorbankan. Hanya dengan

keberanian dan kreativitas seper,:i ini yang dapat membuat suatu pemerintahan

mampu secara efektif dan legitimate menghantar kan rakyatnya masuk ke

dalam era kompetisi global di abad 21.

Pemerintahan yang baik aka.n terus memperkuat legitimasinya dengan cara

memberi inspirasi kepada ral<yat !:ntang bagaimana mengejar kemajuan, memberi

pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik-konflik kepentingan yang besa"r, serta

memberi arahan tentarg cara-(ata terbaik untuk mempercepat terwujudnya

cita-cita kemasyarakatanyang sejahtera lahir dan bathin' Dengan kata lain,
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pemerintahan seyogianya m entpak'an a wmld of solutinn buknn a source probtu . Karena
itu, para elit pemerintahan ditantang untuk memiliki kemampuan melakukan
penilaian yang cermat dan tepat atas segala masalah yang dihadapi, bulan sekedar
mendeskripsikannya, apalagr sekedar memberi komentar sepenggal-sepenggal
yang malah akan menciptakan masalah baru. Para elit itu perlu menghemat
energi, agar tidak terbuang sia-sia untuk menyelesaikan masalah yang mereka
ciptakan sendiri. Masih banyak masalah nyatayangsecara objektif dihadapi oleh
pemerintah, dan untuk mencari solusi atas masalah-masalah itulah penggunaan
energi pantas dilakukan. Masalah pengangguran yang berlangsung cukup lama
(dengan jumlah penganggur yang terus meningkat), gejala rendahnya kualitas
pendidikan pada hampir semua tingkatan, kerawanan emosional generasi muda
(yang tercermin antara lain melalui berbagai tindak kekerasan) serta meningkatnya
kuantitas dan kualitas tingkat kejahatan dalam masyarakat adalah contoh-contoh
tentang masalah nyata) yang untuk pencarian solusinya para pemimpin pantas
membuang energi.

Kita memang perlu mengembangkan secara komprehensif kemampuan
para aparatur untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang menjamin
terpeliharanya kepentingan nasional Indonesia dalam kompetisi global.
Perhatian dan pemahaman yang lengkap terhadap isu-isu lokal, nasional,
regional dan global perlu terus di tingkatkan. Khusus bagi pemerintah pusat,
keperluan agar memfokuskan penggunaan waktu dan energi yang dimiliki
untuk menlusun berbagai alternatif konsep-konsep strategis dalam kompetisi
global itu semakin nyata. Adapun tentangpenanganan isu-isu lokal, seyogianya
sudah dapat diserahkan kepada pemerintah-pemerintah daerah. Pembagian
otoritas dan tanggunp jawab ini selayaknya menjadi salah satu motivasi basi
pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang lebih konsisten.

Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
secara lebih bermakna merupakan salah satu agenda penting yang perlu dimiliki
oleh setiap pemerintah masa depan. Pengaturan serta pengelolaan kehidupan
sosial ekonomi dan politik sehari-hari sewajarnya menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat bisa berkonsentrasi
pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional yang bersifat
fundamental saja. Sudah waktunya pemerintah daerah diberi kepercayaan
untuk tampil secara kreatif memberi makna pada penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan. cukuplah bagi pemerintah pusat untuk memberi
arahan-arahan kebijaksanaan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah,
namun tentang implementasi kebijakan untuk kepentingan lokal seyogianya
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keikutsertaan pemerintah pusat dapat ditekan sampai pada tingkat minimum.

Kompetisi untuk maju di antara pt:merintah daerah pun bisa digairahkan' Kalau

pemerintah daerah diberi kepercayaan dan otoritas untuk menyelenggarakan

sebagian besar urusan domestik, bertanggung jawab atas keberhasilan dan

kegagalan, maka pemerintah pusat bisa lebih rileks, cukup dengan mengawasi

dan memberi dukungan saja. Dt:ngan demikian, akan tersedia lebih banyak

waktu dan energi bagi pemerintah pusat untuk berkonsentrasi pada urusan

yang memerlukan kebijakan nasic,nal yang terpadu dan urusan-urusan strategis

untuk kompetisi global tadi.

Dengan pembagian ngas (dittisi.on of kbor) yangjelas antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah akan semakin jelas pula siapa yang bertanggung jawab

atas kegagalan suatu kebijakan. Lri penting sekali di dalam upaya membangun

pemerintah yang efektif Efektivitas di sini bukan sekedar berarti kemampuan

organisasi pemerintahan mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan,

tetapi juga kemampuan untuk menjawab berbagai tuntutan yang tems bergulir.

Karena itu, menurutJhon P Burns (1994: 22), efektivitas berkenaan dengan

hmoualitmtss,0.d"ptobrltD\ mgaiZatiannllzarmnganntfu capatQ tommtage chmge. Kebiasaan

menggunakan slogan "kita semuil bertanggung jawab" untuk suatu kegagalan

adalah sikap yang perlu ditinggalka,n, karena dalam praktik, hal itujuga bisa berarti

"tidak ada satu pihak pun yang secara langsung bertanggung jawab". Padahal,

pemerintahan tanpa akuntabilitas adalah satu beban yang berat buat ralryat jadi

apa yang diperlukan oleh setiap pt:merintah, kini dan di masa depan, Nfiaraizin,

adalah suatu kepemimpinan yang mampu melihat secara tepat peluang-peluang

dan tantangan yang tersedia di tralik perubahan-perubahan global yang tidak

tertahankan itu, dan karenanya trcrani mengambil langkah-langkal konstruktif

untuk menyingkirkan kelompok-kelompok aested inturest dan melakukan reformasi

dalam struktur serta prilaku pemerintahan agar lebih responsif pada kenyataan

dan tantangan-tantangan bam yang dihadapi pada abad2l.

Suatu guiding political uision diperlukan untuk tidak menggiring suatu

pemerintahan secara terus-menelus pada keasyikan rekayasa politik yang hanya

memberi kepuasan jangka pendek, seraya menyimpan persoalan besar yang akan

manjadi bom waktu untuk generasi penems. Tanpa visi masa depan yangjelas,

suatu pemerintahan akan cendenrng bersikap reaktif, bukan proaktif Visijangka

panjang yang diikuti oleh pelun<:uran kebijakan-kebijakan reformasi memang

sering kali menggelisahkan kelornpok-kelompok uested interest yang lebih sering

membekukan persoalan daripada memecahkannya. Pembekuan dan penundaan

untuk menyelesaikan berbagai rnasalah fundamental dalam kehidupan suatu
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bangsa mungkin bisa menenangkan pikiran untukjangka pendek, dan membuat
para pemimpinnya pura-pura percaya bahwa segala sesuatunya baik-baik saja,
tapi ongkos ekonomi dan politik jangka panjang yang harus dibayar untuk
keasyikan sesaat itu bisa menjadi mahal sekali. Keadaan ini akan terasa tidak adil
ketika disadari bahwa pihak yang harus memikul pembayaran ongkos-ongkos itu
adalahjustru generasi penerus. Padahal , raison d'ehe d:ari suatu pemerintahanjustru
terletak pada kemampuannya menyelesaikan berbagai masalah fundamental
(baik yang latent maupun yang tiba-tiba muncul), serta menghindari terjadinya
krisis berdasarkan kemampuan antisipasi terhadap seluruh dinamika kehidupan
politik, ekonomi dan sosial budaya yang meiingkupinya. Kemampuan seperti
ini yang tidak dimiliki oleh para pemimpin Soviet sebelum Gorbachev. Maka,
ketika Gorbachev menerima warisan kepemimpinan di negeri yang malang itu,
ia sesungguhnya tahu masalah apa yang dihadapi. Tapi, ia datang terlambat.
Kebijakan-kebijakannya yang dipuji oleh banyak pihak di Barat tidak mampu
dilaksanakan oleh mesin pemerintahan dan partnnyayang sudah lama mogok.
Gorbachev ibarat seorang kapten yang tiba di atas kapal, ketika kapal itu sudah
berada pada detik-detik terakhir menjelang tenggelam.

Setelah pembahasan yang sifatnya umum dan memerlukan penjabaran
lebih lanjut ke dalam agenda pembangunan pemerintahan jangka panjang
kini tibalah kami pada tahapan diskusi yang lebih spesifik tentang agenda
jangka pendek dan menengah dari Pembangunan Pe.merintahan Indonesia;
yang menurut pengamatan kami seyogianya diprioritaskan pada tiga dimensi
pemerintahan yang kami kemukakan pada awal bagian pidato ini, yaitu:
dimensi poiitik, dimensi hukum, dan dimensi administrasi. pada uraian di atas,
kami telah mengimplikasikan bahwa pemerintahan yang baik haruslah secara
politik akseptabel, secara hukum efektit dan secara administrasi efisien. Untuk
menajamkan diskusi atas tema-tema ini, maka masing-masing dimensi itu akan
didekati dengan perspektif sistem, yang mengharuskan terlibatnya komponen-
komponen peraturan dan pelaksa naannya,lembaga dan fungsifungsi pokoknya,
serta pelaku (dengan penekanan pada kepemimpinan). Ini merupakan tiga
interconnected components yang selalu menyaertai keberadaan suatu sistem.

Dimensi politik dari pemerintahan mengacu pada landasan pokok bagi
kehadiran pemerintahan itu sendiri, yang dalam ilmu politik dikenal dengan
istilah keabsahan. Dalam konteks ini, berlaku asumsi bahwakeabsahan (kgtti^oE)
ditentukan oleh tingkat penerimaan (aneptnbitiE). Luas sempitnya akseptabilitas
suatu pemerintahan ahan menentukan tingkat legitimasinya. penerimaan rakyat
atas suatu pemerintahan biasanya diamati melalui posisi politik kelompok-kelompok
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minoritas (dalam keikatan kepadz, partan, agama, suku, dan ras)yang ada dalam

masyarakat, yaitu apakah kepentingan mereka cukup terakomodasi dalam

pengambilan keputusan atau cul<up dihormati hak-hak fundamentalnya. Jadi,

legitimasi berkaitan dengan perlzrkuan adil terhadap kaum minoritas, sehingga

mereka merasa terlindungi, tidak merasa tersingkir atau dipinggirkan oleh sistem

pemerintahan yang berlaku (Hurlit Hannum, 1990). Di sini, masalah representasi

tampil sebagai salah satu isu yang l.:rusial. Ini berarti bahwa untuk bisa secara politik

alseptabel, pemerintah seyogiany:r menerapkan pendekatan akomodatif terhadap

kelompok-kelompok minoritas itu.. Kalau pandangan ini diterjemahkan kedalam

praktik pemerintahan Indonesia, maka untuk komponen peraturan perundang-

undangan, jaminan terhadap keszrmaan hak serta kewajiban organisasi-organisasi

sosial politik dan di antuawarga negara (tanpa membedakan suku, agama, dan

ras)sudah tersedia.Jaminan kebebasan untukberkumpul, mengelualkanpendapat,

baik tertulis maupun lisan, sudah sangajelas termuat dalam UUD 1945. kmbaga-

lembaga representasi yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi

serta kepentingan yang berbeda pun sudah tersedia. Adapun untuk komponen

kelembagaan, DPR/DPRD dapal dirujuk sebagai fokus pengkajian kita' sedangkan

pelakunya adalah para pemimpin masyarakat (termasuk para anggota DPR/

DPRD) dan birokrasi pemerintahan'

Pertanyaan pokok yang perltr dijawab dalam proyek legitimasi pemerintahan

kita adalah bagaimana agar DPR dan DPRD, yang kehadirannya telah melibatkan

kurang lebih seratus juta ral<yat pemilih, dapat memainkan peran sebagai forum

untuk wacana politik yang terbul:a, bebas, sehat dengan otoritas yang cukup bagi

pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Hingga dewasa ini, terkesan bahwa

peranan itu belum dapat dimaitrkan secara optimal. Kenyataan bahwa takyat

masih cenderung lebih p ercayapadaefektivitas lembagalembaga yang ber stfat adhnc

daripada DPR/DPRD dalam mrlnangani isu-isu sensitif dan strategis merupakan

salah satu buktinya. Adanya gejala dimana beberapa anggota DPRjustru merasa

lebih comtmimt mengkritik berbagri kebija.kan pemerintah, atau memberi komentar

kritikal terhadap suatu masalah strategis, di forum-forum luar DPR, adalah bukti

yang lain. Kecendrungan yang ditunjukkan oleh beberapa anggota DPR sendiri,

bagi para pengamat politik yang peka, bukanlah suatu perkembangan yang sehat.

Terkesan adanya rasa tidak pua.s terhadap aturan main, mekanisme kerja dan

suasana psikologis yang melingk.upi pelalsanaan hak-hak mereka sebagai wakil

rakyat. Terlepas dari benar tidaknya kesan itu, satu hal sudah terjadi: bergesernya

forum untuk wacana publik atas rnasalah-masalah sensitif dan strategis daxi DPR/

DPRD ke forum di luar lembaga-lembaga perwakilan itu. Ini seyogianya dilihat

sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Ia dapat menjadi indikator yang penting
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tentang merosotnya kepercayaan, dan karena itu lemahnya penerim aan ra)<yat
terhadap lembaga yang keberadaan dan perannyajustru dijamin oleh konstitusi.
Keadaan itu menjadi lebih memperihatinkan lagi ketika kita menyaksikan beberapa
anggota DPR sendiri memberi kesan yang sama, sewaktu mereka memilih untuk
berbicara secara kritikal di forum lain, atau bahkan ikut serta memimpin pawai
demonstrasi massa menghadapi pemerintah.

Kalau kita mau serius membangun pemerintahan, maka gerak dari
kecendrungan ini perlu diluruskan. pemberdayaan DPR/DPRD adalah suatu
keperluan yang mendesak. Hak-hak anggota DPR/DPRD perlu diberikan
secara penuh dan didorong pelaksanaannya secara optimal. Mekanisme
kerjanya perlu disederhanakan, sehingga hambatan-hambatan prosedural dan
hambatan psikologis untuk berlangsungnya deliberasi, diskursus, perdebatan,
dan pengambilan keputusan bisa ditekan seminimal mungkin. waktu yang
dialokasikan untuk pertemuan-peftemuan pun perlu diperluas. Logika politik
yang sehat mengatakan bahwa lebih baik perdebatan yang sengit mengambil
tempat di forum DPR/DPRD daripada menghadapi demonstrasi yang beringas
dan anarkhis di tepi jalan raya. Ini pada dasarnya berkenaan dengan seni
memindahkan spfure of confict dari jalan rayayangpanas dan berdebu ke ruang
sidang yang sejuk dan bersih. Pemindahan ini bukan sekedar berkaitan dengan
pemeliharaan stabilitas, tetapi lebih dari itu unruk memberdayakan DPR/DPRD.
Kalau demontrasi massa terus berlangsung, radikalisme dan anarkhisme terus
mewarnai perpolitikan kita, maka kesimpulan yang bisa ditarik adalah bahwa
ada sesuatu yang kurang dari cara kita mengelola lembaga-lembaga perwakilan
yang konstitusional itu. Tentu saja, upaya pemberdayaan DpR/DpRD bukan
terbatas pada optimalisasi pelaksanaan hak-haknya, tetapijuga berkaitan dengan
perbaikan kualitas dan komitmen pribadi dari masing-masing anggotanya.

Ada tiga keuntungan yang dapat diraih melalui pemberdayaan DpR/
DPRD ittt. Pertama, kita bisa menunjukkan kepiawaian dalam membangun
pemerintahan yang demokratis. Kedua, kita bisa menghindari berakarnya
budaya anarkhisme, ketika sebagian tertentu dari warga masyarakat mulai
percaya bahwa hanya dengan tindak kekerasan mereka bisa memperoleh
perhatian yang serius atas kasus dan isu yang diperjuangkan. Ketiga, dengan
memberi peluang dan keleluasaan kepada para anggota untuk lebih aktif dalam
proses deliberasi, diskursus, dan perdebatan (kalau mereka sudah biasa terlibat
secara intensif dalam pertukaran pikiran dan argumentasi), maka besar h arapan
bahwa forum-forum DPR/DPRD akan menjadi tempat lahirnya negarawan
-negarawan yang bijaksana. Dengan demikian, kekurangan negarawan yang
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selama beberapa waktu terakhir:tni kita rasakan, mungkin akan teratasi secara

gradual. Keadaan terlalu banyaknya politisi (yang kerangka berpikirnya secara

,rutr.rul mengacu kepada konsep kawan lawan) sangat perlu diimbangi oleh

kehadiran para negarawan dalarn jumlah yang cukup'

Masih dalam kaitan dengan 5;agasan pemberdayaan ini, tetapi khusus untuk

DPRD, kewenangan dalam menyeleksi penimpin-pemimpin pemerintahan di

daerah perlu diperbesar. Aturan main yang kini berlaku (UU No. 5/197+)

-.-ung telah menawarkan konrbinasi kepentingan pusat dan daerah dalam

proses rekr,ritmen kepala daerah/wilayah' Tetapi, standar prosedur yang

*.la-a ini berlaku b.in- memberi keleluasaan yang cukup kepada DPRD

dalam penentuan bakal calon-calon kepala daerah. Akibatnya' beberapa di

antara mereka yang kemudian "terpilih" bukanlah figur-figur terbaik yang

dapat diharapkan dan mampu mempraktikkan good goaernance. Kalau hal ini

diteruskan, sangat sulit membaya.ngkan bagaimana pemerintahan daerah dapat

memberi sunacam guiding economir: and political uisions, membangun motivasi dan

memimpin rakyatnya memasulc' era yang semakin kompetitif di masa depan?

Maka, salah satu pendekatan yang jitu untuk membangun pemerintahan

daerah yang baik adalah memperbaiki prosedur rekrutmen kepala daerah

pada tingkat DPRD itu. Mungkin pemberian kesempatan kepada DPRD untuk

melakukan heaingdengan para bakal calon, mendahului tahap pemilihan, perlu

dipertimbangkan. Kewenangan DPRD untuk menilai kualitas kepemimpinan,

keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam mengemban tugas dan

tanggung jawabnya pert" dip.r5elas. Pelaksanaan atas kewenangan itu pada

hakikatnya -.r,rpukun pertanggungiawaban para anggota DPRD kepada

rakyat yang telah memilih mere ka. Bagi kepala daetah, public accountalibiliry int

dapat dilakukan melalui DPRD. walaupun dalam posisi sebagai kepala wilayah

ia juga bertanggung jawab kepada presiden'

Kesimpulannya, otonomi politik bagi DPRD perlu diperbesar' Beberapa

alasan untuk maksud ini dapat dikemukakan'

Kita sudah merdeka selama lebih dari setengah abad'

Stabilitas konflik ideologis di a nta'1apara anggota DPRD sudah semakin lemah,

seiring dengan telah diterim:rnya Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Para anggota DPRD telah ililitsus dan diseleksi secara relatif ketat sehingga

kerrrrr.rgkirran lolosnya mereka yang berbakat dan tak berkhianat kepada

kepentingan bangsa sangat kecil, kalau bukan tidak ada lagi'

Duduknya wakil-wal<il dari ABRI yang berjumlah 20Vo dari total anggota

DPRD, yang selama ini dipercayai sebagai benteng Pancasila dan IJUD 1945'

a.

b.

c.

d.
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sudah cukup menjamin tertutupnya peluang bagi lahirnya kepuhrsal-keputusan
DPRD yang akan bertentangan dengan pancasila aan uiu tg+s.

e. Dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang semakin
maju telah membuat mereka semakin sadar bahwa pemerintahan tidak
memiliki dirinya sendiri. Pemerintahan adalah milikmasyarakat, dan karena
itu mereka mendambakan pemimpin pemerintahan dari figur-figur terbaik
yang mereka kenal.

I Era kompetisi global hanya dapat dijawab oleh pemerintahan yang kreatif
dan inovatif, dan ini hanya bisa dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin
pemerintahan yang aisionar2 dengan kapabilitas kepemimpinu., yurg tirrigr.
Keenam alasan tersebut sekaligus mewakili keberhasilan pembangunan

politik orde haru, sehingga keengganan untuk menerapka n the poritics of
mutual trust dalam konteks pemberdayaan DpRD akan mudah ditafsirkan
sebagai penyangkalan atas keberhasilan itu sendiri. Demokrasi pancasila yang
berintikan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong pada hakikatnya dijiwal
oleh tlte politics of munal tuusttadi. Keperluan membudayakan nilai-nilai pancasila
dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara memang semakin
mendesak ketika kita memasuki era keterbukaan global. Instruksi presiden
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1994 tentang peningkatan penataran
P-4 merupakan dasar yang dapat menjadi u..,ur untuk"sebuah gerakan
pembudayaan Pancasila yang intensif,

Adapun dimensi hukum dari pemerintahan berkenaan dengan jaminan
kepastian hukum kepada semua pihak, bahwa ada aturan main yang perlu
ditaati dan pelanggaran atasnya akan dihadapkan kepada sanksi-sanki
tertentu dalam semua ruang interaksi kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
Tersedianya sejumlah aturan itu akan memberi uruh^nyang jelas kepada
setiap orang tentang apayang bisa dan apayangtidak bisa dilakukan. Hal
ini sangat penting, karena negara atau pemerintahan pada dasarnya adalah
sebuah sistem hukum (a legal s\stem). Kalau pandangan ini kita sederhanakan,
dapat dikatakan bahwa untuk mengukur kemajuan suatu pemerintahan,
lihatlah berapa banyak undang-undang dan p".utrr.u., yang dilahirkannya,
setiap tahun semakin banyak undang-undang dan p.rutr.u.r-yang dilahirkan,
semakin majulah pemerintahan itu.

Kepastian hukum itu menjadi tema yang lebih krusial lagi ketika kita
memasuki era perdagangan bebas. Ia diperlukan baik oleh pelal<u ekonomi
domestik maupun internasional. Tetapi, melahirkan rr.rdurrg-rrrdang dan
peraturan adalah satu hal, sementara pelaksanaannya bisa menjadi hal yang lain.
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Maka, untuk menjamin konsistenl;i antara peraturan dan pelals anaan)diperlukan

berbagai rupa pembenahan kelenrbagaan dan aparatur dari pembuat, pelalsana,

dun p"..rgu*u, hnk r-. Di sini, DPR/DPRD kembali menjadi perhatian kita'

Sebagailembagayangbersaroapemerintahmembuatundang-undang/
p.ru,irru.r du.ruh, uputugi yang juga berwenang memprakarsai pengajuan

rancangan rrndung-.-duigiptt'l"ian daerah' DPR/DPRD perlu diisi oleh

penasihlat-penasihat ahli dan stat pendukung yang qunlified {{am 
jumlah yang

cukup. Menggantungkan harapan bagi prakarsa pengajuan RL\J / RPD kepala

p.*..irr,uh saja, agaknya tida^k akan mempercepat tersedianya aturan main

yang lengkap fugi k puttian hukum yang luas' Karena itu' untuk mendorong

pru[u.ru"-p*karsa DpR/ppRD, perlu dipikirkan secara serius penyediaan

penasihat ahli dan staf dimaksud, tentu saja dengan alokasi anggaran yang cukup

fagi bekerjanya mesin administrasi DPR/DPRD'

Pada saat yang sama' pengawasan terhadap jalannya konstitusi dan

hukum diperlukan demi menghindari lahirnya peraturan lebih rendah yang

bertentangan dengan petatl="an yang lebih tinggi' dan untuk menjamin

adanya konsistensi antiraperaturan dengan pelaksanaannya' Kesemuanya

ini mengacu kepada pembena'han dan pemberdayaan semua lembaga dan

aparatur yang secara-langsung bertanggung jawab bagi penegakan hukum

(kepolisian, kejaksaan, p.tgudilutt dan lembagalembagapengawas fungsional)'

pemerintahan yang biru i..u,'u efektif menjamin kepastian hukum adalah

yang memiliki polisi, jaksa, hakim dan pengawas fungsional yang qualified

dan*profesio,,ut' Tl.tupi, ini h:rnya mungkin diwujudkan kalau organisasi di

mana mereka -.,'gubdi memberi jaminan untuk maksud itu: peraturan dan

penerapan disiplin-yang ketat, fasilitas dan lingkungan kerja yang memadai,

polakarieryangmemberihar.gatingspadaprestasidankejujuran,muatan
iurikulum p..rJidiku.r dari latihan yang responsif terhadap perkembangan

globalisasi (termasuk untuk penguasaan hukum internasional di sektor

i..dugungun, keuangan, hak tiptt' dutt kriminalitas)' kompetisi yang sehat

huu* lembagaJe-bugu pendidikan dan latihan itu, kepemimpinan yang

teladan,sertajaminankesejahteraanyangrelatifcukup.Kesemuanyainitidak
gampang dipenuhi, tetapi tpa]lamenuju ke sana harus terus dilakukan'

Perlu dikembangkan senracam grand design yang dapat menjadi acuan

program profesionalisasi itu secara komprehensif, sehingga perkembangannya

dapat dipantau tahap demi tahap' Kesungguhan pemerintah di dalam

membenahi dan memberdayakan lembagaJembaga yang bertanggung jawab

didalampenegakandankepastianhukumituakanmenentukankualitas
p.rrr.ri.rtuhan Indonesiu -u*" depan' Hasilnya pun akan sangat berpengaruh
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terhadap kemampuan-kemampuan kita mengambil manfaat dari era globalisasi
yang akan semakin tidak terelakkan memasuki abad 21.

Akhirnya, dimensi administrasi dari pemerintahan juga perlu terus dibangun.
Dalam memasuki era pasar bebas diperlukan administ.usi yang baik, o.garrisusi
yang efisien serta aparatur yang kompeten dan jujur. Kultur administrasi yang
melayani, memberdayakan dan membangun berlandaskan seman gat entre-
prcnzursltip dari para pelakunya perlu dibina secara berkesinambungan. Akan
tetapi, ini memerlukan struktur organisasi yang efisien, kompetitif dan luwes.
Juga diperlukan aparatur yang sejak awal rekruitmen sudah tahu mengapa
dan untuk apa mereka memilih pengabdian di sektor pemerintahan. Aparatur
pemerintah memang sejak awal perlu menyadari bahwa pengabdian di
lapangan pemerintahan bukan sekedar didorong oleh upaya mencari nafkah.
Misi pemerintahan tidaklah bersifat prffi orimted. Ada misi khusus yang perlu
diwujudkan: keadilan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Misi ini sama
sekali berbeda dengan sektor swasta. semangat kewirausahaan bagi aparatur
pemerintah jangan keliru ditafsirkan sebagai semangat pengumpul uang atau
komersialisasi pelayanan. Semangat itu berkenaan J."gu" perampingan
organisasi, peningkatan prosedur pengambilan keputusan, penekan an biaya
operasional, pengalihan beban kegiatan yang menurut sifatnya sudah dipikul oleh
sektor swasta atau yang menurut perhitungan cost and bentfitlebih menguntungkan
jika diurus oleh sektor swasta, perumusan dan peluncuran kebijakan untuk
pemberdayaan sektor swasta, serta pembukaan peluang-peluang baru bagi
kemajuan ekonomi masyarakat dan perluasan kesempatu., t.4u.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka pada tingkat pertama
pembangunan administrasi pemerintahan Indonesia seyogianya berangkat dari
penanaman motivasi untuk efisiensi mekanisme dan prosedur kerja birokrasi.
Tema pokoknya adalah bagaimana proses perayanan dan pengambilan
keputusan bisa dipermudah dan dipersingkat, serta bagaimana agar biaya-
biaya yang harus dikeluarkan dari kas pemerintah bisa ditekan serendah
mungkin tetapi menghasilkan pelayanan dan keputusan-keputusan yang
berkualitas tinggi. Ini memerlukan struktur organisasi yang singset, tetapi
dengan kewenangan yang besaq terutama di tingkat pusat, yang diikuti derrga'
kebijakan desentralisasi yang progresif untuk memberi p.ru., yang lebih
bermakna kepada daerah. Karena itu, organisasi pemerint.hu'pada tingkat
pusat dan daerah perlu dievaluasi secara interisif,

Kemungkinan bagi penggabungan beberapa unit organisasi yang
hubungan kerjanya akrab ke dalam satu organisasi baru yang lebih efisien
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dan otoritatif perlu dipertimbangkan' Langkah penggabungan Departemen

Perdagangan dan Departemen F'erindustrian di masa lalu, bisa disusul dengan

langkah ,...,pu di masa depan, baik untuk level yang sama maupun yang lebih

..nduh. DirektoratJenderal dan trnit-unit organisasi tingkat pusat yang sederajat

dengan itu, misalny a, yangkew':nangan pokoknya sudah didesentralisasikan

atau"seyogianya sudah didesentralisasikan menurut logika efisiensi organisasi,

perlu digabung dengan unit-unit lain yang hubungan kewenanganya berhimpit'

pengamatan yang cermat atas peran dan fungsi berbagai organisasi tingkat pusat

akan segera mengantar kita pa(la kesimpulan bahwa memang ada sejumlah

unit organisasi yang sudah bersifat redundant,baik dalam hubungan horizontal

*urrp.ir vertikal. Ini bukan saj, tidak efisien dilihat lari beban pembiayaan

,r.gu.u, dan tidak efektif dari segi pendaya gunaan aparatur negara' tetapi

juga pada tingkat tertentu telah memperlambat gerak roda pemerintahan dan

pembangunan.

Adapun untuk organisasi pemerintahan di daerah mengingat akan semakin

pentingnya peran yang akan dinrainkan di sektor ekonomi dan pembangunan,

tiru ruju menjadi agak gemuk, tergantung seberapa besar kewenangan yang

secara efektif telah diterima dan dilaksanakan di daerah yang bersangkutan'

Besaran dan jenis organisasi tingkat pemerintah daerah mestinya tidak

harus secara seragam dir.rupkrr., oleh pemerintah pusat, tetapi disusun oleh

pemerintah daerah menurut kebutuhan nyata yang dihadapinya. Fleksibilitas

ian adaptabilitis organisasi pr:merintah daerah itu diperlukan agar dapat

Secara cepat menjawab tantang:tn yang terus berubah, seiring dengan dinamika

masyarakat di masing-masing claerah'

Dalam pada itu, sektor aparatur pun tidak kurang pentingnya untuk

dibenahi. Struktur organisasi dan kewenangan yang melekat padanya

memerlukan brain powir yang sesuai, sehingga memungkinan optimalisasi

bekerjanya organisasi yang bersangkutan. Karena itu, lima aspek strategis dalam

pengemb angan sumber day a a1l ar atur perlu dibenahi : rekrutmen, penggaj ian,

p.rraiaiu., dan latihan, prom6si karier, dan etika pemerintahan. Kami tidak

akan membahas setiap aspek itu secara khusus, mengingat keterkaitannya yang

sangat kuat terhadap satu samrl lain'

Pembenahan aspek rekrui,;men diperlukan agar organisasi pemerintahan

kita memperoleh masukan surnber daya manusia yang berkualitas tinggi' Ini

terutama untuk level menengah ke atas. Karena itu, syarat-syarat dan seleksi

yangketatperludiperlakukan.Masalahnya,bagaimanamenjaringminatpara
lulusan terbaik dari lembaga p,:ndidikan tinggi yang berkualitas, kalau standar

Dialektika Ilmu Pemerintahan



gaji yang ditawarkan sangat rendah dibanding tawaran gaji di sektor swasta
yangjuga membuka peluang yang sama untuk mereka?Jawabannya pasti ada,
walaupun tidak sederhana. Karena pemerintah tidak mungkin mengubah
sistem penggajian secara drastis dalam waktu dekat yang bisa diduga, maka
sebagai kompensasinya bisa ditawarkan reuards yang lain, seperti jaminan
untuk pendidikan dan latihan lanjutan serta promosi karier yang rasional dan
kompetitil Tetapi tawaran ini hanya punya arti jika sektor-sektor penjamin itu
sudah terlebih dahulu ditata.

Segera setelah usainya proses seleksi untuk rekrutmen, maka langkah berikut
yang perlu dipertimbangkan adalah penyediaan suatu paket program pendidikan
untuk membentuk penghayatan mereka sebagai aparatur pemerintahan. Apa
yang dilakukan sekarang melalui program pendidikan pra-jabatan perlu dibenahi,
terutama dari segi kurikulum dan masa pendidikan itu sendiri. pada prinsipnya,
yang dibutuhkan adalah program untuk membentuk kepribadian dan integritas
sebagai pegawai negeri serta pemahaman yang mendasar tentang pemerintahan:
hakikat, misi, fungsi, dan tanggungjawab. Program ini memerlukan waktu yang
cukup untuk menjamin bahwa mereka yang dinyatakan lulus sudah memiliki
integritas, visi, persepsi, pengetahuan dasar dan semangat pengabdian yang relatif
sama sebelum mereka mulai melal<sanakan tugas. Lama pendidikan seyogianya
berkisar enam bulan hingga setahun. Pelal<sanaan pendidikan yang terkonsentrasi
di bawah tanggungjawab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah tepat.
Masalah yang segera dihadapi adalah alokasi anggaran yang perlu criperbesar,
penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang tepat, metode yang
efektif penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yangqalifuddalam jumlah yang
cukup, serta penyediaan tempat yang baik. Tetapi, sekali masalah-masalah ini
dipecahkan, hasilnya akan mengubah wajah birokrasi pemerintahan kita secara
signifikan. Tahapan pendidikan profesional di lingkungan apa.ratur pemerintahan
yangjuga perlu dilakukan secara terkonsentrasi adalah pendidikan penjenjangan
yang tertinggi (Diklat untuk Staf dan Pimpinan Administrasi ringkat Tinggi-
DPATI). Tujuannya untuk membentuk wawasan dan kepemimpinan yang sudah
masuk ke dalam mang lingkup nasional. Adapun untuk pendidikan dan latihan
penjenjangan yang berada di antara keduanya (pra-jabatan dan SpATI), yang
seyogianya dirancang sebagai program untuk penguasaan bidang tugas spesifik
dan pola kepemimpinan yang selaras dengan misi masing-masing departemen
dan lembaga tinggi negara, agal<nya lebih tepat, lebih efisien, dan lebih efektif
jika dilakukan di masing-masing departemen dan lembaga tinggi negara yang
bersangkutan.
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Khusus untuk penye rtaan aparatur dalam pendidikan gelar (strata I , 2 dan

3), seyogianya dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan organisasijangka

panjang. Ini perlu dilal<ukan agar tidak terjadi undersuppfu ata:u ouersuppfu tenaga

bergelar di suatu lingkungan orpJanisasi pemerintahan. Dalam kaitan dengan

kesempatan promosi dalam karir:r, di samping mempertimbangkan kualifikasi

keberhasilan dalam pendidikan b,:rgelar dan berjenjang perlu pula diperhatikan

kemampuan dan prestasi kerja yang secara nyata dimiliki dan telah disumbangkan

oleh aparat yang bersangkutan bagi kepentingan organisasi dan pemerintahan

umumnya. Jangan sampai kita terlalu bersemangat memberi harga kepada

persyaratan formal pendidikan pcnjenjangan sehingga semua faktor pendukung

yang lain terkesampingkan dalarn pertimbangan promosi karier. Catatan atau

recordyangobjektif tentangprestar;iyangpernah dicapai dan pelanggaran disiplin

atau etika yang pernah dilakukan oleh seorang aparatur pun perlu dipelihara

dalam sistem administrasi kepegawaian kita. Ini hingga sekarang belum kita

miliki. Padahal, seyogianya catatitn objektif itu dapat menjadi salah satu bahan

acuan yang penting dalam pertirnbangan promosi. Dengan itu, pimpinan akan

terhindar dari kemungkinan kelin.r dalam mengambil keputusan akibat informasi

yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hobby menyebar fitnah.

Khusus tentang etika pemt:rintahan, isu ini sangat bersifat sensitif dan

sekaligus sulit perwujudannya. Tetapi, pada saat yang sama, ia merupakan

kebutuhan yang vital. Pemerintahan tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik

dan bertanggungjawab dalam lievakuman etik. Karena itu, penajaman nilai-

nilai etika yang sedari dulu sudah melekat pada konsep-konsep pemerintahan

Barat ataupun Timur, perlu dilakukan. Pedoman etika kita secara umum yang

tertuang dalam Pancasila perlu dijabarkan ke dalam suatu pedoman khusus

tentang etika pemerintahan. Pedoman itu sepantasnya menjadi acuan moral

yang bersifat praktikal bagi seluruh pemerintahan kita. Penerapan sanksi-

sanksi atas pelanggarannya pun perlu dituangkan ke dalam peraturan yang

mengikat.

Sebagai penutup, karena lami ingin membiarkan gagasan-gagasan ini

terbuka untuk disimak secara bt:bas, kami hanya ingin menegaskan keyakinan

kami bahwa pemerintahan adalzLh sebuah lapangan pengabdian lang challmging.

Ia bukan sebuah tempat untuk bersenang-senang) tetapi untuk memberi

kesenangan kepada orang banyak. Pemerintahan, sebagaimana yang kami

hayati, membuka peluang yang sangat untuk berbuat baik, dan karena itu

pemerintahan yang baik adalatL harapan dari setiap orang yang memiliki niat

baik untuk kebaikan bersama.
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Pembangunan pemerintahan kita adalah suatu kebutuhan fundamental.
Rakyat Indonesia yang memperoleh kemerdekaannya dengan pengorbanan
yang besar, warga negara Indonesia, bangsa yang besar dalam jumlah dan
cita-cita ini, berhak memperoleh pemerintahan yang baik, yang mampu
menghantar mereka kepada kehidupan yang lebih bergairah, lebih maju, dan
lebih terhormat dalam pergaulan dunia memasuki abad 21.
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DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI:
SEBUAH REFIEKSI

?lt. RTaat Raaqrd

r
I su demokrasi dan demokratisasi telah secara konstan ditampilkan dalam
I wacana politik nasional kita selama beberapa tahun terakhir ini. Banyak
tulisan telah diterbitkan sebagai respons atas terjadinya pergeseran persepsi
masyarakat tentang demokrasi dan otoritarianisme, menyusul berakhirnya
dominasi rezim komunis-totaliter di Eropa. optimisme tentang masa depan
demokrasi cenderung membesar, seolah-olah demokrasi akan dengan sendirinya
berjaya. Tetapi, benarkah demikian? Tulisan ini bermaksud memberi gambaran
tentang gejala kebangkitan gerakan-gerakan demokratisasi yang berskala global,
menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, menawarkan
alasan-alasan mengapa sistem ini dipandang sebagai pilihan yang terbaik, serta
mengemukakan tantangan dan permasalahan apayang kita hadapi.

l(erapuhan Sistem Totaliter

Dunia politik masa Pascaperang Dingin ditandai oleh empat sektor
perkembangan yang tampaknya telah secara signifikan memberi landasan
dan acuan di dalam memasuki abad XXI. pertama, rontoknya kekaisaran
komunis di Eropa Timur dan Tengah, yans disusul oleh bubarnya Uni Soviet.
Ini jelas mewakili kegagalan sistem totaliter membangun model alternatif
kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang lebih baik dari model liberalisme
kapitatsme yang sekian lama menjadi antagonisnya. pada saar yang sama,
ia juga menginspirasikan bahwa kombinasi pendekatan rekayasa sosial dan
pengekangan hak-hak politik, sekalipun telah secara intensif diterapkan selama
dua generasi, ternyata tidak berhasil mematikan hasrat masyarakat untuk hidup
merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Kedua, gema dari keberhasilan gerakan anti-totaliter yang damai (peacfut
anti-totaliterian mouements) di kalangan ciuil sociefii di Eropa Timur dan Tengah
telah membangkitkan keyakinan masyarakat di berbagai belahan bumi,
bahwa perlawanan intelektual dan resistansi masyarakat luas terhadap sistem



yang menindas hak-hak dasar nrereka ternyata bisa efektif, Perlawanaan itu

memang memerlukan komitm,:n yang kuat, konsistensi, dan waktu yang

panjang, tetapi ia pada akhirnya akan menang. Kerapuhan sistem totaliter

pada dasarnya terletak pada tiadanya legitimasi. Ini yang membedakannya

d.rrg^.r sistem yang demokratis. Keyakinan bahwa hanya sistem demokratis

yang membuka peluang yang luas bagi warga negara untuk secara maksimal

mengembangkan potensinya, rnerupakan modal perjuangan anti-totaliter.

Para penganjur demokrasi umurnnya sepakat bahwa harkat dan kesejahteraan

manusia hanya mungkin dibangrLn dan dipeliharajika mereka diberi kebebasan

untuk berkreasi.

Ketiga, bergesernya posisi clominan LDP diJepang, rekonsiliasi politik

menuju lahirnya pemerintahan mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan, dan

sebelum itu, politik redemokralisasi yang justru diprakarsai oleh penguasa-

penguasa otoriter di Spanyol, BrztzTl,Taiwan, dan Korea Selatan, serta surutnya

pengaruh militer dalam formasi politik di Argentina dan Thailand, semuanya

mencerminkan bahwa pada tingkat perkembangan tertentu, demokratisasi

merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Dewasa ini, demokrasi sebagai

ideologi telah cenderung bersifa.t hegemonik-

Keunpat, di balik keberhasilan gerakan ciuil socieQ di Eropa Timur dan

Tengah yang secara gradual telah mampu melumpuhkan mesin kekuasaan

totaliter yang kaku, curiga dan ganas itu, juga tersimpan benih-benih kele-

mahan. Paling tidak, pergeseran kekuasaan yang mengiringinya bukan saja

tidak dapat berlangsung mulus, tetapi juga tidak mampu memberi makna

baru bagi kepentingan memelihara persatuan dan kesatuan nasional beberapa

negara. Bubarnya Uni Soviet r;ebagai suatu kesatuan politik, mungkin bisa

dipandang sebagai kebangkitan solidaritas nasionalisme yang wajar di antara

kelompok-kelompok etnik non-Rusia. Mereka memang sudah terlalu lama

dipaksa menerima superioritar; posisi orang-orang Rusia di dalam formasi

kenegaraan Soviet mungkin rrterupakan bentuk lain belaka dari rapuhnya

hasil-hasil pendekatan paksaan dan penindasan yang menjadi fondasi proyek

nasionalisme Soviet. Tetapi, percikaian di antara kelompok-kelompok kesukuan

dan keagamaan yang melanda bekas negara-negara satelit Soviet di Eropa,

sekaligus mengimplikasikan bahwa runtuhnya bangunan kekuasaan totaliter

tidak secara serta-merta men'iamin berlangsungnya proses demokratisasi'

Kemenangan ciuil soviety itu dihadapkan pada kenyataan yang ironis berupa

hancurnya sendi-sendi persatuitn, toleransi, dan saling menghargai di antara

kelompok-kelompok yang berbeda suku dan agama.
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Dalam hubungan ini, kiranya sudah dipahami bahwa demokratisasi
bukanlah antagonis dari persatuan nasional. Persatuan nasional tidak bisa
dikorbankan atas nama demokrasi dan sebaliknya, demokrasi tidak bisa
dikorbankan atas nama persatuan nasional. Kalaupun sebuah proyek
nasionalisme harus dinyatakan gagal, dan pemisahan nasionalisasi tak
terhindarkan karena berbagai alasan, seperti yang kita saksikan dalam kasus
bubarnya Uni Soviet dan terbelahnya bekas negara-negaraCzechoslovakia dan
Yugoslavia, proses semacam itu pun seyogyanya berlangsung secara demokratis:
damai dan toleran. Tetapi, apayangkita saksikan dalam konteks yugoslavia

khususnya, proses itu berubah menjadi pertumpahan darah yang keji.

Pelajaran penting yang bisa dipetik dari empat sektor perkembangan politik
di atas tentu saja banyak. Namun, intinya adalah bahwa membangun dan
memelihara sebuah sistem politik yang anti-demokratik adalah sebuah kesia-
siaan. Cepatataulambat, sistem itu a-khirnya akan rontok. Hati nurani manusia
yang secara alamiah menolak segala bentuk pengekangan dan intimidasi
merupakan musuh utama dari setiap proyek politik otoriter. Demokrasi
kemudian menjadi satu-satunya sistem yang secara universal dipandang mampu
memberi harga tertinggi kepada harkat kemanusiaan.

Demokrasi sebagai Pilihan Terbaik

Ketika Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal
di Gettysburg di tahun 1863, ia secara sederhana menggambarkan demokrasi
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (gouernment Ef
the people, b) the people andfor the people). Tetapi, kalau diteliti lebih mendalam,
inti dari demokrasi itu adalah pemerintahan "oleh rakyat". Mengapa? Karena
semua pemerintahan, apa pun bentuknya, pasti berasal dari rakyat (tak seorang
pun di antara mereka yang memerintah yang bukan berasal dari rakyat), dan
karena sebuah pemerintahan otoriter bisajuga berbuat baik untuk kepentingan
nkyat (biasanya disebut b eneu olent authoritarinn regime). Jadi, hanya pemerintahan
oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi.

Pada zaman Yunani kuno, ketika demokrasi pertama kali dipraktikkan,
setiap warga negara dapat, dan memang diharapkan, mengambil bagian di
dalam proses pemerintahan. Tetapi, waktu itu, negara-negara kotayangada,
seperti Athena dan Sparta, memang masih sangat kecil dengan penduduk
yang terbatasjumlahnya. Cara pemerintahan yang bersifat langsung seperti itu
tidak mungkin lagi diterapkan pada negara-negara kebangsaan modern yang
penduduknyajauh lebih besar. oleh karena itu, ditemukan jalan keluar untuk
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tetap menerapkan prinsip demokrasi tanpa harus melibatkan seluruh rakyat

di dalam penyelenggaraan penrerintahan sehari-hari, yaitu melalui sistem

perwakilan (representatiue gouernmmt). Selanjutnya, kepala pemerintahan yang

dipilih oleh dan dari kalangan wakil-wakil rakyat ini bertanggungjawab kepada

pemilihnya atas penyelenggaraan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.

Ini yang lazim disebut resposible glaernmettt.

Sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan memiliki satu sifat yang sama,

yaitu kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk

memaksa semua pihak agar menaati hukum dan peraturan itu. Beda antara

sistem yang demokratis dan yalrg tidak demokratis terletak pada kenyataan

bahwa di dalam sistem yang derr,okratis, kewenangan dan kekuasaan semacam

itu dibangun dan dipelihara berdasarkan kesepakatan dari rakyat, sementara

di dalam sistem yang tidak demokratis, kesepakatan rakyat tidak merupakan

persyaratan. Di dalam sistem yang demokratis, rakyatlah yang memiliki

kedaulatan. Mereka berhak mengganti sebuah pemerintah an, yang dipandang

sudah tidak lagi mampu melaksanal<an fungsi-fungsinya dengan baik, melalui

pilihan suara mayoritas yang dip,eroleh lewat pemilihan umum yang bebas. Di

dalam konteks ini, lebih lanjut perlu dipahami bahwa sistem pemerintahan yang

demokratis hanya mungkin diban gun jika kelompok minoritas dari warga negara

mau menerima pemerintahan mayoritas, dan kelompok mayoritas benar-benar

siap untuk menghormati hak-hak minoritas. Ini merupakan salah satu dari

kesepakatan-kesepakatan etis yalrg mutlak hadir dalam demokrasi.

Prinsip-prinsip lain yang relevan dibicarakan di dalam konteks

pemerintahan demokrasi adala.h pemisahan kekuasaan (separation of power),

suspremasi hukum atau pemel:intahan beradasarkan hukum (laut supemacy

atau the rule of law), serta kesederajatan (equalitj\, dan kebebasan (liberfi). Di
dalam konteks pemisahan kekua,saan, diasumsikan bahwa pemerintahan pada

dasarnya berkenan dengan urusan membuat hukum, melaksanakan hukum,

dan memutuskan apakah hukutn telah dilanggar dalam kasus-kasus tertentu.

Ini yang kemudian memberi inspirasi tentang perlunya melakukan pemisahan

atas kekuasaan-kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maksud dari

pemisahan itu adalah untuk merrghindari menumpuknya kekuasaan pada satu

tangan, entah itu dalam artianirrstitusi atau pribadi. Dengan memisahkan tiga

cabang kekuasaan itu, diharap.Kan adanya saling ketergantungan dan saling

kontrol dalam keseimbangan kekuasaan di antara mereka (check and balances),

sehingga kemungkinan bagi terjadinya penyalahgunaan dan kesewenangan

kekuasaan dapat dihindari.
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Asumsi di balik penerapan prinsip ini adalah bahwa manusia bukanlah
malaikat. Mereka pada hakikatnya memiliki kecenderungan untuk melanggar
aturan. Jika duduk dalam kekusaan, mereka cenderung menumpuk dan
menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena.Jadi, menurut pandangan
ini, betapa pun baiknya seseorang sebelum duduk di dalam suatu posisi
kekuasaan, sekali ia berkuasa, akan terbuka kemungkinan untuk tergoda
oleh hawa kekuasaan yang cenderung mengajaknya menyeleweng. Maka,
pemerintahan tidak dapat dijaminkan sekedar kepada itikad baik orang seorang.
Kekuasaan pemerintahan harus disusun dan dibagi ke dalam struktur-struktur
kelembagaan dan kewenangan yang saling membatasi, saling mengawasi
dan saling tergantung satu sama lain. Ini yang dimaksud dengan sistem.Jadi,
penguasa bisa datang dan pergi, namun sistem jalan terus. Hanya dengan
memperkuat sistem, kelangsungan pemerintahan yang bebas dari kemungkinan
diselewengkan akan dapat diupayakan. Menggantungkan nasib pemerintahan,
yangjuga berarti nasib rakyat, kepada kekuasaan orang seorang, bukan kepada
sistem yang solid, akan sangat riskan karena tidak mampu menjamin stabilitas
dan kontinuitas kehidupan pemerintahan.

Sejalan dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi juga menjadikan
hukum sebagai landasan penyelengg araan pemerintahan. Dalam pengertian
ini, pemerintah bukan saja harus menjadikan dirinya sebagai hukum yang
berbicara, tetapi juga menjamin dan memelihara indepedensi lembaga-
lembaga peradilan. Jadi, misalnya, tidak ada seorang pun dapat ditangkap
untuk diperiksa oleh polisi, kecuali ia dicurigai telah melanggar hukum dan
tidak seorang pun dapat dipenjarakan, kecuali ia dinyatakan bersalah oleh
pengadilan.Jrgu, pemerintahan tidak dapat mengambil hak milik orang
seseorang tanpa kewenangan hukum yangjelas dan pembayaran kompensasi
yang wajar. Singkatnya, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil
berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip tentang hak-hak dasar warga negara
ini sudah berlaku di Inggris sejak tahun l2 15, sebagaimana termuat di dalam
Magna Charta.Itulah sebabnya, maka negara demokrasi biasanya diidentikkan
dengan negara hukum.

Adapun tentang kederajatan dan kebebasan, batas-batas dari penerapan
atas dua prinsip dasar demokrasi ini senantiasa menjadi topik perdebatan.
Secara teoretik, kesederajatan diartikan sebagai kesamaan hak dari setiap pribadi
untuk menikmati kehidupan dan mengejar kebahagiaan. Ini berkenaan dengan
kesederajatan hukum (legal equalift), yaitu jaminan perlakuan yang sama kepada
setiap warga negara di hadapan hukum: kesederajatan hak politik @otitirat eqrutiyt),
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yaitu kesamaan hak dari setiap'r^/arga negara untuk memilih dan dipilih; dan

kesederajatan ekonomi (economic equaliyt), yaitu kesamaan hak bagi setiap warga

negara untuk bergiat di bidang ek.onomi dan memperoleh pelayanan dari neg ta

di dalam memajukan kehidupan ekonominya. Untuk yang terakir ini, banyak

penganjur demokrasi berpendapat bahwa keberhasilan demokratisasi juga harus

diukur dari sejauh mana sistem ekonomi yang berlaku mampu rnenjembatani

kesenjangan tingkat kesejahterazln antarawarga negara yang kaya dan miskin.

Ini menjelaskan mengapa pemerintah di negara-negara yang menganut paham

demokrasi cenderung menerap,kan kebijakan perpajakan yang membebani

para orang kaya dan pada saat yang sama, meluncurkan program-program

bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang miskin. Semakin

berkurangnyajurnlah orang mislin, dan semakin sempitnyajarak antara mereka

yang kaya dan yang miskin dala.m masyarakat, merupakan salah satu ukuran,

ukuran yang penting dari keberhasilan sebuah pemerintahan.

Seperti halnya dengan prinsip kesederajatan yang tidak harus diartikan

sebagai "sama-ratasama-rasa", karena di dalam kenyataan slogan komunisme

ini memang tidak mungkin diwujudkan, prinsip kebebasan pun tidak
harus diartikan sebagai keleluasaan setiap orang melakukan apa saja yang

diinginkannya. Kebebasan pribadi hanya dapat diterima sepanjang tidak

menganggu, apalagi merusak kebebasan dan kenikmatan hidup orang lain.

Untuk ini, penerapan hukum yang adil dan kehadiran pemerintahan yang baik,

yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan hak-hak kebebasan, akan

menjamin bahwa setiap orang bebas melakukan apa saja yang dipandangnya

sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Kebabasan berpolitik, misa,lnya, akan tercermin melalui kebebasan setiap

orang untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik apa pun sepanjang ia

tidak melanggar hukum dan tidak melecehkan etika kehidupan berbangsa.

Dalam huhungan ini, harus dipahami bahwa suatu bentuk kebebasan politik
yang sudah dijaga oleh hukum dan konstitusi tidak seyogyanya ditimpali lagi

oleh restriksi-restriksi yang sifatnya politis semata demi kepentingan sepihak

dari penguasa. Oleh karena itu, kebebasan memilih dalam pemilihan umum

misalnya, hanya akan bermalna jika diikuti olek kebebasan setiap warga

negara untuk mendengar, berbicara, membaca, dan menulis tentang fakta dan

gagasan-gagasannya, seta kebebasan menghadiri pertemuan-pertemuan dan

menjadi anggota dari sesuatu organisasi.

Penerapan atas prinsip-prinsip di atas tentu saja tidak akan pernah

sempurna. Demokrasi itu sencliri pada hakikatnya adalah sebuah idealisme
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tentang sistem pemerintahan yang memberi harga tertinggi kepada harkat
manusia sebagai mahluk yang rasional, mandiri dan kreatif Di dalam ke nyataan)
upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah perjuangan yang
terus-menerus. Pendekatan ke arah demokrasi bagaikan sebuah perjalanan
menuju horizon yang tak terbatas. Maka, idealisme yang namanya demokrasi itu
tidak akan pernah terwujud secara sempurna. Setiap masyarakat negara yang
mengaku telah menerapkan sistem yang demokratis, pada hakikatnya masih
berada di dalam proses untuk mendekati idealisme itu. Bahkan, penerapan
cata-cara mendekati idealisme itu sendiri (proses demokratisasi) akan sangat
dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Ini sekaligus menjelaskan mengapa keruntuhan bangunan kekuasaan otoriter
tidak selalu melahirkan demokrasi, dan mengapa pembangunan demokrasi
harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus.

Jadi, yang penting adalah pilihan dan keputusan untuk secara konsisten
dan maksimal mengupayakan perwujudan dari sistem pemerintahan yang
demokratis itu. Karena, betapa pun tidak sempurnanya hasil yang dapat dicapai
dari upaya demokratisasi, ia pasti akan mampu menampilkan pemerintahan
yang lebih baik daripada otoritarianisme. Mengapa? Karena demokrasi adalah
pemerintahan oleh rakyat, memiliki mekanisme untuk mencegah kesewenang-
wenangan) menghargai supremasi hukum, serta mengakui kesederaj atan dan
kebebasan. Persoalannya adalah, demokrasi tidak akan terbentuk dengan
sendirinya hanya karena ia baik. Ia bukan sesuatu yang dapat terwujud secara
alamiah. Demokrasi memerlukan upaya yang konsisten dari semua pihak,
pemerintah dan masyarakat, berdasarkan keyakinan bahwa ia merupakan
idealisme yang layak diperjuangkan.

Strategi Demokratisasi

Dari berbagai pengalaman, kebangkitan gerakan intelektual dan gerakan
arus bawah menuntut demokratisasi merupakan modal awal yang penting
dalam mengakhiri kekuasaan otoriter. Tetapi, demokratisasi bukanlah sekedar
intellectual enterpise dan gerakan arus-bawah dengan mudah bisa berubah
menjadi anarki. oleh karena itu, di dalam proses yang tiada henti menuju
demokrasi, komitmen masyarakat luas untuk berdemokrasilah yang pada
tingkat pertama justru perlu dibangun, dan ini hanya mungkin diharapkan
manfaatnyajika mengambil bentuk sebagai perjanjian pribadi dan perjanjian
sosial yang sifatnya seumur hidup, dan yang terus diperbaharui dari generasi ke
generasi. Gerakan demokratisasi yang bersifat musiman, apalagr yang sekedar
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ditujukan untuk mengakhiri suatu rezim otoriter, yang tidak memiliki agenda

jangka panjang yangjelas dan d:Lsepakati, bukanlah sesuatu yang menjanjikan

masa depan yang cerah.

Gairah yang tinggi untuk nrenjadikan demokratisasi sebagai jalan keluar

dari berbagai kemelut politik, ekonomi, dan sosial yang kita hadapi saat ini

bisa dipahami. Tetapi, demokr:atisasi bukanlah obat mujarab yang secara

serta merta bisa melepaskan bangsa kita dari kemelut-kemelut itu. Sistem

politik yang demokratis hanya zrkan membuka peluang bagi berlangsungnya

dialog yang luas tentang cara bagaimana mengatasi setiap masalah. Namun,

ini sudah dengan sendirinya rrLenguntungkan, karena proses demokratisasi

secara minimal akan mendorong pelembagaan sistem kekuasaan dan karena

itu akan lebih menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam

proses itu, praktik kesewenan€;-wenangan kekuasaan dapat dihambat dan

iuhi..ryu p.-erintahan oleh rakl'at akan dapat diwujudkan. Demokratisasi akan

memperbaharui kepercayaan rakyat bahwa konstitusi dan hukum positif dapat

menjadi landasan bertindak pqiabat negara dan warga negara. Pelanggaran

atasnya, tidak menjadi soal apakah itu dilakukan oleh pejabat atau rakyat biasa,

akan menghadapi penerapan hukuman yang sama.

Jika kita mengamati secaril cermat kekuranganmampuan sistem politik

kita memberi solusi yang efektil' atas, misalnya masalah korupsi, kolusi antara'

pejabat negara dan pelaku ekonomi swasta, rekrutmen politik yang bukan saja

belum mencerminkan kehendak ral<yat,tetapi juga kurang mampu menampilkan

pemimpin-pemimpin yang berkrralitas titgg1, tingkah laku pejabat pemerintahan

yang tidak sensitif terhadap pentleritaan ralryat kecil, birokrasi yang tidak efisien,

pendekatan keamanan yang cenderung efisien elsesif, praktik dagang hukum di

pengadilan, serta tingkah laku rnassa yang bersifat anarki dan destruktif, maka

sebab utama dari semuaitupada akhirnya akan ditemukanpadakenyataan bahwa

sistem politik yang selama ini kita pelihara belum cukup demokratis. Maka, salah

satu tantangan fundamental yartg perlu dijawab menyongsong abad mendatang

adalah bagaimana agar prosefi demokratisasi kehidupan pemerintahan dan

kemasyarakatan kita dapat dipacu. Kita memerlukan pemerintahan yang lebih

demokratis, pemerintahan yang "representatiue" darr lebih bertanggung jawab

kepada rakyat. Paling tidak ada dua keburukan yang sulit dikendalikan: praktik

kekuasaan yang sewenang-wenirng dan sikap massa yang anarki'

Berbagai bentr-rk kebrutalan anarki yang masih terus mengiringi perjalanan kita

berbangsa, agaknya haus diakui sebagai pertanda ketidakmalnpuan' atau mungkin

keenggunan dari sebagian tertentu rakyat kita menyelesaikan masalah-masalah
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mereka seca"ra damai. Apa pun alasan dan kualitasnya, anarkisme selalu merupakan
ancarnan terhadap kelangsungan demokrasi. Karenaitu, proses demokratisasiyang
tumbuh dari bawah akan sanga.tmenentukanmasadepan dari demokrasiitu sendiri.

Sebab,jika mayoritas waqga negara secara konsisten bertingkah laku demokratis, akan

sulit bagi kekutan-kekuatan anti-demokrasi unhrk mengembangkan pengamhnya.
Lagi pula, agaknya terlalu naif untuk mengharapkan para elite kekuasaan bertingkah
laku demokratis, menggagalkan segala rupa hak istimewa mereka seca"ra sukarela,
tanpa dihadapkan pada mayoritas ralryat yang semakin sadar akan persamaan hak
dan kew{iban mereka sebagai wa{ga negara. Sama halnya, jika mayoritas ralryat
terus terperangkap di dalam suatu sistem yang seca-ra konstan memalsa mereka
unhrk menerima kekalahan sebagai bagian dari nasibnya, maka tindakan kekerasan
massaakan senantiasa menjadi satu-satunyacara untukmengekspresikan keberadaan
mereka. Kesimpulanny4 penghayatan atas ketidakberdayaan yang terlalu dalam akan
sama berbahaya\ya dengan sikap mabuk kekuasaan. Ketidakberdayaan ataupun
kelebihan kekuasaan, keduarrya mengandung potensi untuk menyeleweng

Dari uraian singkat atas, kiranya semakinjelas bahwa demokratisasi dalam
arti reformasi politik yang digerakkan dari atas (untuk membangun sistem
pemerintahan yang lebih mewakili aspirasi rakyat dan yang bertanggung
jawab kepada rakyat), dan sosialisasi politik yang digerakkan dari bawah (untuk
membiasak an masyarakat mengekspresikan pendapat dan menyelesaikan
masalah-masalah mereka secara damai), merupakan keharusannya yang tidak
terhindarkanjika kita ingin mempertahankan keutuhan nasional. Demokratisasi
yang berlangsung baik akan menempatkan bangsa kita secara terhormat di
tengah-tengah pergaulan internasional. Itu juga akan mendorong kita untuk
lebih aktif berpartisipasi di dalam upaya global membangun peradilan manusia
yang gandrung akan kemajuan dan mencintai perdamaian.
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PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG
MASYARAKAT KEWARGAAN:

TINJAUAN TEORETIK'

Vt. RWao Rd44d,

asyarakat kewargaan atau ciail socieltt pada hakikatnya merupakan

suatu konsep tentang keberadaan masyarakat yang mandiri dan dalam

batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri dan cenderung mem-

batasi intervensi negara ke dalam realrn yang telah diciptakan sebagai ruang

kegiatannya. Pada abad lB, masyarakat kewargaan dikonsepsikan sebagai

jaringan yang produktif dari kelompok-kelompok sosial yang mandiri,
perkumpulan serta lembagalembaga yang terletak antara negara dengan orang

seorang atau keluarga, dan yang secara simultan menghubungkan mereka

dengan negara.

Dalam perkembangan dewasa ini, konsep masyarakat kewargaan digunakan

untuk memahami gerakan demokratisasi yang bersifat universal, dan yang kini
mendominasi wacana politik intelektual di berbagai bagian dunia. Karena
konsep ini menekankan independensi masyarakat di dalam berhadapan dengan

kekuasaan negara, maka ia sering kali dianggap sebagai akar dari gagasan-

gagasan demokratisasi. Keseluruhan strategi pengembangan masyarakat

kewargaan bertumpu pada keyakinan bahwa hanya melalui pembangunan

kembali kehidupan masyarakat yang mandirilah, yang akan mampu menjamin

berlangsungnya transisi yang damai dari totalitarianisme ke demokrasi. Di dalam

masyarakatkewargaan itu, warga negara akan bekerja samamembangun kembali

ikatan-ikatan sosial yang berada diluar lembaga resmi, menggalang solidaritas

kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (public good1.

MenurutJean L. Cohen dan Andrew Arato, masyarakat kewargaan modern

tegak di atas prinsip-prinsip egalitarianisme dan inklusivisme yang bersifat universal,

' Tulisan ini merupakan makalah yang disajikan pada Seminar Nasional XII AIPI di Kupang, NTT
tanggal 24-26 Jaruari 1996



dimana pengalaman mengarti.kulasikan kemauan politik dan pengambilan
keputusan yang bersifat kolektif rnerupakan hal yang krusial bagi reproduksi nilai-
nilai demokrasi.2

Mengemukanya gagasan nrasyarakat kewargaan akhir-akhir ini, sekaligus
mengundang pengkajian yang serius tentang hubungan antara masyarakat
dengan negara. Kajian kali ini climaksudkan sebagai kajian awal untuk melihat
perkembangan pemikiran tentirng masyarakat kewargaan dan hubun ganny a

dengan konsep negara sebagai suatu struktur kekuasaan.Juga akan ditinjau
hubungan antara masyarakat kewargaan dengan demokrasi sebagai suatu
sistem nilai kultural dan bentuk pemerintahan) serta tantangan aktual yang
kini sedang dihadapinya sehubungan dengan kebangkitan kembali paham
nasionalisme keagamaan dan k.esukuan.

Itlasyarakat l(ewargaan dan l{egara

Secara konseptual, gagasan tentang wasyarakat kewargaan biasanya
dibahas dalam konteks yang saling berhadapan dengan kekuasaan negara.
Menurut Pelczynski, pemisahzrn konseptual antara negara dan masyarakat
kewargaan merupakan salah satu di antara permasalahan-permasalahan
yang menjadi perhatian Hegel ,li dalam filsafat sosial politiknya.3 Pemahaman
Hegel atas masyarakat kewargaan secara kuat berhubungan dengan fenomena
masyarakat borjuasi Eropa (burgerliche geselleschatt) yangproses pertumbuhannya
ditandai oleh perjuangan untuk melepaskan diri dari dominasi negara.
Masyarakat kewargaan mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang
menjadi domain masyarakat, dirnana intervensi negara ke dalamnya merupakan
sesuatu yang tidak sah atau ilkgjtimate.

Akan tetapi, di tangan Heg,el, konsep rnasyarakat kewargaan ini kemudian
dikembangkan ke arah pemaha'man yang tidak seluruhnya optimistik, sehingga
menjadi sesuatu yang problematik. Ia melihat masyarakat kewargaan sebagai
kesatuan yang cenderung melumpuhkan dirinya sendiri (a sef crippling enhA),

dan yang secara konstan merrLbutuhkan supervisi dan kontrol dari negara.
Kebebasan mengembangkan zLspirasi dan kepentingan yang berbeda, yang
menjadi karakter masyarakat li.ewargaan, dilihat oleh Hegel sebagai sesuatu
yang dapat menciptakan kerarvanan terhadap kohesi masyarakat. Gagasan
Hegel yang menonjolkan supremasi negara atas masyarakat kewargaan ini

'JJeanL.CohenandAndrewArato,CivilSocietyandPoliticalTheory.Musachusetts:MITPress, l92, 19
r Lihat Z.A. Pelczynki (ed.). The State and Civil society: Studies in Hegel Political Philosophy. Cambridge, England:

Cambridge University Press, 1984, I
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kemudian menjadi suatu topik perdebatan yang sangat krusial di kalangan
para filosof hingga saat ini.a

sementara itu, dalam pandangan paine, kekuasaan negara memang
seharusnya dibatasi demi kepentingan masyarakaL,. sesuaru negara yang
legitimate, katanya, adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan
oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. semakin sempurna
sesuatu masyarakat kewargaan, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur
kehidupan mereka sendiri.s pandangan paine ini ingi't.rr.guskan tenlang
adanya batas yang mutlak menjadi wilayah otonom masyarakat di dalam mana
negara tidak seyogianya masuk. Tetapi, Hegel berpendapat bahwa tindakan
negara untuk menyusup kedalam batas-batas tradisional dari masyarakat
kewargaan bukanlah sesuatu yangittegttimate.Halini dibenarkan oleh kenyataan
bahwa masyarakat kewargaan yang modern memang tidak mampu mengatasi
kelemahan-kelemahannyasendiri, sertaselalu -e.,galumik sulitan untukmenye-
lesaikan pertentangan-pertentangan yang secara hakiki melekat dan atau terjadi
dalam dirinya. Masyarakat kewargaan tidak dapat menjaga keberadaan"nya
sendiri tanpa keteraturan politik, dan tanpa ketundukan puJu p.*uinaan dari
institusi yang lebih tinggi, yaitu negara.6 Da]am tradisi pemahaman politikJerman,
menurut Manfred Henningsen, negara memang merupakan pusat dari proses dan
praktikpenguaszuur. Masyarakat dianggap sebagai sebuat realrnyangidak teratur
dan menampung berbagai kegiatanyang cenderung bertentangan satu sama lain
sehingga membutuhkan domestikasi dan pengendalian dari .r.guru.t

Hegel lebih lanjut mengajukan dua kondisi yang mengabsahkan intervensi
negara ke dalam wilayah masyarakat kewargaan: pertarna,jika terjadi situasi
ketidakadilan @iustira) atau ketidal<sederajatan (iruquaktizs) a aau- masyarakat
sehingga perlu segera di atasi. Kedua,jika terjadi sesuatu yang mengancam
kepentingan universal masyarakat, sehingga tindakan perlindungan atas
kepentingan dimatsud perlu dilakukan. Tentu saja, dalam versi Hegel, negaralah
yang mendefinisikan apa yangdimaksud dengan kepentingan universal itu.

Pandangan Hegel ini jelas mewakili pemahaman bahwa negara
merupakan pemegang kekuasaan publik tertinggi. Menanggapi pandangan

a Untuk kajian yang luas atas perdebatan itu, nmun kerangka konseptual teoretik ymg dikembmgkamya masih cenderungbersifat kegelim,lihat cohen dan Arato, Civil society ani poliitofTh"ory. analiri. ]ung k iii'k;ars gagasan masyarakatkewilgam dm reaktualisasinya sebagai acuan teoietik dalam.menggerakkan sika! olosisi kaum intelektual terhadapdominasi negara sosialis totaliter di_ Eropa Timur dan Tengah, ditawir]<m oleh Adam s'.rig.- ouru, The ldea of civilJocief. New York: The Free press, 1992
s DidiskusikandalmJohnKeane(ed.).CivilsocietyandtheStote.Newyork:Verso,44_45
6 lbid..52
? Lihat Manfred Henningsen, "civil so ciety in Germny, makalah disajikm pada pertemuan tahu nan dai American political

Science Association (Voegelin Society) di Washington D.C., 2_5 Septembei 1g3
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Hegel, K.H. Ilting mengatakan bahwa dalam rekonstruksi dialektikal Hegel

atas konsep negara, terbentuknya lingkungan keluarga dan masyarakat

kewargaan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat derivatif dan karena itu'

keberadaanrryu rurrguf ,ergantung pada proteksi negara.s Ia menjelaskan bahwa

konsep Hegel tentang perbedaan aritara negara dan masyarakat kewargaan

auput a*u; lebih lanjut melalui tujuan akhir dari aktivitas-aktivitas mereka'

Aktivitas ,r.guru ditr'r.lrrt u.t pada pemuasan kepentingan umum dari seluruh

warga, sedangkan aktivitas masyarakat kewargaan tertuju pada pemuasan

kepJntingan-kepentingan khusus masyarakat atau hak-hak privat dari pribadi-

pribadi dan kelomPok.e

Penarikan garis demokrasi .rang jelas seperti ini lebih lanjut mengantar

Hegel pada kesimpulan bahwa nrasyarakat kewargaan pada dasarnya bersifat

.rorr-poftir. Masyarakat kewargaan merupakan a prrpolitical terrain, sehingga

seluruh kegiatan politik hanya murrgkin berlangsung di dalam domninnegara' Bagi

Hegel, "pilitirs beganwhere cit'til sociel' mdet''Di sini' pengertian burger dilamtradisi

Jeriran tidaklah sama dengan cilizm atau citoym dilam tradisi pemikiran Barat

umumnya,yangsangatbersifatpolitis'Jadr,burghndiJermanlebihbermakna
sebagaiwarganegara dalam arti kesatuan sosiologis belaka.toKonsepsi Hegely*g

memisahkan antara masyarakat kewargaan dengan masyarakatpolitikini dikritik

keras oleh Henningsen sebagai riesuatu yang tidak realistik. Bagi Henningsen,

yang merangkul premis dariJurlsen Habermas bahwa masyarakat kewargaan

*.rirpukun iorutintfue conditian darimasyarakat politik, masyarakat kewargaan dan

masyarakat politik adalah dua istilah ya ng intuchangeabk. Masyarakat kewargaan ,

kata Henningsen, pada dasarnya identik dengan mang publik dari masyarakat

modern yang berfungsi dengan baik'tt

Namun demikian, terlepzrs dari berbagai kritik atas konseptualisasi

Hegeltentangmasyarakatkewargaan,KeanemencatatbahwaHegeltelah
memberi dua kontribusi besar dalam memajukan gagasan tentang masyarakat

kewargaan. t2 Pertama, masyarakat kewargaan dikonsepsikan bukan sebagai

kondisi alamiah dari kebebas:rn, tetapi sebagai sesuatu yang lahir secara

historis, yaitu sebuah ruang kr:hidupan etis yang mengambil posisi antara

kehidupan rumah tangga/keluarga dan negara' Masyarakat kewargaan

bukanlah merupakan sesuatu substratum yang mutlak ada dari kehidupan

E LihatK.H.Ilting,.,TheDialecticofcivilsocie,ry",dalamPelczynski,zfrestateandcivilsociety'll
e lbid,
r0 ManfredHenningsen,"CivilSocietyversussor)ialism",dalamModernPtuis'12'Seoul'1992'196
I' Ibid.,388-408
12 Kene, Civil Sociery' 50-52

..itt..;
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alamiah dan yang eksistensinya terletak di luar lingkaran ruang dan waktu.
Sebaliknya, masyarakat kewargaan adalah hasil dari proses transformasi
historis yang kompleks dan berlangsung lama.Ia merupakan achinunent da/_
dunia modern. Kedua, tidak ada keperluan bagi identitas atau harmoni di
antara berbagai elemen dari masyarakat kewargaan. Masyarakat kewargaan
yang maju, menurut Hegel, pada dasarnya adalah sebuah medan laga yang
tidak pernah sepi dari perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, masyarakat
kewargaan bukan saja tidak mampu mengatasi masalah-masalahnya, tetapi
juga cenderung lumpuh dan terlantar oleh kemajemukannya sendiri.

Pandangan Hegel yang secara tegas meletakkan posisi masyarakat
kewargaan di bawah supervisi negara ini jelas tidak menjadi sumber inspirasi
dari gerakan membangun kembali masyarakat kewargaan di negara-negara
Eropa Timur dan Tengah, yang pada dekade yang lampau secara konstan
berada di bawah dominasi negara totaliter. pengalaman Eropa Timur dan
Tengah itu justru membuktikan bahwa dominasi negara atas masyarakatlah
yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Di sini, gerakan membangun
masyarakat kewargaan menjadi suatu perjuangan untuk mengembalikan harga
diri mereka sebagai warga negara. Gagasan masyarakat kewargaan pun menjadi
semacarn landasan idelogis untuk membebaskan diri dari cengkeraman otoritas
negara yang secara sistematis telah melumpuhkan daya kreasi serta kemandirian
mereka. Mereka bukan saja berhasil memperoleh kembali kebebasannya,
tetapi juga merontokkan sistem totaliter itu seraya mengupayakan tegaknya
suatu pemerintahan baru yang memiliki sendi-sendi demokratis. Keberhasilan
Eropa Timur dan Tengah menggunakan gagasan masyarakat kewargaan ini,
menurut Manfred Henningsen, telah merangsang kegairahan kaum intelektual
di berbagai belahan bumi untuk mengkaji kembali dan memberi makna
baru atas konsep masyarakat kewargaan itu, yakni sebagai landasan bagi
terbangunnya suatu masyarakat dan pemerintahan yang demokratis.13 Bagi
para intelektual pembangkang di Polandia dan Czechoslovakia, reaktualisasi
dan revitalisasi konsep masyarakat kewargaan itu penting untuk menegaskan
penolakan mereka terhadap perampasan otonomi masyarakat oleh kekuasaan
negara yang totaliter dan sewenang-wenang. Asumsi dari pemaknaan yang
baru ini adalah untuk membangun pemerintahan yang demokratis, atau untuk
mengakhiri dominasi dari suatu sistem pemerintahan otoriter perlu terlebih
dulu dibangun masyarakat kewargaan.

'3 Lihat Henningsen,"Civil Society versus Socialism"
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Melalui keberadaan masyarakat kewargaan dalam konteks pemaknaan

yang baru ini, partisipasi rak'yat dalam ruang publik (public sphere) akan

dijamin. ra Dengan demikian, peluang bagi berkembangnya otoritarianisme

sebagai akibat dari lemahnya masyarakat dan kemungkinan bagi meledaknya

revolusi sosial sebagai akibat clari lemahnya negara akan dapat dihindari'

Jadi, dalam hubungan antaranegara dan masyarakat, dikonsepsikan adanya

ruang publik yang menjadi perantara, melalui mana opini publik terbentuk

secara kontinu. Di sini, negal'a harus dipandang sebagai pelaksana dari

kesepakatan yang dicapai di dalam ruang publik itu, sekalipun ia tidak

termasuk di dalamnya.

Pertanyaannya, mungkinkah sebuah ruang publik terbentuk dalam

masyarakat yang didominasi o.Leh sistem kekuasaan yang otoriter? Agaknya

ini tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, terbentuknya ruang publik hanya

dapat diharapkan setelah terbangunnya masyarakat kewargaan. Namun

demikian, untuk mencegah terjadinya revolusi sosial sebagai jawaban terhadap

kesewenangan otoritarianisme, gierakan membangkitkan masyarakat kewargaan

dengan cara-caradamai akan lebih dapat diharapkan hasilnya"

Dalam pengalaman Polaldia, perwujudan dari konsepsi masyarakat

kewargaan itu tertuju pada <lua target reorientasi. Pertama, jukstaposisi

masyarakat terhadap negara bukan sekedar mengindikasikan adanya

garis batas persaingan di antzLra keduanya, tetapi juga berkenaan dengan

p.rg.r..un dalam target demokratisasi: dari yang semula tertuju kepada

keseluruhan sistem sosial meniadi kepada kelompok-kelompok masyarakat

yang berada diluar institusi n(:gara saja. Kedua, subjek dari transformasi itu

ha.uslah kelompok-kelompok masyarakat mandiri yang tidak bergerak ke

arah revolusi sosial, tetapi ke arah reformasi struktural yang pencapaiannya

melalui penekanan-penekanan yang terorganisir dari bawah. Kombinasi dari

kedua aspek itulah yang pada suatu ketika olehJacek Kuron disebut sebagai

s e !f- limiting reu o luli on.t 5

lrlasyarakat l(ewargaan, Denokrasi, dan l{asional isne

Barangkali euents pohtlk Eropa Timur dan Tengah di tahun 1989-1990

dapat dianggap sebagai puncak dari kemenangan gerakan masyarakat

kewargaan dalam perjuangan mereka menumbangkan totalitarianisme.

Peristiwa itu kemudian secarut sangat bersemangat diambil sebagai simbol

ra JurgenHabermas,ThestructuralTransformtjonofthePublicsphere,cambridge: MITPress, 1989

r5 Cohen md Anto, Civil Society and Political T'heory '31-32
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dari resureksi demokrasi dalam formasi kenegaraaan totaliter itu sendiri,
sesuatu yang sama sekali tidak pernah terkonsepsikan sebelumnya oleh para
penganjur sistem sosialis. r6

Gema dari pesan-pesan yang disampaikan melalui keberhasilan gerakan
anti-totaliter yang damai (peaceful anti-tltalitarian mouement) di kalangan
masyarakatkewargaan di Eropa Timur dan Tengah, kemudian membangkitkan
kembali keyakinan masyarakat di berbagai belahan bumi bahwa kekuasaan
totaliter ternyata bisa dilumpuhkan. Caranya, melalui perlawanan intelektual
yang dikombinasi dengan penolakan hati nurani masyarakat luas terhadap
sistem yang menindas hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Gerakan
perlawanan, atau lebih tepat pembangkangan it,',, antara lain melalui
pembangun an apayangmereka sebut parale I polis.tTtT Malna utamanya adalah
pembinaan masyarakat yang hati nurani dan pikirannya merdeka. Suatu
masyarakat yang bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa tergantung pada
supervisi negara. Perjuangan mereka dilandaskan pada suatu cita-cita untuk
menegakan apayang oleh Havel disebut politik kebenaran (the potitics of truth),
atau yang pada kesempatan yang lain disebutnya sebagai thepolitirs of antipotitics.
Politik yang antipolitik ini bukanlah eskapisme, tetapi merupakan wahana
nyata untuk menghidupkan kembali hak-hak warga negara melalui tindakan
pembangkangan sosial. vaclav Benda juga menjelaskan bahwa tujuan dari
parallel poli: itu adalah untuk kembali kepada kebenaran dan keadilan. Misinya
adalah untuk secara konstan merebut wilayah pengaruh, sehingga dari waktu
ke waktu dapat semakin membatasi ruang gerak dari kekuasaan totaliter dan
karena itu menyulitkan penguasa membuat manuver.rB

untuk menegakkan politik kebenaran itu, mereka dengan susah payah.
berusaha menciptakan apa yang disebut counterculture melalui penerbitan-
penerbitan (surat kabar, jurnal, pamflet, selebaran), pembuatan film, dan
kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bersifat otonom.ls Kegiatan-kegiatan ini
menjadi lebih efektif ketika akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan,

'6 Untuk ilustmsi tentang latr belakmg pemikirm dan filosofi ymg melmdasi gerakan mtiJotaliter masyilakat kewrgmn
di EropaTimur dan Tengah,lihat mtara lain Willim M. Brinton dan Alm Rinzlet,without Force or Lies: Voices FromThe
Revolution of Central Europe in 1989-1990. San Fmnsisko: Mercury House, inc., 1990; Stjepm G. Mestrovic, et. al. Zre
Road to Paradise: Prospects for Democracy in Eastern Europe.Iexington, Kentucky: The Univenity press of Kentucky,
1993; Jeffrey Goldfub, A/ter the Fall: The Pursuit of Democracy in Central Europe-\JSA: Basic Books, 1992;yacliv
Havel' Open ktters Selected Writings 1965-1990. New York: Alfred A, Knopf, 1991; Vaclav Havel, et. al. The power of
The Powerless: Citizens Against The State In Central-Eastern Europe.NewYirk: M.E. Sharpe,Inc., 1990; VladimirTisma-
neanv, Reinventing Politics: Eastern Europelrom stalin to r/avel. New york: The Free presi. 1992

17 Vaclav Benda et. al. "Parallel Polis, or Independent Society in Central and Eastem Europe: An Inquiry,' in Social Research
1-2 (Spring/Smm er, 1989), 2t 1J46

t8 lbid.,218-219
re Tismaneanu, Reinventing Politics, IZ2
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wibawa partai yang sedang mernerintah semakin terkikis dan kepercayaan diri

pada elite penguasa semakin merosot.Jadi, pada saat para elite tampak semakin

tidak mampu memenuhi janji-janji mereka untuk memberdayakan masyarakat

melalui sistem diktator proletari:rtnya, kaum cendikiawan yang menjadi motor

dari gerakan pembangkangan ntasyarakat kewargaan pun memperoleh mesiu

yang ampuh untuk menggugat kebijakan penguasa dengan mengacu pada

janji-janji mereka itu sendiri.2O

Gerakan seperti ini memang; memerlukan komitmen yang kuat, konsistensi

dan waktu yang panjang, tetapiia pada akhirnya akan menang. Kerapuhan

sistem totaliter pada dasarnya tt:rletak pad a tiadanya legitimasi dan dukungan

dari rakyat. Ini yang membedak^nny^ dengan sistem yang demokratis.

Keyakinan bahwa demokrasi, dan hanya demokrasi, yang membuka peluang

yang luas bagi umat manusizr untuk secara maksimal mengembangkan

potensinya sebagai mahluk yang dewasa dan kreatif, merupakan modal

perjuangan antitotaliter. Dengarr demikian, kebangkitan masyarakat kewargaan

merupakan langkah awal dalarn proses reinumtion of politics yang mengambil

tempat di luar matriks kekuasaan yang sedang berlaku'2r

Kemenangan gerakan masl'arakat kewargaan di Eropa Timur dan Tengah

pada tahun l9B9- 1990, kemudi:rn memberi inspirasi kepada Francis Fukuyama

bahwa resureks demokrasi di bekas wilayah dominasi sistem totaliter itu

membuktikan bahwa demokrasi liberal merupakan sesuatu yang tidak terelakan.

Seluruh evolusi historis dari kehidupan politik modern akan bermuarapada

demokrasi.22 Namun, glorifikasi yang berlebihan atas peristiwa di Eropa itu

kemudian terbukti tidak selunrhnya meyakinkan kita akan keberhasilannya

melakukan transformasi politik. Paling tidak' pergeseran kekuasaan yang terjadi

setelah kemenangan masyaraft.at kewargaan di sana bukan saja tidak dapat

berlangsung secara mulus, tetapi juga tidak mampu memberi makna baru

bagi kepentingan memeliharallersatuan dan kesatuan nasional (nasionalisme)

di beberapa negara.

Bubarnya Uni Soviet sebirgai kesatuan politik, misalnya, mungkin bisa

dipandang sebagai kebangkitarr solidaritas nasionalisme yang wajat di antara

kelompok-kelompok etnik non-Ilusia, yang sudah cukup lama dipaksa menerima

superioritas posisi orang-orang Rusia di dalam formasi kenegaraan yang lama

mungkin merupakan bentuk lain belaka dari rapuhnya hasil-hasil pendekatan

n lbid..117-118
2t lbid.,xiv
22FrmcisFukuyama,TheEndofHistoryandThelnstMan.NewYork:TheFrcoPress'1992
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palaaan dan penindasan yang menjadi fondasi proyek nasionalisme Soviet. Tetapi,
pertikaian di antara kelompok-kelompok rasial, kesukuan dan keagamaan yang
melanda bekas negara-negara satelit Soviet di Eropa sekaligus mengimplikasikan
bahwa runtuhnya bangunan kekuasaan totaliter tidak secara serta-merta
menjamin berlangsungnya proses demokratisasi yang mulus dan efektif,

Kemenangan masyarakat kewargaan di Eropa Timur dan Tengah, dengan
kata lain, dihadapkan pada kenyataan yang ironis berupa hancurnya sendi-sendi
nasiona-Iisme: persatuan, toleransi dan saling menghargai di antara kelompok-
kelompok yang berbeda suku, agama dan ras itu. Kenyataan ini lalu mengundang
pertanyaan tentang hubungan antara demokratisasi dengan nasionalisme.
Apakah hubungan itu memang mengandung sifat antagonistik? Adakah jalan
bagi berlangsungnya rekonsiliasi yang bersifat permanen di antara keduanya?

Pertanyaan- perlany aan ini layak diaj ukan mengingat adanya kecenderungan
lain yangjuga menampil seiring deng an ataumeny-rsul kemenangan masyarakat
kewargaan di Eropa, berupa lahirnya bentuk-bentuk nasionalisme yang
berlandaskan pada suku dan agama. Kematian rezim-rezim otoriter agaknya
tidak secara otomatis melahirkan demokrasi. Bahkan, dalam banyak kasus,
berakhirnya rezimkomunis justru mengawali praktik otoritarianisme lain yang
berkiprah pada nasionalisme yang sempit itu, seperti yang secara gamblang
terlihat di bekas wilayah Yugoslavia. Di sini, sikap optimisme Fukuyama
tentang tidak terbendungnya kebangkitan demokrasi liberal di atas bumi
setelah berakhirnva era Perang Dingin, justru dihadapkan pada kenyataan lain
yang cukup mengkhawatirkan. Bangkitnva semangat nasionalisme kesukuan
dan keagamaan telah secara langsung menantang keberadaan dan bahkan
keabsahan nasionalisme sekuler model Barat yang selama ini telah mampu
berjalan seiring dengan demokrasi liberal.

Menurut MarkJuergensmeyer, pertarungan global antaraBarat dan Timur
al<an menjadikan nasionalisme keagamaan dan nasionalisme sekuler ini sebagai
tema utamanya, yang bukan tidak mungkin akan mengarah pada perang dingin
model baru.23 Seperti halnya perang dingin yang lampau, konfrontasi antara
kekuatan-kekuatan politik dari nasionalisme keagamaan dengan nasionalisme
sekuler ini mencakup ruang lingkup global, sering kali mengambil bentuk
kekerasan, dan masing masing pihak cenderung mambuat stereoltpe tentang
lawannya. Situasi konfrontatif yang secara global dihadapkan kepada Barat itu
memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perang dingin yang lama.

':3 LihatMukJuerensmeyer,TheNewColdWar?:ReligiousNationalismCon/rontstheSeculerStcte.Berkeley:Univesityof
Califomia Press, 1993
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Sekarang, Barat berurusan dengan lawan yang secara politik tidak menyatu

dan secara militer tidak kuat. Namun, kedua ciri ini, menurutJuergensmeyer,

justru mengharuskan Barat menghadapinya secara lebih hati-hati dan serius.

Sikap anti-nasionalisme sekuler (Barat) yang tumbuh di kalangan para

peloporkebangkitan nasionalisme keagamaan itu sedemikian kentalnya, sehingga

tidakjarang mereka melemparkan tuduhan bahwa kebobrokan kekuasaan dan

masyarakat di negeri-negeri mt:reka terjadi sebagai akibat dari kekeliruan

para politisi memilih model nasionalisme yang tidak sesuai dengan budaya

dan agama yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan. Pandangan

semacam ini terus dikembangkart oleh para pemimpin nasionalisme kesukuan

dan keagam aan (etnereligious) dt l<alangan masyarakat-masyarakat Mongolia,

Asia Tengah, Sinhala di dekat lirilangka, Sikh di Punjabi (India), nasionalis

Hindu di berbagai tempat di Inclia, nasionalis Islam di Mesiq Iran, Palestina,

dan berbagai bagian dunia. Terlepas dari perbedaan nilai-nilai keagamaan,

perbedaan tujuan, sertaperbedaeLn lingkungan politik dan kesejarahan mereka,

parapenganutpaham nasionalisnre kesukuan dan keagamaan itu memiliki sikap

yang sama di dalam memusuhi nrmionalisme sekular model Barat. Merekajuga

memiliki harapan yang sama, yaitu bangkitnyaagama di dalam ruangpublik.

Mereka bahkan merasa bahwa llpaya melakukan sebuah religious crusade akan

membawa hasil berupa revolusi politikyang akan lebih menjamin ketenteraman

dan keteraturan sosial dan moral umat manusia.

Dari kajian singkat di atas terlihat bahwa resukreksi masyarakat kewargaan

di Eropa Timur dan Tengah tida.k. seluruhnya menghasilkan demokrasi. Bahkan,

dalam banyak kasus, justru cerrderung sulit membuktikan keampuhannya

dalam menjaga kelangsungan proyek nasionalisme di atas mana ia bangkit.

Kebangkitan nasionalisme kesukuan pada saat yang hampir bersamaan dengan

kemenangan gerakan masyarakal kewargaan di Eropa Timur dan Tengah, jelas

merupakan peristiwa yang secara langsung menggugat keampuhan gerakan

damai untuk demokrasi itu. Ternyata, perjalanan menuju demokrasi tidak

semulus apa yang mungkin dibayangkan oleh para pelopor gerakan masyarakat

kewargaan itu sendiri.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa pengalaman Eropa itu tidak

selalu harus direproduksi secara persis di bagian dunia yang lain. Masyarakat

kewargaan bukanlah sebuah konsep yang menawarkan penyelesaian tunggal

atas kompleksitas permasalahan. yang ditinggalkan oleh sistem totaliter yang

ditumbangkannya. Realitas kesej:rrahan, Iingkungan sosio-kultural dan ekonomi

suatu masyarakat justru berpen.garuh sangat kuat terhadap pengembangan
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f
I
I u.hidupan politik selanjutnya. Dalam hubungan ini, kita perlu menja ga agar

I tidak tergelincir ke dalam kesimpulan yang keliru seolah-olah pengalaman

I Etopa Timur dan Tengah merupakan role model dari proyek pembangunan

I masyarakat kewargaan. Pengalaman mereka sekedar mengilustrasikan suatu

I auhap atau mungkin bentuk perjuangan dengan segala suka dan dukanya.

I Karena, seperti dikatakan oleh Henningsen, masyarakat kewargaan tidaklah

I terbatas pada sekedar gerakan anti-totaliter pada hakikatnya merekfleksikan a

| 
*rllfunctioning modern socieQ.

I

I 
t"levansi l(onsep lrlasyarakat Kewargaan untuk Indonesia

I Sekarang, apa perlunya membahas konsep masyarakat kewargaan bagi kita

I di Indonesia? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab sekalijadi. Namun, salah satu

I j^.aban yang dapat ditawarkan adalah karena kita juga memiliki keinginan

| ""tuk 
membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal, dan

I lebih dari itu masyarakat yang menyerap nilai-nilai demokrasi secara konstruktif

I sehingga daripadanyadapat diharapkan terbinanya suatu sistempemerintahan

I V"ng lebih demokrasi dari wakru ke waktu. 
]

I Uasih sulit memang, menelusuri ada tidaknya akar dari masyarakat 
I

I k.wargaan dalam sistem sosial asli Indonesia, tetapi ini tidak berarti bahwa 
I

I konsep masyarakat kewargaan menjadi tidak relevan bagi kita. Dalam 
I

I hrbungan ini, kita seyogyanya menggunakan cara yang berbeda di dalam 
I

| -.njelaskan kemanfaatan dari konsep masyarakat kewargaan antara kasus 
I

I politik masyarakatBarat/Eropa yang memiliki tradisi borjuasi, dengan kasus 
I

| -usyarakat non-Barat yang tidak memiliki tradisi semacam itu. Kiranyu 
I

I p.rlu ditekankan bahwa sekalipun konsep masyarakat kewargaan dan ruang 
I

I p"blik secara orisinal berkembang melalui pengalaman Barat, konsep ini 
I

I jtsa dapat diterapkan untuk masyarakat non-Barat. Tentu saja, konsep 
I

| -usyarakat kewargaan tidak dapat dipakai untuk menjelaskan kenyataan 
I

I tu"g ada pada masyarakat non-Barat, namun ia dapat digunakan untuk I

| -.nginspirasikan, mendorong, dan memberdayakan mereka di dalam upaya I

I -.mbangun demokrasi. Di sini terlihat adanya perbedaan yang mendasar I

I antara "menjelaskan" sesuatu fenomena yang sudah ada dan "menciptakan" 
I

I 
sesuatu fenomena yang baru. 

I

I Jadi, walaupun dalam banyak hal masyarakat kewargaan itu identik I

I dengan masyarakat modern, tidaklah berarti bahwa nilai-nilai dan gagasannya I
I sama sekali tidak hadir dalam masyarakat tradisional. Masyarakat kewargaan I

rlTl*l****i*#|



modern, yang sama sekali tidak punya kaitan dengan keberadaan sistem

sosial tradisional yang mendahului lahirnya masyarakat modern. Masyarakat

kewargaan adalah produk hisr:oris dari suatu proses pembangunan yang

awalnya berangkat dari sistem sosial tradisional itu. Kenyataan bahwa proses

modernisasi memang berlangsung lebih dini di Eropa dan Amerika Utara

dibanding bagian lain dari dunia, dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa

masyarakat kewargaan lebih berkembang di sana.

Perbedaan dalam pengemb:rngan gagasan tentang masyarakat kewargaan

antara sesuatu lingkungan sosial-politik dengan yang lainnya terutama

disebutkan oleh perbedaan penS;alaman historis mereka. Pemahaman tentang

sejauh mana peluang historis it.u terbuka bagi Indonesia, jelas memerlukan

studi yang intensif,
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REPRODUKSI LEGITIMASI MELATUI

UU ETIKA PEMERINTAHAN DAN
RI.rORMASI . ADM I N ISTRASI

Rgaaa Ra4r/A

alam tulisan ini, sengaja kami kedepankan aspek etika pemerintahan
karena dalam pandangan kami, administrasi pemerintahan tidak mungkin

bekerja dengan baik dalam kevakuman etik. Kami juga berpendapat bahwa

salah satu penyebab paling pokok dari terjadinya berbagai penyimpangan, yang
pada gilirannya telah memerosotkan legitimasi pemerintahan kita adalah karena

goyahnya landasan etis yang kita miliki. Hal ini lebih lanjut disebabkan karena

hingga saat ini kita belum memiliki satu undang-undang (IJU) yang memberi
sanksi hukum kepada setiap pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan

yang bersifat pelangggaran etik. Adapun tentang tema reformasi administrasi,
hal itu sudah jelas merupakan keburuhan yang penting dewasa ini.

l(eyakuman Etika Sebagai Akar dari Krisis Legitimasi Pemerintahan lfita

Terjadinya berbagai kesemrawutan politik, ekonomi dan sosial yang
bisa kita amati sejak akhir tahun 1997 merupakan refleksi dari sebuah krisis

legitimasi yang akarnya tertanam cukup jauh dan dalam. Bahwa ia kemudian
mengantar kita kepada lahirnya berbagai ketidak-puasan dalam masyarakat,
bukanlah suatu perkembangan yang tak terduga. Krisis itu berangkat dari
maraknya praktik diskriminasi, kolusi dan nepotisme dalam hubungan
kekuasaan. Instrumen hukum yang kita miliki hampir dapat dikatakan tidak
berdaya dalam menghentikannya. Akibatnya, terjadilah kesenjangan sosial,

ekonomi dan politik yang akut. Seolah-olah terpelihara dua dunia yang saling
berseberangan, berjarak sangat jauh: Dunia Pertama yang tidak lain dari
kekuasaan yang megah-menggetarkan dan Dunia Kedua dengan ciri kerakyatan

yang terpuruk dalam ketidakpastian. Maka, ketika kekecewaan nkyat sudah
mencapai titik terendah, mereka menjadijenuh. Mereka marah, sedih, frustasi,

dan pada saat yang sama, kehilangan rasa takut. Dalam situasi psikologis seperti
itu, masyarakat hanya menunggu saat yang tepat untuk meledakkan semua



kekecewaannya dengan berbageLi cara.Dan, saat itu benar datang. Mahasiswa
berdemonstrasi, mahasiswa terte mbak, mahasiswamarah,krimirral, menjarah.
Masyarakat pada umumnya sadeLr bahwa bangunan kekuasaan dimana mereka

pernah berlindung sudah usang, sudah rontok di sana sini, sudah bocor
dimana-mana. Karena itu, ia tidak layak lagi menjadi tempat berlindung yang
aman. Sehingga, di kala mahasiswa menuntut agar bangunan itu dipermak,
masyarakat setuju dan ikut merrdukung. Mereka mengelu-eluk:rn mahasiswa

yang kembali tampil sebagai pendobrak kebuntuan saluran komunikasi,
sebagai pembuat sejarah. Sewalrtu sebuah tiang besar bergeser, banyak pihak
yang tergiring ke sudut penafsiran yang sangat sederhana, seolzrh-olah itulah
simbol dari proses berakhirny:r serangkaian ketidakberdayaan yang telah
memerangkap kehidupan mereka. Namun, seperti lazimnya ke nyataan) tidaklah
sesederhana yang kita pikirkan. l{iruk pikuk kemenangan, rintihan kecemasan

dan lontaran pendapat yang simpang siur terus terdengar bertalu-talu. Mereka
yang terpuruk belum juga bisa bangkit. Mereka dahulu ikut berpesta masih
juga beredar di seputar kekuasaan. Ringkasnya, belum ada perbaikan yang
bermakna. Belum adaharapan yang layak dibangrn, "the historlt is still in the

making no conclusion canltet be mad,q".

Maka, ketika angin perombakan cenderung berhembus lebih kencang

lagi, manakala semua tiang seperti akan dirontokkan ramai-ramai, di saat

semua tembok ingin dijebol tarrpa ampun, mereka yang modcrat bertanya:
kemana arah perombakan itu akan menuju? Berapa banyak lagi tumbal yang
harus dipersembahkan? Berapa banyak lagi ongkos yang harus dibayar untuk
membangun kembali di atas reruntuhan bangunan lama yang masih tersisa?

Pertanyaan-pertanyaan lirih ini agaknya masih sulit dijawab.

Tanpa pretensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin
masih ada gunanya mencari akar atau sebab-sebab palingpokok terpeliharanya
praktik diskriminasi, kolusi dan nepotisme itu. lJpaya itu penting, setidaknya
untuk tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Pada tingkat
pertama, terjadinya semua ituL disebabkan tidak adanya larangan dalam
perundang-undangan kita terhadap praktik kesewenang-wenangan dimaksud.

Cara pandang sederhana dari prlra elit yang cenderung mudah rnenghalalkan

sesuatu yang tidak dilarang, terutzLmajika penghalalan itu membawa keuntungan

sesaat, menyebabkan diskriminzsi sosial, politik dan ekonomi bisa terpelihara
dalam waktu cukup lama. Carapandang yang samajuga telah membuat kolusi

dan nepotisme terpupuk untuk tumbuh subur. Pada tingkat kedua, kekuasaan

yang berlebih (surplus pouer) yang dimiliki oleh negara dan pemerintahan ketika
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dihadapkan kepada masyarakat, menyebabkan yang terakhir ini tidak berdaya
menghentikan penyalahgunaan kekuasaan itu.

Diskriminasi adalah tindakan pilih kasih terhadap seseorang, sekelompok

orang, atau sesuatu institusi berdasarkan ukuran-ukuran nilai yang dirumuskan

kepada pihak yang dikasihi dan sebaiiknya, mengakibatkan kebuntungan bagi

pihak yang tak dikasihi. Ia membawa implikasi peminggiran yang sistematik.

Karena itu, tindakan ini secara hakiki selalu menyebarkan bibit-bibit disintegrasi.

Tingkah laku kekuasaan yang diskriminatif di lapangan politik bisa diamati
melalui aplikasi sistem kepartaian yang hegemonik, yang memberi segala

kemudahan dan keleluasaan kepada satu partai untuk memobilisasi pendukung

seraya menghambat dan mempersempit ruang gerak partai yang lain. Pemilihan

umum yang hasilnya sudah diketahuijauh-jauh hari sebelum pemungutan suara

adalah karal<ter yang khas dari sistem kepartaian hegemonik tersebut.

Di lapangan ekonomi, pemberian fasilitas berlebihan dalam pelayanan

perbankan, perizinan, dan perekayasaan berbagai sektor usaha yang bersifat

monopolistik kepada para konglomerat, sementa.ra mayoritas warga negara diminta

untuk puas dengan sekedar menerima paket-paket bantuan semacaln Inpres Desa

Tertinggal (IDt adalah potret telanjang dari praktik diskriminasi itu.

Kolusi adalah bentuk lunak dari diskriminasi. Lunak, karena ia tidak
selalu bergerak secara ekstrem ke dua arah yang saling bertentangan. Kolusi
cenderung bergerak ke satujurusan. Iajuga berlangsung secara terutup halus

dan diam-diam. Itu alasan mengapa ia sulit dijaring dengan pasal-pasal korupsi,

walaupun malapetaka yang dibawanya kadang kala lebih dahsyat. Tindakan
ini melibatkan dua pihak yang kepentingannya bertemu dalam suatu paket

kebijakan. Misalnya seorang mengambil keputusan membocorkan rahasia

tentang persyaratan untuk sebuah tender proyek kepada seorang calon rekanan,

sehingga ketika tender digelar si calon rekanan dimaksud sudah lebih siap

dengan penawaran yang tepat dan karena itu memenangkan tender.

Kolusi yang lebih kasar dari itu adalah penunjukan langsung oleh
pengambil keputusan kepada sesuatu perusahaan sebagai rekanan, pemberian
hak monopoli atas suatu sistem tata niaga, atau yang serupa dengan itu.
Sebagai imbalannya, sang pengambil keputusan memperoleh pembagian
keuntungan. Sampai batas yang tidak merusak nilai proyek, maka objektif
dari keputusan yang diambil atau tindakan bisa dikategorikan sebagai kolusi.

Tetapi, kalau terjadi penurunan kualitas proyek akibat pemotongan biaya
untuk keuntungan subjektif si pelaku atau terjadi penggelembungan anggaran

sehingga kas negara/pemerintah harus menanggung biaya secara tidak wajar,
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apalagi kalau pekerjaan terlantarr sementara dana negara,/pemerintah telah
dikucurkan, maka tindakan itu iudah keluar dari wilayah kolusi dan memasuki

wilayah korupsi.

Jika interaksi yang berlangsung di wilayah korupsi dan kolusi sebagaimana
diillustrasikan di atas terjadi di antara mereka yang punya hubungan
kekerabatan, maka pada saat )'ang sama mereka telah terlihat dalam praktik
nepotisme. Nepotisme terjadi k,:tika seseorang memperoleh sesuatu yang tidak
mungkin diperolehnya dalam keadaan normal melalui proses dan prosedur yang
wajar. Ia memperolehnya karena diuntungkan oleh hubungan kekerebatan.
Akan tetapi, hubungan kekerabatan dalam suatu lingkungan kegiatan tidak
melaui harus berarti nepotisme. Nepotisme harus dilacak dari hadirnya faktor
ketidakwajaran. Jangan samp:ri ada perlakuan tidak adil kepada seseorang

yang seyogyanya memperoleh sesuatu secara wajar, tetapi kemudian batal
memperolehnya karena ia punya hubungan kekerabatan dengan pengambil
keputusan. Seorang anak pejabat, misalnya, tidak harus dilarang menjadi
pegawai negeri atau pengusa.ha karena seperti warga neg:rra yang lain,
ia juga punya hak asasi untuk mengembangkan dirinya. Hal yang harus
dihindari adalah si anak itu menggunakan kekuasaan ayah ata;u ibunya untuk
memperoleh perlakuan khusus, sesuatu yang tidak mungkin ia peroleh tanpa
menjadi anak pejabat) atav sesuatu yang tidak mungkin diperoleh orang lain
yang memiliki kapasitas sama, tetapi bukan anak pejabat.

Dalam pengamatan kita selama ini, tidak jarang terjadi bahwa seseorang

terpaksa menggunakan jalur kekerabatan untuk memperoleh sesuatu yang
sesungguhnya bisa ia peroleh melalui proses yangwajar. Tetapi, karena sistem atau

suasana yang terbangun tidak kompetitif, maka ia hampir pasti akan dirugikan
tanpa melibatkanjasa kerabatnlra. Dalam kasus terakhir ini, isu nepotisme tidak
relevan. Suasana yang tidak u'ajar sering kali membuat seseorang terpaksa
melakukan sesuatu yang dalam keadaan normal tidak perlu dilakukan. Dalam
hubungan ini, suasana tidak nor:mal itulah yang seyogyanya dieliminir.

Keperluan kita kepada undang-undang etika pemerintahan terkait
dengan keinginan mengakhirL ketidaknormalan itu. Kevakuman etika itu
harus segera diakhiri. Sebuatr UU etika harus memuat berbagai rujukan
nilai yang terdefinisikan secara jelas tentang apa yang tidak pantas dilakukan
dalam proses pemerintahan, baik oleh pejabat maupun masyarakat yang
berhubungan dengan pemerintzLh. Ia akan melarang segala bentuk kesewenang-

wenangan dan penyalahgunaarr kekuasaan yang berupa tindakan diskriminasi,
kolusi dan nepotisme. Tujuannya, agar bangunan kekuasaan yang ada tetap
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dapat berfungsi sebagai tempat dimana masyarakat beriindung memelihara
kehadiran pemerintah yang melayani, memberdayakan dan membangun
masyarakat. Dari sini, masyarakat pun bisa mengharapkan terwujudnya
keadilan, terpeliharanya keteraturan, dan terciptanya stabilitas. Tiga tujuan
utama terbentuknya pemerintahan.

Kehadiran undang-undang etika pemerintahan juga akan secara sistematik
menanamkan pemahaman baru dalam masyarakat bahwa pemerintahan adalah
milik masyarakat, diciptakan untuk melayani masyarakat. Ia tidak memiliki
dirinya sendiri, apalagr hadir untuk melayani kepentingannya sendiri. Karena
itu, masyarakat berhak mengetahui apa yang layak dan tidak layak dilakukan
oleh aparatur pemerintah. Mereka berhak menerima atau menolak keberadaan
sebuah pemerintahan berdasarkan acuan nilai yang antara lain akan terjabarkan
dalam IIU itu. Suatu pemerintahan yang secara serius melanggar prinsip-prinsrp
etika akan kehilangan legitimasi ketika berhadapan dengan masyarakat yang
paham tentang etika pemerintahan. Maka, uU etika pada dasarnya merupakan
instrumen hukum yang disediakan untuk masyarakat agar dapat mengukuhkan
pemilikan mereka atas pemerintahan itu. Pada saat yang sarna, iajuga berperan
mencegah kemungkinan seorang pejabat terjerumus ke dalam tindakan yang
dapat merusak citra pemerintahan. Karena itun reformasi pemerintahan
seyogyanya diawali dengan pemantapan landasan etika yang memiliki kekuatan
hukum demi terbangunnya pemerintahan yang baik.

Reformasi Adninistrasi Sebagai upaya Lanjutan untuk Reproduksi Legitimasi

Reformasi bermakna suatu langkah perubahan tanpa merusak (to change

without datrofing) atau perubahan seraya memelihara (to change while preseruing)

yang diprakarsai oleh mereka yang memimpin suatu sistem. Pembaharuan
administrasi adalah langkahJangkah perubahan yang dilakukan atas prakarsa
pemerintah agar ia bisa lebih efektif menjawab dinamika dan tantangan
yang dihadapinya. Dalam praktik, reformasi bisa bermakna restrukturisasi,
revitalisasi, dan refungsionalisasi berbagai elemen dari sistem administrasi
negara. Ia dimaksudkan untuk memproduksi legitimasi dari sistem itu.

Restrukturisasi adalah langkah mengubah struktur yang dianggap sudah
mulai ketinggalan, tidak lagi efektif dalam mengemban misi organisasi dan
menjawab berbagai tantangan. Biasanya, restrukturisasi mengarah kepada
efisiensi kelembagaan, penajaman arah kebijakan, serta reorientasi prioritas
kerja agar dapat secara cepat mengatasi masalah-masalah yang sedang
dihadapi.
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Revitalisasi adalah upaya rnemberi tambahan daya kepada institusi dan

unit-unit perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan agar bisa secara

optimal melaksanakan tugasnya. Ini berkenaan dengan perumusan kembali

uraian tugas, penambahan kewe:nangan kepada unit-unit strategis, peningkatan

alokasi anggaran operasi, dan penambahan atau penggantian berbagai

instrumen pendukung kegiatan.

Refungsionalisasi berkenaan dengan penajaman orientasi profesionalisme

dalam penempatan orang-orang pada posisi strategis, sehingga bisa diyakini

akan mampu mengemban secara optimal fungsi-fungsi lembaga dimana mereka

ditempatkan dan mendukung kesuksesan setiap kebijakan yang diluncurkan.

Dari pengertian umum ini, bisa dikaji lebih lanjut alasan-alasan yang

mengharuskan dilalukannya reflomasi.

a. Kalau struktur administrasi negara yang ada dipandang tidak lagi efektif

dalam mengemban misi utamanya, serta tidak lagi mampu menjawab

berbargai tantangan dan rnenyelesaikan berbagai masalah fundamental

yang sedang dihadaPi.

b. Kalau institusi-institusi kene,garaan yang dimiliki sudah mulai loyo, sehingga

menjadi lamban dalam m,:ngambil prakarsa untuk menjawab berbagai

tantangan dan sudah keliru ilalam memahami akar-akarmasalahyang sedang

dihadapi. Ia merujuk pada srratu keadaan yang alan menyebabkan kelirunya

kebljakan yang dipilih, sehfurgga dapat melahirkan ancaman kegagalan.

c. Kalau sudah semakin luas p'enilaian dalam masyarakat bahwa orang-orang

yang mengendalikan sistem administrasi tidak lagi sensitif terhadap realitas

perkembangan yang menlertai perjalanannya, dan sudah semakin jelas

rendahnya kapasitas yang rnereka miliki untuk membawa sistem itu keluar

dari berbagai kemelut yang sedang dihadapi.

Jika kita sepakat dengan asumsi-asumsi di atas, tidak ayal lagi sistem

administrasi negara kita harrrs di reformasi secara prinsipil, sistem yang

terbangun selama ini bukan saja tidak efektif dalam mengemban misinya

sebagai pelayan publik yang baik, tetapi bahkan juga gagal membawakan

peranan sebagai agen pembangunan. Amanah yang dipikulkan kepadanya

sebagai agen pembangunan, sebagai implementasi konsep administrasi

pembangunan yang diperkenzLlkan pada awal tahun 1950-an, terbukti gagal

mencegah korupsi, kolusi, darr diskriminasi, baik pada tingkat perencanaan,

pelaksanaan maupun pengenrlalian pembangunan. Sistem itu menghasilkan

berbagai kemajuan ekonomi, tetapi pada saat yang sama ia telah menciptakan

kekisruhan administrasi. Pada gjlirannya, kegagalan administrasi pembangunan
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itu telah menggiring kita ke lembah malapetaka, menggiring kita ke lembah

malapetaka ekonomi dan politik. Ini disebabkan karena administrasi

pembangunan tidak cukup mandiri untuk mencegah intervensi politik di dalam

berbagai sektor dan tingkatan pengambilan keputusan.

Selain itu, orgarnisasi pemerintahan yang gemuk, mekanisme pengambilan

keputusan yang sangat sentralistik, pengisian jabatan yang belum sepenuhnya

merekrut "highb capable men and tulmen" dalam posisi-posisi, strategis, serta

budaya kerja yang belum secara optimal mengadopsi sifat dan sikap jujur

dalam mengemban amanah publik, merupakan faktor-faktor yang selama

ini telah menyebabkan kurang responsifnya sistem administrasi kita terhadap

gagasan-gagasan pembaharuan.

Reformasi diperlukan karena pola organisasi dan mekanisme kerja

pemerintahan masa depan tidak bisa lagi mentolerir hadirnya kendala-kendala

seperti yang kami kemukakan di atas. Ada beberapa kecenderungan kuat

dalam pemerintahan masa depan yang perlu dicermati dan diadopsi agar

pemerintahan kita semakin efektif dan responsif terhadap dinamika global,

nasional dan lokal, yaitu semakin ditinggalkannya pola organisasi pemerintahan

yang gemuk, menuju kepada organisasi pemerintahan yang ramping; semakin

luasnya kemiskinan bahwa desentralisasi pemerintahan lebih bermanfaat bagi

rakyat banyak dibanding sentralisasi; semakin diterimanya sistem pemerintahan

yang bercita-rasa demokratis dibanding yang otoriter. Untuk itu, diperlukan

beberapa persyaratan kapabilitas administrasi yang kompleks, yaitu sistem

rekruitmen kepemimpinan yang terbuka dan kompetitif, gaya kepemimpinan

yang akomodatif terhadap opini publik yang bersifat intelektual (intekcnal publir

opatian),mekanisme pengambilan keputusan yang dapat menyatukan pengetahuan

dan otoritas, serta manajemen pemerintahan yang mampu menyeimbangkan

hubungan-hubungan kewenangan di antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Bertolak dari pandangan-pandangan sederhana ini, maka secara minimal,

reformasi administrasi pemerintahan kita dalam jangka pendek seyogyanya

mencakup langkah-langkah berikut ini.

a. Penataan kembali organisasi dan administrasi pemerintahan yang seefisien

mungkin. Perampingan organisasi pada tingkat pusat merupakan keharusan.

Jumlah kementerian dan unit-unit eselon satunya perlu segera dikurangi

secara signifikan, tetapi ini hanya mungkin dilakukan jika pada saat yang

sama pemerintahan pusat berkenaan mengalihkan berbagai kewenangan dart

dana yang cukup kepada pemerintah di daerah untuk mengurus masalah-

masalah domestik. Dengan demikian, pemerintah pusat lebih berperan
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b.

sebagai pemberi arah, pemllina dan pengawas atas jalannya pemerintahan
dan pembangunan di daer'ah. Pemerintah pusat pun bisa berkonsentrasi
pada penanganan masalah-rnasalah fundamental, membelanjakan sebagian
besar waktu dan energinya untuk menjawab tantangan-tantangan global,
mengaturpeluang, memininralkan risiko, dan membebaskan bangsa ini dari
setiap kemungkinan buruk yang menyertai era keterbuk aan clanpersaingan
global.

Pengembangan profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan dan
administrasi masalah-masra.lah fundamental di berbagai sektor secara
terkoordinasi. Kebiasaan mr:ngambil keputusan pada " las t minute s", melihat
masalah secara sepenggal-pr:nggal dengan orientasi yang berjangka pendek
perlu dihentikan. Karena itu, rekruitmen dalam jabatan-jabatan pimpinan
perlu diseleksi secara objektif Pada saat yang sama, perlu dibangun suatu
pola karier dalam birokrasi pemerintahan yang menjadikan prestasi,
komitmen untuk bekerja ekstra, kejujuran dan kesetiaan pada kepentingan
negara sebagai acuan pada }.epentingan negara sebagai acuan utama untuk
promosi. sejalan dengan itu, diperlukan pula gerakan pemberantasan
korupsi yang diam-diam (ta"npa publikasi) dilaksanakan secara bertahap,
dengan terlebih dulu menetapkan target-target strategis. Misalnya, sektor
perizinan, pelayanan publik dan proyek-proyek dengan anggaran besar.
Setelah itu, baru masuk ke sektor kegiatan rutin.
Pengembangan birokrasi pemerintahan yang representatil baik dalam
konteks rekruitmen dan promosi, maupun dalam wujud peluncuran
sejumlah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, diperlukan
agar birokrasi pemerintahan kita tetap dapat berperan sebagai penjaga
persatuan dan kesatuan nra.sional. untuk itu, kebijakan yang bersifat
"ffirmatiue action" dalam r,:kruitmen birokrasi di daerah-daerah yang
masyarakat lokalnya belum tr:rwakili secara cukup, seperti untuk masyarakat
Dayak di Kalimantan, masyarakat Irian di Irian Jaya, dan masyarakat
Timor Timur di propinsi termuda itu, perlu segera diluncurkan. Sejalan
dengan itu, upaya pemberdilyaan terhadap mereka yang direkrut melalui
kebijakan ini, dengan men.yertakan mereka dalam berbzrgai program
pendidikan dan pelatihan, juga penting diperhatikan, karena ,,qffirmatiue

action" hanya akan bermaknajika disertai dengan pemberdayaan.
Khusus berkenaan dengan pembenahan pemerintahan di daerah, agaknya
perluasan otonomi daerah yang titik beratnya diletakkan pada Daerah
Tingkat II harus diartikan sebagai pengurangan yang signifikan atas
kehadiran unit-unit dekonsentrasi. Ini berarti bahwa status kecamatan

d.
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perlu dipertimbangkan untuk menjadi unit daerah otonom, bukan lagi

unit dekonsentrasi. Dengan demikian, kejanggalan yang kini masih kita

temui dimana terdapat "enclaz)e" dekonsentrasi di bawah daerah otonom

yang menjadi titik berat, dapat diakhiri. Pelayanan kepada masyarakat pun

dapat lebih dioptimalkan.

e. Masih dalam konteks otonomi daerah, diperlukan langkah orientasi

yang lebih bermakna dalam kebijakan pembangunan dan keuangan.

Desentralisasi pembangunan, dalam artian pelimpahan kewenangan yang

lebih besar dan pemberian keleluasaan yang cukup di bidang perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan kepada daerah-daerah mendesak untuk

dilakukan. Sajalan dengan itu, perubahan yang fundamental dalam alokasi

anggaran pembangunan dari orientasi sektoral ke regionaljuga merupakan

kebutuhan. Semua itu dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah,

sehingga kreativitas mereka dalam merespons kebutuhan masyarakat

setempat dan prakarsa mereka untuk mengeksploitasi berbagai potensi

pembangunan di daerah dapat dilakukan secara optimal. Kalau ini

diwujudkan, maka beberapa unit administrasi yang selama ini berperan

penting di pusat dapat dilikuidasi, sehingga efisiensi administrasi keuangan

dan pembangunan pun bisa terus diupayakan. Bagi pemerintah dan

masyarakat di daerah, kebijakan ini akan menguntungkan karena

memudahkan pengambilan keputusan, memungkinkan diluncurkannya

kebijakan yang lebih tepat guna secara tepat waktu'

Kalau gagasan-gagasan yang kami tawarkan di atas dapat diimplementasikan

dengan baik, kami yakin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan

meningkat, legitimasi pemerintahan kita pun akan dapat direproduksi. Insya

Allah!
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PERA]{AN ETIKA PEMERINTAHAN
DAI.AM MEWUJUDKAN GOOD

GOV E R tV AN C E DATAM P E RSPEKTI F
IJIU NOMOR 32 TAHUN 2OO4

(Tinj auan dari,4.speh Sosiologi Pemerintahan) -

K:
JJ embahasan tentang problern dan prospek penyelenggaraan otonomi daerah

Jv ini sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang. 6bih-lebih
bila dikaitkan dengan masalah etika pemerintahan dan good gaaernance (GG).
Kedua istilah itu sesungguhnya berkaitan dan mempunyai hubungan yang sangar
dekat. Etika merupakan konsep .ang lebih umum dari GG, yangjuga melandasi
terciptanya GG. Tanpa etika pemerintahan, GG tidak mungkin terwujud,
karena penerapan sebuah konsep, apalagr konsep baru, sangat tergantung pada
komitmen moral para pelaksananya. Dalam kontels pemerintahan, keberhasilan
mewujudkan GG sangat tergantung pada etika para penyelenggara pemerintahan.
"Etika merupakan penuntun tinclakan (aninn guide) untuk segala pola tingkah laku
yang disebut bermoral" (Kumorotomo, 1992: 7). Dengan demikian, etika dan
moral sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, karena sama-sama rnengacu pada
bimbingan tingkah laku ke arah yang baik. Demikian juga tentang konsep GG,
yang secara harfiah sering diterjemahkan dengan kepemerintahan yang baik,
mengandung makna yang tidakj auh berbeda, bila diterjemahkan dalam kalimat
yang sederhana. Perbedaan nuansa, prinsip dan makna yang lebih dalam tentu
saja ada, tetapi tidak untuk diperdebatkan dalam kajian ini. yangjelas adalah,
ketiga konsep itu mempunyai m:rkna yang arahnya sama, yakni sebagai norma
sosial menuju kehidupan masyzLrakat yang lebih baik. Good gouernance ad,alah
konsep baru dalam etika yang sec:rra spesifik diarahkan p adapenataan kehidupan
pemerintahan yang lebih baik, ser;uai dengan kaidah-kaidah moral paling aktual,
pada masyarakat modern (Ingar:, pencetus pertama gagasan ini adalah Bank
Dunia yang sudah pasti memba.,va visi dan misi tentang modernitas).

' Tulisan ini adalah peduavn dari makalah yang disanrpaikan pada Seminar Otonomi Daerah di Denpm, tanggal 26 Jmuari 2005." 
Kepala Badm Litbmg Depdagri dm Gm Besr IPDN, menyelemikan S-1 di Fakultas Filsafat ubrra, s-z o- s-: oi Departemen
Sosiolosi FISIP UI



trtika dan hukum merupakan satu kesatuan norma yang menuntut untuk

dipatuhi oleh masyarakat, termasuk aparat pemerintahan. Penerapan etika yang

secara khusus dikenakan bagi aparat pemerintah disebut etika pemerintahan'

Etika pemerintahan, di samping bersumber pada norma sosial, juga bersumber

dari norma hukum. Perbedaan antara etika, norma sosial dan hukum terkait

pada penerapan sanksi dan dasar pengenaan sanksinya. Pelanggaran terhadap

etika dan norma sosial lebih bersifat sanksi moral, sedangkan pelanggaran hukum

dikaitkan dengan sanksi yang lebih bersifat fisik. Dasar pengenaan sanksi pada

etika dan norma sosial adalah adanya penilaian baik dan buruk, sedangkan sanlsi

hukum dilandasi oleh penilaian benar dan salah. Baik nilai yang mengacu pada

kebaikan maupun salah dan benar, tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi

tuntutan kemanusiaan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pejabat

pemerintah wajib melalsanakan ketiga norma di atas, karena secara sosiologis,

pemerintahan justru mendapatkan legitimasi kalau ia diakui dan dianggap ada

ol.h -uryurakat. Salah satu indikator atas pengakuan keberadaannya adalah

apabila aturan-aturan yang dibuat dan perintah-perintah/kebiakan-kebijakannya

dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat atau warga negara akan patuh apabllaada

keyakinan bahwa pemerintahan itu bertujuan baik dan mengatur dengan cara

yang baik pula. Apa ukuran kebaikan bagi masyarakat terhadap pemerintahnya?

Salah satu tolok ukur yang secara universal bisa diterima adalah adanya komitmen

untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dari sudut pandang sosiologi pemerintahan, pemerintahan yang baik

(etis) adalah yang mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Penjabaran dari

kesejahteraan umum ini adalah terpecahkan atau tertanganinya masalah-masalah

kelompok di mana di dalam masalah-masalah kelompok itu sesungguhnya

terkandung pula masalah-masalah indMdual. Untuk melaksanakan tugasnya

ini, pemerintah dibimbing oleh kaidah-kaidah hukum dan sosial' harus dipatuhi

baik oleh yang memerintah maupun yang diperintah. Kepatuhan merupakan

prasyarat utama untuk mencapai tujuan negara, dan warga negara wajib tunduk

k.pudu aturan demi terpenuhinya kepentingan umum. Oleh karena pemerintah

-.-prrrryui kewenangan memaksa melalui aturan-aturan yang dibuatnya demi

kepentingan umum, maka aksi-aksi pemerintahan juga harus dibatasi oleh

.ro.-u-rror-a etika, agar pemenuhan hak-hak kelompok (kepentingan umum)

tidak memperkosa hak-hak kemanusiaan, yang sesungguhnya melekat pada diri

seseorang (hak perorangan).

Etilca memang banyak bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena

di samping kedudukannya sebagai landasan filosofis, etikajuga sebagai pemberi
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arah untuk membimbing perilaku seseorang dalam institut hubungannya
dengan manusia lain, atau a'tara satu kelompok dengan kelompok yang
lain agar harkat dan martabatnya sebagai manusia tetap teriaga (dihargai,
dihormati, diakui, dilindungi, rlan lainJain).

Salah satu sumber etika llemerintahan adalah hukum atau peraturan
perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara. Dalam
hubungan ini, perahran perundzmgan yang paling dekat adalah Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004. Pertarlyaannya adalah, apakah undang-undang ini
mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi landasan etik bagi pejabat pemerintah
dalam upaya mewujudkan GG rlilihat dari pendekatan sosiologi pemerintahan?
Inilah pertanyaan pokok yang hendak dibahas dalam tulisan ini.

Hubungan Antara Etika Pemerinttahan dengan Good Governance

Etika Petnerintahan

Etika pemerintahan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku
pemerintah. Pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang merupakan alat
kelengkapan negara yang bertul4as mewujudkan cita-cita negara. oleh karena
etika pada hakikatnya adalah pengatur atau pedoman tingkah laku manusia,
mal<a organisasi ini tidak dapat clikenai penilaian etis. Penilaian etis berlaku bagi
orang-orang yang duduk di dalzLm organisasi pemerintahan) atau para pejabat
pemerintah. Di dalampenjelasan IJUD '45 disebutkan bahwa',yangsangatpenting
dalam pemerintahan dan dalam.hidup bernegara ialah semangat; semangar para
penyelengg ara negara, semanga.t para pemimpin pemerint ahan" . organisasi,
secanggih apa pun susunannya, undang-undang yang sesempurna apa pun
kalimat/meterinya, tidak menjami.n terciptanya pemerintahan yang baik kalau para
penyelenggara pemerintahannya tidak mempunyai semangat etis yang dilalsanakan
dalam kehidupan sehari-hari, tenrtama dalam praktik berpemerintahan.

Semangat etis adalah kemauan keras untuk menjadi pejabat pemerintah
yang baik. Apakah ukuran pejab'at pemerintah yang baik itu? Di dalam norma
umum etika, orang yang baik zLdalah orang yang melaksanakan kewajiban-
kewajibannya secara benar. crrang yang tidak melaksanakan kewajiban,
apakah itu dalam kehidupan rurnah tangga,lingkungan sosial maupun dalam
lembaga-lembaga pemerintaharr, tidak dapat digolongkan sebagai orang yang
baik. setiap orang mempunyai kewajiban dalam kehidupan sosialnya, baik
yang bersifat formal maupun informal. oleh karena ada kewajiban-kewajiban
yang bersifat formal, maka persoalan etika tidak hanya diangap sebagai soal
"kepatutan", tetapi lebih dalam dari itu, yakni sebagai kewajiban moral.
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Oleh karena kewajiban merupakan ukuran utama etika pemerintahan,

maka untuk menjadi pejabat atau penyelenggara pemerintahan yang baik,

syarat utamanya adalah menunaikan tugas yang sudah diamanatkan dalam

Undang-Undang Dasar atau peraturan perundangan lain. Ironisnya' di

dalam dunia birokrasi pemerintahan, makin banyak aturan yang dikeluarkan'

makin sulut pelaks anaaffryadan makin banyak biaya yang harus dikeluarkan

oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena implementasi undang-undang/

peraturan sering diterjemahkan secara harfiah, tanpa dilandasi pemahaman

filosofis atas makna sesungguhnya dari sebuah undang-undang. Dengan

kata lain, tidak ada nilai-nilai etis yang menjadi motivasi penggerak aksi-aksi

pemerintahan. Padahal nilai-nilai etis inilah yang seharusnya menjadi landasan

moral dalam melaksanakan suatu aturan perundangan'

Apakah kewajiban utama para penyelenggara pemerintahan? Untuk

menjawab ini, kita harus melihat kembali alasan-alasan mengapa sebuah

pemerintahan dibentuk. Banyak teori yang membahas tentang alasan-alasan

ataulatar belakang dibentuk atau munculnya sebuah pemerintahan. Namun'

dalam kesempatan ini penulis hendak mengacu pada ketentuan yuridis formal

yang tetuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea

keempat pembukaan disebutkan bahwa pemerintahan itu dibentuk untuk:

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia,
- memajukan kesejahteraan umum,

- mencerdaskan kehiduPan bangsa,

- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bila dikaitkan dengan bunyi penjelasan fruD '45, apa yang ditugaskan kepada

pemerintah itu tidak lain adalah apa yang menjadi tugas negara atau cita-cita yang

hendak dicapai oleh negara. Oleh karena itu, tugas pemerintah tidak lain adalah

untuk mewujudkan cita-cita negara. Inilah pula yang sesungguhnya menjadi

kewajiban aparatpemerintah dalam aktivitas sehari-harinya, apalah dalambentuk

pelayanan langsung maupun dalam pembuatan kebijakan' Dengan demikian,

k ite.ia pemerintahan yang baik adalah yang mampu mewujudkan cita-cita negara

secepat mungkin. Acuan etis yang harus dipegang dalam pelaksanaan tugas, tidak

lain adalah selalu berkiblat atatberorientasi pada tujuan negara.

Dalam upaya mencapai tujuan negara itu, muncul dinamika internal

maupun eksternal pemerintahan. Dinamika internal adalah menyangkut

pe-Lenahan organisasi, koordinasi, interaksi antarlembaga pemerintahan
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dan proses-proses pembuatan keputusan. Dinamika eksternal menyangkut
hubungan pemerintah dengan rakyat dan intererationship, antarwarga negara.
Dalam konsep pemerintahan ya.ng baik, dinamika internal itu seharusnya selalu
bercermin dan berorientasi pada pemecahan masalah-masalah el,rsternal, yakni
masalah yang berkembang dalam kehidupan sosial para warga negaranya,
terutama masalah-masalah kelrmpok.

Berkaitan dengan itu, PA. Braam, mengatakan bahwa pekerjaan
memerintah selalu bersangkut paut dengan hubungan timbal balik, baik
dalam lingkup internal maupun eksternal. oleh karena pemecahan masalah
kelompok menjadi perhatian utama pemerintahan, maka penguasa dan
pemerintahan umum merupakan satu kesatuan dengan dunia sosial kita.
Dengan adanya campur tangarr pemerintah pada pergauran kelompok, maka
timbullah sistem aturan hukum yang luas dan banyak sekali lembaga-lembaga
pemerintahan yang menangard berbagai urusan. Misalnya kepolisian dan
pengadilan, dibentuk agar orarrg-orang dapat bergaul dengan sesama secara
wajar, pencurian dan pembunuhan dapat dicegah, dan kalau perlu, dihukum.
Ada pula yang mengurus soal lleamanan, bencana, pekerjaan umum, listrik,
sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, yang termasuk fasilitas umum.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip utama dalam
etika pemerintahan adalah pelaksanaan kewajiban yang berorientasi pada
perwuj udan tujuan negara. Tuj uan negara yang hakiki adalah me nsej ahterakan
atau memberi kebahagiaan kepada rakyatnya. Idealnya, kesejahteraan bagi
seluruh rakyat. Namun, dalam praktik, hal itu sulit dapat dicapai secara penuh.
oleh karenanya, hasil minimal yang harus dicapai adalah mensejahterakan
kelompok dengan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
Kelompok bisa dalam bentuk vrilayah (provinsi, kabupaten/kota), organisasi
sosial, kelompok umur, pekerjaan, dan lain-lain. Makin banl.ak kelompok
sasaran yang terpecahkan masalahnya, makin baik pemerintahan dan makin
banyak masalah kelompok yang tidak terpecahkan, makin buruk pemerintahan.
Ukuran ini tentu berlaku pada setiap tingkatan pemerintahan, sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Good GoYernance (GG)

Good goaanmrce adalah bent'k lnru paradigma pemerintahan yang sekarang ini
dianggap paling ideal dalam mengatur negara/penyelenggaraan pemerintahan.
Etika adalah sebuah konsep univerrsal, sehingga dalam pene rapamryabisa diberi
muatan-muatan yang spesifik seperti etika pemerintahan, bisnis, kedokteran,
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dan lainlain. Etika dapat pula diberi penafsiran baru sesuai dengan tuntutan

masyarakat, atau nilai-nilai ideal pada kurun waktu tertentu. Masyarakat

modern yang mengalami berbagai krisis sejak awal tahun l9$0-an, menelaah

situasi dengan mencari sebab-sebab timbulnya krisis. Salah satu anggapan dasar

yang dipakai acuan adalah bahwa timbulnya krisis, terutama di negara-negala

,.durrg berkembang adalah karena terlalu dominannya peran pemerintah

dalam mengatur masyarakat. Pendekatan yang dipakai adalah "rul'e goaunmmf'.

Pemerintahan yang terlalu banyak mengatur, memerintah, mengarahkan,

membimbing, membina, dan lainJain bentuk aksi yang intinya menyebabkan

masyarakat makin tergantung kepada pemerintah'

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan model pemerintahan

seperti itu adalah pangreh praja untuk menyebut para pejabat pemerintahan

tradisional, sistem sentralisasi kekuasaan, pengambilan keputusan yang otoriter

dan kepemimpinan karismatik. Pemerintah lebih banyak disibukkan dengan

kegiatan menyusun/mengurus organisasi, kepegawaian' perumusan tujuan

pelerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan yang sering dilanggarkan

sendiri. Pada era orde baru, muncul konsep bahwa pegawai negeri sipil

(birokrat) adalah perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan' Pendek

kata, pemerintah lebih disibukkan dengan urusan-urusan internal birokrasi

daripada urusan-urusan eksternal yang langsung diarahkan pada upaya

pemberdayaan masYarakat.

Seiring dengan perkembangan cara berpikir masyarakat yang sangat

dipengaruhi oleh teknologi informasi, komunikasi, transportasi' dan

globuliruri, konsep-konsep berpemerintahan pun berubah. Kini, muncul

kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai baru,

membentuk gerakan-gerakan sosial yang diarahkan pada perubahan paradigmu

pemerintahan. Paradigm a lama,pemerintahan sebagai pemain dan pengatur

i.,nggul, mulai digeser ke arah kontrol dan kerja sama yang lebih seimbang

d.rrgu.t kekuatan-kekuatan sosial di luar pemerintah, yakni penguasaha

dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan akhir dari gerakan itu adalah

terwujudny a ciuil soci.eqt.Konsep dasarnya adalahmembangun kepemerintahan

modern (modern gouunance) dengan pola interaksi baru antarapemerintah dan

masyarakat. Tirgas pemerintah adalah membangun kemitraan dengan sektor

swasta dan organis.si-o.gunirusi kemasyarakatan. Dalam hubungan kemitraan

itu, pemerintah berperan sebagai fasilitator, enabl,er (mendorong masyarakat

b"rferu.r aktif sebagai pelaku ekonomi), dan menciptakan lingkungan politik

dan hukum yang kondusif.
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Kriteria tata pemerintahan yang baik menuntut konsep GG adalah sebagai
berikut.

I' Partisipasi; semua warg' negara mempunyai suara dalam proses
pengambilan keputusan, bzrik secara langsung maupun tidak langsung.

2. supremasi hukum; hukunr diberlakukan secara tegas, tanpa pandang
bulu.

3. Transparansi; sebuah proserr pemerintahan dapat diakses obh pihak-pihak
yang berkepentingan, term,asuk ketersediaan membuka dokumen publik.

4' Responsif; cepat tanggap terhadap keruhan dan masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakar. dan bersedia melayani semua pihak yang
berkepentingan.

5. Membangun konsensus; menjembatani berbagai kepentingarr yang berbeda
demi terbangunnya suatu k,fnsensus menyeluruh, untuk mencapai tujuan
bersama.

6. Kesetaraan; semua warga rregara,
kesempatan yang sama untuk
kesejahteraannya.

7. Efektif dan efisien; proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga
menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat,
dengan menggerakkan sumber-sumber daya yang ada seoptimar
mungkin.

B. Bertanggung jawab; semu.a keputusan yang diambil, baik di sektor
pemerintah maupun swasta dipertanggungj awabkan kepada masyarakat
dan lembaga-lembaga yang berkepentingan.

9. visi strategis; para pemimpin pemerintahan dan masyarakat mempunyai
wawasan yangluas danjauh.ke depan atas tatapemerintahan yang baik dan
pembangunan manusianya, namun tidak terlepas dari konteks keseiarahan
dan sosial budaya.

Di samping kriteria-kriteria tersebut di atas, masih ada kriteria lain yang
sesungguhnya merupakan turunan (derivasi) maupun generalisasi dari konsep-
konsep yang digunakan, seperti clean goaernmutt, demokratisasi, ciesentralisasi,
dan nnpotuermmt,yang masih terkait erat dengan GG.

Etika pemerintahan dan Gfl mempunyai kaitan yang sanga t erat)bahkan
dapat dikatakan sebagai satu kesatuan. Konsep umumnya sama, yakni berada
pada bidang etika. Good goaernance adalah bagian dari etika pemerintahan yang
memuat kriteria-kriteria yang lebih rinci dan relatif terukur, sedangkan etika

laki-laki dan perempuan, mempunyai
memelihara dan meninskatkan
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pemerintahan berbicara pada tataran yang lebih umum' Dengan munculnya
^GG 

s.bugui pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan' maka

perilaku para pejabat pemerintahan dipandu oleh nilai-nilai dan semangat baru

yang lebih manusiawi- Bahkan ukuran-ukuran kemanusiaan yang lebih konkret

ditampilkan dengan GG, dibanding dengan etika pemerintahan. oleh karena

itu, GG merupakan pelengkap/penyempurna bagi etika pemerintah'

langkah.Langkah lrlenuiu GG dalam l(erangka UU ilo' 3,2l2OO4

Undang-undangsecarayuridisformaladalahsah(|"egitima@,sepanjang
belum terbukti Uhwa dia Uerlawanan dengan undang-undang yang lebih tinggi'

oleh karena itu, kira tidak perlu mempersoalkan legitimasi UU No. 3212004

secara yuridis. Bahwa masih ada beberapa jenis legitimasi yang mungkin

akan mempengaruhi implementasi suatu undang-undan$' adalah suatu

ruang kajian yang sangat berguna bagi akademisi. Bentuk-bentuk legitimasi

itu adalah: legitimasi ,.ligirrr, sosiologis, dan etis' Sampai saat ini' belum ada

orang atau kelompok yu.tg mempersoalkan UU tentang pemerintahan daerah

ini dari ketiga aspek di atas. oleh karena itu, maka kita bisa berasumsi bahwa

,.rrdu.rg-r*Jang ini dapat dijadikan acuan untuk mengarahkan perilaku aparat

p.-.rintuh dalam mewujudkan tujuan negara, melalui good g7aernance'

sebelumnya telah disebutkan bahwa pemerintahan yang etis adalah

pemerintahan yang mampu mewujudkan cita-cita negara dan membahagiakan

rakyatnya. Bagaimana mengukur kebahagiaan rakyat itu? Menurut pendekatan

sosiologi pemerintahan adalah apabila masalah-masalah kelompok dapat

dipe.uht ul oleh pemerintah. Dalam konsep etika pemerintahan, tidak

dipersoalkan secara detail, bagaimana memecahkan persoalan kelompok itu'

Yangpentingadalahtidakmelanggarnilai.nilaikemanusiaan.

Di dalam etika pemerintahan ada tiga prinsip yang harus dipegang dalam

mengatasi masalah-masalah kelompok'

a. Ada itikad baik, artinya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan'

tidak mengambil jalan pintas. Menempuh jalan pintas (menerobos)

mengandung korrr.kn.nsi melanggar nilai-nilai keadilan dan ini berarti,

bukan memecahkan masalah, melainkan menciptakan masalah baru.

b. Profesional, artinya mampu bekerja secara cepat, tepat dan akurat,

didukung dengan perilaku yang sopan dan siap melayani secara adil'

c. Altruistik, artinyamengutamakan kemanfaatan bagi orang banyak (tidak

egois) dan berdiridi atas semua golongan'
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Prinsip-prinsip di atas sama sekali tidak bertentangan clengan prinsip-
prinsip GG, bahkan menjadi lzLndasan moral yang seharusnya rnelandasi setiap
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adarah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara. morar. Bagaimana beniuk pertanggungiawaban
moral itu dapat merujuk pada l<riteria pemerintahan yang baik rnenurut konsep
GG? Yaitu partisipatif, sesuai kridah hukum, transparan, responsif, -.*burrg,r'
konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawatr dan didukung
oleh visi strategis pengambil k,3putusan.

Persoalannya, sekalipun aturan hukum bisa menjadi acuan dan rambu-
rambu dalam melaksanakan G(), namun tidak adajaminan bahr,ra kesejahteraan
nkyat akan terwujud, karena ada dua kendala yang mungkin timbul. pertama
adalah materi dari undang-undangnya yang tidak mengarah pada proses
pemberdaya an ral<yat, ledua adalahperilaku aparat pemerintahannya. praktik di
lapangan menunjukkan bahwa banyak aparat pemerintah justru memanfaatkan
aturan-aturan perundangan/kebijakan pemerintah untuk mencari peluang
memperkaya diri atau mencari keuntungan-keuntungan politik. persoalan
utama implementasi kebijal:an sering kali bukan terletak pada materi
kebijakannya, tetapi terletak p,da sang implementator, yang selalu tertinggal
dari ide-ide perubahan yang tt:rkandung dalam peraturan. wrla,rprrn dulam
UU No. 32/2004 sudah secara tegas mencantumkan prinsip-prinsip otonomi
yang sejalan dengan konsep G,G, namun pelaksanaannya belum bisa dijamin
akan berjalan mulus. Kendalar:ya adalah budaya birokrasi yanu masih berdiri
pada paradigma lama.

oleh karena itu, langkah pertamayang harus diambil untuk melaksanakan
otonomi daerah yang baik adaLrh mengubah cara berpikir para penyelenggara
pemerintahan yang semula sering mengambil keuntungan dari pemberlakuan
suatu undang-undang baru, rliarahkan untuk memberi pelayanan tanpa
pamrih, dilandasi sikap moral nrengabdi/melayani -uryurulut. Hal lain yang
perlu diantisipasi ke depan adalah kolusi antaratokoh-tokoh partaipolitik dan
pejabat pemerintah untuk me:rcari keuntungan pribadi, ,.hirrggu menjadi
penghalang bagi terciptanya pe,merintahan yang bersih (clean gtuernment). Blla
GG tidak dapat dilaksanakan kar:ena budaya birokrasi belum mendukung, maka
kepercayaan masyarakat terharlap pemerintah akan menurun, yang berarti
mengurangi wibawa pemerinta h.

Langkah kedua yang perlu diambil adarah penegakkan hukum, terhadap
aparat yang berlaku tidak etis, untuk menjadi schock terapi bagi yang lain.
Langkah ketiga adalah meningkatkan kesej ahteraan pe gawui d.rrgu' kenaikan
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gaji berkala yang lebih besaq tidak perlu diumumkan secara terbuka, karena

efeknya sangat luas di masyarakat'

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika

pemerintahan,secarateorimerupakanpenerapanetikaumumkedalambidang
pemerintahan. Etika pemerintahan adalah pedoman perilaku bagi pejabat

pemerintah/penyelenggarapemerintahanyangharusselaluberorientasipada
pen.upuiun tuj uan ne gara' yakni terciptanya masy ar akat yan g se'i ahtera'

Pencapaian kesejahteraan menurut pandangan sosiologi pemerintahan adalah

apabila masalah-masalah kelompok yang ada dapat diatasi oleh pemerintah,

b.rr^u-rulna dengan kalangan bisnis dan swadaya masyarakat ftonsep GG)' Bila

paradigmalamapemerintahmenjadipengatur,makaparadigmabarumengatakan

bahwa pemerintah adalah pelayan/pengabdi kepentingan umum'

EtikapemerintahandanGGadalahsejalan,bahkanmerupakansatu
kesatuan. Dengan kehadiran konsep GG, etika pemerintahan justru menjadi

semakin kaya dan semakin konkret tolok ukurnya. Namun demikian, konsep

yangbaikbelumtentumenghasilkansesuatuyangbaikpulakarenadalam
prJra, masih ada faktor manusia yang menjadi implementator. Dalam konteks

pelaLsa.raan UU No. 32 / 2004,kendala yang muncul justru dari segi manusianya,

yang masih sulit bergeser dari paradigma lama ke paradigma baru, meskipun

undang-undangnya r"aur, sangat reformis. oleh karena itu, untuk memperlancar

pelaksanaan, faktor manusialah yang harus menjadi sasaran utama untuk

diperbaiki. Dalam hubungan inilah etika memberi peran besar dalam pendidikan

moral penyelengg uru n guru, dan nilai-nilai etika tetap harus ditanamkan dan

disosialisasikan bersamaan dengan sosialisasi materi undang-undang.
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Kojion PerspeHif politik terhodop
llmu Pemerinlqhon'

3tcat4444t, ldfok

Nam et lpsa scimtia Protas Esg pmgetahuan adalah ltetwann
t'Francis Bacon)

Rekonstruksi ilmu pemerintahan dibangun pada tiga tonggak utama.
Dalam hal ini istilah yang digurrakan oleh Thliziduhu Ndraha atlalah subkultur
ekonomi, kekuasaan dan sosial. semakin kuat dan berkualitas interaksi
antarsubkultur dapat mendor.ng suatu hubungan yang bersifat assosi^atlf. Di
sini, baik kualitas mereka yang rliperintah maupun yang criperintah mengalami
kerapatan melalui kualitas hut,ungan yang ideal. sebaliknya, semakin lemah
interaksi antarsubkultur dapat rnenciptakan suatu relasi yang bersifat dissosintlf,
Dalam hal ini, kualitas merelia yang diperintah maup.r., yurrg diperintah
dapat mengalami kesenjangar yang tak diharapkan. subkultur kekuasaan
dan subkultur ekonomi pada <lasarnya adalah produk dari subkultur sosial.
Maknanya, baik pemerintah meLupun pemegang modal adalah hasil reproduksi
masyarakat itu sendiri.Jika subkultur sosial memproduksi suara Q,oire),lalu suara
di konversi menjadi kursi, kurrsi diubah menjadi jabatan, jab:rtan dipangku
oleh seorang pejabat/penguasil, maka pada akhirnya p.ngruru diharapkan
melahirkan berbagai kebijakan bagi masyaralat. Subkultu. ekorromi lahir dari
subkultur sosial, dimana kompr:tisi dalam masyarakat menghasilkan pemodal
yang bekerja atas lisensi subkuL.tur kekuasaan. Menurut logika itu, subkultur
ekonomi bekerja dalam rangka meningkatkan kualitas mar*rsi. sebagaimana
tugas subkultur kekuasaan yang pada kenyataannya tak sepenuhnya dapat
ditunaikan disebabkan keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki.

Di sisi lain, subkultur sosial rnemproduk suara sebagai kedaulatan tertinggi,
yang selanjutnya memberi kepercayaan (ianji, ntnt) kepadasubkultur kekuasaan
guna melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti regulasi, pelayanan publik,

Y|katah 
ini disampaikm sebagai pembanding Jalam acara Bedah Buku', Buknn satah lbu Mengasuh,Tapi satah BapaMengajar'kuyaPrcf. Dr. Taliziduhu Ndraha, Kamis,29 Maret 20i2, yang dilaksanakan oleh Uni"t plrpustatmn IpDN diJatinansor
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pembangunan, dan pemberdayaan'l Dalam konteks itu' subkultur ekonomi

didorong lewat seperangkat hak pengelolaan yang benifat terbatas untuk mencapai

tujuan pemerintahurr]yuit' mensejahterakan subkultur sosial. Kesenjangan

antarsubkulturdapatmengakibatkanterganggunyaroutedanterminalyangterus
berproses serta saling m"*pengu-hi dan tergan mg (intndepmdmce) sebagatmana

di,r.uikun oleh Ndraha (D(. Ik"" Pemerintahan' hal' lB2)'

Konparasi dalan Persektif Politik

Kinikamiakanmencobamelakukankomparasidalampendekatan
politik pemerintahan yang selama ini menjadi rujukan utama sebagian penulis

,,urUft ilmu pemerintahan, seperti Rasyid (1999)2 lewat pemikiran politik

pada tiga arus utama, yaitu Hobbes, Locke, dan Marx' Hobbes akan mewakili

tuntutan ketidakteraturan, kebutuhan dan insting (naluri) yang disinggung

oleh penulis sebagai urgensi lahirnya kebutuhan ilmu pemerintahan' Locke

ku-i tu*pilkan untuk *.,,y"*purnakan kelemahan konsep bernegara

Hobbes yang penuh absolutisme sebagaimana kekuatiran penulis atas kutipan

defenisi ilmu pemerintahan van de Spiegel.3 Dalam konteks ini, kedua tokoh

tersebut akan menjadi duta bagi rekonstruksi subkultur kekuasaan' Marx kami

hadirkan sebagai representasi da.i motif ekonomi-politik yang melahirkan

kebutuhan pemerintahan. Alasannya, kehadiran pemerintahan salah satunya

adalah meindungi kepentingan materil setiap manusia. Selain itu, aspek

ekonomi merupakan salah satu subkultur strategis dalam hal kebangkitan

nasional kedua di Indonesia khususnya. Robert Mc Iver mewakili aspek

sosiologi yang meletakkan institusi keluarga sebagai basis perkembangbiakan

p"rn..i.ttuhu.tiaurimasyarakatkestate)'+Konsepkewenangan(authorit2)Iver
akan kami gunakan untuk meredam diskresi berlebihan mereka yang berkuasa

sebagaimana kritik Ndraha dalam sejumlah catatar.

Menurut kami, penjelasan pada tiga bagian sebelumnya menunjukkan

kesamaan terhadap moiif-motif perlunya pemerintahan dihadirkan (yang

selanjutnya menjadl cikal bakal ilmu pemerintahan).Jika catatan kami dalam

btku Memahami llmu Pemerintahan (Edisi 6, revisi 2012) Iebih memfokuskan

Fungsipemerintahmirusayatetaptampilkansebagaipembanding,sekalipunsayapahampenulistakbegitusependapat
denimLsimpulan Rasyid dalam buku Makna Pemcrintahan

LihatRasyid,Ryaas,|cf,g.MaknaPemerintahan,Tinjauandarisegi''ikl'Ytrsifwatampone'Jakarta,hal'lJ,lihatjuga
Gito,zOtz, u"^ahami llmu Pemerintahan (edisi revisi 6)' Rajawali hess

Spiege|,schetsderReseerkunde,inBetrekkinsTotHareoogmerkenenMiddekn(Sketsal|muPemerintahan,Maksuddm
Ikhtir-lkhtiamya), IIB 1999

Tentanghalinilihatlver, 1985,The webof Goverftment, jilid l dan2,terj.,lKAPl,Jakarta.KutipmTalizidihal.24menjadi

droa pengembmgan masyamtot xl i"""r t-gru. n*ainlkan.luga dengm Modern state,teri.1990, Perpustakm IIP' Jakarta
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pada aspek politik, ekonomi dan budaya sebagai cikal bakal terbentuknya
pemerintahan, maka sebenarnya catatan tentang ilmu pemerintahan yang
direkonstruksi oleh ketiga aspek di atas boleh dikatakan berbanding lr.usl
Kelebihannya, pemikiran Nclraha tentu lebih detail menelaah kebutuhan
manusia dari berbagai perspektif, pertanyaan sederhana yang mesti dilacak
dari aspek onto-epistem-aksio adalah mengapa pemerintah perlu hadir,
apakah pemerintah itu, dan bagaimana sebaiknya mer.ka hadir dalam realitas
sesungguhnya.

Dalam karya klasik Leviar.han sekaligus mastnpizce Hobbes (l5BB-1679),
ia menegaskan alasan hadir:rya pemerintah di tengah ketidakteraturan
disebabkan serangan yang mengancam satu individu terhadap yang rain
(homo homini lup^). Karakter manusia yang bersifat setfsh(mementingkan diri
sendiri), rentan konflik, haus kekuasaan, kejam dan jahat ada.lah serentetan
gejala yang mengharuskan mrnusia menciptakan institusi yang menjamin
kepastian dan rasa aman dalarn jangka penlek hingga masa crepan mereka.
Bagrnya, tidak ada jalan yang pzuling menguntungkan kecuari mengintegrasikan
diri pada kelompok yang lebih kuat sebagaimana apa yang kita sebut dengan
pemerintahan. Paling tidak, p.merintah mampu memberikan jaminan bagi
kebebasan yang bertanggung jawab sekaligus memastikan karakter alami di
atas tak berkembang biak dalam siklus yang tak berkesudahan. sebaliknya,
mengisolasikan diri adalah piliha n yang tak efektifl kecua]i menyerahkan seluruh
kebebasan alami pada mereka y:rng mengklaim diri sebagai pemerintah. semua
itu hanya dapat dilakukan mel.lui sebuah perdamaian yang bersifat egaliter
serta terpelihara sepanjang masa.

Perdamaian adalah tindakarL yang paling logis untuk meredakan ketegangan
yang dipandang Hobbes sebagaikarakter alami manusia. sikap egaliter hanya
mungkin dilakukan jika semua pihak berada dalam kedudukan yang setaraf
untuk meletakkan semua kepe:ntingan dan menyerahkannya pada institusi
eksternal. semua kepentingan, harapan dan tujuan yurg ,urru dijalankan
oleh institusi di luar semua kepr:ntingan tadi grrrru -..r..g.-uh .uru takut yang
terus menghantui manusia. Ra:ia aman yang kemudian menjadi syarat bagi
tumbuhnya peradaban daram s.mua sendi kehidupan manuJiu hurryu a.put
diperoleh jika manusia dilindu'gi oleh institusi eksternal yang memastikan
terjaminnya semua kehendak iLimaksud. Lewat jaminan tersebut, manusia
tentu saja akan terhindar dari trerasaan terisolasi, miskin, bahaya, ancaman
kejahatan serta kualitas hidup yang lebih baik disebabkan terbentuknya institusi
eksternal yang berfungsi melindungi semua kepentingan di atas.

.".-.
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Institusi eksternal yang kemudian dikontruksikan sebagai pemerintah

adalah satu-satunya lembaga yang berhak memberikan tafsiran objektif atas

semua subjektivitab individu sebagai akar pertentangan satu dengan yang lain.

Sebagai konsekuensi, kebebasan alami setiap individu berpindah pada institusi

pemerintah sebagai pelaksana mutlak. Pada level ini, pemerintah merupa"kan

cerminan absolut dari kehendak individu yang dengan dasar tadi ia dapat

bertindak di luar persetujuan individu. Dengan demikian, hanya pemerintahlah

yang berhak melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin semua

kepentingan, harapan dan tujuan masyaral<at.

Pada ranah pralsis, tindakan yang diperlukan membutuhkan berbagai strategi

dan instrumen yang efektif guna mencapai harapan masyarakat. Sebagai contoh,

pemilihan tindakan yang bersifat cousfbrtkanlah tindakan yang tak bermoral,

kecuali untuk memastikan tercapainya fungsi perlindungan bagi masyarakat

luas. Pendekatan kekerasan, berikut instrumen yang dimiliki pemerintah dengan

maksud menciptakan ketertiban pada dasarnya adalah wujud dari keinginan

kolektif dari setiap individu yang tergabung di dalamnya (commenwealtlt" cititas,

stakeholdns).Ide ini secara alami pula telah mendorong suatu hubungan yang

lebih konkret antarindividu dalam sebuah kontrak yang lebih solid sebelum

diserahkan pada institusi eksternal pemerintah. Dikarenakan ia berada di luar

kontrak itu, maka pemerintah adalah satu-satunya institusi netral yang tak dapat

diputuskan hubungannya begitu saja, karena pada hakikatnya semua kebebasan

individu telah diserahkan dan menjadi miliknya, kecuali sedikit hal yang secara

kodrati patut dilakukan oleh setiap individu tanpa sepengetahuan pemerintah.

Dalamkonte}s inilah pemerintzrhan hadir untukmal<sud dan tujuan sebagaimana

telah dikemukakan di atas. Akhirnya, semua gagasan Hobbes menjadi pondasi

utama dalam membangun kontrak sosial antara sesamaindividu yangkemudian

diserahkan seluruhnya kepada pemerintah. Pemerintah cenderung menjadi

semacam asosiasi yang melaksanakan fungsi agmcy untttk menjalankan semua

kontrak sosial masyarakat.

Konsep di atas selanjutnya disempurnakan oleh Locke (1632-1704) dan

Roesseau (1712-1778) dalam kontrak sosial yang lebih manusiawi, dimana hak-

hak yang diperintah menjadi perhatian serius bagi yang memerintah. Locke

lebih melihat institusi pemerintah sebagai sebuah masyarakat ketimbang sebuah

asosiasi sebagaimana defenisi yang dikembangkan oleh Lasky dari Hobbes

di kemudian hari. Penyempurnaan tersebut bermaksud mengurangi sifat

absolutisme pemerintah yangjustru menjadi ancaman tersendiri bagi mereka

yang diperintah.Jika Hobbes mengasumsikan realitas sosial adalah hamparan
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konflik disebabkan oleh sifat se,t,fish manusia, maka Locke membangun asumsi
dimanarealitas konflik dimalsu,lbukanlah tanparasionalitas yangmembimbing
manusia kepada sifat sefpreumtion (mempertahankan diri). Maknanya, semua
upaya dalam mempertahankarr diri bukanlah tanpa alasan yangjelas, kecuali
untuk melindungi kepentingan individu sebagaimana sifat-sifat hukum alam.
Di sinilah pentingnya otoritas yang melampaui semua kepentingan individu.
Konsep ini telah memberi banl'ak kontribusi dalam ilmu hukum seperti lpaya
pembelaan diri sebagaimana diadopsi dewasa ini.

Kelemahan tesis Hobbt:s mencapai kesempurnaan ketika Locke
memperbaharui kontrak sosial untuk memperlihatkan tanggungjawab
pemerintah terhadap keseluruhan kebebasan alami yang telah diberikan
terdahulu. Kehendak untuk rrLengintegrasikan diri pada pemerintah dalam
bentuk pemerintahan sipil bukrnlah tanpa alasan. Semua itu dilakukan untuk
memastikan terdapatnya perlindungan bagi setiap harta benda individu yang
diperoleh melalui ke{a keras dan tetesan keringat. Karena itu, pernerintah dapat
memperluas dan membatasi senrua kebebasan individu melalui instrumen yang
tersedia sejauh untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Ikatan-ikatan
itulah yang disebutnya sebagai undang-undang (pagar) guna membentengi
perilal<u individu dari gangguzLn pihak lain, termasuk ancamzrn pemerintah
terhadap ruang publik itu sendiri.

Kritik Locke dalam relasi ini dimulai dalam konteks keterikatan setiap
individu yang bersilat absolute sebagaimana penyerahan kebebasan alami secara
totalitas kepada pemerintah. ivlenurutnya, pada dasarnya tidak ada seorang
pun individu, termasuk budak rang akan selamanya mengkontrakkan dirinya
kepada pemerintah. Pemerintra.h yang gagal memenuhi kontraknya dalam
melindungi harta benda masyrlrakat dapat saja dievaluasi untuk kemudian
disirkulasikan kembali. Sebaliknya, mereka yang terikat kontrak dalam
hubungan ini memiliki diskresi dan pilihan untuk memperoleh perlindungan
maksimal pada pemerintah manapun yang mampu memberi jaminan terhadap
kepentingan publik. Fleksibilitas ini setidaknya memicu siapa pun yang menjadi
pemerintah dapat berupaya st:kuat mungkin dalam memberikan jaminan
bagi perlindungan setiap warg;a negaranya. Demikian Locke memberikan
pandangan tentang hakikat kontrak sosial tersebut agar tercipta chek and balance
dalam hubungan antarapemerintah dan mereka yang diperintah.

sampai di sini, kedua konsep di atas setidaknya mampu memberi satu
alasan kuat mengapa pemerintah hadir di tengah masyarakat, tidak lain dan
tidak bukan kecuali untuk metindungi kepentingan setiap individu dalam
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kerangka bernegara, dimana pada tingkat praktek ide tersebut membuka

peluang bagi lahirnya pemerintahan totaliter, sentralistik, formalistik, dan

serba negara. Alasan menjadikan fungsi pemerintah yang pertama dan utama

adalah bagaimana melindungi keselamatan setiap individu sebelum akhirnya

berkembang pada fungsi yang lebih modern, yaitu bagaimana mensejahterakan

rakyat. Fungsi pertama melahirkan konsep nach-state, sedangkan fungsi kedua

menciptakan konsep wefare- state. Dalam aspek managemen pemerint ahan,

fungsi pertama direfleksikan lewat pengaturan (regulation)' sedangkan fungsi

kedua terwuj udkan melalui pemberday aan (unp owerment) dan pembangunan

(deuelopmmt).

Kini marilah kita periksa alasan selanjutnya tentang hadirnya pemerintah

dalam konteks terbentuknya pemerintah menurut Marx (lBlB lB83) yutg

menitikberatkan pada faktor kepemilikan modal (baca; ekonomi). Sebelumnya,

di sela-sela pemikiran Hobbes dan Locke, Levelers dan Harrington (dalam

Schmandht ,2002:336) mengajukan proposal baru yang turut menyempurnakan

konsep Locke. Menurut Harrington, properti menentukan bentuk pemerintahan

seperti apa yang akan dibentuk. Misalnya, jika properti dikuasai oleh satu orang

secara luas maka bentuk pemerintahan yang ideal adalah monarkhi absolut.Jika

properti dikuasai secara luas oleh beberapa orang maka bentuk pemerintahan

yang tepat adalah monarkhi campuran. Seterusnya, jika properti dikuasai oleh

banyak orang maka bentuk pemerintahan adalah demokrasi. Konsep ini tentu

saja bukan hanyaakan melahirkan satu tiran, tetapi lebih banyak tiranjika tanpa

pemikiran yang tuntas. Sekalipun pemikiran ini bertentangan dengan logika

Aristoteles, dimana faktor ekonomi tidaklah etis mengendalikan aspek politik

yang lebih mulia, namun bagaimanapun pemikiran Harrington lahir disebabkan

pengamatan terhadap realitas sosial yang tak menampakkan pemerintahan

berdiri di atas landasan hukum, kecuali pemerintahan orang-orang'

Jika pandangan Hobbes meletakkan pada upaya perlindungan sebagai

alasan utama, maka pandangan Marx sebenarnya tidaldah bergeser dalam hal

bagaimana melindungi kepentingan materiil setiap individus Namun demikian,

perbedaan khas yang dapat dipahami lebih jauh terletak pada motif apa yang

mendorong orang membentuk pemerintahan. Jika Hobbes menggambarkan

tentang motif lahirnyapemerintah sebagai instingindividu untuk melindungi diri

dari bahaya kematianjiwa yang lebih menyakitkan, maka Marx lebih menekankan

5 Soal teori Mm mengenai sejmh dan masyamkat dapat dilihat dalam Adam Kuper & JessicaKupet, Ensiklopedi llmu-llmu

Sosial (2000: 620{,25). Bandingkan pula dengm catatan Smith (1723-1790) pada buku ymg sma hal. 968-970' Raja

Grafindo. Jakarta
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pada insting ekonomi sebagai alasan hadirnya pergerakan manusia hingga
terbentuknya pemerintahan. Menurutnya, hasrat mengumpulkan kekayaanlah
yang menjadi alasan utama menrgapa setiap individu butuh pemerintahan. Thnpa
itu, harta yang dimiliki hanya akrn menjadi sia-sia dari ancaman orang lain. Bagi
kelas atas tentu saja berkepentingan untuk melestarikan kekayaannya sejauh
mereka mampu mempertahankeLn dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bagi
kelas bawah, kehadiran pemerintah ideal dibutuhkan untuk mendistribusikan
sumber daya secara merata sehingga menetes secara adil ke level bawah.

Dalam relasi yang lebih jauh. eksploitasi kelompok yang memerintah terhadap
yang diperintah dapat memproduk keuntungan berlebih bagi kelas atas yang
pada dasarnya menguasai sumbt:r-sumber vital, termasuk kekuasaan. Ketiadaan
pemerintahan tentu saja dapat rnengganggu relasi keduanya dalam hubungan
yang saling menguntungkan, terlepas bahwa dalam kenyataannyatidaklah selalu
demikian. Terhadap hal ini, Man tak lupa memberi catatankritis bagi kelas atas
yang memperoleh dan mengenclalikan sedemikian besar keuntungan dari kelas
bawah tanpa kompensasi yang adil. Dalam konteks Indonesia, kasus pengalihan
subsidi BBM adalah contoh yang paling mendekati.

Jika kita pelajari konsep di a.tas, maka hanya ada dua kelas yang dimalsud,
yaitu kelas atas (kaum borjuis) dan kelas bawah (kaum protznr). Sindiran Marx
sebenarnya menunjuk pada kelompok penguasa sumber-sumber vital yang tak
lain adalah para pemilik modal (kapital)yang sebagian di antaranya menjelma
menjadi kelompok pemerintah.(i sedangkan kelas bawah adalah mereka yang
selama ini diekploitasi dan tak lain adalah masyarakat luas dan tak memiliki cukup
modal, tetapi memberi banyak kontribusi kepada kelas atas alias pemerintah.
Kontribusi tersebut diibaratkan mulai dari keuntungan materil pajak hingga
kenyamanan tidur seorangborjuis dari petugasjaga malam (rutpr*) Ringkasnya,
guna menjaga pertentangan kelas akibat motivasi ekonomi masing:pasing maka
satu-satunya alasan adalah me:nghadirkan pemerintahan untuk melindungi
kepentingan material masing-masing. Dari sini dapat dicermati bahwa fungsi
pemerintah berkembang dari pr:rlindungan jiwa sebagaimana alasan Hobbes
menjadi perlindungan materi seperti penjelasan Marx.

Urgensi Otoritas dalam lrlembatasi l(ekuasaan yang l{engedkan

Kajian ini setidaknya dapat menjawab kekuatiran kita secara universal
terhadap perilaku penguasa yang mengerikan. Dalam perspektif politik

o Lihat kupasm Alfian soal ini dari sumber Anis J3mwedm, drmana rulling elite baru Indonesia menuniukkm ke amh tren
dimaksud dalm btkt Menjadi Pemimpin Potitil (2009:36), Gmmedia pustaka Utama, Jakarra
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pemerintahan,T semua kondisi yang dibayangkan Hobbes dan Locke dimulai

dari kondisi ketidakteraturan dimana kualitas manusia mengalami degradasi

di bawah titik keseimbangan. Dalam relasi itu dibutuhkan otoritas dalam

sebuah kekuasaan luas. Jika demikian, seberapa pentingkah otoritas dalam

pemerintahan?

Sebagaimana penjelasan Mclver (1985: 25), dalam semua pemerintahan

yang mempunyai konstitusi, sebuah otoritas haruslah mendampingi kekuasaan.

Tanpa otoritas maka kekuasaan akan menjadi kekerasan yang merusak' tak

teratuL tak terarah dan sia-sia. Otoritas sangat responsif terhadap struktur sosial

yang menggarisbawahinya. Kekuatan pemerintahan hanyalah instn-rmen dari

otoritas guna mempertahankan tuntutan terhadap tercapainya ketertiban yang

tak selamanya dapat diselesaikan melalui cara kekerasan. Otoritas hanya mungkin

bertahan bila ia diakui sepenuhnya oleh masyarakat sebagai bagran terbesar dari

konsensus berpemerintahan. Oleh karenanya, tidak ada satu pun pemerintah

yang dapat bertahan relatif lama tanpa pengesahan dan pengakuan dari mereka

yang diperintahnya. Pemerintahan yang dilalsanakan dengan cara-catakekerasan

hanyaakan gagal dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka yang diperintah,

dan pada saat tertentu menunggu waktu untuk mengalami kehancuran.

Otoritas dibutuhkan untuk membatasi kekuasaan yang sedemikian luas

melekat pada pemerintah. Kekuasaan luas tadi dapat menjadi sumber masalah,

sekalipun tujuan awalnyasangat disadari untuk melindungr kepentingan mereka

yang diperintah. Perlindungan terhadap setiap kepentingan manusia menjadi

kewajiban pemerintah sebagaimana alasan munculnya kontrak sosial. Hobbes

menggambarkan keterpojokan setiap individu dari serangan satu terhadap yang

Lain (homo homini tupus) iika tanpa konsensus kolektif yang menjadi asal mula

kontrak sosial tersebut. Keterasingan itu hanya dapat diselesaikan dengan cara

menyerahkan sepenuhnya seluruh kebebasan alaminya kepada pemerintah

sehingga ketertiban sosial dapat dicapai secara maksimal. Pemerintah,

sebagaimana dibayangkan Hobbes seperti hantu Leviathan, adalah satu-

satunya perangkat konkret yang berhak dan mampu melahirkan otoritas dari

seluruh kebebasan alami yang telah dikoleksi dan dikonversikan menjadi

kekuasaan pemerintah yang sah dan luas guna menciptakan ketertiban, baik

secara internal maupun eksternal. Secara internal, ia mampu membangun

7 Istilah politik pemerintahan kami gmdengkm dengan maksud untuk mendantkan kekusaan ke dalam bentuk konkretnya,

yaitu pemerintahm. Konsep negm sendiri benifat abstrak, sedangkan pemerintahan tampak lebih konkret dalm hubungm

mtaEyang memerintah dm yang diperintah pada aspek kewenffigan(authoriry) dm pelaymm publik sebagaimma defenisi

ini dikonstruksi oleh Sadu Wroistioio, Camnn PP lzmbang,2}l2). Dalm kajian politik, negm pada dmamya terdiri atas

unsur pemerintah, nkyat, wilayah dan kedaulatan. Dengm demikim, pemerintah adalah penonifikmi konkret dari negm
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rasa takut untuk melahirkan kepatuhan, sedangkan secara eksternal ia mampu
melindungi setiap individu dar-i rasa takut disebabkan ancaman pihak lain.
Dengan demikian, menyerahkan diri pada otoritas pemerintah merupakan
salah satu pilihan paling mungkin dibanding mengisolasikan diri dari perasaan
takut yang berlebihan dari anczLman pihak lain. Persoalannya, bagaimanakah
otoritas tersebut dapat dikoreksi ketika pemerintah keliru dalam memberikan
perlindungan baik secara internal maupun eksternal dikemudian hari?

Puncak l(eserasian

Seperti catatan kami di arval, apakah yang akan kita perbaiki dengan
menggunakan ilmu pemerirrtahan? Tentu saja memperbaiki kualitas
kemanusiaan. Menurut kami , kualitas kemanusiaan akan menentukan
subkultur sosial yang pada akJrirnya akan memproduk subkultur ekonomi
dan kekuasaan secara berimbang. Sejauh kualitas subkultur sosial lemah baik
dari aspek nilai, kebutuhan dan kerja sebagaimana dikatakan penulis, maka
secara langsung ia akan memprc,duk kualitas subkultur ekonomi dan kekuasaan
yang lemah pula. Maknanya, rnasyarakat yang bodoh bukan mustahil akan
menghasilkan pemegang mod:rl dan pemerintah yang bodoh pula. Dalam
konteks Indonesia sebagai contoh, mekanisme pilkada langsung serta sistem
pemilu proporsional terbuka sebagaimana kita terapkan pada masyarakat
dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, pada akhirnya hanya
menghasilkan kepala daerah dan anggota legislatif yang bodoh, bebal dan tak
bermutu hanya karena disukai, bukan karena kompetensi. Realitas ini sejajar
dengan kekuatiran Socrates darr Mahfud MD (2012) tentang kenekatan kita
dalam demokrasi langsung.

Komparasi ilmu pemerintahan pada sudut pandang politik menurut
kami memiliki basis kesamaan pada aras kekuasaan, khususnya pada klaster
subkultur kekuasaan yang secara langsung berimplikasi pada dua subkultur
yanglain.Jika alasan lahirnya kr:butuhan pemerintahan dalam konteks politik
disebabkan dorongan alamiah untuk melindungi diri dan kepentingan materiil
dari ancaman orang lain, sesama maupun penguasa itu sendiri, maka kehadiran
ilmu pemerintahan adalahjalan baru untuk meningkatkan kualitas manusia dan
masyarakat yang selama ini terg;radasi guna melindungi kepentingan mereka
agar mampu mencapai kebahapfaan lahir batin di dunia dan akhirat. Di sini,
kita mungkin sepakat dengan pandangan klasik Van Poelje tentang batasan ilmu
pemerintahan. Harus diakui, dengan pendekatan inter, antar dan multidisplin
yang kompleks, kita dapat sampai pada puncak pemahaman tertinggi di bidang
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ilmu pemerintahan yang tentu saja berkarakter ke-Indonesiaan, bukan Belanda,

apalag America mindnd.
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